
RANCANGAN KONTRAK  
 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
 

PENYEDIAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT 
RSUD TEMANGGUNG 

 
Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja 

Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut 

“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari .......... tanggal ….... 

bulan ............tahun 2019 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang  Nomor.……  

tanggal  …….,  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. 

tanggal ……., antara : 

Nama : SUGIYARTO, SH 

NIP : 19650209 198607 1 001 

Jabatan :   Kepala Bagian Umum 

Berkedudukan di : RSUD Kabupaten Temanggung 

Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung 
 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. 

RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. 

tanggal ……. Tentang [SK pengangkatan PA] selanjutnya disebut “Pejabat 

Penandatangan Kontrak”, dengan: 

 

Nama : …………….[nama wakil Penyedia] 

Jabatan :   ………….. ..[sesuai akta notaris] 

 

Berkedudukan di : …………..  [alamat Penyedia] 

  

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] 

 

Tanggal  : ………….. [tanggal penerbitan akta] 

 

Notaris  : ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya 

disebut “Penyedia”. 

 

Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

 

 

 

 



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan; 

 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam 

Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah  RSUD Temanggung sebagaimana diterangkan dalam dokumen 

Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki 

keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta 

telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki 

kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang 

diwakili; 

 

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan 

bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing 

pihak : 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat; 

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 

fakta dan kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini 

bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan 

Konstruksi Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Temanggung dengan 

syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna 

yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 

 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Sarana Penunjang IPAL 

3. Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan IPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam 

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. 

ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….; 

 

2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung dan Belanja 

Fungsional BLUD RSUD Temanggung; 

 

3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ............... rekening nomor : 

............. atas nama Penyedia : ............... . 

 

 

Pasal 4 

 

DOKUMEN KONTRAK 

 

1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian 

(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran 

dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak 

beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 

subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 

lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 

Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan 

Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

 

2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 
b. Surat Perjanjian; 
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga; 
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
f. spesifikasi teknis;  
g. gambar-gambar; 
h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

 
Pasal 5 

MASA KONTRAK 

 

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 

tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan; 

 

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender; 

 

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

 

 

 



Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

 

 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 

............. [diisi nama badan usaha] RSUD Kabupaten Temanggung 

     

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli 

ini untuk Pejabat Penandatangan  ini untuk Penyedia maka rekatkan 

Kontrak maka rekatkan meterai meterai Rp 6.000,- )] 

Rp 6.000,- )]  

[nama lengkap] SUGIYARTO, SH. 

 [jabatan]  Pembina  
   NIP. 19650209 198607 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 

 

KETENTUAN UMUM        

1.   Definisi                      Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat 
                       Umum  Kontrak  selanjutnya  disebut  SSUK  harus 
 mempunyai   arti   atau   tafsiran   seperti   yang 
 dimaksudkan sebagai berikut.    

 1.1 Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  yang 
  selanjutnya  disingkat  APIP  adalah  aparat 
  yang melakukan pengawasan melalui audit, 
  reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
  pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
  tugas dan fungsi Pemerintah.   

 1.2 Bagian pekerjaan yang  disubkontrakkan 
  adalah bagian pekerjaan utama atau bagian 
  pekerjaan  bukan  utama  yang  ditetapkan 
  sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
  Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan 
  kepada  Penyedia  lain  (subpenyedia)  dan 
  disetujui terlebih dahulu oleh PPK.  

 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah 
  daftar  kuantitas/keluaran  yang  telah  diisi 
  harga satuan kuantitas/keluaran sesuai 
  ketentuan  pemberlakuannya  dan jumlah 
  biaya keseluruhannya yang merupakan 
  bagian dari penawaran.    

 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim 
  pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh 
  PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, 
  untuk mengelola administrasi Kontrak dan 
  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 1.5 Harga    Kontrak    adalah    total    harga 
  pelaksanaan pekerjaan yang tercantum 
  dalam Kontrak.     

 1.6 Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  selanjutnya 
  disingkat   HPS   adalah   perkiraan   harga 
  barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

 1.7 Harga  Satuan  Pekerjaan  yang  selanjutnya 
  disingkat  HSP  adalah  harga  satu  jenis 
  pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 

 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
  kerangka   waktu   yang   sudah   terinci 
  berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah 
  dilaksanakan pemeriksaan lapangan 
  bersama   dan   disepakati   dalam   rapat 
  persiapan pelaksanaan Kontrak.   

 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang 
  terjadi di luar kehendak para pihak dalam 
  Kontrak   dan   tidak   dapat   diperkirakan 
  sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
  ditentukan  dalam  Kontrak  menjadi  tidak 
  dapat dipenuhi.     

 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 
  keruntuhan bangunan dan/atau tidak  

 
 
 



 
 
 
 

berfungsinya bangunan setelah penyerahan 
akhir hasil Jasa Konstruksi. 

 
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 

disingkat KSO adalah kerja sama usaha 
antar Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian 
tertulis. 

 
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya 

disebut Kontrak adalah keseluruhan 
dokumen yang mengatur hubungan hukum 
antara PPK dengan Penyedia dalam 
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi 
atau pekerjaan konstruksi. 

 
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga 

Satuan adalah Kontrak yang merupakan 
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran 
pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersangkutan. 

 
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 

pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

 
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu 

berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan. 

 
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu 

untuk melaksanakan seluruh pekerjaan 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

 
1.18 Masa Pemeliharaan adalah  jangka  waktu 

untuk melaksanakan kewajiban 
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan. 

 
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaran yang pokok dan penting yang 
nilai bobot kumulatifnya minimal 80% 
(delapan puluh perseratus) dari seluruh 
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 

 
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

metode yang menggambarkan penguasaan 
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari 
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 

 

 



 

pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari 
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan  
utama yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara teknis. 

 
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 

selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja 
daerah. 

 
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan 

atau sebagian kegiatan yang meliputi  
pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

 

1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu konstruksi sesuai  
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan. 

 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

 
1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis  

adalah tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

 
1.27    Pengguna   Anggaran   yang   selanjutnya  

disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

 
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan 
Kontrak. 

 
1.29 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, 

KPA atau PPK.  
 

1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan  
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 

 
 

 



 
 
 

 

1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan 
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 

 
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 

Jaminan adalah jaminan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya 

disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk 
memulai melaksanakan pekerjaan. 

 
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh  
PPK untuk memulai melaksanakan 
pekerjaan. 

 
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

adalah tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai (Provisional Hand 
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara 
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang 
diterbitkan oleh PPK. 

 
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 

tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai 
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam 
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
yang diterbitkan oleh PPK. 

 
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja 

yang bekerja di sektor konstruksi yang 
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan 
operator. 

 
2. Penerapan SSUK diterapkan  secara  luas  dalam  pelaksanaan 

  Pekerjaan   Konstruksi   ini   tetapi   tidak   dapat 
  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam 
  Dokumen   Kontrak   lain   yang   lebih   tinggi 
  berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa   Kontrak   harus   dalam   bahasa 
   Indonesia. 

  3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak 
   asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia 
   dan  bahasa  Inggris.  Dalam  hal  terjadi 
   perselisihan dengan pihak asing digunakan 
   Kontrak dalam bahasa Indonesia. 

  3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 
   berlaku di Indonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, 
   e-mail  dan/atau  faksimili  dengan  alamat 
   tujuan  para  pihak  yang  tercantum  dalam 

SSKK. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wakil Sah Para Pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.    Larangan Korupsi,  
Kolusi   dan Nepotisme 
(KKN), Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

 

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus 
dibuat secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dan dianggap telah 
diberitahukan jika telah disampaikan secara 
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak 
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui 
surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan 
ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 

 
5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap  
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan 
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah 
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan 
dalam SSKK. 

 
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur 

dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan 
harus disampaikan kepada masing-masing 
pihak. 

 
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi 

Wakil Sah PPK memiliki tugas : 
 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
dengan pelimpahan dari PPK; 

 
b.     mengelola administrasi kontrak; dan  
c.     mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk : 
 

a. menawarkan, menerima atau 
menjanjikan untuk memberi atau  
menerima hadiah atau imbalan berupa 
apa saja atau melakukan tindakan 
lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga 
berkaitan dengan pengadaan ini; 

b.    mendorong terjadinya persaingan tidak 
sehat; dan/atau 

 
c.  membuat dan/atau menyampaikan 

secara tidak benar dokumen dan/atau 
keterangan lain yang disyaratkan untuk 
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak 
ini. 

 
6.2       Penyedia     menjamin     bahwa     yang   

bersangkutan termasuk semua anggota KSO  
(apabila berbentuk KSO) dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan 
tidak akan melakukan tindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1 di atas. 

 
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK 

terbukti melakukan larangan-larangan di 
atas dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif oleh PPK sebagai berikut: 

 
a.    pemutusan Kontrak; 

 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan   

disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalam SSKK; 

 
c.  sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 



 

dicairkan dan disetorkan sebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

 
d.    pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 

 
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar 
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas 
usulan PPK.  
PA/KPA menyampaikan dokumen 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:  
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi 

Daftar Hitam; dan  
2) unit kerja yang melaksanakan 

fungsi layanan pengadaan secara 
elektronik, untuk ditayangkan 
dalam Daftar Hitam Nasional] 

 

  6.4 Pengenaan  sanksi  administratif   di   atas 
   dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.  

  6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan 
   dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
   peraturan perundang-undangan.   

7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
   material/bahan  yang  terdiri  dari  rincian 
   komponen  dalam  negeri  dan  komponen 
   impor.       

  7.2 Asal  material/bahan merupakan tempat 
   material/bahan diperoleh, antara   lain 
   tempat material/bahan ditambang, tumbuh, 
   atau diproduksi.      

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
  keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan 
  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  ini  berdasarkan 
  standar akuntansi yang berlaku.    

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja 
  Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk 
  membayar   semua   pajak,   bea,   retribusi,   dan 
  pungutan  lain  yang  dibebankan  oleh  peraturan 
  perpajakan  atas  pelaksanaan  Kontrak  ini.  Semua 
  pengeluaran   perpajakan   ini   dianggap   telah 
  termasuk dalam Harga Kontrak.    

10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
 Kontrak  diperbolehkan dalam hal pergantian nama 
   Penyedia, baik  sebagai  akibat peleburan 
   (merger) maupun akibat lainnya.   

  10.2 Jika  ketentuan  di  atas  dilanggar  maka 
   Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK  dan 
   Penyedia  dikenakan sanksi sebagaimana 
   diatur dalam pasal 41.2.    

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap 
  pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak 
  yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi  

pengabaian yang terus-menerus selama Masa 
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian 
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak 
yang melakukan pengabaian. 

 
12. Penyedia Mandiri  Penyedia  berdasarkan  Kontrak  ini  bertanggung   

jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan 
  subpenyedianya  (jika  ada)  serta  pekerjaan  yang 
  dilakukan oleh mereka.   

   

   

   

   

   



13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 
  disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas 
  nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
  terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.  

14. Pengawasan 14.1   PPK   menetapkan   Pengawas   Pekerjaan 
 Pelaksanaan Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan 
  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai 

Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat 
berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa  
Pengawasan (Konsultan Pengawas). 

 
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 

Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. 
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas 
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK 
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 

 
15. Tugas dan Wewenang 15.1   Semua  gambar  dan rencana kerja yang 

Pengawas Pekerjaan digunakan dalam  pelaksanaan pekerjaan 
 sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen 
 maupun pekerjaan sementara harus 
 mendapatkan  persetujuan  dari Pengawas 
 Pekerjaan.     

 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan 
sementara yang tidak tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam 
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan 
pekerjaan sementara tersebut untuk 
mendapatkan pernyataan tidak 
berkeberatan (no objection) untuk 
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.  
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana  
pekerjaan sementara  ini tidak melepaskan 
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai 
Kontrak. 
  

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas 
dan wewenang paling sedikit meliputi: 

 
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana 

mutu pekerjaan konstruksi Penyedia 
Jasa pelaksana konstruksi; 

 
b. memberikan ijin dimulainya setiap 

tahapan pekerjaan; 
 

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak; 

 
d. memeriksa dan menilai mutu dan 

keselamatan konstruksi terhadap hasil 
akhir pekerjaan; 

 
e. menghentikan setiap pekerjaan yang 

tidak memenuhi persyaratan; 
 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 

 
g. memberikan laporan secara periodik 

kepada PPK sesuai dengan ketentuan 
dalam Kontrak. 

 

15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini. 

 
 
 
 
 
 

 



16. Penemuan-penemuan          Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan 
kepada pihak yang berwenang semua penemuan 
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau 
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang 
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai 
oleh negara. 

 
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin 

  

  akses   Pejabat Penandatangan Kontrak, PPK,   
Wakil   Sah   PPK,  Staf Teknis, Pengawas 

    Pekerjaan  dan/atau  pihak  yang  mendapat 
    izin  dari  PPK  ke  lokasi  kerja  dan  lokasi 
    lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau 
  akan dilaksanakan.   

 17.2   Penyedia  harus  dianggap  telah  menerima 
    kelayakan  dan  ketersediaan  jalur  akses 
    menuju lapangan. Penyedia harus berupaya 
    menjaga  setiap  jalan  atau  jembatan  dari 
  kerusakan akibat penggunaan/lalu  lintas 
    Penyedia  atau  akibat  personel  Penyedia. 
  Kecuali ditentukan lain maka:  

    a.   Penyedia harus bertanggung jawab atas 
          pemeliharaan yang mungkin diperlukan 
          akibat penggunaan jalur akses; 
    b.   Penyedia  harus  menyediakan  rambu 
          atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan 
          mendapatkan perizinan yang mungkin 
          disyaratkan oleh otoritas terkait untuk 
          penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; 

    c.   biaya karena ketidaklayakan atau tidak 
          tersedianya jalur akses untuk digunakan 
          oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; 
          dan    

    d.   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim 
          yang mungkin timbul akibat penggunaan 
          jalur akses.  

 17.3   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang 
    mungkin  timbul  selain  penggunaan  jalur 

  

akses tersebut. 
    

 B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
 

18. Masa Pelaksanaan    Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan 
Kontrak   Surat Perjanjian oleh Para  Pihak  sampai dengan 

    Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan 
 kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak 
 sudah terpenuhi.      

 B.1  Pelaksanaan Pekerjaan         

19. Penyerahan Lokasi Kerja   19.1   Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan 
   peninjauan  lapangan  bersama  oleh  para 
   pihak.       

   19.2   PPK berkewajiban   untuk   menyerahkan lokasi 

  

kerja   sesuai   dengan   kebutuhan Penyedia 
yang tercantum dalam rencana kerja yang telah 
disepakati oleh para pihak dalam Rapat 
Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk 
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan 
kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 

 

 



 
 

 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
  dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan 
  Lokasi Kerja.     

 19.4 Jika  dalam  peninjauan  lapangan  bersama 
  ditemukan hal-hal  yang dapat 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka 
  perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
  adendum Kontrak.    

 19.5 Jika  PPK  tidak  dapat  menyerahkan  lokasi 
  kerja  sesuai  kebutuhan  Penyedia  yang 
  tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 
  19.2)  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan 
  terbukti merupakan suatu hambatan, maka 
  kondisi  ini  ditetapkan  sebagai  Peristiwa 
  Kompensasi.     

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK  menerbitkan SPMK paling lambat  14 
Kerja (SPMK)  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  tanggal 

  penandatanganan Kontrak atau 14 (empat 
  belas)  hari  kerja  sejak  penyerahan  lokasi 
  kerja pertama kali.    

 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup 
  pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.  

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia  berkewajiban untuk 
Pekerjaan Konstruksi  mempresentasikan dan menyerahkan RMPK 
(RMPK)  sebagai penjaminan dan pengendalian mutu 

  pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan  
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan 
disetujui oleh PPK. 

 
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: 

 
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 

(Method Statement ); 
 

b.    Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ 
Inspection and Test Plan (ITP); 

 
c.     Pengendalian Subpenyedia dan   

Pemasok. 
 

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan 
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara 
konsisten untuk mencapai mutu yang 
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan 
ini. 

 
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 

pekerjaan. 
 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum 
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 

 
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan 

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan 
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa 
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap 
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK 
harus mendapatkan persetujuan PPK. 

 

 21.7 Persetujuan   PPK   terhadap   RMPK   tidak 
  mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 
22. Rencana Keselamatan   
Konstruksi (RKK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikan dan menyerahkan RKK 
pada saat rapat persiapan pelaksanaan 
kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujui oleh PPK 

 

 

 



 
 

 22.2 Para   Pihak   wajib   menerapkan   dan 
  mengendalikan pelaksanaan  RKK secara 
  konsisten.      

 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

 22.4 Penyedia berkewajiban  untuk 
  memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi 
  pekerjaan,  jika  terjadi  perubahan  maka 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 22.5 Pemutakhiran RKK  harus mendapat 
  persetujuan PPK.      

 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK 
  tidak   mengubah   kewajiban kontraktual 
  Penyedia.      

23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 
Pelaksanaan Kontrak  diterbitkannya SPMK dan sebelum 

  pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan 
  Penyedia,  unsur  perancangan,  dan  unsur 
  pengawasan,  harus  sudah 
  menyelenggarakan rapat persiapan 
  pelaksanaan kontrak.     

 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati 
  dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak 
  meliputi:      

 
a. RMPK;  
b. pelaksanaan RKK;  
c. organisasi kerja; 

 
d. tata cara pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang 
diikuti uraian tentang metode kerja 
yang memperhatikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja; 

 
f. jadwal pengadaan bahan/material, 

mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja 
Konstruksi; 

 
g. penyusunan rencana 

pengukuran/pemeriksaan bersama; dan  
h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 
  dituangkan   dalam   Berita   Acara   Rapat 
  Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 
  dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
  hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau 
  sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 

 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 
  pekerjaan, yaitu : 

 
a. mendatangkan 

terkait yang 
pelaksanaan  
instalasi alat; 

 
peralatan-peralatan 
diperlukan    dalam 

pekerjaan,    termasuk 



 
b.    mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 

rumah, gedung laboratorium, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c.     mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 
 

 24.3 Mobilisasi  peralatan  dan  Tenaga  Kerja 
  Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap 
  sesuai dengan kebutuhan.    

25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 
Pemeriksaan Bersama  dan  Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama 

  dengan  Penyedia  melakukan pengukuran 
  dan  pemeriksaan  detail  terhadap  kondisi 
  lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata 
  pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 

 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan 
  bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia 
  Peneliti Pelaksanaan Kontrak.   

 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan 
  dalam Berita Acara. Apabila dalam 
  pengukuran/pemeriksaan   bersama 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
  harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama  yang  sesuai  dengan  persyaratan 
  Kontrak dapat segera dimobilisasi.  

 25.5 Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bersama 
  Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66. 

26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 
Dalam Negeri  berkewajiban   mengutamakan 

  material/bahan produksi dalam negeri dan 
  tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang 
  dilaksanakan  di  Indonesia  sesuai  dengan 
  yang disampaikan pada saat penawaran. 

 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan  Konstruksi, 
  bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  perangkat lunak yang digunakan mengacu 
  kepada dokumen:     

  a.   formulir rekapitulasi perhitungan 
  Tingkat   Komponen Dalam Negeri 
  (TKDN), untuk Penyedia yang 
  mendapat preferensi harga; dan 

 
b.    daftar barang yang diimpor, untuk 

barang yang diimpor. 
 

   26.3   Apabila   dalam   pelaksanaan   pekerjaan 
    Ditemukan ketidaksesuaian dengan  
            dokumen  pada  pasal  26.2,  maka  akan 
 dikenakan sanksi sesuai peraturan 
 perundangan yang berlaku.    

B.2  Pengendalian Waktu        

27. Masa Pelaksanaan 27.1   Kecuali  Kontrak diputuskan  lebih awal, 
                 Penyedia berkewajiban   untuk memulai 
                 pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
            Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
                 dengan RMPK, serta menyelesaikan 
             pekerjaan   paling   lambat   selama   Masa 
                 Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 

 27.2   Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat 
 menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
 Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya 

 

 



 

  yang   dapat   dibuktikan   demikian,   dan 
  Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
  kepada  PPK,  dengan  disertai  bukti-bukti 
  yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat 
  memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan 
  melakukan penjadwalan kembali 
  pelaksanaan tugas Penyedia dengan 
  membuat adendum Kontrak.  

 27.3   Jika pekerjaan  tidak  selesai  sesuai  Masa 
  Pelaksanaan  bukan  akibat  Keadaan  Kahar 
  atau  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena 
  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia  maka 
  Penyedia dikenakan denda.   

 27.4   Apabila diberlakukan serah terima sebagian 
  pekerjaan (secara parsial), Masa 
  Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian 
  pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 

 27.5   Bagian  pekerjaan  pada  pasal  27.4  adalah 
  bagian  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan 
  dalam Dokumen Pemilihan.   

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara 
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk  menunda  pelaksanaan 

 pekerjaan.  Setiap  perintah  penundaan  ini  harus 
 segera ditembuskan kepada PPK.   

29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas  Pekerjaan atau Penyedia  dapat 
  menyelenggarakan rapat pemantauan, dan 
  meminta satu sama lain untuk menghadiri 
  rapat tersebut. Rapat pemantauan 
  diselenggarakan untuk membahas 
  perkembangan pekerjaan dan perencanaan 
  atas sisa pekerjaan serta untuk 
  menindaklanjuti peringatan dini.  

 

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, 
dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan 
pihak-pihak yang menghadiri rapat. 

 

      29.3   Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu 
                     diputuskan,   Pengawas Pekerjaan   dapat 
                memutuskan baik dalam rapat atau setelah 
                 rapat  melalui  pernyataan  tertulis  kepada 
                     semua pihak yang menghadiri rapat. 

30. Peringatan Dini 30.1   Penyedia berkewajiban untuk 
                  memperingatkan sedini mungkin Pengawas 
               Pekerjaan   atas   peristiwa   atau   kondisi 
                  tertentu  yang  dapat  mempengaruhi  mutu 
               pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau 
 menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas 
 Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia 
 untuk   menyampaikan secara tertulis 
                   perkiraan  dampak  peristiwa  atau  kondisi 
 tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan 
 Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini 
                  harus sesegera mungkin disampaikan oleh 
 Penyedia.     

         30.2   Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 
 dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
 mencegah atau mengurangi dampak 
 peristiwa atau kondisi tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3 Penyelesaian Kontrak 
 
 

31. Serah Terima Pekerjaan      31.1 Setelah  pekerjaan  selesai  100%  (seratus 
 perseratus), sesuai dengan ketentuan yang 
 tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
 mengajukan permintaan secara tertulis 
 kepada  PPK  untuk  serah  terima  pertama 
 pekerjaan.       

31.2 PPK  memerintahkan Pengawas Pekerjaan 
 untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap 
 hasil pekerjaan.      

31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian 
 hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi 
 yang tercantum dalam Kontrak.   

31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan 
 disampaikan  kepada  PPK,  apabila  dalam 
 pemeriksaan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai 
 dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam 
 Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK 
 memerintahkan  Penyedia  untuk 
 memperbaiki  dan/atau melengkapi 
 kekurangan pekerjaan.    

31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan 
 telah   sesuai   dengan   ketentuan   yang 
 tercantum  dalam  Kontrak  maka  PPK  dan 
 Penyedia menandatangani Berita Acara 
 Serah Terima Pertama Pekerjaan.   

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
 (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga 
 Kontrak,   sedangkan   yang   5%   (lima 
 perseratus) merupakan retensi selama masa 
 pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 
 sebesar  100%  (seratus  perseratus)  dari 
 Harga   Kontrak   dan   Penyedia   harus 
 menyerahkan  Jaminan Pemeliharaan 
 sebesar  5%  (lima  perseratus)  dari  Harga 
 Kontrak.        

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
 selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi 
 tetap seperti pada saat penyerahan pertama 
 pekerjaan.       

31.8 Masa  Pemeliharaan  paling  singkat  untuk 
 pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, 
 sedangkan untuk pekerjaan semi permanen 
 selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui 
 Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
 Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
 Penyedia mengajukan  permintaan secara 
 tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir 
 pekerjaan.       

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 
 Penyedia telah melaksanakan semua 
 kewajibannya selama  Masa  Pemeliharaan 
 dengan baik dan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
maka  PPK  dan  Penyedia  menandatangani  
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

31.11  PPK wajib melakukan pembayaran sisa 
Harga  Kontrak  yang  belum  dibayar  atau  
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

 
31.12  Apabila Penyedia tidak melaksanakan 

kewajiban pemeliharaan sebagaimana  
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan 
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan 
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 

 
31.13  Setelah penandatanganan Berita Acara Serah 

Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan 
hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

 
31.14  PA/KPA  meminta  PPHP  untuk  melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap hasil 
pekerjaan yang diserahterimakan. 

 
31.15  PPHP melakukan pemeriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan sampai dengan  
serah terima hasil pekerjaan, meliputi 
dokumen program/penganggaran, surat 
penetapan PPK, dokumen perencanaan  
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan 
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, 
dokumen Kontrak dan perubahannya serta  
pengendaliannya, dan dokumen serah 
terima hasil pekerjaan. 

 
31.16  Apabila hasil pemeriksaan administrasi  

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK  
untuk  memperbaiki  dan/atau  melengkapi 
kekurangan dokumen administratif. 

 
31.17  Hasil pemeriksaan administratif dituangkan  

dalam Berita Acara. 
 

31.18  Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang  
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 

 
31.19  Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan 

serah terima pekerjaan sebagian atau secara  
parsial yaitu: 

 
a. bagian pekerjaan yang tidak 

tergantung satu sama lain; dan 
 

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak 
terkait satu sama lain dalam 
pencapaian kinerja pekerjaan. 

 

31.20  Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan 
secara parsial, maka cara pembayaran, 
ketentuan denda dan kewajiban  
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 

 
31.21  Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan 

setelah serah terima pertama pekerjaan  
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) 
tersebut dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut  
berakhir sebagaimana yang tercantum 
dalam SSKK. 

 
31.22  Serah terima pertama pekerjaan untuk  

bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan 
dalam Berita Acara. 

 
 

 



 
 
 
 

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan 
  dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan 
  surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

33. Pedoman Pengoperasian 33.1   Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk 
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian 
Pemeliharaan             dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan 

              SSKK.   

   33.2   Apabila    Penyedia    tidak    memberikan 
              pedoman pengoperasian dan 
              perawatan/pemeliharaan, PPK berhak 
         menahan   uang   retensi   atau   Jaminan 
              Pemeliharaan.   

 
B.4 Adendum 

 
34. Perubahan Kontrak             34.1    Kontrak hanya dapat diubah melalui  
         adendum   Kontrak. 

 
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan 

apabila disetujui oleh para pihak, yang 
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. perubahan Harga Kontrak; 

 
c. perubahan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 
 

d. perubahan Kontrak yang disebabkan 
masalah administrasi. 

 
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK 

dapat meminta pertimbangan dari 
Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

 

35. Perubahan Pekerjaan          35.1    Dalam hal terdapat perbedaan antara 
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis 
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, 
PPK bersama Penyedia dapat melakukan 
perubahan pekerjaan, yang meliputi: 

 
a. menambah atau mengurangi volume 

yang tercantum dalam Kontrak;  
b. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
d. mengubah jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 
 

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 
35.1 namun ada perintah perubahan dari 
PPK, PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakati perubahan pekerjaan yang 
meliputi: 

 
a. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
c. mengubahjadwalpelaksanaan 
a. pekerjaan  

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 
PPK secara tertulis kepada Penyedia 
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi 
teknis dan harga dengan tetap mengacu 
pada ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 

 
 
 



35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam 
Berita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendum Kontrak. 

 
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 
35.2 mengakibatkan penambahan Harga 
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan 
dengan ketentuan penambahan Harga 
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari harga yang tercantum 
dalam Kontrak awal dan tersedianya 
anggaran. 

 
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan  
oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. penyesuaian harga; dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama 

yang akan dilaksanakan berubah akibat 
perubahan pekerjaan lebih dari 10% 
(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, 
maka pembayaran volume selanjutnya 
dengan menggunakan harga satuan yang 
disesuaikan dengan negosiasi. 

 
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran 

terdapat harga satuan timpang, maka harga 
satuan timpang tersebut hanya berlaku 
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk 
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan 
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 

 

36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang 
masuk kategori harga satuan timpang, maka 
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 

 
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, 

maka penentuan harga baru dilakukan 
dengan negosiasi. 

 
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan 

penyesuaian harga adalah sebagai berikut: 
 

a.   harga yang tercantum dalam Kontrak  
dapat berubah akibat adanya 
penyesuaian harga sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

b. penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak dengan yang 
masa pelaksanaannya lebih dari 18 
(delapan belas) bulan;  

c.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 
pelaksanaan pekerjaan;  

d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi 
seluruh kegiatan/mata pembayaran, 
kecuali komponen keuntungan, biaya 
tidak langsung (overhead cost) dan 
harga satuan timpang sebagaimana 
tercantum dalam penawaran; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Perubahan Jadwal 
Pelaksanaan Pekerjaan 
dan/atau Masa 
Pelaksanaan 

 
e.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang  
tercantum dalam Kontrak awal 
/adendum Kontrak;  

f. penyesuaian harga satuan bagi 
komponen pekerjaan yang berasal dari 
luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal 
barang tersebut;  

g.  jenis pekerjaan baru dengan harga 
satuan baru sebagai akibat adanya 
adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak adendum Kontrak 
tersebut ditandatangani;  

h.  indeks yang digunakan dalam  
pelaksanaan Kontrak terlambat 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
adalah indeks terendah antara jadwal 
Kontrak dan realisasi pekerjaan;  

i.    jenis   pekerjaan   yang   lebih   cepat  
pelaksanaannya diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks 
harga pada saat pelaksanaan. 

 
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian 

harga diatur dalam SSKK. 
 
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 

Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa 
Kompensasi. 

 
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya 
berlaku untuk bagian pekerjaan harga 
satuan. 

 

37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
dapat diakibatkan oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan; 

 
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; 

dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai 
berikut: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau  
c. Keadaan Kahar. 

 
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 

paling kurang sama dengan waktu 
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar 
atau waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan akibat dari 
ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b 

 
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa 

Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang 

 
 

 



 
 
 
 

diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu 
sesuai pertimbangan yang wajar setelah  
Penyedia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan 
dini  atas  keterlambatan  atau  tidak  dapat  
bekerja sama untuk mencegah 
keterlambatan sesegera mungkin, maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat  
dijadikan alasan untuk memperpanjang 
Masa Pelaksanaan. 

 
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak harus telah menetapkan ada 
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama, 

 
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan  
 dituangkan dalam Adendum Kontrak. 

        37.7   Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 
 penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
 Masa  Pelaksanaan  maka  Penyedia  berhak 
 untuk    meminta perpanjangan Masa 
 Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. 
 PPK  berdasarkan  pertimbangan  Pengawas 
 Pekerjaan memperpanjang  Masa 
 Pelaksanaan secara tertulis.  Perpanjangan 
 Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui 
 adendum Kontrak.     

B.5 Keadaan Kahar       

38. Keadaan Kahar        38.1   Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 
                  bencana alam, bencana non alam, bencana 
 sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca 
 ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 

        38.2   Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal- 
                 hal   merugikan   yang   disebabkan   oleh 
 perbuatan atau kelalaian para pihak.  

        38.3   Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau 
 Penyedia memberitahukan  tentang 
 terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu 
 pihak  secara  tertulis  dalam  waktu  paling 
 lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak 
                   menyadari atau seharusnya menyadari atas 
                   kejadian  atau  terjadinya  Keadaan  Kahar, 
                       dengan   menyertakan   bukti   serta   hasil 
 identifikasi kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan  
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 

 
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 

 
a. pernyataanyang diterbitkan oleh  
     pihak /instansi  yang  berwenang  sesuai 

ketentuan peraturan perundang- 
 undangan; dan/atau 

  
b.   foto/video dokumentasi Keadaan Kahar 

yang telah diverifikasi kebenarannya. 
 

38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk  
melakukan penelitian terhadap 
penyampaian pemberitahuan Keadaan 
Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud  
pada pasal 38.4. 

 
 

 



 
 
 

 

38.6   Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu 
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang  

ditentukan dalam Kontrak bukan 
merupakan cidera janji atau wanprestasi 
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal  
38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah 
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan 
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang  
terdampak dan/atau akan terdampak akibat 
dari Keadaan Kahar. 

 
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 

pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 
dapat bersifat 

 
a. sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir; atau 
 

 b.    permanen apabila akibat Keadaan Kahar  
tidak memungkinkan dilanjutkan 
/diselesaikannya pekerjaan. 

 
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan 
disertai alasan penghentian pekerjaan. 

 
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, 

para pihak dapat melakukan perubahan 
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama  
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak 
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa  
Pelaksanaan dapat melewati Tahun 
Anggaran 

38.10  Selama  masa  Keadaan  Kahar,  jika  PPK    
memerintahkan   secara   tertulis   kepada 
Penyedia untuk sedapat mungkin 
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia  
berhak untuk menerima pembayaran 
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar  
sesuai dengan kondisi yang telah 
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan 
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur  
dalam suatu adendum Kontrak. 

 
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, 

para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak 
untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang  
telah dicapai setelah dilakukan 
pengukuran/pemeriksaan bersama atau 
berdasarkan hasil audit. 

 
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

 
 39. Penghentian Kontrak                    Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena 

terjadi Keadaan Kahar sebagaimana 
dimaksud pada pasal 38. 

 
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan  oleh 
  PPK atau Penyedia.   

 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan  sekurang- 
  kurangnya 14 (empat belas) hari kalender 
  setelah PPK/Penyedia menyampaikan 
  pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak 

secara tertulis kepada Penyedia/PPK. 
 
 



 
 
 

 

40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
oleh salah satu pihak maka PPK membayar 
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 
PPK dikurangi denda yang harus dibayar 
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pelaksanaan 
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak 
milik PPK. 

 
41. Pemutusan Kontrak oleh    41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 

PPK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK 
 dapat   melakukan pemutusan Kontrak 
 apabila:       

 a. Penyedia   terbukti   melakukan KKN, 
  kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
  proses pengadaan yang diputuskan oleh 
  Instansi yang berwenang;    

 b. pengaduan tentang penyimpangan 
  prosedur, dugaan KKN dan/atau 
  pelanggaran persaingan sehat dalam 
  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
  dinyatakan  benar  oleh  Instansi  yang 
  berwenang;       

 
c.    Penyedia berada dalam keadaan pailit;  
d.    Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi  

Daftar Hitam sebelum 
penandatanganan Kontrak; 

 
e.  Penyedia gagal memperbaiki kinerja 

setelah mendapat Surat Peringatan 
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 
3 (tiga) kali; 

 
f.     Penyedia tidak mempertahankan 

berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak  
memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan; 

 
h.  berdasarkan penelitian PPK, Penyedia 

tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun 
diberikan kesempatan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender sejak  
masa berakhirnya pelaksanaan  
pekerjaan untuk menyelesaikan 
pekerjaan;  

i.     setelah diberikan kesempatan  
menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender 
sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; 

 
j.   Penyedia menghentikan pekerjaan 

selama 28 (dua puluh delapan) hari 
kalender dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam jadwal pelaksanaan 
pekerjaan serta tanpa persetujuan 
pengawas pekerjaan; atau 

 
k.  Penyedia mengalihkan seluruh kontrak 

bukan dikarenakan pergantian nama 
Penyedia. 

 
 
 



 
 
 

 

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

 
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan (apabila diberikan); 

 
c. Penyedia membayar denda (apabila 

ada); dan  
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

 
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan 
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.  

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a.  PPK berhak untuk tidak membayar 

retensi atau Jaminan Pemeliharaan  
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

 
b.    Penyedia dikenakan sanksi Daftar 

Hitam. 
 

41.5    Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan 
uang retensi atau uang pencairan Jaminan 
Pemeliharaan untuk membiayai 
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib  
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 
SSKK. 

 
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 

secara sepihak oleh PPK karena kesalahan 
Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat 
menunjuk pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang sama atau 
Penyedia yang mampu dan memenuhi 
syarat. 

 
42. Pemutusan Kontrak oleh     Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  

Penyedia 
 
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat 
melakukan pemutusan Kontrak apabila: 

 
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 

Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut 
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari kalender; 

 
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam SSKK. 

 
43. Berakhirnya Kontrak          Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai 

dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat 
dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

 
44. Keterlambatan                     44.1    Apabila  Penyedia  terlambat  melaksanakan  

Pelaksanaan Pekerjaan 
dan Kontrak Kritis 

 
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus 
memberikan peringatan secara tertulis atau 
memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 

 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 
 

a. Dalam periode I (rencana fisik 
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), 

 

 



 
 
 
 

selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih  
besar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),  
selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih 
besar 5%;  

c. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), 
selisih keterlambatan antara realisasi  
fisik pelaksanaan dengan rencana 
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan 
melampaui tahun anggaran berjalan.  

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan 
rapat pembuktian (show cause 
meeting/SCM) 

 
a.    Pada  saat  Kontrak  dinyatakan  kritis,  

Pengawas Pekerjaan memberikan 
peringatan secara tertulis kepada  
Penyedia dan selanjutnya 
menyelenggarakan Rapat Pembuktian 
(SCM) Tahap I. 

 
b.  Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas 

Pekerjaan dan Penyedia membahas dan 
menyepakati besaran kemajuan fisik 
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam 
periode waktu tertentu (uji coba 
pertama) yang dituangkan dalam Berita 
Acara SCM Tahap I. 

 
c.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

pertama, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap II yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba kedua) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap II. 

 
d.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

kedua, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap III yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba ketiga) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap III. 

 
e.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

ketiga, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK 
dapat melakukan pemutusan Kontrak  
secara sepihak dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

 
f.   Apabila uji coba berhasil, namun pada 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka 
berlaku ketentuan SCM dari awal. 

 
 

45. Pemberian Kesempatan 
 
45.1    Dalam  hal  diperkirakan 

menyelesaikan   pekerjaan 

 
Penyedia 

sampai 

 
gagal  
Masa 



Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  
pekerjaan, PPK dapat memberikan 
kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat 
dalam adendum Kontrak yang didalamnya 
mengatur: 

 
a. waktu pemberian kesempatan 

penyelesaian pekerjaan; 
 

 b.    pengenaan sanksi denda keterlambatan 
kepada Penyedia; 

 
 c.    perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 
 

e. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 
dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya dari DIPA/DPA Tahun  
Anggaran berikutnya, apabila 
pemberian kesempatan melampaui 
Tahun Anggaran. 

 

 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 
  (lima   puluh) hari kalender,  sejak Masa 
  Pelaksanaan berakhir.    

 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
  melampaui Tahun Anggaran.   

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil 
 pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi 
 kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian 
 atau  kesalahan  Penyedia,  dapat  dimanfaatkan 
 sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban 
 Perawatan /pemeliharaan. Pengambilan  kembali 
 semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya 
 dapat dilakukan setelah mempertimbangkan 
 kepentingan PPK.         

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 
 

(f) Hak dan Kewajiban           Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban  
Penyedia yang  harus dilaksanakan  oleh  Penyedia dalam 
 melaksanakan Kontrak, meliputi :    

 a.   menerima pembayaran untuk pelaksanaan 
  pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan 
  yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

 b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana 
  dan  prasarana  dari  PPK  untuk  kelancaran 
  pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
  Kontrak;       

 c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 
  periodik kepada PPK;     

 d. melaksanakan, menyelesaikan  dan 
  menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
  pelaksanaan  pekerjaan  dan  ketentuan  yang 
  telah ditetapkan dalam Kontrak;    

 e. melaksanakan dan  menyelesaikan pekerjaan 
  secara  cermat,  akurat  dan  penuh  tanggung 
  jawab dengan  menyediakan tenaga kerja,  

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
maupun sementara yang diperlukan untuk  
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 
 
 
 

 



f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

 
g.  mengambil langkah-langkah yang memadai 

dalam rangka memberi perlindungan kepada 
setiap orang yang berada di tempat kerja 
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar 
yang berhubungan dengan pemindahan bahan 
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi 
dan proses produksi; 

 
h. melaksanakan semua perintah Pengawas 

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan 
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; 

 
i.      hak dan kewajiban lain yang timbul akibat 

lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 
 

 48. Penggunaan Dokumen-    Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan  
Dokumen Kontrak dan Menginformasikan dokumen Kontrak atau 
 Informasi dokumen   lainnya   yang   berhubungan   dengan 

 Kontrak  untuk  kepentingan  pihak  lain,  misalnya 
 spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta 
 informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  Kontrak, 
 kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  PPK  sesuai 
 ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan 
Intelektual atau  klaim  dari  pihak  ketiga  yang  disebabkan 

 penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan 
 Intelektual oleh Penyedia.  

50. Penanggungan Risiko 50.1   Penyedia  berkewajiban untuk  melindungi, 
membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
PPK beserta instansinya terhadap semua  
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses  
pemeriksaan hukum, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan  
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak  
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan : 

 
a.  kehilangan atau kerusakan peralatan 

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia 
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; 

 
b.   cidera tubuh, sakit atau kematian 

tenaga kerja konstruksi; 
 

c.   kehilangan atau kerusakan harta benda, 
dan cidera tubuh, sakit atau kematian 
pihak ketiga. 

 
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau 
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan  dan 
perlengkapan  merupakan  risiko  Penyedia,  
kecuali  kerugian  atau  kerusakan  tersebut 
diakibatkan  oleh kesalahan  atau kelalaian 
PPK. 

 

 50.3   Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
  Penyedia tidak membatasi  kewajiban 
  penanggungan dalam pasal ini.   

  

  

  

  

  

  



 50.4   Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 
  pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan 
  hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja 
  sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
  Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh 
  Penyedia  atas  tanggungannya  sendiri  jika 
  kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi 
  akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 

51. Perlindungan Tenaga 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban 
Kerja  atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan 

  Tenaga Kerja Konstruksinya pada program 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
  Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam 
  peraturan perundang-undangan.  
 51.2   Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 
  memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 
  untuk mematuhi peraturan  keselamatan 
  kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, 
  Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya 
  dianggap  telah  membaca  dan  memahami 
  peraturan keselamatan kerja tersebut. 
 51.3   Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 
  kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya 
  (termasuk Tenaga Kerja   Konstruksi 
  Subpenyedia, jika ada) perlengkapan 
  keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 
 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia 
  untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan 
  hukum   yang   berlaku,   Penyedia   wajib 
  melaporkan  kepada  PPK  mengenai  setiap 
  kecelakaan yang timbul sehubungan dengan 
  pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu  24 
  (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- 
Lingkungan langkah   yang memadai untuk  melindungi 

 lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat 
 kerja   dan   membatasi   gangguan   lingkungan 
 terhadap   pihak   ketiga   dan   harta   bendanya 
 sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai 
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan 
 hidup.          

53. Asuransi 53.1   Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
  SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 
  Akhir   Pekerjaan   untuk   barang   yang 
  mempunyai risiko tinggi   terjadinya 
  kecelakaan  dalam pelaksanaan pekerjaan 
  atas  segala  risiko  terhadap  kecelakaan, 
  kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, 
  serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

 
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi 

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di 
lokasi kerja. 

 

53.3 Besarnya  asuransi  sudah  diperhitungkan 
 dalam  penawaran  dan  termasuk  dalam 
 Harga Kontrak.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



54. Tindakan Penyedia yang   54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
Mensyaratkan lebih   dahulu   persetujuan   tertulis   PPK 
Persetujuan PPK atau sebelum   melakukan   tindakan-tindakan 
Pengawas Pekerjaan berikut:   

 a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan 
  dalam Lampiran A SSKK;  

 b. menunjuk Personel  Manajerial yang 
  namanya tidak   tercantum dalam 
  Lampiran A SSKK;  

 c. mengubah atau memutakhirkan RMPK 
  dan RKK;   

 d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut: 

 
a.   melaksanakan setiap tahapan pekerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan metode 
kerja; 

 
b.    mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
 

c.    mengubah Personel Manajerial 
dan/atau Peralatan Utama;  

d.    tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

55. Laporan Hasil Pekerjaan   55.1      Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan kontrak untuk  menetapkan 
volume  pekerjaan  atau kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil  
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi 
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi 
rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

 
55.3 Laporan harian berisi: 

 
a.     jenis dan kuantitas bahan yang berada 

di lokasi pekerjaan; 
 

b.    penempatan tenaga kerja konstruksi 
untuk tiap macam tugasnya;  

c.    jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
 

d.    jenis dan kuantitas pekerjaan yang 
dilaksanakan; 

 
e.  keadaan cuaca termasuk hujan, banjir 

dan peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruh terhadap kelancaran 
pekerjaan; dan 

 
f.     catatan-catatan lain yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

55.4   Laporan mingguan terdiri dari rangkuman    
laporan harian  dan berisi  hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 

55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman 
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 
 
 
 
 
 

 



55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia 
membuat foto-foto dokumentasi dan video 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan 
sesuai kebutuhan. 

 
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh 

Penyedia, diperiksa oleh Pengawas 
Pekerjaan,  dan  disetujui  oleh  PPK/  pihak  
PPK. 

 

56. Kepemilikan Dokumen  Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, 
laporan, dan dokumen-dokumen lain serta 
piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia 
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya 
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling 
lambat pada waktu pemutusan atau 
penghentian atau akhir Masa Kontrak 
berkewajiban untuk menyerahkan semua 
dokumen dan piranti lunak tersebut beserta 
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat 
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen 
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika 
ada) mengenai penggunaan dokumen dan 
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari 
diatur dalam SSKK. 

 

57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia  hanya boleh melakukan 
Penyedia dan  subkontrak sebagian pekerjaan utama 
Subpenyedia  kepada Penyedia Spesialis  dan/atau 

  pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada 
  Penyedia Usaha Kecil.      

 57.2 Penyedia  tetap  bertanggung  jawab  atas 
  bagian  pekerjaan  yang disubkontrakkan 
  tersebut.         

 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau 
  mensubkontrakkan pekerjaan.    

 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan 
  Penyedia  Usaha  Kecil,  maka  pekerjaan 
  tersebut  harus  dilaksanakan  sendiri  oleh 
  Penyedia   yang   ditunjuk   dan   dilarang 
  dialihkan atau disubkontrakkan kepada 
  pihak lain.         

 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan 
  kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh 
  melaksanakan sesuai dengan daftar bagian 
  pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila 
  ada)  yang  dituangkan  dalam  Lampiran  A 
  SSKK.         

 57.6 Lampiran  A  SSKK  (Daftar  Pekerjaan  yang 
  Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak 
  boleh   diubah   kecuali   atas   persetujuan 
  tertulis  dari  PPK  dan  dituangkan  dalam 
  adendum Kontrak.      

 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan 
  Subpenyedia diawasi oleh Pengawas 
                Pekerjaan dan Penyedia  melaporkan secara 
 periodik kepada PPK.    

     57.8   Apabila   Penyedia   melanggar   ketentuan 
 sebagaimana  diatur  pada  pasal  57.4  atau 
 57.5  maka  akan  dikenakan  denda  senilai 

 

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58. Penyedia Lain Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  dan 
 menggunakan  lokasi  kerja  termasuk  jalan  akses 

 

bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) 
dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas 

 lokasi  kerja.  Jika  dipandang  perlu,  PPK  dapat 
 memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi 
 kerja.      

59. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas 

 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 
 Penyedia diwajibkan memberikan alih 
 pengalaman/keahlian  bidang  konstruksi melalui 
 sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah 
 yang   disepakati   pada   saat   Rapat   Persiapan 
 Penunjukan Penyedia.    

 

 60. Pembayaran Denda           Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi 
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi 
atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban 
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda 
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan   Penyedia.  Pembayaran   denda   tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

 
61. Jaminan 

 

61.1   Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan 
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau 
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, 
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh 
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah surat perintah 
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi 
kuasa oleh PPK diterima. 

 
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus 

telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan 

Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan 
sebagai berikut: 

 
a. paket pekerjaan sampai dengan  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1) Bank Umum; 

 
2) Perusahaan Asuransi; 

 
3) Perusahaan Penjaminan; 

 
4) lembaga keuangan khusus yang  

menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong ekspor  
Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor  
Indonesia; atau 

 
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi 

Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan yang mempunyai program 
Asuransi Kerugian (suretyship). 

 

 



 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1)   Bank Umum; atau  
2)   Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  

Umum/ Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/ Konsorsium 
Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai program asuransi 
kerugian (suretyship). 

 
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK 

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukan Penandatanganan Kontrak  
dengan besar: 

 
a. 5% (lima perseratus) dari Harga 

Kontrak; atau  
 b.    5% (lima perseratus) dari nilai total HPS  

untuk harga penawaran atau 
penawaran terkoreksi di bawah 80%  
(delapan  puluh  perseratus)  nilai  total 
HPS. 

61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan  
paling kurang sejak tanggal 
penandatanganan  Kontrak  sampai  dengan  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(Provisional Hand Over/PHO). 

 
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan diganti dengan Jaminan 
Pemeliharaan atau menahan uang retensi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak; 

 
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 

dalam rangka pengambilan uang muka 
yang besarannya paling kurang sama 
dengan besarnya uang muka yang diterima 
Penyedia. 

 
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 

secara proporsional sesuai dengan sisa uang 
muka yang diterima. 

 
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 

paling kurang sejak tanggal persetujuan 
pemberian uang muka sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(PHO). 

 
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK 

setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 
(seratus perseratus). 

 
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai 
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

 
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 

kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand  
Over/FHO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HAK DAN KEWAJIBAN PPK   
62. Hak dan Kewajiban PPK     Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam 
melaksanakan Kontrak, meliputi : 

 
a.    mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia; 
 

b. menerima laporan-laporan secara periodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh Penyedia; 

 
c.    menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 

penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam Kontrak. 

 
d.    membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang 

tercantum dalam Kontrak yang telah 
ditetapkan kepada Penyedia; 

 
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan Kontrak; dan  

f.     menilai kinerja Penyedia. 
 

62. Fasilitas                               PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang 
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan ini. 
 

64. Peristiwa Kompensasi        64.1   Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada     
Penyedia yaitu: 

 
a.  PPK mengubah jadwal pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pekerjaan;  

b. keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia;  

c.   PPK tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 
jadwal yang dibutuhkan;  

d.     Penyedia belum bisa masuk ke lokasi 
sesuai jadwal dalam kontrak;  

e.  PPK menginstruksikan kepada pihak 
Penyedia untuk melakukan pengujian 
tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;  

f.     PPK memerintahkan penundaan 
pelaksanaan pekerjaan;  

g.  PPK memerintahkan untuk mengatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkan oleh PPK; atau  

h.    ketentuan lain dalam SSKK. 
 

64.2 Jika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan  
pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK  berkewajiban  untuk  membayar  ganti  
rugi  dan/atau  memberikan  perpanjangan 
Masa Pelaksanaan. 

 
 64.3    Ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi  

hanya  dapat  dibayarkan  jika  berdasarkan 
data penunjang dan perhitungan 
kompensasi  yang  diajukan oleh Penyedia  
kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian 
nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya 
dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompensasi 
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, 
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

 
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan 
jika Penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak 
Peristiwa Kompensasi.   

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 
 

65. Tenaga Kerja Konstruksi      65.1    Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja   
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat 
kompetensi kerja. 

 
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 

Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada 
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat 
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib  
memastikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa  
Pelaksanaan. 

 
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 

dan/atau Peralatan  diperkerjakan  harus  sesuai  dengan yang 
Utama  tercantum dalam Lampiran A SSKK.   

 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan 
  digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
  adalah peralatan yang laik dan harus sesuai 
  dengan yang tercantum dalam Lampiran A 
  SSKK.        

 66.3   Penggantian Personel Manajerial dan/atau 
  Peralatan  Utama  tidak  boleh  dilakukan 
  kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 66.4   Jika penggantian   Personel   Manajerial 
  dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, 
  maka Penyedia berkewajiban untuk 
  menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
  yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja 
  konstruksi dan/atau peralatan  yang 
  digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 

 66.5 PPK  dapat  menyetujui 
  penempatan/penggantian   Personel 
  Manajerial dan/atau   Peralatan Utama 
  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah 
  mendapat rekomendasi dari Pengawas 
  Pekerjaan.       

 
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: 

 
1) tidak mampu atau tidak dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik;  
2)    berkelakuan tidak baik; dan/atau  
3)    mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 
maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan menjamin  
Personel Manajerial tersebut meninggalkan 
lokasi  kerja  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari 
kalender sejak diminta oleh PPK  

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika 
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial 
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah 
sumpah. 

 
 
 

 



 66.8 Apabila ada penambahan Personel 
  Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka 
  penambahan tersebut harus mendapat 
  persetujuan terlebih dahulu dari PPK  dan 
  dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA       

67. Harga Kontrak 67.1 PPK   membayar   kepada   Penyedia   atas 
  pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak 
  sebesar Harga Kontrak.   

 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan 
  meliputi :       

a. beban pajak; 
 
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya 

umum);  
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 
 
d. biaya penyelenggaraan keamanan dan 

kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

 
67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga 

satuan sesuai dengan rincian yang 
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan 
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan 
Harga. 

 
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka 

 
a. Uang muka dibayar untuk membiayai  

mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi  
kepada pemasok bahan/material 
dan/atau untuk persiapan teknis lain.  

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat 
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh 
perseratus) dari Harga Kontrak.  

c. Untuk usaha non kecil, uang muka 
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari Harga Kontrak.  

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang 
muka dapat diberikan paling tinggi 
15% (lima belas perseratus) dari Harga 
Kontrak.  

e. Besaran uang muka ditentukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka 
paling sedikit sebesar uang muka yang 
diterima.  

f. Dalam hal diberikan uang muka, maka  
Penyedia harus mengajukan 
permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kepada PPK disertai 
dengan rencana penggunaan uang 
muka  untuk  melaksanakan  pekerjaan  
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat  
Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada 
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) untuk permohonan  
tersebut pada huruf f, paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang 
Muka diterima. 

 
h. Pengembalian uang muka harus 

diperhitungkan berangsur-angsur 
secara proporsional pada setiap  
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
paling  lambat  harus  lunas  pada  saat 
pekerjaan mencapai prestasi 100%  
(seratus perseratus). 
 
 

 



68.2 Prestasi pekerjaan 
 

Pembayaran prestasi  hasil  pekerjaan yang  
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 

 
a. Penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 
 

b. pembayaran dilakukan tidak boleh 
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang 
telah dicapai dan diterima oleh PPK; 
 

c. pembayaran dilakukan terhadap 
pekerjaan yang sudah terpasang; 
 

d. pembayaran dilakukan dengan sistem 
termin yang ketentuan lebih lanjut 
diatur dalam SSKK;  

e. pembayaran harus memperhitungkan:  
1)    angsuran uang muka;  
2) peralatan dan/atau bahan yang 

menjadi bagian permanen dari hasil  
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan (material on site) 
yang sudah dibayar sebelumnya;  

3)    denda (apabila ada); 
4)    pajak; dan/atau 
5)    uang retensi. 

 
f. untuk Kontrak yang mempunyai 

subkontrak, permintaan pembayaran 
harus dilengkapi bukti pembayaran 
kepada seluruh Subpenyedia sesuai 
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran 
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai 
prestasi pekerjaan yang selesai 
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa 
harus menunggu pembayaran terlebih 
dahulu dari PPK; 

 
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan Berita Acara Serah  
Terima Pertama Pekerjaan 
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 

 
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari Penyedia diterima 
harus sudah mengajukan Surat  
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM); 

 
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam 

perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda 
pembayaran. PPK dapat meminta  
Penyedia untuk menyampaikan 
perhitungan prestasi sementara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang 
menjadi perselisihan. 

 
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi 

bagian permanen dari hasil pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan 
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan 
memenuhi ketentuan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



a. bahan dan/atau peralatan yang belum 
dilakukan uji fungsi (commisioning), 
serta merupakan bagian dari pekerjaan 
utama harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

 
1) berada di lokasi pekerjaan 

sebagaimana tercantum dalam 
Kontrak dan perubahannya; 

 
2) memiliki sertifikat uji mutu dari 

pabrikan/produsen; 
 

3) bersertifikat garansi dari 
produsen/agen resmi yang 
ditunjuk oleh produsen; 

 
4) disetujui oleh PPK sesuai dengan 

capaian fisik yang diterima;  
5) dilarang  dipindahkan  dari  area  

lokasi pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankan oleh pihak 
manapun; dan  

6) keamanan penyimpanan dan risiko 
kerusakan sebelum  
diserahterimakan secara satu  
kesatuan fungsi merupakan 
tanggung jawab Penyedia. 

 
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi 

tidak diperlukan dalam hal peralatan 
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh 
Penyedia; 

 
c. besaran yang akan dibayarkan dari 

material on site (berkisar antara 50% 
sampai dengan 70%); 

 
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan 

yang menjadi bagian permanen dari 
hasil pekerjaan hanya diberlakukan 
untuk bagian pekerjaan harga satuan. 

 
e. besaran nilai pembayaran dan jenis 

material on site dicantumkan di dalam 
SSKK. 

 
68.4 Denda dan Ganti Rugi 

a. Denda merupakan sanksi finansial yang 
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:  
denda keterlambatan dalam 
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, 
denda keterlambatan dalam perbaikan 
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran 
ketentuan subkontrak.  

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial 
yang dikenakan kepada PPK maupun 
Penyedia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi 
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 
yang ditimbulkan.  

c. Besarnya denda keterlambatan yang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
adalah: 

 
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga 

bagian Kontrak yang tercantum 
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau  

2) 1‰  (satu  perseribu)  dari  Harga 
Kontrak (sebelum PPN); 

 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 

 
 
 
 
 
 
 
  



d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat 
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh 
PPK atas keterlambatan pembayaran  
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan 
yang terlambat dibayar, berdasarkan  
tingkat suku bunga yang berlaku pada 
saat itu menurut ketetapan Bank 
Indonesia, sepanjang telah diputuskan  
oleh lembaga yang berwenang;  

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi 
diperhitungkan dalam pembayaran 
prestasi pekerjaan.  

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkan dalam adendum kontrak.  

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah 
mengajukan tagihan disertai 
perhitungan dan data-data. 

 
69. Hari Kerja   69.1   Orang hari  standar  atau  satu hari  orang 
 bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 
 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam 
 istirahat.   

 69.2   Penyedia  tidak  diperkenankan  melakukan 
 pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu 
 yang secara ketentuan peraturan 
 perundang-undangan  dinyatakan  sebagai 
 hari libur atau di luar jam kerja normal, 
 kecuali:    

 
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;  
b. PPK memberikan izin; atau  
c. pekerjaan  tidak  dapat  ditunda,  atau  

untuk keselamatan/perlindungan 
masyarakat, dimana Penyedia harus  
segera memberitahukan urgensi 
pekerjaan tersebut kepada Pengawas 
Pekerjaan dan PPK. 

 

 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 
  datanya  disimpan  oleh  Penyedia.  Daftar 
  pembayaran masing-masing pekerja dapat 
  diperiksa oleh PPK.   

 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari 
  kerja  efektif  dan  jam  kerja  normal  harus 
  mengikuti ketentuan Menteri yang 
  membidangi ketenagakerjaan.  

 69.5 Pelaksanaan  pekerjaan  di  luar  hari  kerja 
  efektif  dan/atau  jam  kerja  normal  harus 
  diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.  

70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi  pekerjaan 
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus perseratus) dan berita acara  
serah terima pertama pekerjaan telah 
ditandatangani oleh kedua pihak. 

 

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, 
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan rincian 
perhitungan nilai tagihan terakhir yang 
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil 
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan 
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran terakhir 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tagihan dan dokumen penunjang 
dinyatakan lengkap dan diterima oleh 
Pengawas Pekerjaan. 

 
 
 

 



71. Penangguhan                    71.1   PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap 
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika 
Penyedia gagal atau lalai memenuhi  
kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahan  setiap Hasil Pekerjaan  sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

 71.2   PPK secara tertulis memberitahukan kepada 
  Penyedia tentang penangguhan hak 
  pembayaran,  disertai  alasan-alasan  yang 
  jelas mengenai penangguhan tersebut. 
  Penyedia diberi kesempatan untuk 
  memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 

 71.3   Pembayaran yang   ditangguhkan   harus 
  disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
  kelalaian Penyedia.      

 71.4   Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
  pembayaran  akibat  keterlambatan 
  penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
  bersamaan dengan pengenaan denda kepada 
  Penyedia.        

PENGAWASAN MUTU           

72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

 dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
 memerintahkan   kepada   pihak   ketiga   untuk 
 melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas 
 semua pelaksanaan pekerjaan yang  dilaksanakan 
 oleh Penyedia.         

73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK  dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan 
Sementara oleh PPK  dapat melakukan penilaian sementara atas  

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
Penyedia. 

 
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 

terhadap mutu dan kemajuan fisik 
pekerjaan. 

 
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan  

Pengujian Cacat Mutu memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
memberitahukan Penyedia secara tertulis 
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK 
atau Pengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan Penyedia untuk  
menemukan dan mengungkapkan Cacat 
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan  
mengandung Cacat Mutu . Penyedia 
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat 
Mutu selama Masa Kontrak. 

 

74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan 
memerintahkan Penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat 
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika 
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa 
Kompensasi 

 

75. Perbaikan Cacat Mutu      75.1     PPK atau Pengawas Pekerjaan akan 
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 
kepada Penyedia segera setelah ditemukan 
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung 
jawab atas Cacat Mutu selama Masa 
Kontrak. 

 
 

 



75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu 
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam  
pemberitahuan. 

 

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan maka 
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK 
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia 
segera setelah menerima klaim PPK secara 
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya 
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh 
penggantian biaya dengan memotong 
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh 
tempo (jika ada) atau uang retensi atau 
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika 
tidak ada maka biaya penggantian akan 
diperhitungkan sebagai utang Penyedia 
kepada PPK yang telah jatuh tempo. 

 
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan 

untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat 
Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam 
kepada Penyedia jika tidak melaksanakan 
perbaikan cacat mutu. Besaran denda 
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan 
akibat  Cacat Mutu ini ditentukan  dalam 
SSKK. 

 
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka 
  PPK  dan/atau  Penyedia  terhitung  sejak 
  Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 
  bertanggung  jawab  atas Kegagalan 
  Bangunan sesuai dengan kesalahan masing- 
  masing  selama  Umur  Konstruksi  yang 
  tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 
  10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 
  dicantumkan lama pertanggungan terhadap 
  Kegagalan Bangunan yang ditetapkan 
  apabila  rencana  Umur  Konstruksi  kurang 
  dari 10 (sepuluh) tahun.     

 76.2   Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi, 
  membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
  PPK  beserta  instansinya  terhadap  semua 
  bentuk tuntutan, tanggung  jawab, 
  kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
  gugatan   atau   tuntutan   hukum,   proses 
  pemeriksaan   hukum,   dan   biaya   yang 
  dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
  (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
  tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
  PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan 
  atau  kerusakan  harta  benda,  dan  cidera 
  tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang 
  timbul dari kegagalan bangunan.   

 76.3   PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk 
  menyimpan  dan memelihara semua 
  dokumen   yang   digunakan   dan   terkait 
  dengan   pelaksanaan   ini   selama   Umur 
  Konstruksi  yang  tercantum  dalam  SSKK 

  

tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENYELESAIAN PERSELISIHAN           

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 
Perselisihan/Sengketa  sungguh-sungguh menyelesaikan secara 

  damai semua perselisihan yang timbul dari 
  atau berhubungan dengan Kontrak ini atau 
  interpretasinya selama atau  setelah 
  pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip 
  dasar  musyawarah untuk mencapai 
  kemufakatan.       

 77.2   Dalam hal musyawarah   para   pihak 
  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  77.1 
  tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan, 
  maka  penyelesaian perselisihan atau 
  sengketa antara para pihak dalam Kontrak 
  dapat  dilakukan melalui, alternatif 
  penyelesaian  sengketa,  dewan sengketa 
  (menggantikan  mediasi/konsiliasi), 
  dan/atau arbitrase.      

 77.3   Penyelesaian perselisihan/sengketa   yang 
  dipilih ditetapkan dalam SSKK.   

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
  percaya yang disesuaikan dengan hak-hak 
  yang terdapat dalam Kontrak.   

 78.2 Para pihak setuju untuk  melaksanakan 
  perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan  

kepentingan masing-masing pihak. Apabila 
selama  Kontrak,  salah  satu  pihak  merasa  
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang 
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

 

Pasal Ketentuan   Data     
dalam          

SSUK          

      

4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:    

   

Satuan Kerja 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak              : RSUD Kabupaten Temanggung 

         

   Nama : SUGIYARTO, SH 

   Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung  

   Website : www.rsud.temanggungkab.go.id 

   E-mail : rsud_temaggung@yahoo.co.id 

   Faksimili : (0293) 493423 

   Penyedia :   ........................ [diisi nama badan 
   usaha/nama KSO]     

   Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat 
     perjanjian]     

   Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 
   E-mail : .......... [diisi email Penyedia]  

   Faksimili : ..........   [diisi nomor faksimili 
     Penyedia]     

      

4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:   

 Para Pihak        

   Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak 

   Nama : Dra.Retno Wahyu Wardani,Apt 
       

     Berdasarkan Surat Keputusan 

     

PA tentang Penunjukan PPTK dan 
PPK Kegiatan Pelayanan RSUD 
Temanggung  nomor  027/017 
Tahun 2019 tanggal 02 Januari 
2019 

      
   Untuk Penyedia:      

   Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 
     menjadi Wakil Sah Penyedia] 
     Berdasarkan Surat Keputusan 
     ……   nomor .…. tanggal ……. 
     [diisi  nomor  dan  tanggal  SK 
     pengangkatan  Wakil Sah 
     Penyedia]     

     

6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah  
41.3 & Jaminan    

41.5          

27.1 Masa  Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) 
 Pelaksanaan hari  kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja 
   yang tercantum dalam SPMK. 
    

27.4 Masa  1.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
 Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
 Terima  hari kalender  terhitung  sejak Tanggal Mulai 
 Sebagian  Kerja yang tercantum dalam SPMK.   

 Pekerjaan 2.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
   



 
 
 
 

 (Secara    [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 Parsial)    jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
     hari  kalender  terhitung  sejak  Tanggal  Mulai 
     Kerja yang tercantum dalam SPMK.    

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)   

        

31.8 Masa 
Pemeliharaan 

 

Masa  Pemeliharaan  berlaku  selama  180  (seratus 
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) 

   
31.18 Serah Terima  Dalam  Kontrak  ini  diberlakukan  serah  terima 

 Sebagian  pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian 
 Pekerjaan  sebagai berikut:        

   1. ............          

   2. ............          

    3. Dst          

    [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]   

             

31.21 Masa  1. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Pemeliharaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
 untuk Serah   ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
 Terima    dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
 Sebagian   penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
 Pekerjaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

 (Secara  2. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Parsial)    …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
     ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
     dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
     penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
     …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah 
    ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan    

       

33.1 Pedoman  Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian 
 Pengoperasian  dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan 
 dan   paling  lambat  14  (empat belas)  hari kalender 
 Perawatan/  setelah   Tanggal   Penyerahan   Pertama Pekerjaan 
 Pemeliharaan            

       

36.7 Penyesuaian  Penyesuaian harga Tidak diberikan [dipilih: 
 Harga   diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka 
    rumusannya sebagai berikut:      
                

    Hn  =  Ho        

        (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)  

    Hn  = Harga Satuan pada  saat  pekerjaan  
        dilaksanakan;      

    Ho  = Harga Satuan pada   saat   harga  
        penawaran;      

    a  = Koefisien tetap yang   terdiri   atas  
        keuntungan dan overhead, falam hal  



 
 
 
 

   penawaran tidak mencantumkan  
   besaran  komponen keuntungan  dan  
   overhead maka a = 0,15  

 b, c, d = Koefisien  komponen kontrak  seperti  
   tenaga  kerja, bahan, alat kerja, dsb;  

   Penjumlahan  a+b+c+d+....dst adalah  

   1,00    

 Bn, = Indeks harga komponen pada b u l a n  

 Cn,  saat pekerjaan d i l a k s a n a k a n .  

 Dn      

 Bo, = Indeks  harga  komponen  pada  bulan  

 Co,  penyampaian penawaran.  

 Do       
 

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
(g) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat 

kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan 
seperti contoh sebagai berikut:  

  Koefisien Komponen 
Pekerjaan a. b. c. d. a+b+c 

     +d 
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00 
Galian 0,1 …. …. …. 1,00 

 5     

Galian 0,1 …. …. …. 1,00 
dengan alat 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
bertulang 5       

(h) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh 
PPK dari perbandingan antara harga bahan, 
tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila 
ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan 
HPS dan dicantumkan dalam Dokumen 
Pemilihan (Rancangan Kontrak). 

 
(i) Indeks harga yang digunakan bersumber dari 

penerbitan BPS. 
 

(j) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam 
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis. 

 
(k) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak 

ditetapkan sebagai berikut: 
 

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ 
.... dst 

 
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan 

penyesuaian Harga Satuan; 
 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis  
komponen pekerjaan setelah 
dilakukan penyesuaian harga 
menggunakan rumusan  
penyesuaian Harga Satuan; 

 
 = Volume setiap jenis komponen 

pekerjaan yang dilaksanakan. 
 

(l) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

 
 

 



 
 
 
 

   g)   Penyedia  dapat  mengajukan  tagihan  secara 
    berkala  paling  cepat  6  (enam)  bulan  setelah 
    pekerjaan  yang  diberikan  penyesuaian  harga 
    tersebut dilaksanakan. 

   h)  Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
    PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
    disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
    dilakukan   audit   sesuai   dengan   ketentuan 
    peraturan perundang-undangan. 

   
42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 

 Tagihan  SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 
   adalah  ...........  (......  dalam  huruf  .........)  hari  kerja 
   terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
   penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 
   PPK.  
    

47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia : 
 Kewajiban 1. ………. 
 

Penyedia 
 

  2. ………. 
   

   3. Dst 

   [diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat 
   lingkup  pekerjaan  selain  yang  sudah  tercantum 
   dalam SSUK] 
   

54.1.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yang 
 Mensyaratkan sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] 
 Persetujuan   

 PPK    

54.2.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: .................... 
 Mensyaratkan [diisi  selain  yang  sudah  tercantum  dalam  SSUK, 
 Persetujuan apabila ada] 
 Pengawas   

 Pekerjaan   

56 Kepemilikan Penyedia   diperbolehkan   menggunakan   salinan 
 Dokumen dokumen  dan  piranti  lunak  yang  dihasilkan  dari 
   Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai 
   berikut: .................... [diisi batasan/ketentuan yang 
   dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk 
   penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis 
   dari PPK] 
    

63 Fasilitas  PPK akan memberikan fasilitas berupa : .................... 
   [diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada 
   Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini 
   (apabila ada)] 
    

64.1.(h) Peristiwa  Termasuk   Peristiwa   Kompensasi   yang   dapat 
 Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisi 
   apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang 
   telah tertuang dalam SSUK] 
    

68.1.(e) Besaran Uang Uang  muka  diberikan  paling  tinggi  sebesar  20% 
 Muka  (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak. 
   

68.2.(d) Pembayaran Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan  dengan 
 Prestasi  cara Bulanan (Monthly Certificate/MC)  
 Pekerjaan  
     



 

   Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk 
   mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

   1. Progres Pekerjaan 
   2. Rekapitulasi Volume Pekerjaan 

   3. Dst        

   [diisi dokumen yang disyaratkan]     

         
68.3.(d) Pembayaran  Penentuan dan  besaran  pembayaran  untuk bahan 

 Bahan  dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen 
 dan/atau  dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan 
 Peralatan  sebagai berikut:       

   1. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   2. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   3. ..............dst.       

   [contoh peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, 
   turbin,  peralatan  elektromekanik;  contoh  bahan 
   fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, 
   insulator; contoh bahan jadi: beton pracetak]   

     

68.4.(c) Denda   akibat  Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
 Keterlambatan  setiap  hari  keterlambatan  adalah  1/1000  (satu 
   perseribu)  dari  harga Kontrak  (sebelum  PPN),[diisi 
   dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau 
   harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak 
   dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah 
   terima pekerjaan secara parsial]      

     

75.4 Perbaikan  Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap 
 Cacat Mutu  hari keterlambatan adalah  sebesar 1/1000 (satu 
   perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka 
   waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan 
   waktu   yang   diperlukan   untuk   perbaikan   dan 
   ditetapkan oleh PPK.       

              

76.1 Umur a. Bangunan   Hasil   Pekerjaan   memiliki   Umur 
 Konstruksi dan  Konstruksi selama ........ (.........dalam huruf...........) 
 Pertanggungan  tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
 terhadap  [diisi sesuai dengan yang tertuang   dalam 
 

Kegagalan 
 

  dokumen perancangan]    
 

Bangunan 
    

 b.  Pertanggungan  terhadap  Kegagalan Bangunan   

   ditetapkan selama ........ (.........dalam huruf...........) 
   tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
   [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a 
   apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 
   (sepuluh) tahun]    

   

77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
 Perselisihan/Se maka para pihak sepakat menyelesaikan 
 ngketa perselisihan/sengketa melalui :   

  1. ………….   [apabila menggunakan alternatif 
   penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] 
   menunjuk ………… [diisi nama 
   mediator/konsiliator]    

   atau      

   Dewan Sengketa menunjuk ………… [diisi nama 
   sejumlah anggota dewan sengketa]  

  2. Arbitrase   menunjuk   …………   [diisi   nama 
   lembaga arbitrase yang berbadan hukum] 

  [dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian 
  sengketa  berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat 
  Persiapan Penandatanganan Kontrak]  

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

 

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG  

 

No Mata Satuan Kuantita Harga Harga % Keterang 

 Pembaya Ukuran s Satuan Satuan Terhada an 

 ran   HPS (Rp) Penawar p HPS  

     an (Rp)   
        

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

3 Dst       
        

 

 

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA 

 

(m) Pekerjaan Utama   
No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      
                       

b.   Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama                
                     

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      

    DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL         

                  
No Nama  Jabatan Tingkat  Pengalaman  Sertifikat  Keterangan  

 Personel  dalam Pendidikan/  Kerja   Kompetensi     

 Manajerial  Pekerjaan Ijazah  Profesional  Kerja      

    ini      (Tahun)          
                     

1 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                     

2 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                        

3 Dst                      
                   

     DAFTAR PERALATAN UTAMA         

               
No Nama   Merk Kapasitas  Jumlah Kondisi  Status   Keterangan 

 Peralatan   dan            Kepemilikan   

 Utama   Tipe                   
             

1 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
             

2 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
                        

3 Dst                       
                         

 
 



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DINAS KESEHATAN 

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, Telepon (0293) 491024  

e-mail : dinkestemanggung@yahoo.co.id, laman : dinkes.temanggungkab.go.id  

 
 

RANCANGAN KONTRAK 
 

(DRAFT) RINGKASAN KONTRAK 
 

(Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari APBD) 
 

1. Nomor dan Tanggal DPA   : 102.1020100.01.038.52 Tgl. 31 Desember  
                                                                   2018 

2. Nama Kegiatan    : Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
3. Nama Paket Pekerjaan   : Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
4. Nomor dan Tanggal Kontrak  :  
5. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak : <bila ada addendum kontrak> 
6. Penyedia Jasa    : 
7. Alamat Penyedia Jasa   : 
8. Nilai Kontrak     : 
9. Jenis Kontrak    : Gabungan lumpum dan harga satuan 
10. Uraian Pekerjaan    : Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
11. Cara Pembayaran    : Termyn 
12. Jangka Waktu Pelaksanaan  : 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender 
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan  :  
14. Jangka Waktu Pemeliharaan  : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender 
15. Ketentuan Sanksi    : denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak 

 
 
 

 Temanggung, 01 April 2019 
Ditetapkan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen 
 
 
 
 
 
      Dr. SUPARJO,M.Kes. 
NIP. 19610731 198903 1 008 

 
Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya 
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RANCANGAN KONTRAK  
 

 

 SURAT PERJANJIAN  
 

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL 

 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
 

Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
 

Nomor : 027/............./.........../ 2019 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat  
dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun 
.............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan 
Pemenang  Nomor.……  tanggal  …….,  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  
(SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat  
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk 
sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah  
pemda setempat) dan DPRD …. (diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana 
APBD) Nomor ..... tanggal..... perihal .....”], antara: 

Nama :  Dr. SUPARJO, M.Kes. 
NIP :  19610731 198903 1 008 
Jabatan :   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

Berkedudukan di : 
 Dinas Kesehatan Kabupaten 
Temanggung 

 

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temamnggung  berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 027/006/2019 tanggal 2 Januari 2019 
tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2019 selanjutnya disebut “PPK”, dengan: 

 

Nama  
Jabatan 
Berkedudukan di 
Akta Notaris Nomor  
Tanggal 
Notaris 

 

: ………….. [nama wakil Penyedia)  
: ………….. [sesuai akta notaris] 
: ………….. [alamat Penyedia] 
: ………….. [sesuai akta notaris]  
: ………….. [tanggal penerbitan akta] 
: ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya 
disebut “Penyedia”. 

 

Dan dengan memperhatikan: 
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

 
 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

 
 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

 

  



 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA



 

telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 
Pemilihan; 

 
 PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat 

Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 
Konstruksi Pembangunan Puskesmas Wonoboyo sebagaimana diterangkan 
dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “ Pekerjaan Konstruksi ”; 

 
 Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga 

kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
dalam Kontrak ini; 

 
 PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani 

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 
 

 PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  
 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;  
 menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  
 telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

 
 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 
fakta dan kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 
untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 
Puskesmas Wonoboyo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna 
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 
 

1. Tersedianya gedung puskesmas sesuai standar 
 

2. ................ 
 

 dst. 
 

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan 
tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] 

 

Pasal 3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

 Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam  
Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. 
ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan pembangunan 
puskesmas wonoboyo  

 Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum  
 Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng cabang temanggung rekening 

nomor : ............. 
atas nama Penyedia : ............... . 

 
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk 
masing-masing Tahun Anggarannya] 

 

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK 

 

 Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian 
(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran 
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dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 
subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 
lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 
Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan 
Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

 
 Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:  
 adendum Surat Perjanjian (apabila ada);  
 Surat Perjanjian;  
 Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;  
 Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  
 Syarat-Syarat Umum Kontrak;  
 spesifikasi teknis; dan  
 gambar-gambar. 

 

 

Pasal 5 
MASA KONTRAK 

 

 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan; 

 
 Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal  
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari 
kalender; 

 
 Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh.) hari 
kalender. 

 

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 
............. [diisi nama badan usaha] PPK Pembangunan Puskesmas 

Wonoboyo 
     
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli    

ini untuk PPK maka rekatkan meterai [tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
 Rp 6.000,- )] ini untuk Penyedia maka rekatkan 
   meterai Rp 6.000,- )] 
 [nama lengkap]          Dr. SUPARJO, M.Kes. 

 [jabatan]   NIP. 19610731989031008 
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CONTOH 2 - PENYEDIA KSO 

 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
 

Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
 

        Nomor : 027/.........../........./2019 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat  
dan ditandatangani di Temanggung pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun 
.............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan 
Pemenang  Nomor.……  tanggal  …….,  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  
(SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat  
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk 
sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah  
pemda setempat) dan DPRD …. (diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana 
APBD) Nomor ..... tanggal ..... perihal ..... ”], antara: 

Nama : Dr. Suparjo, M.Kes. 
NIP : 19610731 198903 1 008 
Jabatan :      PPK Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 
Berkedudukan di :     Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

 

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Daerah Kabupaten 
Temanmggung Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung  
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 027/006/2019  tanggal 
2 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2019 selanjutnya disebut “PPK”, dengan : 

 

Nama 
Jabatan  
Berkedudukan di 

 

: ………….. [nama wakil KSO]  
: ………….. [sesuai surat perjanjian KSO]  
: ………….. [alamat wakil KSO] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] sebagai  
badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut: 

 

1. ......................[nama Penyedia 1];  
2. ......................[nama Penyedia 2]; 
 dst. 

 

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas 
semua kewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan  
surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... 
selanjutnya disebut “Penyedia”. 

 

Dan dengan memperhatikan: 
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

 
 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

 
 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

 

 

 

 

 

 



 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:



 

 

 telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 
Pemilihan; 

 
 PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat 

Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 
Konstruksi Pembangunan Puskesmas Wonoboyo sebagaimana diterangkan 
dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

 
 Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga 

kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
dalam Kontrak ini; 

 
 PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani 

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 
 

 PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan 
Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  
 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;  
 menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  
 telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

 
 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 
fakta dan kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui 
untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 
Puskesmas Wonoboyo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 
ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna 
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 
 

1. Tersediannya gedung puskesmas sesuai standar 
 

2. ................ 
 

 dst. 
 

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan 
tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra] 

 

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

 Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam  
Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. 
ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan pembangunan 
puskesmas wonoboyo  

 Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum  
 Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Temanggung  rekening 

nomor : ............. 
atas nama Penyedia : ............... . 

 
[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk 
masing-masing Tahun Anggarannya] 

 

Pasal 4 
DOKUMEN KONTRAK 

 

 Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian 
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(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran 
dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak 
beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 
subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 
lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 
Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan 
Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

 
 Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:  
 adendum Surat Perjanjian (apabila ada);  
 Surat Perjanjian;  
 Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;  
 Syarat-Syarat Khusus Kontrak;  
 Syarat-Syarat Umum Kontrak;  
 spesifikasi teknis; dan  
 gambar-gambar. 

 

Pasal 5 
MASA KONTRAK 

 

 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan; 

 
 Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal  
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari 
kalender; 

 
 Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 
............. [diisi nama KSO] PPK Pembangunan Puskesmas 

Wonoboyo 
     
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli    

ini untuk PPK maka rekatkan meterai [tanda tangan dan cap (jika salinan asli 
 Rp 6.000,- )] ini untuk Penyedia maka rekatkan 
   meterai Rp 6.000,- )] 
 [nama lengkap]    

 [jabatan]                Dr. SUPARJO, M.Kes 
      

   NIP. 19610731 198903 1 008 
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II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK 
 
 

 

 II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK   

KETENTUAN UMUM        

1.   Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat 
 Umum  Kontrak  selanjutnya  disebut  SSUK  harus 
                         mempunyai   arti   atau   tafsiran   seperti   yang 
    dimaksudkan sebagai berikut.    

 1.1 Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  yang 
  selanjutnya  disingkat  APIP  adalah  aparat 
  yang melakukan pengawasan melalui audit, 
  reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
  pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
  tugas dan fungsi Pemerintah.   

 1.2 Bagian pekerjaan yang  disubkontrakkan 
  adalah bagian pekerjaan utama atau bagian 
  pekerjaan  bukan  utama  yang  ditetapkan 
  sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
  Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan 
  kepada  Penyedia  lain  (subpenyedia)  dan 
  disetujui terlebih dahulu oleh PPK.  

 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah 
  daftar  kuantitas/keluaran  yang  telah  diisi 
  harga satuan kuantitas/keluaran sesuai 
  ketentuan  pemberlakuannya  dan jumlah 
  biaya keseluruhannya yang merupakan 
  bagian dari penawaran.    

 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim 
  pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh 
  PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, 
  untuk mengelola administrasi Kontrak dan 
  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 1.5 Harga    Kontrak    adalah    total    harga 
  pelaksanaan pekerjaan yang tercantum 
  dalam Kontrak.     

 1.6 Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  selanjutnya 
  disingkat   HPS   adalah   perkiraan   harga 
  barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

 1.7 Harga  Satuan  Pekerjaan  yang  selanjutnya 
  disingkat  HSP  adalah  harga  satu  jenis 
  pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 

 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
  kerangka   waktu   yang   sudah   terinci 
  berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah 
  dilaksanakan pemeriksaan lapangan 
  bersama   dan   disepakati   dalam   rapat 
  persiapan pelaksanaan Kontrak.   

 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang 
  terjadi di luar kehendak para pihak dalam 
  Kontrak   dan   tidak   dapat   diperkirakan 
  sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
  ditentukan  dalam  Kontrak  menjadi  tidak 
  dapat dipenuhi.     

 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 
  keruntuhan bangunan dan/atau tidak  
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berfungsinya bangunan setelah penyerahan 
akhir hasil Jasa Konstruksi. 

 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 
disingkat KSO adalah kerja sama usaha 
antar Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian 
tertulis. 

 

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya 
disebut Kontrak adalah keseluruhan 
dokumen yang mengatur hubungan hukum 
antara PPK dengan Penyedia dalam 
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi 
atau pekerjaan konstruksi. 

 
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga 

Satuan adalah Kontrak yang merupakan 
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran 
pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersangkutan. 

 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

 
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu 

berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan. 

 
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu 

untuk melaksanakan seluruh pekerjaan 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

 
1.18 Masa Pemeliharaan adalah  jangka  waktu 

untuk melaksanakan kewajiban 
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan. 

 
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaran yang pokok dan penting yang 
nilai bobot kumulatifnya minimal 80% 
(delapan puluh perseratus) dari seluruh 
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 

 
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

metode yang menggambarkan penguasaan 
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari 
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 
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pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari 
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan  
utama yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara teknis. 

 
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 

selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja 
daerah. 

 
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan 

atau sebagian kegiatan yang meliputi  
pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

 

1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu konstruksi sesuai  
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan. 

 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

 

1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis  
adalah tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

 
1.27   Pengguna   Anggaran   yang   selanjutnya 

disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

 
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan 
Kontrak. 

 
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau 

tenaga teknis yang ditempatkan sesuai 
penugasan pada organisasi pelaksanaan 
pekerjaan. 

 
1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 

diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan  
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 
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1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan 
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 

 

1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 
Jaminan adalah jaminan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya 

disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk 
memulai melaksanakan pekerjaan. 

 
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh  
PPK untuk memulai melaksanakan 
pekerjaan. 

 
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

adalah tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai (Provisional Hand 
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara 
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang 
diterbitkan oleh PPK. 

 

1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai 
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam 
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
yang diterbitkan oleh PPK. 

 
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja 

yang bekerja di sektor konstruksi yang 
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan 
operator. 

 
2. Penerapan SSUK diterapkan  secara  luas  dalam  pelaksanaan 

  Pekerjaan   Konstruksi   ini   tetapi   tidak   dapat 
  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam 
  Dokumen   Kontrak   lain   yang   lebih   tinggi 
  berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa   Kontrak   harus   dalam   bahasa 
   Indonesia. 

  3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak 
   asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia 
   dan  bahasa  Inggris.  Dalam  hal  terjadi 
   perselisihan dengan pihak asing digunakan 
   Kontrak dalam bahasa Indonesia. 

  3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 
   berlaku di Indonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, 
   e-mail  dan/atau  faksimili  dengan  alamat 
   tujuan  para  pihak  yang  tercantum  dalam 

SSKK. 
        4.2       Semua pemberitahuan, permohonan, atau 

persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan 
dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan 
secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam 
SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat 
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang 
tercantum dalam SSKK. 
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5. Wakil Sah Para Pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 6.    Larangan Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap  
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan 
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah 
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan 
dalam SSKK. 

 
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur 

dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan 
harus disampaikan kepada masing-masing 
pihak. 

 
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi 

Wakil Sah PPK memiliki tugas : 
 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
dengan pelimpahan dari PPK; 

 
 mengelola administrasi kontrak; dan  
 mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 
 
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk : 
 

a. menawarkan, menerima atau 
menjanjikan untuk memberi atau  
menerima hadiah atau imbalan berupa 
apa saja atau melakukan tindakan 
lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga 
berkaitan dengan pengadaan ini; 

 
 mendorong terjadinya persaingan tidak 

sehat; dan/atau 
 

 membuat dan/atau menyampaikan 
secara tidak benar dokumen dan/atau 
keterangan lain yang disyaratkan untuk 
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak 
ini. 

 
6.2    Penyedia     menjamin     bahwa     yang 

bersangkutan termasuk semua anggota KSO  
(apabila berbentuk KSO) dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan 
tidak akan melakukan tindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1 di atas. 

 
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK 

terbukti melakukan larangan-larangan di 
atas dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif oleh PPK sebagai berikut: 

 
 pemutusan Kontrak; 

 
 Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan 

disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalam SSKK; 

 
 sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
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dicairkan dan disetorkan sebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

 
 pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 

 
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar 
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas 
usulan PPK.  
PA/KPA menyampaikan dokumen 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:  
 Penyedia yang dikenakan Sanksi 

Daftar Hitam; dan  
 unit kerja yang melaksanakan 

fungsi layanan pengadaan secara 
elektronik, untuk ditayangkan 
dalam Daftar Hitam Nasional] 

 

  6.4 Pengenaan  sanksi  administratif   di   atas 
   dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.  

  6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan 
   dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
   peraturan perundang-undangan.   

7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
   material/bahan  yang  terdiri  dari  rincian 
   komponen  dalam  negeri  dan  komponen 
   impor.       

  7.2 Asal  material/bahan merupakan tempat 
   material/bahan diperoleh, antara   lain 
   tempat material/bahan ditambang, tumbuh, 
   atau diproduksi.      

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
  keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan 
  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  ini  berdasarkan 
  standar akuntansi yang berlaku.    

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja 
  Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk 
  membayar   semua   pajak,   bea,   retribusi,   dan 
  pungutan  lain  yang  dibebankan  oleh  peraturan 
  perpajakan  atas  pelaksanaan  Kontrak  ini.  Semua 
  pengeluaran   perpajakan   ini   dianggap   telah 
  termasuk dalam Harga Kontrak.    

10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
 Kontrak  diperbolehkan dalam hal pergantian nama 
   Penyedia, baik  sebagai  akibat peleburan 
   (merger) maupun akibat lainnya.   

  10.2 Jika  ketentuan  di  atas  dilanggar  maka 
   Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK  dan 
   Penyedia  dikenakan sanksi sebagaimana 
   diatur dalam pasal 41.2.    

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap 
  pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak 
  yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi  

pengabaian yang terus-menerus selama Masa 
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian 
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak 
yang melakukan pengabaian. 

 
12. Penyedia Mandiri               Penyedia  berdasarkan  Kontrak  ini  bertanggung 

jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan 
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  subpenyedianya  (jika  ada)  serta  pekerjaan  yang 
  dilakukan oleh mereka.   

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 
  disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas 
  nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
  terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.  

14. Pengawasan 14.1   PPK   menetapkan   Pengawas   Pekerjaan 
 Pelaksanaan Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan 
  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai 

Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat 
berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa  
Pengawasan (Konsultan Pengawas). 

 
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 

Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. 
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas 
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK 
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 

 

15. Tugas dan Wewenang 15.1   Semua  gambar  dan rencana kerja yang 
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam  pelaksanaan pekerjaan 

 sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen 
 maupun pekerjaan sementara harus 
 mendapatkan  persetujuan  dari Pengawas 
 Pekerjaan.     

 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan 
sementara yang tidak tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam 
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan 
pekerjaan sementara tersebut untuk 
mendapatkan pernyataan tidak 
berkeberatan (no objection) untuk 
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.  
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana  
pekerjaan sementara  ini tidak melepaskan 
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai 
Kontrak.  

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas 
dan wewenang paling sedikit meliputi: 

 
 mengevaluasi dan menyetujui rencana 

mutu pekerjaan konstruksi Penyedia 
Jasa pelaksana konstruksi; 

 
 memberikan ijin dimulainya setiap 

tahapan pekerjaan; 
 

 memeriksa dan menyetujui kemajuan 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak; 

 
 memeriksa dan menilai mutu dan 

keselamatan konstruksi terhadap hasil 
akhir pekerjaan; 

 
 menghentikan setiap pekerjaan yang 

tidak memenuhi persyaratan; 
 

 bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 

 
 memberikan laporan secara periodik 

kepada PPK sesuai dengan ketentuan 
dalam Kontrak. 
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15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini. 

 
16. Penemuan-penemuan                   Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK 

dan kepada pihak yang berwenang semua 
penemuan benda/barang yang mempunyai 
nilai sejarah atau penemuan kekayaan di 
lokasi pekerjaan yang menurut peraturan 
perundang-undangan dikuasai oleh negara. 

 

17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin 
  akses   PPK,  Wakil   Sah   PPK,  Pengawas 
  Pekerjaan  dan/atau  pihak  yang  mendapat 
  izin  dari  PPK  ke  lokasi  kerja  dan  lokasi 
  lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau 
  akan dilaksanakan.   

 17.2   Penyedia  harus  dianggap  telah  menerima 
  kelayakan  dan  ketersediaan  jalur  akses 
  menuju lapangan. Penyedia harus berupaya 
  menjaga  setiap  jalan  atau  jembatan  dari 
  kerusakan akibat penggunaan/lalu  lintas 
  Penyedia  atau  akibat  personel  Penyedia. 
  Kecuali ditentukan lain maka:  

  a.   Penyedia harus bertanggung jawab atas 
  pemeliharaan yang mungkin diperlukan 
  akibat penggunaan jalur akses; 
  b.   Penyedia  harus  menyediakan  rambu 
  atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan 
  mendapatkan perizinan yang mungkin 
  disyaratkan oleh otoritas terkait untuk 
  penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; 

  c.   biaya karena ketidaklayakan atau tidak 
  tersedianya jalur akses untuk digunakan 
  oleh Penyedia,   harus   ditanggung 
  Penyedia; dan    

  d.   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim 
  yang  mungkin timbul akibat 
  penggunaan jalur akses.  

 17.3   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang 
  mungkin  timbul  selain  penggunaan  jalur 
  akses tersebut.    

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan 
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para  Pihak  sampai dengan 

 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan 
 kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak 
 sudah terpenuhi.      

B.1  Pelaksanaan Pekerjaan         

19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1   Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan 
  peninjauan  lapangan  bersama  oleh  para 
  pihak.       

 19.2   PPK berkewajiban   untuk   menyerahkan 
  lokasi   kerja   sesuai   dengan   kebutuhan 
  Penyedia  yang  tercantum  dalam  rencana 
  kerja yang telah disepakati oleh para pihak 
  dalam Rapat Persiapan Penandatanganan 
  Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan 
  tanpa ada hambatan kepada Penyedia  

sebelum SPMK diterbitkan. 
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 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
  dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan 
  Lokasi Kerja.     

 19.4 Jika  dalam  peninjauan  lapangan  bersama 
  ditemukan hal-hal  yang dapat 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka 
  perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
  adendum Kontrak.    

 19.5 Jika  PPK  tidak  dapat  menyerahkan  lokasi 
  kerja  sesuai  kebutuhan  Penyedia  yang 
  tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 
  19.2)  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan 
  terbukti merupakan suatu hambatan, maka 
  kondisi  ini  ditetapkan  sebagai  Peristiwa 
  Kompensasi.     

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK  menerbitkan SPMK paling lambat  14 
Kerja (SPMK)  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  tanggal 

  penandatanganan Kontrak atau 14 (empat 
  belas)  hari  kerja  sejak  penyerahan  lokasi 
  kerja pertama kali.    

 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup 
  pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.  

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia  berkewajiban untuk 
Pekerjaan Konstruksi  mempresentasikan dan menyerahkan RMPK 
(RMPK)  sebagai penjaminan dan pengendalian mutu 

  pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan  
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan 
disetujui oleh PPK. 

 

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: 
 

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 
(Method Statement ); 

 
 Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ 

Inspection and Test Plan (ITP); 
 

 Pengendalian Subpenyedia dan 
Pemasok. 

 
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan 

mengendalikan pelaksanaan RMPK secara 
konsisten untuk mencapai mutu yang 
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan 
ini. 

 
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 

pekerjaan. 
 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum 
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 

 
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan 

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan 
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa 
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap 
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK 
harus mendapatkan persetujuan PPK. 

 

 21.7 Persetujuan   PPK   terhadap   RMPK   tidak 
  mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 

22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
Konstruksi (RKK)  mempresentasikan dan  menyerahkan  RKK 

  pada  saat rapat persiapan pelaksanaan 
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  Kontrak,   kemudian  pelaksanaan RKK 
  dibahas dan disetujui oleh PPK.   

 22.2 Para   Pihak   wajib   menerapkan   dan 
  mengendalikan pelaksanaan  RKK secara 
  konsisten.      

 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

 22.4 Penyedia berkewajiban  untuk 
  memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi 
  pekerjaan,  jika  terjadi  perubahan  maka 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 22.5 Pemutakhiran RKK  harus mendapat 
  persetujuan PPK.      

 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK 
  tidak   mengubah   kewajiban kontraktual 
  Penyedia.      

23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 
Pelaksanaan Kontrak  diterbitkannya SPMK dan sebelum 

  pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan 
  Penyedia,  unsur  perancangan,  dan  unsur 
  pengawasan,  harus  sudah 
  menyelenggarakan rapat persiapan 
  pelaksanaan kontrak.     

 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati 
  dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak 
  meliputi:      

 
 RMPK;  
 pelaksanaan RKK;  
 organisasi kerja; 

 
 tata cara pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

 jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang 
diikuti uraian tentang metode kerja 
yang memperhatikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja; 

 
 jadwal pengadaan bahan/material, 

mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja 
Konstruksi; 

 
 penyusunan rencana 

pengukuran/pemeriksaan bersama; dan  
 hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 
  dituangkan   dalam   Berita   Acara   Rapat 
  Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 
  dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
  hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau 
  sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 

 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 
  pekerjaan, yaitu : 

 
a. mendatangkan 

terkait yang 
pelaksanaan  
instalasi alat; 

 
peralatan-peralatan 
diperlukan    dalam 

pekerjaan,    termasuk 

 
 mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 

rumah, gedung laboratorium, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 
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 mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 
 

 24.3 Mobilisasi  peralatan  dan  Tenaga  Kerja 
  Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap 
  sesuai dengan kebutuhan.    

25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 
Pemeriksaan Bersama  dan  Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama 

  dengan  Penyedia  melakukan pengukuran 
  dan  pemeriksaan  detail  terhadap  kondisi 
  lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata 
  pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 

 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan 
  bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia 
  Peneliti Pelaksanaan Kontrak.   

 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan 
  dalam Berita Acara. Apabila dalam 
  pengukuran/pemeriksaan   bersama 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
  harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama  yang  sesuai  dengan  persyaratan 
  Kontrak dapat segera dimobilisasi.  

 25.5 Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bersama 
  Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66. 

26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 
Dalam Negeri  berkewajiban   mengutamakan 

  material/bahan produksi dalam negeri dan 
  tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang 
  dilaksanakan  di  Indonesia  sesuai  dengan 
  yang disampaikan pada saat penawaran. 

 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan  Konstruksi, 
  bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  perangkat lunak yang digunakan mengacu 
  kepada dokumen:     

  a.   formulir rekapitulasi perhitungan 
  Tingkat   Komponen Dalam Negeri 
  (TKDN), untuk Penyedia yang 
  mendapat preferensi harga; dan 

 
 daftar barang yang diimpor, untuk 

barang yang diimpor. 
 

 26.3   Apabila   dalam   pelaksanaan   pekerjaan 
 ditemukan ketidaksesuaian dengan 
 dokumen  pada  pasal  26.2,  maka  akan 
 dikenakan sanksi sesuai peraturan 
 perundangan yang berlaku.    

B.2  Pengendalian Waktu        

27. Masa Pelaksanaan 27.1   Kecuali  Kontrak diputuskan  lebih awal, 
 Penyedia berkewajiban   untuk memulai 
 pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
 Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
 dengan RMPK, serta menyelesaikan 
 pekerjaan   paling   lambat   selama   Masa 
 Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 

 27.2   Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat 
 menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
 Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya 
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  yang   dapat   dibuktikan   demikian,   dan 
  Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
  kepada  PPK,  dengan  disertai  bukti-bukti 
  yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat 
  memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan 
  melakukan penjadwalan kembali 
  pelaksanaan tugas Penyedia dengan 
  membuat adendum Kontrak.  

 27.3   Jika pekerjaan  tidak  selesai  sesuai  Masa 
  Pelaksanaan  bukan  akibat  Keadaan  Kahar 
  atau  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena 
  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia  maka 
  Penyedia dikenakan denda.   

 27.4   Apabila diberlakukan serah terima sebagian 
  pekerjaan (secara parsial), Masa 
  Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian 
  pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 

 27.5   Bagian  pekerjaan  pada  pasal  27.4  adalah 
  bagian  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan 
  dalam Dokumen Pemilihan.   

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara 
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk  menunda  pelaksanaan 

 pekerjaan.  Setiap  perintah  penundaan  ini  harus 
 segera ditembuskan kepada PPK.   

29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas  Pekerjaan atau Penyedia  dapat 
  menyelenggarakan rapat pemantauan, dan 
  meminta satu sama lain untuk menghadiri 
  rapat tersebut. Rapat pemantauan 
  diselenggarakan untuk membahas 
  perkembangan pekerjaan dan perencanaan 
  atas sisa pekerjaan serta untuk 
  menindaklanjuti peringatan dini.  

 

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, 
dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan 
pihak-pihak yang menghadiri rapat. 

 
 29.3   Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu 
 diputuskan,   Pengawas Pekerjaan   dapat 
 memutuskan baik dalam rapat atau setelah 
 rapat  melalui  pernyataan  tertulis  kepada 
 semua pihak yang menghadiri rapat. 

30. Peringatan Dini 30.1   Penyedia berkewajiban untuk 
 memperingatkan sedini mungkin Pengawas 
 Pekerjaan   atas   peristiwa   atau   kondisi 
 tertentu  yang  dapat  mempengaruhi  mutu 
 pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau 
 menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas 
 Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia 
 untuk   menyampaikan secara tertulis 
 perkiraan  dampak  peristiwa  atau  kondisi 
 tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan 
 Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini 
 harus sesegera mungkin disampaikan oleh 
 Penyedia.     

 30.2   Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 
 dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
 mencegah atau mengurangi dampak 

 

peristiwa atau kondisi tersebut. 
  

 
B.3 Penyelesaian Kontrak 
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31. Serah Terima Pekerjaan      31.1 Setelah  pekerjaan  selesai  100%  (seratus 
 perseratus), sesuai dengan ketentuan yang 
 tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
 mengajukan permintaan secara tertulis 
 kepada  PPK  untuk  serah  terima  pertama 
 pekerjaan.       

31.2 PPK  memerintahkan Pengawas Pekerjaan 
 untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap 
 hasil pekerjaan.      

31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian 
 hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi 
 yang tercantum dalam Kontrak.   

31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan 
 disampaikan  kepada  PPK,  apabila  dalam 
 pemeriksaan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai 
 dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam 
 Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK 
 memerintahkan  Penyedia  untuk 
 memperbaiki  dan/atau melengkapi 
 kekurangan pekerjaan.    

31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan 
 telah   sesuai   dengan   ketentuan   yang 
 tercantum  dalam  Kontrak  maka  PPK  dan 
 Penyedia menandatangani Berita Acara 
 Serah Terima Pertama Pekerjaan.   

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
 (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga 
 Kontrak,   sedangkan   yang   5%   (lima 
 perseratus) merupakan retensi selama masa 
 pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 
 sebesar  100%  (seratus  perseratus)  dari 
 Harga   Kontrak   dan   Penyedia   harus 
 menyerahkan  Jaminan Pemeliharaan 
 sebesar  5%  (lima  perseratus)  dari  Harga 
 Kontrak.        

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
 selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi 
 tetap seperti pada saat penyerahan pertama 
 pekerjaan.       

31.8 Masa  Pemeliharaan  paling  singkat  untuk 
 pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, 
 sedangkan untuk pekerjaan semi permanen 
 selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui 
 Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
 Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
 Penyedia mengajukan  permintaan secara 
 tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir 
 pekerjaan.       

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 
 Penyedia telah melaksanakan semua 
 kewajibannya selama  Masa  Pemeliharaan 
 dengan baik dan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
maka  PPK  dan  Penyedia  menandatangani  
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 
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31.11  PPK wajib melakukan pembayaran sisa 
Harga  Kontrak  yang  belum  dibayar  atau  
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

 

31.12  Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajiban pemeliharaan sebagaimana  
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan 
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan 
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 

 

31.13  Setelah penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan 
hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

 

31.14  PA/KPA  meminta  PPHP  untuk  melakukan 
pemeriksaan administratif terhadap hasil 
pekerjaan yang diserahterimakan. 

 
31.15  PPHP melakukan pemeriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan sampai dengan  
serah terima hasil pekerjaan, meliputi 
dokumen program/penganggaran, surat 
penetapan PPK, dokumen perencanaan  
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan 
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, 
dokumen Kontrak dan perubahannya serta  
pengendaliannya, dan dokumen serah 
terima hasil pekerjaan. 

 
31.16  Apabila hasil pemeriksaan administrasi  

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK  
untuk  memperbaiki  dan/atau  melengkapi 
kekurangan dokumen administratif. 

 

31.17  Hasil pemeriksaan administratif dituangkan  
dalam Berita Acara. 

 
31.18  Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 

perbagian pekerjaan (secara parsial) yang  
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 

 

31.19  Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan 
serah terima pekerjaan sebagian atau secara  
parsial yaitu: 

 
 bagian pekerjaan yang tidak 

tergantung satu sama lain; dan 
 

 bagian pekerjaan yang fungsinya tidak 
terkait satu sama lain dalam 
pencapaian kinerja pekerjaan. 

 
31.20  Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan 

secara parsial, maka cara pembayaran, 
ketentuan denda dan kewajiban  
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 

 

31.21  Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan 
setelah serah terima pertama pekerjaan  
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) 
tersebut dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut  
berakhir sebagaimana yang tercantum 
dalam SSKK. 

 
31.22  Serah terima pertama pekerjaan untuk  

bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan 
dalam Berita Acara. 
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32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan 
 dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan 
 surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

33. Pedoman Pengoperasian 33.1   Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk 
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian 
Pemeliharaan dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan 

 SSKK.   

 33.2   Apabila    Penyedia    tidak    memberikan 
 pedoman pengoperasian dan 
 perawatan/pemeliharaan,PPK berhak 
 menahan   uang   retensi   atau   Jaminan 
 Pemeliharaan.   

 

B.4 Adendum 
 

 Perubahan Kontrak34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum 
Kontrak. 

 
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan 

apabila disetujui oleh para pihak, yang 
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 

 
 perubahan pekerjaan;  
 perubahan Harga Kontrak; 

 
 perubahan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 
 

 perubahan Kontrak yang disebabkan 
masalah administrasi. 

 
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK 

dapat meminta pertimbangan dari 
Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

 

 Perubahan Pekerjaan35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar 
dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam 
dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat 
melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: 

 
 menambah atau mengurangi volume 

yang tercantum dalam Kontrak;  
 menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
 mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
 mengubah jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 
 

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 
35.1 namun ada perintah perubahan dari 
PPK, PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakati perubahan pekerjaan yang 
meliputi: 

 
 menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
 mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
 mengubahjadwalpelaksanaan 

pekerjaan  
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 

PPK secara tertulis kepada Penyedia 
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi 
teknis dan harga dengan tetap mengacu 
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pada ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 

 
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam 

Berita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendum Kontrak. 

 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 
35.2 mengakibatkan penambahan Harga 
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan 
dengan ketentuan penambahan Harga 
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari harga yang tercantum 
dalam Kontrak awal dan tersedianya 
anggaran. 

 
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan  
oleh: 

 
 perubahan pekerjaan;  
 penyesuaian harga; dan/atau  
 Peristiwa Kompensasi. 

 

36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama 
yang akan dilaksanakan berubah akibat 
perubahan pekerjaan lebih dari 10% 
(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, 
maka pembayaran volume selanjutnya 
dengan menggunakan harga satuan yang 
disesuaikan dengan negosiasi. 

 

36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran 
terdapat harga satuan timpang, maka harga 
satuan timpang tersebut hanya berlaku 
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk 
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan 
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 

 

36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang 
masuk kategori harga satuan timpang, maka 
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 

 
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, 

maka penentuan harga baru dilakukan 
dengan negosiasi. 

 
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan 

penyesuaian harga adalah sebagai berikut: 
 

 harga yang tercantum dalam Kontrak  
dapat berubah akibat adanya 
penyesuaian harga sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

 penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak dengan yang 
masa pelaksanaannya lebih dari 18 
(delapan belas) bulan;  

 penyesuaian harga satuan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 
pelaksanaan pekerjaan;  

 penyesuaian harga satuan berlaku bagi 
seluruh kegiatan/mata pembayaran, 
kecuali komponen keuntungan, biaya 
tidak langsung (overhead cost) dan 
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37. Perubahan Jadwal 

Pelaksanaan 
Pekerjaan dan/atau 
Masa Pelaksanaan 

 
 
 

 

harga satuan timpang sebagaimana 
tercantum dalam penawaran;  

 penyesuaian harga satuan diberlakukan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang  
tercantum dalam Kontrak 
awal/adendum Kontrak;  

 penyesuaian harga satuan bagi 
komponen pekerjaan yang berasal dari 
luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal 
barang tersebut;  

 jenis pekerjaan baru dengan harga 
satuan baru sebagai akibat adanya 
adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak adendum Kontrak 
tersebut ditandatangani;  

 indeksyangdigunakandalam  
pelaksanaan Kontrak terlambat 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
adalah indeks terendah antara jadwal 
Kontrak dan realisasi pekerjaan;  

 jenis   pekerjaan   yang   lebih   cepat  
pelaksanaannya diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks 
harga pada saat pelaksanaan. 

 
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian 

harga diatur dalam SSKK. 
 
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 

Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa 
Kompensasi. 

 
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya 
berlaku untuk bagian pekerjaan harga 
satuan. 

 

37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
dapat diakibatkan oleh: 

 
perubahan pekerjaan; 

 
perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau  
 Peristiwa Kompensasi. 

 
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai 
berikut: 

 
perubahan pekerjaan;  
Peristiwa Kompensasi; dan/atau  
Keadaan Kahar. 

 
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 

paling kurang sama dengan waktu 
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar 
atau waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan akibat dari 
ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b 

 
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa 

Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang 
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diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu 
sesuai pertimbangan yang wajar setelah  
Penyedia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan 
dini  atas  keterlambatan  atau  tidak  dapat  
bekerja sama untuk mencegah 
keterlambatan sesegera mungkin, maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat  
dijadikan alasan untuk memperpanjang 
Masa Pelaksanaan. 

 
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak harus telah menetapkan ada 
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama, 

 
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan  
 dituangkan dalam Adendum Kontrak. 

       37.7    Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 
 penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
 Masa  Pelaksanaan  maka  Penyedia  berhak 
 untuk    meminta perpanjangan Masa 
 Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. 
 PPK  berdasarkan  pertimbangan  Pengawas 
 Pekerjaan memperpanjang  Masa 
 Pelaksanaan secara tertulis.  Perpanjangan 
 Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui 
 adendum Kontrak.     

B.5 Keadaan Kahar       

38. Keadaan Kahar 38.1   Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 
 bencana alam, bencana non alam, bencana 
 sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca 
 ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 

 38.2   Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal- 
 hal   merugikan   yang   disebabkan   oleh 
 perbuatan atau kelalaian para pihak.  

 38.3   Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau 
 Penyedia memberitahukan  tentang 
 terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu 
 pihak  secara  tertulis  dalam  waktu  paling 
 lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak 
 menyadari atau seharusnya menyadari atas 
 kejadian  atau  terjadinya  Keadaan  Kahar, 
 dengan   menyertakan   bukti   serta   hasil 
 identifikasi kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan  
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 

 

38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 
 

pernyataan yang diterbitkan oleh  
pihak/instansi  yang  berwenang  sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan; dan/atau 

 
 foto/video dokumentasi Keadaan Kahar 

yang telah diverifikasi kebenarannya. 
 

38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk  
melakukan penelitian terhadap 
penyampaian pemberitahuan Keadaan 
Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud  
pada pasal 38.4. 
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38.6   Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu 
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang  

ditentukan dalam Kontrak bukan 
merupakan cidera janji atau wanprestasi 
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal  
38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah 
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan 
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang  
terdampak dan/atau akan terdampak akibat 
dari Keadaan Kahar. 

 
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 

pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 
dapat bersifat 

 
a. sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir; atau 
 

 permanen apabila akibat Keadaan Kahar  
tidak memungkinkan 
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

 
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan 
disertai alasan penghentian pekerjaan. 

 
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, 

para pihak dapat melakukan perubahan 
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama  
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak 
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa  
Pelaksanaan dapat melewati Tahun 
Anggaran. 

 
38.10  Selama  masa  Keadaan  Kahar,  jika  PPK 

memerintahkan   secara   tertulis   kepada 
Penyedia untuk sedapat mungkin 
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia  
berhak untuk menerima pembayaran 
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar  
sesuai dengan kondisi yang telah 
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan 
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur  
dalam suatu adendum Kontrak. 

 
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, 

para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak 
untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang  
telah dicapai setelah dilakukan 
pengukuran/pemeriksaan bersama atau 
berdasarkan hasil audit. 

 
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

 
39. Penghentian Kontrak                       Penghentian Kontrak dapat dilakukan 

karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana 
dimaksud pada pasal 38. 

 

40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan  oleh 
  PPK atau Penyedia.   

 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan  sekurang- 
  kurangnya 14 (empat belas) hari kalender 
  setelah PPK/Penyedia menyampaikan 
  pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak 

secara tertulis kepada Penyedia/PPK. 
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40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
oleh salah satu pihak maka PPK membayar 
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 
PPK dikurangi denda yang harus dibayar 
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pelaksanaan 
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak 
milik PPK. 

 

41. Pemutusan Kontrak oleh  41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 
PPK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK 

 dapat   melakukan pemutusan Kontrak 
 apabila:       

 a. Penyedia   terbukti   melakukan KKN, 
  kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
  proses pengadaan yang diputuskan oleh 
  Instansi yang berwenang;    

 b. pengaduan tentang penyimpangan 
  prosedur, dugaan KKN dan/atau 
  pelanggaran persaingan sehat dalam 
  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
  dinyatakan  benar  oleh  Instansi  yang 
  berwenang;       

 
 Penyedia berada dalam keadaan pailit;  
 Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi  

Daftar Hitam sebelum 
penandatanganan Kontrak; 

 
 Penyedia gagal memperbaiki kinerja 

setelah mendapat Surat Peringatan 
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 
3 (tiga) kali; 

 
 Penyedia tidak mempertahankan 

berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
 

 Penyedia lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak  
memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan; 

 
 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia 

tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun 
diberikan kesempatan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender sejak  
masaberakhirnyapelaksanaan  
pekerjaan untuk menyelesaikan 
pekerjaan;  

 setelahdiberikankesempatan  
menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender 
sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; 

 
 Penyedia menghentikan pekerjaan 

selama 28 (dua puluh delapan) hari 
kalender dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam jadwal pelaksanaan 
pekerjaan serta tanpa persetujuan 
pengawas pekerjaan; atau 

 
 Penyedia mengalihkan seluruh kontrak 

bukan dikarenakan pergantian nama 
Penyedia. 
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41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
 Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

 
 sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan (apabila diberikan); 

 
 Penyedia membayar denda (apabila 

ada); dan  
 Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

 
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan 
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.  

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
 PPK berhak untuk tidak membayar 

retensi atau Jaminan Pemeliharaan  
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

 
 Penyedia dikenakan sanksi Daftar 

Hitam. 
 

41.5   Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan 
uang retensi atau uang pencairan Jaminan 

Pemeliharaan untuk membiayai 
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib  
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 
SSKK. 

 

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
secara sepihak oleh PPK karena kesalahan 
Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat 
menunjuk pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang sama atau 
Penyedia yang mampu dan memenuhi 
syarat. 

 
 42. Pemutusan Kontrak oleh    Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  

Penyedia 
 

Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia 
dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: 

 
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 

Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut 
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari kalender; 

 
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam SSKK. 

 
 43. Berakhirnya Kontrak          Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah 

selesai dan hak dan kewajiban para pihak 
yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

 
 44. Keterlambatan             44.1   Apabila  Penyedia  terlambat  melaksanakan  

       Pelaksanaan 
Pekerjaan dan 
Kontrak Kritis 

 
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus 
memberikan peringatan secara tertulis atau 
memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 

 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 
 

a. Dalam periode I (rencana fisik 
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), 
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selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih  
besar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),  
selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih 
besar 5%;  

c. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), 
selisih keterlambatan antara realisasi  
fisik pelaksanaan dengan rencana 
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan 
melampaui tahun anggaran berjalan.  

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan 
rapat pembuktian (show cause 
meeting/SCM) 

 
 Pada  saat  Kontrak  dinyatakan  kritis,  

Pengawas Pekerjaan memberikan 
peringatan secara tertulis kepada  
Penyedia dan selanjutnya 
menyelenggarakan Rapat Pembuktian 
(SCM) Tahap I. 

 
 Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas 

Pekerjaan dan Penyedia membahas dan 
menyepakati besaran kemajuan fisik 
yang harus dicapai oleh Penyedia 
dalam periode waktu tertentu (uji coba 
pertama) yang dituangkan dalam Berita 
Acara SCM Tahap I. 

 
 Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

pertama, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap II yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba kedua) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap II. 

 
 Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

kedua, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap III yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba ketiga) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap III. 

 
 Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

ketiga, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK 
dapat melakukan pemutusan Kontrak  
secara sepihak dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

 
 Apabila uji coba berhasil, namun pada 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka 
berlaku ketentuan SCM dari awal. 

 

45. Pemberian Kesempatan 
 

45.1   Dalam  hal  diperkirakan 
menyelesaikan   pekerjaan 

 
Penyedia 

sampai 

 

gagal  
Masa 

 
 

127 
 

 
 



 
 
 
 

Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  
pekerjaan, PPK dapat memberikan 
kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat 
dalam adendum Kontrak yang didalamnya 
mengatur: 

 
a. waktu pemberian kesempatan 

penyelesaian pekerjaan; 
 

 pengenaan sanksi denda keterlambatan 
kepada Penyedia; 

 
 perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 
 

 sumber dana untuk membiayai 
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 
dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya dari DIPA/DPA Tahun  
Anggaran berikutnya, apabila 
pemberian kesempatan melampaui 
Tahun Anggaran. 

 

 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 
  (lima   puluh) hari kalender,  sejak Masa 
  Pelaksanaan berakhir.    

 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
  melampaui Tahun Anggaran.   

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil 
 pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi 
 kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian 
 atau  kesalahan  Penyedia,  dapat  dimanfaatkan 
 sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban 
 perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali 
 semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya 
 dapat dilakukan setelah mempertimbangkan 
 kepentingan PPK.         

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 
 

47. Hak dan Kewajiban        Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban  
Penyedia yang  harus dilaksanakan  oleh  Penyedia dalam 

 melaksanakan Kontrak, meliputi :    

 a.   menerima pembayaran untuk pelaksanaan 
  pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan 
  yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

 b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana 
  dan  prasarana  dari  PPK  untuk  kelancaran 
  pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
  Kontrak;       

 c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 
  periodik kepada PPK;     

 d. melaksanakan, menyelesaikan  dan 
  menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
  pelaksanaan  pekerjaan  dan  ketentuan  yang 
  telah ditetapkan dalam Kontrak;    

 e. melaksanakan dan  menyelesaikan pekerjaan 
  secara  cermat,  akurat  dan  penuh  tanggung 
  jawab dengan  menyediakan tenaga kerja,  

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
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lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
maupun sementara yang diperlukan untuk  
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 

 
 memberikan keterangan-keterangan yang 

diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

 
 mengambil langkah-langkah yang memadai 

dalam rangka memberi perlindungan kepada 
setiap orang yang berada di tempat kerja 
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar 
yang berhubungan dengan pemindahan bahan 
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi 
dan proses produksi; 

 
 melaksanakan semua perintah Pengawas 

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan 
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; 

 
 hak dan kewajiban lain yang timbul akibat 

lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 
 

48. Penggunaan Dokumen-   Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan  
Dokumen Kontrak dan menginformasikandokumen Kontrakatau 

  Informasi dokumen   lainnya   yang   berhubungan   dengan 
 Kontrak  untuk  kepentingan  pihak  lain,  misalnya 
 spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta 
 informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  Kontrak, 
 kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  PPK  sesuai 
 ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan 
Intelektual atau  klaim  dari  pihak  ketiga  yang  disebabkan 

 penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan 
 Intelektual oleh Penyedia.  

50. Penanggungan Risiko 50.1   Penyedia  berkewajiban untuk  melindungi, 
membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
PPK beserta instansinya terhadap semua  
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses  
pemeriksaan hukum, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan  
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak  
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan : 

 
 kehilangan atau kerusakan peralatan 

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia 
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; 

 
 cidera tubuh, sakit atau kematian 

tenaga kerja konstruksi; 
 

 kehilangan atau kerusakan harta 
benda, dan cidera tubuh, sakit atau 
kematian pihak ketiga. 

 
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau 
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan  dan 
perlengkapan  merupakan  risiko  Penyedia,  
kecuali  kerugian  atau  kerusakan  tersebut 
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diakibatkan  oleh kesalahan  atau kelalaian 
PPK. 

 

 50.3   Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
  Penyedia tidak membatasi  kewajiban 
  penanggungan dalam pasal ini.   

 50.4   Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 
  pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan 
  hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja 
  sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
  Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh 
  Penyedia  atas  tanggungannya  sendiri  jika 
  kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi 
  akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 

51. Perlindungan Tenaga 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban 
Kerja  atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan 

  Tenaga Kerja Konstruksinya pada program 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
  Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam 
  peraturan perundang-undangan.  
 51.2   Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 
  memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 
  untuk mematuhi peraturan  keselamatan 
  kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, 
  Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya 
  dianggap  telah  membaca  dan  memahami 
  peraturan keselamatan kerja tersebut. 
 51.3   Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 
  kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya 
  (termasuk Tenaga Kerja   Konstruksi 
  Subpenyedia, jika ada) perlengkapan 
  keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 
 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia 
  untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan 
  hukum   yang   berlaku,   Penyedia   wajib 
  melaporkan  kepada  PPK  mengenai  setiap 
  kecelakaan yang timbul sehubungan dengan 
  pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu  24 
  (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- 
Lingkungan langkah   yang memadai untuk  melindungi 

 lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat 
 kerja   dan   membatasi   gangguan   lingkungan 
 terhadap   pihak   ketiga   dan   harta   bendanya 
 sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai 
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan 
 hidup.          

53. Asuransi 53.1   Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
  SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 
  Akhir   Pekerjaan   untuk   barang   yang 
  mempunyai risiko tinggi   terjadinya 
  kecelakaan  dalam pelaksanaan pekerjaan 
  atas  segala  risiko  terhadap  kecelakaan, 
  kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, 
  serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

 
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi 

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di 
lokasi kerja. 
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53.3 Besarnya  asuransi  sudah  diperhitungkan 
 dalam  penawaran  dan  termasuk  dalam 
 Harga Kontrak.   

54. Tindakan Penyedia yang   54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
Mensyaratkan lebih   dahulu   persetujuan   tertulis   PPK 
Persetujuan PPK atau sebelum   melakukan   tindakan-tindakan 
Pengawas Pekerjaan berikut:   

 a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan 
  dalam Lampiran A SSKK;  

 b. menunjuk Personel  Manajerial yang 
  namanya tidak   tercantum dalam 
  Lampiran A SSKK;  

 c. mengubah atau memutakhirkan RMPK 
  dan RKK;   

 d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut: 

 
 melaksanakan setiap tahapan pekerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan metode 
kerja; 

 
 mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
 

 mengubah Personel Manajerial 
dan/atau Peralatan Utama;  

 tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

55. Laporan Hasil Pekerjaan   55.1   Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan kontrak untuk  menetapkan 

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil  
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi 
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi 
rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

 

55.3 Laporan harian berisi: 
 

 jenis dan kuantitas bahan yang berada 
di lokasi pekerjaan; 

 
 penempatan tenaga kerja konstruksi 

untuk tiap macam tugasnya;  
 jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 

 
 jenis dan kuantitas pekerjaan yang 

dilaksanakan; 
 

 keadaan cuaca termasuk hujan, banjir 
dan peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruh terhadap kelancaran 
pekerjaan; dan 

 
 catatan-catatan lain yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

55.4   Laporan mingguan terdiri dari rangkuman 
laporan harian  dan berisi  hasil kemajuan 
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fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 

55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman 
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia 
membuat foto-foto dokumentasi dan video 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan 
sesuai kebutuhan. 

 

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh 
Penyedia, diperiksa oleh Pengawas 
Pekerjaan,  dan  disetujui  oleh  PPK/  pihak  
PPK. 

 

56. Kepemilikan Dokumen                   Semua rancangan, gambar, spesifikasi, 
desain, laporan, dan dokumen-dokumen 
lain serta piranti lunak yang dipersiapkan 
oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini 
sepenuhnya merupakan hak milik PPK. 
Penyedia paling lambat pada waktu 
pemutusan atau penghentian atau akhir 
Masa Kontrak berkewajiban untuk 
menyerahkan semua dokumen dan piranti 
lunak tersebut beserta daftar rinciannya 
kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 
(satu) buah salinan tiap dokumen dan 
piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika 
ada) mengenai penggunaan dokumen dan 
piranti lunak tersebut di atas di kemudian 
hari diatur dalam SSKK. 

 
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia  hanya boleh melakukan 

Penyedia dan  subkontrak sebagian pekerjaan utama 
Subpenyedia  kepada Penyedia Spesialis  dan/atau 

  pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada 
  Penyedia Usaha Kecil.      

 57.2 Penyedia  tetap  bertanggung  jawab  atas 
  bagian  pekerjaan  yang disubkontrakkan 
  tersebut.         

 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau 
  mensubkontrakkan pekerjaan.    

 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan 
  Penyedia  Usaha  Kecil,  maka  pekerjaan 
  tersebut  harus  dilaksanakan  sendiri  oleh 
  Penyedia   yang   ditunjuk   dan   dilarang 
  dialihkan atau disubkontrakkan kepada 
  pihak lain.         

 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan 
  kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh 
  melaksanakan sesuai dengan daftar bagian 
  pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila 
  ada)  yang  dituangkan  dalam  Lampiran  A 
  SSKK.         

 57.6 Lampiran  A  SSKK  (Daftar  Pekerjaan  yang 
  Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak 
  boleh   diubah   kecuali   atas   persetujuan 
  tertulis  dari  PPK  dan  dituangkan  dalam 
  adendum Kontrak.      

 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan 
  Subpenyedia diawasi oleh Pengawas 
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 Pekerjaan dan Penyedia  melaporkan secara 
 periodik kepada PPK.    

 57.8   Apabila   Penyedia   melanggar   ketentuan 
 sebagaimana  diatur  pada  pasal  57.4  atau 
 57.5  maka  akan  dikenakan  denda  senilai 
 pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 

58. Penyedia Lain Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  dan 
 menggunakan  lokasi  kerja  termasuk  jalan  akses 
 bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan 
 pihak-pihak  lainnya  yang  berkepentingan  atas 
 lokasi  kerja.  Jika  dipandang  perlu,  PPK  dapat 
 memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi 
 kerja.      

59. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 
Pengalaman/Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas 

 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 
 Penyedia diwajibkan memberikan alih 
 pengalaman/keahlian  bidang  konstruksi melalui 
 sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah 
 yang   disepakati   pada   saat   Rapat   Persiapan 
 Penunjukan Penyedia.    

 

60. Pembayaran Denda             Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi 
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi 
atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban 
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda 
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan   Penyedia.  Pembayaran   denda   tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

 

61. Jaminan 
 

61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan 
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau 
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, 
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh 
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah surat perintah 
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi 
kuasa oleh PPK diterima. 

 
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus 

telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan 

Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan 
sebagai berikut: 

 
a. paket pekerjaan sampai dengan  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1) Bank Umum; 

 
2) Perusahaan Asuransi; 

 
3) Perusahaan Penjaminan; 

 
4) lembaga keuangan khusus yang  

menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong ekspor  
Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor  
Indonesia; atau 

 
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi 

Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium 
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Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai program asuransi  
kerugian (suretyship). 

 
b. paket pekerjaan di atas 

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
 Bank Umum; atau  
 Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  

Umum/Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/Konsorsium 
Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai program asuransi 
kerugian (suretyship). 

 
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK 

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukan Penandatanganan Kontrak  
dengan besar: 

 
a. 5% (lima perseratus) dari Harga 

Kontrak; atau  
 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS  

untuk harga penawaran atau 
penawaran terkoreksi di bawah 80%  
(delapan  puluh  perseratus)  nilai  total 
HPS. 

61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan  
paling kurang sejak tanggal 
penandatanganan  Kontrak  sampai  dengan  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(Provisional Hand Over/PHO). 

 
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan diganti dengan Jaminan 
Pemeliharaan atau menahan uang retensi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak; 

 

61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 
dalam rangka pengambilan uang muka 
yang besarannya paling kurang sama 
dengan besarnya uang muka yang diterima 
Penyedia. 

 

61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 
secara proporsional sesuai dengan sisa uang 
muka yang diterima. 

 
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 

paling kurang sejak tanggal persetujuan 
pemberian uang muka sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(PHO). 

 

61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK 
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 
(seratus perseratus). 

 
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai 
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

 
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 

kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama 
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Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand  
Over/FHO). 

 

HAK DAN KEWAJIBAN PPK   
 62. Hak dan Kewajiban PPK      Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK 
dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : 

 
 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia; 
 

 menerima laporan-laporan secara periodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh Penyedia; 

 
 menerima hasil pekerjaan sesuai dengan 

jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam Kontrak. 

 
 membayar pekerjaan sesuai dengan harga 

yang tercantum dalam Kontrak yang telah 
ditetapkan kepada Penyedia; 

 
 memberikan fasilitas berupa sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan Kontrak; dan  

 menilai kinerja Penyedia. 
 

63. Fasilitas 
 

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana 
dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika 
ada) yang tercantum dalam SSKK untuk 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. 

 
64. Peristiwa Kompensasi        64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan 

kepada Penyedia yaitu: 
 

PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;  
keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;  
PPK tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal 
yang dibutuhkan;  
Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai 
jadwal dalam kontrak;  
PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia 
untuk melakukan pengujian tambahan yang 
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak 
ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;  
PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan 
pekerjaan;  
PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi 
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya 
dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; 
atau  
ketentuan lain dalam SSKK. 

 
64.2 Jika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan  

pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK  berkewajiban  untuk  membayar  ganti  
rugi  dan/atau  memberikan  perpanjangan 
Masa Pelaksanaan. 

 
64.3   Ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi 

hanya  dapat  dibayarkan  jika  berdasarkan 
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data penunjang dan perhitungan 
kompensasi  yang  diajukan oleh Penyedia  
kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian 
nyata. 

 
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya 

dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompensasi 
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, 
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

 

64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi 
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan 
jika Penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak 
Peristiwa Kompensasi.   

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 
 

65. Tenaga Kerja Konstruksi  65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja 
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat 
kompetensi kerja. 

 
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 

Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada 
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat 
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib  
memastikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa  
Pelaksanaan. 

 
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 

dan/atau Peralatan  diperkerjakan  harus  sesuai  dengan yang 
Utama  tercantum dalam Lampiran A SSKK.   

 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan 
  digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
  adalah peralatan yang laik dan harus sesuai 
  dengan yang tercantum dalam Lampiran A 
  SSKK.        

 66.3   Penggantian Personel Manajerial dan/atau 
  Peralatan  Utama  tidak  boleh  dilakukan 
  kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 66.4   Jika penggantian   Personel   Manajerial 
  dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, 
  maka Penyedia berkewajiban untuk 
  menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
  yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja 
  konstruksi dan/atau peralatan  yang 
  digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 

 66.5 PPK  dapat  menyetujui 
  penempatan/penggantian   Personel 
  Manajerial dan/atau   Peralatan Utama 
  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah 
  mendapat rekomendasi dari Pengawas 
  Pekerjaan.       

 
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: 

 
1) tidak mampu atau tidak dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik;  
 berkelakuan tidak baik; dan/atau  
 mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 
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maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan menjamin  
Personel Manajerial tersebut meninggalkan 
lokasi  kerja  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari 
kalender sejak diminta oleh PPK  

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika 
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial 
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah 
sumpah. 

 
 66.8 Apabila ada penambahan Personel 
  Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka 
  penambahan tersebut harus mendapat 
  persetujuan terlebih dahulu dari PPK  dan 
  dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA       

67. Harga Kontrak 67.1 PPK   membayar   kepada   Penyedia   atas 
  pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak 
  sebesar Harga Kontrak.   

 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan 
  meliputi :       

 beban pajak; 
 

 keuntungan dan biaya overhead (biaya 
umum);  

 biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 
 

 biaya penyelenggaraan keamanan dan 
kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

 
67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga 

satuan sesuai dengan rincian yang 
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan 
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan 
Harga. 

 

68. Pembayaran 68.1 Uang Muka 
 

 Uang muka dibayar untuk membiayai  
mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi  
kepada pemasok bahan/material 
dan/atau untuk persiapan teknis lain.  

 Untuk usaha kecil, uang muka dapat 
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh 
perseratus) dari Harga Kontrak.  

 Untuk usaha non kecil, uang muka 
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari Harga Kontrak.  

 Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang 
muka dapat diberikan paling tinggi 
15% (lima belas perseratus) dari Harga 
Kontrak.  

 Besaran uang muka ditentukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka 
paling sedikit sebesar uang muka yang 
diterima.  

 Dalam hal diberikan uang muka, maka  
Penyedia harus mengajukan 
permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kepada PPK disertai 
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dengan rencana penggunaan uang 
muka  untuk  melaksanakan  pekerjaan  
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat  
Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada 
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) untuk permohonan  
tersebut pada huruf f, paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang 
Muka diterima. 

 

h. Pengembalian uang muka harus 
diperhitungkan berangsur-angsur 
secara proporsional pada setiap  
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
paling  lambat  harus  lunas  pada  saat 
pekerjaan mencapai prestasi 100%  
(seratus perseratus). 

 

68.2 Prestasi pekerjaan 
 

Pembayaran prestasi  hasil  pekerjaan yang  
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 

 
 Penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 

 
 pembayaran dilakukan tidak boleh 

melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang 
telah dicapai dan diterima oleh PPK; 

 
 pembayaran dilakukan terhadap 

pekerjaan yang sudah terpasang; 
 

 pembayaran dilakukan dengan sistem 
termin yang ketentuan lebih lanjut 
diatur dalam SSKK;  

 pembayaran harus memperhitungkan:  
 angsuran uang muka;  
 peralatan dan/atau bahan yang 

menjadi bagian permanen dari hasil  
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan (material on site) 
yang sudah dibayar sebelumnya;  

 denda (apabila ada); 
 pajak; dan/atau 
 uang retensi. 

 
 untuk Kontrak yang mempunyai 

subkontrak, permintaan pembayaran 
harus dilengkapi bukti pembayaran 
kepada seluruh Subpenyedia sesuai 
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran 
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai 
prestasi pekerjaan yang selesai 
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa 
harus menunggu pembayaran terlebih 
dahulu dari PPK; 

 
 pembayaran terakhir hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan Berita Acara Serah  
Terima Pertama Pekerjaan 
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 

 
 PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah pengajuan permintaan 
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pembayaran dari Penyedia diterima 
harus sudah mengajukan Surat  
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM); 

 
 apabila terdapat ketidaksesuaian dalam 

perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda 
pembayaran. PPK dapat meminta  
Penyedia untuk menyampaikan 
perhitungan prestasi sementara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang 
menjadi perselisihan. 

 
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi 

bagian permanen dari hasil pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan 
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan 
memenuhi ketentuan: 

 
 bahan dan/atau peralatan yang belum 

dilakukan uji fungsi (commisioning), 
serta merupakan bagian dari pekerjaan 
utama harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

 
 berada di lokasi pekerjaan 

sebagaimana tercantum dalam 
Kontrak dan perubahannya; 

 
 memiliki sertifikat uji mutu dari 

pabrikan/produsen; 
 

 bersertifikat garansi dari 
produsen/agen resmi yang 
ditunjuk oleh produsen; 

 
 disetujui oleh PPK sesuai dengan 

capaian fisik yang diterima;  
 dilarang  dipindahkan  dari  area  

lokasi pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankan oleh pihak 
manapun; dan  

 keamanan penyimpanan dan risiko 
kerusakansebelum  
diserahterimakansecarasatu  
kesatuan fungsi merupakan 
tanggung jawab Penyedia. 

 
 sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi 

tidak diperlukan dalam hal peralatan 
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh 
Penyedia; 

 
 besaran yang akan dibayarkan dari 

material on site (berkisar antara 50% 
sampai dengan 70%); 

 
 ketentuan bahan dan/atau peralatan 

yang menjadi bagian permanen dari 
hasil pekerjaan hanya diberlakukan 
untuk bagian pekerjaan harga satuan. 

 
 besaran nilai pembayaran dan jenis 

material on site dicantumkan di dalam 
SSKK. 

 

68.4 Denda dan Ganti Rugi 
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 Denda merupakan sanksi finansial yang 
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:  
denda keterlambatan dalam 
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, 
denda keterlambatan dalam perbaikan 
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran 
ketentuan subkontrak.  

 Ganti rugi merupakan sanksi finansial 
yang dikenakan kepada PPK maupun 
Penyedia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi 
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 
yang ditimbulkan.  

 Besarnya denda keterlambatan yang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
adalah: 

 
 1‰ (satu perseribu) dari harga 

bagian Kontrak yang tercantum 
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau  

 1‰  (satu  perseribu)  dari  Harga 
Kontrak (sebelum PPN); 

 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.  

d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat 
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh 
PPK atas keterlambatan pembayaran  
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan 
yang terlambat dibayar, berdasarkan  
tingkat suku bunga yang berlaku pada 
saat itu menurut ketetapan Bank 
Indonesia, sepanjang telah diputuskan  
oleh lembaga yang berwenang;  

 Pembayaran denda dan/atau ganti rugi 
diperhitungkan dalam pembayaran 
prestasi pekerjaan.  

 Ganti rugi kepada Penyedia dapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkan dalam adendum kontrak.  

 Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah 
mengajukan tagihan disertai 
perhitungan dan data-data. 

 

69. Hari Kerja 69.1   Orang hari  standar  atau  satu hari  orang 
 bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 
 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam 
 istirahat.   

 69.2   Penyedia  tidak  diperkenankan  melakukan 
 pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu 
 yang secara ketentuan peraturan 
 perundang-undangan  dinyatakan  sebagai 
 hari libur atau di luar jam kerja normal, 
 kecuali:    

 
 dinyatakan lain di dalam Kontrak;  
 PPK memberikan izin; atau  
 pekerjaan  tidak  dapat  ditunda,  atau  

untuk keselamatan/perlindungan 
masyarakat, dimana Penyedia harus  
segera memberitahukan urgensi 
pekerjaan tersebut kepada Pengawas 
Pekerjaan dan PPK. 
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 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 
  datanya  disimpan  oleh  Penyedia.  Daftar 
  pembayaran masing-masing pekerja dapat 
  diperiksa oleh PPK.   

 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari 
  kerja  efektif  dan  jam  kerja  normal  harus 
  mengikuti ketentuan Menteri yang 
  membidangi ketenagakerjaan.  

 69.5 Pelaksanaan  pekerjaan  di  luar  hari  kerja 
  efektif  dan/atau  jam  kerja  normal  harus 
  diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.  

70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi  pekerjaan 
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus perseratus) dan berita acara  
serah terima pertama pekerjaan telah 
ditandatangani oleh kedua pihak. 

 

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, 
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan rincian 
perhitungan nilai tagihan terakhir yang 
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil 
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan 
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran terakhir 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tagihan dan dokumen penunjang 
dinyatakan lengkap dan diterima oleh 
Pengawas Pekerjaan. 

 
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap 

angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia 
gagal atau lalai memenuhi  

kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahan  setiap Hasil Pekerjaan  sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

 71.2   PPK secara tertulis memberitahukan kepada 
  Penyedia tentang penangguhan hak 
  pembayaran,  disertai  alasan-alasan  yang 
  jelas mengenai penangguhan tersebut. 
  Penyedia diberi kesempatan untuk 
  memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 

 71.3   Pembayaran yang   ditangguhkan   harus 
  disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
  kelalaian Penyedia.      

 71.4   Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
  pembayaran  akibat  keterlambatan 
  penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
  bersamaan dengan pengenaan denda kepada 
  Penyedia.        

PENGAWASAN MUTU           

72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

 dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
 memerintahkan   kepada   pihak   ketiga   untuk 
 melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas 
 semua pelaksanaan pekerjaan yang  dilaksanakan 
 oleh Penyedia.         

73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK  dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan 
Sementara oleh PPK  dapat melakukan penilaian sementara atas  
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hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
Penyedia. 

 
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 

terhadap mutu dan kemajuan fisik 
pekerjaan. 

 

74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan  
Pengujian Cacat Mutu memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 

memberitahukan Penyedia secara tertulis 
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK 
atau Pengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan Penyedia untuk  
menemukan dan mengungkapkan Cacat 
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan  
mengandung Cacat Mutu . Penyedia 
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat 
Mutu selama Masa Kontrak. 

 

74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan 
memerintahkan Penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat 
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika 
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa 
Kompensasi 

 

75. Perbaikan Cacat Mutu        75.1     PPK atau Pengawas Pekerjaan akan 
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 
kepada Penyedia segera setelah ditemukan 
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung 
jawab atas Cacat Mutu selama Masa 
Kontrak. 

 

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu 
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam  
pemberitahuan. 

 

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan maka 
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK 
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia 
segera setelah menerima klaim PPK secara 
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya 
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh 
penggantian biaya dengan memotong 
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh 
tempo (jika ada) atau uang retensi atau 
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika 
tidak ada maka biaya penggantian akan 
diperhitungkan sebagai utang Penyedia 
kepada PPK yang telah jatuh tempo. 

 

75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan 
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat 
Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam 
kepada Penyedia jika tidak melaksanakan 
perbaikan cacat mutu. Besaran denda 
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan 
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akibat  Cacat Mutu ini ditentukan  dalam 
SSKK. 

 

76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka 
  PPK  dan/atau  Penyedia  terhitung  sejak 
  Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 
  bertanggung  jawab  atas Kegagalan 
  Bangunan sesuai dengan kesalahan masing- 
  masing  selama  Umur  Konstruksi  yang 
  tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 
  10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 
  dicantumkan lama pertanggungan terhadap 
  Kegagalan Bangunan yang ditetapkan 
  apabila  rencana  Umur  Konstruksi  kurang 
  dari 10 (sepuluh) tahun.     

 76.2   Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi, 
  membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
  PPK  beserta  instansinya  terhadap  semua 
  bentuk tuntutan, tanggung  jawab, 
  kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
  gugatan   atau   tuntutan   hukum,   proses 
  pemeriksaan   hukum,   dan   biaya   yang 
  dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
  (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
  tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
  PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan 
  atau  kerusakan  harta  benda,  dan  cidera 
  tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang 
  timbul dari kegagalan bangunan.   

 76.3   PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk 
  menyimpan  dan memelihara semua 
  dokumen   yang   digunakan   dan   terkait 
  dengan   pelaksanaan   ini   selama   Umur 
  Konstruksi  yang  tercantum  dalam  SSKK 
  tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN           

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 
Perselisihan/Sengketa  sungguh-sungguh menyelesaikan secara 

  damai semua perselisihan yang timbul dari 
  atau berhubungan dengan Kontrak ini atau 
  interpretasinya selama atau  setelah 
  pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip 
  dasar  musyawarah untuk mencapai 
  kemufakatan.       

 77.2   Dalam hal musyawarah   para   pihak 
  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  77.1 
  tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan, 
  maka  penyelesaian perselisihan atau 
  sengketa antara para pihak dalam Kontrak 
  dapat  dilakukan melalui, alternatif 
  penyelesaian  sengketa,  dewan sengketa 
  (menggantikan  mediasi/konsiliasi), 
  dan/atau arbitrase.      

 77.3   Penyelesaian perselisihan/sengketa   yang 
  dipilih ditetapkan dalam SSKK.   

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
  percaya yang disesuaikan dengan hak-hak 
  yang terdapat dalam Kontrak.   

 78.2 Para pihak setuju untuk  melaksanakan 
  perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan  
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kepentingan masing-masing pihak. Apabila 
selama  Kontrak,  salah  satu  pihak  merasa  
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang 
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 
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 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK 
 
 
 

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 
 

 

Pasal Ketentuan   Data     
dalam          

SSUK          

      

4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:    

   Satuan Kerja PPK : 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Temanggung   

         

   Nama : Dr. SUPARJO, M.Kes.   

   Alamat : 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Temanggung  

   Website : Dinkeskabtemanggung.go.id  

   E-mail : 
dinkestemanggung@y
ahoo.co.id   

   Faksimili : (0293) 491024 

   Penyedia :   ........................ [diisi nama badan 
   usaha/nama KSO]     

   Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat 
     perjanjian]     

   Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 
   E-mail : .......... [diisi email Penyedia]  

   Faksimili : ..........   [diisi nomor faksimili 
     Penyedia]     

      

4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:   

 Para Pihak        

   Untuk PPK:      

   Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 
     menjadi Wakil Sah PPK]  

     Berdasarkan Surat Keputusan 
     PPK  ……nomor  .…. tanggal 
     ……. [diisi nomor dan tanggal SK 
     pengangkatan Wakil Sah PPK] 
   Untuk Penyedia:      

   Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 
     menjadi Wakil Sah Penyedia] 
     Berdasarkan Surat Keputusan 
     ……   nomor .…. tanggal ……. 
     [diisi  nomor  dan  tanggal  SK 
     pengangkatan  Wakil Sah 
     Penyedia]     

     

6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada.  
41.3 & Jaminan  [Kas Daerah]  

41.5          

27.1 Masa  Masa Pelaksanaan selama 224 
(Dua ratus dua 
puluh empat) 

 Pelaksanaan   hari kalender 
   terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum 
   dalam SPMK.      

    

27.4 Masa  - 
 Pelaksanaan       
 untuk Serah  
 Terima      
 Sebagian     

 Pekerjaan  
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 (Secara   -  
 Parsial)     
     
       

        

31.8 Masa   

Masa  Pemeliharaan  berlaku  selama  180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender 

 Pemeliharaan    
    kalender   terhitung   sejak   Tanggal   Penyerahan 
    Pertama Pekerjaan (PHO).      

        
31.18 Serah Terima  - 

 Sebagian   
 Pekerjaan          

             

     
       

             

31.21 Masa   
„- 
      

 Pemeliharaan    
 untuk Serah    
 Terima     
 Sebagian        
 Pekerjaan      

 (Secara         
 Parsial)     
      
     
     
        

       

33.1 Pedoman  Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian 
 Pengoperasian  dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan 
 dan   paling  lambat  6  (enam)  hari 
 Perawatan/  kerja   setelah   Tanggal   Penyerahan   Pertama 
 Pemeliharaan  Pekerjaan.          

       

36.7 Penyesuaian  Penyesuaian harga   
 Harga   tidak diberikan 
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42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 

 Tagihan  SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 
   adalah  7  (tujuh.)  hari  kerja 
   terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
   penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 
   PPK.  
    

47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia : 
 Kewajiban  Sesuai SSUK 
 

Penyedia 
 

    
   

     

    
    
    
   

54.1.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang  
 Mensyaratkan  
 Persetujuan persetujuan PPK adalah : 

 PPK  

a. Menunjuk personil yang namanya tidak 
tercantum dalam Lampiran SSKK; 

b. Mengubah atau memutakhirkan program 
mutu; 

c. Menggunakan bahan setara dan warna 
bahan yang belum ditentukan setelah 
memperoleh pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan; 

 

54.2.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:  

 Mensyaratkan 
a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar; 
b. Mengubah personil inti dan/atau peralatan; 

 Persetujuan  
 Pengawas   

 Pekerjaan   

56 Kepemilikan Penyedia   diperbolehkan   menggunakan   salinan 
 Dokumen dokumen  dan  piranti  lunak  yang  dihasilkan  dari 
   Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai 

   

berikut: untuk kepentingan audit keuangan negara, 
dan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi pada 
pengadaan barang/jasa.  

    
    
    
    

63 Fasilitas  PPK akan memberikan fasilitas berupa : - 
    
    
    
    

64.1.(h) Peristiwa  Termasuk   Peristiwa   Kompensasi   yang   dapat 
 Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah - 
    
    
    

68.1.(e) Besaran Uang 
Uang  muka  diberikan  paling  tinggi  sebesar  30 ( 
Tiga puluh).% 

 Muka  dari Harga Kontrak. 
   

68.2.(d) Pembayaran Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan  dengan 
 Prestasi  cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran 

 Pekerjaan 

sebagai berikut: 
1. Kontrak / RKM 
2. Time scedule 
3. Surat Ijim Mulai Kerja 
4. BA uitzet 
5. Shop Drawing 
6. Adendum Bila Ada 



7. Laporan Mingguan 
8. Laporan Progres Pekerjaan 
9. Mix Disign 
10. Back up Termin 
11. Perintah Perubahan ( CCO ) 
12. Photo 0%,50%,100% 
13.  Buku Kegiatan 
14. Asbuild Drawing 
15. PHO 
16. BA Pembayaran 
17. Dokumen Lainnya 
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   No  Tahapan Besaran %  Keterangan  

      pembayaran pembayaran     

      (milestone) dari Harga     

        Kontrak      

   1   Uang muka 30 %  …………  

           

             

   2   Termin I   30 %   
Pekerjaan 
Fisik 35%  

   3   Termin II   30 %   

  

Pekerja
an fisik 
65%

    

   4    Termin  III  40 %   

Pekerja
an fisik  

100 %
    

   Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk 
   mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

   1. Proggres  Pekerjaan      
   2. Laporan Mingguan      

   3. -        

   [diisi dokumen yang disyaratkan]     

         
68.3.(d) Pembayaran  Penentuan dan  besaran  pembayaran  untuk bahan 

 Bahan  dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen 
 dan/atau  dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan 
 Peralatan  sebagai berikut:       

     

68.4.(c) Denda   akibat  Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
 Keterlambatan  setiap  hari  keterlambatan  adalah  1/1000  (satu 
   perseribu)  dari  Kontrak  (sebelum  PPN)  
    
    
    
         

     

75.4 Perbaikan  Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap 
 Cacat Mutu  hari keterlambatan adalah  sebesar 1/1000 (satu 
   perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka 
   waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan 
   waktu   yang   diperlukan   untuk   perbaikan   dan 
   ditetapkan oleh PPK.       
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76.1 Umur a. Bangunan   Hasil   Pekerjaan   memiliki   Umur 
 Konstruksi dan  Konstruksi selama 50(lima puluh) 
 Pertanggungan  tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
 terhadap       
 

Kegagalan 
 

      
 

Bangunan 
    

 b.  Pertanggungan  terhadap  Kegagalan Bangunan   

   ditetapkan selama 10. (sepuluh) 
   tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
    
    
       

   

77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
 Perselisihan/Se maka para pihak sepakat menyelesaikan 
 ngketa perselisihan/sengketa melalui :   

  
1. Mediasi 

  2. Arbitrase   menunjuk   LKPP 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150



 

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

 

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG  

 

No Mata Satuan Kuantita Harga Harga % Keterang 

 Pembaya Ukuran s Satuan Satuan Terhada an 

 ran   HPS (Rp) Penawar p HPS  

     an (Rp)   
        

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

3 Dst       
        

 

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA 

 

 Pekerjaan Utama   

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 

 Rangka 
Atap Baja 
Ringan   ………..  ………..  ………..  ………..   

                       

2 

Rangka 
Atap baja 
profil   ………..  ………..  ………..  ……….. 

 

 

  
                        

3 

Pintu 
Jendela 
Alumunium                    

 

 

  

4 

Plafond 
gypsum 
rangka 
hollow                      

b.   Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama                
                     

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 

Pintu 
Jendela 
Alumuniu
m   ………..  ………..  ………..  ………..   

                       

2 

Plafond 
gypsum 
rangka 
hollow   ………..  ………..  ………..  ………..   

                        

3 Dst                      

    DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL         

                  
No Nama  Jabatan Tingkat  Pengalaman  Sertifikat  Keterangan  

 Personel  dalam Pendidikan/  Kerja   Kompetensi     

 Manajerial  Pekerjaan Ijazah  Profesional  Kerja      

    ini      (Tahun)          
                     

1 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                     

2 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                        

3 Dst                      
                   

     DAFTAR PERALATAN UTAMA         

               
No Nama   Merk Kapasitas  Jumlah Kondisi  Status   Keterangan 

 Peralatan   dan            Kepemilikan   

 Utama   Tipe                   
             

1 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
             

2 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
                        

3 Dst                       
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LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 
 

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)  
 
 
 

CONTOH 
 

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 
 

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

[Logo & Nama Perusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran] 
  

 

DAFTAR ISI 

 

 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal  
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi  

 Perencanaan keselamatan konstruksi 

 

 Dukungan Keselamatan 
Konstruksi C.1. Sumber Daya 

 
C.2. Kompetensi 

C.3. Kepedulian 

C.4. Komunikasi  
C.5. Informasi Terdokumentasi 

 
 Operasi Keselamatan Konstruksi 

D.1. Perencanaan Operasi 
 

 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 

E.1. Pemantauan dan evaluasi  
E.2. Tinjauan manajemen  
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi 
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan 
format di bawah ini: 

 

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO] 
 

 

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha] 
Jabatan : ............. 
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang  
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama] 

 

 

dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………  
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan 
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan 
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 

 

 

 Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;  
 Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;  
 Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;  
 Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;  
 Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan  
 Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) 

 

 

 [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun] 

[Nama Penyedia] 

 

 

[tanda tangan],  
[nama lengkap] 
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO] 
 

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI 
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:  
1. Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha] 

 Jabatan : ............. 
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih 
  yang sesuai dan cantumkan nama] 
2. Nama : ............. [nama wakil sah badan usaha] 

 Jabatan : …………… 
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih 
  yang sesuai dan cantumkan nama] 
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan/KSO] 

 

dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………  
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan 
konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan 
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi: 

 

 

 Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;  
 Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;  
 Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;  
 Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;  
 Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan  
 Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) 

 

 

 [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun] 
 

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] 
 
 

 

[tanda tangan],  
[nama lengkap] 

 
 

 

[tanda tangan],  
[nama lengkap] 

 
 

 

[tanda tangan],  
[nama lengkap] 

 

 

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO] 
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B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. 

 

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3 

 

Nama Perusahaan 
: 

..................          

Kegiatan  
: 

..................          

Lokasi   
: 

..................          

Tanggal dibuat  
: 

..................      halaman : ….. / …..  

 

              
        PENILAIAN RISIKO     
 

NO 

 

JENIS/TIPE IDENTIFIKASI 
DAMPAK 

     

SKALA 

 

PENETAPAN PENGENDALIAN         
  

PEKERJAAN 
 

BAHAYA 
    TINGKAT PRIORITAS 

 
RISIKO K3      KEKERAPAN  KEPARAHAN   

         

         

RISIKO 
   

              

               

(1)  (2)  (3) (4) (5)  (6)  (7) (8)  (9) 
               

 

   1  

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Pekerjaan 

Galian 

 

 

Pekerjaan  

Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan 

Pasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan 

Atap 

 

Pekerjaan 

KeListrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tertimb

un 

 

 

Luka 

terjepit 

dan 

tergores 

 

Adukan 

Tumpah 

Begestin

g Jebol 

 

 

Terjatuh 

Alat 

Jatuh  

Adukan 

Jatuh 

Tangga 

/ Alat 

Bantu / 

Skaffold

ing 

Roboh 

 

 

 

Terjatuh 

 

 

Terseng

at 

Listrik 

Kebakar

an 

Karena 

Hubung

an 

Pendek 

Arus 

Listrik 

Terjatuh 

pada 

saat 

Pemasa          



   

 

 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

Pekerjaan 

Plafon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelasa

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan 

Kaca Dan 

Aluminiu

m 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan 

Lantai 

ngan 

instalasi 

 

Terjatuh 

Suwaktu 

Pemasa

ngan 

Terkena 

Alat 

Potong 

Pemasa

ngan 

Plafon 

Dan 

Rangka 

Kendor 

Alat 

Jatuh 

Tangga 

/ Alat 

Bantu 

Skafoldi

ng 

Roboh 

Tertusu

k Paku / 

Skrup 

 

 

 

Terkena 

Asap 

Las  

Percikan 

Api Las 

Radiasi 

Sinar 

Las 

Sengata

n Listrik 

Memega

ng / 

Menginj

ak Bara 

Besi 

Yang Di 

Las 

 

Kaca 

Jatuh 

Dan 

Pecah 

Terkena 

alat 

Potong 

Kaca 

Alumini

um 

 

Terplese

t 

Kejatuh

an 

Keramik 

Menginj

ak 

Benda 



Tajam 

 

 

 

  
Keterangan:  
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia  

 

Dibuat oleh, 
 
 
 
 
 
 

PJT (Penanggung Jawab Teknis) 
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B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) 

 

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 Nama Perusahaan : ..................        

 Kegiatan  : ..................        

 Lokasi  : ..................        

 Tanggal dibuat  : ..................        

            
    SASARAN KHUSUS   PROGRAM   
  

TIPE/JENIS PENGENDALIAN 

        

NO 
  

TOLOK SUMBER JANGKA INDIKATOR 
  

PENANGGUNG  PEKERJAAN RISIKO URAIAN  MONITORING   UKUR DAYA WAKTU PENCAPAIAN  JAWAB        

            
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9) (10) 

            

            

 

Dibuat oleh, 
 
 

 

PJT (Penanggung Jawab Teknis) 
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BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR  
 
 
 
 
 

 

Keterangan 

 

Pokja Pemilihan menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan 
dalam pelaksanaan pekerjaan.  

 
 

 

 Uraian Spesifikasi Teknis 
 

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan 
ditenderkan, dengan ketentuan : 

 
 Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan 

produksi dalam negeri;  
 Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);  
 Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;  
 Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; 

 
 Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama 

minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 
 

 Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan 
pekerjaan;  

 Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 
 

 Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang 
diinginkan;  

 Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.  
 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi: 

 
 Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai 

hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK. 
 

 Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan 

berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, 

BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara 

pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan 

cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau 

peraturan perundangan yang berlaku; 
 

 Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data 

Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) yang diterbitkan oleh 

pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ 

atau berwenang. 

 
 Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan: 

 
 Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai 

hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK . 
 

 Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem 
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan 

(expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja; 
 

 Informasi tentang jenis, cara 

penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat 

diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari 

pedoman/peraturan pihak yang kompeten. 

 
 Spesifikasi Proses/Kegiatan: 
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 Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau 

dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi) harus menilai 

kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah 

ditetapkan oleh PPK; 
 

 Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem 

perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-

rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung 

diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut; 
 

 Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau 

pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih 

dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan 

tindakan pengendaliannya; 
 

 Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin 
kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi; 

 
 Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga 

kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai 

kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk 

kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja 

yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut. 

 
 Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja 

 
 Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus 

dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan 

pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya 

kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja; 
 

 Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan 

konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, 

dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih; 
 

 Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan 

menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan 

alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan 

kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja 

dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko 

kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja; 
 

 Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus 

dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji 

efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor 

kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan 

kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta 

dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan 

konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, 

setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis 

dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator; 
 

 Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi 

bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya 

sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis 

(JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan 

perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar 

pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain 

helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. 

Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor 

dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan 

turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun; 
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 Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang 

diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-

jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan 

teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang 

independen. 

 

 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi 
 

 Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan 

gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta 

metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli 

yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, 

struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan 

maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait; 
 

 Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai 

kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi 

bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan 

disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan 

bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk 

rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah 

diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima 

sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku; 
 

 Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, 

pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, 

pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh 

tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar 

gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan 

yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait; 
 

 Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas 

harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap 

sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya 

dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap 

kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja; 

 
 Keterangan Gambar 

 
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :  
 Peta Lokasi  
 Lay out  
 Potongan memanjang  
 Potongan melintang  
 Detail-detail konstruksi 
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BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN 
HARGA  

 
 
 
 

 

Keterangan 

 

 Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai 
dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak 
(SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan 
Gambar. 

 
 Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan 

kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan 
sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai 
dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar 
Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan Material on-Site (bagian 
pekerjaan di lapangan). 

 
 Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga 

telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-
bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, 
keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban 
yang diatur dalam Kontrak. 

 
 Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari 

apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai 
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan 
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain 
dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga. 

 
 Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan 

Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, 
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus 
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 

 
 Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga 

satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
 jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf 

pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan 

 
 jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga 

satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan 
volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah. 

 
 Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian 

pekerjaan lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 
 Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga 

penawaran dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang 
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan; 

 
 Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar 

Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang 
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam 
Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk 
bagian kontrak Lumsum;  
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 Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:  
 apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran 

antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai 
dalam tulisan huruf;  

 apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan 
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, 
maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.  
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Daftar 1: Mata Pembayaran Umum  
CONTOH 

A.  Bagian Pekerjaan Harga Satuan  
 

 
No. Uraian Pekerjaan 

Satuan 
Kuantitas 

Harga  Total 
 Ukuran Satuan  Harga      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Total Daftar 1  
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  

 

B. Bagian Pekerjaan Lumsum  
 

 
Uraian 

Persentase/ Satuan 
Satuan Harga Total 

No. Ukuran 
Keluaran/output Keluaran/output Harga  Keluaran/output     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
Total Daftar 1 

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  
 

Keterangan:  
 Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat 

umum.  
 Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar 

Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak 
Pertambahan Nilai). 
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Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta 
Keselamatan Konstruksi 

 

A.  Bagian Pekerjaan Harga Satuan    CONTOH 
        

        

 
No. Uraian Pekerjaan 

Satuan 
Kuantitas 

Harga Total 
 Ukuran Satuan Harga     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Total Daftar 2 

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  
 

B. Bagian Pekerjaan Lumsum  
 

 

Uraian 
Persentase/ 

Satuan Harga Total 
No. Satuan Ukuran 

Keluaran/output Keluaran/output Harga  Keluaran/output     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total Daftar 2  
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  
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   Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________   
     

A.  Bagian Pekerjaan Harga Satuan    CONTOH 
          

          

  
No. Uraian Pekerjaan 

Satuan 
Kuantitas 

Harga  Total 
  Ukuran Satuan  Harga       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Total Daftar 3  
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  

 

B. Bagian Pekerjaan Lumsum  
 

 

Uraian 
Persentase/ 

Satuan Harga Total 
No. Satuan Ukuran 

Keluaran/output Keluaran/output Harga  Keluaran/output     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total Daftar 3 
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  

 

Keterangan:  
 Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang 

menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian 
pekerjaan lain.  

 Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar 
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak 
Pertambahan Nilai). 
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   Daftar 4: Mata Pembayaran ______________________    
      

A.  Bagian Pekerjaan Harga Satuan    CONTOH  
           

           

  No. Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga  Total  

    Ukuran  Satuan  Harga  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Total Daftar 4  
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  

 

B. Bagian Pekerjaan Lumsum  
 

No. Uraian Persentase/ Satuan Satuan Harga Total 
 Keluaran/output Ukuran Keluaran/output Harga 
  Keluaran/output   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
Total Daftar 4 

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)  
 

Keterangan:  
 Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang 

sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih 
dari satu jenis pekerjaan.  

 Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar 
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak 
Pertambahan Nilai). 
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DAFTAR REKAPITULASI  

  CONTOH    
      

      
      

Mata Pembayaran  Harga   

A.  Bagian Pekerjaan Lumsum      

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum      

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan      

Keamanan dan Kesehatan Kerja serta      

Keselamatan Konstruksi      

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama      

Daftar No. 4: Mata Pembayaran ...................      

—dll.—      

Jumlah A (Daftar 1+2+3+.........)      
 
 

 Bagian Pekerjaan Harga Satuan  
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum  
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan 

Keamanan dan Kesehatan Kerja 
serta Keselamatan Konstruksi  

Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama  
Daftar No. 4: Mata Pembayaran ...................  
—dll.—  

 

Jumlah B (Daftar 1+2+3+......... ) 
TOTAL NILAI  

PPN 10%  

Total termasuk PPN 10%   
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BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN  
 
 

 BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) 

[kop surat K/L/PD] 
 
 

Nomor : __________  
Lampiran  : __________ 

 

__________, ____________ 20__ 

 

 

Kepada Yth. 
__________ 
di __________ 

 

 

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ 

 

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ 
tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran 
terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan 
diterima/disetujui. 

 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini 
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. 
(……….. Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara  
80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi 
dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama …. (………………) hari kalender  
[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan 
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya SPPBJ. 

 
 

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan 
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
beserta petunjuk teknisnya. 

 

Satuan Kerja __________  
Pejabat Pembuat Komitmen 

 

[tanda tangan] 
 

[nama lengkap] 
[jabatan]  
NIP. __________ 

 

Tembusan Yth. :  
 ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 
 ____________ [APIP K/L/D/I] 
 ____________ [Pokja Pemilihan]  
......... dst 
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 BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 

[kop surat satuan kerja K/L/PD] 

 
 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
 

Nomor: 027/............/........../2019 
Paket Pekerjaan: Pembangunan Puskesmas Wonobvoyo 

 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Dr. SUPARJO, M.Kes 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 
Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung 

 

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; 
 

 

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, 
bersama ini memerintahkan: 

 

_______________[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
_______________[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] 
yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ 

 

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; 
 

 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 

 

 Macam pekerjaan: Pemnagunan Puskesmas Wonoboyo 
 

 
 Tanggal mulai kerja: __________; 

 

 
 Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 

 

 
 Waktu penyelesaian: selama 210 (dua ratus dua puluh empat)hari kalender  

dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 
 

 
 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan 

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) 
dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 

 

Temanggung, __ __________ 2019 
 

Untuk dan atas nama __________ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

 

[tanda tangan] 
 

Dr. SUPARJO, M.Kes. 
NIP: 19610731 198903 1 008 
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Menerima dan menyetujui: 
 

Untuk dan atas nama __________ 
 

[tanda tangan] 
 

[nama lengkap wakil sah badan usaha]  
[jabatan] 
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C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN 
 

Jaminan Pelaksanaan dari Bank 
 

 

[Kop Bank Penerbit Jaminan] 
 

GARANSI BANK 
sebagai 

JAMINAN PELAKSANAAN  
No. ____________________ 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan 
selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di  
_________________________________________ [alamat] 

 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 
 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Nama : dr. SUPARJO, M.Kes.  
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

 

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN 
 

sejumlah uang Rp _______________________________________________  
(terbilang ________________________________________________________) dalam 
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________  
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ 
tanggal _________________, apabila: 

Nama : _____________________________ [nama penyedia] 
Alamat : _______________________________________________ 

 

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN 

 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima 
Jaminan berupa:  
 Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan 

benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;  
 Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. 

 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 Berlaku   selama _________  (____________)   hari   kalender,   dari   tanggal 

_____________________s.d.____________________  
 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam 
butir 1.  

 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di 
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan 
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan 
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.  

 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang 
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang 
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.  

 Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.  
 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak 

memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri  
________. 
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Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
_____[bank] 

 

Dikeluarkan di : _____________ 
Pada tanggal : _____________  

 

 

[Bank] 
 

Materai Rp6000,00 
 

________________  
[Nama dan Jabatan] 
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan  
 

[Kop Penerbit Jaminan] 
 

JAMINAN PELAKSANAAN 
 

 

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 
 
 

 

1. Dengan   ini   dinyatakan,   bahwa   kami:   _____________________   [nama], 
_____________  [alamat]  sebagai  Penyedia,  selanjutnya  disebut  TERJAMIN,  dan  
_____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai 
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan 
tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],  
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut 
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang 
__________________________________) 

 

 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak 
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan tender 
pekerjaan ______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 

 

 Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai 
dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ 

 
 Jaminan ini berlaku apabila: 

 
 TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan 

benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; 
 Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 

 
 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut 

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA 
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi 
akibat TERJAMIN cidera janji. 

 
 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa 

PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda 
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 

 
 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan 

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya 
masa berlaku Jaminan ini. 

 

Dikeluarkan di _____________ 
pada tanggal _______________ 

 

TERJAMIN PENJAMIN 

  Materai Rp6000,00 

_____________________ __________________ 
[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan] 

  
Untuk keyakinan, pemegang   
Jaminan disarankan untuk   

mengkonfirmasi Jaminan ini ke   

_____[Penerbit Jaminan]   
   

 
 

 

172 
 
 

 

 



 

Jaminan Uang Muka dari Bank  
 

[Kop Bank Penerbit Jaminan] 
 

GARANSI BANK 
sebagai  

JAMINAN UANG MUKA 
No. ____________________ 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan 
selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________ [alamat] 

 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 
 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: 
Nama : dr. SUPARJO, M.Kes. 
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

 

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN 
 

sejumlah uang Rp _____________________________________  
(terbilang ________________________________________________________) dalam 
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ 
berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: 

Nama : _____________________________ [nama penyedia]  
Alamat : _______________________________________________ 

 

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN 

 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam 
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang 
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 

 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Berlaku   selama _______ (__________)   hari   kalender,   dari   tanggal 

_____________________s.d.____________________  
 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam 
butir 1.  

 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di 
atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah 
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan 
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang 
Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.  

 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang 
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang 
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.  

 Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.  
 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak 

memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri 
________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
_____[bank] 

 

Dikeluarkan di : _____________  
Pada tanggal : _____________  

 

 

[Bank] 
 

Materai Rp6000,00 
 

________________  
[Nama dan Jabatan]  
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Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan  
 

[Kop Penerbit Jaminan] 
 

JAMINAN UANG MUKA 
 

 

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 
 
 

 

1. Dengan   ini   dinyatakan,   bahwa   kami:   _____________________   [nama], 
_____________  [alamat]  sebagai  Penyedia,  selanjutnya  disebut  TERJAMIN,  dan  
_____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai 
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan 
tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],  
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut 
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang 
__________________________________) 

 

 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak 
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ 
sebagaimanaditetapkanberdasarkanKontrakNo._______________  
tanggal_____________________dari PENERIMA JAMINAN. 

 
 Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai 

dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ 
 

 Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada 
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen 
Kontrak. 

 
 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut 

di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima 
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan 
PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 

 
 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa 

PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda 
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 

 
 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan 

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya 
masa berlaku Jaminan ini. 

 

Dikeluarkan di _____________  
pada tanggal _______________ 

 

TERJAMIN PENJAMIN 
 

Materai Rp6000,00 
 

 

_____________________ __________________ 
[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]  

 

 
Untuk keyakinan, pemegang  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
_____[Penerbit Jaminan] 
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank  
 

[Kop Bank Penerbit Jaminan] 
 

GARANSI BANK 
sebagai  

JAMINAN PEMELIHARAAN 
No. ____________________ 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan 
selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
______________________[nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________ [alamat] 

 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 
 

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:  
Nama : dr. SUPARJO, M.Kes. 
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 

 

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN 
 

sejumlah uang Rp _____________________________________  
(terbilang ________________________________________________________) dalam 
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ 
berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila:  

Nama : _____________________________ [nama penyedia] 
Alamat : _______________________________________________ 

 

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN 

 

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu 
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima 
Jaminan berupa:  
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 

 

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
 Berlaku   selama   __________   (____________)   hari   kalender,   dari   tanggal 

_____________________s.d.____________________  
 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam 
butir 1.  

 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di 
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan 
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan 
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.  

 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang 
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang 
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.  

 Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.  
 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak 

memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri 
________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
_____[bank] 

 

Dikeluarkan di : _____________ 
Pada tanggal : _____________  

 

 

[Bank] 
 

Materai Rp6000,00 
________________  

[Nama dan Jabatan]  
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan  
 

[Kop Penerbit Jaminan] 
 

JAMINAN PEMELIHARAAN 
 

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: ___________________ 

 

1. Dengan   ini   dinyatakan,   bahwa   kami:   _____________________   [nama], 
_____________  [alamat]  sebagai  Penyedia,  selanjutnya  disebut  TERJAMIN,  dan  
_____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai 
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan 
tegas terikat pada _____________________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],  
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut 
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang 
__________________________________)  

 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan 
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ 
tanggal_____________________ dari PENERIMA JAMINAN.  

 Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai 
dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________  

 Jaminan ini berlaku apabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana 
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.  

 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut 
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA 
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi 
akibat TERJAMIN cidera janji.  

 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa 
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda 
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.  

 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan 
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya 
masa berlaku Jaminan ini.  

 
Untuk keyakinan, pemegang 
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan ini ke  
_____[Penerbit Jaminan] 

 

Dikeluarkan di _____________ 
pada tanggal _______________ 

 
 

 

TERJAMIN PENJAMIN 
 

Materai Rp6000,00 
 

__________________ __________________ 
[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan] 
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BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA  
 
 

 

Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagai berikut: 

 

 Pokja meminta kepada penyedia jasa untuk membuat analisa harga satuan semua Mata 
Pembayaran Utama (jika dalam dokumen pengadaan tidak tercantum ketentuan untuk 
menyampaikan analisa harga satuan) dengan format sebagai berikut: 

 
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 

 
JENIS PEKERJAAN 

 
: Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 

 
SATUAN MATA PEMBAYARAN 

 
: Gabungan lumsum dan harga satuan

 
VOLUME  

 
: 1 paket  

 

 

No. Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Ket 

       
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)x(5) (7) 

       

I. UPAH      

1 ............... ........ ........ ........ ........  

2 ............... ........ ........ ........ ........  

II. BAHAN      

1 ............... ........ ........ ........ ........  

2 ............... ........ ........ ........ ........  

III. PERALATAN      

1 ............... ........ ........ ........ ........  

2 ............... ........ ........ ........ ........  

       

IV. JUMLAH ( I + II + III )    ........  

V. BIAYA UMUM    ........  

VI. BIAYA KEUNTUNGAN    ........  

VII. TOTAL ( IV + V )    ........  

       
 
 

 Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut: 
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    ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN     

JENIS PEKERJAAN : ....................           
SATUAN MATA PEMBAYARAN : ....................           

VOLUME  : ....................           

No. Uraian Satuan 
 Kuantitas   Harga Satuan (Rp)   Jumlah (Rp)  

Ket 
HPS a b HPS a b* HPS a b     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (4)x(7) (11) = (5)x(8) (12) = (6)x(9) (14)  
 

 UPAH  
1 ............... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 ............... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

 
 BAHAN  

1 ............... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 ............... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

 
 PERALATAN  

1 ....................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 ....................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

IV. JUMLAH ( I + II + III )       ........ ........ ........ 

V. BIAYA UMUM (misal: 3%)       ........ ........ ........ 

VI. BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**       0,00 0,00 0,00 

VII. TOTAL ( IV + V )       ........ ........ ........ 

Ket:           
a : Penawaran          
b: Hasil Klarifikasi          
*) hasil klarifikasi dan pembuktian          

**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan           
 Penyedia jasa diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan dalam 

analisa harga satuan. 
 

 Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi 
spesifikasi teknis, maka kuantitas/koefisien tersebut dapat digunakan. 

 
Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/ koefisien agar 
dapat diyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis. 
Kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koefisien hasil klarifikasi. 

 
 Penyedia jasa harus dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang 

ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian. Hal ini dilakukan agar dapat 
meyakini bahwa harga satuan dasar tersebut dapat direalisasikan. 

 
Jika penyedia jasa tidak dapat membuktikan, maka dicari harga satuan dasar yang ada di pasaran. 

 
 Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi 

selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama 
tidak perlu dihitung dengan keuntungannya. 

 
 Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran 

Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran 
yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan. 

 
 Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan 

Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan yang 
wajar/rill dapat dilaksanakan. 

 
 Bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan total harga 

penawaran tanpa PPn. 
 

 Jika total harga hasil klarifikasi kurang atau sama dengan dari total harga penawaran, maka 
harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai total HPS. 
Namun jika total harga hasil klarifikasi lebih dari total harga penawaran, maka harga 
dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

178 
 
 

 



 SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM 

1. Definisi Istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  Syarat-Syarat
Umum Kontrak ini  harus mempunyai arti  atau tafsiran
seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1  Jasa Lainnya  adalah jasa non-konsultansi atau
jasa  yang  membutuhkan  peralatan,  metodologi
khusus,  dan/atau  keterampilan  dalam  suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA adalah  pejabat  pemegang  kewenangan
penggunaan  anggaran  Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3  Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN  yang  selanjutnya  disingkat  KPA adalah
pejabat  yang  memperoleh  kuasa  dari  PA  untuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan  dan
tanggung  jawab  penggunaan  anggaran  pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBD  yang  selanjutnya  disingkat  KPA adalah
pejabat  yang  diberi  kuasa  untuk  melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan  sebagian  tugas  dan  fungsi
Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat  PPK adalah  pejabat  yang  diberi
kewenangan  oleh  PA/KPA  untuk  mengambil
keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang
dapat  mengakibatkan  pengeluaran  anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6  Pejabat  Penandatangan  Kontrak adalah
adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  atau
pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP
adalah  aparat  yang  melakukan  pengawasan
melalui  audit,  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan
kegiatan  pengawasan  lain  terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.8  Penyedia  Barang/Jasa  Pemerintah  yang
selanjutnya  disebut  Penyedia adalah  Pelaku
Usaha  yang  menyediakan  barang/jasa
berdasarkan kontrak.



1.9 Sub  penyedia adalah  penyedia  yang
mengadakan  perjanjian  kerja  dengan  penyedia
penanggung jawab kontrak,  untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar
penyedia  dalam  bentuk  konsorsium/kerja  sama
operasi/bentuk  kerja  sama  lain  yang  masing-
masing  pihak  mempunyai  hak,  kewajiban  dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.

1.11 Surat  Jaminan  yang  selanjutnya  disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan
oleh  Bank  Umum/  Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan  Asuransi/lembaga
keuangan  khusus  yang  menjalankan  usaha  di
bidang  pembiayaan,  penjaminan,  dan  asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.12 Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  yang
selanjutnya  disebut  kontrak adalah  perjanjian
tertulis  antara  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
dengan Penyedia.

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan
dari  satu  pekerjaan  yang  ditetapkan  dalam
Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing
pekerjaan  yang  tercantum  pada  bagian  kontrak
tersebut  tidak  tergantung  satu  sama  lain  dan
memiliki  fungsi  yang  berbeda,  dimana  fungsi
masing-masing  bagian  kontrak  tersebut  tidak
terkait satu sama lain.

1.14 Nilai  Kontrak adalah  total  harga  yang
tercantum dalam Kontrak.

1.15 Hari adalah  hari  kalender,  kecuali
disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
 

1.16        Harga Perkiraan  Sendiri  yang
selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.17        Pekerjaan utama adalah jenis  pekerjaan
yang  secara  langsung  menunjang  terwujudnya
dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.

1.18 Bagian  pekerjaan  yang
disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan
pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen



Pemilihan,  yang  pelaksanaannya  diserahkan
kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah
cara  kerja  yang  layak,  realistik  dan  dapat
dilaksanakan  untuk  menyelesaikan  seluruh
pekerjaan  dan  diyakini  menggambarkan
penguasaan  dalam  penyelesaian  pekerjaan
dengan  tahap  pelaksanaan  yang  sistimatis
berdasarkan sumber daya yang  dimiliki Penyedia.

1.20 Personel  inti adalah  orang yang
ditempatkan  secara  penuh  sesuai  dengan
persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Dokumen
Pemilihan  serta  posisinya  dalam  manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai  dengan organisasi
pelaksanaan  yang  diajukan  untuk  melaksanakan
pekerjaan.

1.21 Jadwal  waktu  pelaksanaan adalah
jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri
atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis,
realistis dan dapat dilaksanakan.

1.22 Masa  Kontrak  adalah  jangka  waktu
berlakunya  kontrak  ini  terhitung  sejak  tanggal
penandatanganan  kontrak  sampai  dengan
selesainya  pekerjaan  dan  terpenuhinya  seluruh
hak dan kewajiban Para Pihak.

1.23 Tanggal mulai  kerja  adalah  tanggal
Penyedia  mulai  bekerja  yang  sama  dengan
tanggal  penandatangan  SPMK  yang  diterbitkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah
tanggal  penyerahan  pekerjaan,  yang  dinyatakan
dalam berita  acara  serah terima hasil  pekerjaan
yang  yang  ditandatangani  oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu
kontrak  yang  ditentukan  dalam  syarat-syarat
khusus  kontrak,   dihitung  sejak   tanggal
penyerahan  pertama  pekerjaan  sampai  dengan
tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan SSUK  diterapkan  secara  luas  dalam  pelaksanaan
pekerjaan  Jasa  Lainnya  ini  tetapi  tidak  dapat
bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam
Dokumen  Kontrak  lain  yang  lebih  tinggi  berdasarkan
urutan hierarki dalam Kontrak.



3. Bahasa  dan
Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi  harus
dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum  yang  digunakan  adalah  hukum  yang
berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan 
yang 
dilarang dan
Sanksi

4.1 Berdasarkan  etika  pengadaan  barang/jasa
pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan,  menerima  atau  menjanjikan
untuk  memberi  atau menerima hadiah atau
imbalan  berupa  apa  saja  atau  melakukan
tindakan  lainnya  untuk  mempengaruhi
siapapun  yang  diketahui  atau  patut  dapat
diduga  berkaitan  dengan  pengadaan  ini;
dan/atau

b. membuat  dan/atau  menyampaikan  secara
tidak  benar  dokumen  dan/atau  keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia  menjamin  bahwa  yang  bersangkutan
(termasuk  semua  anggota  Kemitraan)  dan  sub
penyedianya  (jika  ada)  tidak  akan  melakukan
tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. 

4.3 Penyedia  yang  menurut  penilaian  Pejabat
Penandatangan  Kontrak terbukti  melakukan
larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-
sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak; 
b. Jaminan  Pelaksanaan  dicairkan  dan  disetor

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia

atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan
oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak kepada
PA/KPA. 

4.5 Pejabat  Penandatangan  Kontrak yang  terlibat
dalam  KKN  dan  penipuan  dikenakan  sanksi
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

5. Koresponde
nsi

Semua  pemberitahuan,  permohonan,  persetujuan,
dan/atau korespondensi  lainnya   harus  dibuat  secara
tertulis  dalam Bahasa  Indonesia,  dan  dianggap telah
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil  sah Para
Pihak  jika  telah  disampaikan  secara  langsung,
disampaikan  melalui  surat  tercatat,  e-mail, dan/atau
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.



6. Wakil Sah 
Para Pihak

Setiap  tindakan  yang  dipersyaratkan  atau
diperbolehkan  untuk  dilakukan,  dan  setiap  dokumen
yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat
berdasarkan  Kontrak  ini  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak atau  Penyedia  hanya  dapat  dilakukan  atau
dibuat  oleh  pejabat  yang  disebutkan  dalam  SSKK.
Khusus  untuk  Penyedia  perorangan,  Penyedia  tidak
boleh diwakilkan.

7. Perpajakan Penyedia,  Subpenyedia  (jika  ada),  dan  personel yang
bersangkutan  berkewajiban  untuk  membayar  semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan  oleh  peraturan  perpajakan  atas
pelaksanaan  Kontrak  ini.  Semua  pengeluaran
perpajakan  ini  dianggap  telah  termasuk  dalam  Nilai
Kontrak.

8. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam  hal  pergantian  nama  Penyedia,  baik
sebagai  akibat  peleburan  (merger),  konsolidasi,
atau pemisahan.

8.2 Penyedia  dapat  bekerja  sama  dengan  pelaku
usaha lain  antara lain  dengan mensubkontrakkan
sebagian  pekerjaan,  kecuali  pekerjaan  utama
dalam  kontrak  ini  sebagaimana  diatur  dalam
SSKK.

 
8.3 Penyedia  hanya  boleh  mensubkontrakan

sebagian  pekerjaan  dan  dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia  hanya  boleh  mensubkontrakan
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut  sejak awal
di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak
diijinkan untuk disubkontrakan.

8.5 Penyedia  hanya  boleh  mensubkontrakan
pekerjaan setelah mendapat  persetujuan tertulis
dari  Pejabat  Penandatangan  Kontrak.  Penyedia
tetap bertanggung jawab atas  bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan.

8.6 Jika ketentuan di  atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam
SSKK.

9. Pengabaian Jika  terjadi  pengabaian  oleh  satu  Pihak  terhadap
pelanggaran  ketentuan  tertentu  Kontrak  oleh  Pihak
yang  lain  maka  pengabaian  tersebut  tidak  menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau  seketika  menjadi  pengabaian  terhadap
pelanggaran  ketentuan  yang  lain.  Pengabaian  hanya
dapat  mengikat  jika  dapat  dibuktikan  secara  tertulis
dan  ditandatangani  oleh  Para  Pihak  atau  Wakil  Sah



Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia 
Mandiri

Penyedia  berdasarkan kontrak  ini  bertanggung jawab
penuh  terhadap  personel  dan  subpenyedianya  (jika
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan
subpenyedianya.

11. Kemitraa
n 

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota
yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk
bertindak  untuk  dan  atas  nama  Kemitraan  dalam
pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  terhadap  Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan
Pekerjaan

12.1 Kontrak  ini  berlaku  sejak tanggal
penandatanganan.

12.2 Waktu  pelaksanaan  pekerjaan adalah
jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.    

13. Penyerah
an Lokasi 
Kerja 
(apabila 
diperlukan)

13.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak
menyerahkan  keseluruhan  lokasi  kerja  kepada
penyedia  sebelum  SPMK  diterbitkan.  Sebelum
penyerahan lokasi  kerja, dilakukan  pemeriksaan
lapangan bersama  yang dituangkan  dalam Berita
Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama
ditemukan  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan
perubahan isi  Kontrak  maka perubahan tersebut
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika  penyerahan  hanya  dilakukan  pada
bagian  tertentu  dari  lokasi  kerja  maka  Pejabat
Penandatangan  Kontrak dapat  dianggap  telah
menunda  pelaksanaan  pekerjaan  tertentu  yang
terkait  dengan bagian lokasi  kerja  tersebut,  dan
kondisi  ini  ditetapkan  sebagai  Peristiwa
Kompensasi serta dibuat Berita Acara. 

13.4 Penyerahan lokasi  kerja dituangkan dalam
Berita  Acara  Serah  Terima  Lokasi  Kerja  yang
ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat 
Perintah 
Mulai Kerja 
(SPMK)

14.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak
menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan
Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

14.2 Tanggal  penandatanganan  SPMK  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak ditetapkan
sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. 



15. Program 
Mutu

15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan
kontrak  untuk  disetujui  oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling
sedikit berisi:

a. informasi  mengenai  pekerjaan yang  akan
dilaksanakan;

b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
f. pelaksana kerja.

15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan
kondisi lapangan.

15.4 Penyedia  berkewajiban  untuk
memutakhirkan   program  mutu  jika  terjadi
adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.5 Pemutakhiran  program  mutu  harus
menunjukkan  perkembangan  kemajuan  setiap
pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan
sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus
mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

15.6 Persetujuan  Pejabat  Penandatangan
Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat 
Persiapan 
Pelaksanaan
Kontrak

16.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak bersama
dengan  Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur
pengawasan menyelenggarakan  rapat  persiapan
pelaksanaan Kontrak. 

16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu  kontrak,  dan  pembagian  tugas  dan

tanggung jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan

seperti  tanggal  efektif  pelaksanaan,  dan
tahapan pelaksanaan kontrak;

c. reviu  rencana  penilaian  kinerja  pekerjaan
sebagai  dasar  melakukan  evaluasi  kemajuan
pekerjaan;

d. diskusi  bagaimana  dan  kapan  dilakukan
pelaporan pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan
pelaporan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi
pekerjaan;

f. melakukan  klarifikasi  hal-hal  yang  masih
kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk



manajemen perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar

para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak
dituangkan  dalam  Berita  Acara  Rapat  Persiapan
Pelaksanaan  Kontrak  yang  ditandatangani  oleh
seluruh peserta rapat.

17. Pengawa
san/ 
Pengendalia
n 
Pelaksanan 
Pekerjaan

17.1 Selama  berlangsungnya  pelaksanaan
pekerjaan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak jika
dipandang  perlu  dapat  mengangkat  Pengawas
Pekerjaan dan  Tim  Teknis yang  berasal  dari
personel Pejabat  Penandatangan  Kontrak.
Pengawas  Pekerjaan  berkewajiban  untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.  

17.2 Tim Teknis  berasal  dari  unit  kerja instansi
yang terkait dan/atau tenaga professional.

17.3 Pengawas  Pekerjaan  berkewajiban  untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas
dan menilai pelaksanaan pekerjaan.

17.5 Dalam  melaksanakan  kewajibannya,
Pengawas  Pekerjaan  selalu  bertindak  untuk
kepentingan  Pejabat  Penandatangan  Kontrak.
Pengawas  Pekerjaan  dapat  bertindak  sebagai
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

17.6 Penyedia  berkewajiban  untuk
melaksanakan  semua  perintah  Pengawas
Pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kewenangan
Pengawas  Pekerjaan  dalam Kontrak  inidan  saran
atau rekomendasi dari Tim Teknis. 

18. Persetuju
an 
Pengawas 
Pekerjaan
(Apabila 
diperlukan)

18.1 Semua  gambar  yang  digunakan  untuk
mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen
maupun  sementara  harus  mendapatkan
persetujuan Pengawas Pekerjaan.

18.2 Jika  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini
diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan
sementara  maka  Penyedia  berkewajiban  untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil
pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh
Pengawas  Pekerjaan.  Terlepas  dari  ada  tidaknya
persetujuan  Pengawas  Pekerjaan,  Penyedia
bertanggung jawab secara penuh atas rancangan
hasil pekerjaan sementara.

19. Akses ke 
Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat
Penandatangan  Kontrak,  Wakil  Sah  Pejabat



Penandatangan  Kontrak,  Tim  Teknis, dan/atau
Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya
dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
 

20. Mobilisas
i peralatan 
dan 
personel 
(Apabila 
diperlukan)

20.1 Mobilisasi  paling  lambat  dilaksanakan
sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK. 

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan,  yaitu:
a. mendatangkan  bahan/material  dan  peralatan

terkait  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan
pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung  laboratorium,  bengkel,  gudang,  dan
sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personel.

20.3 Mobilisasi bahan/material,  peralatan  dan
personel  dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan.

21. Pemeriks
aan 
Bersama

21.1 Apabila  diperlukan,  pada  tahap  awal
pelaksanaan  Kontrak,  para  pihak  bersama-sama
melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan
melakukan  pengukuran  dan  pemeriksaan  detail
kondisi  lokasi  pekerjaan  untuk  setiap  tahapan
pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

21.2 Untuk  pemeriksaan  bersama  ini,  Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.

21.3 Hasil  pemeriksaan  bersama  dituangkan
dalam Berita  Acara.  Apabila  dalam pemeriksaan
bersama  mengakibatkan  perubahan  isi  Kontrak,
maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
personel  dan/atau  peralatan  ternyata  belum
memenuhi  persyaratan  Kontrak  maka  Penyedia
tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat
personel  dan/atau  peralatan  yang  belum
memenuhi  syarat  harus  segera  diganti  dalam
jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriks
aan 
dan/atau 
Pengujian

22.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak berhak
untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
atas  hasil  pekerjaan  untuk  memastikan
kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak. 

22.2 Pemeriksaan  dan/atau pengujian  dapat
dilakukan  sendiri  oleh  penyedia  dan  disaksikan
oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak atau
diwakilkan  kepada  pihak  ketiga  sebagaimana
diatur dalam SSKK.



22.3 Pemeriksaan dan/atau  Pengujian
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.4 Biaya  pemeriksaan  dan/atau  pengujian
telah termasuk pada nilai Kontrak. 

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan
di  tempat  yang  ditentukan  dalam  SSKK,  dan
dihadiri  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
dan/atau  pihak  lain  yang  terkait.  Penyedia
berkewajiban  untuk  memberikan  akses  kepada
Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan/atau  pihak
lain yang terkait  tanpa biaya.   Jika pemeriksaan
dan/atau  pengujian  dilakukan  di  luar  Tempat
Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait  merupakan  tanggungan  Pejabat
Penandatangan Kontrak. 

22.6 Jika hasil  pemeriksaan dan/atau pengujian
tidak  sesuai  dengan  jenis  dan  mutu  hasil
pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat
Penandatangan  Kontrak berhak  untuk  menolak
hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya
sendiri  berkewajiban  untuk  memperbaiki  atau
mengganti hasil pekerjaan tersebut.

22.7 Atas  pelaksanaan  pemeriksaan  dan/atau
pengujian  yang  terpisah  dari  serah  terima  hasil
pekerjaan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita
acara  pemeriksaan  yang  ditandatangani  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan/atau  pihak
lain yang terkait dan Penyedia. 

23. Waktu 
Penyelesaia
n Pekerjaan

23.1 Kecuali  Kontrak  diputuskan  lebih  awal,
penyedia  berkewajiban menyelesaikan  pekerjaan
selambat-lambatnya  pada  tanggal  penyelesaian
yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

23.2 Jika  pekerjaan  tidak  selesai  pada  tanggal
penyelesaian  bukan  akibat  Keadaan  Kahar  atau
bukan  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

23.3 Tanggal  penyelesaian  yang  dimaksud
dalam  klausul  ini  adalah  tanggal  penyelesaian
semua pekerjaan.

24. Peristiwa
Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
dalam hal sebagai berikut:
a. Pejabat  Penandatangan  Kontrak mengubah jadwal

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;  



c. Pejabat  Penandatangan  Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan  yang  setelah  dilaksanakan  pengujian
ternyata  tidak  ditemukan  kerusakan/kegagalan/
penyimpangan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak  memberikan
gambar-gambar,  spesifikasi,  dan/atau  instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;

f. Pejabat  Penandatangan  Kontrak memerintahkan
penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau

g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanja
ngan Waktu

25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui  tanggal
Penyelesaian  maka  Penyedia  berhak  untuk
meminta  perpanjangan  tanggal  Penyelesaian
berdasarkan  data  penunjang.  Pejabat
Penandatangan  Kontrak dapat  meminta
pertimbangan  Pengawas  Pekerjaan/Tim  Teknis
(apabila  ada)  dalam  memutuskan  perpanjangan
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

25.2 Jika Peristiwa Kompensasi  mengakibatkan
keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  maka
Pejabat  Penandatangan  Kontrak berkewajiban
untuk  memberikan  perpanjangan  waktu
penyelesaian pekerjaan. 

25.3 Perpanjangan  waktu  penyelesaian
pekerjaan dapat  diberikan  jika berdasarkan  data
penunjang  dapat  dibuktikan  dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.4 Penyedia  tidak  berhak  atas  perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal
atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini
dalam mengantisipasi/mengatasi  dampak
Kompensasi.

25.5 Pejabat Penandatangan  Kontrak
menetapkan  ada  tidaknya  perpanjangan  waktu
dan  untuk  berapa  lama,  paling  lambat  dalam
jangka  waktu  sebagaimana  diatur  dalam  SSKK
setelah Penyedia meminta perpanjangan.

25.6 Perpanjangan tanggal  Penyelesaian  harus
dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberia
n 
Kesempatan

26.1 Dalam hal  Penyedia  gagal  menyelesaikan
pekerjaan  sampai  masa  pelaksanaan  Kontrak
berakhir, namun  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
menilai  bahwa  Penyedia  mampu  menyelesaikan
pekerjaan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat



memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan. 

26.2 Pemberian kesempatan  kepada  Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan  sebagaimana
dimaksud  pada   klausul  26.1,  dimuat  dalam
adendum/perubahan  Kontrak  yang  didalamnya
mengatur  waktu  penyelesaian pekerjaan,
pengenaan sanksi  denda  keterlambatan  kepada
Penyedia,  dan perpanjangan  Jaminan
Pelaksanaan.

26.3 Jangka  waktu  pemberian kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
diatur dalam SSKK. 

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah 
Terima 
Pekerjaan

27.1 Setelah  pekerjaan  selesai  100%  (seratus
persen),  penyedia  mengajukan  permintaan
secara  tertulis  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

27.2 Serah  terima  hasil  pekerjaan  di  tempat
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Sebelum  dilakukan  serah  terima,  Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap  hasil  pekerjaan,  yang  dapat  dibantu
oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

27.4 Pemeriksaan  hasil  pekerjaan dilakukan
dengan   menilai  kesesuaian  pekerjaan  yang
diserahterimakan  yang  tercantum  dalam
Kontrak. 

27.5 Pejabat  Penandatangan  Kontrak
berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang li
ngkup,  spesifikasi,  dan/atau  hasil pekerjaan  dan
membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat  Penandatangan  Kontrak menolak
serah  terima  pekerjaan  jika  hasil  pemeriksaan
pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaa
n,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak membuat
Berita  Acara  Serah  Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

27.8 Dalam hal  Pejabat Penandatangan Kontrak
menolak serah terima barang maka dibuat Berita
Acara  Penolakan  Serah  Terima  dan  segera
memerintahkan  kepada  Penyedia  untuk



memperbaiki,  mengganti, dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

27.9 Jika  pengoperasian  hasil  pekerjaan
memerlukan  keahlian  khusus  maka sebelum
pelaksanaan  serah  terima  pekerjaan Penyedia
berkewajiban  untuk  melakukan  pelatihan   (jika
dicantumkan  dalam  kontrak).  Biaya  pelatihan
termasuk dalam Nilai Kontrak.

27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima
hasil  pekerjaan setelah seluruh  hasil  pekerjaan
yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.

27.11 Jika  hasil  pekerjaan yang  diserahterimakan
terlambat  melewati  batas  waktu  akhir  kontrak
karena kesalahan atau kelalaian  Penyedia  atau
bukan  akibat  Keadaan  Kahar maka  Penyedia
dikenakan denda keterlambatan. 

28. Jaminan 
bebas Cacat
Mutu/ 
Garansi 

28.1 Penyedia  berkewajiban  untuk  menjamin
bahwa  selama  penggunaan  secara  wajar  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  hasil  pekerjaan
tidak mengandung cacat  mutu yang disebabkan
oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat
mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.  

28.2 Jaminan  bebas  cacat  mutu/garansi  ini
berlaku  sampai  dengan  yang  tertera  dalam
spesifikasi.

28.3 Pejabat  Penandatangan  Kontrak
menyampaikan  pemberitahuan  cacat  mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat
mutu tersebut selama masa layanan purnajual.

28.4 Terhadap  pemberitahuan  cacat  mutu  oleh
Pejabat  Penandatangan Kontrak,  Penyedia
berkewajiban  untuk  memperbaiki,   mengganti,
dan/atau  melengkapi hasil  pekerjaan  dalam
jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam
pemberitahuan tersebut. 

28.5 Jika  Penyedia  tidak  memperbaiki,
mengganti,  dan/atau melengkapi hasil  pekerjaan
akibat  cacat  mutu  dalam  jangka  waktu  yang
ditentukan maka  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
akan  menghitung  biaya  perbaikan  yang
diperlukan,  dan  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
secara  langsung  atau  melalui  pihak  lain  yang
ditunjuk  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
akan  melakukan  perbaikan,  penggantian,
dan/atau  melengkapi  hasil  pekerjaan  tersebut.



Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  biaya
untuk  memperbaiki,  mengganti,  dan/atau
melengkapi  hasil  pekerjaan  tersebut  sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak.  Biaya  tersebut
dapat  dipotong  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak  dari  nilai  tagihan  atau  jaminan
pelaksanaan Penyedia. 

28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya,
Penyedia  yang  lalai  dalam  memperbaiki  cacat
mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam. 

29. Pedoman
Pengoperasi
an dan 
Perawatan

29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk
kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak tentang
pedoman pengoperasian dan perawatan  sebelum
serah terima hasil pekerjaan.

29.2 Apabila  penyedia  tidak  memberikan
pedoman pengoperasian dan perawatan,  Pejabat
Penandatangan  Kontrak berhak  menahan
pembayaran sebesar  5% (lima persen)  dari  nilai
Kontrak. 

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubaha
n Kontrak

30.1 Kontrak  hanya  dapat  diubah  melalui
adendum/perubahan Kontrak.

30.2 Adendum/perubahan  Kontrak  dapat
dilaksanakan  dalam  hal  terdapat  perbedaan
antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam  dokumen  Kontrak dan
disetujui oleh para pihak, meliputi:
a menambah  atau  mengurangi  volume  yang

tercantum dalam Kontrak;
b menambah  dan/atau  mengurangi  jenis

kegiatan;
c mengubah  spesifikasi  teknis  sesuai  dengan

kondisi lapangan; dan/atau
d mengubah jadwal pelaksanaan.

30.3 Selain  adendum/perubahan  Kontrak  yang
diatur pada klausul  30.2, addendum/perubahan
Kontrak  dapat  dilakukan   untuk  hal-hal  yang
disebabkan  masalah  administrasi,  antara  lain
pergantian  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,
perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

30.4 Pekerjaan  tambah  paling  tinggi  10%
(sepuluh  persen)  dari  nilai  Kontrak  awal  dan
harus  mempertimbangkan  tersedianya
anggaran.



30.5 Perintah  perubahan pekerjaan dibuat  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  secara  tertulis
kepada  Penyedia  kemudian  dilanjutkan  dengan
negosiasi  teknis  dan  harga  dengan  tetap
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.

30.6 Hasil  negosiasi teknis  dan  harga tersebut
dituangkan  dalam  Berita  Acara  sebagai  dasar
penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

30.7 Perubahan  jadwal  dalam  hal  terjadi
perpanjangan  waktu  pelaksanaan  dapat
diberikan  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a perisiwa kompensasi; dan/atau
b Keadaan Kahar.

30.8 Dalam  hal keadaan  kahar  waktu
penyelesaian  pekerjaan  dapat  diperpanjang
sekurang-kurangnya   sama  dengan  waktu
terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan
Kahar.

30.9 Dalam  hal  peristiwa  kompensasi,  waktu
penyelesaian  pekerjaan  dapat  diperpanjang
paling  lama   sama  dengan  waktu
terhentinya/terlambatnya  pelaksanaan kontrak
akibat peristiwa kompensasi.

30.10 Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat
menyetujui secara  tertulis perpanjangan  waktu
pelaksanaan  setelah  melakukan  penelitian
terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

30.11 Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat
menugaskan  pengawas  pekerjaan  atau  tim
teknis  untuk  meneliti  kelayakan/kewajaran
perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.12 Persetujuan  perpanjangan  waktu
pelaksanaan  Kontrak  dituangkan  dalam
adendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan 
Kahar

31.1 Yang  dimaksud  Keadaan  Kahar  dalam
Kontrak  ini  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi
diluar  kehendak  para  pihak  dan  tidak  dapat
diperkirakan  sebelumnya,  sehingga  kewajiban
yang  ditentukan  dalam  Kontrak  menjadi  tidak
dapat dipenuhi.

31.2 Yang termasuk Keadaan  Kahar  tidak
terbatas pada: 

a. Bencana alam;



b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; 
f.Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan  industri  lainnya  sebagaimana

dinyatakan  melalui  keputusan  bersama
Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

31.3 Apabila  terjadi  Keadaan  Kahar,  maka
Penyedia  memberitahukan  kepada  Pejabat
Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat
belas)  hari  kalender  sejak menyadari  atau
seharusnya  menyadari  atas  kejadian atau
Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-
hal  yang  merugikan  akibat  perbuatan  atau
kelalaian Para Pihak.

31.5 Pada  saat terjadinya  Keadaan  Kahar,
Kontrak  ini  akan  dihentikan  sementara  hingga
Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
a Penyedia  berhak  untuk  menerima

pembayaran  sesuai  dengan  prestasi  atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai  setelah  dilakukan  pemeriksaan
bersama atau berdasarkan audit.

b Jika  selama  masa  Keadaan  Kahar  Pejabat
Penandatangan  Kontrak  memerintahkan
secara  tertulis  kepada  Penyedia  untuk
sedapat  mungkin  meneruskan  pekerjaan
maka  Penyedia  berhak  untuk  menerima
pembayaran  sebagaimana  ditentukan  dalam
Kontrak  dan  mendapat  penggantian  biaya
yang  wajar  sesuai  dengan  yang  telah
dikeluarkan  untuk  bekerja  dalam  situasi
demikian. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam adendum/perubahan Kontrak.

 
31.6 Kegagalan  salah  satu  Pihak  untuk

memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak  bukan  merupakan  cidera  janji  atau
wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan
oleh  keadaan  kahar, dan  Pihak  yang  ditimpa
Keadaan Kahar:
a. telah  mengambil  semua  tindakan  yang

sepatutnya  untuk  memenuhi  kewajiban
dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada
Pihak  lainnya  dalam  Kontrak  selambat-
lambatnya  14  (empat  belas)  hari  sejak
menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan  menyertakan  salinan  pernyataan
terjadinya  peristiwa  yang  menyebabkan



terhentinya/terlambatnya  pelaksanaan
kontrak.

31.7 Keterlambatan pengadaan akibat  Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar
dituangkan  secara  tertulis  oleh  Pejabat
Penandatangan  Kontrak  dengan  disertai  alasan
penghentian pekerjaan.

31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar
dapat bersifat:
a. sementara  hingga  Keadaan  Kahar  berakhir;

atau
b. permanen  apabila  akibat  Keadaan  Kahar

tidak  memungkinkan  dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.

31.10 Penghentian  pekerjaan  akibat  Keadaan
Kahar  tetap  mempertimbangkan  efektifitas
pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghent
ian Kontrak

Penghentian  Kontrak  dapat  dilakukan  karena  terjadi
Keadaan  Kahar  sebagaimana  dimaksud  pada  klausul
31.

33. Pemutus
an Kontrak

33.1 Pemutusan  kontrak  dapat  dilakukan  oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

33.2 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
memutuskan  kontrak  secara  sepihak  apabila
Penyedia  tidak  memenuhi  kewajibannnya  sesuai
ketentuan dalam kontrak.

33.3 Penyedia  dapat  memutuskan  kontrak
secara  sepihak  apabila  Pejabat  Penandatangan
Kontrak tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai
ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan  kontrak  dilakukan  sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari setelah  Pejabat
Penandatangan  Kontrak/Penyedia  menyampaikan
pemberitahuan  rencana  Pemutusan  Kontrak
secara  tertulis  kepada  Penyedia/Pejabat
Penandatangan Kontrak.



34. Pemutus
an Kontrak 
oleh Pejabat
Penandatan
gan Kontrak

34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan
1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
memutuskan  Kontrak  ini  melalui  pemberitahuan
tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal
sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan

dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
yang  diputuskan  oleh  Instansi  yang
berwenang;

b. Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat  dalam  pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa  dinyatakan  benar  oleh  Instansi
yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi  Daftar

Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
e. Penyedia  gagal  memperbaiki  kinerja  setelah

mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali;

f. Penyedia  tidak  mempertahankan  berlakunya
Jaminan Pelaksanaan; 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki
kelalaiannya  dalam jangka  waktu  yang  telah
ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak,  Penyedia tidak   akan  mampu
menyelesaikan   pekerjaan selama  jangka
waktu  yang diatur  dalam klausul  26.3  SSKK,
Penyedia  Barang/Jasa  tidak  dapat
menyelesaikan pekerjaan; 

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan  selama  jangka  waktu  yang  diatur
dalam  klausul  26.3,  Penyedia  Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

j. Penyedia  menghentikan  pekerjaan  melebihi
waktu  yang  ditentukan  dalam  SSKK  dan
penghentian  ini  tidak  tercantum  dalam
program  mutu  serta  tanpa  persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).

34.2 Dalam  hal  terjadi  pemutusan  Kontrak
sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia

atau  Jaminan  Uang  Muka  dicairkan  (apabila
diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada  Penyedia  sesuai  dengan  pencapaian
prestasi pekerjaan  yang  telah  diterima  oleh



Pejabat  Penandatangan  Kontrak sampai  dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta  Penyedia  menyerahkan  semua  hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
dan  selanjutnya  menjadi  milik  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

35. Pemutus
an Kontrak 
oleh 
Penyedia

35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan
1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Penyedia  dapat  memutuskan  Kontrak  melalui
pemberitahuan  tertulis  kepada  Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat  Penandatangan  Kontrak

memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk
menunda  pelaksanaan  pekerjaan  atau
kelanjutan  pekerjaan,  dan  perintah  tersebut
tidak  ditarik  selama  waktu  yang  disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

b. Pejabat  Penandatangan  Kontrak tidak
menerbitkan surat perintah pembayaran untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
jangka  waktu  yang  disepakati  sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

35.2 Dalam  hal  pemutusan  Kontrak  maka
Pejabat  Penandatangan  Kontrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan
yang telah diterima oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak sampai  dengan  tanggal  berlakunya
pemutusan  Kontrak  dikurangi  denda
keterlambatan  yang  harus  dibayar  Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil  pekerjaan kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak dan  selanjutnya  menjadi  milik  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirn
ya Kontrak 

36.1 Kontrak  berakhir  apabila  pekerjaan  telah
selesai  dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah
terkait  dengan  pembayaran  yang  seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. 

37. Peningga
lan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan
Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan  Kontrak  akibat  kelalaian  atau  kesalahan
penyedia,  dapat  dimanfaatkan  sepenuhnya  oleh
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  tanpa  kewajiban
perawatan.  Pengambilan  kembali  semua  peninggalan
tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan  kepentingan  Pejabat



Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak  dan 
Kewajiban 
Pejabat 
Penandatan
gan Kontrak

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: 
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di 

dalam kontrak mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan 
spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan 
yang telah ditetapkan dalam Kontrak. 

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; 
e. memberikan instruksi; 
f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; 
h. menerima jaminan uang muka, jaminan 

pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan 
(apabila ada); dan/atau

i. menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat  Penandatangan  Kontrak mempunyai
kewajiban: 
a. membayar  pekerjaan  sesuai  dengan  harga

yang  tercantum  dalam  kontrak  dan  sesuai
dengan waktu  yang  telah  ditetapkan kepada
Penyedia; 

b. membayar  uang  muka  (Apabila
dipersyaratkan);

c. membayar penyesuaian harga;
d. membayar  ganti  rugi karena kesalahan yang

dilakukan  Pejabat  Penandatangan  Kontrak;
dan

e. memberikan  fasilitas  berupa  sarana  dan
prasarana  atau  kemudahan  lainnya  untuk
kelancaran  pelaksanaan  pekerjaan
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak  dan 
Kewajiban 
Penyedia

39.1 Penyedia mempunyai hak: 
a.menerima  pembayaran  untuk  pelaksanaan

pekerjaan  sesuai  dengan  harga  yang  telah
ditentukan dalam Kontrak; dan

b.memperoleh  fasilitas  dari  Pejabat
Penandatangan  Kontrak untuk  kelancaran
pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  ketentuan
Kontrak.

39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban: 
a. melaporkan  pelaksanaan  pekerjaan  secara

periodik  kepada  Pejabat  Penandatangan



Kontrak;
b. melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan

sesuai  dengan  jadwal  pelaksanaan  pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

c. melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan
secara  cermat,  akurat  dan  penuh  tanggung
jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;

d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan  pelaksanaan  yang  dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan
jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak; 

f. mengambil  langkah-langkah  yang  cukup
memadai untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan
kepada  masyarakat  maupun  miliknya  akibat
kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari  pertentangan  kepentingan
(conflict of interest).

40. Tanggung
Jawab

Penyedia  bertanggungjawab/berkewajiban  untuk
melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai
dengan kualitas,  ketepatan volume, ketepatan waktu
pelaksanaan/penyerahan  dan  ketepatan  tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggun
aan 
Dokumen 
Kontrak dan
Informasi

Penyedia  tidak  diperkenankan  menggunakan  dan
menginformasikan  dokumen  kontrak  atau  dokumen
lainnya  yang  berhubungan  dengan  kontrak  untuk
kepentingan  pihak  lain,  misalnya  spesifikasi  teknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

42. Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual

Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi  Pejabat
Penandatangan  Kontrak  dari  segala  tuntutan  atau
klaim  dari  pihak  lain  atas  pelanggaran  Hak  Atas
Kekayaan Intelektual.

43. Penangg
ungan dan 
Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban  untuk  melindungi,
membebaskan,  dan  menanggung  tanpa  batas
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  beserta
instansinya  terhadap  semua  bentuk  tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda,  gugatan  atau  tuntutan  hukum,  proses
pemeriksaan  hukum,  dan  biaya  yang  dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya  (kecuali  kerugian  yang  mendasari
tuntutan  tersebut  disebabkan  kesalahan  atau
kelalaian  berat  Pejabat  Penandatangan  Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut  terhitung  sejak  tanggal  SPMK  sampai
dengan  tanggal  penandatanganan  berita  acara
serah terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta



benda  Penyedia,  SubPenyedia  (jika  ada),  dan
Personel;

b. cidera  tubuh,  sakit  atau  kematian  Personel;
dan/atau

c. kehilangan  atau  kerusakan  harta  benda,  dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

43.2 Terhitung sejak  tanggal  SPMK  sampai
dengan  tanggal  penandatanganan  berita  acara
serah  terima,  semua  risiko  kehilangan  atau
kerusakan  hasil  pekerjaan,  bahan  dan
perlengkapan merupakan risiko  Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian  Pejabat  Penandatangan
Kontrak.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki  oleh
Penyedia  tidak  membatasi  kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau  kerusakan  terhadap hasil
pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil
pekerjaan yang  terjadi sejak  tanggal  SPMK
diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan
(apabila  ada)  sebagaimana  di  atur  dalam  SSKK
harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh
Penyedia  atas  tanggungannya  sendiri  jika
kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindun
gan Tenaga 
Kerja 
(apabila 
diperlukan)

44.1 Penyedia  dan  SubPenyedia  berkewajiban
atas  biaya  sendiri  untuk  mengikutsertakan
personelnya  pada  program  jaminan  sosial
kesehatan  dan  jaminan  sosial  tenaga  kerja
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

44.2 Penyedia  berkewajiban  untuk  mematuhi
dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi
ketentuan  mengenai  keselamatan  kerja
sebagaimana  diatur   peraturan  perundang-
undangan. 

44.3 Penyedia  berkewajiban  atas  biaya  sendiri
untuk  menyediakan  kepada  setiap  personelnya
(termasuk  personel  SubPenyedia,  jika  ada),
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

44.4 Tanpa  mengurangi  kewajiban  penyedia
untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang  berlaku,  Penyedia  melaporkan  kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak  mengenai setiap
kecelakaan  yang  timbul  sehubungan  dengan
pelaksanaan  Kontrak  ini  dalam  waktu  24  (dua



puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliha
raan 
Lingkungan 

Penyedia  berkewajiban  mengambil  langkah-langkah
yang  memadai  untuk  melindungi  lingkungan  baik  di
dalam maupun  di  luar  tempat  kerja  dan  membatasi
gangguan  lingkungan  terhadap  pihak  lain  dan  harta
bendanya  sehubungan  dengan  pelaksanaan  Kontrak
ini.

46. Asuransi 
Khusus dan 
Pihak Ketiga

46.1 Apabila  dipersyaratkan  dalam  SSKK,  Penyedia
wajib  menyediakan  asuransi  sejak  SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua  barang  dan  peralatan  yang
mempunyai  risiko  tinggi  terjadinya
kecelakaan,  pelaksanaan  pekerjaan,  serta
pekerja  untuk  pelaksanaan  pekerjaan,  atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga; dan

b. pihak  lain  sebagai  akibat  kecelakaan  di
tempat kerjanya.

46.2 Besarnya  asuransi  sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

47. Tindakan 
Penyedia 
yang 
mensyaratk
an 
Persetujuan 
Pejabat 
Penandatan
gan Kontrak

Penyedia  berkewajiban  untuk  mendapatkan  lebih
dahulu  persetujuan  tertulis  Pejabat  Penandatangan
Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan  sebagian  pekerjaan;

dan/atau
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48. Kerjasam
a Penyedia 
dengan 
Usaha Kecil 
sebagai 
SubPenyedi
a 

48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha
kecil dengan  mensubkontrakkan  sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

48.2 Bagian  Pekerjaan  yang  wajib
disubkontrakkan  oleh   Penyedia  kepada  usaha
kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.

48.3 Dalam  kerjasama  di  atas,  Penyedia
bertanggung  jawab  penuh  atas  keseluruhan
pekerjaan tersebut.

48.4 Penyedia  membuat  laporan  mengenai
pelaksanaan subkontrak.

49. Penggun
aan lokasi 
kerja 
(apabila 
ada) 

Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerjasama  dan
menggunakan  lokasi  kerja  bersama-sama  dengan
Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat  memberikan



jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

50. Keselama
tan 

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua
pihak di lokasi kerja (apabila ada).

51. Sanksi 
Finansial

51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa
sanksi  ganti  rugi,  denda  keterlambatan  atau
pencairan jaminan.

51.2 Sanksi ganti rugi  bagi Penyedia dikenakan
apabila jaminan  tidak  dapat dicairkan,  terjadi
kesalahan  dalam  perhitungan  volume  pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang  kualitasnya  tidak  sesuai  dengan  Kontrak
berdasarkan  hasil  audit.  Besarnya  sanksi  ganti
rugi  adalah  sebesar  nilai  kerugian  yang
ditimbulkan.

51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia
dikenakan  apabila  terjadi  keterlambatan
penyelesaian  pekerjaan  dengan cara memotong
pembayaran  prestasi  pekerjaan  Penyedia.
Pembayaran  Denda  tidak  mengurangi  tanggung
jawab kontraktual Penyedia.

51.4 Sanksi  pencairan  jaminan pelaksanaan,
pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang
muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila
diberikan  uang  muka) bagi  Penyedia  dikenakan
apabila  Penyedia  tidak  menyelesaikan pekerjaan
setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan
atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan 52.1 Jaminan  Pelaksanaan  diberikan  kepada  Pejabat
Penandatangan  Kontrak sebelum
penandatanganan Kontrak.

52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-
kurangnya  sejak  tanggal  penandatanganan
Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

52.3 Jaminan  Pelaksanaan  dikembalikan  setelah
pekerjaan  dinyatakan  selesai  100%  (seratus
persen).

52.4 Jaminan  Uang  Muka  diberikan  kepada  Pejabat
Penandatangan  Kontrak apabila  Penyedia
menerima  uang  muka  dan  diserahkan  sebelum
pengambilan Uang Muka.

52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya
uang muka yang diterima oleh Penyedia.



52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.

52.7 Masa  berlaku  Jaminan  Uang  Muka  sekurang-
kurangnya  sejak  tanggal  persetujuan  pemberian
Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima
hasil pekerjaan.

52.8 Besarnya  jaminan,  bentuk  dan  masa  berlaku
jaminan-jaminan  tersebut  di  atas  disesuaikan
dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan 
Hasil 
Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan  pekerjaan  dilakukan  selama
pelaksanaan  Kontrak  untuk  menetapkan  volume
pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan
guna  pembayaran  hasil  pekerjaan.  Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

53.2 Untuk  kepentingan  pengawasan  dan
pengendalian,  dibuat  laporan realisasi  mengenai
seluruh aktivitas pekerjaan.

53.3 Laporan  dibuat  oleh  Penyedia,  apabila
diperlukan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  unsur
pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

54. Kepemilik
an 
Dokumen

54.1 Semua  rancangan,  gambar,  spesifikasi,
desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang
dipersiapkan  oleh  Penyedia  berdasarkan  Kontrak
ini  sepenuhnya  merupakan  milik  Pejabat
Penandatangan Kontrak. 

54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  paling  lambat
pada  saat  serah  terima  pekerjaan atau  waktu
pemutusan Kontrak. 

54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan  tiap  dokumen  tersebut  di  atas  dengan
batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel 
dan/atau 
Peralatan 

55.1 Personel  dan/atau  peralatan  yang
ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam Dokumen Penawaran.

55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan
kecuali  atas  persetujuan  tertulis  Pejabat
Penandatangan Kontrak.

55.3 Penggantian  Personel  dilakukan  oleh
Penyedia  dengan  mengajukan  permohonan



terlebih  dahulu  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak beserta alasan penggantian.

55.4 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
menilai dan menyetujui penempatan/penggantian
Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

55.5 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
meminta  pergantian  Personel  apabila  menilai
bahwa Personel:
a. tidak  mampu  atau  tidak  dapat  melakukan

pekerjaan dengan baik; 
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan  pekerjaan  yang  menjadi

tugasnya.

55.6 Jika penggantian Personel  perlu dilakukan,
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti  dengan  kualifikasi  yang  setara  atau
lebih  baik  dari  Personel  yang  digantikan  tanpa
biaya  tambahan  apapun  dalam waktu  7  (tujuh)
hari  sejak  diminta  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak.

55.7 Personel berkewajiban  untuk  menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. 

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Nilai 
Kontrak

56.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak membayar
kepada  Penyedia  atas  pelaksanaan  pekerjaan
dalam  Kontrak  sebesar  nilai kontrak atau
berdasarkan hasil perhitungan akhir. 

56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau  item pekerjaan
dengan  harga  satuan  pada  Kontrak  Gabungan
Lumsum dan  Harga  Satuan,  rincian  nilai kontrak
sesuai  dengan  rincian  yang tercantum  dalam
daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayar
an

57.1 Tata cara pembayaran :
a. Pembayaran dilakukan  secara bulanan. Dengan

ketentuan  sebelum  mengajukan  pembayaran
kepada  PPK,  Penyedia  bersama-sama  dengan
PPK/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
pemeriksaan di lokasi pekerjaan.

b. Besaran  pembayaran  bulanan  sebagaimana
dimaksud  poin  diatas  adalah  sesuai  dalam
kesepakatan kontrak ini.

c. Apabila  dikemudian  hari  terdapat
kelebihan/selisih  dalam  pembayaran,  maka
pihak  penyedia menyatakan  sanggup  dan
bersedia  untuk  mengembalikan/menyetorkan
sejumlah nilai kelebihan/selisih tersebut kepada



Kas  Daerah  Kabupaten  Temanggung  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

57.2 Uang muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia

sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi  barang/bahan/material/

peralatan dan tenaga kerja;
2) pembayaran  uang  tanda  jadi  kepada

pemasok  barang/bahan/material/
peralatan; dan/atau

3) pekerjaan  teknis  yang  diperlukan  untuk
persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK
dan  dibayar  setelah  Penyedia  menyerahkan
Jaminan Uang Muka  senilai uang muka yang
diberikan;

c. dalam  hal  Pejabat  Penandatangan  Kontrak
menyediakan  uang  muka  maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan
uang  muka  secara  tertulis  kepada Pejabat
Penandatangan  Kontrak disertai  dengan
rencana  penggunaan  uang  muka  untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai  Kontrak dan
rencana pengembaliannya;

d. Jaminan  Uang  Muka  diterbitkan  oleh  bank
umum,  perusahaan penjaminan,  Perusahaan
Asuransi  atau  lembaga  keuangan  khusus
yang  menjalankan  usaha  di  bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor  Indonesia  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang  lembaga  pembiayaan  ekspor
Indonesia  yang  memiliki  izin  untuk  menjual
produk jaminan (suretyship)  ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang;

e. pengembalian  uang  muka  dapat  dilakukan
dengan  diperhitungkan  berangsur-angsur
secara proporsional pada setiap pembayaran
prestasi  pekerjaan  atau  sesuai  kesepakatan
yang diatur dalam kontrak dan paling lambat
harus  lunas  pada  saat  pekerjaan  mencapai
prestasi 100% (seratus persen).

57.3 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran  dilakukan  dengan  sistem

bulanan,  sistem  termin  atau  pembayaran
secara  sekaligus  sesuai  yang  ditetapkan
dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi  hasil  pekerjaan
dilakukan dengan ketentuan:
1) penyedia  telah  mengajukan  tagihan

disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pengecualian untuk: 



a) Pengadaan  Barang/Jasa  yang  karena
sifatnya  dibayar  terlebih  dahulu
sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran  bahan/material  dan/atau
peralatan  yang  menjadi  bagian  dari
hasil  pekerjaan  yang  akan
diserahterimakan  yang  telah  berada
dilokasi  pekerjaan  dan  dicantumkan
dalam  kontrak  namun  belum
terpasang; atau

c) pembayaran  pekerjaan  yang  belum
selesai  100%  (seratus  persen)  pada
saat  batas  akhir  pengajuan
pembayaran  dengan  menyerahkan
jaminan atas pembayaran.

pembayaran  dapat  dilakukan  sebelum
prestasi pekerjaan diterima/terpasang; 

3) pembayaran  dipotong  angsuran  uang
muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk  kontrak  yang  mempunyai
subkontrak,  permintaan  pembayaran
dilengkapi  bukti  pembayaran  kepada
seluruh  subpenyedia  sesuai  dengan
prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian  pembayaran  hanya  dapat
dilaksanakan  setelah  hasil  pekerjaan
dinyatakan  diterima  sesuai  dengan  berita
acara  serah  terima  hasil  pekerjaan  dan
bilamana  dipersyaratkan  dilengkapi  dengan
berita acara hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan
umum yang berlaku di bidang perdagangan. 

57.4 Sanksi Finansial
Sanksi  finansial  dapat  berupa sanksi  ganti  rugi
atau denda keterlambatan; 
a. Ganti Rugi

Sanksi  ganti  rugi  bagi  Penyedia  apabila
terbukti  jaminan  yang  tidak  bisa  dicairkan,
terjadi  kesalahan  dalam perhitungan  volume
pekerjaan  berdasarkan  hasil  audit,
menyerahkan  barang/jasa  yang  kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit.  Besarnya  sanksi  ganti  rugi  adalah
sebesar  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan
sebagaimana diatur dalam SSKK

b.Denda keterlambatan
besarnya  denda  yang  dikenakan  kepada
Penyedia  atas  keterlambatan  penyelesaian
pekerjaan  untuk  setiap  hari  keterlambatan
adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam
SSKK.



58. Perhitung
an Akhir 

58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan
dengan  harga  satuan  pada  Kontrak  Gabungan
Lumsum  dan  Harga  Satuan,  perhitungan  akhir
nilai  pekerjaan  berdasarkan  volume  pekerjaan
yang  telah  diselesaikan 100%  (seratus  persen)
dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila
ada)  

58.2 Pembayaran  angsuran  prestasi  pekerjaan
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus  persen)  dan  Berita  Acara  Serah  Terima
telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

59. Penanggu
han 
Pembayar
an

59.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
menangguhkan  pembayaran  setiap  angsuran
prestasi  pekerjaan  Penyedia  jika  penyedia  gagal
atau lalai memenuhi kewajibannya. 

59.2 Pejabat  Penandatangan  Kontrak secara
tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan  hak  pembayaran,  disertai  alasan-
alasan  yang  jelas  mengenai  penangguhan
tersebut.  Penyedia  diberi  kesempatan  untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

59.3 Pembayaran  yang  ditangguhkan
disesuaikan  dengan  proporsi  kegagalan  atau
kelalaian Penyedia. 

59.4 Jika  dipandang  perlu  oleh  Pejabat
Penandatangan  Kontrak,  penangguhan
pembayaran  akibat  keterlambatan  penyerahan
pekerjaan  dapat  dilakukan  bersamaan  dengan
pengenaan denda kepada Penyedia. 

60. Penyesuai
an Harga 

60.1 Pemberlakuan  Penyesuaian  harga  pada
Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

60.2 Penyesuaian  Harga  diberlakukan  terhadap
Kontrak  Tahun  Jamak  yang  berbentuk  Kontrak
Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga
satuan  pada  Kontrak  Gabungan  Lumsum  dan
Harga  Satuan yang masa pelaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan. 

60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari
bulan  ke-13  (tiga  belas)  sejak  pelaksanaan
pekerjaan.

60.4 Penyesuaian  Harga  Satuan  berlaku  bagi
seluruh  kegiatan/mata  pembayaran,  kecuali
komponen  keuntungan,  biaya  tidak  langsung
(overhead  cost),  dan  harga  satuan  timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.



60.5 Penyesuaian  Harga  Satuan  diberlakukan
sesuai  dengan  jadwal  pelaksanaan  yang
tercantum  dalam  kontrak  awal/Adendum
Kontrak.

60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen
pekerjaan  yang  berasal  dari  luar  negeri,
menggunakan  indeks  penyesuaian  harga  dari
negara asal barang tersebut.

60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan
baru  sebagai  akibat  adanya  Adendum  Kontrak
dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan
ke-13  (tiga  belas)  sejak  Adendum  Kontrak
tersebut ditandatangani.

60.8 Indeks  yang  digunakan  dalam  hal
pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh
kesalahan  Penyedia  adalah  indeks  harga
terendah  antara  jadwal  kontrak  dan  realisasi
pekerjaan. 

60.9 Penyesuaian  Harga  Satuan,  ditetapkan
dengan rumus sebagai berikut:

H n=H0(a+b .
Bn

B0

+c .
Cn

C0

+d .
Dn

D0

+…)
Hn = Harga  Satuan  pada  saat  pekerjaan

dilaksanakan

H0 = Harga  Satuan  pada  saat  harga
penawaran;

a = Koefisien tetap  yang  terdiri  atas
keuntungan dan overhead;
Dalam  hal  penawaran  tidak
mencantumkan  besaran  komponen
keuntungan  dan  overhead  maka  
a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen  kontrak  seperti
tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+....dst  adalah
1,00.

B0, C0, D0    =  Indeks harga komponen pada bulan
penyampaian penawaran.

Bn,  Cn,  Dn = Indeks harga komponen pada saat
pekerjaan dilaksanakan.

60.10 Koefisien  komponen  kontrak  berdasarkan
koefisien  yang  digunakan  dalam analisis  harga
satuan penawaran.

60.11 Indeks harga  yang  digunakan  bersumber
dari penerbitan BPS.



60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan  BPS,  digunakan  indeks  harga  yang
dikeluarkan oleh instansi teknis.

60.13 Rumusan penyesuaian  nilai  kontrak
ditetapkan sebagai berikut:

Pn=(H n1
xV 1 )+( H n2

x V 2 )+(H n3
xV 3 )+…

Pn  = Nilai  Kontrak  setelah  dilakukan
penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan  setelah  dilakukan  penyesuaian
harga menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan; 

V   = Volume setiap  jenis  komponen  pekerjaan
yang dilaksanakan.

60.14 Hasil  perhitungan  Penyesuaian  Harga
dituangkan  dalam  Adendum  Kontrak  setelah
dilakukan  audit  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

 
I. PENGAWASAN MUTU

61. Pengawasa
n dan 
Pemeriksaa
n

Pejabat  Penandatangan  Kontrak berhak melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.  Apabila
diperlukan,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
memerintahkan  kepada  pihak  lain untuk  melakukan
pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  semua
pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh
Penyedia.

62. Penilaian 
Pekerjaan 
Sementara 
oleh 
Pejabat 
Penandatan
gan 
Kontrak

63.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dalam
masa  pelaksanaan  pekerjaan  dapat  melakukan
penilaian  atas  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan
oleh Penyedia.

63.2 Penilaian  atas  hasil  pekerjaan  dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

63. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas
(apabila  ada)  memeriksa  setiap hasil  pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat  Penandatangan
Kontrak atau  unsur  pengawas  memerintahkan
Penyedia  untuk  menemukan  dan  mengungkapkan
Cacat  Mutu,  serta  menguji  hasil  pekerjaan  yang
dianggap oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak atau



unsur  pengawas  (apabila  ada)  mengandung  Cacat
Mutu.  Penyedia  bertanggung  jawab  atas  perbaikan
Cacat  Mutu  selama  Masa  Kontrak  dan  Masa
Pemeliharaan.

64. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas
(apabila  ada)  memerintahkan  Penyedia  untuk
melakukan  pengujian  Cacat  Mutu  yang  tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
apabila  hasil  uji  coba  menunjukkan  adanya  Cacat
Mutu  maka  Penyedia  berkewajiban  untuk
menanggung  biaya  pengujian  tersebut.  Jika  tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan 
Cacat Mutu 

65.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak atau
unsur  pengawas  (apabila  ada)  menyampaikan
pemberitahuan  Cacat  Mutu  kepada  Penyedia
segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia  bertanggung  jawab  atas  Cacat  Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

65.2 Terhadap  pemberitahuan  Cacat  Mutu
tersebut,  Penyedia  berkewajiban untuk
memperbaiki  Cacat  Mutu  dalam  jangka  waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika  Penyedia tidak  memperbaiki  Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
memutus  kontrak  secara  sepihak  dan
Penyedia  dikenakan  sanksi  sebagaimana
pada klausul 35.2; atau

b. Pejabat  Penandatangan  Kontrak berhak
untuk  secara  langsung  atau  melalui  pihak
lain yang  ditunjuk  oleh  Pejabat
Penandatangan  Kontrak melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima  permintaan  penggantian
biaya/klaim  dari  Pejabat  Penandatangan
Kontrak secara  tertulis  berkewajiban  untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
Penandatangan  Kontrak dapat  memperoleh
penggantian  biaya  dengan  memotong
pembayaran  atas  tagihan  Penyedia  yang
jatuh  tempo  (apabila  ada)  atau  biaya
penggantian diperhitungkan sebagai hutang
penyedia  kepada  Pejabat  Penandatangan
Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dapat
mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.



J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Itikad Baik 66.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan
Penyedia bertindak  berdasarkan  asas  saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam kontrak.

66.2 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan
Penyedia setuju  untuk  melaksanakan Kontrak
dengan  jujur  tanpa  menonjolkan  kepentingan
masing-masing pihak.

66.3 Apabila  selama  Kontrak,  salah  satu  pihak
merasa  dirugikan,  maka  diupayakan  tindakan
yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

66.4 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan
Penyedia berkewajiban  untuk  bertindak  dengan
itikad  baik  sehubungan  dengan  hak-hak  Pihak
lain,  dan  mengambil  semua  langkah  yang
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan
Kontrak.

67. Penyelesai
an 
Perselisih
an

67.1 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan
Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini
atau  interpretasinya  selama  atau  setelah
pelaksanaan  pekerjaan  ini  secara  musyawarah
dan damai.

67.2 Dalam  hal  perselisihan  tidak  dapat
diselesaikan  secara  musyawarah  dan  damai,
penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui
mediasi,  konsiliasi,  arbitrase  atau  litigasi  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

67.3 Perselisihan  dalam  hal  ketenagakerjaan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

67.4 Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di
layanan  penyelesaian  sengketa  yang
diselenggarakan  oleh  LKPP,  Lembaga  Arbitrase
atau Pengadilan Negeri.

67.5 Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan
Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan
tempat penyelesaian sengketa  dan dicantumkan
dalam SSKK.



BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam 
SSUK

No. 
SSUK 

Pengaturan dalam SSKK

4. Perbuatan 
yang dilarang
dan sanksi

4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke
Kas daerah

5.    
Koresponden
si

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Bagian 
Umum Setda Kab. Temanggung
Nama : Drs. Suyono, M.M.
Alamat : Jl. A. Yani No. 32 Temanggung
Telepon : 0293 491004
Website : www.temanggungkab.go.id
Faksimili : 0293491004
e-mail : 

Penyedia:
Nama :____________________
Alamat :____________________
Telepon :____________________
Website :____________________
Faksimili :____________________
e-mail :____________________

6.    Wakil Sah 
Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak  : 
Supriyanto, AP, MM

Untuk Penyedia: __________

Pengawas Pekerjaan : Edy Subyakto sebagai 
wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak 

8.    Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak

8.2

8.6

Daftar  Bagian  Pekerjaan  yang
disubkontrakkan:

1. ____________________
2. ____________________
3. _________ dst

[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai 
dengan penawaran Penyedia]

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan
dan/atau  Subkontrak  dikenakan  sanksi:
____________________
[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang
akan dikenakan:

a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau



b. membayar 2 (dua) kali  lipat selisih harga
didalam  kontrak  dengan  harga  yang
dibayarkan kepada subkontraktor.]

12.  Jangka 
Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan

12.2 Penyedia  harus  menyelesaikan  pekerjaan
selama:
10  (sepuluh) (bulan kalender), sejak tanggal
SPMK diterbitkan 

20. Mobilisasi 
peralatan 
dan personel
(Apabila 
diperlukan )

20.1 Mobilisasi  paling lambat dilaksanakan 6 hari
kalender  sejak  tanggal  mulai  kerja  yang
tercantum dalam SPMK. 
Dengan Kualifikasi Anggota Jasa Pengamanan
(Satpam) :
1. Pendidikan  minimal  SMA  atau  sederajat,

dibuktikan  dengan  foto  copy  Ijazah  yang
sesuai;

2. Memiliki  pengalaman  di  bidang  jasa
pengamanan  (Satpam) minimal  6  bulan
(180  hari)   dibuktikan  dengan fotocopy
surat referensi;

3. Berat badan proporsional, badan tegap dan
sigap;

4. Berbadan  sehat,  dibuktikan  dengan  Surat
Keterangan Dokter;

5. mental  berani  dan  bertanggung  jawab,
tidak  bertato,  tidak  bertindik,  dan  tidak
buta warna;

6. Memiliki  kualifikasi  dan/atau sertifikat jasa
pengamanan  dan  penguasaan  terhadap
teknis  pelaksanaan  tugas  sebagai  Satuan
Pengamanan  serta  dibuktikan  dengan
melampirkan  fotokopi  sertifikat  jasa
pengamanan Gada Pratama;

7. Usia antara 20-55 tahun dibuktikan dengan
fotokopi KTP;

8. Memiliki  jiwa  profesionalisme,  integritas
tinggi  dan  berorientasi   pelayanan  pada
pelanggan;

9. Sanggup  berdisiplin  tinggi  dalam  kondisi
apapun dan dimanapun;

10. Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan
fotocopy  Surat  Keterangan  Catatan
Kepolisian yang masih berlaku

11. Tidak   menyalahgunakan  dan
menggunakan  narkoba  dan  obat
psikotropika lainnya serta  minuman keras
yang   memabukkan,  dibuktikan  dengan
Surat  Keterangan  Bebas  Narkoba  yang
dikeluarkan  oleh  Poliklinik  Bhayangkara



Polres

Kualifikasi Komandan Area Jasa pengamanan 
(Satpam)  :
1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
2. Memiliki  sertifikat  di  bidang  jasa

pengamanan minimal Gada Pratama;
3. Diutamakan  Memiliki  kemampuan  bela

diri;
4. Mempunyai  kecakapan  dan  kemampuan

untuk   mendukung   manajerial
pelaksanaan  pekerjaan  jasa  satuan
pengamanan;

5. Mempunyai   kecakapan
menyelenggarakan,  mengatur,
mengorganisasikan  seluruh  kegiatan
teknis  operasional lapangan;

6. Usia antara 20 – 55 tahun;
7. Memiliki  pengalaman  di  bidang  jasa

pengamanan  (Satpam)  minimal   3
tahun/sudah  pernah  sebagai  Komandan
Area  dibuktikan  dengan  referensi/surat
keterangan;

8. Sanggup  bekerja  dan  ditugaskan  di
lingkungan Pemkab Temanggung.

Kualifikasi Komandan Regu Jasa pengamanan
(Satpam) :
a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
b. Tinggi  dan  berat  badan  proporsional,

badan tegap dan sigap;
c. Tidak  bertato,  tidak  bertindik,  dan  tidak

buta warna;
d. Memiliki  penguasaan  terhadap  bidang

pelaksanaan  tugas  sebagai  Satuan
Pengamanan dan memiliki sertifikat Gada
Pratama;

Memiliki kemampuan beladiri dan memiliki
sertifikat beladiri.

Pemenang Tender Wajib Mencantumkan copy
KTP,  copy  ijasah  pendidikan  dan  copy
sertifikat  keahlian/ketrampilan  Seluruh
personil  inti/tenaga  ahli/supervisor  yang
dimiliki  perusahaan  tersebut  dilengkapi
dengan sebagaimana dipersyaratkan diatas

22.  
Pemeriksaan

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 



dan/atau 
Pengujian

22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang 
dilaksanakan meliputi: Sesuai dengan daftar 
kuantitas dan harga (BoQ)

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian 
dilaksanakan di: Lokasi Pekerjaan Satuan 
Pengamanan

24.  Peristiwa 
Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila 

25. Perpanjan
gan Waktu

25.5 Pejabat  Penandatangan  Kontrak berdasarkan
pertimbangan  Pengawas  Pekerjaan  (apabila
ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan
waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
___________[diisi  jumlah  hari  kerja] setelah
Penyedia meminta perpanjangan.

26 . Pemberian 
Kesempatan

26.3 Pemberian kesempatan  kepada  Penyedia
untuk  menyelesaikan  pekerjaan   sampai
dengan ___________ 

27. Serah 
Terima 
Pekerjaan

27.2 Serah terima  dilakukan  pada: Lokasi
Pekerjaan Satuan Pengamanan 

34. Pemutusan 
Kontrak oleh
Pejabat 
Penandatan
gan Kontrak

34.1 Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia
paling lama _____________________[diisi dengan
jumlah hari kalender]

35. Pemutusan 
Kontrak oleh
Penyedia

35.1.a Batas  waktu  penundaan pelaksanaan
pekerjaan atau  kelanjutan  pekerjaan paling
lama  __________[diisi  dengan  jumlah  hari
kalender]

35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah
pembayaran  paling lama  _______________[diisi
dengan jumlah hari kalender]

38. Hak  dan 
Kewajiban 
Pejabat 
Penandatang
an Kontrak

38.2.e Pejabat  Penandatangan  Kontrak akan
memberikan  fasilitas  berupa:_____[diisi
dengan  rincian  sarana  dan  prasarana  atau
kemudahan  lainnya  yang  akan  diberikan
kepada Penyedia]

43.

Penanggunga
n dan Risiko

43.4 _________ hari kalender. 
[diisi  dengan  masa  Pemeliharaan  apabila
ada] 

46.  Asuransi 
Khusus  dan 
Pihak Ketiga

46.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi
untuk  pekerja,  barang  atau  peralatan  yang
berisiko  tinggi  terjadinya  kecelakaan terkait
dengan  pelaksanaan  pekerjaan [Ya/Tidak]:
________



Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi
untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di
tempat kerjanya  terkait dengan pelaksanaan
pekerjaan [Ya/Tidak]: ________

47. Tindakan 
Penyedia 
yang 
mensyaratka
n Persetujuan
Pejabat 
Penandatang
an Kontrak

47.b  Tindakan  lain  Penyedia  yang  harus  terlebih
dahulu  mendapatkan  persetujuan  tertulis
Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:
_________________________________________

48. Kerjasama
Penyedia 
dengan 
Usaha Kecil 
Sebagai 
SubPenyedia

48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan
dengan usaha kecil:
1. __________
2. __________
3. __________dst

[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai
dengan  penawaran  Penyedia baik  sebagian
maupun seluruhnya]

54. Kepemilika
n Dokumen

54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen  yang  dihasilkan  dari  pekerjaan  ini
dengan  pembatasan  sebagai  berikut:
_____________

57. Pembayaran 57.1.a Pekerjaan  Pengadaan  Jasa  Lainnya  ini  dapat
diberikan uang muka Tidak 

57.1.b [jika ”YA”]
Uang  muka  diberikan  sebesar  __%  (_______
persen) dari Nilai Kontrak.

57.2.a Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan
dengan ketentuan: Bulanan.

[Untuk  pembayaran  dilakukan  secara
bulanan,  dibayar  berdasarkan  perhitungan
progress  pekerjaan  yang  dituangkan  dalam
laporan  kemajuan  hasil  pekerjaan dan
disetujui  oleh  Pejabat  Penandatangan
Kontrak.] 

57.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan,
pemeliharaan,  dan/atau  uang  muka)  tidak
bisa  dicairkan:_______[diisi  dengan  nilai
kerugian yang ditimbulkan]

57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila  terjadi  keterlambatan  penyelesaian
pekerjaan, besarnya  denda  keterlambatan
adalah: _________



 [Diisi dengan memilih salah satu:
1) 1‰ (satu  permil)  per  hari  dari  harga

Bagian  Kontrak  yang  tercantum  dalam
Kontrak; atau

2) 1‰ (satu  permil)  per  hari  dari  harga
kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari
bagian  kontrak  maka  bagian  pekerjaan
dimaksud adalah:

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. ___dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

60. Penyesuai
an Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: 
Tidak

67.  
Penyelesaia
n 
Perselisihan

67.4 Dalam hal  terdapat sengketa antara Pejabat
Penandatangan  Kontrak dengan  Penyedia,
penyelesaian  sengketa  akan  dilakukan
melalui _________________________________ .
[layanan penyelesaian sengketa yang 
diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga 
Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan 
pada Pengadilan Negeri _______________ 
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]



RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

A. BENTUK  SURAT  PERJANJIAN  DENGAN  PENYEDIA  BERBENTUK
BADAN USAHA 

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

__________
Nomor: __________

SURAT  PERJANJIAN  ini  berikut  semua  lampirannya  (selanjutnya  disebut
“Kontrak”)  dibuat  dan  ditandatangani  di  __________  pada  hari  __________
tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf]  antara:
1. __________  [nama  PA/KPA/PPK],  selaku  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,

yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama __________  [nama  satuan  kerja
PA/KPA/PPK],  yang  berkedudukan  di __________  [alamat  PA/KPA/PPK],
berdasarkan  Surat  Keputusan _______________  [pejabat  yang
menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No _________________
[No.  SK  penetapan sebagai  PA/KPA/PPK],  selanjutnya  disebut  “Pejabat
Penandatangan Kontrak” dan 

2. __________  [nama wakil  Penyedia],  __________  [jabatan  wakil  Penyedia],
yang bertindak untuk dan atas nama __________  [nama  Badan Usaha],
yang berkedudukan di  __________  [alamat Penyedia],  berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar]
tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar],
selanjutnya disebut ”Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a)Telah  diadakan  proses  pemilihan  penyedia  yang  telah  sesuai  dengan
Dokumen Pemilihan.

(b)Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat
Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)  Nomor  ________,  tanggal
________bulan______tahun______,  untuk  melaksanakan  Pekerjaan
sebagaimana  diterangkan  dalam  Syarat-Syarat  Umum  Kontrak,
selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.

(c) Penyedia  telah  menyatakan  kepada  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,
memenuhi  persyaratan  kualifikasi,  memiliki  keahlian  profesional,
personel,  dan  sumber  daya  teknis,  serta  telah  menyetujui  untuk
menyediakan  Jasa  Lainnya sesuai  dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini. 

(d)Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan  Penyedia  menyatakan  memiliki
kewenangan  untuk  menandatangani  Kontrak  ini,  dan  mengikat  pihak
yang diwakili.

(e)Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan  Penyedia  mengakui  dan
menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini
masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat;



2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa 

dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta 
semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan
ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
1. _______
2. _______
3. _______dst
[diisi  ruang  lingkup  pekerjaan  Pengadaan  Jasa  Lainnya  yang  akan

dilaksanakan]

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan  Jasa  Lainnya  ini  menggunakan  Jenis  Kontrak
_____________________[diisi  dengan  jenis  kontrak  lumsum/harga
satuan/gabungan lumsum dan harga satuan].

(2) Nilai  Kontrak  termasuk Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  sebesar
Rp_______  ____  __ (_______  ________ rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1)Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini: 
a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Kontrak;
c. syarat-syarat khusus Kontrak; 
d. syarat-syarat umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran; 
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar (apabila ada);
h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2)Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat
(1) di atas.



Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
dinyatakan  dalam Syarat-Syarat  Umum Kontrak  (SSUK)  dan  Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
sampai  dengan  selesainya  pekerjaan  dan  terpenuhinya  seluruh  hak  dan
kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan  demikian,  Pejabat  Penandatangan  Kontrak dan  Penyedia  telah
bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas
dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-
masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama
dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

__________

[tanda tangan dan cap 

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama 
Penyedia
__________

[tanda tangan dan cap 

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:
 Kontrak  dengan meterai  Rp6000 pada  bagian tanda tangan Pejabat

Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan 
 Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan  Penyedia

diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



Surat  Perintah Mulai Kerja  disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang
tersedia dalam Aplikasi SPSE.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : __________
Paket Pekerjaan : __________

Yang bertanda tangan di bawah ini :

__________[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
__________[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
__________[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, 
bersama ini memerintahkan:

__________[nama Penyedia Jasa Lainnya]
__________[alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh : __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Paket Pengadaan: _____________;

2. Tanggal   mulai kerja   : __________; 

3. Syarat-syarat  pekerjaan   :  sesuai  dengan persyaratan  dan  ketentuan
Kontrak;

4. Waktu penyelesaian   : selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________

5. Hasil Pekerjaan : __________________________________

6. Sanksi:  terhadap  keterlambatan  penyerahan  hasil  kerja,  Kontrak
Pengadaan  Jasa  Lainnya  dan  pembayaran  kepada  Penyedia  dapat
dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]



[jabatan]
NIP: __________

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]



RANCANGAN KONTRAK  
 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
REHAB PUSKESMAS PRINGSURAT 

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja 

Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut 

“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari .......... tanggal ….... 

bulan ............tahun 2019 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang  Nomor.……  

tanggal  …….,  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. 

tanggal ……., antara : 

Nama : Achmad Asyfari,S.Km.,M.Si. 

NIP : - 

Jabatan :   - 

Berkedudukan di : DINAS KESEHATAN 

Jl. Pahlawan No.21 Temanggung 
 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. 

DINAS KESEHATAN Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan ……. 

Nomor ……. tanggal ……. Tentang [SK pengangkatan PA] selanjutnya disebut 

“Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan: 

 

Nama : …………….[nama wakil Penyedia] 

Jabatan :   ………….. ..[sesuai akta notaris] 

 

Berkedudukan di : …………..  [alamat Penyedia] 

  

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] 

 

Tanggal  : ………….. [tanggal penerbitan akta] 

 

Notaris  : ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya 

disebut “Penyedia”. 

 

Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

 

 

 

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 



 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan; 

 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam 

Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat 

Inap 7 Lantai DINAS KESEHATAN Temanggung sebagaimana diterangkan 

dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki 

keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta 

telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki 

kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang 

diwakili; 

 

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan 

bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing 

pihak : 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat; 

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 

fakta dan kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini 

bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan 

Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai DINAS 

KESEHATAN Temanggung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna 

yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 

 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Arsitektur Gedung B dan Jembatan 

3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing Gedung B dan Jembatan 

4. Pekerjaan Gorong-gorong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3 



HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam 

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. 
ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….; 

 

2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung dan DINAS 

KESEHATAN Temanggung; 

 

3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ............... rekening nomor : 

............. atas nama Penyedia : ............... . 

 

 

Pasal 4 

 

DOKUMEN KONTRAK 

 

1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian 

(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran 

dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak 

beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 

subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 

lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 

Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan 

Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

 

2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 
b. Surat Perjanjian; 
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga; 
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
f. spesifikasi teknis;  
g. gambar-gambar; 
h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

 
Pasal 5 

MASA KONTRAK 

 

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 

tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan; 

 

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delpan puluh) hari 

kalender; 

 

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

 

 

 



Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

 

 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 

............. [diisi nama badan usaha] 

DINAS KESEHATAN  

Kabupaten Temanggung 

     

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli 

ini untuk Pejabat Penandatangan  ini untuk Penyedia maka rekatkan 

Kontrak maka rekatkan meterai meterai Rp 6.000,- )] 
Rp 6.000,- )]  

[nama lengkap] SUGIYARTO, SH. 

 [jabatan]  Pembina  
   NIP. 19650209 198607 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 

 

KETENTUAN UMUM        

1.   Definisi                      Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat 
                       Umum  Kontrak  selanjutnya  disebut  SSUK  harus 
 mempunyai   arti   atau   tafsiran   seperti   yang 
 dimaksudkan sebagai berikut.    

 1.1 Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  yang 
  selanjutnya  disingkat  APIP  adalah  aparat 
  yang melakukan pengawasan melalui audit, 
  reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
  pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
  tugas dan fungsi Pemerintah.   

 1.2 Bagian pekerjaan yang  disubkontrakkan 
  adalah bagian pekerjaan utama atau bagian 
  pekerjaan  bukan  utama  yang  ditetapkan 
  sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
  Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan 
  kepada  Penyedia  lain  (subpenyedia)  dan 
  disetujui terlebih dahulu oleh PPK.  

 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah 
  daftar  kuantitas/keluaran  yang  telah  diisi 
  harga satuan kuantitas/keluaran sesuai 
  ketentuan  pemberlakuannya  dan jumlah 
  biaya keseluruhannya yang merupakan 
  bagian dari penawaran.    

 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim 
  pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh 
  PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, 
  untuk mengelola administrasi Kontrak dan 
  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 1.5 Harga    Kontrak    adalah    total    harga 
  pelaksanaan pekerjaan yang tercantum 
  dalam Kontrak.     

 1.6 Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  selanjutnya 
  disingkat   HPS   adalah   perkiraan   harga 
  barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

 1.7 Harga  Satuan  Pekerjaan  yang  selanjutnya 
  disingkat  HSP  adalah  harga  satu  jenis 
  pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 

 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
  kerangka   waktu   yang   sudah   terinci 
  berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah 
  dilaksanakan pemeriksaan lapangan 
  bersama   dan   disepakati   dalam   rapat 
  persiapan pelaksanaan Kontrak.   

 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang 
  terjadi di luar kehendak para pihak dalam 
  Kontrak   dan   tidak   dapat   diperkirakan 
  sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
  ditentukan  dalam  Kontrak  menjadi  tidak 
  dapat dipenuhi.     

 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 
  keruntuhan bangunan dan/atau tidak  

 
 
 



 
 
 
 

berfungsinya bangunan setelah penyerahan 
akhir hasil Jasa Konstruksi. 

 
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 

disingkat KSO adalah kerja sama usaha 
antar Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian 
tertulis. 

 

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya 
disebut Kontrak adalah keseluruhan 
dokumen yang mengatur hubungan hukum 
antara PPK dengan Penyedia dalam 
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi 
atau pekerjaan konstruksi. 

 
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga 

Satuan adalah Kontrak yang merupakan 
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran 
pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersangkutan. 

 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

 
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu 

berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan. 

 
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu 

untuk melaksanakan seluruh pekerjaan 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

 
1.18 Masa Pemeliharaan adalah  jangka  waktu 

untuk melaksanakan kewajiban 
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan. 

 
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaran yang pokok dan penting yang 
nilai bobot kumulatifnya minimal 80% 
(delapan puluh perseratus) dari seluruh 
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 

 
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

metode yang menggambarkan penguasaan 
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari 
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 

 

 



 

pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari 
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan  
utama yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara teknis. 

 
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 

selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja 
daerah. 

 
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan 

atau sebagian kegiatan yang meliputi  
pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

 

1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu konstruksi sesuai  
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan. 

 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

 
1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis  

adalah tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

 
1.27    Pengguna   Anggaran   yang   selanjutnya  

disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

 
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan 
Kontrak. 

 
1.29 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, 

KPA atau PPK.  
 

1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan  
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 

 
 

 



 
 
 

 

1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan 
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 

 
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 

Jaminan adalah jaminan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 

1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya 
disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk 
memulai melaksanakan pekerjaan. 

 
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh  
PPK untuk memulai melaksanakan 
pekerjaan. 

 
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

adalah tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai (Provisional Hand 
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara 
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang 
diterbitkan oleh PPK. 

 
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 

tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai 
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam 
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
yang diterbitkan oleh PPK. 

 
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja 

yang bekerja di sektor konstruksi yang 
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan 
operator. 

 
2. Penerapan SSUK diterapkan  secara  luas  dalam  pelaksanaan 

  Pekerjaan   Konstruksi   ini   tetapi   tidak   dapat 
  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam 
  Dokumen   Kontrak   lain   yang   lebih   tinggi 
  berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa   Kontrak   harus   dalam   bahasa 
   Indonesia. 

  3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak 
   asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia 
   dan  bahasa  Inggris.  Dalam  hal  terjadi 
   perselisihan dengan pihak asing digunakan 
   Kontrak dalam bahasa Indonesia. 

  3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 
   berlaku di Indonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, 
   e-mail  dan/atau  faksimili  dengan  alamat 
   tujuan  para  pihak  yang  tercantum  dalam 

SSKK. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wakil Sah Para Pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.    Larangan Korupsi,  
Kolusi   dan Nepotisme 
(KKN), Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

 

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus 
dibuat secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dan dianggap telah 
diberitahukan jika telah disampaikan secara 
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak 
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui 
surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan 
ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 

 
5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap  
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan 
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah 
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan 
dalam SSKK. 

 
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur 

dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan 
harus disampaikan kepada masing-masing 
pihak. 

 
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi 

Wakil Sah PPK memiliki tugas : 
 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
dengan pelimpahan dari PPK; 

 
b.     mengelola administrasi kontrak; dan  
c.     mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk : 
 

a. menawarkan, menerima atau 
menjanjikan untuk memberi atau  
menerima hadiah atau imbalan berupa 
apa saja atau melakukan tindakan 
lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga 
berkaitan dengan pengadaan ini; 

b.    mendorong terjadinya persaingan tidak 
sehat; dan/atau 

 
c.  membuat dan/atau menyampaikan 

secara tidak benar dokumen dan/atau 
keterangan lain yang disyaratkan untuk 
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak 
ini. 

 
6.2       Penyedia     menjamin     bahwa     yang   

bersangkutan termasuk semua anggota KSO  
(apabila berbentuk KSO) dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan 
tidak akan melakukan tindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1 di atas. 

 
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK 

terbukti melakukan larangan-larangan di 
atas dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif oleh PPK sebagai berikut: 

 
a.    pemutusan Kontrak; 

 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan   

disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalam SSKK; 

 
c.  sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 



 

dicairkan dan disetorkan sebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

 
d.    pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 

 
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar 
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas 
usulan PPK.  
PA/KPA menyampaikan dokumen 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:  
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi 

Daftar Hitam; dan  
2) unit kerja yang melaksanakan 

fungsi layanan pengadaan secara 
elektronik, untuk ditayangkan 
dalam Daftar Hitam Nasional] 

 

  6.4 Pengenaan  sanksi  administratif   di   atas 
   dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.  

  6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan 
   dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
   peraturan perundang-undangan.   

7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
   material/bahan  yang  terdiri  dari  rincian 
   komponen  dalam  negeri  dan  komponen 
   impor.       

  7.2 Asal  material/bahan merupakan tempat 
   material/bahan diperoleh, antara   lain 
   tempat material/bahan ditambang, tumbuh, 
   atau diproduksi.      

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
  keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan 
  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  ini  berdasarkan 
  standar akuntansi yang berlaku.    

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja 
  Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk 
  membayar   semua   pajak,   bea,   retribusi,   dan 
  pungutan  lain  yang  dibebankan  oleh  peraturan 
  perpajakan  atas  pelaksanaan  Kontrak  ini.  Semua 
  pengeluaran   perpajakan   ini   dianggap   telah 
  termasuk dalam Harga Kontrak.    

10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
 Kontrak  diperbolehkan dalam hal pergantian nama 
   Penyedia, baik  sebagai  akibat peleburan 
   (merger) maupun akibat lainnya.   

  10.2 Jika  ketentuan  di  atas  dilanggar  maka 
   Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK  dan 
   Penyedia  dikenakan sanksi sebagaimana 
   diatur dalam pasal 41.2.    

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap 
  pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak 
  yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi  

pengabaian yang terus-menerus selama Masa 
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian 
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak 
yang melakukan pengabaian. 

 
12. Penyedia Mandiri  Penyedia  berdasarkan  Kontrak  ini  bertanggung   

jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan 
  subpenyedianya  (jika  ada)  serta  pekerjaan  yang 
  dilakukan oleh mereka.   

   

   

   

   

   



13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 
  disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas 
  nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
  terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.  

14. Pengawasan 14.1   PPK   menetapkan   Pengawas   Pekerjaan 
 Pelaksanaan Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan 
  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai 

Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat 
berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa  
Pengawasan (Konsultan Pengawas). 

 
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 

Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. 
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas 
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK 
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 

 
15. Tugas dan Wewenang 15.1   Semua  gambar  dan rencana kerja yang 

Pengawas Pekerjaan digunakan dalam  pelaksanaan pekerjaan 
 sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen 
 maupun pekerjaan sementara harus 
 mendapatkan  persetujuan  dari Pengawas 
 Pekerjaan.     

 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan 
sementara yang tidak tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam 
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan 
pekerjaan sementara tersebut untuk 
mendapatkan pernyataan tidak 
berkeberatan (no objection) untuk 
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.  
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana  
pekerjaan sementara  ini tidak melepaskan 
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai 
Kontrak. 
  

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas 
dan wewenang paling sedikit meliputi: 

 
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana 

mutu pekerjaan konstruksi Penyedia 
Jasa pelaksana konstruksi; 

 
b. memberikan ijin dimulainya setiap 

tahapan pekerjaan; 
 

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak; 

 
d. memeriksa dan menilai mutu dan 

keselamatan konstruksi terhadap hasil 
akhir pekerjaan; 

 
e. menghentikan setiap pekerjaan yang 

tidak memenuhi persyaratan; 
 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 

 
g. memberikan laporan secara periodik 

kepada PPK sesuai dengan ketentuan 
dalam Kontrak. 

 

15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini. 

 
 
 
 
 
 

 



16. Penemuan-penemuan          Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan 
kepada pihak yang berwenang semua penemuan 
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau 
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang 
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai 
oleh negara. 

 
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin 

  

  akses   Pejabat Penandatangan Kontrak, PPK,   
Wakil   Sah   PPK,  Staf Teknis, Pengawas 

    Pekerjaan  dan/atau  pihak  yang  mendapat 
    izin  dari  PPK  ke  lokasi  kerja  dan  lokasi 
    lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau 
  akan dilaksanakan.   

 17.2   Penyedia  harus  dianggap  telah  menerima 
    kelayakan  dan  ketersediaan  jalur  akses 
    menuju lapangan. Penyedia harus berupaya 
    menjaga  setiap  jalan  atau  jembatan  dari 
  kerusakan akibat penggunaan/lalu  lintas 
    Penyedia  atau  akibat  personel  Penyedia. 
  Kecuali ditentukan lain maka:  

    a.   Penyedia harus bertanggung jawab atas 
          pemeliharaan yang mungkin diperlukan 
          akibat penggunaan jalur akses; 
    b.   Penyedia  harus  menyediakan  rambu 
          atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan 
          mendapatkan perizinan yang mungkin 
          disyaratkan oleh otoritas terkait untuk 
          penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; 

    c.   biaya karena ketidaklayakan atau tidak 
          tersedianya jalur akses untuk digunakan 
          oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; 
          dan    

    d.   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim 
          yang mungkin timbul akibat penggunaan 
          jalur akses.  

 17.3   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang 
    mungkin  timbul  selain  penggunaan  jalur 

  

akses tersebut. 
    

 B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
 

18. Masa Pelaksanaan    Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan 
Kontrak   Surat Perjanjian oleh Para  Pihak  sampai dengan 

    Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan 
 kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak 
 sudah terpenuhi.      

 B.1  Pelaksanaan Pekerjaan         

19. Penyerahan Lokasi Kerja   19.1   Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan 
   peninjauan  lapangan  bersama  oleh  para 
   pihak.       

   19.2   PPK berkewajiban   untuk   menyerahkan lokasi 

  

kerja   sesuai   dengan   kebutuhan Penyedia 
yang tercantum dalam rencana kerja yang telah 
disepakati oleh para pihak dalam Rapat 
Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk 
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan 
kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 

 

 



 
 

 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
  dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan 
  Lokasi Kerja.     

 19.4 Jika  dalam  peninjauan  lapangan  bersama 
  ditemukan hal-hal  yang dapat 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka 
  perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
  adendum Kontrak.    

 19.5 Jika  PPK  tidak  dapat  menyerahkan  lokasi 
  kerja  sesuai  kebutuhan  Penyedia  yang 
  tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 
  19.2)  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan 
  terbukti merupakan suatu hambatan, maka 
  kondisi  ini  ditetapkan  sebagai  Peristiwa 
  Kompensasi.     

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK  menerbitkan SPMK paling lambat  14 
Kerja (SPMK)  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  tanggal 

  penandatanganan Kontrak atau 14 (empat 
  belas)  hari  kerja  sejak  penyerahan  lokasi 
  kerja pertama kali.    

 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup 
  pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.  

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia  berkewajiban untuk 
Pekerjaan Konstruksi  mempresentasikan dan menyerahkan RMPK 
(RMPK)  sebagai penjaminan dan pengendalian mutu 

  pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan  
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan 
disetujui oleh PPK. 

 
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: 

 
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 

(Method Statement ); 
 

b.    Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ 
Inspection and Test Plan (ITP); 

 
c.     Pengendalian Subpenyedia dan   

Pemasok. 
 

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan 
mengendalikan pelaksanaan RMPK secara 
konsisten untuk mencapai mutu yang 
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan 
ini. 

 
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 

pekerjaan. 
 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum 
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 

 

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan 
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan 
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa 
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap 
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK 
harus mendapatkan persetujuan PPK. 

 

 21.7 Persetujuan   PPK   terhadap   RMPK   tidak 
  mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 
22. Rencana Keselamatan   
Konstruksi (RKK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikan dan menyerahkan RKK 
pada saat rapat persiapan pelaksanaan 
kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujui oleh PPK 

 

 

 



 
 

 22.2 Para   Pihak   wajib   menerapkan   dan 
  mengendalikan pelaksanaan  RKK secara 
  konsisten.      

 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

 22.4 Penyedia berkewajiban  untuk 
  memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi 
  pekerjaan,  jika  terjadi  perubahan  maka 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 22.5 Pemutakhiran RKK  harus mendapat 
  persetujuan PPK.      

 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK 
  tidak   mengubah   kewajiban kontraktual 
  Penyedia.      

23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 
Pelaksanaan Kontrak  diterbitkannya SPMK dan sebelum 

  pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan 
  Penyedia,  unsur  perancangan,  dan  unsur 
  pengawasan,  harus  sudah 
  menyelenggarakan rapat persiapan 
  pelaksanaan kontrak.     

 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati 
  dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak 
  meliputi:      

 
a. RMPK;  
b. pelaksanaan RKK;  
c. organisasi kerja; 

 
d. tata cara pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang 
diikuti uraian tentang metode kerja 
yang memperhatikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja; 

 
f. jadwal pengadaan bahan/material, 

mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja 
Konstruksi; 

 
g. penyusunan rencana 

pengukuran/pemeriksaan bersama; dan  
h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 
  dituangkan   dalam   Berita   Acara   Rapat 
  Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 
  dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
  hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau 
  sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 

 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 
  pekerjaan, yaitu : 

 
a. mendatangkan 

terkait yang 
pelaksanaan  
instalasi alat; 

 
peralatan-peralatan 
diperlukan    dalam 

pekerjaan,    termasuk 



 
b.    mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 

rumah, gedung laboratorium, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c.     mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 
 

 24.3 Mobilisasi  peralatan  dan  Tenaga  Kerja 
  Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap 
  sesuai dengan kebutuhan.    

25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 
Pemeriksaan Bersama  dan  Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama 

  dengan  Penyedia  melakukan pengukuran 
  dan  pemeriksaan  detail  terhadap  kondisi 
  lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata 
  pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 

 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan 
  bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia 
  Peneliti Pelaksanaan Kontrak.   

 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan 
  dalam Berita Acara. Apabila dalam 
  pengukuran/pemeriksaan   bersama 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
  harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama  yang  sesuai  dengan  persyaratan 
  Kontrak dapat segera dimobilisasi.  

 25.5 Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bersama 
  Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66. 

26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 
Dalam Negeri  berkewajiban   mengutamakan 

  material/bahan produksi dalam negeri dan 
  tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang 
  dilaksanakan  di  Indonesia  sesuai  dengan 
  yang disampaikan pada saat penawaran. 

 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan  Konstruksi, 
  bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  perangkat lunak yang digunakan mengacu 
  kepada dokumen:     

  a.   formulir rekapitulasi perhitungan 
  Tingkat   Komponen Dalam Negeri 
  (TKDN), untuk Penyedia yang 
  mendapat preferensi harga; dan 

 
b.    daftar barang yang diimpor, untuk 

barang yang diimpor. 
 

   26.3   Apabila   dalam   pelaksanaan   pekerjaan 
    Ditemukan ketidaksesuaian dengan  
            dokumen  pada  pasal  26.2,  maka  akan 
 dikenakan sanksi sesuai peraturan 
 perundangan yang berlaku.    

B.2  Pengendalian Waktu        

27. Masa Pelaksanaan 27.1   Kecuali  Kontrak diputuskan  lebih awal, 
                 Penyedia berkewajiban   untuk memulai 
                 pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
            Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
                 dengan RMPK, serta menyelesaikan 
             pekerjaan   paling   lambat   selama   Masa 
                 Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 

 27.2   Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat 
 menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
 Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya 

 

 



 

  yang   dapat   dibuktikan   demikian,   dan 
  Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
  kepada  PPK,  dengan  disertai  bukti-bukti 
  yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat 
  memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan 
  melakukan penjadwalan kembali 
  pelaksanaan tugas Penyedia dengan 
  membuat adendum Kontrak.  

 27.3   Jika pekerjaan  tidak  selesai  sesuai  Masa 
  Pelaksanaan  bukan  akibat  Keadaan  Kahar 
  atau  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena 
  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia  maka 
  Penyedia dikenakan denda.   

 27.4   Apabila diberlakukan serah terima sebagian 
  pekerjaan (secara parsial), Masa 
  Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian 
  pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 

 27.5   Bagian  pekerjaan  pada  pasal  27.4  adalah 
  bagian  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan 
  dalam Dokumen Pemilihan.   

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara 
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk  menunda  pelaksanaan 

 pekerjaan.  Setiap  perintah  penundaan  ini  harus 
 segera ditembuskan kepada PPK.   

29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas  Pekerjaan atau Penyedia  dapat 
  menyelenggarakan rapat pemantauan, dan 
  meminta satu sama lain untuk menghadiri 
  rapat tersebut. Rapat pemantauan 
  diselenggarakan untuk membahas 
  perkembangan pekerjaan dan perencanaan 
  atas sisa pekerjaan serta untuk 
  menindaklanjuti peringatan dini.  

 

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, 
dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan 
pihak-pihak yang menghadiri rapat. 

 

      29.3   Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu 
                     diputuskan,   Pengawas Pekerjaan   dapat 
                memutuskan baik dalam rapat atau setelah 
                 rapat  melalui  pernyataan  tertulis  kepada 
                     semua pihak yang menghadiri rapat. 

30. Peringatan Dini 30.1   Penyedia berkewajiban untuk 
                  memperingatkan sedini mungkin Pengawas 
               Pekerjaan   atas   peristiwa   atau   kondisi 
                  tertentu  yang  dapat  mempengaruhi  mutu 
               pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau 
 menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas 
 Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia 
 untuk   menyampaikan secara tertulis 
                   perkiraan  dampak  peristiwa  atau  kondisi 
 tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan 
 Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini 
                  harus sesegera mungkin disampaikan oleh 
 Penyedia.     

         30.2   Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 
 dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
 mencegah atau mengurangi dampak 
 peristiwa atau kondisi tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3 Penyelesaian Kontrak 
 
 

31. Serah Terima Pekerjaan      31.1 Setelah  pekerjaan  selesai  100%  (seratus 
 perseratus), sesuai dengan ketentuan yang 
 tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
 mengajukan permintaan secara tertulis 
 kepada  PPK  untuk  serah  terima  pertama 
 pekerjaan.       

31.2 PPK  memerintahkan Pengawas Pekerjaan 
 untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap 
 hasil pekerjaan.      

31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian 
 hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi 
 yang tercantum dalam Kontrak.   

31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan 
 disampaikan  kepada  PPK,  apabila  dalam 
 pemeriksaan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai 
 dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam 
 Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK 
 memerintahkan  Penyedia  untuk 
 memperbaiki  dan/atau melengkapi 
 kekurangan pekerjaan.    

31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan 
 telah   sesuai   dengan   ketentuan   yang 
 tercantum  dalam  Kontrak  maka  PPK  dan 
 Penyedia menandatangani Berita Acara 
 Serah Terima Pertama Pekerjaan.   

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
 (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga 
 Kontrak,   sedangkan   yang   5%   (lima 
 perseratus) merupakan retensi selama masa 
 pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 
 sebesar  100%  (seratus  perseratus)  dari 
 Harga   Kontrak   dan   Penyedia   harus 
 menyerahkan  Jaminan Pemeliharaan 
 sebesar  5%  (lima  perseratus)  dari  Harga 
 Kontrak.        

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
 selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi 
 tetap seperti pada saat penyerahan pertama 
 pekerjaan.       

31.8 Masa  Pemeliharaan  paling  singkat  untuk 
 pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, 
 sedangkan untuk pekerjaan semi permanen 
 selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui 
 Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
 Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
 Penyedia mengajukan  permintaan secara 
 tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir 
 pekerjaan.       

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 
 Penyedia telah melaksanakan semua 
 kewajibannya selama  Masa  Pemeliharaan 
 dengan baik dan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
maka  PPK  dan  Penyedia  menandatangani  
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

31.11  PPK wajib melakukan pembayaran sisa 
Harga  Kontrak  yang  belum  dibayar  atau  
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

 

31.12  Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajiban pemeliharaan sebagaimana  
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan 
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan 
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 

 
31.13  Setelah penandatanganan Berita Acara Serah 

Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan 
hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

 
31.14  PA/KPA  meminta  PPHP  untuk  melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap hasil 
pekerjaan yang diserahterimakan. 

 
31.15  PPHP melakukan pemeriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan sampai dengan  
serah terima hasil pekerjaan, meliputi 
dokumen program/penganggaran, surat 
penetapan PPK, dokumen perencanaan  
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan 
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, 
dokumen Kontrak dan perubahannya serta  
pengendaliannya, dan dokumen serah 
terima hasil pekerjaan. 

 
31.16  Apabila hasil pemeriksaan administrasi  

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK  
untuk  memperbaiki  dan/atau  melengkapi 
kekurangan dokumen administratif. 

 
31.17  Hasil pemeriksaan administratif dituangkan  

dalam Berita Acara. 
 

31.18  Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 
perbagian pekerjaan (secara parsial) yang  
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 

 
31.19  Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan 

serah terima pekerjaan sebagian atau secara  
parsial yaitu: 

 
a. bagian pekerjaan yang tidak 

tergantung satu sama lain; dan 
 

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak 
terkait satu sama lain dalam 
pencapaian kinerja pekerjaan. 

 
31.20  Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan 

secara parsial, maka cara pembayaran, 
ketentuan denda dan kewajiban  
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 

 
31.21  Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan 

setelah serah terima pertama pekerjaan  
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) 
tersebut dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut  
berakhir sebagaimana yang tercantum 
dalam SSKK. 

 
31.22  Serah terima pertama pekerjaan untuk  

bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan 
dalam Berita Acara. 

 
 

 



 
 
 
 

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan 
  dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan 
  surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

33. Pedoman Pengoperasian 33.1   Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk 
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian 
Pemeliharaan             dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan 

              SSKK.   

   33.2   Apabila    Penyedia    tidak    memberikan 
              pedoman pengoperasian dan 
              perawatan / pemeliharaan, PPK berhak 
         menahan   uang   retensi   atau   Jaminan 
              Pemeliharaan.   

 
B.4 Adendum 

 
34. Perubahan Kontrak             34.1    Kontrak hanya dapat diubah melalui  
         adendum   Kontrak. 

 
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan 

apabila disetujui oleh para pihak, yang 
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. perubahan Harga Kontrak; 

 
c. perubahan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 
 

d. perubahan Kontrak yang disebabkan 
masalah administrasi. 

 
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK 

dapat meminta pertimbangan dari 
Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

 

35. Perubahan Pekerjaan          35.1    Dalam hal terdapat perbedaan antara 
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis 
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, 
PPK bersama Penyedia dapat melakukan 
perubahan pekerjaan, yang meliputi: 

 
a. menambah atau mengurangi volume 

yang tercantum dalam Kontrak;  
b. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
d. mengubah jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 
 

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 
35.1 namun ada perintah perubahan dari 
PPK, PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakati perubahan pekerjaan yang 
meliputi: 

 
a. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
c. mengubahjadwalpelaksanaan 
a. pekerjaan  

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 
PPK secara tertulis kepada Penyedia 
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi 
teknis dan harga dengan tetap mengacu 
pada ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 

 
 
 



35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam 
Berita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendum Kontrak. 

 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 
35.2 mengakibatkan penambahan Harga 
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan 
dengan ketentuan penambahan Harga 
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari harga yang tercantum 
dalam Kontrak awal dan tersedianya 
anggaran. 

 
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan  
oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. penyesuaian harga; dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 

36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama 
yang akan dilaksanakan berubah akibat 
perubahan pekerjaan lebih dari 10% 
(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, 
maka pembayaran volume selanjutnya 
dengan menggunakan harga satuan yang 
disesuaikan dengan negosiasi. 

 

36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran 
terdapat harga satuan timpang, maka harga 
satuan timpang tersebut hanya berlaku 
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk 
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan 
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 

 

36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang 
masuk kategori harga satuan timpang, maka 
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 

 
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, 

maka penentuan harga baru dilakukan 
dengan negosiasi. 

 
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan 

penyesuaian harga adalah sebagai berikut: 
 

a.   harga yang tercantum dalam Kontrak  
dapat berubah akibat adanya 
penyesuaian harga sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

b. penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak dengan yang 
masa pelaksanaannya lebih dari 18 
(delapan belas) bulan;  

c.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 
pelaksanaan pekerjaan;  

d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi 
seluruh kegiatan/mata pembayaran, 
kecuali komponen keuntungan, biaya 
tidak langsung (overhead cost) dan 
harga satuan timpang sebagaimana 
tercantum dalam penawaran; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Perubahan Jadwal 
Pelaksanaan Pekerjaan 
dan/atau Masa 
Pelaksanaan 

 

e.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang  
tercantum dalam Kontrak awal 
/adendum Kontrak;  

f. penyesuaian harga satuan bagi 
komponen pekerjaan yang berasal dari 
luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal 
barang tersebut;  

g.  jenis pekerjaan baru dengan harga 
satuan baru sebagai akibat adanya 
adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak adendum Kontrak 
tersebut ditandatangani;  

h.  indeks yang digunakan dalam  
pelaksanaan Kontrak terlambat 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
adalah indeks terendah antara jadwal 
Kontrak dan realisasi pekerjaan;  

i.    jenis   pekerjaan   yang   lebih   cepat  
pelaksanaannya diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks 
harga pada saat pelaksanaan. 

 
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian 

harga diatur dalam SSKK. 
 
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 

Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa 
Kompensasi. 

 
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya 
berlaku untuk bagian pekerjaan harga 
satuan. 

 

37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
dapat diakibatkan oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan; 

 
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; 

dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai 
berikut: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau  
c. Keadaan Kahar. 

 
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 

paling kurang sama dengan waktu 
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar 
atau waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan akibat dari 
ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b 

 
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa 

Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang 

 
 

 



 
 
 
 

diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu 
sesuai pertimbangan yang wajar setelah  
Penyedia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan 
dini  atas  keterlambatan  atau  tidak  dapat  
bekerja sama untuk mencegah 
keterlambatan sesegera mungkin, maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat  
dijadikan alasan untuk memperpanjang 
Masa Pelaksanaan. 

 
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak harus telah menetapkan ada 
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama, 

 
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan  
 dituangkan dalam Adendum Kontrak. 

        37.7   Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 
 penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
 Masa  Pelaksanaan  maka  Penyedia  berhak 
 untuk    meminta perpanjangan Masa 
 Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. 
 PPK  berdasarkan  pertimbangan  Pengawas 
 Pekerjaan memperpanjang  Masa 
 Pelaksanaan secara tertulis.  Perpanjangan 
 Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui 
 adendum Kontrak.     

B.5 Keadaan Kahar       

38. Keadaan Kahar        38.1   Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 
                  bencana alam, bencana non alam, bencana 
 sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca 
 ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 

        38.2   Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal- 
                 hal   merugikan   yang   disebabkan   oleh 
 perbuatan atau kelalaian para pihak.  

        38.3   Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau 
 Penyedia memberitahukan  tentang 
 terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu 
 pihak  secara  tertulis  dalam  waktu  paling 
 lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak 
                   menyadari atau seharusnya menyadari atas 
                   kejadian  atau  terjadinya  Keadaan  Kahar, 
                       dengan   menyertakan   bukti   serta   hasil 
 identifikasi kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan  
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 

 
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 

 
a. pernyataanyang diterbitkan oleh  
     pihak /instansi  yang  berwenang  sesuai 

ketentuan peraturan perundang- 
 undangan; dan/atau 

  
b.   foto/video dokumentasi Keadaan Kahar 

yang telah diverifikasi kebenarannya. 
 

38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk  
melakukan penelitian terhadap 
penyampaian pemberitahuan Keadaan 
Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud  
pada pasal 38.4. 

 
 

 



 
 
 

 

38.6   Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu 
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang  

ditentukan dalam Kontrak bukan 
merupakan cidera janji atau wanprestasi 
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal  
38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah 
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan 
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang  
terdampak dan/atau akan terdampak akibat 
dari Keadaan Kahar. 

 
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 

pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 
dapat bersifat 

 
a. sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir; atau 
 

 b.    permanen apabila akibat Keadaan Kahar  
tidak memungkinkan dilanjutkan 
/diselesaikannya pekerjaan. 

 
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan 
disertai alasan penghentian pekerjaan. 

 
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, 

para pihak dapat melakukan perubahan 
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama  
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak 
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa  
Pelaksanaan dapat melewati Tahun 
Anggaran 

38.10  Selama  masa  Keadaan  Kahar,  jika  PPK    
memerintahkan   secara   tertulis   kepada 
Penyedia untuk sedapat mungkin 
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia  
berhak untuk menerima pembayaran 
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar  
sesuai dengan kondisi yang telah 
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan 
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur  
dalam suatu adendum Kontrak. 

 
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, 

para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak 
untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang  
telah dicapai setelah dilakukan 
pengukuran/pemeriksaan bersama atau 
berdasarkan hasil audit. 

 
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

 
 39. Penghentian Kontrak                    Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena 

terjadi Keadaan Kahar sebagaimana 
dimaksud pada pasal 38. 

 
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan  oleh 
  PPK atau Penyedia.   

 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan  sekurang- 
  kurangnya 14 (empat belas) hari kalender 
  setelah PPK/Penyedia menyampaikan 
  pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak 

secara tertulis kepada Penyedia/PPK. 
 

 



 
 
 

 

40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
oleh salah satu pihak maka PPK membayar 
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 
PPK dikurangi denda yang harus dibayar 
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pelaksanaan 
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak 
milik PPK. 

 
41. Pemutusan Kontrak oleh    41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 

PPK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK 
 dapat   melakukan pemutusan Kontrak 
 apabila:       

 a. Penyedia   terbukti   melakukan KKN, 
  kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
  proses pengadaan yang diputuskan oleh 
  Instansi yang berwenang;    

 b. pengaduan tentang penyimpangan 
  prosedur, dugaan KKN dan/atau 
  pelanggaran persaingan sehat dalam 
  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
  dinyatakan  benar  oleh  Instansi  yang 
  berwenang;       

 
c.    Penyedia berada dalam keadaan pailit;  
d.    Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi  

Daftar Hitam sebelum 
penandatanganan Kontrak; 

 
e.  Penyedia gagal memperbaiki kinerja 

setelah mendapat Surat Peringatan 
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 
3 (tiga) kali; 

 
f.     Penyedia tidak mempertahankan 

berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak  
memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan; 

 
h.  berdasarkan penelitian PPK, Penyedia 

tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun 
diberikan kesempatan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender sejak  
masa berakhirnya pelaksanaan  
pekerjaan untuk menyelesaikan 
pekerjaan;  

i.     setelah diberikan kesempatan  
menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender 
sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; 

 
j.   Penyedia menghentikan pekerjaan 

selama 28 (dua puluh delapan) hari 
kalender dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam jadwal pelaksanaan 
pekerjaan serta tanpa persetujuan 
pengawas pekerjaan; atau 

 
k.  Penyedia mengalihkan seluruh kontrak 

bukan dikarenakan pergantian nama 
Penyedia. 

 
 
 



 
 
 

 

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

 
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan (apabila diberikan); 

 
c. Penyedia membayar denda (apabila 

ada); dan  
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

 
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan 
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.  

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a.  PPK berhak untuk tidak membayar 

retensi atau Jaminan Pemeliharaan  
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

 
b.    Penyedia dikenakan sanksi Daftar 

Hitam. 
 

41.5    Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan 
uang retensi atau uang pencairan Jaminan 
Pemeliharaan untuk membiayai 
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib  
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 
SSKK. 

 

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
secara sepihak oleh PPK karena kesalahan 
Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat 
menunjuk pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang sama atau 
Penyedia yang mampu dan memenuhi 
syarat. 

 
42. Pemutusan Kontrak oleh     Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  

Penyedia 
 
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat 
melakukan pemutusan Kontrak apabila: 

 
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 

Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut 
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari kalender; 

 
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam SSKK. 

 
43. Berakhirnya Kontrak          Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai 

dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat 
dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

 
44. Keterlambatan                     44.1    Apabila  Penyedia  terlambat  melaksanakan  

Pelaksanaan Pekerjaan 
dan Kontrak Kritis 

 
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus 
memberikan peringatan secara tertulis atau 
memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 

 
44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

 
a. Dalam periode I (rencana fisik 

pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), 
 

 



 
 
 
 

selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih  
besar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),  
selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih 
besar 5%;  

c. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), 
selisih keterlambatan antara realisasi  
fisik pelaksanaan dengan rencana 
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan 
melampaui tahun anggaran berjalan.  

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan 
rapat pembuktian (show cause 
meeting/SCM) 

 
a.    Pada  saat  Kontrak  dinyatakan  kritis,  

Pengawas Pekerjaan memberikan 
peringatan secara tertulis kepada  
Penyedia dan selanjutnya 
menyelenggarakan Rapat Pembuktian 
(SCM) Tahap I. 

 
b.  Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas 

Pekerjaan dan Penyedia membahas dan 
menyepakati besaran kemajuan fisik 
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam 
periode waktu tertentu (uji coba 
pertama) yang dituangkan dalam Berita 
Acara SCM Tahap I. 

 
c.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

pertama, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap II yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba kedua) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap II. 

 
d.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

kedua, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap III yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba ketiga) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap III. 

 
e.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

ketiga, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK 
dapat melakukan pemutusan Kontrak  
secara sepihak dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

 
f.   Apabila uji coba berhasil, namun pada 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka 
berlaku ketentuan SCM dari awal. 

 
 

45. Pemberian Kesempatan 
 
45.1    Dalam  hal  diperkirakan 

menyelesaikan   pekerjaan 

 
Penyedia 

sampai 

 

gagal  
Masa 



Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  
pekerjaan, PPK dapat memberikan 
kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat 
dalam adendum Kontrak yang didalamnya 
mengatur: 

 
a. waktu pemberian kesempatan 

penyelesaian pekerjaan; 
 

 b.    pengenaan sanksi denda keterlambatan 
kepada Penyedia; 

 
 c.    perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 
 

e. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 
dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya dari DIPA/DPA Tahun  
Anggaran berikutnya, apabila 
pemberian kesempatan melampaui 
Tahun Anggaran. 

 

 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 
  (lima   puluh) hari kalender,  sejak Masa 
  Pelaksanaan berakhir.    

 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
  melampaui Tahun Anggaran.   

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil 
 pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi 
 kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian 
 atau  kesalahan  Penyedia,  dapat  dimanfaatkan 
 sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban 
 Perawatan /pemeliharaan. Pengambilan  kembali 
 semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya 
 dapat dilakukan setelah mempertimbangkan 
 kepentingan PPK.         

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 
 

(f) Hak dan Kewajiban           Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban  
Penyedia yang  harus dilaksanakan  oleh  Penyedia dalam 
 melaksanakan Kontrak, meliputi :    

 a.   menerima pembayaran untuk pelaksanaan 
  pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan 
  yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

 b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana 
  dan  prasarana  dari  PPK  untuk  kelancaran 
  pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
  Kontrak;       

 c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 
  periodik kepada PPK;     

 d. melaksanakan, menyelesaikan  dan 
  menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
  pelaksanaan  pekerjaan  dan  ketentuan  yang 
  telah ditetapkan dalam Kontrak;    

 e. melaksanakan dan  menyelesaikan pekerjaan 
  secara  cermat,  akurat  dan  penuh  tanggung 
  jawab dengan  menyediakan tenaga kerja,  

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
maupun sementara yang diperlukan untuk  
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 
 
 
 

 



f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

 
g.  mengambil langkah-langkah yang memadai 

dalam rangka memberi perlindungan kepada 
setiap orang yang berada di tempat kerja 
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar 
yang berhubungan dengan pemindahan bahan 
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi 
dan proses produksi; 

 
h. melaksanakan semua perintah Pengawas 

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan 
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; 

 
i.      hak dan kewajiban lain yang timbul akibat 

lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 
 

 48. Penggunaan Dokumen-    Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan  
Dokumen Kontrak dan Menginformasikan dokumen Kontrak atau 
 Informasi dokumen   lainnya   yang   berhubungan   dengan 

 Kontrak  untuk  kepentingan  pihak  lain,  misalnya 
 spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta 
 informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  Kontrak, 
 kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  PPK  sesuai 
 ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan 
Intelektual atau  klaim  dari  pihak  ketiga  yang  disebabkan 

 penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan 
 Intelektual oleh Penyedia.  

50. Penanggungan Risiko 50.1   Penyedia  berkewajiban untuk  melindungi, 
membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
PPK beserta instansinya terhadap semua  
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses  
pemeriksaan hukum, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan  
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak  
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan : 

 
a.  kehilangan atau kerusakan peralatan 

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia 
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; 

 
b.   cidera tubuh, sakit atau kematian 

tenaga kerja konstruksi; 
 

c.   kehilangan atau kerusakan harta benda, 
dan cidera tubuh, sakit atau kematian 
pihak ketiga. 

 
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau 
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan  dan 
perlengkapan  merupakan  risiko  Penyedia,  
kecuali  kerugian  atau  kerusakan  tersebut 
diakibatkan  oleh kesalahan  atau kelalaian 
PPK. 

 

 50.3   Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
  Penyedia tidak membatasi  kewajiban 
  penanggungan dalam pasal ini.   

  

  

  

  

  

  



 50.4   Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 
  pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan 
  hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja 
  sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
  Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh 
  Penyedia  atas  tanggungannya  sendiri  jika 
  kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi 
  akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 

51. Perlindungan Tenaga 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban 
Kerja  atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan 

  Tenaga Kerja Konstruksinya pada program 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
  Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam 
  peraturan perundang-undangan.  
 51.2   Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 
  memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 
  untuk mematuhi peraturan  keselamatan 
  kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, 
  Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya 
  dianggap  telah  membaca  dan  memahami 
  peraturan keselamatan kerja tersebut. 
 51.3   Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 
  kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya 
  (termasuk Tenaga Kerja   Konstruksi 
  Subpenyedia, jika ada) perlengkapan 
  keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 
 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia 
  untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan 
  hukum   yang   berlaku,   Penyedia   wajib 
  melaporkan  kepada  PPK  mengenai  setiap 
  kecelakaan yang timbul sehubungan dengan 
  pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu  24 
  (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- 
Lingkungan langkah   yang memadai untuk  melindungi 

 lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat 
 kerja   dan   membatasi   gangguan   lingkungan 
 terhadap   pihak   ketiga   dan   harta   bendanya 
 sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai 
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan 
 hidup.          

53. Asuransi 53.1   Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
  SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 
  Akhir   Pekerjaan   untuk   barang   yang 
  mempunyai risiko tinggi   terjadinya 
  kecelakaan  dalam pelaksanaan pekerjaan 
  atas  segala  risiko  terhadap  kecelakaan, 
  kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, 
  serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

 
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi 

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di 
lokasi kerja. 

 

53.3 Besarnya  asuransi  sudah  diperhitungkan 
 dalam  penawaran  dan  termasuk  dalam 
 Harga Kontrak.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



54. Tindakan Penyedia yang   54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
Mensyaratkan lebih   dahulu   persetujuan   tertulis   PPK 
Persetujuan PPK atau sebelum   melakukan   tindakan-tindakan 
Pengawas Pekerjaan berikut:   

 a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan 
  dalam Lampiran A SSKK;  

 b. menunjuk Personel  Manajerial yang 
  namanya tidak   tercantum dalam 
  Lampiran A SSKK;  

 c. mengubah atau memutakhirkan RMPK 
  dan RKK;   

 d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut: 

 
a.   melaksanakan setiap tahapan pekerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan metode 
kerja; 

 
b.    mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
 

c.    mengubah Personel Manajerial 
dan/atau Peralatan Utama;  

d.    tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

55. Laporan Hasil Pekerjaan   55.1      Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan kontrak untuk  menetapkan 
volume  pekerjaan  atau kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil  
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi 
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi 
rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

 
55.3 Laporan harian berisi: 

 
a.     jenis dan kuantitas bahan yang berada 

di lokasi pekerjaan; 
 

b.    penempatan tenaga kerja konstruksi 
untuk tiap macam tugasnya;  

c.    jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 
 

d.    jenis dan kuantitas pekerjaan yang 
dilaksanakan; 

 
e.  keadaan cuaca termasuk hujan, banjir 

dan peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruh terhadap kelancaran 
pekerjaan; dan 

 
f.     catatan-catatan lain yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

55.4   Laporan mingguan terdiri dari rangkuman    
laporan harian  dan berisi  hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 

55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman 
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 
 
 
 
 
 

 



55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia 
membuat foto-foto dokumentasi dan video 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan 
sesuai kebutuhan. 

 
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh 

Penyedia, diperiksa oleh Pengawas 
Pekerjaan,  dan  disetujui  oleh  PPK/  pihak  
PPK. 

 

56. Kepemilikan Dokumen  Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, 
laporan, dan dokumen-dokumen lain serta 
piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia 
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya 
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling 
lambat pada waktu pemutusan atau 
penghentian atau akhir Masa Kontrak 
berkewajiban untuk menyerahkan semua 
dokumen dan piranti lunak tersebut beserta 
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat 
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen 
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika 
ada) mengenai penggunaan dokumen dan 
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari 
diatur dalam SSKK. 

 
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia  hanya boleh melakukan 

Penyedia dan  subkontrak sebagian pekerjaan utama 
Subpenyedia  kepada Penyedia Spesialis  dan/atau 

  pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada 
  Penyedia Usaha Kecil.      

 57.2 Penyedia  tetap  bertanggung  jawab  atas 
  bagian  pekerjaan  yang disubkontrakkan 
  tersebut.         

 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau 
  mensubkontrakkan pekerjaan.    

 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan 
  Penyedia  Usaha  Kecil,  maka  pekerjaan 
  tersebut  harus  dilaksanakan  sendiri  oleh 
  Penyedia   yang   ditunjuk   dan   dilarang 
  dialihkan atau disubkontrakkan kepada 
  pihak lain.         

 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan 
  kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh 
  melaksanakan sesuai dengan daftar bagian 
  pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila 
  ada)  yang  dituangkan  dalam  Lampiran  A 
  SSKK.         

 57.6 Lampiran  A  SSKK  (Daftar  Pekerjaan  yang 
  Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak 
  boleh   diubah   kecuali   atas   persetujuan 
  tertulis  dari  PPK  dan  dituangkan  dalam 
  adendum Kontrak.      

 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan 
  Subpenyedia diawasi oleh Pengawas 
                Pekerjaan dan Penyedia  melaporkan secara 
 periodik kepada PPK.    

     57.8   Apabila   Penyedia   melanggar   ketentuan 
 sebagaimana  diatur  pada  pasal  57.4  atau 
 57.5  maka  akan  dikenakan  denda  senilai 

 

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58. Penyedia Lain Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  dan 
 menggunakan  lokasi  kerja  termasuk  jalan  akses 

 

bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) 
dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas 

 lokasi  kerja.  Jika  dipandang  perlu,  PPK  dapat 
 memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi 
 kerja.      

59. Alih Pengalaman/ Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 
Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas 

 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 
 Penyedia diwajibkan memberikan alih 
 pengalaman/keahlian  bidang  konstruksi melalui 
 sistem  kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah 
 yang   disepakati   pada   saat   Rapat   Persiapan 
 Penunjukan Penyedia.    

 

 60. Pembayaran Denda           Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi 
finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi 
atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban 
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda 
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan   Penyedia.  Pembayaran   denda   tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

 
61. Jaminan 

 

61.1   Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan 
Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau 
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, 
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh 
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah surat perintah 
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi 
kuasa oleh PPK diterima. 

 
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus 

telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan 

Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan 
sebagai berikut: 

 
a. paket pekerjaan sampai dengan  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1) Bank Umum; 

 
2) Perusahaan Asuransi; 

 
3) Perusahaan Penjaminan; 

 
4) lembaga keuangan khusus yang  

menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong ekspor  
Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor  
Indonesia; atau 

 
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi 

Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan yang mempunyai program 
Asuransi Kerugian (suretyship). 

 

 



 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1)   Bank Umum; atau  
2)   Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  

Umum/ Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/ Konsorsium 
Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai program asuransi 
kerugian (suretyship). 

 
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK 

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukan Penandatanganan Kontrak  
dengan besar: 

 
a. 5% (lima perseratus) dari Harga 

Kontrak; atau  
 b.    5% (lima perseratus) dari nilai total HPS  

untuk harga penawaran atau 
penawaran terkoreksi di bawah 80%  
(delapan  puluh  perseratus)  nilai  total 
HPS. 

61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan  
paling kurang sejak tanggal 
penandatanganan  Kontrak  sampai  dengan  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(Provisional Hand Over/PHO). 

 

61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan diganti dengan Jaminan 
Pemeliharaan atau menahan uang retensi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak; 

 

61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 
dalam rangka pengambilan uang muka 
yang besarannya paling kurang sama 
dengan besarnya uang muka yang diterima 
Penyedia. 

 
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 

secara proporsional sesuai dengan sisa uang 
muka yang diterima. 

 
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 

paling kurang sejak tanggal persetujuan 
pemberian uang muka sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(PHO). 

 
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK 

setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 
(seratus perseratus). 

 

61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai 
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

 
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 

kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand  
Over/FHO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HAK DAN KEWAJIBAN PPK   
62. Hak dan Kewajiban PPK     Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam 
melaksanakan Kontrak, meliputi : 

 
a.    mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia; 
 

b. menerima laporan-laporan secara periodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh Penyedia; 

 
c.    menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 

penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam Kontrak. 

 
d.    membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang 

tercantum dalam Kontrak yang telah 
ditetapkan kepada Penyedia; 

 
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan Kontrak; dan  

f.     menilai kinerja Penyedia. 
 

62. Fasilitas                               PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang 
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan ini. 
 

64. Peristiwa Kompensasi        64.1   Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada     
Penyedia yaitu: 

 
a.  PPK mengubah jadwal pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pekerjaan;  

b. keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia;  

c.   PPK tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 
jadwal yang dibutuhkan;  

d.     Penyedia belum bisa masuk ke lokasi 
sesuai jadwal dalam kontrak;  

e.  PPK menginstruksikan kepada pihak 
Penyedia untuk melakukan pengujian 
tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;  

f.     PPK memerintahkan penundaan 
pelaksanaan pekerjaan;  

g.  PPK memerintahkan untuk mengatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkan oleh PPK; atau  

h.    ketentuan lain dalam SSKK. 
 

64.2 Jika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan  
pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK  berkewajiban  untuk  membayar  ganti  
rugi  dan/atau  memberikan  perpanjangan 
Masa Pelaksanaan. 

 
 64.3    Ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi  

hanya  dapat  dibayarkan  jika  berdasarkan 
data penunjang dan perhitungan 
kompensasi  yang  diajukan oleh Penyedia  
kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian 
nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya 
dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompensasi 
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, 
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

 

64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi 
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan 
jika Penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak 
Peristiwa Kompensasi.   

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 
 

65. Tenaga Kerja Konstruksi      65.1    Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja   
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat 
kompetensi kerja. 

 
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 

Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada 
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat 
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib  
memastikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa  
Pelaksanaan. 

 
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 

dan/atau Peralatan  diperkerjakan  harus  sesuai  dengan yang 
Utama  tercantum dalam Lampiran A SSKK.   

 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan 
  digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
  adalah peralatan yang laik dan harus sesuai 
  dengan yang tercantum dalam Lampiran A 
  SSKK.        

 66.3   Penggantian Personel Manajerial dan/atau 
  Peralatan  Utama  tidak  boleh  dilakukan 
  kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 66.4   Jika penggantian   Personel   Manajerial 
  dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, 
  maka Penyedia berkewajiban untuk 
  menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
  yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja 
  konstruksi dan/atau peralatan  yang 
  digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 

 66.5 PPK  dapat  menyetujui 
  penempatan/penggantian   Personel 
  Manajerial dan/atau   Peralatan Utama 
  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah 
  mendapat rekomendasi dari Pengawas 
  Pekerjaan.       

 
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: 

 
1) tidak mampu atau tidak dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik;  
2)    berkelakuan tidak baik; dan/atau  
3)    mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 
maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan menjamin  
Personel Manajerial tersebut meninggalkan 
lokasi  kerja  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari 
kalender sejak diminta oleh PPK  

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika 
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial 
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah 
sumpah. 

 
 
 

 



 66.8 Apabila ada penambahan Personel 
  Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka 
  penambahan tersebut harus mendapat 
  persetujuan terlebih dahulu dari PPK  dan 
  dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA       

67. Harga Kontrak 67.1 PPK   membayar   kepada   Penyedia   atas 
  pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak 
  sebesar Harga Kontrak.   

 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan 
  meliputi :       

a. beban pajak; 
 
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya 

umum);  
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 
 
d. biaya penyelenggaraan keamanan dan 

kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

 
67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga 

satuan sesuai dengan rincian yang 
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan 
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan 
Harga. 

 
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka 

 
a. Uang muka dibayar untuk membiayai  

mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi  
kepada pemasok bahan/material 
dan/atau untuk persiapan teknis lain.  

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat 
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh 
perseratus) dari Harga Kontrak.  

c. Untuk usaha non kecil, uang muka 
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari Harga Kontrak.  

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang 
muka dapat diberikan paling tinggi 
15% (lima belas perseratus) dari Harga 
Kontrak.  

e. Besaran uang muka ditentukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka 
paling sedikit sebesar uang muka yang 
diterima.  

f. Dalam hal diberikan uang muka, maka  
Penyedia harus mengajukan 
permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kepada PPK disertai 
dengan rencana penggunaan uang 
muka  untuk  melaksanakan  pekerjaan  
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat  
Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada 
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) untuk permohonan  
tersebut pada huruf f, paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang 
Muka diterima. 

 
h. Pengembalian uang muka harus 

diperhitungkan berangsur-angsur 
secara proporsional pada setiap  
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
paling  lambat  harus  lunas  pada  saat 
pekerjaan mencapai prestasi 100%  
(seratus perseratus). 
 
 

 



68.2 Prestasi pekerjaan 
 

Pembayaran prestasi  hasil  pekerjaan yang  
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 

 
a. Penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 
 

b. pembayaran dilakukan tidak boleh 
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang 
telah dicapai dan diterima oleh PPK; 
 

c. pembayaran dilakukan terhadap 
pekerjaan yang sudah terpasang; 
 

d. pembayaran dilakukan dengan sistem 
termin yang ketentuan lebih lanjut 
diatur dalam SSKK;  

e. pembayaran harus memperhitungkan:  
1)    angsuran uang muka;  
2) peralatan dan/atau bahan yang 

menjadi bagian permanen dari hasil  
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan (material on site) 
yang sudah dibayar sebelumnya;  

3)    denda (apabila ada); 
4)    pajak; dan/atau 
5)    uang retensi. 

 
f. untuk Kontrak yang mempunyai 

subkontrak, permintaan pembayaran 
harus dilengkapi bukti pembayaran 
kepada seluruh Subpenyedia sesuai 
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran 
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai 
prestasi pekerjaan yang selesai 
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa 
harus menunggu pembayaran terlebih 
dahulu dari PPK; 

 
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan Berita Acara Serah  
Terima Pertama Pekerjaan 
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 

 
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari Penyedia diterima 
harus sudah mengajukan Surat  
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM); 

 
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam 

perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda 
pembayaran. PPK dapat meminta  
Penyedia untuk menyampaikan 
perhitungan prestasi sementara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang 
menjadi perselisihan. 

 

68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi 
bagian permanen dari hasil pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan 
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan 
memenuhi ketentuan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



a. bahan dan/atau peralatan yang belum 
dilakukan uji fungsi (commisioning), 
serta merupakan bagian dari pekerjaan 
utama harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

 
1) berada di lokasi pekerjaan 

sebagaimana tercantum dalam 
Kontrak dan perubahannya; 

 
2) memiliki sertifikat uji mutu dari 

pabrikan/produsen; 
 

3) bersertifikat garansi dari 
produsen/agen resmi yang 
ditunjuk oleh produsen; 

 
4) disetujui oleh PPK sesuai dengan 

capaian fisik yang diterima;  
5) dilarang  dipindahkan  dari  area  

lokasi pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankan oleh pihak 
manapun; dan  

6) keamanan penyimpanan dan risiko 
kerusakan sebelum  
diserahterimakan secara satu  
kesatuan fungsi merupakan 
tanggung jawab Penyedia. 

 
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi 

tidak diperlukan dalam hal peralatan 
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh 
Penyedia; 

 
c. besaran yang akan dibayarkan dari 

material on site (berkisar antara 50% 
sampai dengan 70%); 

 
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan 

yang menjadi bagian permanen dari 
hasil pekerjaan hanya diberlakukan 
untuk bagian pekerjaan harga satuan. 

 
e. besaran nilai pembayaran dan jenis 

material on site dicantumkan di dalam 
SSKK. 

 
68.4 Denda dan Ganti Rugi 

a. Denda merupakan sanksi finansial yang 
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:  
denda keterlambatan dalam 
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, 
denda keterlambatan dalam perbaikan 
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran 
ketentuan subkontrak.  

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial 
yang dikenakan kepada PPK maupun 
Penyedia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi 
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 
yang ditimbulkan.  

c. Besarnya denda keterlambatan yang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
adalah: 

 
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga 

bagian Kontrak yang tercantum 
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau  

2) 1‰  (satu  perseribu)  dari  Harga 
Kontrak (sebelum PPN); 

 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 

 
 
 
 
 
 
 
  



d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat 
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh 
PPK atas keterlambatan pembayaran  
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan 
yang terlambat dibayar, berdasarkan  
tingkat suku bunga yang berlaku pada 
saat itu menurut ketetapan Bank 
Indonesia, sepanjang telah diputuskan  
oleh lembaga yang berwenang;  

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi 
diperhitungkan dalam pembayaran 
prestasi pekerjaan.  

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkan dalam adendum kontrak.  

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah 
mengajukan tagihan disertai 
perhitungan dan data-data. 

 
69. Hari Kerja   69.1   Orang hari  standar  atau  satu hari  orang 
 bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 
 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam 
 istirahat.   

 69.2   Penyedia  tidak  diperkenankan  melakukan 
 pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu 
 yang secara ketentuan peraturan 
 perundang-undangan  dinyatakan  sebagai 
 hari libur atau di luar jam kerja normal, 
 kecuali:    

 
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;  
b. PPK memberikan izin; atau  
c. pekerjaan  tidak  dapat  ditunda,  atau  

untuk keselamatan/perlindungan 
masyarakat, dimana Penyedia harus  
segera memberitahukan urgensi 
pekerjaan tersebut kepada Pengawas 
Pekerjaan dan PPK. 

 

 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 
  datanya  disimpan  oleh  Penyedia.  Daftar 
  pembayaran masing-masing pekerja dapat 
  diperiksa oleh PPK.   

 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari 
  kerja  efektif  dan  jam  kerja  normal  harus 
  mengikuti ketentuan Menteri yang 
  membidangi ketenagakerjaan.  

 69.5 Pelaksanaan  pekerjaan  di  luar  hari  kerja 
  efektif  dan/atau  jam  kerja  normal  harus 
  diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.  

70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi  pekerjaan 
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus perseratus) dan berita acara  
serah terima pertama pekerjaan telah 
ditandatangani oleh kedua pihak. 

 

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, 
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan rincian 
perhitungan nilai tagihan terakhir yang 
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil 
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan 
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran terakhir 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tagihan dan dokumen penunjang 
dinyatakan lengkap dan diterima oleh 
Pengawas Pekerjaan. 

 
 
 

 



71. Penangguhan                    71.1   PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap 
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika 
Penyedia gagal atau lalai memenuhi  
kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahan  setiap Hasil Pekerjaan  sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

 71.2   PPK secara tertulis memberitahukan kepada 
  Penyedia tentang penangguhan hak 
  pembayaran,  disertai  alasan-alasan  yang 
  jelas mengenai penangguhan tersebut. 
  Penyedia diberi kesempatan untuk 
  memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 

 71.3   Pembayaran yang   ditangguhkan   harus 
  disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
  kelalaian Penyedia.      

 71.4   Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
  pembayaran  akibat  keterlambatan 
  penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
  bersamaan dengan pengenaan denda kepada 
  Penyedia.        

PENGAWASAN MUTU           

72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

 dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
 memerintahkan   kepada   pihak   ketiga   untuk 
 melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas 
 semua pelaksanaan pekerjaan yang  dilaksanakan 
 oleh Penyedia.         

73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK  dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan 
Sementara oleh PPK  dapat melakukan penilaian sementara atas  

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
Penyedia. 

 
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 

terhadap mutu dan kemajuan fisik 
pekerjaan. 

 
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan  

Pengujian Cacat Mutu memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
memberitahukan Penyedia secara tertulis 
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK 
atau Pengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan Penyedia untuk  
menemukan dan mengungkapkan Cacat 
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan  
mengandung Cacat Mutu . Penyedia 
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat 
Mutu selama Masa Kontrak. 

 

74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan 
memerintahkan Penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat 
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika 
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa 
Kompensasi 

 

75. Perbaikan Cacat Mutu      75.1     PPK atau Pengawas Pekerjaan akan 
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 
kepada Penyedia segera setelah ditemukan 
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung 
jawab atas Cacat Mutu selama Masa 
Kontrak. 

 
 

 



75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu 
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam  
pemberitahuan. 

 

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan maka 
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK 
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia 
segera setelah menerima klaim PPK secara 
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya 
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh 
penggantian biaya dengan memotong 
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh 
tempo (jika ada) atau uang retensi atau 
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika 
tidak ada maka biaya penggantian akan 
diperhitungkan sebagai utang Penyedia 
kepada PPK yang telah jatuh tempo. 

 

75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan 
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat 
Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam 
kepada Penyedia jika tidak melaksanakan 
perbaikan cacat mutu. Besaran denda 
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan 
akibat  Cacat Mutu ini ditentukan  dalam 
SSKK. 

 
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka 
  PPK  dan/atau  Penyedia  terhitung  sejak 
  Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 
  bertanggung  jawab  atas Kegagalan 
  Bangunan sesuai dengan kesalahan masing- 
  masing  selama  Umur  Konstruksi  yang 
  tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 
  10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 
  dicantumkan lama pertanggungan terhadap 
  Kegagalan Bangunan yang ditetapkan 
  apabila  rencana  Umur  Konstruksi  kurang 
  dari 10 (sepuluh) tahun.     

 76.2   Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi, 
  membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
  PPK  beserta  instansinya  terhadap  semua 
  bentuk tuntutan, tanggung  jawab, 
  kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
  gugatan   atau   tuntutan   hukum,   proses 
  pemeriksaan   hukum,   dan   biaya   yang 
  dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
  (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
  tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
  PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan 
  atau  kerusakan  harta  benda,  dan  cidera 
  tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang 
  timbul dari kegagalan bangunan.   

 76.3   PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk 
  menyimpan  dan memelihara semua 
  dokumen   yang   digunakan   dan   terkait 
  dengan   pelaksanaan   ini   selama   Umur 
  Konstruksi  yang  tercantum  dalam  SSKK 

  

tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENYELESAIAN PERSELISIHAN           

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 
Perselisihan/Sengketa  sungguh-sungguh menyelesaikan secara 

  damai semua perselisihan yang timbul dari 
  atau berhubungan dengan Kontrak ini atau 
  interpretasinya selama atau  setelah 
  pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip 
  dasar  musyawarah untuk mencapai 
  kemufakatan.       

 77.2   Dalam hal musyawarah   para   pihak 
  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  77.1 
  tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan, 
  maka  penyelesaian perselisihan atau 
  sengketa antara para pihak dalam Kontrak 
  dapat  dilakukan melalui, alternatif 
  penyelesaian  sengketa,  dewan sengketa 
  (menggantikan  mediasi/konsiliasi), 
  dan/atau arbitrase.      

 77.3   Penyelesaian perselisihan/sengketa   yang 
  dipilih ditetapkan dalam SSKK.   

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
  percaya yang disesuaikan dengan hak-hak 
  yang terdapat dalam Kontrak.   

 78.2 Para pihak setuju untuk  melaksanakan 
  perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan  

kepentingan masing-masing pihak. Apabila 
selama  Kontrak,  salah  satu  pihak  merasa  
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang 
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

 

Pasal Ketentuan   Data     
dalam          

SSUK          

      

4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:    

   

Satuan Kerja 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak              : 

DINAS KESEHATAN Kabupaten 
Temanggung 

         

   Nama : SUGIYARTO, SH 

   Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung  

   Website : 
www.DINAS 
KESEHATAN.temanggungkab.go.id 

   E-mail : 

DINAS 
KESEHATAN_temaggung@yahoo.c
o.id 

   Faksimili : (0293) 493423 

   Penyedia :   ........................ [diisi nama badan 
   usaha/nama KSO]     

   Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat 
     perjanjian]     

   Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 
   E-mail : .......... [diisi email Penyedia]  

   Faksimili : ..........   [diisi nomor faksimili 
     Penyedia]     

      

4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:   

 Para Pihak        

     Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak 

   Nama : Muhammad Yusuf Lanno, ST 
       

     Berdasarkan Surat Keputusan 

     

PA tentang Penunjukan PPTK dan 
PPK Kegiatan Pelayanan DINAS 
KESEHATAN Temanggung  nomor  
027/002 Tahun 2019 tanggal 02 
Januari 2019 

      
    Untuk Penyedia:      

   Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 
     menjadi Wakil Sah Penyedia] 
     Berdasarkan Surat Keputusan 
     ……   nomor .…. tanggal ……. 
     [diisi  nomor  dan  tanggal  SK 
     pengangkatan  Wakil Sah 
     Penyedia]     

     

6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah  
41.3 & Jaminan    
41.5          

27.1 Masa  

Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan 
puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 

 Pelaksanaan Kerja yang tercantum dalam SPMK 
    

27.4 Masa  1.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
 Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
 Terima  hari kalender  terhitung  sejak Tanggal Mulai 
 Sebagian  Kerja yang tercantum dalam SPMK.   

 Pekerjaan 2.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
   



 
 
 
 

 (Secara    [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 Parsial)    jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
     hari  kalender  terhitung  sejak  Tanggal  Mulai 
     Kerja yang tercantum dalam SPMK.    

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)   

        

31.8 Masa 
Pemeliharaan 

 

Masa  Pemeliharaan  berlaku  selama  180  (seratus 
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) 

   
31.18 Serah Terima  Dalam  Kontrak  ini  diberlakukan  serah  terima 

 Sebagian  pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian 
 Pekerjaan  sebagai berikut:        

   1. ............          

   2. ............          

    3. Dst          

    [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]   

             

31.21 Masa  1. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Pemeliharaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
 untuk Serah   ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
 Terima    dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
 Sebagian   penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
 Pekerjaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

 (Secara  2. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Parsial)    …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
     ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
     dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
     penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
     …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah 
    ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan    

       

33.1 Pedoman  Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian 
 Pengoperasian  dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan 
 dan   paling  lambat  14  (empat belas)  hari kalender 
 Perawatan/  setelah   Tanggal   Penyerahan   Pertama Pekerjaan 
 Pemeliharaan            

       

36.7 Penyesuaian  Penyesuaian harga Tidak diberikan [dipilih: 
 Harga   diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka 
    rumusannya sebagai berikut:      
                

    Hn  =  Ho        

        (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)  

    Hn  = Harga Satuan pada  saat  pekerjaan  
        dilaksanakan;      

    Ho  = Harga Satuan pada   saat   harga  
        penawaran;      

    a  = Koefisien tetap yang   terdiri   atas  
        keuntungan dan overhead, falam hal  



 
 
 
 

   penawaran tidak mencantumkan  
   besaran  komponen keuntungan  dan  
   overhead maka a = 0,15  

 b, c, d = Koefisien  komponen kontrak  seperti  
   tenaga  kerja, bahan, alat kerja, dsb;  

   Penjumlahan  a+b+c+d+....dst adalah  

   1,00    

 Bn, = Indeks harga komponen pada b u l a n  

 Cn,  saat pekerjaan d i l a k s a n a k a n .  

 Dn      

 Bo, = Indeks  harga  komponen  pada  bulan  

 Co,  penyampaian penawaran.  

 Do       
 

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
(g) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat 

kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan 
seperti contoh sebagai berikut:  

  Koefisien Komponen 
Pekerjaan a. b. c. d. a+b+c 

     +d 
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00 
Galian 0,1 …. …. …. 1,00 

 5     

Galian 0,1 …. …. …. 1,00 
dengan alat 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
bertulang 5       

(h) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh 
PPK dari perbandingan antara harga bahan, 
tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila 
ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan 
HPS dan dicantumkan dalam Dokumen 
Pemilihan (Rancangan Kontrak). 

 
(i) Indeks harga yang digunakan bersumber dari 

penerbitan BPS. 
 

(j) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam 
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis. 

 
(k) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak 

ditetapkan sebagai berikut: 
 

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ 
.... dst 

 
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan 

penyesuaian Harga Satuan; 
 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis  
komponen pekerjaan setelah 
dilakukan penyesuaian harga 
menggunakan rumusan  
penyesuaian Harga Satuan; 

 
 = Volume setiap jenis komponen 

pekerjaan yang dilaksanakan. 
 

(l) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

 
 

 



 
 
 
 

   g)   Penyedia  dapat  mengajukan  tagihan  secara 
    berkala  paling  cepat  6  (enam)  bulan  setelah 
    pekerjaan  yang  diberikan  penyesuaian  harga 
    tersebut dilaksanakan. 

   h)  Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
    PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
    disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
    dilakukan   audit   sesuai   dengan   ketentuan 
    peraturan perundang-undangan. 

   
42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 

 Tagihan  SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 
   adalah  ...........  (......  dalam  huruf  .........)  hari  kerja 
   terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
   penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 
   PPK.  
    

47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia : 
 Kewajiban 1. ………. 
 

Penyedia 
 

  2. ………. 
   

   3. Dst 

   [diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat 
   lingkup  pekerjaan  selain  yang  sudah  tercantum 
   dalam SSUK] 
   

54.1.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yang 
 Mensyaratkan sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] 
 Persetujuan   

 PPK    

54.2.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: .................... 
 Mensyaratkan [diisi  selain  yang  sudah  tercantum  dalam  SSUK, 
 Persetujuan apabila ada] 
 Pengawas   

 Pekerjaan   

56 Kepemilikan Penyedia   diperbolehkan   menggunakan   salinan 
 Dokumen dokumen  dan  piranti  lunak  yang  dihasilkan  dari 
   Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai 
   berikut: .................... [diisi batasan/ketentuan yang 
   dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk 
   penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis 
   dari PPK] 
    

63 Fasilitas  PPK akan memberikan fasilitas berupa : .................... 
   [diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada 
   Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini 
   (apabila ada)] 
    

64.1.(h) Peristiwa  Termasuk   Peristiwa   Kompensasi   yang   dapat 
 Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisi 
   apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang 
   telah tertuang dalam SSUK] 
    

68.1.(e) Besaran Uang Uang  muka  diberikan  paling  tinggi  sebesar  20% 
 Muka  (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak. 
   

68.2.(d) Pembayaran Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan  dengan 
 Prestasi  cara Bulanan (Monthly Certificate/MC)  
 Pekerjaan  
     



   Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk 
   mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

   1. Progres Pekerjaan 
   2. Rekapitulasi Volume Pekerjaan 

   3. Dst        

   [diisi dokumen yang disyaratkan]     

         
68.3.(d) Pembayaran  Penentuan dan  besaran  pembayaran  untuk bahan 

 Bahan  dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen 
 dan/atau  dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan 
 Peralatan  sebagai berikut:       

   1. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   2. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   3. ..............dst.       

   [contoh peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, 
   turbin,  peralatan  elektromekanik;  contoh  bahan 
   fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, 
   insulator; contoh bahan jadi: beton pracetak]   

     

68.4.(c) Denda   akibat  Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
 Keterlambatan  setiap  hari  keterlambatan  adalah  1/1000  (satu 
   perseribu)  dari  harga Kontrak  (sebelum  PPN),[diisi 
   dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau 
   harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak 
   dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah 
   terima pekerjaan secara parsial]      

     

75.4 Perbaikan  Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap 
 Cacat Mutu  hari keterlambatan adalah  sebesar 1/1000 (satu 
   perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka 
   waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan 
   waktu   yang   diperlukan   untuk   perbaikan   dan 
   ditetapkan oleh PPK.       

              

76.1 Umur a. Bangunan   Hasil   Pekerjaan   memiliki   Umur 
 Konstruksi dan  Konstruksi selama ........ (.........dalam huruf...........) 
 Pertanggungan  tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
 terhadap  [diisi sesuai dengan yang tertuang   dalam 
 

Kegagalan 
 

  dokumen perancangan]    
 

Bangunan 
    

 b.  Pertanggungan  terhadap  Kegagalan Bangunan   

   ditetapkan selama ........ (.........dalam huruf...........) 
   tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
   [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a 
   apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 
   (sepuluh) tahun]    

   

77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
 Perselisihan/Se maka para pihak sepakat menyelesaikan 
 ngketa perselisihan/sengketa melalui :   

  1. ………….   [apabila menggunakan alternatif 
   penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] 
   menunjuk ………… [diisi nama 
   mediator/konsiliator] Atau Dewan sengketa 
    Menunjuk ……….. [diisi nama sejumlah anggota 

   Dewan Sengketa]  

  2. Arbitrase   menunjuk   …………   [diisi   nama 
   lembaga arbitrase yang berbadan hukum] 

  [dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian 
  sengketa  berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat 
  Persiapan Penandatanganan Kontrak]  

 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

 

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG  

 

No Mata Satuan Kuantita Harga Harga % Keterang 

 Pembaya Ukuran s Satuan Satuan Terhada an 

 ran   HPS (Rp) Penawar p HPS  

     an (Rp)   
        

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

3 Dst       
        

 

 

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA 

 

(m) Pekerjaan Utama   

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      
                       

b.   Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama                
                     

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      

    DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL         

                  
No Nama  Jabatan Tingkat  Pengalaman  Sertifikat  Keterangan  

 Personel  dalam Pendidikan/  Kerja   Kompetensi     

 Manajerial  Pekerjaan Ijazah  Profesional  Kerja      

    ini      (Tahun)          
                     

1 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                     

2 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                        

3 Dst                      
                   

     DAFTAR PERALATAN UTAMA         

               
No Nama   Merk Kapasitas  Jumlah Kondisi  Status   Keterangan 

 Peralatan   dan            Kepemilikan   

 Utama   Tipe                   
             

1 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
             

2 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
                        

3 Dst                       
                         

 
 



 

 
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK 

 
 

1. Nomor dan Tanggal DPA   :103.1030100.01.032.52 Tanggal 31 Desember 2018 

2. Nama Kegiatan    : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN JALAN 

3. Nama Paket Pekerjaan   : PENINGKATAN JALAN KEDU - TEGONG 

4. Nomor dan Tanggal Kontrak  : 

5. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak :  

6. Penyedia Jasa    : 

7. Alamat Penyedia Jasa   : 

8. Nilai Kontrak    : 

9. Jenis Kontrak    : Gabungan Harga Satuan dan Lumsump 

10. Uraian Pekerjaan   : Peningkatan Jalan 

11. Cara Pembayaran   : Bulanan (MC) 

12. Jangka Waktu Pelaksanaan  : 150 Hari 

13. Jangka Waktu Pemeliharaan  : 180 Hari 

14. Ketentuan Sanksi   : denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak 

 

 
 

 Rancangan Kontrak ditetapkan oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Temanggung,      April  2019 
 
 
 
Pejabat Pembuat Komitmen  
 
 
 
 
 
 ADI WIBOWO, ST 
 NIP. 19811101 200903 1 003 

 
Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PEMERINTAHKABUPATENTEMANGGUNG 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Pahlawan Nomor 21Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421 

                   Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id 

 

http://www.temanggungkab.go.id/


 

RANCANGANKONTRAK 

I. SURAT PERJANJIAN 

SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi  

................(Sesuai Paket yang ditenderkan) 
Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan: 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 
Akta Notaris Nomor 
Tanggal 
Notaris 

:…………..[namawakilPenyedia]:…
………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[alamatPenyedia] 
:…………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[tanggalpenerbitanakta] 
:…………..[namanotarispenerbitakta] 

yangbertindakuntukdanatasnama…………..[namabadanusaha]selanjutnya 
disebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH1-PENYEDIATUNGGAL 



(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani Kontrak 
ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganpenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dan kondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

Pasal 4 
DOKUMENKONTRAK 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian(apabila
ada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
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danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSurat Perjanjian(apabila ada); 

b. SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 5 
MASAKONTRAK 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampai denganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama 120 (Seratus dua puluh)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama180(seratus delapan puluh)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamabadanusaha] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 
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SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi 

........................[diisinamapaketpekerjaan] 

Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan : 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 

:…………..[namawakilKSO] 
:…………..[sesuaisuratperjanjianKSO]:…
………..[alamatwakilKSO] 

yangbertindakuntukdanatasnama.....................[namabadanusahaKSO]sebagai 

badanusaha Kerja Sama Operasi(KSO)yang beranggotakansebagaiberikut: 

1.
 ......................[namaPenyedia1];2
.
 ......................[namaPenyedia2];3
. dst. yangmasing-masinganggotanyabertanggungjawabsecaratanggungrentengatas 
semuakewajibanterhadapPPKsebagaimanadiaturdalamKontrakiniberdasarkan 
suratPerjanjianKerjaSamaOperasi(KSO)Nomor................tanggal........... 
selanjutnyadisebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH2-PENYEDIAKSO 
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(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani 
Kontrak ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganPenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dankondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

[Catatan: ruanglingkuputamapekerjaandiisidenganoutput dari pekerjaantersebutses
uaidengandokumenidentifikasikebutuhandalamRenstra] 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

[Catatan:untukkontraktahunjamakagardicantumkanrincianpendanaanuntukmasing
-masingTahunAnggarannya] 

Pasal 
4DOKUMENKONTRA
K 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian 
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(apabilaada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSuratPerjanjian(apabila ada); b.

 SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 
5MASAKONTRA
K 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampaidenganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama……….(…dalamhuruf…)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama.........(.......dalamhuruf......)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamaKSO] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 

JDIHKementerian PUPR 



106 

II.SYARAT-SYARAT UMUMKONTRAK 

KETENTUANUMUM 

1.Definisi Istilah-istilahyangdigunakandalamSyarat-Syarat 
UmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharus 
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang 
dimaksudkansebagai berikut. 

1.1 AparatPengawasInternPemerintahyang 
selanjutnyadisingkatAPIPadalahaparat 
yangmelakukanpengawasanmelaluiaudit, 
reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatanpeng
awasanlainterhadappenyelenggaraantugas 
dan fungsi Pemerintah. 

1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakkan 
adalahbagianpekerjaanutamaataubagianpek
erjaanbukanutamayangditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihanyangpelaksanaannyadiserahkan 
kepadaPenyedialain(subpenyedia)dandisetuj
uiterlebihdahuluolehPPK. 

1.3 DaftarKuantitas/Keluaran dan Hargaadalah 
daftarkuantitas/keluaranyangtelahdiisi 
hargasatuan kuantitas/keluaransesuai 
ketentuanpemberlakuannyadanjumlahbiaya
keseluruhannyayangmerupakanbagian dari 
penawaran. 

1.4 Direksi Lapangan adalah
 tenaga/timpendukungyangdibent
uk/ditetapkanolehPPK,terdiridari1(satu)ora
ngataulebih, 
untukmengelolaadministrasiKontrakdanmen
gendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

1.5 Harga Kontrak adalah total harga 
pelaksanaanpekerjaanyangtercantum 
dalamKontrak. 

1.6 HargaPerkiraanSendiriyangselanjutnya 
disingkatHPSadalahperkiraanharga 
barang/jasa yang ditetapkanolehPPK. 

1.7 HargaSatuanPekerjaanyangselanjutnya 
disingkatHSPadalahhargasatujenis 
pekerjaantertentuper satu satuantertentu. 

1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
kerangka    waktu yang sudahterinci 
berdasarkanMasaPelaksanaan,setelah 
dilaksanakan
 pemeriksaanlapanganbersama    
dandisepakati    dalamrapat 
persiapanpelaksanaanKontrak. 

1.9 KeadaanKaharadalahsuatukeadaanyang 
terjadidiluarkehendakparapihakdalamKontr
akdantidakdapatdiperkirakan sebelumnya,
 sehingga kewajiban yang 
ditentukandalamKontrakmenjaditidak 
dapatdipenuhi. 

1.10KegagalanBangunanadalahsuatukeadaan 
keruntuhanbangunandan/atautidak 
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berfungsinyabangunansetelahpenyerahan 
akhir hasilJasa Konstruksi. 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 
disingkatKSO adalahkerjasamausahaantar 
Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyaihak,kewajibandantanggung 
jawabyangjelasberdasarkanperjanjiantertulis
. 

1.12 KontrakKerjaKonstruksiselanjutnyadisebut 
Kontrakadalahkeseluruhandokumenyang 
mengaturhubunganhukumantaraPPK 
denganPenyediadalampelaksanaanjasa 
konsultansi konstruksi atau pekerjaan 
konstruksi. 

1.13 KontrakGabunganLumsumdanHarga 
SatuanadalahKontrakyangmerupakan 
gabunganlumsumdanhargasatuandalam1(sa
tu)pekerjaanyang diperjanjikan. 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBNyang selanjutnya 
disingkat     KPA adalah pejabat     yang 
memperolehkuasa     dari     PAuntuk 
melaksanakansebagiankewenangandantangg
ungjawabPenggunaanAnggaranpada 
KementerianNegara/Lembaga       yang 
bersangkutan. 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBDyang selanjutnya 
disingkatKPAadalahpejabatyangdiberi kuasa     
untuk     melaksanakansebagian 
kewenanganPenggunaAnggarandalammelak
sanakansebagiantugasdanfungsi 
PerangkatDaerah. 

1.16 Masa Kontrak adalah jangka
 waktuberlakunyaKontrakiniterhitun
gsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampai 
denganTanggal PenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.17
 MasaPelaksanaanadalahjangkawa
ktuuntukmelaksanakanseluruhpekerjaanterh
itungsejakTanggalMulaiKerjasampai dengan
 Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

1.18 MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntuk
 melaksanakan
 kewajibanpemeliharaanolehPen
yedia,terhitungsejak 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.19 MataPembayaranUtamaadalahmata 
pembayaranyangpokokdanpentingyang 
nilaibobotkumulatifnyaminimal80% 
(delapanpuluhperseratus)dariseluruhnilai 
pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaranyang nilai bobotnya terbesar. 

1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 adalahmetodeyangmenggambarka
npenguasaanpenyelesaianpekerjaanyangsiste
matisdari 
awalsampaiakhirmeliputitahapan/urutan 
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pekerjaanutamadanuraian/carakerjadari 
masing-
masingjeniskegiatanpekerjaanutamayangdap
atdipertanggungjawabkan secara teknis. 

1.21 PanitiaPemeriksaHasilPekerjaanyang 
selanjutnyadisingkatPPHPadalahtimyang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaanPengadaanBarang/Jasa. 

1.22 PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnya 
disingkatPPKadalahpejabatyangdiberi 
kewenanganolehPA/KPAuntukmengambil 
keputusandan/ataumelakukantindakan 
yangdapatmengakibatkanpengeluaran 
anggaranbelanjanegara/anggaranbelanja 
daerah. 

1.23 PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhan atau
 sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan,                       pengoperasian, 
pemeliharaan,        pembongkaran,        
danpembangunankembalisuatubangunan. 

1.24 Pekerjaan Utamaadalah jenispekerjaanyang 
secaralangsungmenunjangterwujudnya 
danberfungsinyasuatukonstruksisesuai 
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihan. 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
peroranganataubadanusaha,baikyang 
berbentukbadanhukummaupunbukanbadan
hukumyang     
didirikandanberkedudukanataumelakukank
egiatan dalamwilayahhukumnegaraRepublik 
Indonesia,baiksendirimaupunbersama-
samamelaluiperjanjianmenyelenggarakan 
kegiatanusahadalamberbagaibidang 
ekonomi. 

1.26 PengawasPekerjaanatauDireksiTeknis adalah
 tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkanolehPPKyangbertugas 
untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan. 

1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingkatPAadalahpejabatpemegang 
kewenanganpenggunaananggaranKementeri
anNegara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

Usaha    yang 
berdasarkan 

1.28 Penyedia adalah
 Pelakumenyedia
kan barang/jasa 
Kontrak. 

1.29
 PersonelManajerialadalahtenagaahlia
tautenagateknisyangditempatkansesuai 
penugasanpadaorganisasipelaksanaanpekerj
aan. 

1.30 SanksiDaftarHitamadalahsanksiyang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa      
laranganmengikuti PengadaanBarang/Jasa d
i seluruhKementerian/Lembaga/Perangkat     
Daerah dalamjangka waktutertentu. 
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1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakanperjanjiankerjatertulisdenganPe
nyediapenanggungjawabKontrak,untuk 
melaksanakansebagian
 pekerjaan(subkontrak). 

1.32 SuratJaminanyangselanjutnyadisebut 
Jaminanadalahjaminantertulisyang 
dikeluarkanolehBankUmum/PerusahaanPen
jaminan/PerusahaanAsuransi/lembaga 
keuangankhususyangmenjalankanusaha 
dibidangpembiayaan,penjaminan,dan 
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/KonsorsiumLembaga 
Penjaminan/Konsorsium
 PerusahaanPenjaminansesuaide
nganketentuandalamperaturanperundang-
undangan. 

1.33 SuratPerintahMulaiKerjayangselanjutnya 
disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkanolehPPKkepadaPenyediauntuk 
memulaimelaksanakanpekerjaan. 

1.34 TanggalMulaiKerjaadalahtanggalyang 
dinyatakanpadaSPMKyangditerbitkanolehPP
K untuk memulai
 melaksanakanpekerjaan. 

1.35 TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan adalah
 tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai
 (ProvisionalHandOver/PHO)dinyat
akandalamBeritaAcara 
SerahTerimaPertamaPekerjaanyang 
diterbitkanolehPPK. 

1.36
 TanggalPenyerahanAkhirPekerjaanad
alahtanggalserahterimaakhirpekerjaanselesa
i 
(FinalHandOver/FHO)dinyatakandalamBerit
aAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan yang 
diterbitkanolehPPK. 

1.37 TenagaKerjaKonstruksiadalahtenagakerja 
yangbekerjadisektorkonstruksiyang 
meliputiahli,teknisiatauanalis,danoperator. 

2.Penerapan
 SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksa
naanPekerjaan Konstruksi ini tetapi
 tidak dapat 
bertentangandenganketentuan-
ketentuandalamDokumenKontrak    lainyang    
lebihtinggi 
berdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian. 

3.Bahasa danHukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa 
Indonesia. 

3.2 DalamhalKontrakdilakukandenganpihak 
asingharusdibuatdalambahasaIndonesia 
danbahasaInggris.Dalamhalterjadi 
perselisihandenganpihakasingdigunakanKon
trak dalambahasa Indonesia. 

3.3 Hukumyangdigunakanadalahhukumyang 
berlakudiIndonesia. 

4.Korespondensi 4.1 Semuakorespondensidapatberbentuksurat, e-
maildan/ataufaksimilidenganalamat 
tujuanparapihakyangtercantumdalam SSKK. 
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4.2 Semuapemberitahuan,permohonan,ataupers
etujuanberdasarkanKontrakiniharus dibuat
 secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dandianggaptelah 
diberitahukanjikatelahdisampaikansecaralan
gsung 
kepadaWakilSahParaPihakdalamSSKK, 
ataujikadisampaikanmelaluisurattercatat 
dan/ataufaksimiliditujukankealamatyang 
tercantumdalamSSKK. 

5.WakilSahPara Pihak 5.1 Setiaptindakanyangdisyaratkanatau 
diperbolehkanuntukdilakukan,dansetiap 
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkanuntukdibuatberdasarkanKontr
akiniolehPPKatauPenyediahanya 
dapatdilakukanataudibuatolehWakilSahPara
Pihakataupejabatyangdisebutkan 
dalamSSKK. 

5.2 KewenanganWakilSahParaPihakdiatur 
dalamSuratKeputusandariParaPihakdanharu
sdisampaikankepadamasing-masing pihak. 

5.3 DireksiLapanganyangditunjukmenjadi 
WakilSahPPKmemilikitugas : 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
denganpelimpahan dari PPK; 

b. mengelola administrasi kontrak; dan 

c. mengendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

6.LaranganKorupsi,
 6.1
KolusidanNepotisme 
(KKN),Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasa 
pemerintah,para pihak dilarang untuk : 

a. menawarkan, menerima
 ataumenjanjikanunt
uk memberi
 ataumenerimahadia
hatauimbalanberupa 
apasajaataumelakukantindakan 
lainnyauntukmempengaruhisiapapun 
yangdiketahuiataupatutdapatdiduga 
berkaitan denganpengadaanini; 

b. mendorongterjadinyapersaingantidak 
sehat;dan/atau 

c. membuat dan/atau menyampaikan 
secaratidakbenardokumendan/atau 
keteranganlainyangdisyaratkanuntuk 
penyusunandanpelaksanaanKontrak ini. 

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang 
bersangkutantermasuksemuaanggotaKSO(ap
abila         berbentuk         KSO)dan 
subpenyedianya(jikaada)tidakpernahdantida
k akanmelakukantindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1di atas. 

6.3
 PenyediayangmenurutpenilaianPPKte
rbuktimelakukanlarangan-larangandi atas
 dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif olehPPK sebagaiberikut: a. pemutusanKontrak; 

b. JaminanPelaksanaandicairkandan 
disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalamSSKK; 

c.    
sisauangmukaharusdilunasiolehPenyediaata

uJaminanUangMuka 
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dicairkandandisetorkansebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

d. pengenaanSanksiDaftar Hitam. 

[catatan: pengenaan Sanksi
 DaftarHitamditetapkanolehP
A/KPAatasusulanPPK. 
PA/KPA menyampaikan
 dokumenpenetapanSanksiD
aftarHitamkepada:1)Penyediayangdiken
akanSanksi 

DaftarHitam;dan 
2)unitkerja yang

 melaksanakanfungsil
ayananpengadaansecaraelektronik,
untukditayangkandalamDaftarHita
mNasional] 

6.4Pengenaansanksiadministratifdiatas 
dilaporkanolehPPK kepada PA/KPA. 

6.5 PPKyangterlibatdalamKKNdanpenipuan 
dikenakansanksiberdasarkanketentuanperat
uranperundang-undangan. 

7.Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
material/bahanyangterdiridaririncian 
komponendalamnegeridankomponen impor. 

7.2 Asalmaterial/bahanmerupakantempat 
material/bahan diperoleh, antara
 laintempatmaterial/baha
nditambang,tumbuh, atau diproduksi. 

8.Pembukuan Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatan 
keuanganyangakuratdansistematissehubungan 
denganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkan 
standar akuntansi yang berlaku. 

9.Perpajakan Penyedia,Subpenyedia(jikaada),danTenagaKerja 
Konstruksiyangbersangkutanberkewajibanuntuk 
membayar
 semuapajak,bea,retribusi,danpungutan
lainyangdibebankanolehperaturanperpajakanataspe
laksanaanKontrakini.Semua pengeluaranperpajakan
 ini dianggap
 telahtermasuk dalamHarga Kontrak. 

10.PengalihanSeluruhK
ontrak 

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
diperbolehkandalamhalpergantiannama 
Penyedia,baiksebagaiakibatpeleburan(merge
r)maupunakibat lainnya. 

10.2 Jikaketentuandiatasdilanggarmaka 
KontrakdiputuskansepihakolehPPKdanPenye
diadikenakansanksisebagaimana diatur 
dalampasal41.2. 

11.Pengabaian Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelang
garanketentuantertentuKontrakolehpihak 
yanglainmakapengabaiantersebuttidakmenjadi 
pengabaianyangterus-menerusselamaMasa Kontrak 
atauseketikamenjadipengabaianterhadappelanggara
nketentuanyanglain.Pengabaianhanya dapat 
mengikatjikadapat dibuktikansecaratertulis 
danditandatanganiolehWakilSahPihakyang 
melakukanpengabaian. 

12.PenyediaMandiri PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggung 
jawabpenuhterhadapTenagaKerjaKonstruksidan 
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subpenyedianya(jikaada)sertapekerjaanyang 
dilakukanolehmereka. 

13.KSO KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayang 
disebutdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatas 
namaKSOdalampelaksanaanhakdankewajibanterha
dapPPKberdasarkanKontrak ini. 

14.PengawasanPelaksanaa
nPekerjaan 

14.1 PPK menetapkan Pengawas
 Pekerjaan(Direksi
 Teknis)untuk      
melakukanpengawasanpelaksanaanpekerjaa
nsesuai Kontrakini.PengawasPekerjaandapat 
berasaldaripersonelPPKatauPenyediaJasa 
Pengawasan(KonsultanPengawas). 

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 
PengawasPekerjaanbertindakprofesional. 
JikatercantumdalamSSKK,Pengawas 
PekerjaanyangberasaldariPersonelPPK 
dapatbertindak sebagaiWakilSahPPK. 

15.Tugas danWewenang 
Pengawas Pekerjaan 

15.1 Semuagambardanrencanakerjayang 
digunakandalampelaksanaanpekerjaan 
sesuaiKontrak,untukpekerjaanpermanenma
upun pekerjaan sementara harus 
mendapatkanpersetujuandariPengawas 
Pekerjaan. 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukanterlebihdahuluadapekerjaan 
sementarayangtidaktercantumdalamDaftarK
uantitasdanHargadi dalamKontrak maka     
Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkanspesifikasidangambarusulanpe
kerjaansementara tersebut untuk 
mendapatkanpernyataantidakberkeberatan(
noobjection)untukdilaksanakandari 
Pengawas Pekerjaan. 
Pernyataantidakberkeberatanatasrencana 
pekerjaansementarainitidakmelepaskanPeny
ediadaritanggungjawabnyasesuai Kontrak. 

15.3 PengawasPekerjaanmelaksanakantugas 
danwewenang paling sedikitmeliputi: 

a. mengevaluasidanmenyetujuirencana 
mutupekerjaankonstruksi PenyediaJasa 
pelaksana konstruksi; 

b.
 memberikanijindimulainyasetiaptaha
panpekerjaan; c.
 memeriksadanmenyetujuikemajuanp
elaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
dengan ketentuandalamKontrak; d. memeriksadanmenilaimutudan 
keselamatankonstruksiterhadaphasil 
akhir pekerjaan; 

e. menghentikansetiappekerjaanyang tidak 
memenuhi persyaratan; 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
tugas dantanggungjawabnya; 

g. memberikanlaporansecaraperiodik 
kepadaPPKsesuaidenganketentuan 
dalamKontrak. 
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15.4 Penyediaberkewajibanuntukmelaksanakan 
semuaperintahPengawasPekerjaanyang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
PekerjaandalamKontrak ini. 

16.Penemuan-penemuan PenyediawajibmemberitahukankepadaPPKdan 
kepadapihakyangberwenangsemuapenemuanbenda
/barangyangmempunyainilaisejarahataupenemuan
kekayaandilokasipekerjaanyang 
menurutperaturanperundang-undangandikuasai 
olehnegara. 

17.Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyediaberkewajibanuntukmenjamin 
aksesPPK,WakilSahPPK,Pengawas 
Pekerjaandan/ataupihakyangmendapat 
izindariPPKkelokasikerjadanlokasi 
lainnyadimanapekerjaaninisedangatau 
akandilaksanakan. 

17.2 Penyediaharusdianggaptelahmenerima 
kelayakandanketersediaanjalurakses 
menujulapangan.Penyediaharusberupaya 
menjagasetiapjalanataujembatandari 
kerusakanakibatpenggunaan/lalulintas 
PenyediaatauakibatpersonelPenyedia. 
Kecuali ditentukanlainmaka: 
a. Penyediaharusbertanggungjawabatas 

pemeliharaanyangmungkindiperlukan 
akibatpenggunaanjalur akses; 

b. Penyediaharusmenyediakanrambu 
ataupetunjuksepanjangjalurakses,danme
ndapatkanperizinanyangmungkin 
disyaratkanolehotoritasterkaituntuk 
penggunaanjalur, rambu, dan petunjuk; 

c. biayakarenaketidaklayakanatautidak 
tersedianyajaluraksesuntukdigunakanol
eh Penyedia, harus ditanggung 
Penyedia; dan 

d. PPKtidakbertanggungjawabatasklaim 
yang mungkin timbul akibat 
penggunaanjalur akses. 

17.3 PPKtidakbertanggungjawab atasklaimyang 
mungkintimbulselainpenggunaanjalur akses 
tersebut. 

PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK 

18.Masa 
PelaksanaanKontr
ak 

Kontrakiniberlakuefektifsejakpenandatanganan 
SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidengan 
TanggalPenyerahanAkhirPekerjaandanhakdan 
kewajibanParaPihak yangterdapatdalamKontrak 
sudahterpenuhi. 

B.1PelaksanaanPekerjaan 

19.PenyerahanLokasiKerja19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerjadilakukanpen
injauanlapanganbersamaolehpara pihak. 

19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan 
lokasikerjasesuaidengankebutuhanPenyedia
yangtercantumdalamrencana 
kerjayangtelahdisepakatiolehparapihak 
dalamRapatPersiapanPenandatangananKont
rak,untukmelaksanakanpekerjaantanpaadah
ambatankepadaPenyedia sebelumSPMK 
diterbitkan. 

JDIHKementerian PUPR 



114 

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
dituangkandalamBeritaAcaraPenyerahan 
LokasiKerja. 

19.4 Jikadalampeninjauanlapanganbersama 
ditemukan hal-hal yang dapat 
mengakibatkanperubahanisi Kontrak maka 
perubahantersebutharusdituangkandalam 
adendumKontrak. 

19.5 JikaPPKtidakdapatmenyerahkanlokasi 
kerjasesuaikebutuhanPenyediayang 
tercantum dalamrencanakerja(sesuaipasal 
19.2)untukmelaksanakanpekerjaandanterbu
ktimerupakansuatuhambatan,maka 
kondisiiniditetapkansebagaiPeristiwa 
Kompensasi. 

20.SuratPerintahMulai 
Kerja (SPMK) 

20.1
 PPKmenerbitkanSPMKpalinglambat1
4(empatbelas)harikerjasejaktanggal 
penandatangananKontrakatau14(empat 
belas)harikerjasejakpenyerahanlokasi kerja 
pertama kali. 

20.2
 DalamSPMKdicantumkanseluruhling
kuppekerjaandan Tanggal MulaiKerja. 

21.RencanaMutuPekerjaa
nKonstruksi (RMPK) 

21.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRMPK 
sebagaipenjaminandanpengendalianmutupe
laksanaanpekerjaanpadarapatpersiapanpela
ksanaanKontrak,kemudiandibahasdan 
disetujuiolehPPK. 

21.2 RMPK disusunpaling sedikitberisi: 

a. Rencana Pelaksanaan
 Pekerjaan(MethodStateme
nt); b.
 RencanaPemeriksaandanPengujian/I
nspectionandTestPlan(ITP); c. Pengendalian Subpenyedia
 danPemasok. 

21.3 Penyedia wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaa
nRMPKsecara 
konsistenuntukmencapaimutuyang 
dipersyaratkanpadapelaksanaanpekerjaan 
ini. 

21.4 RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisi 
pekerjaan. 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRMPKjikaterjadiAdendumKo
ntrak dan/atauPeristiwa Kompensasi. 

21.6
 PemutakhiranRMPKharusmenunjukk
anperkembangankemajuansetiappekerjaan 
dandampaknyaterhadappenjadwalansisa 
pekerjaan,termasukperubahanterhadapurut
anpekerjaan.PemutakhiranRMPKharus 
mendapatkanpersetujuanPPK. 

21.7 PersetujuanPPKterhadapRMPKtidak 
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 

22.Rencana 
KeselamatanKonstruksi(R

KK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRKKpad
asaatrapatpersiapanpelaksanaan 
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Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujuiolehPPK. 

22.2 Para Pihak wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaanRKKs
ecara konsisten. 

22.3 RKKmenjadibagian dari DokumenKontrak. 

22.4 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRKKsesuaidengankondisi 
pekerjaan,jikaterjadiperubahanmaka 
dituangkandalam adendumKontrak. 

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat 
persetujuanPPK. 

22.6
 PersetujuanPPKterhadappelaksanaan
RKKtidakmengubahkewajibankontraktual 
Penyedia. 

23.RapatPersiapanPelaks
anaanKontrak 

23.1 Palinglambat7(tujuh)harikalendersejak 
diterbitkannya SPMK dan
 sebelumpelaksanaanpeker
jaan,PPKbersamadenganPenyedia,unsurpera
ncangan,danunsur pengawasan,                
harus                sudahmenyelenggarakan
 rapat        
persiapanpelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapahalyangdibahasdandisepakati 
dalamrapatpersiapanpelaksanaankontrak 
meliputi: 

a. RMPK; 

b. pelaksanaanRKK; 

c. organisasikerja; 

d. tata cara pengaturan
 pelaksanaanpekerjaan; 

e. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yang 
diikutiuraiantentangmetodekerja 
yangmemperhatikanKeselamatandanKes
ehatanKerja; 

f. jadwal pengadaan bahan/material, 
mobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksi; 

g.    penyusunanrencana 
pengukuran/pemeriksaanbersama;dan 

h. hal-hallainyang dianggapperlu. 

23.3 HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrak 
dituangkandalamBeritaAcaraRapat 
PersiapanPelaksanaanKontrak. 

24.Mobilisasi 24.1 Mobilisasipalinglambatharussudahmulai 
dilaksanakandalamwaktu30(tigapuluh)hari
kalendersejakditerbitkanSPMK,atau 
sesuaikebutuhandanrencana kerja. 

24.2 Mobilisasidilakukansesuaidenganlingkuppe
kerjaan,yaitu : 

a. mendatangkan peralatan-
peralatanterkait yang      diperlukan
 dalampelaksanaanpekerjaan,      
termasuk instalasialat; 

b. mempersiapkanfasilitassepertikantor, 
rumah,gedunglaboratorium,bengkel, 
gudang,dan sebagainya; dan/atau 
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c. mendatangkanTenagaKerjaKonstruksi. 

24.3 MobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksidapatdilakukansecarabertahap 
sesuaidengankebutuhan. 

25.Pengukuran/Pemeriks
aanBersama 

25.1 PadatahapawalpelaksanaanKontrak,PPK 
danPengawasPekerjaanbersama-sama 
denganPenyediamelakukanpengukuran 
danpemeriksaandetailterhadapkondisi 
lokasipekerjaanuntuksetiaprencanamata 
pembayaran,TenagaKerjaKonstruksi,danPera
latanUtama (MutualCheck0%). 

25.2 Pada tahapan
 pengukuran/pemeriksaanbersama,P
A/KPAtelahmembentukPanitia Peneliti 
PelaksanaanKontrak. 

25.3 Hasilpemeriksaanbersamadituangkan dalam
 Berita Acara. Apabila
 dalampengukuran/pemeriksaanbe
rsama 
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
harus dituangkandalam adendumKontrak. 

25.4
 TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeral
atanUtamayangsesuaidenganpersyaratanKo
ntrak dapatsegera dimobilisasi. 

25.5 Tindaklanjuthasilpemeriksaanbersama 
TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeralatanUt
amamengikuti ketentuanpasal 65 dan66. 

26.PenggunaanProduksi 
DalamNegeri 

26.1 Dalampelaksanaanpekerjaanini,Penyedia 
berkewajiban
 mengutamakan
material/bahanproduksidalamnegeridanten
agakerjaIndonesia untukpekerjaanyang 
dilaksanakandiIndonesiasesuaidengan yang 
disampaikanpada saatpenawaran. 

26.2 DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi, 
bahanbaku,TenagaKerjaKonstruksi,danpera
ngkatlunakyangdigunakanmengacu kepada 
dokumen: 

a. formulir rekapitulasi perhitungan 
Tingkat    Komponen Dalam Negeri 
(TKDN),      untuk      Penyedia      yang 
mendapatpreferensi harga;dan 

b.daftarbarangyangdiimpor,untuk barang 
yang diimpor. 

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan 
ditemukan ketidaksesuaiandengan 
dokumenpadapasal26.2,makaakan 
dikenakansanksi sesuai      
peraturanperundanganyang berlaku. 

B.2PengendalianWaktu 

27.Masa Pelaksanaan 27.1 KecualiKontrakdiputuskanlebihawal, 
Penyediaberkewajibanuntukmemulai 
pelaksanaanpekerjaanpadaTanggalMulai 
Kerja,danmelaksanakanpekerjaansesuai 
dengan RMPK, serta
 menyelesaikanpekerjaanpalingla
mbatselamaMasa 
PelaksanaanyangdinyatakandalamSSKK. 

27.2 ApabilaPenyediaberpendapattidakdapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannya 
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yangdapatdibuktikandemikian,danPenyediat
elahmelaporkankejadiantersebut 
kepadaPPK,dengandisertaibukti-bukti 
yangdapatdisetujuiPPK,makaPPKdapat 
memberlakukanPeristiwaKompensasidanmel
akukan penjadwalan kembali 
pelaksanaantugas Penyedia     
denganmembuatadendumKontrak. 

27.3 JikapekerjaantidakselesaisesuaiMasa 
PelaksanaanbukanakibatKeadaanKahar 
atauPeristiwaKompensasiataukarena 
kesalahanataukelalaianPenyediamaka 
Penyedia dikenakandenda. 

27.4
 Apabiladiberlakukanserahteri
masebagianpekerjaan (secara
 parsial), Masa 
Pelaksanaandibuatberdasarkanbagianpekerj
aantersebutsesuai dengan SSKK. 

27.5
 Bagianpekerjaanpadapasal27.4adala
hbagianpekerjaanyangtelahditetapkan 
dalamDokumenPemilihan. 

28.PenundaanOlehPeg
awas Pekerjaan 

PengawasPekerjaandapatmemerintahkansecara 
tertulisPenyediauntukmenundapelaksanaanpekerja
an.Setiapperintahpenundaaniniharus segera 
ditembuskan kepada PPK. 

29.RapatPemantauan 29.1 PengawasPekerjaanatauPenyediadapat 
menyelenggarakanrapatpemantauan,danme
mintasatusamalainuntukmenghadiri rapat
 tersebut. Rapat pemantauan 
diselenggarakanuntuk         membahas 
perkembanganpekerjaandanperencanaan 
atas      sisa pekerjaanserta untuk 
menindaklanjutiperingatandini. 

29.2
 Hasilrapatpemantauanakandituangk
anolehPengawasPekerjaandalamberitaacara 
rapat,danrekamannyadiserahkankepada 
PPKdan pihak-pihakyangmenghadiri rapat. 

29.3 Mengenaihal-haldalamrapatyangperlu 
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat 
memutuskanbaikdalamrapatatausetelah 
rapatmelaluipernyataantertuliskepada 
semuapihak yang menghadirirapat. 

30.PeringatanDini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk 
memperingatkansedinimungkinPengawas 
Pekerjaanatas    peristiwa ataukondisi 
tertentuyangdapatmempengaruhimutupeker
jaan,menaikkanHargaKontrakataumenunda
penyelesaianpekerjaan.Pengawas 
PekerjaandapatmemerintahkanPenyedia 
untuk     menyampaikansecara     tertulis 
perkiraandampakperistiwaataukondisi 
tersebutdiatasterhadapHargaKontrakdanMas
aPelaksanaan.Pernyataanperkiraanini 
harussesegeramungkindisampaikanolehPeny
edia. 

30.2 Penyediaberkewajibanuntukbekerjasama 
dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
mencegahatau mengurangi     dampak 
peristiwa ataukondisi tersebut. 

B.3PenyelesaianKontrak 
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31.SerahTerimaPekerjaan 31.1 Setelahpekerjaanselesai100%(seratus 
perseratus),sesuaidenganketentuanyang 
tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
mengajukanpermintaansecaratertulis 
kepadaPPKuntukserahterimapertama 
pekerjaan. 

31.2 PPKmemerintahkanPengawasPekerjaanuntu
kmelakukanpemeriksaanterhadaphasilpeker
jaan. 

31.3 Pemeriksaandilakukanterhadapkesesuaianh
asilpekerjaanterhadapkriteria/spesifikasi 
yang tercantum dalamKontrak. 

31.4 HasilpemeriksaandariPengawasPekerjaan 
disampaikankepadaPPK,apabiladalampemeri
ksaanhasilpekerjaantidaksesuai 
denganketentuanyangtercantumdalamKontr
akdan/ataucacathasilpekerjaan,PPKmemeri
ntahkan Penyedia untuk 
memperbaiki        dan/ataumelengkapi 
kekuranganpekerjaan. 

31.5 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaantel
ah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantumdalamKontrakmakaPPKdanPenyed
iamenandatanganiBeritaAcara 
SerahTerimaPertama Pekerjaan. 

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
(sembilanpuluhlimaperseratus)dariHarga 
Kontrak, sedangkan yang 5%    (lima 
perseratus)merupakanretensiselamamasa 
pemeliharaan,ataupembayarandilakukan 
sebesar100%(seratusperseratus)dari Harga    
Kontrak danPenyedia    harus 
menyerahkanJaminanPemeliharaan 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak. 

31.7 Penyediawajibmemeliharahasilpekerjaan 
selamaMasaPemeliharaansehinggakondisi 
tetapsepertipadasaatpenyerahanpertama 
pekerjaan. 

31.8 MasaPemeliharaanpalingsingkatuntuk 
pekerjaanpermanenselama6(enam) bulan, 
sedangkanuntukpekerjaansemipermanen 
selama3(tiga)bulandandapatmelampaui 
Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
PemeliharaanditetapkandalamSSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
Penyediamengajukanpermintaansecara 
tertuliskepadaPPKuntukpenyerahanakhir 
pekerjaan. 

31.10 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaan, 
Penyedia telah melaksanakan semua 
kewajibannyaselamaMasaPemeliharaan 
denganbaikdantelahsesuaidengan 
ketentuanyangtercantumdalamKontrak 
makaPPKdanPenyediamenandatangani 
BeritaAcara SerahTerimaAkhir Pekerjaan. 
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31.11PPKwajibmelakukanpembayaransisa 
HargaKontrakyangbelumdibayarataumenge
mbalikanJaminanPemeliharaan. 

31.12Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajibanpemeliharaansebagaimana 
mestinya,makaKontrakdapatdiputuskan 
sepihakolehPPKdanPenyediadikenakan 
sanksisebagaimanadiaturdalampasal41.4. 

31.13Setelah penandatangananBeritaAcaraSerah 
TerimaAkhirPekerjaan,PPKmenyerahkanhasi
lpekerjaan kepada PA/KPA. 

31.14PA/KPAmemintaPPHPuntukmelakukanpemeri
ksaanadministratifterhadaphasil 
pekerjaanyang diserahterimakan. 

31.15PPHPmelakukanpemeriksaanadministratif 
proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaanpengadaansampaidengan 
serahterimahasilpekerjaan,meliputi 
dokumenprogram/penganggaran,surat 
penetapanPPK,dokumenperencanaanpengad
aan,RUP/SIRUP,dokumenpersiapanpengada
an,dokumenpemilihanPenyedia, 
dokumenKontrakdanperubahannyaserta 
pengendaliannya, dan
 dokumenserahterimahasil 
pekerjaan. 

31.16Apabilahasilpemeriksaanadministrasi 
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHPmelaluiPA/KPAmemerintahkanPPKunt
ukmemperbaikidan/ataumelengkapi 
kekurangandokumenadministratif. 

31.17Hasilpemeriksaanadministratifdituangkan 
dalamBeritaAcara. 

31.18Serahterimapekerjaandapatdilakukanperbagi
anpekerjaan(secaraparsial)yang 
ketentuannyaditetapkandalam SSKK. 

31.19Bagianpekerjaanyangdapatdilakukan 
serahterima pekerjaan sebagianatau secara 
parsialyaitu: 

a. bagianpekerjaanyang tidak tergantung 
satu sama lain;dan 

b. bagianpekerjaanyangfungsinyatidak 
terkaitsatusamalaindalampencapaian 
kinerja pekerjaan. 

31.20Dalamhaldilakukanserahterimapekerjaan 
secaraparsial,makacarapembayaran, 
ketentuan denda dan
 kewajibanpemeliharaanterse
butdiatas disesuaikan. 

31.21Kewajibanpemeliharaandiperhitungkan 
setelahserahterimapertamapekerjaanuntukb
agianpekerjaan(PHOparsial)tersebut
 dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaanbagianpekerjaantersebut 
berakhir    sebagaimana    yang tercantum 
dalamSSKK. 

31.22Serahterimapertamapekerjaanuntuk 
bagianpekerjaan(PHOparsial)dituangkan 
dalamBeritaAcara. 
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32.Pengambilalihan PPKakanmengambilalihlokasidanhasilpekerjaan 
dalamjangkawaktutertentusetelahdikeluarkan 
suratketerangan selesai/pengakhiranpekerjaan. 

33.PedomanPengoperasian 33.1 
danPerawatan/ 
Pemeliharaan 

Penyediadiwajibkanmemberikanpetunjuk 
kepadaPPKtentangpedomanpengoperasian 
dan perawatan/pemeliharaansesuai dengan 
SSKK. 

33.2 Apabila Penyedia tidak
 memberikanpedomanpengoperas
ian danperawatan/pemeliharaan,     
PPKberhak menahanuang retensi    
atauJaminanPemeliharaan. 

B.4Adendum 

34.PerubahanKontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui 
adendumKontrak. 

34.2 PerubahanKontrakdapatdilaksanakan 
apabiladisetujuiolehparapihak,yang 
diakibatkanbeberapa hal berikutmeliputi: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. perubahan Harga Kontrak; 

c. perubahan jadwal
 pelaksanaanpekerjaand
an/atauMasa Pelaksanaan; d.
 perubahanKontrakyangdisebabkanm
asalahadministrasi. 

34.3 UntukkepentinganperubahanKontrak,PPK 
dapatmemintapertimbangandariPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak. 

35.PerubahanPekerjaan 35.1 Dalamhalterdapatperbedaanantara 
kondisilapanganpadasaatpelaksanaan 
dengangambardan/atauspesifikasiteknis 
yangditentukandalamdokumenKontrak, 
PPKbersamaPenyediadapatmelakukanperuba
hanpekerjaan,yang meliputi: 

a. menambahataumengurangivolume 
yang tercantum dalamKontrak; 

b. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

c. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

d. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan. 

35.2 Dalamhaltidakterjadiperubahankondisi 
lapangansepertiyangdimaksudpadapasal 
35.1namunadaperintahperubahandari PPK,
 PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakatiperubahanpekerjaanyang 
meliputi: 

a. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

b. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

c. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan 

35.3 PerintahperubahanpekerjaandibuatolehPPK
 secara tertulis kepada Penyedia 
kemudiandilanjutkandengannegosiasi 
teknisdanhargadengantetapmengacu 
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padaketentuanyangtercantumdalamKontrak 
awal. 

35.4 HasilnegosiasitersebutdituangkandalamBerit
aAcarasebagaidasarpenyusunan 
adendumKontrak. 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimanadimaksudpadapasal35.1dan35.
2mengakibatkanpenambahanHarga 
Kontrak,perubahanKontrakdilaksanakan 
denganketentuan penambahan Harga 
Kontrakakhirtidakmelebihi10%(sepuluhpers
eratus)darihargayangtercantum 
dalamKontrak    awal dantersedianya 
anggaran. 

35.6 Ketentuanpasal35.1hurufatidakberlakuuntu
k bagianpekerjaanlumsum. 

36.PerubahanHarga 36.1 PerubahanHargaKontrakdapatdiakibatkanol
eh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.penyesuaianharga; dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

36.2 Apabilakuantitasmatapembayaranutama 
yangakandilaksanakan berubahakibat 
perubahan pekerjaanlebih dari 10% 
(sepuluhperseratus)darikuantitasawal, maka
 pembayaran volume    selanjutnya 
denganmenggunakanhargasatuanyang 
disesuaikandengannegosiasi. 

36.3
 Apabiladarihasilevaluasipenaw
aranterdapathargasatuantimpang,makaharg
a 
satuantimpangtersebuthanyaberlakuuntukk
uantitaspekerjaanyangtercantum 
dalamDokumenPemilihan.Untuk kuantitas 
pekerjaan tambahan digunakan harga 
satuanberdasarkanhasil negosiasi. 

36.4 Apabilaadadaftarmatapembayaranyang 
masuk kategori harga satuantimpang,maka 
dicantumkandalam LampiranASSKK. 

perubahanh
argabaru 

pekerjaan, 
dilakukan 

36.5 Apabilaterdapat 
makapenentuan 
dengannegosiasi. 

36.6 Ketentuan penggunaan
 rumusanpenyesuaianharga 
adalahsebagaiberikut: a)hargayangtercantumdalamKontrak dapat

 berubah akibat adanya 
penyesuaian harga    sesuai    
denganperaturanyang berlaku. 

b)penyesuaianhargadiberlakukanpada 
KontrakTahunJamakdengan yang 
masapelaksanaannyalebihdari18(delapa
nbelas)bulan; 

c)penyesuaianhargasatuandiberlakukanmul
aibulanke-13(tigabelas)sejak 
pelaksanaanpekerjaan; 

d)penyesuaianhargasatuanberlakubagi 
seluruhkegiatan/matapembayaran, 
kecualikomponenkeuntungan,biaya 
tidaklangsung(overheadcost)dan 
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hargasatuantimpangsebagaimana 
tercantumdalampenawaran; 

e) penyesuaianhargasatuandiberlakukan 
sesuaidenganjadwalpelaksanaanyang 
tercantum dalam Kontrak 
awal/adendumKontrak; 

f) penyesuaian harga satuan bagi 
komponenpekerjaanyangberasaldari 
luar negeri,    menggunakanindeks 
penyesuaianhargadarinegaraasal 
barang tersebut; 

g)jenispekerjaanbarudenganharga 
satuanbarusebagaiakibatadanya 
adendum Kontrak dapat
 diberikanpenyesuaianharga
mulaibulanke-
13(tigabelas)sejakadendumKontrak 
tersebutditandatangani; 

h)indeks yang digunakan
 dalampelaksanaanKontrak        
terlambat 
disebabkanolehkesalahanPenyedia 
adalahindeksterendahantarajadwal 
Kontrak dan realisasipekerjaan; 

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat 
pelaksanaannya                 
diberlakukanpenyesuaianhargaberdasar
kanindeks harga pada saatpelaksanaan. 

36.7
 Ketentuanlebihlanjutterkaitpenyesuai
anharga diatur dalamSSKK. 

36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 
KompensasimengacupadapasalPeristiwa 
Kompensasi. 

36.9
 Ketentuanpasal36.1hurufbtidakberla
kuuntuk bagianpekerjaanlumsum. 

dan36.3hanya 
pekerjaanharga 

36.10Ketentuanpasal36.2berlak
uuntukbagian satuan. 

37.PerubahanJadwal 
PelaksanaanPekerjaan 
dan/atauMasa 
Pelaksanaan 

37.1 Perubahanjadwalpelaksanaanpekerjaan 
dapatdiakibatkanoleh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.perpanjangan Masa Pelaksanaan; 
dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 
diberikanolehPPKataspertimbanganyang 
layakdanwajaruntukhal-halsebagai berikut: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau 

c. KeadaanKahar. 

37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 
paling    kurang sama dengan
 waktuterhentinyaKontrakakibatKead
aanKahar atauwaktuyang     
diperlukanuntuk 
menyelesaikanpekerjaanakibat     dari 
ketentuanpada pasal 37.2huruf a ataub 37.4 PPKdapatmenyetujuiperpanjanganMasa 
PelaksanaanatasKontrak 
setelahmelakukanpenelitianterhadapusulant
ertulisyang 
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diajukanolehPenyediadalamjangkawaktu 
sesuaipertimbanganyangwajarsetelahPenyed
ia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untukmemberikan peringatan 
diniatasketerlambatanatautidakdapat 
bekerja        sama        untuk mencegah 
keterlambatansesegeramungkin,maka 
keterlambatan seperti ini    tidak    dapat 
dijadikanalasanuntukmemperpanjang Masa 
Pelaksanaan. 

37.5 PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak harus telah menetapkan ada 
tidaknyaperpanjangandanuntukberapa 
lama, 

37.6 Persetujuanperubahanjadwalpelaksanaan 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaan 
dituangkandalamAdendumKontrak. 

37.7 JikaterjadiPeristiwaKompensasisehingga 
penyelesaianpekerjaanakanmelampaui 
MasaPelaksanaanmakaPenyediaberhak 
untuk meminta perpanjangan Masa 
Pelaksanaanberdasarkandatapenunjang. 
PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
Pekerjaan memperpanjang Masa 
Pelaksanaansecaratertulis.PerpanjanganMas
aPelaksanaanharusdilakukanmelalui 
adendumKontrak. 

B.5KeadaanKahar 

38.KeadaanKahar 38.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada: 
bencanaalam,bencananonalam,bencana 
sosial,pemogokan,kebakaran,kondisicuaca 
ekstrem,dan gangguanindustri lainnya. 

38.2 TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-hal
 merugikan yang disebabkan
 olehperbuatanataukelalaianpara 
pihak. 

38.3
 Dalamhalterjadikeadaankahar
,PPKatauPenyedia
 memberitahukan tentang 
terjadinyaKeadaanKaharkepadasalahsatupih
aksecaratertulisdalamwaktupaling 
lambat14(empatbelas)harikalendersejak 
menyadariatauseharusnyamenyadariatas 
kejadianatauterjadinyaKeadaanKahar, 
denganmenyertakanbuktisertahasil 
identifikasi      kewajiban dankinerja 
pelaksanaanyangterhambatdan/atauakanter
hambatakibatKeadaanKahar tersebut. 

38.4 BuktiKeadaanKahar dapatberupa: 

a.pernyataan yang diterbitkan
 olehpihak/instansiyangbe
rwenangsesuai ketentuan peraturan
 perundang-
undangan;dan/atau b.foto/videodokumentasiKeadaanKahar yang 

telahdiverifikasikebenarannya. 

38.5 PPKmemintaPengawasPekerjaanuntuk 
melakukan penelitian
 terhadappenyampaianpe
mberitahuanKeadaanKahardanbuktisebagai
manadimaksud pada pasal38.4. 
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38.6
 DalamKeadaanKahar,kegagal
ansalahsatuPihakuntukmemenuhikewajiban
nyayang ditentukan dalam
 Kontrak
 bukanmerupakanciderajanjia
tauwanprestasi 
apabilatelahdilakukansesuaipadapasal 
38.3.Kewajibanyangdimaksudadalahhanyak
ewajibandankinerjapelaksanaanterhadappek
erjaan/bagianpekerjaanyang 
terdampakdan/atauakan terdampakakibat 
dariKeadaanKahar. 

38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 
pelaksanaanKontrakdapatdihentikan. 
PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dapatbersifat 

a. sementara hingga Keadaan Kahar 
berakhir;atau 

b. permanenapabilaakibat KeadaanKahar 
tidak memungkinkan 
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

38.8 PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dilakukansecaratertulisolehPPKdengan 
disertaialasanpenghentianpekerjaan. 

38.9 DalamhalpelaksanaanKontrakdilanjutkan, 
parapihakdapatmelakukanperubahanKontra
k. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjangsekurang-kurangnyasama 
denganjangkawaktuterhentinyaKontrak 
akibatKeadaanKahar.PerpanjanganMasa 
Pelaksanaandapat      melewati      
TahunAnggaran. 

38.10SelamamasaKeadaanKahar,jikaPPKmemerinta
hkan secara tertulis kepada 
Penyedia untuk sedapat       
mungkinmeneruskanpekerjaan,maka    
Penyedia berhak    untuk    menerima
 pembayaran 
sebagaimanaditentukandalamKontrakdanme
ndapatpenggantianbiayayangwajar sesuai     
dengankondisi     yang     telah 
dikeluarkanuntukbekerjadalamKeadaanKah
ar.Penggantianbiayainiharusdiatur 
dalamsuatuadendumKontrak. 

38.11DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikan, 
para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajibansesuaiKontrak.Penyediaberhak 
untukmenerimapembayaransesuaidenganpr
estasiataukemajuanhasilpekerjaanyang 
telahdicapai
 setelahdilakukanpengukuran/pemer
iksaan bersama    
atauberdasarkanhasilaudit. 

B.6PenghentiandanPemutusanKontrak 

39.PenghentianKontrak Penghentian Kontrakdapat dilakukan karenaterjadi 
KeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal 38. 

40.PemutusanKontrak 40.1 

40.2 

PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPPK 
atauPenyedia. 
Pemutusankontrakdilakukansekurang-
kurangnya14(empatbelas)harikalender 
setelah PPK/Penyedia
 menyampaikanpemberitahuanre
ncanaPemutusanKontrak secara tertulis 
kepada Penyedia/PPK. 
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40.3 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
olehsalahsatupihakmakaPPKmembayar 
kepadaPenyediasesuaidenganpencapaianpre
stasipekerjaanyangtelahditerimaolehPPKdik
urangidendayangharusdibayar 
Penyedia(apabilaada),sertaPenyedia 
menyerahkansemuahasilpelaksanaan 
kepadaPPKdanselanjutnyamenjadihak milik 
PPK. 

41.PemutusanKontrakoleh41.1PPK MengesampingkanPasal1266dan1267Kitab
Undang-UndangHukumPerdata,PPK dapat
 melakukan pemutusan Kontrak 
apabila: 

a. PenyediaterbuktimelakukanKKN, 
kecurangan 
dan/ataupemalsuandalamproses 
pengadaanyang diputuskanolehInstansi 
yang berwenang; b. pengaduan tentang
 penyimpanganprosedur,     
dugaanKKN
 dan/ataupelanggaranper
saingansehatdalampelaksanaanPengada
anBarang/Jasa 
dinyatakanbenarolehInstansiyang 
berwenang; 

c. Penyedia beradadalamkeadaanpailit; 

d. PenyediaterbuktidikenakanSanksi 
Daftar Hitam
 sebelumpenandatangan
anKontrak; e. Penyediagagalmemperbaikikinerja 
setelahmendapatSuratPeringatanKontra
kKritisberturut-turutsebanyak 
3(tiga)kali; 

f. Penyedia tidak
 mempertahankanberlakun
ya JaminanPelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji
 dalammelaksanakankewajib
annyadantidak memperbaiki
 kelalaiannya dalamjangka 
waktuyangtelahditetapkan; h. berdasarkanpenelitianPPK,Penyedia 
tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhanpekerjaan walaupun 
diberikankesempatansampaidengan50(l
imapuluh)harikalendersejak masa        
berakhirnya        
pelaksanaanpekerjaanuntuk
 menyelesaikanpekerjaan; 

i. setelah diberikan
 kesempatanmenyelesaikan
 pekerjaan sampai 
dengan50(limapuluh)harikalender 
sejakmasaberakhirnyapelaksanaanpeker
jaan,     Penyedia     tidak     dapat 
menyelesaikanpekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan 
selama28(duapuluhdelapan)hari 
kalenderdanpenghentianinitidak 
tercantumdalamjadwalpelaksanaanpeke
rjaanserta tanpa    
persetujuanpengawas pekerjaan;atau 

k. Penyediamengalihkanseluruhkontrak 
bukandikarenakanpergantiannama 
Penyedia. 
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dilakukan 
kesalahan 

41.2 DalamhalpemutusanKontrak 
padaMasaPelaksanaankarena 
Penyedia,maka: 

a. JaminanPelaksanaandicairkan; 

b.
 sisauangmukaharusdilunasiolehPeny
ediaatauJaminanUangMuka 
dicairkan(apabiladiberikan); c. Penyediamembayardenda(apabila 
ada);dan 

d. Penyediadikenakan Sanksi DaftarHitam 

41.3 Pencairanjaminansebagaimanadimaksud 
padapasal41.2diatas,dicairkandan 
disetorkan sesuaiketentuandalamSSKK. 

41.4
 DalamhalpemutusanKontrakdilakuk
anpadaMasaPemeliharaankarenakesalahanP
enyedia,maka: a. PPKberhakuntuktidakmembayar 

retensiatauJaminanPemeliharaan 
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar 
Hitam. 

41.5
 Dalamhalterdapatnilaisi
sapenggunaanuangretensiatauuangpencaira
nJaminanPemeliharaan untuk
 membiayai 
pembiayaan/pemeliharaanmakaPPKwajibm
enyetorkansebagaimanaditetapkandalam 
SSKK. 

41.6 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
secarasepihakolehPPKkarenakesalahanPenye
dia,makaPokjaPemilihandapat 
menunjukpemenangcadanganberikutnya 
padapaketpekerjaanyangsamaatauPenyediay
angmampudanmemenuhi syarat. 

42.PemutusanKontrakolehPe
nyedia 

MengesampingkanPasal1266dan1267KitabUndang
-UndangHukumPerdata,Penyediadapat 
melakukanpemutusanKontrak apabila: 

a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 
PengawasPekerjaanmemerintahkanPenyedia 
untukmenundapelaksanaanpekerjaanatau 
kelanjutanpekerjaan,danperintahtersebut 
tidakditarikselama28(duapuluhdelapan)harikal
ender; 

b.
 PPKtidakmenerbitkanSuratPermintaanPemba
yaran(SPP)untukpembayarantagihan 
angsuransesuaidenganyangdisepakati 
sebagaimanatercantumdalamSSKK. 

43.BerakhirnyaKontrak
 Kontrakberakhirapabilapekerjaantelahselesai
danhakdankewajibanparapihakyangterdapatdalam
Kontrak sudahterpenuhi. 

44.KeterlambatanPelaksan
aanPekerjaan 
danKontrak Kritis 

44.1
 ApabilaPenyediaterlambatmelaksana
kanpekerjaansesuaijadwal,makaPPKharus 
memberikanperingatansecaratertulisataume
mberlakukanketentuan kontrak kritis. 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

a.    Dalamperiode    I(rencana    fisik 
pelaksanaan0%-70%dariKontrak), 

JDIHKementerian PUPR 



127 

selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dariKontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 5%; 

c. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dari Kontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi fisik    
pelaksanaandengan rencana 
pelaksanaankurangdari5%danakanmela
mpauitahunanggaranberjalan. 

44.3 Penanganankontrakkritisdilakukan dengan 
rapat pembuktian (show
 causemeeting/SCM) 

a. PadasaatKontrakdinyatakankritis, 
Pengawas Pekerjaan
 memberikanperingatan
 secara tertulis kepada 
Penyedia             danselanjutnya 
menyelenggarakanRapatPembuktian(SC
M) TahapI. b. DalamSCMTahapI,PPK,Pengawas 
PekerjaandanPenyediamembahasdanme
nyepakatibesarankemajuanfisik yang 
harus dicapaiolehPenyedia 
dalamperiode waktu tertentu
 (uji coba pertama)yang 
dituangkandalamBerita Acara 
SCMTahapI. c. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
pertama,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
kedua)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapII. 

d. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
kedua,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
ketiga)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapIII. 

e. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
ketiga,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIIdanPPK 
dapatmelakukanpemutusanKontrak 
secara sepihak
 denganmengesampingk
anPasal1266dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata. 

f. Apabilaujicobaberhasil,namunpada 
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrakdinyatakankritislagimaka 
berlaku ketentuan SCMdariawal. 

45.PemberianKesempatan 45.1
 Dalamhal
diperkirakanmenyelesaika
n pekerjaan 

Penyediagagal 
sampai    Masa 
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Pelaksanaanberakhir,namunPPKmenilai 
bahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerj
aan, PPK dapat memberikan 
kesempatankepada Penyedia untuk 
menyelesaikanpekerjaan. 

45.2 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untukmenyelesaikanpekerjaandimuat 
dalamadendumKontrakyangdidalamnya 
mengatur: 

a. waktu pemberian
 kesempatanpenyelesaianpek
erjaan; b. pengenaansanksidendaketerlambatan 
kepada Penyedia; 

c.
 perpanjanganmasaberlakuJaminanPe
laksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaiansisapekerjaanyangakan 
dilanjutkan ke     
TahunAnggaranberikutnya    dari    
DIPA/DPA TahunAnggaranberikutnya,         
apabila 
pemberiankesempatanmelampaui 
TahunAnggaran. 

45.3 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
menyelesaikanpekerjaansampaidengan50(li
ma puluh)harikalender,sejakMasa 
Pelaksanaanberakhir. 

45.4 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
melampauiTahunAnggaran. 

46.Peninggalan Semuabahan,perlengkapan,peralatan,hasil 
pekerjaansementarayangmasihberadadilokasi 
kerjasetelahpemutusanKontrakakibatkelalaian 
ataukesalahanPenyedia,dapatdimanfaatkan 
sepenuhnya oleh PPK tanpa
 kewajibanperawatan/pemeliharaan.Penga
mbilankembali 
semuapeninggalantersebutolehPenyediahanya 
dapat dilakukansetelahmempertimbangkan 
kepentinganPPK. 

HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA 

47.HakdanKewajibanPe
nyedia 

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yangharusdilaksanakanolehPenyediadalammelaksa
nakanKontrak, meliputi: 

a.
 menerimapembayaranuntukpelaksanaanpek
erjaansesuaidenganhargadanketentuan yang 
telahditetapkandalamKontrak; b. memintafasilitas-fasilitasdalambentuksarana 
danprasaranadariPPKuntukkelancaranpelaksan
aan pekerjaan sesuai
 ketentuanKontrak; 

c. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecara 
periodik kepada PPK; 

d. melaksanakan, menyelesaikan
 danmenyerahkanpekerja
ansesuaidenganjadwal 
pelaksanaanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak; 

e. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaan 
secaracermat,akuratdanpenuhtanggung 
jawabdenganmenyediakantenagakerja, bahan-
bahan,peralatan,angkutankeataudari 
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lapangan,dansegalapekerjaanpermanenmaupu
nsementarayangdiperlukanuntuk pelaksanaan,
 penyelesaian dan
 perbaikanpekerjaanyang 
dirincidalamKontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukanuntukpemeriksaanpelaksanaan yang 
dilakukanPPK; 

g. mengambillangkah-langkahyangmemadai 
dalamrangkamemberiperlindungankepada 
setiaporangyangberadaditempatkerja 
maupunmasyarakatdanlingkungansekitar 
yangberhubungandenganpemindahanbahanba
ku,penggunaanperalatankerjakonstruksi 
danproses produksi; 

h. melaksanakan semua perintah Pengawas 
PekerjaanyangsesuaidengankewenanganPenga
was PekerjaandalamKontrak ini; 

i. hakdankewajibanlainyangtimbulakibat 
lingkuppekerjaanditentukandi SSKK. 

48.PenggunaanDokumen-
DokumenKontrak 
danInformasi 

Penyediatidakdiperkenankanmenggunakandanmen
ginformasikan dokumen Kontrak atau 
dokumenlainnyayangberhubungandenganKontraku
ntukkepentinganpihaklain,misalnya 
spesifikasiteknisdan/ataugambar-gambar,serta 
informasilainyangberkaitandenganKontrak, 
kecualidenganizintertulisdariPPKsesuai 
ketentuanperaturanperundang-undangan. 

49.HakKekayaanI
ntelektual 

PenyediawajibmelindungiPPKdarisegalatuntutan 
atauklaimdaripihakketigayangdisebabkanpengguna
anatauataspelanggaranHakKekayaanIntelektual 
olehPenyedia. 

50.PenanggunganRisiko 50.1 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, 
membebaskan, dan menanggungtanpabatas 
PPKbesertainstansinyaterhadapsemua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 
gugatanatautuntutanhukum,proses 
pemeriksaan hukum,    dan biaya    yang 
dikenakanterhadapPPKbesertainstansinya 
(kecualikerugianyangmendasarituntutanters
ebut disebabkan kesalahanatau kelalaianbera
tPPK)sehubungandenganklaimyang 
timbuldarihal-halberikutterhitungsejak 
TanggalMulaiKerjasampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan: 

a. kehilanganataukerusakanperalatan 
danhartabendaPenyedia,Subpenyedia 
(jika ada),dantenaga kerja konstruksi; 

b. cideratubuh, sakit atau kematiantenaga 
kerja konstruksi; 

c. kehilanganataukerusakanhartabenda, 
dancideratubuh,sakitataukematianpiha
k ketiga. 

50.2 TerhitungsejakTanggalMulaiKerjasampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan,semuarisikokehilanganatau 
kerusakanhasilpekerjaanini,bahandanperlen
gkapanmerupakanrisikoPenyedia, 
kecualikerugianataukerusakantersebut 
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diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPPK. 

50.3
 Pertanggunganasuransiyangdim
ilikiolehPenyedia tidak
 membatasi
 kewajibanpenanggungan 
dalampasalini. 

50.4 Kehilanganataukerusakanterhadaphasil 
pekerjaanataubahan yang 
menyatudenganhasilpekerjaansejakTanggal
MulaiKerja 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaanharusdigantiataudiperbaiki 
olehPenyediaatastanggungannyasendirijika 
kehilanganataukerusakantersebutterjadi 
akibattindakanataukelalaianPenyedia. 

51.Perlindungan Tenaga 
Kerja 

51.1 PenyediadanSubpenyediaberkewajiban 
atasbiayasendiriuntukmengikutsertakan 
TenagaKerjaKonstruksinyapadaprogramBad
anPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)Ketena
gakerjaansebagaimanadiaturdalamperatura
nperundang-undangan. 

51.2
 Penyediaberkewajibanuntukmematu
hidanmemerintahkanTenaga Kerja 
Konstruksinya 
untukmematuhiperaturankeselamatan 
kerja.Padawaktupelaksanaanpekerjaan, 
PenyediabesertaTenagaKerjaKonstruksinya 
dianggaptelahmembacadanmemahami 
peraturan keselamatankerja tersebut. 

51.3 Penyediaberkewajibanuntukmenyediakan 
kepadasetiapTenagaKerjaKonstruksinya 
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi 
Subpenyedia,     jika     ada)perlengkapan 
keselamatankerjayangsesuaidanmemadai. 

51.4 TanpamengurangikewajibanPenyedia 
untukmelaporkankecelakaanberdasarkanhu
kumyang berlaku,
 Penyediawajibmelaporkank
epadaPPKmengenaisetiap kecelakaanyang 
timbulsehubungandenganpelaksanaanKontr
akinidalamwaktu24(duapuluhempat)jam 
setelah kejadian. 

52.Pemeliharaan 
Lingkungan 

Penyediaberkewajibanuntukmengambillangkah-
langkah yang memadai untuk melindungi 
lingkunganbaikdidalammaupundiluartempat kerja
 dan membatasi gangguan
 lingkunganterhadappihak    ketiga    dan
 harta    bendanya 
sehubungan denganpelaksanaanKontrakini, sesuai 
denganketentuanperaturanperundang-undangan 
yangmengaturmengenaipengelolaanlingkunganhid
up. 

53.Asuransi 53.1 Penyediawajibmenyediakanasuransisejak 
SPMKsampaidenganTanggalPenyerahanAkhi
r Pekerjaan untuk barang yang 
mempunyai risiko tinggi terjadinya 
kecelakaandalampelaksanaanpekerjaan 
atassegalarisikoterhadapkecelakaan, 
kerusakanakibatkecelakaan,kehilangan, 
serta risiko lainyangtidakdapatdiduga. 

53.2 Penyediawajibmenyediakanasuransibagi 
pihakketigasebagaiakibatkecelakaandi 
lokasikerja. 
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sudahdiperhitungkan 
dantermasukdalam 

53.3 Besarnyaasuransi 
dalampenawaranH
arga Kontrak. 

54.TindakanPenyedia 
yang54.1Mensyaratkan 
PersetujuanPPK 
atauPengawas 
Pekerjaan 

Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuan tertulis PPK 
sebelum melakukan tindakan-
tindakanberikut: 

a. mensubkontrakkansebagianpekerjaan 
dalamLampiranA SSKK; 

b. menunjukPersonelManajerialyang 
namanya tidak tercantum dalam 
LampiranASSKK; 

c. mengubahataumemutakhirkanRMPK 
danRKK; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

54.2 Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuantertulisPengawas 
Pekerjaansebelummelakukantindakan-
tindakanberikut: 

a.
 melaksanakansetiaptahapanpekerjaa
nberdasarkanrencanakerjadanmetode 
kerja; b. mengubahsyaratdanketentuanpolis 
asuransi; 

c. mengubah Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtama; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

55.LaporanHasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaanpekerjaandilakukanselama 
pelaksanaankontrakuntukmenetapkanvolum
epekerjaanataukegiatanyangtelah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil 
pekerjaan.Hasilpemeriksaanpekerjaan 
dituangkandalamlaporankemajuanhasil 
pekerjaan. 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian
 danpengawasanpelaksanaanpekerj
aan,seluruh aktivitas     kegiatanpekerjaan
 dilokasi 
pekerjaandicatatdalambukuhariansebagai 
bahanlaporanharianpekerjaanyangberisi 
rencana danrealisasipekerjaanharian. 

55.3 Laporanharianberisi: 

a. jenisdankuantitasbahanyangberada di 
lokasipekerjaan; 

b. penempatantenagakerjakonstruksi 
untuk tiapmacamtugasnya; 

c. jenis,jumlah dankondisi peralatan; 

d. jenisdankuantitaspekerjaanyang 
dilaksanakan; 

e. keadaancuacatermasukhujan,banjir dan
 peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruhterhadap
 kelancaranpekerjaan;dan 

f. catatan-catatanlainyangberkenaan 
denganpelaksanaanpekerjaan. 

55.4Laporanmingguanterdiridarirangkuman 
laporanhariandanberisihasilkemajuan 
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fisikpekerjaandalamperiodesatuminggu, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.5 Laporanbulananterdiridarirangkuman 
laporanmingguandanberisihasilkemajuan 
fisikpekerjaandalamperiodesatubulan, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.6 Untuk merekam kegiatan
 pelaksanaanpekerjaankonstruksi,PP
KdanPenyedia membuatfoto-
fotodokumentasidanvideo 
pelaksanaanpekerjaandilokasipekerjaan 
sesuaikebutuhan. 

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat
 olehPenyedia,      diperiksa
 olehPengawas 
Pekerjaan,dandisetujuiolehPPK/pihak PPK. 

56.KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain, 
laporan,dandokumen-dokumenlainsertapiranti 
lunakyangdipersiapkanolehPenyediaberdasarkanKo
ntrakinisepenuhnyamerupakanhakmilikPPK. 
Penyediapalinglambatpadawaktupemutusanataupe
nghentianatauakhirMasaKontrakberkewajibanuntu
kmenyerahkansemuadokumendanpiranti 
lunaktersebutbesertadaftarrinciannyakepada 
PPK.Penyediadapatmenyimpan1(satu)buah 
salinantiapdokumendanpirantilunaktersebut. 
Pembatasan(jikaada)mengenaipenggunaan 
dokumendanpirantilunaktersebutdiatasdi 
kemudianhari diatur dalam SSKK. 

57.KerjasamaAntara 
Penyediadan 
Subpenyedia 

57.1 Penyedia hanya boleh melakukan 
subkontrak    sebagianpekerjaan utama 
kepada     Penyedia     Spesialis     
dan/ataupekerjaanbukanpekerjaanutamake
pada Penyedia UsahaKecil. 

57.2 Penyediatetapbertanggungjawabatas 
bagianpekerjaanyangdisubkontrakkanterseb
ut. 

57.3
 Subpenyediadilarangmengalihkanata
umensubkontrakkanpekerjaan. 

57.4
 ApabilaPenyediayangditunjukme
rupakanPenyediaUsahaKecil,makapekerjaan
tersebutharusdilaksanakansendiriolehPenye
dia yang ditunjuk dan dilarang 
dialihkanataudisubkontrakkankepada pihak 
lain. 

57.5 PenyediaUsahaNonKecilyangmelakukan 
kerjasamadenganSubpenyediahanyabolehm
elaksanakansesuaidengandaftarbagianpekerj
aanyangdisubkontrakkan(apabila 
ada)yangdituangkandalamLampiranA SSKK. 

57.6 LampiranASSKK(DaftarPekerjaanyang 
DisubkontrakkandanSubpenyedia)tidak 
bolehdiubahkecualiataspersetujuantertulisda
riPPKdandituangkandalam 
adendumKontrak. 

57.7PelaksanaanKerjasama Antara Penyediadan 
Subpenyedia     diawasi     olehPengawas 
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PekerjaandanPenyediamelaporkansecara 
periodik kepada PPK. 

57.8 ApabilaPenyediamelanggar ketentuan 
sebagaimanadiaturpadapasal57.4atau57.5m
akaakandikenakandendasenilai 
pekerjaanyang disubkontrakkan tersebut. 

58.PenyediaLain Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmengg
unakanlokasikerjatermasukjalanakses bersama-
samadenganPenyediaLain(jikaada)danpihak-
pihaklainnyayangberkepentinganatas 
lokasikerja.Jikadipandangperlu,PPKdapat 
memberikanjadwalkerjaPenyediaLaindilokasi kerja. 

59.AlihPengalaman/Keahl
ian 

Dalamhalpelaksanaanpaketpekerjaankonstruksi 
dengan nilai pagu anggaran di atas 
Rp50.000.000.000,00(limapuluhmiliarrupiah), 
Penyedia        
diwajibkanmemberikanalihpengalaman/keahlianbi
dangkonstruksimelalui 
sistemkerjapraktik/magangsesuaidenganjumlah 
yang    disepakati    pada    saat Rapat
 PersiapanPenunjukanPenyedia. 

60.PembayaranDenda Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksi 
finansialberupadendasebagaiakibatwanprestasi 
atauciderajanjiterhadapkewajiban-
kewajibanPenyediadalamKontrakini. PPKmengenak
an denda 
denganmemotongangsuranpembayaranprestasi 
pekerjaanPenyedia.Pembayarandendatidak 
mengurangitanggung jawab kontraktualPenyedia. 

61.Jaminan 61.1 JaminanyangdigunakandalampelaksanaanK
ontrakinidapatberupabankgaransiatausurety
 bond. Jaminan bersifat tidak 
bersyarat,mudahdicairkan,danharus 
dicairkanolehpenerbitjaminanpaling 
lambat14(empatbelas)harikerjasetelah 
surat perintah pencairandariPPKatau pihak 
yang diberi kuasa olehPPK diterima. 

61.2 PenerbitjaminanselainBankUmumharus 
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) 

61.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,JaminanUa
ngMukadanJaminanPemeliharaan 
sebagaiberikut: 

a. paket pekerjaan sampai
 denganRp10.000.000.000,00(s
epuluhmiliar rupiah) 
dapatditerbitkanoleh: 1)Bank Umum; 

2)PerusahaanAsuransi; 

3)PerusahaanPenjaminan; 

4)lembagakeuangankhususyang 
menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan,     penjaminan,     dan 
asuransiuntukmendorongekspor 
Indonesiasesuaidenganketentuanpe
raturanperundang-undangandi 
bidanglembagapembiayaanekspor 
Indonesia;atau 

Asuransi 
Lembaga 

5)KonsorsiumPerusahaanUm
um/KonsorsiumPenjami
nan/Konsorsium 
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Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliar 
rupiah)dapat diterbitkanoleh: 

1)Bank Umum;atau 

2)KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/KonsorsiumPerusahaa
n Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

61.4 JaminanPelaksanaandiberikankepadaPPK 
setelahditerbitkannyaSuratPenunjukanPenye
dia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukanPenandatangananKontrak 
denganbesar: 

a. 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak;atau 

b. 5% (limaperseratus) dari nilaitotal HPS 
untuk harga penawaran
 ataupenawaranterkoreksidiba
wah80% 
(delapanpuluhperseratus)nilaitotal HPS. 

61.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpaling
 kurang sejak tanggal 
penandatangananKontraksampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(Provis
ionalHandOver/PHO). 

61.6
 JaminanPelaksanaandikembalikanset
elahpekerjaandinyatakanselesai100%(seratu
s 
perseratus)dandigantidenganJaminanPemeli
haraanataumenahanuangretensi 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak; 

61.7 JaminanUangMukadiberikankepadaPPK 
dalamrangkapengambilanuangmuka 
yangbesarannyapalingkurangsama 
denganbesarnyauangmukayangditerima 
Penyedia. 

61.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangi 
secaraproporsionalsesuaidengansisauang 
muka yang diterima. 

61.9 MasaberlakunyaJaminanUangMuka 
palingkurangsejaktanggalpersetujuanpembe
rianuangmukasampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(PHO). 

61.10JaminanPemeliharaandiberikankepadaPPK 
setelahpekerjaandinyatakanselesai100% 
(seratus perseratus). 

61.11Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukanpalinglambat14(empatbelas)harik
erja setelahMasa Pemeliharaan selesai 
danpekerjaanditerimadenganbaiksesuai 
dengan ketentuanKontrak. 

61.12MasaberlakuJaminanPemeliharaanpaling 
kurangsejakTanggalPenyerahanPertama 
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Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
PenyerahanAkhirPekerjaan(FinalHandOver/
FHO). 

HAKDANKEWAJIBANPPK 

62.HakdanKewajibanPPK Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh PPK
 dalammelaksanakanKontrak, meliputi: 

a. mengawasidanmemeriksapekerjaanyang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

b. menerimalaporan-laporansecaraperiodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwal 
penyerahanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak. 

d. membayarpekerjaansesuaidenganhargayang 
tercantumdalamKontrakyangtelahditetapkan 
kepada Penyedia; 

e. memberikanfasilitas berupasarana
 danprasaranayangdib
utuhkanolehPenyedia 
untukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuai 
ketentuanKontrak;dan f. menilaikinerja Penyedia. 

63.Fasilitas
 PPKdapatmemberikanfasilitasberupas
aranadanprasaranaataukemudahanlainnya(jikaada)
yang tercantum dalam SSKK untuk
 kelancaranpelaksanaanpekerjaanini. 

64.Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan 
kepada Penyedia yaitu: 

a.PPKmengubahjadwalpekerjaanyang dapat
 mempengaruhi
 pelaksanaanpekerjaan; 

b.keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia; 

c.PPKtidakmemberikangambar-gambar, 
spesifikasidan/atauinstruksisesuai 
jadwalyang dibutuhkan; 

d.Penyediabelumbisamasukkelokasi 
sesuaijadwaldalamkontrak; 

e.PPKmenginstruksikankepadapihak 
Penyediauntukmelakukanpengujiantamb
ahanyangsetelahdilaksanakanpengujiant
ernyatatidakditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f.PPK memerintahkan
 penundaanpelaksanaanpekerjaa
n; 

g.PPKmemerintahkanuntukmengatasi 
kondisitertentuyangtidakdapatdiduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkanolehPPK;atau 

h.ketentuanlaindalam SSKK. 
64.2

 JikaPeristiwaKompensasi
mengakibatkanpengeluaran
 tambahan dan/atau 
keterlambatanpenyelesaianpekerjaanmaka 
PPKberkewajibanuntukmembayarganti 
rugidan/ataumemberikanperpanjanganMas
a Pelaksanaan. 

64.3 Ganti 
hanya 

rugiakibatPeristiwa 
dapatdibayarkanjika 

Kompensasi 
berdasarkan 
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data penunjang dan perhitungan 
kompensasiyangdiajukanolehPenyedia 
kepadaPPK,dapatdibuktikankerugiannyata. 

64.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanya 
dapatdiberikanjikaberdasarkandata 
penunjangdanperhitungankompensasi 
yangdiajukanolehPenyediakepadaPPK, 
dapatdibuktikanperlunyatambahanwaktu 
akibatPeristiwa Kompensasi. 

64.5 Penyediatidakberhakatasgantirugi 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaanjika
Penyediagagalataulalaiuntuk memberikan
 peringatan dini
 dalammengantisipasiataume
ngatasidampak Peristiwa Kompensasi. 

TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA 

65.Tenaga Kerja Konstruksi65.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja 
padapekerjaaniniwajibmemilikisertifikat 
kompetensi kerja. 

65.2 TenagaKerjaKonstruksiselainPersonel 
Manajerialyangbekerja/akanbekerjapada 
pekerjaaninidanbelummemilikisertifikat 
kompetensikerja,makaPenyediawajibmemast
ikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikatkompetensikerjasepanjangMasa 
Pelaksanaan. 

66.PersonelManajerial 66.1 
dan/atauPeralatan 
Utama 

PersonelManajerialyangditempatkandan 
diperkerjakanharussesuaidenganyang 
tercantumdalamLampiranASSKK. 

66.2 PeralatanUtamayangditempatkandan 
digunakanuntukpelaksanaanpekerjaan 
adalahperalatanyanglaikdanharussesuai 
denganyangtercantumdalamLampiranA 
SSKK. 

66.3 PenggantianPersonelManajerialdan/atauPer
alatanUtamatidakbolehdilakukan 
kecuali ataspersetujuantertulisdariPPKdan 
dituangkandalam adendumKontrak. 

66.4 Jika penggantian Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtamaperludilakukan, 
maka     Penyedia     berkewajiban untuk 
menyediakanpenggantidengankualifikasi 
yangsetaraataulebihbaikdaritenagakerja 
konstruksi dan/atau peralatanyang 
digantikantanpa biaya tambahanapapun. 

66.5 PPK dapat menyetujui 
penempatan/penggantianPersonel 
Manajerial    dan/atauPeralatan Utama 
menurut kualifikasiyangdibutuhkan setelah
mendapat    rekomendasi    dari    Pengawas 
Pekerjaan. 

66.6 JikaPPKmenilaibahwaPersonelManajerial: 

1)tidak mampu atau tidak dapat 
melakukanpekerjaandenganbaik; 

2)berkelakuantidak baik;dan/atau 
3)mengabaikanpekerjaanyangmenjadi 

tugasnya; 
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maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakanpenggantidanmenjaminPerson
elManajerialtersebutmeninggalkan 
lokasikerjadalamwaktu7(tujuh)hari 
kalender sejak diminta olehPPK 

66.7 PersonelManajerialberkewajibanuntuk 
menjagakerahasiaanpekerjaannya.Jika 
diperlukanolehPPK,PersonelManajerial 
dapatsewaktu-waktudisyaratkanuntuk 
menjagakerahasiaanpekerjaandibawah 
sumpah. 

66.8 Apabila ada penambahan Personel 
Manajerialdan/atauPeralatanUtamamaka 
penambahantersebut harus    mendapat 
persetujuanterlebihdahuludariPPKdan 
dituangkandalam LampiranASSKK. 

PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA 

67.Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaandalam Kontrak 
sebesar Harga Kontrak. 

67.2
 HargaKontraktelahmemperhitungka
nmeliputi : a. bebanpajak; 

b. keuntungandanbiayaoverhead(biaya 
umum); 

c. biaya pelaksanaanpekerjaan;dan 

d. biayapenyelenggaraankeamanandan 
kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

67.3 HargaKontrakbagianpekerjaanharga satuan
 sesuai dengan rincian yang 
tercantumdalamDaftarKuantitasdanHargada
nHargaKontrakbagianpekerjaan 
lumsumsesuaidenganDaftarKeluarandanHar
ga. 

68.Pembayaran 68.1 Uang Muka 

a. Uangmukadibayaruntukmembiayai 
mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi,pembayaranuangtandajadi 
kepada      pemasok bahan/material 
dan/atauuntuk persiapanteknis lain. 

b. Untukusahakecil,uangmukadapat 
diberikanpalingtinggi30%(tigapuluhper
seratus) dari Harga Kontrak. 

c. Untukusahanonkecil,uangmuka 
dapatdiberikanpalingtinggi20%(dua 
puluhperseratus)dari Harga Kontrak. 

d. UntukKontrakTahunJamak,uang 
mukadapatdiberikanpalingtinggi15% 
(limabelasperseratus)dariHarga 
Kontrak. 

e. Besaranuangmukaditentukandalam 
SSKKdandibayarsetelahPenyedia 
menyerahkanJaminanUangMuka 
palingsedikitsebesaruangmukayang 
diterima. 

f. Dalamhaldiberikanuangmuka,maka 
Penyedia harus
 mengajukanpermohona
npengambilanuangmuka 
secaratertuliskepadaPPKdisertai 
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denganrencanapenggunaanuang 
mukauntukmelaksanakanpekerjaan 
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat 
PermintaanPembayaran(SPP)kepada 
Pejabat PenandatangananSurat Perintah
Membayar(PPSPM)untukpermohonante
rsebutpadahuruff,palinglambat7(tujuh)
harikerjasetelahJaminanUang Muka 
diterima. 

h. Pengembalian uang muka harus 
diperhitungkanberangsur-angsur 
secara proporsional     pada     
setiappembayaranprestasipekerjaandan
palinglambatharuslunaspadasaat 
pekerjaanmencapaiprestasi100% 
(seratus perseratus). 

68.2 Prestasipekerjaan 

Pembayaranprestasihasilpekerjaanyang 
disepakatidilakukanolehPPK,dengan 
ketentuan: 

a. Penyediatelahmengajukantagihan 
disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 

b.
 pembayarandilakukantidakbolehmel
ebihikemajuanhasilpekerjaanyang 
telahdicapai dan diterimaolehPPK; c. pembayaran dilakukan
 terhadappekerjaanyan
g sudahterpasang; d.
 pembayarandilakukandengansistemt
erminyangketentuanlebihlanjut diatur 
dalamSSKK; e. pembayaranharus memperhitungkan: 

1)angsuranuang muka; 
2)peralatandan/ataubahanyang 

menjadi bagian permanendarihasil 
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan(materialonsite) 
yang sudah dibayar sebelumnya; 

3)denda (apabila ada); 
4)pajak; dan/atau 
5)uang retensi. 

f. untuk Kontrak yang mempunyai 
subkontrak,permintaanpembayaranhar
usdilengkapibuktipembayaran 
kepadaseluruhSubpenyediasesuai 
denganprestasipekerjaan.Pembayaran 
kepadaSubpenyediadilakukansesuai 
prestasi      pekerjaan yang selesai 
dilaksanakanolehSubpenyediatanpa 
harusmenunggupembayaranterlebih 
dahuludari PPK; 

g. pembayaranterakhirhanyadilakukan 
setelahpekerjaanselesai100%(seratus 
perseratus)danBeritaAcaraSerah Terima
 Pertama Pekerjaan 
ditandatanganiolehPPK danPenyedia; 

h.    PPKdalamkurunwaktu7(tujuh)hari 
kerjasetelahpengajuanpermintaan 
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pembayarandariPenyediaditerima harus
 sudah mengajukan Surat 
PermintaanPembayarankepadaPejabat 
PenandatangananSurat      
PerintahMembayar (PPSPM); 

i.
 apabilaterdapatketidaksesuai
andalamperhitungan angsuran, tidak
 akanmenjadi alasan
 untuk     menunda 
pembayaran.    PPKdapat meminta 
Penyedia        untuk        
menyampaikanperhitunganprestasiseme
ntaradenganmengesampingkanhal-
halyangsedang menjadiperselisihan. 

68.3 Bahandan/atauperalatanyangmenjadi 
bagianpermanen darihasilpekerjaansesuai 
denganketentuanyangtercantumdalam 
SSKK.Bahandan/atauperalatanyang menjadi
 bagian dari hasil
 pekerjaanmemenuhiketentuan: 

a. bahandan/atauperalatanyangbelum 
dilakukanujifungsi(commisioning), 
sertamerupakanbagiandaripekerjaanuta
maharusmemenuhipersyaratan 
sebagaiberikut: 

(1)berada di lokasi pekerjaan 
sebagaimana     tercantum
 dalamKontrak 
danperubahannya; (2)memilikisertifikatujimutudari 
pabrikan/produsen; 

(3)bersertifikat garansi dari 
produsen/agenresmi yang ditunjuk 
olehprodusen; 

(4)disetujuiolehPPKsesuaidengan 
capaianfisik yang diterima; 

(5)dilarangdipindahkandariarea lokasi
 pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankanoleh pihak 
manapun;dan 

(6)keamananpenyimpanandanrisiko 
kerusakan sebelum 
diserahterimakansecara satu 
kesatuanfungsi       
merupakantanggung 
jawabPenyedia. b. sertifikatujimutudansertifikatgaransi 

tidakdiperlukandalamhalperalatan 
dan/ataubahandibuat/dirakitolehPenye
dia; 

c. besaranyangakandibayarkandari 
materialonsite(berkisarantara50% 
sampai dengan70%); 

d. ketentuanbahandan/atauperalatan 
yangmenjadibagianpermanendari 
hasilpekerjaanhanyadiberlakukanuntuk 
bagianpekerjaanharga satuan. 

e. besarannilaipembayarandanjenis 
materialonsitedicantumkandidalam 
SSKK. 

68.4 Denda danGantiRugi 
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a. Denda merupakan sanksi finansialyang 
dikenakankepadaPenyedia,antaralain: 
denda keterlambatan
 dalampenyelesaianpelaksa
naanpekerjaan, 
dendaketerlambatandalamperbaikan 
CacatMutu,dendaterkaitpelanggaran 
ketentuan subkontrak. 

b. Gantirugimerupakansanksifinansial 
yangdikenakankepadaPPKmaupunPenye
dia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi.Besarnyasanksiganti 
rugiadalahsebesarnilaikerugianyang 
ditimbulkan. 

c. Besarnyadendaketerlambatanyang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatanpenyelesaianpekerjaan 
adalah: 1)1‰(satuperseribu)dariharga 

bagianKontrakyangtercantum 
dalamKontrak (sebelumPPN);atau 

2)1‰(satuperseribu)dariHarga Kontrak 
(sebelumPPN); 

sesuaiyang ditetapkandalamSSKK. 
d. Besarnyagantirugisebagaiakibat 

Peristiwa Kompensasiyangdibayar 
olehPPKatasketerlambatanpembayaran 
adalahsebesarbungadarinilaitagihan 
yangterlambatdibayar,berdasarkantingk
atsukubungayangberlakupada saat itu
 menurut ketetapan Bank 
Indonesia,sepanjangtelahdiputuskanole
hlembagayang berwenang; 

e. Pembayarandendadan/ataugantirugi 
diperhitungkan dalam
 pembayaranprestasip
ekerjaan. 

f. GantirugikepadaPenyediadapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkandalam adendum kontrak. 

g.
 PembayarangantirugidilakukanolehP
PK,apabilaPenyediatelahmengajukantagi
handisertaiperhitungandandata-data. 

69.Hari Kerja 69.1 Orangharistandaratausatuhariorang 
bekerjaadalah8(delapan)jam,terdiriatas7(tuj
uh)jamkerja(efektif)dan1(satu)jam istirahat. 

69.2 Penyediatidakdiperkenankanmelakukanpeke
rjaanapapundilokasikerjapadawaktu yang
 secara ketentuan
 peraturanperundang-
undangandinyatakansebagai 
hariliburataudiluarjamkerjanormal, kecuali: 

a. dinyatakanlain di dalamKontrak; 

b. PPKmemberikan izin;atau 

c. pekerjaantidakdapatditunda,atauuntuk
 keselamatan/perlindungan
masyarakat,dimanaPenyediaharus 
segera       memberitahukan urgensi 
pekerjaantersebutkepadaPengawas 
PekerjaandanPPK. 
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69.3 Semuapekerjadibayarselamaharikerjadan 
datanyadisimpanolehPenyedia.Daftar 
pembayaranmasing-masingpekerjadapat 
diperiksaolehPPK. 

69.4 Untukpekerjaanyangdilakukandiluarhari 
kerjaefektifdanjamkerjanormalharus 
mengikuti ketentuan Menteri yang 
membidangiketenagakerjaan. 

69.5 Pelaksanaanpekerjaandiluarharikerja 
efektifdan/ataujamkerjanormalharus 
diawasi olehPengawas Pekerjaan. 

70.PerhitunganAkhir 70.1
 Pembayaranangsuranprestasipekerja
anterakhirdilakukansetelahpekerjaanselesai 
100%(seratusperseratus)danberitaacara 
serahterimapertamapekerjaantelah 
ditandatanganioleh kedua pihak. 

70.2 Sebelumpembayaranterakhirdilakukan, 
Penyediaberkewajibanuntukmenyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan
 rincianperhitungannilaitagihante
rakhiryang jatuhtempo.
 PPKberdasarkanhasil 
penelitiantagihanolehPengawasPekerjaanber
kewajibanuntukmenerbitkanSPPuntuk 
pembayarantagihanangsuranterakhir 
palinglambat7(tujuh)harikerjaterhitung 
sejaktagihandandokumenpenunjang 
dinyatakanlengkapdanditerimaolehPengawa
s Pekerjaan. 

71.Penangguhan 71.1 PPKdapatmenangguhkanpembayaran 
setiapangsuranprestasipekerjaanPenyedia 
jikaPenyediagagalataulalaimemenuhi 
kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahansetiapHasilPekerjaansesuai 
dengan waktuyangtelahditetapkan. 

71.2 PPKsecaratertulismemberitahukankepada 
Penyedia tentang penangguhan hak 
pembayaran,disertaialasan-alasanyang jelas
 mengenai penangguhan tersebut. 
Penyedia      diberi      kesempatanuntuk 
memperbaiki dalamjangka waktutertentu. 

71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus 
disesuaikandenganproporsi kegagalanatau 
kelalaianPenyedia. 

71.4
 Jikadipandang perlu oleh P
PK, penangguhanpembayaran akibat
 keterlambatanpenyerahan
pekerjaandapatdilakukanbersamaan dengan
pengenaandendakepada Penyedia. 

PENGAWASANMUTU 

72.PengawasandanPe
meriksaan 

PPKberwenangmelakukanpengawasandanpemeriks
aanterhadappelaksanaanpekerjaanyang 
dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
memerintahkankepada pihak    ketiga    untuk 
melakukanpengawasandanpemeriksaanatas 
semuapelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehP
enyedia. 

73.PenilaianPekerjaan 
SementaraolehPPK 

73.1PPKdalamMasaPelaksanaanpekerjaan 
dapatmelakukanpenilaiansementaraatas 
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hasil pekerjaan yang dilakukan
 olehPenyedia. 

73.2
 Penilaianatashasilpekerjaandilak
ukanterhadap mutu dan
 kemajuan fisik pekerjaan. 

74.Pemeriksaan 
danPengujian 
CacatMutu 

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
 akanmemeriksasetiaphasilpekerjaand
anmemberitahukanPenyediasecaratertulis 
atas setiap CacatMutuyangditemukan.PPK 
atauPengawas        Pekerjaandapat 
memerintahkan Penyedia           untuk 
menemukandanmengungkapkanCacat 
Mutu,sertamengujihasilpekerjaanyang 
dianggapolehPPKatauPengawasPekerjaanme
ngandung    Cacat    Mutu . Penyedia 
bertanggungjawabatasperbaikanCacat Mutu 
selama Masa Kontrak. 

74.2 Jika PPK atau Pengawas
 PekerjaanmemerintahkanPenyediaunt
ukmelakukanpengujianCacat 
Mutuyangtidaktercantum 
dalamSpesifikasiTeknisdanGambar,danhasil
ujicobamenunjukkanadanyacacat 
mutumakaPenyediaberkewajibanuntuk 
menanggungbiayapengujiantersebut.Jika 
tidakditemukanadanyaCacatMutumaka 
ujicobatersebutdianggapsebagaiPeristiwa 
Kompensasi 

75.PerbaikanCacatMutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
 akanmenyampaikanpemberitahuanC
acatMutu 
kepadaPenyediasegerasetelahditemukan 
CacatMututersebut.Penyedia bertanggung 
jawabatasCacatMutuselamaMasa Kontrak. 

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat
 Mututersebut,    Penyedia
 berkewajibanuntuk 
memperbaikiCacatMutudalamjangka 
waktuyang         
ditetapkandalampemberitahuan. 

75.3 JikaPenyediatidakmemperbaiki Cacat Mutu 
dalamjangkawaktuyangditentukanmaka 
PPK,berdasarkanpertimbanganPengawas 
Pekerjaan,berhakuntuksecaralangsung 
ataumelaluipihakketigayangditunjukolehPPK
melakukanperbaikantersebut.Penyedia 
segerasetelahmenerimaklaimPPKsecara 
tertulisberkewajiban untukmengganti biaya 
perbaikantersebut.PPKdapatmemperolehpen
ggantian biaya dengan memotong 
pembayaranatastagihanPenyediayang 
jatuhtempo(jikaada)atauuangretensiataupen
cairanJaminanPemeliharaanataujika 
tidakadamakabiayapenggantianakan 
diperhitungkansebagaiutangPenyedia 
kepada PPK yang telahjatuhtempo. 

75.4 PPK mengenakan denda
 keterlambatanuntuksetiapketerlambat
anperbaikanCacat 
MutudanmengenakanSanksiDaftarHitam 
kepadaPenyediajikatidakmelaksanakanperba
ikancacatmutu.Besarandenda 
keterlambatandanjangkawaktuperbaikan 
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akibatCacatMutuiniditentukandalam SSKK. 

76.KegagalanBangunan 76.1 ApabilaterjadiKegagalanBangunanmaka 
PPKdan/atauPenyediaterhitungsejak 
Tanggal Penyerahan Akhir
 Pekerjaanbertanggung jawabatas      
KegagalanBangunansesuaidengankesalahan
masing-masingselamaUmurKonstruksiyang 
tercantumdalamSSKKtetapitidaklebihdari 
20(duapuluh)tahun,dandalamSSKKagar 
dicantumkanlamapertanggunganterhadapK
egagalanBangunanyang    ditetapkan 
apabilarencanaUmurKonstruksikurang dari 
20(duapuluh)tahun. 

76.2 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, 
membebaskan, dan menanggungtanpabatas 
PPKbesertainstansinyaterhadapsemua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 
gugatanatautuntutanhukum,proses 
pemeriksaan hukum,    dan biaya    yang 
dikenakanterhadapPPKbesertainstansinya 
(kecualikerugianyangmendasarituntutanters
ebut disebabkan kesalahanatau kelalaianPPK
)sehubungandenganklaimkehilangan 
ataukerusakanhartabenda,dancidera 
tubuh,sakitataukematianpihakketigayang 
timbul dari kegagalanbangunan. 

76.3 PPKmaupunPenyediaberkewajibanuntuk 
menyimpan dan memelihara semua 
dokumenyangdigunakandanterkait 
denganpelaksanaaniniselamaUmur 
KonstruksiyangtercantumdalamSSKKtetapiti
dak lebihdari 10(sepuluh)tahun. 

PENYELESAIANPERSELISIHAN 

77.PenyelesaianPerselisiha
n/Sengketa 

77.1 ParaPihakberkewajibanuntukberupaya 
sungguh-sungguh menyelesaikan secara 
damaisemuaperselisihanyangtimbuldari 
atauberhubungandenganKontrakiniatau 
interpretasinya      selama
 atausetelahpelaksanaanpekerjaanin
idenganprinsip dasar musyawarah untuk
 mencapai kemufakatan. 

77.2 Dalam hal musyawarah para pihak 
sebagaimanadimaksudpadapasal77.1tidakda
patmencapaisuatukemufakatan, maka     
penyelesaian perselisihanatau 
sengketaantaraparapihakdalamKontrak 
dapat      dilakukanmelalui, alternatif 
penyelesaiansengketa,dewansengketa 
(menggantikanmediasi/konsiliasi), 
dan/atauarbitrase. 

77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang 
dipilihditetapkandalamSSKK. 

78.ItikadBaik 78.1 Parapihakbertindakberdasarkan asassaling 
percayayangdisesuaikandenganhak-hak 
yang terdapat dalamKontrak. 

78.2 Parapihaksetujuuntukmelaksanakanperjanji
andenganjujurtanpamenonjolkan 
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kepentinganmasing-masingpihak.Apabila 
selamaKontrak,salahsatupihakmerasa 
dirugikan,makadiupayakantindakanyang 
terbaik untukmengatasikeadaan tersebut. 
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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

Pasal 
dalam 
SSUK 

Ketentuan Data 

4.1&4.2 Korespondensi AlamatPara Pihak sebagaiberikut: 

SatuanKerja PPK : PPK ............... [diisi
 namasatuankerjaPPK] 
Nama :.......... 
[diisinamaPPK]Alamat :.......... 
[diisialamatPPK]Website :.......... 
[diisiwebsitePPK]E-mail :.......... 
[diisiemailPPK] 
Faksimili :.......... [diisinomorfaksimiliPPK] 

Penyedia : ........................ [diisi nama
 badanusaha/namaKSO] 
Nama

 :..........[diisinamayangttdsuratp
erjanjian] 

Alamat :.......... [diisialamatPenyedia]E-
mail :.......... [diisiemailPenyedia] 
Faksimili :.......... [diisi nomor

 faksimiliPenyedia] 

4.2&5.1 Wakil
 Sah
Para Pihak 

WakilSahPara Pihak sebagaiberikut: 

Untuk PPK: 
Nama

 :..........[diisinama
yangditunjukmenjadiWakilSahPP
K]Berdasarkan
 SuratKeputusanP
PK……      nomor.….tanggal 
…….[diisinomordantanggalSKpe
ngangkatanWakilSahPPK] 

Untuk Penyedia: 
Nama

 :..........[diisinama
yangditunjukmenjadiWakilSahPe
nyedia]Berdasarkan
 SuratKeputusan 
……nomor.….tanggal……. 
[diisinomordantanggalSKpengang
katanWakil SahPenyedia] 

Pencairan
Jaminan 

Jaminandicairkandan disetorkanpadaKasDaerah 6.3&4
1.3&4
1.527.

1 Masa 
Pelaksanaan 

MasaPelaksanaanselama120 (seratus dua puluh 
)harikalenderterhitungsejakTanggalMulaiKerjayangt
ercantum dalamSPMK. 

27.4 Masa. 
Pelaksanaanuntuk    
SerahTerima 
SebagianPekerjaan
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(Secara 
Parsial) 

31.8 Masa 
Pemeliharaan 

MasaPemeliharaanberlakuselama120 (seratus dua 
puluh)harikalenderterhitung sejak Tanggal 
PenyerahanPertama Pekerjaan(PHO). 

31.18 SerahTerima 
SebagianPeker
jaan 

Tidak ada 

31.21 Masa 1. 
Pemeliharaanuntu
k    SerahTerima 
SebagianP
ekerjaan 
(Secara 2. 
Parsial) 

Tidak ada 

33.1
 Pedoman
Pengoperasian 
danPerawatan
/Pemeliharaa
n 

Gambar”Asbuilt”dan/atau pedoman pengoperasian 
danperawatan/pemeliharaanharusdiserahkanpalingl
ambat7(tujuh)hari 
kalendersetelahTanggalPenyerahanPertama 
Pekerjaan. 

36.7
 Penyes
uaianHarga 

Penyesuaian harga
 ...........[tidakdiberikan]. . . .  
dalamhaldiberikanmaka rumusannya sebagaiberikut: 

Hn =Ho 
(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) 

Hn
 =HargaSatuanpadasaatpekerjaandil
aksanakan; 

Ho =Harga Satuan pada saat harga 
penawaran; 

a           =Koefisientetapyang    terdiri    atas 
keuntungandanoverhead,falamhal 

JDIHKementerian PUPR 



147 

penawaran tidak
 mencantumkanbesaran
komponenkeuntungandanoverheadma
kaa=0,15 

b,c,d=Koefisienkomponenkontrakseperti 
tenagakerja,bahan,alatkerja,dsb; 
Penjumlahana+b+c+d+....dstadalah1,
00 

Bn, =Indekshargakomponenpadab u l a n Cn,              
saatpekerjaand i l a k s a n a k a n . 
Dn 
Bo, =Indekshargakomponenpadabulan Co,              
penyampaianpenawaran. 
Do 

Rumusantersebutdiatasmemperhatikanhal-hal 
sebagaiberikut: 

a)Penetapankoefisienbahan,tenagakerja,alat 
kerja,bahanbakar,dansebagainyaditetapkan 
seperticontoh sebagaiberikut: 

KoefisienKomponenPekerj
aan a. b. c. d. a+b+c 

+dTi
mbunan 0,15…. …. ….
 1,00Galian 0,1 …. ….
 …. 1,00 

5 
Galian 0,1 …. …. ….
 1,00denganalat 5 
Beton 0,1 …. …. ….

 1,005 
Beton 0,1 …. …. ….
 1,00bertulang 5 

b)KoefisienkomponenkontrakditetapkanolehPPK 
dariperbandinganantarahargabahan,tenaga 
kerja,alatkerja,dansebagainya(apabilaada)terhad
apHargaSatuandaripembobotanHPS 
dandicantumkandalamDokumenPemilihan(Ranc
anganKontrak). c)Indekshargayangdigunakanbersumberdari 
penerbitanBPS. 

d)Dalamhalindekshargatidakdimuatdalampenerbitan
BPS,digunakanindekshargayang 
dikeluarkanolehinstansi teknis. 

e) RumusanpenyesuaianHargaKontrakditetapkan 
sebagaiberikut: 

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ 
.... dst 

Pn =
 HargaKontraksetelahdilakukan
penyesuaianHarga Satuan; Hn = HargaSatuanbarusetiapjenis 
komponen pekerjaan setelah 
dilakukanpenyesuaianharga 
menggunakanrumusanpenyesuaian
Harga Satuan; 

V = Volumesetiapjenis
 komponen
pekerjaanyang dilaksanakan. f)

 Pembayaranpenyesuaianhargadilak
ukanolehPPK,apabilaPenyediatelahmengajukanta
gihan disertaiperhitunganbesertadata-
datadantelah dilakukan audit sesuai
 dengan
 ketentuanperaturanperundang-
undangan; 
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g)Penyediadapatmengajukantagihansecara 
berkalapalingcepat6(enam)bulansetelahpekerjaa
nyangdiberikanpenyesuaianharga 
tersebutdilaksanakan. 

h)PembayaranpenyesuaianhargadilakukanolehPPK,a
pabilaPenyediatelahmengajukantagihan 
disertaiperhitunganbesertadata-datadantelah 
dilakukan audit sesuai dengan
 ketentuanperaturanperundang-
undangan. 

42.b Pembayaran 
Tagihan 

Batasakhirwaktuyangdisepakatiuntukpenerbitan 
SPPolehPPKuntukpembayarantagihanangsuran 
adalah7 
(tujuh..)harikerja 
terhitungsejaktagihandankelengkapandokumenpenu
njangyangtidakdiperselisihkanditerimaolehPPK 

47.(i) Hak
 dan
KewajibanPen
yedia 

- 

54.1.(d) TindakanlainolehPenyediayangmemerlukanpersetuju
anPPKadalah Menunjuk personil yang namanya tidak 
tercantum dalam SSKK, mengubah atau 
memutahirkan program mutu 
 

54.2.(d) TindakanlainolehPenyediayangmemerlukanpersetuju
anPengawasPekerjaanadalah menggunakan 
spesifikasi bahan dan gambar, mengubah personil 
inti dan peralatan 

56 

TindakanPeny
ediayang 
Mensyaratkan
PersetujuanPP
K 
TindakanPeny
ediayang 
Mensyaratkan
PersetujuanPe
ngawas 
PekerjaanKepe
milikanDoku
men 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan 
dokumendanpirantilunakyangdihasilkandari 
PekerjaanKonstruksiinidenganpembatasansebagai 
berikut:dipergunakan hanya semata-mata sebagai 
referensi pekerjaan sejenis. 

63 Fasilitas PPKakanmemberikanfasilitasberupa:- 

64.1.(h) Peristiwa 
Kompensasi 

Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat 
diberikankepadaPenyediaadalah- 

68.1.(e) BesaranUang 
Muka 

Uangmukadiberikanpalingtinggisebesar30% (tiga 
puluh per seratus) dari Harga Kontrak. 

68.2.(d)
 Pembaya
ranPrestasi 
Pekerjaan 

Pembayaranprestasipekerjaandilakukandengan 
carabulanan (Montly Certificate) 
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Dokumenpenunjang    yang    disyaratkanuntuk 
mengajukantagihanpembayaranprestasi pekerjaan: 

1. Kontrak /RMK 
2. Time Schedule 
3. Surat ijin mulai 

kerja 
4. BA Uitzet 
5. Shop Drawing 
6. Adendum (bila ada) 
7. Laporan Mingguan 
8. Sertifikat Bulanan 
9. Mix Design 
10. Back Up MC 
11. Perintah Perubahan (CCO) 
12. Photo 0%, 50%, 100% 
13. Buku Kegiatan 
14. Asbuilt Drawing 
15. PHO 
16. BA Pembayaran 

 

68.3.(d)
 Pembaya
ranBahan 
dan/atauPer
alatan 

- 

68.4.(c) Denda akibat 
Keterlambatan 

Untukpekerjaaninibesardendaketerlambatanuntuk 
setiaphariketerlambatanadalah1/1000(satuperseribu
)dariharga kontrak (sebelumPPN) 

75.4 Perbaikan 
CacatMutu 

Denda keterlambatan akibatCacatMutuuntuk 
setiaphariketerlambatanadalahsebesar1/1000(satupe
rseribu)daribiayaperbaikancacatmutu.Jangka 
waktuperbaikancacatmutu sesuai denganperkiraan 
waktuyangdiperlukanuntukperbaikandan 
ditetapkanolehPPK. 
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Bangunan HasilPekerjaanmemiliki Umur 
Konstruksi selama........(.........dalam huruf...........)t
ahunsejakTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan. 

 

76.1 Umur a. 
KonstruksidanPert
anggunganterhad
apKegagalanBang
unan

b.
 

PertanggunganterhadapKegagalanBangunan 
ditetapkan selama........(.........dalam huruf...........)t
ahunsejak TanggalPenyerahanAkhirPekerjaan.  

77.4
 Penyelesai
anPerselisihan
/Se ngketa 

Dalamhalmusyawarahuntukmufakattidaktercapai, 
maka para pihak sepakat
 menyelesaikanperselisihan/sengketa 
melalui: 
1.…………. [apabila menggunakan

 alternatifpenyelesaiansengketadipilih
mediasi/konsiliasi]menunjuk          …………
 [diisinamamediator/konsiliator] 
atau 
DewanSengketamenunjuk…………[diisinamaseju
mlahanggotadewansengketa] 

2.Arbitrase menunjuk ………… [diisi
 namalembagaarbitraseyangberbadanh
ukum] 

[dapatdipilih1(satu)ataulebihpilihanpenyelesaianseng
ketaberdasarkanhasilkesepakatansaatRapatPersiapanP
enandatangananKontrak] 
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LAMPIRANASYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

DAFTARHARGASATUANTIMPANG 

No Mata

 Satuan

Pembaya    Ukuran 

ran 

Kuantita 

s 

Harga 

SatuanH

PS (Rp) 

% 

Terhada 

p HPS 

Keterang 

an 

……….. ……….. ……….. ……….. 

……….. ……….. 

Harga 

SatuanPe

nawar 

an(Rp) 

……….. 

……….. ……….. ……….. 

1     ………..    ……….. 

2     ………..    ……….. 

3 Dst 

DAFTARPEKERJAANYANG DISUBKONTRAKKANDAN SUBPENYEDIA 

a. PekerjaanUtama 

Nama 

Subpenyedia 

Alamat 

Subpenyedia 

Kualifikasi 

Subpenyedia 

Keterangan 

……….. ……….. ……….. ……….. 

No BagianPekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan

1 ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst 

b. PekerjaanbukanPekerjaanUtama 

Nama 

Subpenyedia 

Alamat 

Subpenyedia 

Kualifikasi 

Subpenyedia 

Keterangan 

……….. ……….. ……….. ……….. 

No BagianPekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan

1 ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst 

DAFTARPERSONEL MANAJERIAL 

No Nama 

Personel 

Manajerial 

Tingkat 

Pendidikan/

Ijazah 

Sertifikat 

Kompetensi 

Kerja 

Keterangan Jabatan 

dalamPek

erjaan ini 

……….. 

……….. 

Pengalaman

Kerja 

Profesional 

(Tahun) 

……….. ……….. ……….. 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

1……….. 

2……….. 

3 Dst 

DAFTARPERALATANUTAMA 

Merk Kapasitas 

dan 

Tipe 

Jumlah Kondisi Status 

Kepemilikan 

Keterangan 

………..……….. ………..……….. ……….. ……….. 

………..……….. ………..……….. ……….. ……….. 

No Nama 

Peralatan 

Utama 

1 ……….. 

2 ……….. 

3 Dst 
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LAMPIRAN BSYARAT-SYARAT 

KHUSUSKONTRAKRENCANAKESELAMATANKONSTRUK

SI(RKK) 

BENTUK RENCANAKESELAMATANKONSTRUKSI 

................. RENCANAKESELAMATANKONSTRUKSI 

[Logo&NamaPerusahaan] [digunakanuntukusulanpenawaran] 

DAFTARISI 

A.KepemimpinandanPartisipasi Pekerja dalamKeselamatanKonstruksi 

A.1.KepedulianpimpinanterhadapIsueksternal daninternal 

A.2.KomitmenKeselamatanKonstruksi 

B.Perencanaan keselamatankonstruksi 

B.1. Identifikasibahaya,Penilaianrisiko,PengendaliandanPeluang. B.2. 

Rencana tindakan(sasaran&program) 

B.3.Standar danperaturanperundangan 

C.DukunganKeselamatanKonstruksi 

C.1.Sumber Daya 

C.2.Kompetensi 

C.3.Kepedulian 

C.4.Komunikasi 

C.5.InformasiTerdokumentasi 

D.Operasi KeselamatanKonstruksi 

D.1.PerencanaanOperasi 

E.Evaluasi Kinerja KeselamatanKonstruksi 

E.1.Pemantauan dan evaluasi 

E.2.Tinjauanmanajemen 

E.3.Peningkatankinerja keselamatankonstruksi 

CONTOH 
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PenjelasanmengenaiisiKomitmenKeselamatanKonstruksipoin(A.2)sesuaidengan 

formatdibawahini: 

[ContohPakta IntegritasBadanUsaha TanpaKemitraan/KSO] 

PAKTAKOMITMENKESELAMATANKONSTRUKSI 

Sayayang bertandatangandibawahini: 
Nama :…………… [namawakilsahbadanusaha] 
Jabatan :............. 
Bertindakuntuk :PT/CV/Firma/atau lainnya………… 
[pilihyangdanatas nama              sesuaidancantumkannama] 

dalamrangkapengadaan……………[isinamapaket]pada…………… 
[isisesuaidengannamaPokjaPemilihan]berkomitmenmelaksanakan 
konstruksiberkeselamatandemiterciptanyaZeroAccident,denganmemastikanba
hwa seluruhpelaksanaankonstruksi: 

1.MemenuhiketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3)Konstruksi; 
2.Menggunakantenaga kerja kompetenbersertifikat; 
3.Menggunakanperalatanyang memenuhistandar kelaikan; 
4.Menggunakanmaterial yang memenuhistandar mutu; 
5.Menggunakanteknologiyang memenuhistandar kelaikan; 
dan6.MelaksanakanStandar Operasi danProsedur (SOP) 

………… [tempat],…..[tanggal] ………… [bulan]20….[tahun] 

[NamaPenyedia] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

JDIHKementerian PUPR 



154 

[ContohPakta IntegritasBadanUsaha DenganKSO] 

PAKTAKOMITMENKESELAMATANKONSTRUKSI 

Kamiyang bertanda tangandibawahini: 
1.Nama :…………… [namawakilsahbadanusaha] 

JabatanBertindak
untuk 

2.Nama 

:............. 
:PT/CV/Firma/atau lainnya…………… 
[pilihyangsesuaidancantumkannama] 
:.............[namawakilsahbadanusaha] 

Jabatan :…………… 
Bertindakuntuk :PT/CV/Firma/atau lainnya…………… 

[pilihyangsesuaidancantumkannama] 
3.......[danseterusnya,diisisesuaidenganjumlahanggotaKemitraan/KSO] 

dalamrangkapengadaan……………[isinamapaket]pada…………… 
[isisesuaidengannamaPokjaPemilihan]berkomitmenmelaksanakan 
konstruksiberkeselamatandemiterciptanyaZeroAccident,denganmemastikanba
hwa seluruhpelaksanaankonstruksi: 

1.MemenuhiketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3)Konstruksi; 
2.Menggunakantenaga kerja kompetenbersertifikat; 
3.Menggunakanperalatanyang memenuhistandar kelaikan; 
4.Menggunakanmaterial yang memenuhistandar mutu; 
5.Menggunakanteknologiyang memenuhistandar 
kelaikan;dan6.MelaksanakanStandar Operasi danProsedur (SOP) 

………… [tempat],…..[tanggal] ………… [bulan]20….[tahun] 

[NamaPenyedia] [NamaPenyedia] [NamaPenyedia] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[cantumkantandatangandannamasetiapanggotaKSO] 
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PENILAIAN RESIKO 
SKALA 

PRIORITAS 
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B.1. Identifikasibahaya,Penilaianrisiko,PengendaliandanPeluang. 

TABEL 1.IDENTIFIKASIBAHAYA,PENILAIANRISIKO,PENETAPANPENGENDALIAN RISIKOK3 

Nama 

PerusahaanKegiat

an 

Lokasi 

Tanggaldibuat 

:.................. 

:.................. 

:.................. 

:.................. halaman:…../….. 

NO 

Dibuat oleh, 

Penyedia 

JDIHKementerian PUPR 

No 1, 2, 3 diisi PPK 

No 4, 5, 6, 7, 8 diisi penyedia 
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B.2. Rencana tindakan(sasaran&program) 

TABEL PENYUSUNANSASARANDANPROGRAMK3 

Nama 
PerusahaanKegiat
an 
Lokasi 
Tanggaldibuat 

:.................. 
:.................. 
:.................. 
:.................. 

NO TIPE/JENIS 
PEKERJAAN 

SASARANKHUSUS PROGRAM 

PENGENDALIAN 
RISIKO URAIAN TOLOKSUMBER UKUR              

DAYA 
JANGKAINDIKATOR 
WAKTUPENCAPAIAN MONITORING PENANGGUNG 

JAWAB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Dibuat oleh, 

Penyedia 
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BENTUKDOKUMENLAIN 

A.BENTUK SURAT 

PENUNJUKANPENYEDIABARANG/JA

SA(SPPBJ)[kopsuratK/L/PD] 
Nomor 
Lampiran 

:__________ __________,____________ 
20__:__________ 

Kepada Yth. 
__________ 
di__________ 

Perihal:PenunjukanPenyedia untuk PelaksanaanPaketPekerjaan __________ 

DenganinikamiberitahukanbahwapenawaranSaudaranomor__________ 
tanggal__________perihal__________dengan[nilaipenawaran/penawaranterkorek
si]sebesarRp_____________(____________________)kaminyatakan 
diterima/disetujui. 

SebagaitindaklanjutdariSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)ini 
SaudaradiharuskanuntukmenyerahkanJaminanPelaksanaansebesarRp.………. 
(………..Rupiah)[5%darinilaikontrakuntuknilaipenawaran/terkoreksiantara80%sa
mpaidengan100%HPSatau5%dariHPSuntuknilaipenawaran/terkoreksidibawah80%
HPS]denganmasaberlakuselama….(………………)harikalender [sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]
 danmenandatanganiSuratPerjanjianpalinglambat14(empat
belas)harikerjasetelah diterbitkannya SPPBJ. 

KegagalanSaudarauntukmenerimapenunjukaniniyangdisusunberdasarkanevaluasite
rhadappenawaranSaudara,akandikenakansanksisesuaiketentuan 
dalamPeraturanPerundanganterkaittentangPengadaanBarang/JasaPemerintahbesert
a petunjukteknisnya. 

SatuanKerja __________ 
PejabatPembuatKomitmen 

[tandatangan] 

[namalengkap][
jabatan] 
NIP. __________ 

TembusanYth.: 
1.____________ 
[PA/KPAK/L/D/I]2.____________ 
[APIPK/L/D/I] 
3.____________ 
[PokjaPemilihan].........dst 
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B.BENTUK SURAT PERINTAHMULAIKERJA(SPMK) 

[kopsuratsatuankerjaK/L/PD] 

SURAT PERINTAHMULAIKERJA(SPMK) 

Nomor:__________ 
PaketPekerjaan:__________ 

Yang bertandatangandi bawahini: 

_______________[namaPejabatPembuatKomitmen]_____________
__[jabatanPejabatPembuatKomitmen]_______________[alamatsatu
ankerjaPejabatPembuatKomitmen] 

selanjutnyadisebutsebagai PejabatPembuatKomitmen; 

berdasarkanSuratPerjanjian__________nomor__________tanggal__________, 
bersama inimemerintahkan: 

_______________[namaPenyediaPekerjaanKonstruksi]__
_____________[alamatPenyediaPekerjaanKonstruksi]yan
g dalamhal inidiwakilioleh:__________ 

selanjutnyadisebutsebagai Penyedia; 

untuksegeramemulaipelaksanaanpekerjaandenganmemperhatikanketentuan-
ketentuan sebagaiberikut: 

1.Macampekerjaan:__________; 

2.Tanggalmulaikerja: __________; 

3.Syarat-syaratpekerjaan:sesuaidenganpersyaratan danketentuanKontrak; 

4.Waktupenyelesaian:selama___(__________)[harikalender/bulan/tahun]danpeker
jaanharus sudahselesai padatanggal__________ 

5.Denda:Terhadapsetiaphariketerlambatanpelaksanaan/penyelesaianpekerjaanPeny
ediaakandikenakan DendaKeterlambatan sebesar1/1000(satuperseribu) 
dariNilaiKontrakataubagiantertentudariNilaiKontraksebelumPPNsesuai dengan 
ketentuanyangtercantumdalamSyarat-SyaratKhusus Kontrak. 

__________,__ __________ 20__ 

Untuk danatas nama__________ 
PejabatPembuatKomitmen 

[tandatangan] 

[namalengkap][
jabatan] 
NIP: __________ 
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Menerimadanmenyetujui: 

Untuk danatas nama__________ 

[tandatangan] 

[namalengkapwakilsahbadanusaha][ja
batan] 
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C.BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN 

JaminanPelaksanaandariBank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANPELAKSANAANNo.
____________________ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________ [alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama
 :___________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Al
amat :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _______________________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanPelaksanaanataspekerjaan_________
________ berdasarkanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)No.________________ 
tanggal_________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,lalai/tidakmemenuhikewajibannyakepadaPenerima Jaminanberupa: 
a.Yangdijamintidakmenyelesaikanpekerjaantersebutpadawaktunyadenganbaikdanbenar 

sesuaidenganketentuandalamKontrak; 
b.Pemutusankontrak akibatkesalahanYang Dijamin. 
sebagaimana ditentukandalamDokumenPemilihanyang diikutiolehYang Dijamin. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasdalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutanpencairan dariPenerima Jaminanberdasar 
SuratPernyataanWanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksi 
akibatYang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. Segalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdari GaransiBankini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 
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Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 

________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 

JDIHKementerian PUPR 
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JaminanPelaksanaandariAsuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANPELAKSANAAN 

Nomor Jaminan: __________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenar bilamanaTERJAMINtidak memenuhi
 kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ 
sebagaimanaditetapkanberdasarkanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)No.__
_____________tanggal________________untuk       pelaksanaantender pekerjaan 
______________yang diselenggarakanolehPENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 

a.TERJAMINtidakmenyelesaikanpekerjaantersebutpadawaktunyadenganbaikdanbenar 
sesuaidenganketentuandalamKontrak; 

b.Pemutusankontrak akibat kesalahanTERJAMIN. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
dalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecaratertulisdariPENERIMAJAMIN
ANberdasarKeputusanPENERIMAJAMINANmengenai pengenaansanksi akibat 
TERJAMIN cidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebihdahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudah diajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. 

Dikeluarkandi_____________ 
pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

_____________________ 
[NamadanJabatan] 

__________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 
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JaminanUang Muka dari Bank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANUANG 
MUKANo._______________
_____ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________[alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama              

:__________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Alamat            
:_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _____________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanUangMukaataspekerjaan__________
_______ berdasarkanKontrak No.________________ 
tanggal__________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,YangDijaminlalai/tidakmemenuhikewajibannyadalammelakukanpemba
yarankembalikepadaPenerimaJaminanatasuangmukayang 
diterimanya,sebagaimanaditentukandalamDokumenKontrak. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasatausisaUangMukayangbelumdikembalikanYangDijamindalamwaktupalinglam
bat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpenc
airandariPenerimaJaminanberdasarSuratPernyataan 
WanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksiakibatYangDijamin 
cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. SegalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdariGaransiBank ini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 

Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 

________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 
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JaminanUang Muka dari Asuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANUANG MUKA 

NomorJaminan:__________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenarbilamanaTERJAMINtidak 
memenuhikewajibandalammelaksanakanpekerjaan_______________________ 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ 
tanggal_____________________dari PENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 
TERJAMINtidakmemenuhikewajibannyamelakukanpembayarankembalikepada 
PENERIMAJAMINANsenilaiUangMukayangwajibdibayarmenurutDokumenKontrak. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
atausisaUangMukayangbelumdikembalikanTERJAMINdalamwaktupalinglambat14(em
patbelas)harikerjatanpasyarat(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecar
atertulisdariPENERIMAJAMINANberdasar 
KeputusanPENERIMAJAMINANmengenaipengenaansanksiakibatTERJAMINcidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebihdahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudahdiajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. 

Dikeluarkandi_____________ 
pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

_____________________ 
[NamadanJabatan] 

__________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 
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JaminanPemeliharaandari Bank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANPEMELIHARAANN
o.____________________ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________[nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________[alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama
 :___________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Al
amat :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _____________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanPemeliharaanataspekerjaan________
_________ berdasarkanKontrak No._______________ tanggal________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,lalai/tidakmemenuhikewajibannyakepadaPenerima Jaminanberupa: 
YangDijamintidakmemenuhikewajibannyamelakukanpemeliharaansebagaimana 
ditentukandalamDokumenKontrak. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasdalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutanpencairan dariPenerima Jaminanberdasar 
SuratPernyataanWanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksi 
akibatYang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. SegalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdariGaransiBank ini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 

Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 
________________ 

[NamadanJabatan] 
Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 
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JaminanPemeliharaandari Asuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANPEMELIHARAAN 

Nomor Jaminan:__________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 

2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenarbilamanaTERJAMINtidak memenuhi
 kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ 
sebagaimana       ditetapkan berdasarkan Kontrak No.      _______________ 
tanggal_____________________ dari PENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 
TERJAMINtidakmemenuhikewajibannyamelakukanpemeliharaansebagaimana 
ditentukandalamDokumenKontrak. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
dalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecaratertulisdariPENERIMAJAMIN
ANberdasarKeputusanPENERIMAJAMINANmengenai pengenaansanksi akibat 
TERJAMIN cidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebih dahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudah diajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. Dikeluarkandi_____________ 

pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

__________________ 
[Nama&Jabatan] 

__________________ 
[Nama&Jabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 
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Demikian Dokumen Pengadaan kami buat dengan sebenarnya. 

 

Temanggung,    April 2019 
 

 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Kegiatan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 

JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAROM,ST 

NIP.  19811101 200903 1 003 

 

  

 

 

 



 

 
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK 

 
 

1. Nomor dan Tanggal DPA   :103.1030100.01.033.52 Tanggal 31 Desember 2018 

2. Nama Kegiatan    : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) JALAN 

3. Nama Paket Pekerjaan   : PEMELIHARAAN JALAN MARON - KANDANGAN 

4. Nomor dan Tanggal Kontrak  : 

5. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak :  

6. Penyedia Jasa    : 

7. Alamat Penyedia Jasa   : 

8. Nilai Kontrak    : 

9. Jenis Kontrak    : Gabungan Harga Satuan dan Lumsump 

10. Uraian Pekerjaan   : Pemeliharaan Jalan 

11. Cara Pembayaran   : Bulanan (MC) 

12. Jangka Waktu Pelaksanaan  : 150 Hari 

13. Jangka Waktu Pemeliharaan  : 180 Hari 

14. Ketentuan Sanksi   : denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak 

 

 
 

 Rancangan Kontrak ditetapkan oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Temanggung,      April  2019 
 
 
 
Pejabat Pembuat Komitmen  
 
 
 
 
 
 ADI WIBOWO, ST 
 NIP. 19811101 200903 1 003 

 
Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PEMERINTAHKABUPATENTEMANGGUNG 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Pahlawan Nomor 21Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421 

                   Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id 

 

http://www.temanggungkab.go.id/


 

RANCANGANKONTRAK 

I. SURAT PERJANJIAN 

SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi  

................(Sesuai Paket yang ditenderkan) 
Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan: 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 
Akta Notaris Nomor 
Tanggal 
Notaris 

:…………..[namawakilPenyedia]:…
………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[alamatPenyedia] 
:…………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[tanggalpenerbitanakta] 
:…………..[namanotarispenerbitakta] 

yangbertindakuntukdanatasnama…………..[namabadanusaha]selanjutnya 
disebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH1-PENYEDIATUNGGAL 



(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani Kontrak 
ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganpenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dan kondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

Pasal 4 
DOKUMENKONTRAK 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian(apabila
ada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
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danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSurat Perjanjian(apabila ada); 

b. SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 5 
MASAKONTRAK 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampai denganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama 120 (Seratus dua puluh)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama180(seratus delapan puluh)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamabadanusaha] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 
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SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi 

........................[diisinamapaketpekerjaan] 

Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan : 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 

:…………..[namawakilKSO] 
:…………..[sesuaisuratperjanjianKSO]:…
………..[alamatwakilKSO] 

yangbertindakuntukdanatasnama.....................[namabadanusahaKSO]sebagai 

badanusaha Kerja Sama Operasi(KSO)yang beranggotakansebagaiberikut: 

1.
 ......................[namaPenyedia1];2
.
 ......................[namaPenyedia2];3
. dst. yangmasing-masinganggotanyabertanggungjawabsecaratanggungrentengatas 
semuakewajibanterhadapPPKsebagaimanadiaturdalamKontrakiniberdasarkan 
suratPerjanjianKerjaSamaOperasi(KSO)Nomor................tanggal........... 
selanjutnyadisebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH2-PENYEDIAKSO 
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(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani 
Kontrak ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganPenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dankondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

[Catatan: ruanglingkuputamapekerjaandiisidenganoutput dari pekerjaantersebutses
uaidengandokumenidentifikasikebutuhandalamRenstra] 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

[Catatan:untukkontraktahunjamakagardicantumkanrincianpendanaanuntukmasing
-masingTahunAnggarannya] 

Pasal 
4DOKUMENKONTRA
K 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian 
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(apabilaada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSuratPerjanjian(apabila ada); b.

 SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 
5MASAKONTRA
K 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampaidenganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama……….(…dalamhuruf…)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama.........(.......dalamhuruf......)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamaKSO] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 
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II.SYARAT-SYARAT UMUMKONTRAK 

KETENTUANUMUM 

1.Definisi Istilah-istilahyangdigunakandalamSyarat-Syarat 
UmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharus 
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang 
dimaksudkansebagai berikut. 

1.1 AparatPengawasInternPemerintahyang 
selanjutnyadisingkatAPIPadalahaparat 
yangmelakukanpengawasanmelaluiaudit, 
reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatanpeng
awasanlainterhadappenyelenggaraantugas 
dan fungsi Pemerintah. 

1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakkan 
adalahbagianpekerjaanutamaataubagianpek
erjaanbukanutamayangditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihanyangpelaksanaannyadiserahkan 
kepadaPenyedialain(subpenyedia)dandisetuj
uiterlebihdahuluolehPPK. 

1.3 DaftarKuantitas/Keluaran dan Hargaadalah 
daftarkuantitas/keluaranyangtelahdiisi 
hargasatuan kuantitas/keluaransesuai 
ketentuanpemberlakuannyadanjumlahbiaya
keseluruhannyayangmerupakanbagian dari 
penawaran. 

1.4 Direksi Lapangan adalah
 tenaga/timpendukungyangdibent
uk/ditetapkanolehPPK,terdiridari1(satu)ora
ngataulebih, 
untukmengelolaadministrasiKontrakdanmen
gendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

1.5 Harga Kontrak adalah total harga 
pelaksanaanpekerjaanyangtercantum 
dalamKontrak. 

1.6 HargaPerkiraanSendiriyangselanjutnya 
disingkatHPSadalahperkiraanharga 
barang/jasa yang ditetapkanolehPPK. 

1.7 HargaSatuanPekerjaanyangselanjutnya 
disingkatHSPadalahhargasatujenis 
pekerjaantertentuper satu satuantertentu. 

1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
kerangka    waktu yang sudahterinci 
berdasarkanMasaPelaksanaan,setelah 
dilaksanakan
 pemeriksaanlapanganbersama    
dandisepakati    dalamrapat 
persiapanpelaksanaanKontrak. 

1.9 KeadaanKaharadalahsuatukeadaanyang 
terjadidiluarkehendakparapihakdalamKontr
akdantidakdapatdiperkirakan sebelumnya,
 sehingga kewajiban yang 
ditentukandalamKontrakmenjaditidak 
dapatdipenuhi. 

1.10KegagalanBangunanadalahsuatukeadaan 
keruntuhanbangunandan/atautidak 
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berfungsinyabangunansetelahpenyerahan 
akhir hasilJasa Konstruksi. 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 
disingkatKSO adalahkerjasamausahaantar 
Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyaihak,kewajibandantanggung 
jawabyangjelasberdasarkanperjanjiantertulis
. 

1.12 KontrakKerjaKonstruksiselanjutnyadisebut 
Kontrakadalahkeseluruhandokumenyang 
mengaturhubunganhukumantaraPPK 
denganPenyediadalampelaksanaanjasa 
konsultansi konstruksi atau pekerjaan 
konstruksi. 

1.13 KontrakGabunganLumsumdanHarga 
SatuanadalahKontrakyangmerupakan 
gabunganlumsumdanhargasatuandalam1(sa
tu)pekerjaanyang diperjanjikan. 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBNyang selanjutnya 
disingkat     KPA adalah pejabat     yang 
memperolehkuasa     dari     PAuntuk 
melaksanakansebagiankewenangandantangg
ungjawabPenggunaanAnggaranpada 
KementerianNegara/Lembaga       yang 
bersangkutan. 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBDyang selanjutnya 
disingkatKPAadalahpejabatyangdiberi kuasa     
untuk     melaksanakansebagian 
kewenanganPenggunaAnggarandalammelak
sanakansebagiantugasdanfungsi 
PerangkatDaerah. 

1.16 Masa Kontrak adalah jangka
 waktuberlakunyaKontrakiniterhitun
gsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampai 
denganTanggal PenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.17
 MasaPelaksanaanadalahjangkawa
ktuuntukmelaksanakanseluruhpekerjaanterh
itungsejakTanggalMulaiKerjasampai dengan
 Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

1.18 MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntuk
 melaksanakan
 kewajibanpemeliharaanolehPen
yedia,terhitungsejak 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.19 MataPembayaranUtamaadalahmata 
pembayaranyangpokokdanpentingyang 
nilaibobotkumulatifnyaminimal80% 
(delapanpuluhperseratus)dariseluruhnilai 
pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaranyang nilai bobotnya terbesar. 

1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 adalahmetodeyangmenggambarka
npenguasaanpenyelesaianpekerjaanyangsiste
matisdari 
awalsampaiakhirmeliputitahapan/urutan 
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pekerjaanutamadanuraian/carakerjadari 
masing-
masingjeniskegiatanpekerjaanutamayangdap
atdipertanggungjawabkan secara teknis. 

1.21 PanitiaPemeriksaHasilPekerjaanyang 
selanjutnyadisingkatPPHPadalahtimyang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaanPengadaanBarang/Jasa. 

1.22 PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnya 
disingkatPPKadalahpejabatyangdiberi 
kewenanganolehPA/KPAuntukmengambil 
keputusandan/ataumelakukantindakan 
yangdapatmengakibatkanpengeluaran 
anggaranbelanjanegara/anggaranbelanja 
daerah. 

1.23 PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhan atau
 sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan,                       pengoperasian, 
pemeliharaan,        pembongkaran,        
danpembangunankembalisuatubangunan. 

1.24 Pekerjaan Utamaadalah jenispekerjaanyang 
secaralangsungmenunjangterwujudnya 
danberfungsinyasuatukonstruksisesuai 
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihan. 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
peroranganataubadanusaha,baikyang 
berbentukbadanhukummaupunbukanbadan
hukumyang     
didirikandanberkedudukanataumelakukank
egiatan dalamwilayahhukumnegaraRepublik 
Indonesia,baiksendirimaupunbersama-
samamelaluiperjanjianmenyelenggarakan 
kegiatanusahadalamberbagaibidang 
ekonomi. 

1.26 PengawasPekerjaanatauDireksiTeknis adalah
 tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkanolehPPKyangbertugas 
untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan. 

1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingkatPAadalahpejabatpemegang 
kewenanganpenggunaananggaranKementeri
anNegara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

Usaha    yang 
berdasarkan 

1.28 Penyedia adalah
 Pelakumenyedia
kan barang/jasa 
Kontrak. 

1.29
 PersonelManajerialadalahtenagaahlia
tautenagateknisyangditempatkansesuai 
penugasanpadaorganisasipelaksanaanpekerj
aan. 

1.30 SanksiDaftarHitamadalahsanksiyang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa      
laranganmengikuti PengadaanBarang/Jasa d
i seluruhKementerian/Lembaga/Perangkat     
Daerah dalamjangka waktutertentu. 
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1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakanperjanjiankerjatertulisdenganPe
nyediapenanggungjawabKontrak,untuk 
melaksanakansebagian
 pekerjaan(subkontrak). 

1.32 SuratJaminanyangselanjutnyadisebut 
Jaminanadalahjaminantertulisyang 
dikeluarkanolehBankUmum/PerusahaanPen
jaminan/PerusahaanAsuransi/lembaga 
keuangankhususyangmenjalankanusaha 
dibidangpembiayaan,penjaminan,dan 
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/KonsorsiumLembaga 
Penjaminan/Konsorsium
 PerusahaanPenjaminansesuaide
nganketentuandalamperaturanperundang-
undangan. 

1.33 SuratPerintahMulaiKerjayangselanjutnya 
disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkanolehPPKkepadaPenyediauntuk 
memulaimelaksanakanpekerjaan. 

1.34 TanggalMulaiKerjaadalahtanggalyang 
dinyatakanpadaSPMKyangditerbitkanolehPP
K untuk memulai
 melaksanakanpekerjaan. 

1.35 TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan adalah
 tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai
 (ProvisionalHandOver/PHO)dinyat
akandalamBeritaAcara 
SerahTerimaPertamaPekerjaanyang 
diterbitkanolehPPK. 

1.36
 TanggalPenyerahanAkhirPekerjaanad
alahtanggalserahterimaakhirpekerjaanselesa
i 
(FinalHandOver/FHO)dinyatakandalamBerit
aAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan yang 
diterbitkanolehPPK. 

1.37 TenagaKerjaKonstruksiadalahtenagakerja 
yangbekerjadisektorkonstruksiyang 
meliputiahli,teknisiatauanalis,danoperator. 

2.Penerapan
 SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksa
naanPekerjaan Konstruksi ini tetapi
 tidak dapat 
bertentangandenganketentuan-
ketentuandalamDokumenKontrak    lainyang    
lebihtinggi 
berdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian. 

3.Bahasa danHukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa 
Indonesia. 

3.2 DalamhalKontrakdilakukandenganpihak 
asingharusdibuatdalambahasaIndonesia 
danbahasaInggris.Dalamhalterjadi 
perselisihandenganpihakasingdigunakanKon
trak dalambahasa Indonesia. 

3.3 Hukumyangdigunakanadalahhukumyang 
berlakudiIndonesia. 

4.Korespondensi 4.1 Semuakorespondensidapatberbentuksurat, e-
maildan/ataufaksimilidenganalamat 
tujuanparapihakyangtercantumdalam SSKK. 
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4.2 Semuapemberitahuan,permohonan,ataupers
etujuanberdasarkanKontrakiniharus dibuat
 secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dandianggaptelah 
diberitahukanjikatelahdisampaikansecaralan
gsung 
kepadaWakilSahParaPihakdalamSSKK, 
ataujikadisampaikanmelaluisurattercatat 
dan/ataufaksimiliditujukankealamatyang 
tercantumdalamSSKK. 

5.WakilSahPara Pihak 5.1 Setiaptindakanyangdisyaratkanatau 
diperbolehkanuntukdilakukan,dansetiap 
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkanuntukdibuatberdasarkanKontr
akiniolehPPKatauPenyediahanya 
dapatdilakukanataudibuatolehWakilSahPara
Pihakataupejabatyangdisebutkan 
dalamSSKK. 

5.2 KewenanganWakilSahParaPihakdiatur 
dalamSuratKeputusandariParaPihakdanharu
sdisampaikankepadamasing-masing pihak. 

5.3 DireksiLapanganyangditunjukmenjadi 
WakilSahPPKmemilikitugas : 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
denganpelimpahan dari PPK; 

b. mengelola administrasi kontrak; dan 

c. mengendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

6.LaranganKorupsi,
 6.1
KolusidanNepotisme 
(KKN),Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasa 
pemerintah,para pihak dilarang untuk : 

a. menawarkan, menerima
 ataumenjanjikanunt
uk memberi
 ataumenerimahadia
hatauimbalanberupa 
apasajaataumelakukantindakan 
lainnyauntukmempengaruhisiapapun 
yangdiketahuiataupatutdapatdiduga 
berkaitan denganpengadaanini; 

b. mendorongterjadinyapersaingantidak 
sehat;dan/atau 

c. membuat dan/atau menyampaikan 
secaratidakbenardokumendan/atau 
keteranganlainyangdisyaratkanuntuk 
penyusunandanpelaksanaanKontrak ini. 

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang 
bersangkutantermasuksemuaanggotaKSO(ap
abila         berbentuk         KSO)dan 
subpenyedianya(jikaada)tidakpernahdantida
k akanmelakukantindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1di atas. 

6.3
 PenyediayangmenurutpenilaianPPKte
rbuktimelakukanlarangan-larangandi atas
 dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif olehPPK sebagaiberikut: a. pemutusanKontrak; 

b. JaminanPelaksanaandicairkandan 
disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalamSSKK; 

c.    
sisauangmukaharusdilunasiolehPenyediaata

uJaminanUangMuka 
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dicairkandandisetorkansebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

d. pengenaanSanksiDaftar Hitam. 

[catatan: pengenaan Sanksi
 DaftarHitamditetapkanolehP
A/KPAatasusulanPPK. 
PA/KPA menyampaikan
 dokumenpenetapanSanksiD
aftarHitamkepada:1)Penyediayangdiken
akanSanksi 

DaftarHitam;dan 
2)unitkerja yang

 melaksanakanfungsil
ayananpengadaansecaraelektronik,
untukditayangkandalamDaftarHita
mNasional] 

6.4Pengenaansanksiadministratifdiatas 
dilaporkanolehPPK kepada PA/KPA. 

6.5 PPKyangterlibatdalamKKNdanpenipuan 
dikenakansanksiberdasarkanketentuanperat
uranperundang-undangan. 

7.Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
material/bahanyangterdiridaririncian 
komponendalamnegeridankomponen impor. 

7.2 Asalmaterial/bahanmerupakantempat 
material/bahan diperoleh, antara
 laintempatmaterial/baha
nditambang,tumbuh, atau diproduksi. 

8.Pembukuan Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatan 
keuanganyangakuratdansistematissehubungan 
denganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkan 
standar akuntansi yang berlaku. 

9.Perpajakan Penyedia,Subpenyedia(jikaada),danTenagaKerja 
Konstruksiyangbersangkutanberkewajibanuntuk 
membayar
 semuapajak,bea,retribusi,danpungutan
lainyangdibebankanolehperaturanperpajakanataspe
laksanaanKontrakini.Semua pengeluaranperpajakan
 ini dianggap
 telahtermasuk dalamHarga Kontrak. 

10.PengalihanSeluruhK
ontrak 

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
diperbolehkandalamhalpergantiannama 
Penyedia,baiksebagaiakibatpeleburan(merge
r)maupunakibat lainnya. 

10.2 Jikaketentuandiatasdilanggarmaka 
KontrakdiputuskansepihakolehPPKdanPenye
diadikenakansanksisebagaimana diatur 
dalampasal41.2. 

11.Pengabaian Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelang
garanketentuantertentuKontrakolehpihak 
yanglainmakapengabaiantersebuttidakmenjadi 
pengabaianyangterus-menerusselamaMasa Kontrak 
atauseketikamenjadipengabaianterhadappelanggara
nketentuanyanglain.Pengabaianhanya dapat 
mengikatjikadapat dibuktikansecaratertulis 
danditandatanganiolehWakilSahPihakyang 
melakukanpengabaian. 

12.PenyediaMandiri PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggung 
jawabpenuhterhadapTenagaKerjaKonstruksidan 
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subpenyedianya(jikaada)sertapekerjaanyang 
dilakukanolehmereka. 

13.KSO KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayang 
disebutdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatas 
namaKSOdalampelaksanaanhakdankewajibanterha
dapPPKberdasarkanKontrak ini. 

14.PengawasanPelaksanaa
nPekerjaan 

14.1 PPK menetapkan Pengawas
 Pekerjaan(Direksi
 Teknis)untuk      
melakukanpengawasanpelaksanaanpekerjaa
nsesuai Kontrakini.PengawasPekerjaandapat 
berasaldaripersonelPPKatauPenyediaJasa 
Pengawasan(KonsultanPengawas). 

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 
PengawasPekerjaanbertindakprofesional. 
JikatercantumdalamSSKK,Pengawas 
PekerjaanyangberasaldariPersonelPPK 
dapatbertindak sebagaiWakilSahPPK. 

15.Tugas danWewenang 
Pengawas Pekerjaan 

15.1 Semuagambardanrencanakerjayang 
digunakandalampelaksanaanpekerjaan 
sesuaiKontrak,untukpekerjaanpermanenma
upun pekerjaan sementara harus 
mendapatkanpersetujuandariPengawas 
Pekerjaan. 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukanterlebihdahuluadapekerjaan 
sementarayangtidaktercantumdalamDaftarK
uantitasdanHargadi dalamKontrak maka     
Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkanspesifikasidangambarusulanpe
kerjaansementara tersebut untuk 
mendapatkanpernyataantidakberkeberatan(
noobjection)untukdilaksanakandari 
Pengawas Pekerjaan. 
Pernyataantidakberkeberatanatasrencana 
pekerjaansementarainitidakmelepaskanPeny
ediadaritanggungjawabnyasesuai Kontrak. 

15.3 PengawasPekerjaanmelaksanakantugas 
danwewenang paling sedikitmeliputi: 

a. mengevaluasidanmenyetujuirencana 
mutupekerjaankonstruksi PenyediaJasa 
pelaksana konstruksi; 

b.
 memberikanijindimulainyasetiaptaha
panpekerjaan; c.
 memeriksadanmenyetujuikemajuanp
elaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
dengan ketentuandalamKontrak; d. memeriksadanmenilaimutudan 
keselamatankonstruksiterhadaphasil 
akhir pekerjaan; 

e. menghentikansetiappekerjaanyang tidak 
memenuhi persyaratan; 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
tugas dantanggungjawabnya; 

g. memberikanlaporansecaraperiodik 
kepadaPPKsesuaidenganketentuan 
dalamKontrak. 
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15.4 Penyediaberkewajibanuntukmelaksanakan 
semuaperintahPengawasPekerjaanyang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
PekerjaandalamKontrak ini. 

16.Penemuan-penemuan PenyediawajibmemberitahukankepadaPPKdan 
kepadapihakyangberwenangsemuapenemuanbenda
/barangyangmempunyainilaisejarahataupenemuan
kekayaandilokasipekerjaanyang 
menurutperaturanperundang-undangandikuasai 
olehnegara. 

17.Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyediaberkewajibanuntukmenjamin 
aksesPPK,WakilSahPPK,Pengawas 
Pekerjaandan/ataupihakyangmendapat 
izindariPPKkelokasikerjadanlokasi 
lainnyadimanapekerjaaninisedangatau 
akandilaksanakan. 

17.2 Penyediaharusdianggaptelahmenerima 
kelayakandanketersediaanjalurakses 
menujulapangan.Penyediaharusberupaya 
menjagasetiapjalanataujembatandari 
kerusakanakibatpenggunaan/lalulintas 
PenyediaatauakibatpersonelPenyedia. 
Kecuali ditentukanlainmaka: 
a. Penyediaharusbertanggungjawabatas 

pemeliharaanyangmungkindiperlukan 
akibatpenggunaanjalur akses; 

b. Penyediaharusmenyediakanrambu 
ataupetunjuksepanjangjalurakses,danme
ndapatkanperizinanyangmungkin 
disyaratkanolehotoritasterkaituntuk 
penggunaanjalur, rambu, dan petunjuk; 

c. biayakarenaketidaklayakanatautidak 
tersedianyajaluraksesuntukdigunakanol
eh Penyedia, harus ditanggung 
Penyedia; dan 

d. PPKtidakbertanggungjawabatasklaim 
yang mungkin timbul akibat 
penggunaanjalur akses. 

17.3 PPKtidakbertanggungjawab atasklaimyang 
mungkintimbulselainpenggunaanjalur akses 
tersebut. 

PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK 

18.Masa 
PelaksanaanKontr
ak 

Kontrakiniberlakuefektifsejakpenandatanganan 
SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidengan 
TanggalPenyerahanAkhirPekerjaandanhakdan 
kewajibanParaPihak yangterdapatdalamKontrak 
sudahterpenuhi. 

B.1PelaksanaanPekerjaan 

19.PenyerahanLokasiKerja19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerjadilakukanpen
injauanlapanganbersamaolehpara pihak. 

19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan 
lokasikerjasesuaidengankebutuhanPenyedia
yangtercantumdalamrencana 
kerjayangtelahdisepakatiolehparapihak 
dalamRapatPersiapanPenandatangananKont
rak,untukmelaksanakanpekerjaantanpaadah
ambatankepadaPenyedia sebelumSPMK 
diterbitkan. 
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19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
dituangkandalamBeritaAcaraPenyerahan 
LokasiKerja. 

19.4 Jikadalampeninjauanlapanganbersama 
ditemukan hal-hal yang dapat 
mengakibatkanperubahanisi Kontrak maka 
perubahantersebutharusdituangkandalam 
adendumKontrak. 

19.5 JikaPPKtidakdapatmenyerahkanlokasi 
kerjasesuaikebutuhanPenyediayang 
tercantum dalamrencanakerja(sesuaipasal 
19.2)untukmelaksanakanpekerjaandanterbu
ktimerupakansuatuhambatan,maka 
kondisiiniditetapkansebagaiPeristiwa 
Kompensasi. 

20.SuratPerintahMulai 
Kerja (SPMK) 

20.1
 PPKmenerbitkanSPMKpalinglambat1
4(empatbelas)harikerjasejaktanggal 
penandatangananKontrakatau14(empat 
belas)harikerjasejakpenyerahanlokasi kerja 
pertama kali. 

20.2
 DalamSPMKdicantumkanseluruhling
kuppekerjaandan Tanggal MulaiKerja. 

21.RencanaMutuPekerjaa
nKonstruksi (RMPK) 

21.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRMPK 
sebagaipenjaminandanpengendalianmutupe
laksanaanpekerjaanpadarapatpersiapanpela
ksanaanKontrak,kemudiandibahasdan 
disetujuiolehPPK. 

21.2 RMPK disusunpaling sedikitberisi: 

a. Rencana Pelaksanaan
 Pekerjaan(MethodStateme
nt); b.
 RencanaPemeriksaandanPengujian/I
nspectionandTestPlan(ITP); c. Pengendalian Subpenyedia
 danPemasok. 

21.3 Penyedia wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaa
nRMPKsecara 
konsistenuntukmencapaimutuyang 
dipersyaratkanpadapelaksanaanpekerjaan 
ini. 

21.4 RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisi 
pekerjaan. 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRMPKjikaterjadiAdendumKo
ntrak dan/atauPeristiwa Kompensasi. 

21.6
 PemutakhiranRMPKharusmenunjukk
anperkembangankemajuansetiappekerjaan 
dandampaknyaterhadappenjadwalansisa 
pekerjaan,termasukperubahanterhadapurut
anpekerjaan.PemutakhiranRMPKharus 
mendapatkanpersetujuanPPK. 

21.7 PersetujuanPPKterhadapRMPKtidak 
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 

22.Rencana 
KeselamatanKonstruksi(R

KK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRKKpad
asaatrapatpersiapanpelaksanaan 
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Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujuiolehPPK. 

22.2 Para Pihak wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaanRKKs
ecara konsisten. 

22.3 RKKmenjadibagian dari DokumenKontrak. 

22.4 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRKKsesuaidengankondisi 
pekerjaan,jikaterjadiperubahanmaka 
dituangkandalam adendumKontrak. 

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat 
persetujuanPPK. 

22.6
 PersetujuanPPKterhadappelaksanaan
RKKtidakmengubahkewajibankontraktual 
Penyedia. 

23.RapatPersiapanPelaks
anaanKontrak 

23.1 Palinglambat7(tujuh)harikalendersejak 
diterbitkannya SPMK dan
 sebelumpelaksanaanpeker
jaan,PPKbersamadenganPenyedia,unsurpera
ncangan,danunsur pengawasan,                
harus                sudahmenyelenggarakan
 rapat        
persiapanpelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapahalyangdibahasdandisepakati 
dalamrapatpersiapanpelaksanaankontrak 
meliputi: 

a. RMPK; 

b. pelaksanaanRKK; 

c. organisasikerja; 

d. tata cara pengaturan
 pelaksanaanpekerjaan; 

e. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yang 
diikutiuraiantentangmetodekerja 
yangmemperhatikanKeselamatandanKes
ehatanKerja; 

f. jadwal pengadaan bahan/material, 
mobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksi; 

g.    penyusunanrencana 
pengukuran/pemeriksaanbersama;dan 

h. hal-hallainyang dianggapperlu. 

23.3 HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrak 
dituangkandalamBeritaAcaraRapat 
PersiapanPelaksanaanKontrak. 

24.Mobilisasi 24.1 Mobilisasipalinglambatharussudahmulai 
dilaksanakandalamwaktu30(tigapuluh)hari
kalendersejakditerbitkanSPMK,atau 
sesuaikebutuhandanrencana kerja. 

24.2 Mobilisasidilakukansesuaidenganlingkuppe
kerjaan,yaitu : 

a. mendatangkan peralatan-
peralatanterkait yang      diperlukan
 dalampelaksanaanpekerjaan,      
termasuk instalasialat; 

b. mempersiapkanfasilitassepertikantor, 
rumah,gedunglaboratorium,bengkel, 
gudang,dan sebagainya; dan/atau 
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c. mendatangkanTenagaKerjaKonstruksi. 

24.3 MobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksidapatdilakukansecarabertahap 
sesuaidengankebutuhan. 

25.Pengukuran/Pemeriks
aanBersama 

25.1 PadatahapawalpelaksanaanKontrak,PPK 
danPengawasPekerjaanbersama-sama 
denganPenyediamelakukanpengukuran 
danpemeriksaandetailterhadapkondisi 
lokasipekerjaanuntuksetiaprencanamata 
pembayaran,TenagaKerjaKonstruksi,danPera
latanUtama (MutualCheck0%). 

25.2 Pada tahapan
 pengukuran/pemeriksaanbersama,P
A/KPAtelahmembentukPanitia Peneliti 
PelaksanaanKontrak. 

25.3 Hasilpemeriksaanbersamadituangkan dalam
 Berita Acara. Apabila
 dalampengukuran/pemeriksaanbe
rsama 
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
harus dituangkandalam adendumKontrak. 

25.4
 TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeral
atanUtamayangsesuaidenganpersyaratanKo
ntrak dapatsegera dimobilisasi. 

25.5 Tindaklanjuthasilpemeriksaanbersama 
TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeralatanUt
amamengikuti ketentuanpasal 65 dan66. 

26.PenggunaanProduksi 
DalamNegeri 

26.1 Dalampelaksanaanpekerjaanini,Penyedia 
berkewajiban
 mengutamakan
material/bahanproduksidalamnegeridanten
agakerjaIndonesia untukpekerjaanyang 
dilaksanakandiIndonesiasesuaidengan yang 
disampaikanpada saatpenawaran. 

26.2 DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi, 
bahanbaku,TenagaKerjaKonstruksi,danpera
ngkatlunakyangdigunakanmengacu kepada 
dokumen: 

a. formulir rekapitulasi perhitungan 
Tingkat    Komponen Dalam Negeri 
(TKDN),      untuk      Penyedia      yang 
mendapatpreferensi harga;dan 

b.daftarbarangyangdiimpor,untuk barang 
yang diimpor. 

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan 
ditemukan ketidaksesuaiandengan 
dokumenpadapasal26.2,makaakan 
dikenakansanksi sesuai      
peraturanperundanganyang berlaku. 

B.2PengendalianWaktu 

27.Masa Pelaksanaan 27.1 KecualiKontrakdiputuskanlebihawal, 
Penyediaberkewajibanuntukmemulai 
pelaksanaanpekerjaanpadaTanggalMulai 
Kerja,danmelaksanakanpekerjaansesuai 
dengan RMPK, serta
 menyelesaikanpekerjaanpalingla
mbatselamaMasa 
PelaksanaanyangdinyatakandalamSSKK. 

27.2 ApabilaPenyediaberpendapattidakdapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannya 
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yangdapatdibuktikandemikian,danPenyediat
elahmelaporkankejadiantersebut 
kepadaPPK,dengandisertaibukti-bukti 
yangdapatdisetujuiPPK,makaPPKdapat 
memberlakukanPeristiwaKompensasidanmel
akukan penjadwalan kembali 
pelaksanaantugas Penyedia     
denganmembuatadendumKontrak. 

27.3 JikapekerjaantidakselesaisesuaiMasa 
PelaksanaanbukanakibatKeadaanKahar 
atauPeristiwaKompensasiataukarena 
kesalahanataukelalaianPenyediamaka 
Penyedia dikenakandenda. 

27.4
 Apabiladiberlakukanserahteri
masebagianpekerjaan (secara
 parsial), Masa 
Pelaksanaandibuatberdasarkanbagianpekerj
aantersebutsesuai dengan SSKK. 

27.5
 Bagianpekerjaanpadapasal27.4adala
hbagianpekerjaanyangtelahditetapkan 
dalamDokumenPemilihan. 

28.PenundaanOlehPeg
awas Pekerjaan 

PengawasPekerjaandapatmemerintahkansecara 
tertulisPenyediauntukmenundapelaksanaanpekerja
an.Setiapperintahpenundaaniniharus segera 
ditembuskan kepada PPK. 

29.RapatPemantauan 29.1 PengawasPekerjaanatauPenyediadapat 
menyelenggarakanrapatpemantauan,danme
mintasatusamalainuntukmenghadiri rapat
 tersebut. Rapat pemantauan 
diselenggarakanuntuk         membahas 
perkembanganpekerjaandanperencanaan 
atas      sisa pekerjaanserta untuk 
menindaklanjutiperingatandini. 

29.2
 Hasilrapatpemantauanakandituangk
anolehPengawasPekerjaandalamberitaacara 
rapat,danrekamannyadiserahkankepada 
PPKdan pihak-pihakyangmenghadiri rapat. 

29.3 Mengenaihal-haldalamrapatyangperlu 
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat 
memutuskanbaikdalamrapatatausetelah 
rapatmelaluipernyataantertuliskepada 
semuapihak yang menghadirirapat. 

30.PeringatanDini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk 
memperingatkansedinimungkinPengawas 
Pekerjaanatas    peristiwa ataukondisi 
tertentuyangdapatmempengaruhimutupeker
jaan,menaikkanHargaKontrakataumenunda
penyelesaianpekerjaan.Pengawas 
PekerjaandapatmemerintahkanPenyedia 
untuk     menyampaikansecara     tertulis 
perkiraandampakperistiwaataukondisi 
tersebutdiatasterhadapHargaKontrakdanMas
aPelaksanaan.Pernyataanperkiraanini 
harussesegeramungkindisampaikanolehPeny
edia. 

30.2 Penyediaberkewajibanuntukbekerjasama 
dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
mencegahatau mengurangi     dampak 
peristiwa ataukondisi tersebut. 

B.3PenyelesaianKontrak 
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31.SerahTerimaPekerjaan 31.1 Setelahpekerjaanselesai100%(seratus 
perseratus),sesuaidenganketentuanyang 
tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
mengajukanpermintaansecaratertulis 
kepadaPPKuntukserahterimapertama 
pekerjaan. 

31.2 PPKmemerintahkanPengawasPekerjaanuntu
kmelakukanpemeriksaanterhadaphasilpeker
jaan. 

31.3 Pemeriksaandilakukanterhadapkesesuaianh
asilpekerjaanterhadapkriteria/spesifikasi 
yang tercantum dalamKontrak. 

31.4 HasilpemeriksaandariPengawasPekerjaan 
disampaikankepadaPPK,apabiladalampemeri
ksaanhasilpekerjaantidaksesuai 
denganketentuanyangtercantumdalamKontr
akdan/ataucacathasilpekerjaan,PPKmemeri
ntahkan Penyedia untuk 
memperbaiki        dan/ataumelengkapi 
kekuranganpekerjaan. 

31.5 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaantel
ah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantumdalamKontrakmakaPPKdanPenyed
iamenandatanganiBeritaAcara 
SerahTerimaPertama Pekerjaan. 

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
(sembilanpuluhlimaperseratus)dariHarga 
Kontrak, sedangkan yang 5%    (lima 
perseratus)merupakanretensiselamamasa 
pemeliharaan,ataupembayarandilakukan 
sebesar100%(seratusperseratus)dari Harga    
Kontrak danPenyedia    harus 
menyerahkanJaminanPemeliharaan 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak. 

31.7 Penyediawajibmemeliharahasilpekerjaan 
selamaMasaPemeliharaansehinggakondisi 
tetapsepertipadasaatpenyerahanpertama 
pekerjaan. 

31.8 MasaPemeliharaanpalingsingkatuntuk 
pekerjaanpermanenselama6(enam) bulan, 
sedangkanuntukpekerjaansemipermanen 
selama3(tiga)bulandandapatmelampaui 
Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
PemeliharaanditetapkandalamSSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
Penyediamengajukanpermintaansecara 
tertuliskepadaPPKuntukpenyerahanakhir 
pekerjaan. 

31.10 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaan, 
Penyedia telah melaksanakan semua 
kewajibannyaselamaMasaPemeliharaan 
denganbaikdantelahsesuaidengan 
ketentuanyangtercantumdalamKontrak 
makaPPKdanPenyediamenandatangani 
BeritaAcara SerahTerimaAkhir Pekerjaan. 
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31.11PPKwajibmelakukanpembayaransisa 
HargaKontrakyangbelumdibayarataumenge
mbalikanJaminanPemeliharaan. 

31.12Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajibanpemeliharaansebagaimana 
mestinya,makaKontrakdapatdiputuskan 
sepihakolehPPKdanPenyediadikenakan 
sanksisebagaimanadiaturdalampasal41.4. 

31.13Setelah penandatangananBeritaAcaraSerah 
TerimaAkhirPekerjaan,PPKmenyerahkanhasi
lpekerjaan kepada PA/KPA. 

31.14PA/KPAmemintaPPHPuntukmelakukanpemeri
ksaanadministratifterhadaphasil 
pekerjaanyang diserahterimakan. 

31.15PPHPmelakukanpemeriksaanadministratif 
proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaanpengadaansampaidengan 
serahterimahasilpekerjaan,meliputi 
dokumenprogram/penganggaran,surat 
penetapanPPK,dokumenperencanaanpengad
aan,RUP/SIRUP,dokumenpersiapanpengada
an,dokumenpemilihanPenyedia, 
dokumenKontrakdanperubahannyaserta 
pengendaliannya, dan
 dokumenserahterimahasil 
pekerjaan. 

31.16Apabilahasilpemeriksaanadministrasi 
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHPmelaluiPA/KPAmemerintahkanPPKunt
ukmemperbaikidan/ataumelengkapi 
kekurangandokumenadministratif. 

31.17Hasilpemeriksaanadministratifdituangkan 
dalamBeritaAcara. 

31.18Serahterimapekerjaandapatdilakukanperbagi
anpekerjaan(secaraparsial)yang 
ketentuannyaditetapkandalam SSKK. 

31.19Bagianpekerjaanyangdapatdilakukan 
serahterima pekerjaan sebagianatau secara 
parsialyaitu: 

a. bagianpekerjaanyang tidak tergantung 
satu sama lain;dan 

b. bagianpekerjaanyangfungsinyatidak 
terkaitsatusamalaindalampencapaian 
kinerja pekerjaan. 

31.20Dalamhaldilakukanserahterimapekerjaan 
secaraparsial,makacarapembayaran, 
ketentuan denda dan
 kewajibanpemeliharaanterse
butdiatas disesuaikan. 

31.21Kewajibanpemeliharaandiperhitungkan 
setelahserahterimapertamapekerjaanuntukb
agianpekerjaan(PHOparsial)tersebut
 dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaanbagianpekerjaantersebut 
berakhir    sebagaimana    yang tercantum 
dalamSSKK. 

31.22Serahterimapertamapekerjaanuntuk 
bagianpekerjaan(PHOparsial)dituangkan 
dalamBeritaAcara. 
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32.Pengambilalihan PPKakanmengambilalihlokasidanhasilpekerjaan 
dalamjangkawaktutertentusetelahdikeluarkan 
suratketerangan selesai/pengakhiranpekerjaan. 

33.PedomanPengoperasian 33.1 
danPerawatan/ 
Pemeliharaan 

Penyediadiwajibkanmemberikanpetunjuk 
kepadaPPKtentangpedomanpengoperasian 
dan perawatan/pemeliharaansesuai dengan 
SSKK. 

33.2 Apabila Penyedia tidak
 memberikanpedomanpengoperas
ian danperawatan/pemeliharaan,     
PPKberhak menahanuang retensi    
atauJaminanPemeliharaan. 

B.4Adendum 

34.PerubahanKontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui 
adendumKontrak. 

34.2 PerubahanKontrakdapatdilaksanakan 
apabiladisetujuiolehparapihak,yang 
diakibatkanbeberapa hal berikutmeliputi: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. perubahan Harga Kontrak; 

c. perubahan jadwal
 pelaksanaanpekerjaand
an/atauMasa Pelaksanaan; d.
 perubahanKontrakyangdisebabkanm
asalahadministrasi. 

34.3 UntukkepentinganperubahanKontrak,PPK 
dapatmemintapertimbangandariPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak. 

35.PerubahanPekerjaan 35.1 Dalamhalterdapatperbedaanantara 
kondisilapanganpadasaatpelaksanaan 
dengangambardan/atauspesifikasiteknis 
yangditentukandalamdokumenKontrak, 
PPKbersamaPenyediadapatmelakukanperuba
hanpekerjaan,yang meliputi: 

a. menambahataumengurangivolume 
yang tercantum dalamKontrak; 

b. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

c. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

d. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan. 

35.2 Dalamhaltidakterjadiperubahankondisi 
lapangansepertiyangdimaksudpadapasal 
35.1namunadaperintahperubahandari PPK,
 PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakatiperubahanpekerjaanyang 
meliputi: 

a. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

b. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

c. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan 

35.3 PerintahperubahanpekerjaandibuatolehPPK
 secara tertulis kepada Penyedia 
kemudiandilanjutkandengannegosiasi 
teknisdanhargadengantetapmengacu 
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padaketentuanyangtercantumdalamKontrak 
awal. 

35.4 HasilnegosiasitersebutdituangkandalamBerit
aAcarasebagaidasarpenyusunan 
adendumKontrak. 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimanadimaksudpadapasal35.1dan35.
2mengakibatkanpenambahanHarga 
Kontrak,perubahanKontrakdilaksanakan 
denganketentuan penambahan Harga 
Kontrakakhirtidakmelebihi10%(sepuluhpers
eratus)darihargayangtercantum 
dalamKontrak    awal dantersedianya 
anggaran. 

35.6 Ketentuanpasal35.1hurufatidakberlakuuntu
k bagianpekerjaanlumsum. 

36.PerubahanHarga 36.1 PerubahanHargaKontrakdapatdiakibatkanol
eh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.penyesuaianharga; dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

36.2 Apabilakuantitasmatapembayaranutama 
yangakandilaksanakan berubahakibat 
perubahan pekerjaanlebih dari 10% 
(sepuluhperseratus)darikuantitasawal, maka
 pembayaran volume    selanjutnya 
denganmenggunakanhargasatuanyang 
disesuaikandengannegosiasi. 

36.3
 Apabiladarihasilevaluasipenaw
aranterdapathargasatuantimpang,makaharg
a 
satuantimpangtersebuthanyaberlakuuntukk
uantitaspekerjaanyangtercantum 
dalamDokumenPemilihan.Untuk kuantitas 
pekerjaan tambahan digunakan harga 
satuanberdasarkanhasil negosiasi. 

36.4 Apabilaadadaftarmatapembayaranyang 
masuk kategori harga satuantimpang,maka 
dicantumkandalam LampiranASSKK. 

perubahanh
argabaru 

pekerjaan, 
dilakukan 

36.5 Apabilaterdapat 
makapenentuan 
dengannegosiasi. 

36.6 Ketentuan penggunaan
 rumusanpenyesuaianharga 
adalahsebagaiberikut: a)hargayangtercantumdalamKontrak dapat

 berubah akibat adanya 
penyesuaian harga    sesuai    
denganperaturanyang berlaku. 

b)penyesuaianhargadiberlakukanpada 
KontrakTahunJamakdengan yang 
masapelaksanaannyalebihdari18(delapa
nbelas)bulan; 

c)penyesuaianhargasatuandiberlakukanmul
aibulanke-13(tigabelas)sejak 
pelaksanaanpekerjaan; 

d)penyesuaianhargasatuanberlakubagi 
seluruhkegiatan/matapembayaran, 
kecualikomponenkeuntungan,biaya 
tidaklangsung(overheadcost)dan 
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hargasatuantimpangsebagaimana 
tercantumdalampenawaran; 

e) penyesuaianhargasatuandiberlakukan 
sesuaidenganjadwalpelaksanaanyang 
tercantum dalam Kontrak 
awal/adendumKontrak; 

f) penyesuaian harga satuan bagi 
komponenpekerjaanyangberasaldari 
luar negeri,    menggunakanindeks 
penyesuaianhargadarinegaraasal 
barang tersebut; 

g)jenispekerjaanbarudenganharga 
satuanbarusebagaiakibatadanya 
adendum Kontrak dapat
 diberikanpenyesuaianharga
mulaibulanke-
13(tigabelas)sejakadendumKontrak 
tersebutditandatangani; 

h)indeks yang digunakan
 dalampelaksanaanKontrak        
terlambat 
disebabkanolehkesalahanPenyedia 
adalahindeksterendahantarajadwal 
Kontrak dan realisasipekerjaan; 

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat 
pelaksanaannya                 
diberlakukanpenyesuaianhargaberdasar
kanindeks harga pada saatpelaksanaan. 

36.7
 Ketentuanlebihlanjutterkaitpenyesuai
anharga diatur dalamSSKK. 

36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 
KompensasimengacupadapasalPeristiwa 
Kompensasi. 

36.9
 Ketentuanpasal36.1hurufbtidakberla
kuuntuk bagianpekerjaanlumsum. 

dan36.3hanya 
pekerjaanharga 

36.10Ketentuanpasal36.2berlak
uuntukbagian satuan. 

37.PerubahanJadwal 
PelaksanaanPekerjaan 
dan/atauMasa 
Pelaksanaan 

37.1 Perubahanjadwalpelaksanaanpekerjaan 
dapatdiakibatkanoleh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.perpanjangan Masa Pelaksanaan; 
dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 
diberikanolehPPKataspertimbanganyang 
layakdanwajaruntukhal-halsebagai berikut: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau 

c. KeadaanKahar. 

37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 
paling    kurang sama dengan
 waktuterhentinyaKontrakakibatKead
aanKahar atauwaktuyang     
diperlukanuntuk 
menyelesaikanpekerjaanakibat     dari 
ketentuanpada pasal 37.2huruf a ataub 37.4 PPKdapatmenyetujuiperpanjanganMasa 
PelaksanaanatasKontrak 
setelahmelakukanpenelitianterhadapusulant
ertulisyang 
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diajukanolehPenyediadalamjangkawaktu 
sesuaipertimbanganyangwajarsetelahPenyed
ia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untukmemberikan peringatan 
diniatasketerlambatanatautidakdapat 
bekerja        sama        untuk mencegah 
keterlambatansesegeramungkin,maka 
keterlambatan seperti ini    tidak    dapat 
dijadikanalasanuntukmemperpanjang Masa 
Pelaksanaan. 

37.5 PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak harus telah menetapkan ada 
tidaknyaperpanjangandanuntukberapa 
lama, 

37.6 Persetujuanperubahanjadwalpelaksanaan 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaan 
dituangkandalamAdendumKontrak. 

37.7 JikaterjadiPeristiwaKompensasisehingga 
penyelesaianpekerjaanakanmelampaui 
MasaPelaksanaanmakaPenyediaberhak 
untuk meminta perpanjangan Masa 
Pelaksanaanberdasarkandatapenunjang. 
PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
Pekerjaan memperpanjang Masa 
Pelaksanaansecaratertulis.PerpanjanganMas
aPelaksanaanharusdilakukanmelalui 
adendumKontrak. 

B.5KeadaanKahar 

38.KeadaanKahar 38.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada: 
bencanaalam,bencananonalam,bencana 
sosial,pemogokan,kebakaran,kondisicuaca 
ekstrem,dan gangguanindustri lainnya. 

38.2 TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-hal
 merugikan yang disebabkan
 olehperbuatanataukelalaianpara 
pihak. 

38.3
 Dalamhalterjadikeadaankahar
,PPKatauPenyedia
 memberitahukan tentang 
terjadinyaKeadaanKaharkepadasalahsatupih
aksecaratertulisdalamwaktupaling 
lambat14(empatbelas)harikalendersejak 
menyadariatauseharusnyamenyadariatas 
kejadianatauterjadinyaKeadaanKahar, 
denganmenyertakanbuktisertahasil 
identifikasi      kewajiban dankinerja 
pelaksanaanyangterhambatdan/atauakanter
hambatakibatKeadaanKahar tersebut. 

38.4 BuktiKeadaanKahar dapatberupa: 

a.pernyataan yang diterbitkan
 olehpihak/instansiyangbe
rwenangsesuai ketentuan peraturan
 perundang-
undangan;dan/atau b.foto/videodokumentasiKeadaanKahar yang 

telahdiverifikasikebenarannya. 

38.5 PPKmemintaPengawasPekerjaanuntuk 
melakukan penelitian
 terhadappenyampaianpe
mberitahuanKeadaanKahardanbuktisebagai
manadimaksud pada pasal38.4. 
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38.6
 DalamKeadaanKahar,kegagal
ansalahsatuPihakuntukmemenuhikewajiban
nyayang ditentukan dalam
 Kontrak
 bukanmerupakanciderajanjia
tauwanprestasi 
apabilatelahdilakukansesuaipadapasal 
38.3.Kewajibanyangdimaksudadalahhanyak
ewajibandankinerjapelaksanaanterhadappek
erjaan/bagianpekerjaanyang 
terdampakdan/atauakan terdampakakibat 
dariKeadaanKahar. 

38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 
pelaksanaanKontrakdapatdihentikan. 
PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dapatbersifat 

a. sementara hingga Keadaan Kahar 
berakhir;atau 

b. permanenapabilaakibat KeadaanKahar 
tidak memungkinkan 
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

38.8 PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dilakukansecaratertulisolehPPKdengan 
disertaialasanpenghentianpekerjaan. 

38.9 DalamhalpelaksanaanKontrakdilanjutkan, 
parapihakdapatmelakukanperubahanKontra
k. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjangsekurang-kurangnyasama 
denganjangkawaktuterhentinyaKontrak 
akibatKeadaanKahar.PerpanjanganMasa 
Pelaksanaandapat      melewati      
TahunAnggaran. 

38.10SelamamasaKeadaanKahar,jikaPPKmemerinta
hkan secara tertulis kepada 
Penyedia untuk sedapat       
mungkinmeneruskanpekerjaan,maka    
Penyedia berhak    untuk    menerima
 pembayaran 
sebagaimanaditentukandalamKontrakdanme
ndapatpenggantianbiayayangwajar sesuai     
dengankondisi     yang     telah 
dikeluarkanuntukbekerjadalamKeadaanKah
ar.Penggantianbiayainiharusdiatur 
dalamsuatuadendumKontrak. 

38.11DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikan, 
para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajibansesuaiKontrak.Penyediaberhak 
untukmenerimapembayaransesuaidenganpr
estasiataukemajuanhasilpekerjaanyang 
telahdicapai
 setelahdilakukanpengukuran/pemer
iksaan bersama    
atauberdasarkanhasilaudit. 

B.6PenghentiandanPemutusanKontrak 

39.PenghentianKontrak Penghentian Kontrakdapat dilakukan karenaterjadi 
KeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal 38. 

40.PemutusanKontrak 40.1 

40.2 

PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPPK 
atauPenyedia. 
Pemutusankontrakdilakukansekurang-
kurangnya14(empatbelas)harikalender 
setelah PPK/Penyedia
 menyampaikanpemberitahuanre
ncanaPemutusanKontrak secara tertulis 
kepada Penyedia/PPK. 
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40.3 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
olehsalahsatupihakmakaPPKmembayar 
kepadaPenyediasesuaidenganpencapaianpre
stasipekerjaanyangtelahditerimaolehPPKdik
urangidendayangharusdibayar 
Penyedia(apabilaada),sertaPenyedia 
menyerahkansemuahasilpelaksanaan 
kepadaPPKdanselanjutnyamenjadihak milik 
PPK. 

41.PemutusanKontrakoleh41.1PPK MengesampingkanPasal1266dan1267Kitab
Undang-UndangHukumPerdata,PPK dapat
 melakukan pemutusan Kontrak 
apabila: 

a. PenyediaterbuktimelakukanKKN, 
kecurangan 
dan/ataupemalsuandalamproses 
pengadaanyang diputuskanolehInstansi 
yang berwenang; b. pengaduan tentang
 penyimpanganprosedur,     
dugaanKKN
 dan/ataupelanggaranper
saingansehatdalampelaksanaanPengada
anBarang/Jasa 
dinyatakanbenarolehInstansiyang 
berwenang; 

c. Penyedia beradadalamkeadaanpailit; 

d. PenyediaterbuktidikenakanSanksi 
Daftar Hitam
 sebelumpenandatangan
anKontrak; e. Penyediagagalmemperbaikikinerja 
setelahmendapatSuratPeringatanKontra
kKritisberturut-turutsebanyak 
3(tiga)kali; 

f. Penyedia tidak
 mempertahankanberlakun
ya JaminanPelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji
 dalammelaksanakankewajib
annyadantidak memperbaiki
 kelalaiannya dalamjangka 
waktuyangtelahditetapkan; h. berdasarkanpenelitianPPK,Penyedia 
tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhanpekerjaan walaupun 
diberikankesempatansampaidengan50(l
imapuluh)harikalendersejak masa        
berakhirnya        
pelaksanaanpekerjaanuntuk
 menyelesaikanpekerjaan; 

i. setelah diberikan
 kesempatanmenyelesaikan
 pekerjaan sampai 
dengan50(limapuluh)harikalender 
sejakmasaberakhirnyapelaksanaanpeker
jaan,     Penyedia     tidak     dapat 
menyelesaikanpekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan 
selama28(duapuluhdelapan)hari 
kalenderdanpenghentianinitidak 
tercantumdalamjadwalpelaksanaanpeke
rjaanserta tanpa    
persetujuanpengawas pekerjaan;atau 

k. Penyediamengalihkanseluruhkontrak 
bukandikarenakanpergantiannama 
Penyedia. 
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dilakukan 
kesalahan 

41.2 DalamhalpemutusanKontrak 
padaMasaPelaksanaankarena 
Penyedia,maka: 

a. JaminanPelaksanaandicairkan; 

b.
 sisauangmukaharusdilunasiolehPeny
ediaatauJaminanUangMuka 
dicairkan(apabiladiberikan); c. Penyediamembayardenda(apabila 
ada);dan 

d. Penyediadikenakan Sanksi DaftarHitam 

41.3 Pencairanjaminansebagaimanadimaksud 
padapasal41.2diatas,dicairkandan 
disetorkan sesuaiketentuandalamSSKK. 

41.4
 DalamhalpemutusanKontrakdilakuk
anpadaMasaPemeliharaankarenakesalahanP
enyedia,maka: a. PPKberhakuntuktidakmembayar 

retensiatauJaminanPemeliharaan 
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar 
Hitam. 

41.5
 Dalamhalterdapatnilaisi
sapenggunaanuangretensiatauuangpencaira
nJaminanPemeliharaan untuk
 membiayai 
pembiayaan/pemeliharaanmakaPPKwajibm
enyetorkansebagaimanaditetapkandalam 
SSKK. 

41.6 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
secarasepihakolehPPKkarenakesalahanPenye
dia,makaPokjaPemilihandapat 
menunjukpemenangcadanganberikutnya 
padapaketpekerjaanyangsamaatauPenyediay
angmampudanmemenuhi syarat. 

42.PemutusanKontrakolehPe
nyedia 

MengesampingkanPasal1266dan1267KitabUndang
-UndangHukumPerdata,Penyediadapat 
melakukanpemutusanKontrak apabila: 

a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 
PengawasPekerjaanmemerintahkanPenyedia 
untukmenundapelaksanaanpekerjaanatau 
kelanjutanpekerjaan,danperintahtersebut 
tidakditarikselama28(duapuluhdelapan)harikal
ender; 

b.
 PPKtidakmenerbitkanSuratPermintaanPemba
yaran(SPP)untukpembayarantagihan 
angsuransesuaidenganyangdisepakati 
sebagaimanatercantumdalamSSKK. 

43.BerakhirnyaKontrak
 Kontrakberakhirapabilapekerjaantelahselesai
danhakdankewajibanparapihakyangterdapatdalam
Kontrak sudahterpenuhi. 

44.KeterlambatanPelaksan
aanPekerjaan 
danKontrak Kritis 

44.1
 ApabilaPenyediaterlambatmelaksana
kanpekerjaansesuaijadwal,makaPPKharus 
memberikanperingatansecaratertulisataume
mberlakukanketentuan kontrak kritis. 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

a.    Dalamperiode    I(rencana    fisik 
pelaksanaan0%-70%dariKontrak), 
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selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dariKontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 5%; 

c. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dari Kontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi fisik    
pelaksanaandengan rencana 
pelaksanaankurangdari5%danakanmela
mpauitahunanggaranberjalan. 

44.3 Penanganankontrakkritisdilakukan dengan 
rapat pembuktian (show
 causemeeting/SCM) 

a. PadasaatKontrakdinyatakankritis, 
Pengawas Pekerjaan
 memberikanperingatan
 secara tertulis kepada 
Penyedia             danselanjutnya 
menyelenggarakanRapatPembuktian(SC
M) TahapI. b. DalamSCMTahapI,PPK,Pengawas 
PekerjaandanPenyediamembahasdanme
nyepakatibesarankemajuanfisik yang 
harus dicapaiolehPenyedia 
dalamperiode waktu tertentu
 (uji coba pertama)yang 
dituangkandalamBerita Acara 
SCMTahapI. c. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
pertama,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
kedua)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapII. 

d. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
kedua,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
ketiga)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapIII. 

e. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
ketiga,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIIdanPPK 
dapatmelakukanpemutusanKontrak 
secara sepihak
 denganmengesampingk
anPasal1266dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata. 

f. Apabilaujicobaberhasil,namunpada 
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrakdinyatakankritislagimaka 
berlaku ketentuan SCMdariawal. 

45.PemberianKesempatan 45.1
 Dalamhal
diperkirakanmenyelesaika
n pekerjaan 

Penyediagagal 
sampai    Masa 
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Pelaksanaanberakhir,namunPPKmenilai 
bahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerj
aan, PPK dapat memberikan 
kesempatankepada Penyedia untuk 
menyelesaikanpekerjaan. 

45.2 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untukmenyelesaikanpekerjaandimuat 
dalamadendumKontrakyangdidalamnya 
mengatur: 

a. waktu pemberian
 kesempatanpenyelesaianpek
erjaan; b. pengenaansanksidendaketerlambatan 
kepada Penyedia; 

c.
 perpanjanganmasaberlakuJaminanPe
laksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaiansisapekerjaanyangakan 
dilanjutkan ke     
TahunAnggaranberikutnya    dari    
DIPA/DPA TahunAnggaranberikutnya,         
apabila 
pemberiankesempatanmelampaui 
TahunAnggaran. 

45.3 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
menyelesaikanpekerjaansampaidengan50(li
ma puluh)harikalender,sejakMasa 
Pelaksanaanberakhir. 

45.4 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
melampauiTahunAnggaran. 

46.Peninggalan Semuabahan,perlengkapan,peralatan,hasil 
pekerjaansementarayangmasihberadadilokasi 
kerjasetelahpemutusanKontrakakibatkelalaian 
ataukesalahanPenyedia,dapatdimanfaatkan 
sepenuhnya oleh PPK tanpa
 kewajibanperawatan/pemeliharaan.Penga
mbilankembali 
semuapeninggalantersebutolehPenyediahanya 
dapat dilakukansetelahmempertimbangkan 
kepentinganPPK. 

HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA 

47.HakdanKewajibanPe
nyedia 

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yangharusdilaksanakanolehPenyediadalammelaksa
nakanKontrak, meliputi: 

a.
 menerimapembayaranuntukpelaksanaanpek
erjaansesuaidenganhargadanketentuan yang 
telahditetapkandalamKontrak; b. memintafasilitas-fasilitasdalambentuksarana 
danprasaranadariPPKuntukkelancaranpelaksan
aan pekerjaan sesuai
 ketentuanKontrak; 

c. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecara 
periodik kepada PPK; 

d. melaksanakan, menyelesaikan
 danmenyerahkanpekerja
ansesuaidenganjadwal 
pelaksanaanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak; 

e. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaan 
secaracermat,akuratdanpenuhtanggung 
jawabdenganmenyediakantenagakerja, bahan-
bahan,peralatan,angkutankeataudari 
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lapangan,dansegalapekerjaanpermanenmaupu
nsementarayangdiperlukanuntuk pelaksanaan,
 penyelesaian dan
 perbaikanpekerjaanyang 
dirincidalamKontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukanuntukpemeriksaanpelaksanaan yang 
dilakukanPPK; 

g. mengambillangkah-langkahyangmemadai 
dalamrangkamemberiperlindungankepada 
setiaporangyangberadaditempatkerja 
maupunmasyarakatdanlingkungansekitar 
yangberhubungandenganpemindahanbahanba
ku,penggunaanperalatankerjakonstruksi 
danproses produksi; 

h. melaksanakan semua perintah Pengawas 
PekerjaanyangsesuaidengankewenanganPenga
was PekerjaandalamKontrak ini; 

i. hakdankewajibanlainyangtimbulakibat 
lingkuppekerjaanditentukandi SSKK. 

48.PenggunaanDokumen-
DokumenKontrak 
danInformasi 

Penyediatidakdiperkenankanmenggunakandanmen
ginformasikan dokumen Kontrak atau 
dokumenlainnyayangberhubungandenganKontraku
ntukkepentinganpihaklain,misalnya 
spesifikasiteknisdan/ataugambar-gambar,serta 
informasilainyangberkaitandenganKontrak, 
kecualidenganizintertulisdariPPKsesuai 
ketentuanperaturanperundang-undangan. 

49.HakKekayaanI
ntelektual 

PenyediawajibmelindungiPPKdarisegalatuntutan 
atauklaimdaripihakketigayangdisebabkanpengguna
anatauataspelanggaranHakKekayaanIntelektual 
olehPenyedia. 

50.PenanggunganRisiko 50.1 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, 
membebaskan, dan menanggungtanpabatas 
PPKbesertainstansinyaterhadapsemua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 
gugatanatautuntutanhukum,proses 
pemeriksaan hukum,    dan biaya    yang 
dikenakanterhadapPPKbesertainstansinya 
(kecualikerugianyangmendasarituntutanters
ebut disebabkan kesalahanatau kelalaianbera
tPPK)sehubungandenganklaimyang 
timbuldarihal-halberikutterhitungsejak 
TanggalMulaiKerjasampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan: 

a. kehilanganataukerusakanperalatan 
danhartabendaPenyedia,Subpenyedia 
(jika ada),dantenaga kerja konstruksi; 

b. cideratubuh, sakit atau kematiantenaga 
kerja konstruksi; 

c. kehilanganataukerusakanhartabenda, 
dancideratubuh,sakitataukematianpiha
k ketiga. 

50.2 TerhitungsejakTanggalMulaiKerjasampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan,semuarisikokehilanganatau 
kerusakanhasilpekerjaanini,bahandanperlen
gkapanmerupakanrisikoPenyedia, 
kecualikerugianataukerusakantersebut 
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diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPPK. 

50.3
 Pertanggunganasuransiyangdim
ilikiolehPenyedia tidak
 membatasi
 kewajibanpenanggungan 
dalampasalini. 

50.4 Kehilanganataukerusakanterhadaphasil 
pekerjaanataubahan yang 
menyatudenganhasilpekerjaansejakTanggal
MulaiKerja 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaanharusdigantiataudiperbaiki 
olehPenyediaatastanggungannyasendirijika 
kehilanganataukerusakantersebutterjadi 
akibattindakanataukelalaianPenyedia. 

51.Perlindungan Tenaga 
Kerja 

51.1 PenyediadanSubpenyediaberkewajiban 
atasbiayasendiriuntukmengikutsertakan 
TenagaKerjaKonstruksinyapadaprogramBad
anPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)Ketena
gakerjaansebagaimanadiaturdalamperatura
nperundang-undangan. 

51.2
 Penyediaberkewajibanuntukmematu
hidanmemerintahkanTenaga Kerja 
Konstruksinya 
untukmematuhiperaturankeselamatan 
kerja.Padawaktupelaksanaanpekerjaan, 
PenyediabesertaTenagaKerjaKonstruksinya 
dianggaptelahmembacadanmemahami 
peraturan keselamatankerja tersebut. 

51.3 Penyediaberkewajibanuntukmenyediakan 
kepadasetiapTenagaKerjaKonstruksinya 
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi 
Subpenyedia,     jika     ada)perlengkapan 
keselamatankerjayangsesuaidanmemadai. 

51.4 TanpamengurangikewajibanPenyedia 
untukmelaporkankecelakaanberdasarkanhu
kumyang berlaku,
 Penyediawajibmelaporkank
epadaPPKmengenaisetiap kecelakaanyang 
timbulsehubungandenganpelaksanaanKontr
akinidalamwaktu24(duapuluhempat)jam 
setelah kejadian. 

52.Pemeliharaan 
Lingkungan 

Penyediaberkewajibanuntukmengambillangkah-
langkah yang memadai untuk melindungi 
lingkunganbaikdidalammaupundiluartempat kerja
 dan membatasi gangguan
 lingkunganterhadappihak    ketiga    dan
 harta    bendanya 
sehubungan denganpelaksanaanKontrakini, sesuai 
denganketentuanperaturanperundang-undangan 
yangmengaturmengenaipengelolaanlingkunganhid
up. 

53.Asuransi 53.1 Penyediawajibmenyediakanasuransisejak 
SPMKsampaidenganTanggalPenyerahanAkhi
r Pekerjaan untuk barang yang 
mempunyai risiko tinggi terjadinya 
kecelakaandalampelaksanaanpekerjaan 
atassegalarisikoterhadapkecelakaan, 
kerusakanakibatkecelakaan,kehilangan, 
serta risiko lainyangtidakdapatdiduga. 

53.2 Penyediawajibmenyediakanasuransibagi 
pihakketigasebagaiakibatkecelakaandi 
lokasikerja. 
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sudahdiperhitungkan 
dantermasukdalam 

53.3 Besarnyaasuransi 
dalampenawaranH
arga Kontrak. 

54.TindakanPenyedia 
yang54.1Mensyaratkan 
PersetujuanPPK 
atauPengawas 
Pekerjaan 

Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuan tertulis PPK 
sebelum melakukan tindakan-
tindakanberikut: 

a. mensubkontrakkansebagianpekerjaan 
dalamLampiranA SSKK; 

b. menunjukPersonelManajerialyang 
namanya tidak tercantum dalam 
LampiranASSKK; 

c. mengubahataumemutakhirkanRMPK 
danRKK; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

54.2 Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuantertulisPengawas 
Pekerjaansebelummelakukantindakan-
tindakanberikut: 

a.
 melaksanakansetiaptahapanpekerjaa
nberdasarkanrencanakerjadanmetode 
kerja; b. mengubahsyaratdanketentuanpolis 
asuransi; 

c. mengubah Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtama; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

55.LaporanHasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaanpekerjaandilakukanselama 
pelaksanaankontrakuntukmenetapkanvolum
epekerjaanataukegiatanyangtelah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil 
pekerjaan.Hasilpemeriksaanpekerjaan 
dituangkandalamlaporankemajuanhasil 
pekerjaan. 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian
 danpengawasanpelaksanaanpekerj
aan,seluruh aktivitas     kegiatanpekerjaan
 dilokasi 
pekerjaandicatatdalambukuhariansebagai 
bahanlaporanharianpekerjaanyangberisi 
rencana danrealisasipekerjaanharian. 

55.3 Laporanharianberisi: 

a. jenisdankuantitasbahanyangberada di 
lokasipekerjaan; 

b. penempatantenagakerjakonstruksi 
untuk tiapmacamtugasnya; 

c. jenis,jumlah dankondisi peralatan; 

d. jenisdankuantitaspekerjaanyang 
dilaksanakan; 

e. keadaancuacatermasukhujan,banjir dan
 peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruhterhadap
 kelancaranpekerjaan;dan 

f. catatan-catatanlainyangberkenaan 
denganpelaksanaanpekerjaan. 

55.4Laporanmingguanterdiridarirangkuman 
laporanhariandanberisihasilkemajuan 
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fisikpekerjaandalamperiodesatuminggu, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.5 Laporanbulananterdiridarirangkuman 
laporanmingguandanberisihasilkemajuan 
fisikpekerjaandalamperiodesatubulan, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.6 Untuk merekam kegiatan
 pelaksanaanpekerjaankonstruksi,PP
KdanPenyedia membuatfoto-
fotodokumentasidanvideo 
pelaksanaanpekerjaandilokasipekerjaan 
sesuaikebutuhan. 

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat
 olehPenyedia,      diperiksa
 olehPengawas 
Pekerjaan,dandisetujuiolehPPK/pihak PPK. 

56.KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain, 
laporan,dandokumen-dokumenlainsertapiranti 
lunakyangdipersiapkanolehPenyediaberdasarkanKo
ntrakinisepenuhnyamerupakanhakmilikPPK. 
Penyediapalinglambatpadawaktupemutusanataupe
nghentianatauakhirMasaKontrakberkewajibanuntu
kmenyerahkansemuadokumendanpiranti 
lunaktersebutbesertadaftarrinciannyakepada 
PPK.Penyediadapatmenyimpan1(satu)buah 
salinantiapdokumendanpirantilunaktersebut. 
Pembatasan(jikaada)mengenaipenggunaan 
dokumendanpirantilunaktersebutdiatasdi 
kemudianhari diatur dalam SSKK. 

57.KerjasamaAntara 
Penyediadan 
Subpenyedia 

57.1 Penyedia hanya boleh melakukan 
subkontrak    sebagianpekerjaan utama 
kepada     Penyedia     Spesialis     
dan/ataupekerjaanbukanpekerjaanutamake
pada Penyedia UsahaKecil. 

57.2 Penyediatetapbertanggungjawabatas 
bagianpekerjaanyangdisubkontrakkanterseb
ut. 

57.3
 Subpenyediadilarangmengalihkanata
umensubkontrakkanpekerjaan. 

57.4
 ApabilaPenyediayangditunjukme
rupakanPenyediaUsahaKecil,makapekerjaan
tersebutharusdilaksanakansendiriolehPenye
dia yang ditunjuk dan dilarang 
dialihkanataudisubkontrakkankepada pihak 
lain. 

57.5 PenyediaUsahaNonKecilyangmelakukan 
kerjasamadenganSubpenyediahanyabolehm
elaksanakansesuaidengandaftarbagianpekerj
aanyangdisubkontrakkan(apabila 
ada)yangdituangkandalamLampiranA SSKK. 

57.6 LampiranASSKK(DaftarPekerjaanyang 
DisubkontrakkandanSubpenyedia)tidak 
bolehdiubahkecualiataspersetujuantertulisda
riPPKdandituangkandalam 
adendumKontrak. 

57.7PelaksanaanKerjasama Antara Penyediadan 
Subpenyedia     diawasi     olehPengawas 

JDIHKementerian PUPR 



133 

PekerjaandanPenyediamelaporkansecara 
periodik kepada PPK. 

57.8 ApabilaPenyediamelanggar ketentuan 
sebagaimanadiaturpadapasal57.4atau57.5m
akaakandikenakandendasenilai 
pekerjaanyang disubkontrakkan tersebut. 

58.PenyediaLain Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmengg
unakanlokasikerjatermasukjalanakses bersama-
samadenganPenyediaLain(jikaada)danpihak-
pihaklainnyayangberkepentinganatas 
lokasikerja.Jikadipandangperlu,PPKdapat 
memberikanjadwalkerjaPenyediaLaindilokasi kerja. 

59.AlihPengalaman/Keahl
ian 

Dalamhalpelaksanaanpaketpekerjaankonstruksi 
dengan nilai pagu anggaran di atas 
Rp50.000.000.000,00(limapuluhmiliarrupiah), 
Penyedia        
diwajibkanmemberikanalihpengalaman/keahlianbi
dangkonstruksimelalui 
sistemkerjapraktik/magangsesuaidenganjumlah 
yang    disepakati    pada    saat Rapat
 PersiapanPenunjukanPenyedia. 

60.PembayaranDenda Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksi 
finansialberupadendasebagaiakibatwanprestasi 
atauciderajanjiterhadapkewajiban-
kewajibanPenyediadalamKontrakini. PPKmengenak
an denda 
denganmemotongangsuranpembayaranprestasi 
pekerjaanPenyedia.Pembayarandendatidak 
mengurangitanggung jawab kontraktualPenyedia. 

61.Jaminan 61.1 JaminanyangdigunakandalampelaksanaanK
ontrakinidapatberupabankgaransiatausurety
 bond. Jaminan bersifat tidak 
bersyarat,mudahdicairkan,danharus 
dicairkanolehpenerbitjaminanpaling 
lambat14(empatbelas)harikerjasetelah 
surat perintah pencairandariPPKatau pihak 
yang diberi kuasa olehPPK diterima. 

61.2 PenerbitjaminanselainBankUmumharus 
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) 

61.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,JaminanUa
ngMukadanJaminanPemeliharaan 
sebagaiberikut: 

a. paket pekerjaan sampai
 denganRp10.000.000.000,00(s
epuluhmiliar rupiah) 
dapatditerbitkanoleh: 1)Bank Umum; 

2)PerusahaanAsuransi; 

3)PerusahaanPenjaminan; 

4)lembagakeuangankhususyang 
menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan,     penjaminan,     dan 
asuransiuntukmendorongekspor 
Indonesiasesuaidenganketentuanpe
raturanperundang-undangandi 
bidanglembagapembiayaanekspor 
Indonesia;atau 

Asuransi 
Lembaga 

5)KonsorsiumPerusahaanUm
um/KonsorsiumPenjami
nan/Konsorsium 
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Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliar 
rupiah)dapat diterbitkanoleh: 

1)Bank Umum;atau 

2)KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/KonsorsiumPerusahaa
n Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

61.4 JaminanPelaksanaandiberikankepadaPPK 
setelahditerbitkannyaSuratPenunjukanPenye
dia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukanPenandatangananKontrak 
denganbesar: 

a. 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak;atau 

b. 5% (limaperseratus) dari nilaitotal HPS 
untuk harga penawaran
 ataupenawaranterkoreksidiba
wah80% 
(delapanpuluhperseratus)nilaitotal HPS. 

61.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpaling
 kurang sejak tanggal 
penandatangananKontraksampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(Provis
ionalHandOver/PHO). 

61.6
 JaminanPelaksanaandikembalikanset
elahpekerjaandinyatakanselesai100%(seratu
s 
perseratus)dandigantidenganJaminanPemeli
haraanataumenahanuangretensi 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak; 

61.7 JaminanUangMukadiberikankepadaPPK 
dalamrangkapengambilanuangmuka 
yangbesarannyapalingkurangsama 
denganbesarnyauangmukayangditerima 
Penyedia. 

61.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangi 
secaraproporsionalsesuaidengansisauang 
muka yang diterima. 

61.9 MasaberlakunyaJaminanUangMuka 
palingkurangsejaktanggalpersetujuanpembe
rianuangmukasampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(PHO). 

61.10JaminanPemeliharaandiberikankepadaPPK 
setelahpekerjaandinyatakanselesai100% 
(seratus perseratus). 

61.11Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukanpalinglambat14(empatbelas)harik
erja setelahMasa Pemeliharaan selesai 
danpekerjaanditerimadenganbaiksesuai 
dengan ketentuanKontrak. 

61.12MasaberlakuJaminanPemeliharaanpaling 
kurangsejakTanggalPenyerahanPertama 
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Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
PenyerahanAkhirPekerjaan(FinalHandOver/
FHO). 

HAKDANKEWAJIBANPPK 

62.HakdanKewajibanPPK Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh PPK
 dalammelaksanakanKontrak, meliputi: 

a. mengawasidanmemeriksapekerjaanyang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

b. menerimalaporan-laporansecaraperiodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwal 
penyerahanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak. 

d. membayarpekerjaansesuaidenganhargayang 
tercantumdalamKontrakyangtelahditetapkan 
kepada Penyedia; 

e. memberikanfasilitas berupasarana
 danprasaranayangdib
utuhkanolehPenyedia 
untukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuai 
ketentuanKontrak;dan f. menilaikinerja Penyedia. 

63.Fasilitas
 PPKdapatmemberikanfasilitasberupas
aranadanprasaranaataukemudahanlainnya(jikaada)
yang tercantum dalam SSKK untuk
 kelancaranpelaksanaanpekerjaanini. 

64.Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan 
kepada Penyedia yaitu: 

a.PPKmengubahjadwalpekerjaanyang dapat
 mempengaruhi
 pelaksanaanpekerjaan; 

b.keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia; 

c.PPKtidakmemberikangambar-gambar, 
spesifikasidan/atauinstruksisesuai 
jadwalyang dibutuhkan; 

d.Penyediabelumbisamasukkelokasi 
sesuaijadwaldalamkontrak; 

e.PPKmenginstruksikankepadapihak 
Penyediauntukmelakukanpengujiantamb
ahanyangsetelahdilaksanakanpengujiant
ernyatatidakditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f.PPK memerintahkan
 penundaanpelaksanaanpekerjaa
n; 

g.PPKmemerintahkanuntukmengatasi 
kondisitertentuyangtidakdapatdiduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkanolehPPK;atau 

h.ketentuanlaindalam SSKK. 
64.2

 JikaPeristiwaKompensasi
mengakibatkanpengeluaran
 tambahan dan/atau 
keterlambatanpenyelesaianpekerjaanmaka 
PPKberkewajibanuntukmembayarganti 
rugidan/ataumemberikanperpanjanganMas
a Pelaksanaan. 

64.3 Ganti 
hanya 

rugiakibatPeristiwa 
dapatdibayarkanjika 

Kompensasi 
berdasarkan 
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data penunjang dan perhitungan 
kompensasiyangdiajukanolehPenyedia 
kepadaPPK,dapatdibuktikankerugiannyata. 

64.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanya 
dapatdiberikanjikaberdasarkandata 
penunjangdanperhitungankompensasi 
yangdiajukanolehPenyediakepadaPPK, 
dapatdibuktikanperlunyatambahanwaktu 
akibatPeristiwa Kompensasi. 

64.5 Penyediatidakberhakatasgantirugi 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaanjika
Penyediagagalataulalaiuntuk memberikan
 peringatan dini
 dalammengantisipasiataume
ngatasidampak Peristiwa Kompensasi. 

TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA 

65.Tenaga Kerja Konstruksi65.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja 
padapekerjaaniniwajibmemilikisertifikat 
kompetensi kerja. 

65.2 TenagaKerjaKonstruksiselainPersonel 
Manajerialyangbekerja/akanbekerjapada 
pekerjaaninidanbelummemilikisertifikat 
kompetensikerja,makaPenyediawajibmemast
ikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikatkompetensikerjasepanjangMasa 
Pelaksanaan. 

66.PersonelManajerial 66.1 
dan/atauPeralatan 
Utama 

PersonelManajerialyangditempatkandan 
diperkerjakanharussesuaidenganyang 
tercantumdalamLampiranASSKK. 

66.2 PeralatanUtamayangditempatkandan 
digunakanuntukpelaksanaanpekerjaan 
adalahperalatanyanglaikdanharussesuai 
denganyangtercantumdalamLampiranA 
SSKK. 

66.3 PenggantianPersonelManajerialdan/atauPer
alatanUtamatidakbolehdilakukan 
kecuali ataspersetujuantertulisdariPPKdan 
dituangkandalam adendumKontrak. 

66.4 Jika penggantian Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtamaperludilakukan, 
maka     Penyedia     berkewajiban untuk 
menyediakanpenggantidengankualifikasi 
yangsetaraataulebihbaikdaritenagakerja 
konstruksi dan/atau peralatanyang 
digantikantanpa biaya tambahanapapun. 

66.5 PPK dapat menyetujui 
penempatan/penggantianPersonel 
Manajerial    dan/atauPeralatan Utama 
menurut kualifikasiyangdibutuhkan setelah
mendapat    rekomendasi    dari    Pengawas 
Pekerjaan. 

66.6 JikaPPKmenilaibahwaPersonelManajerial: 

1)tidak mampu atau tidak dapat 
melakukanpekerjaandenganbaik; 

2)berkelakuantidak baik;dan/atau 
3)mengabaikanpekerjaanyangmenjadi 

tugasnya; 
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maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakanpenggantidanmenjaminPerson
elManajerialtersebutmeninggalkan 
lokasikerjadalamwaktu7(tujuh)hari 
kalender sejak diminta olehPPK 

66.7 PersonelManajerialberkewajibanuntuk 
menjagakerahasiaanpekerjaannya.Jika 
diperlukanolehPPK,PersonelManajerial 
dapatsewaktu-waktudisyaratkanuntuk 
menjagakerahasiaanpekerjaandibawah 
sumpah. 

66.8 Apabila ada penambahan Personel 
Manajerialdan/atauPeralatanUtamamaka 
penambahantersebut harus    mendapat 
persetujuanterlebihdahuludariPPKdan 
dituangkandalam LampiranASSKK. 

PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA 

67.Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaandalam Kontrak 
sebesar Harga Kontrak. 

67.2
 HargaKontraktelahmemperhitungka
nmeliputi : a. bebanpajak; 

b. keuntungandanbiayaoverhead(biaya 
umum); 

c. biaya pelaksanaanpekerjaan;dan 

d. biayapenyelenggaraankeamanandan 
kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

67.3 HargaKontrakbagianpekerjaanharga satuan
 sesuai dengan rincian yang 
tercantumdalamDaftarKuantitasdanHargada
nHargaKontrakbagianpekerjaan 
lumsumsesuaidenganDaftarKeluarandanHar
ga. 

68.Pembayaran 68.1 Uang Muka 

a. Uangmukadibayaruntukmembiayai 
mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi,pembayaranuangtandajadi 
kepada      pemasok bahan/material 
dan/atauuntuk persiapanteknis lain. 

b. Untukusahakecil,uangmukadapat 
diberikanpalingtinggi30%(tigapuluhper
seratus) dari Harga Kontrak. 

c. Untukusahanonkecil,uangmuka 
dapatdiberikanpalingtinggi20%(dua 
puluhperseratus)dari Harga Kontrak. 

d. UntukKontrakTahunJamak,uang 
mukadapatdiberikanpalingtinggi15% 
(limabelasperseratus)dariHarga 
Kontrak. 

e. Besaranuangmukaditentukandalam 
SSKKdandibayarsetelahPenyedia 
menyerahkanJaminanUangMuka 
palingsedikitsebesaruangmukayang 
diterima. 

f. Dalamhaldiberikanuangmuka,maka 
Penyedia harus
 mengajukanpermohona
npengambilanuangmuka 
secaratertuliskepadaPPKdisertai 
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denganrencanapenggunaanuang 
mukauntukmelaksanakanpekerjaan 
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat 
PermintaanPembayaran(SPP)kepada 
Pejabat PenandatangananSurat Perintah
Membayar(PPSPM)untukpermohonante
rsebutpadahuruff,palinglambat7(tujuh)
harikerjasetelahJaminanUang Muka 
diterima. 

h. Pengembalian uang muka harus 
diperhitungkanberangsur-angsur 
secara proporsional     pada     
setiappembayaranprestasipekerjaandan
palinglambatharuslunaspadasaat 
pekerjaanmencapaiprestasi100% 
(seratus perseratus). 

68.2 Prestasipekerjaan 

Pembayaranprestasihasilpekerjaanyang 
disepakatidilakukanolehPPK,dengan 
ketentuan: 

a. Penyediatelahmengajukantagihan 
disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 

b.
 pembayarandilakukantidakbolehmel
ebihikemajuanhasilpekerjaanyang 
telahdicapai dan diterimaolehPPK; c. pembayaran dilakukan
 terhadappekerjaanyan
g sudahterpasang; d.
 pembayarandilakukandengansistemt
erminyangketentuanlebihlanjut diatur 
dalamSSKK; e. pembayaranharus memperhitungkan: 

1)angsuranuang muka; 
2)peralatandan/ataubahanyang 

menjadi bagian permanendarihasil 
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan(materialonsite) 
yang sudah dibayar sebelumnya; 

3)denda (apabila ada); 
4)pajak; dan/atau 
5)uang retensi. 

f. untuk Kontrak yang mempunyai 
subkontrak,permintaanpembayaranhar
usdilengkapibuktipembayaran 
kepadaseluruhSubpenyediasesuai 
denganprestasipekerjaan.Pembayaran 
kepadaSubpenyediadilakukansesuai 
prestasi      pekerjaan yang selesai 
dilaksanakanolehSubpenyediatanpa 
harusmenunggupembayaranterlebih 
dahuludari PPK; 

g. pembayaranterakhirhanyadilakukan 
setelahpekerjaanselesai100%(seratus 
perseratus)danBeritaAcaraSerah Terima
 Pertama Pekerjaan 
ditandatanganiolehPPK danPenyedia; 

h.    PPKdalamkurunwaktu7(tujuh)hari 
kerjasetelahpengajuanpermintaan 
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pembayarandariPenyediaditerima harus
 sudah mengajukan Surat 
PermintaanPembayarankepadaPejabat 
PenandatangananSurat      
PerintahMembayar (PPSPM); 

i.
 apabilaterdapatketidaksesuai
andalamperhitungan angsuran, tidak
 akanmenjadi alasan
 untuk     menunda 
pembayaran.    PPKdapat meminta 
Penyedia        untuk        
menyampaikanperhitunganprestasiseme
ntaradenganmengesampingkanhal-
halyangsedang menjadiperselisihan. 

68.3 Bahandan/atauperalatanyangmenjadi 
bagianpermanen darihasilpekerjaansesuai 
denganketentuanyangtercantumdalam 
SSKK.Bahandan/atauperalatanyang menjadi
 bagian dari hasil
 pekerjaanmemenuhiketentuan: 

a. bahandan/atauperalatanyangbelum 
dilakukanujifungsi(commisioning), 
sertamerupakanbagiandaripekerjaanuta
maharusmemenuhipersyaratan 
sebagaiberikut: 

(1)berada di lokasi pekerjaan 
sebagaimana     tercantum
 dalamKontrak 
danperubahannya; (2)memilikisertifikatujimutudari 
pabrikan/produsen; 

(3)bersertifikat garansi dari 
produsen/agenresmi yang ditunjuk 
olehprodusen; 

(4)disetujuiolehPPKsesuaidengan 
capaianfisik yang diterima; 

(5)dilarangdipindahkandariarea lokasi
 pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankanoleh pihak 
manapun;dan 

(6)keamananpenyimpanandanrisiko 
kerusakan sebelum 
diserahterimakansecara satu 
kesatuanfungsi       
merupakantanggung 
jawabPenyedia. b. sertifikatujimutudansertifikatgaransi 

tidakdiperlukandalamhalperalatan 
dan/ataubahandibuat/dirakitolehPenye
dia; 

c. besaranyangakandibayarkandari 
materialonsite(berkisarantara50% 
sampai dengan70%); 

d. ketentuanbahandan/atauperalatan 
yangmenjadibagianpermanendari 
hasilpekerjaanhanyadiberlakukanuntuk 
bagianpekerjaanharga satuan. 

e. besarannilaipembayarandanjenis 
materialonsitedicantumkandidalam 
SSKK. 

68.4 Denda danGantiRugi 
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a. Denda merupakan sanksi finansialyang 
dikenakankepadaPenyedia,antaralain: 
denda keterlambatan
 dalampenyelesaianpelaksa
naanpekerjaan, 
dendaketerlambatandalamperbaikan 
CacatMutu,dendaterkaitpelanggaran 
ketentuan subkontrak. 

b. Gantirugimerupakansanksifinansial 
yangdikenakankepadaPPKmaupunPenye
dia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi.Besarnyasanksiganti 
rugiadalahsebesarnilaikerugianyang 
ditimbulkan. 

c. Besarnyadendaketerlambatanyang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatanpenyelesaianpekerjaan 
adalah: 1)1‰(satuperseribu)dariharga 

bagianKontrakyangtercantum 
dalamKontrak (sebelumPPN);atau 

2)1‰(satuperseribu)dariHarga Kontrak 
(sebelumPPN); 

sesuaiyang ditetapkandalamSSKK. 
d. Besarnyagantirugisebagaiakibat 

Peristiwa Kompensasiyangdibayar 
olehPPKatasketerlambatanpembayaran 
adalahsebesarbungadarinilaitagihan 
yangterlambatdibayar,berdasarkantingk
atsukubungayangberlakupada saat itu
 menurut ketetapan Bank 
Indonesia,sepanjangtelahdiputuskanole
hlembagayang berwenang; 

e. Pembayarandendadan/ataugantirugi 
diperhitungkan dalam
 pembayaranprestasip
ekerjaan. 

f. GantirugikepadaPenyediadapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkandalam adendum kontrak. 

g.
 PembayarangantirugidilakukanolehP
PK,apabilaPenyediatelahmengajukantagi
handisertaiperhitungandandata-data. 

69.Hari Kerja 69.1 Orangharistandaratausatuhariorang 
bekerjaadalah8(delapan)jam,terdiriatas7(tuj
uh)jamkerja(efektif)dan1(satu)jam istirahat. 

69.2 Penyediatidakdiperkenankanmelakukanpeke
rjaanapapundilokasikerjapadawaktu yang
 secara ketentuan
 peraturanperundang-
undangandinyatakansebagai 
hariliburataudiluarjamkerjanormal, kecuali: 

a. dinyatakanlain di dalamKontrak; 

b. PPKmemberikan izin;atau 

c. pekerjaantidakdapatditunda,atauuntuk
 keselamatan/perlindungan
masyarakat,dimanaPenyediaharus 
segera       memberitahukan urgensi 
pekerjaantersebutkepadaPengawas 
PekerjaandanPPK. 
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69.3 Semuapekerjadibayarselamaharikerjadan 
datanyadisimpanolehPenyedia.Daftar 
pembayaranmasing-masingpekerjadapat 
diperiksaolehPPK. 

69.4 Untukpekerjaanyangdilakukandiluarhari 
kerjaefektifdanjamkerjanormalharus 
mengikuti ketentuan Menteri yang 
membidangiketenagakerjaan. 

69.5 Pelaksanaanpekerjaandiluarharikerja 
efektifdan/ataujamkerjanormalharus 
diawasi olehPengawas Pekerjaan. 

70.PerhitunganAkhir 70.1
 Pembayaranangsuranprestasipekerja
anterakhirdilakukansetelahpekerjaanselesai 
100%(seratusperseratus)danberitaacara 
serahterimapertamapekerjaantelah 
ditandatanganioleh kedua pihak. 

70.2 Sebelumpembayaranterakhirdilakukan, 
Penyediaberkewajibanuntukmenyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan
 rincianperhitungannilaitagihante
rakhiryang jatuhtempo.
 PPKberdasarkanhasil 
penelitiantagihanolehPengawasPekerjaanber
kewajibanuntukmenerbitkanSPPuntuk 
pembayarantagihanangsuranterakhir 
palinglambat7(tujuh)harikerjaterhitung 
sejaktagihandandokumenpenunjang 
dinyatakanlengkapdanditerimaolehPengawa
s Pekerjaan. 

71.Penangguhan 71.1 PPKdapatmenangguhkanpembayaran 
setiapangsuranprestasipekerjaanPenyedia 
jikaPenyediagagalataulalaimemenuhi 
kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahansetiapHasilPekerjaansesuai 
dengan waktuyangtelahditetapkan. 

71.2 PPKsecaratertulismemberitahukankepada 
Penyedia tentang penangguhan hak 
pembayaran,disertaialasan-alasanyang jelas
 mengenai penangguhan tersebut. 
Penyedia      diberi      kesempatanuntuk 
memperbaiki dalamjangka waktutertentu. 

71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus 
disesuaikandenganproporsi kegagalanatau 
kelalaianPenyedia. 

71.4
 Jikadipandang perlu oleh P
PK, penangguhanpembayaran akibat
 keterlambatanpenyerahan
pekerjaandapatdilakukanbersamaan dengan
pengenaandendakepada Penyedia. 

PENGAWASANMUTU 

72.PengawasandanPe
meriksaan 

PPKberwenangmelakukanpengawasandanpemeriks
aanterhadappelaksanaanpekerjaanyang 
dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
memerintahkankepada pihak    ketiga    untuk 
melakukanpengawasandanpemeriksaanatas 
semuapelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanolehP
enyedia. 

73.PenilaianPekerjaan 
SementaraolehPPK 

73.1PPKdalamMasaPelaksanaanpekerjaan 
dapatmelakukanpenilaiansementaraatas 

JDIHKementerian PUPR 



142 

hasil pekerjaan yang dilakukan
 olehPenyedia. 

73.2
 Penilaianatashasilpekerjaandilak
ukanterhadap mutu dan
 kemajuan fisik pekerjaan. 

74.Pemeriksaan 
danPengujian 
CacatMutu 

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
 akanmemeriksasetiaphasilpekerjaand
anmemberitahukanPenyediasecaratertulis 
atas setiap CacatMutuyangditemukan.PPK 
atauPengawas        Pekerjaandapat 
memerintahkan Penyedia           untuk 
menemukandanmengungkapkanCacat 
Mutu,sertamengujihasilpekerjaanyang 
dianggapolehPPKatauPengawasPekerjaanme
ngandung    Cacat    Mutu . Penyedia 
bertanggungjawabatasperbaikanCacat Mutu 
selama Masa Kontrak. 

74.2 Jika PPK atau Pengawas
 PekerjaanmemerintahkanPenyediaunt
ukmelakukanpengujianCacat 
Mutuyangtidaktercantum 
dalamSpesifikasiTeknisdanGambar,danhasil
ujicobamenunjukkanadanyacacat 
mutumakaPenyediaberkewajibanuntuk 
menanggungbiayapengujiantersebut.Jika 
tidakditemukanadanyaCacatMutumaka 
ujicobatersebutdianggapsebagaiPeristiwa 
Kompensasi 

75.PerbaikanCacatMutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
 akanmenyampaikanpemberitahuanC
acatMutu 
kepadaPenyediasegerasetelahditemukan 
CacatMututersebut.Penyedia bertanggung 
jawabatasCacatMutuselamaMasa Kontrak. 

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat
 Mututersebut,    Penyedia
 berkewajibanuntuk 
memperbaikiCacatMutudalamjangka 
waktuyang         
ditetapkandalampemberitahuan. 

75.3 JikaPenyediatidakmemperbaiki Cacat Mutu 
dalamjangkawaktuyangditentukanmaka 
PPK,berdasarkanpertimbanganPengawas 
Pekerjaan,berhakuntuksecaralangsung 
ataumelaluipihakketigayangditunjukolehPPK
melakukanperbaikantersebut.Penyedia 
segerasetelahmenerimaklaimPPKsecara 
tertulisberkewajiban untukmengganti biaya 
perbaikantersebut.PPKdapatmemperolehpen
ggantian biaya dengan memotong 
pembayaranatastagihanPenyediayang 
jatuhtempo(jikaada)atauuangretensiataupen
cairanJaminanPemeliharaanataujika 
tidakadamakabiayapenggantianakan 
diperhitungkansebagaiutangPenyedia 
kepada PPK yang telahjatuhtempo. 

75.4 PPK mengenakan denda
 keterlambatanuntuksetiapketerlambat
anperbaikanCacat 
MutudanmengenakanSanksiDaftarHitam 
kepadaPenyediajikatidakmelaksanakanperba
ikancacatmutu.Besarandenda 
keterlambatandanjangkawaktuperbaikan 
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akibatCacatMutuiniditentukandalam SSKK. 

76.KegagalanBangunan 76.1 ApabilaterjadiKegagalanBangunanmaka 
PPKdan/atauPenyediaterhitungsejak 
Tanggal Penyerahan Akhir
 Pekerjaanbertanggung jawabatas      
KegagalanBangunansesuaidengankesalahan
masing-masingselamaUmurKonstruksiyang 
tercantumdalamSSKKtetapitidaklebihdari 
20(duapuluh)tahun,dandalamSSKKagar 
dicantumkanlamapertanggunganterhadapK
egagalanBangunanyang    ditetapkan 
apabilarencanaUmurKonstruksikurang dari 
20(duapuluh)tahun. 

76.2 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, 
membebaskan, dan menanggungtanpabatas 
PPKbesertainstansinyaterhadapsemua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 
gugatanatautuntutanhukum,proses 
pemeriksaan hukum,    dan biaya    yang 
dikenakanterhadapPPKbesertainstansinya 
(kecualikerugianyangmendasarituntutanters
ebut disebabkan kesalahanatau kelalaianPPK
)sehubungandenganklaimkehilangan 
ataukerusakanhartabenda,dancidera 
tubuh,sakitataukematianpihakketigayang 
timbul dari kegagalanbangunan. 

76.3 PPKmaupunPenyediaberkewajibanuntuk 
menyimpan dan memelihara semua 
dokumenyangdigunakandanterkait 
denganpelaksanaaniniselamaUmur 
KonstruksiyangtercantumdalamSSKKtetapiti
dak lebihdari 10(sepuluh)tahun. 

PENYELESAIANPERSELISIHAN 

77.PenyelesaianPerselisiha
n/Sengketa 

77.1 ParaPihakberkewajibanuntukberupaya 
sungguh-sungguh menyelesaikan secara 
damaisemuaperselisihanyangtimbuldari 
atauberhubungandenganKontrakiniatau 
interpretasinya      selama
 atausetelahpelaksanaanpekerjaanin
idenganprinsip dasar musyawarah untuk
 mencapai kemufakatan. 

77.2 Dalam hal musyawarah para pihak 
sebagaimanadimaksudpadapasal77.1tidakda
patmencapaisuatukemufakatan, maka     
penyelesaian perselisihanatau 
sengketaantaraparapihakdalamKontrak 
dapat      dilakukanmelalui, alternatif 
penyelesaiansengketa,dewansengketa 
(menggantikanmediasi/konsiliasi), 
dan/atauarbitrase. 

77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang 
dipilihditetapkandalamSSKK. 

78.ItikadBaik 78.1 Parapihakbertindakberdasarkan asassaling 
percayayangdisesuaikandenganhak-hak 
yang terdapat dalamKontrak. 

78.2 Parapihaksetujuuntukmelaksanakanperjanji
andenganjujurtanpamenonjolkan 
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kepentinganmasing-masingpihak.Apabila 
selamaKontrak,salahsatupihakmerasa 
dirugikan,makadiupayakantindakanyang 
terbaik untukmengatasikeadaan tersebut. 
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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

Pasal 
dalam 
SSUK 

Ketentuan Data 

4.1&4.2 Korespondensi AlamatPara Pihak sebagaiberikut: 

SatuanKerja PPK : PPK ............... [diisi
 namasatuankerjaPPK] 
Nama :.......... 
[diisinamaPPK]Alamat :.......... 
[diisialamatPPK]Website :.......... 
[diisiwebsitePPK]E-mail :.......... 
[diisiemailPPK] 
Faksimili :.......... [diisinomorfaksimiliPPK] 

Penyedia : ........................ [diisi nama
 badanusaha/namaKSO] 
Nama

 :..........[diisinamayangttdsuratp
erjanjian] 

Alamat :.......... [diisialamatPenyedia]E-
mail :.......... [diisiemailPenyedia] 
Faksimili :.......... [diisi nomor

 faksimiliPenyedia] 

4.2&5.1 Wakil
 Sah
Para Pihak 

WakilSahPara Pihak sebagaiberikut: 

Untuk PPK: 
Nama

 :..........[diisinama
yangditunjukmenjadiWakilSahPP
K]Berdasarkan
 SuratKeputusanP
PK……      nomor.….tanggal 
…….[diisinomordantanggalSKpe
ngangkatanWakilSahPPK] 

Untuk Penyedia: 
Nama

 :..........[diisinama
yangditunjukmenjadiWakilSahPe
nyedia]Berdasarkan
 SuratKeputusan 
……nomor.….tanggal……. 
[diisinomordantanggalSKpengang
katanWakil SahPenyedia] 

Pencairan
Jaminan 

Jaminandicairkandan disetorkanpadaKasDaerah 6.3&4
1.3&4
1.527.

1 Masa 
Pelaksanaan 

MasaPelaksanaanselama120 (seratus dua puluh 
)harikalenderterhitungsejakTanggalMulaiKerjayangt
ercantum dalamSPMK. 

27.4 Masa. 
Pelaksanaanuntuk    
SerahTerima 
SebagianPekerjaan
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(Secara 
Parsial) 

31.8 Masa 
Pemeliharaan 

MasaPemeliharaanberlakuselama120 (seratus dua 
puluh)harikalenderterhitung sejak Tanggal 
PenyerahanPertama Pekerjaan(PHO). 

31.18 SerahTerima 
SebagianPeker
jaan 

Tidak ada 

31.21 Masa 1. 
Pemeliharaanuntu
k    SerahTerima 
SebagianP
ekerjaan 
(Secara 2. 
Parsial) 

Tidak ada 

33.1
 Pedoman
Pengoperasian 
danPerawatan
/Pemeliharaa
n 

Gambar”Asbuilt”dan/atau pedoman pengoperasian 
danperawatan/pemeliharaanharusdiserahkanpalingl
ambat7(tujuh)hari 
kalendersetelahTanggalPenyerahanPertama 
Pekerjaan. 

36.7
 Penyes
uaianHarga 

Penyesuaian harga
 ...........[tidakdiberikan]. . . .  
dalamhaldiberikanmaka rumusannya sebagaiberikut: 

Hn =Ho 
(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) 

Hn
 =HargaSatuanpadasaatpekerjaandil
aksanakan; 

Ho =Harga Satuan pada saat harga 
penawaran; 

a           =Koefisientetapyang    terdiri    atas 
keuntungandanoverhead,falamhal 
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penawaran tidak
 mencantumkanbesaran
komponenkeuntungandanoverheadma
kaa=0,15 

b,c,d=Koefisienkomponenkontrakseperti 
tenagakerja,bahan,alatkerja,dsb; 
Penjumlahana+b+c+d+....dstadalah1,
00 

Bn, =Indekshargakomponenpadab u l a n Cn,              
saatpekerjaand i l a k s a n a k a n . 
Dn 
Bo, =Indekshargakomponenpadabulan Co,              
penyampaianpenawaran. 
Do 

Rumusantersebutdiatasmemperhatikanhal-hal 
sebagaiberikut: 

a)Penetapankoefisienbahan,tenagakerja,alat 
kerja,bahanbakar,dansebagainyaditetapkan 
seperticontoh sebagaiberikut: 

KoefisienKomponenPekerj
aan a. b. c. d. a+b+c 

+dTi
mbunan 0,15…. …. ….
 1,00Galian 0,1 …. ….
 …. 1,00 

5 
Galian 0,1 …. …. ….
 1,00denganalat 5 
Beton 0,1 …. …. ….

 1,005 
Beton 0,1 …. …. ….
 1,00bertulang 5 

b)KoefisienkomponenkontrakditetapkanolehPPK 
dariperbandinganantarahargabahan,tenaga 
kerja,alatkerja,dansebagainya(apabilaada)terhad
apHargaSatuandaripembobotanHPS 
dandicantumkandalamDokumenPemilihan(Ranc
anganKontrak). c)Indekshargayangdigunakanbersumberdari 
penerbitanBPS. 

d)Dalamhalindekshargatidakdimuatdalampenerbitan
BPS,digunakanindekshargayang 
dikeluarkanolehinstansi teknis. 

e) RumusanpenyesuaianHargaKontrakditetapkan 
sebagaiberikut: 

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ 
.... dst 

Pn =
 HargaKontraksetelahdilakukan
penyesuaianHarga Satuan; Hn = HargaSatuanbarusetiapjenis 
komponen pekerjaan setelah 
dilakukanpenyesuaianharga 
menggunakanrumusanpenyesuaian
Harga Satuan; 

V = Volumesetiapjenis
 komponen
pekerjaanyang dilaksanakan. f)

 Pembayaranpenyesuaianhargadilak
ukanolehPPK,apabilaPenyediatelahmengajukanta
gihan disertaiperhitunganbesertadata-
datadantelah dilakukan audit sesuai
 dengan
 ketentuanperaturanperundang-
undangan; 
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g)Penyediadapatmengajukantagihansecara 
berkalapalingcepat6(enam)bulansetelahpekerjaa
nyangdiberikanpenyesuaianharga 
tersebutdilaksanakan. 

h)PembayaranpenyesuaianhargadilakukanolehPPK,a
pabilaPenyediatelahmengajukantagihan 
disertaiperhitunganbesertadata-datadantelah 
dilakukan audit sesuai dengan
 ketentuanperaturanperundang-
undangan. 

42.b Pembayaran 
Tagihan 

Batasakhirwaktuyangdisepakatiuntukpenerbitan 
SPPolehPPKuntukpembayarantagihanangsuran 
adalah7 
(tujuh..)harikerja 
terhitungsejaktagihandankelengkapandokumenpenu
njangyangtidakdiperselisihkanditerimaolehPPK 

47.(i) Hak
 dan
KewajibanPen
yedia 

- 

54.1.(d) TindakanlainolehPenyediayangmemerlukanpersetuju
anPPKadalah Menunjuk personil yang namanya tidak 
tercantum dalam SSKK, mengubah atau 
memutahirkan program mutu 
 

54.2.(d) TindakanlainolehPenyediayangmemerlukanpersetuju
anPengawasPekerjaanadalah menggunakan 
spesifikasi bahan dan gambar, mengubah personil 
inti dan peralatan 

56 

TindakanPeny
ediayang 
Mensyaratkan
PersetujuanPP
K 
TindakanPeny
ediayang 
Mensyaratkan
PersetujuanPe
ngawas 
PekerjaanKepe
milikanDoku
men 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan 
dokumendanpirantilunakyangdihasilkandari 
PekerjaanKonstruksiinidenganpembatasansebagai 
berikut:dipergunakan hanya semata-mata sebagai 
referensi pekerjaan sejenis. 

63 Fasilitas PPKakanmemberikanfasilitasberupa:- 

64.1.(h) Peristiwa 
Kompensasi 

Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat 
diberikankepadaPenyediaadalah- 

68.1.(e) BesaranUang 
Muka 

Uangmukadiberikanpalingtinggisebesar30% (tiga 
puluh per seratus) dari Harga Kontrak. 

68.2.(d)
 Pembaya
ranPrestasi 
Pekerjaan 

Pembayaranprestasipekerjaandilakukandengan 
carabulanan (Montly Certificate) 
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Dokumenpenunjang    yang    disyaratkanuntuk 
mengajukantagihanpembayaranprestasi pekerjaan: 

1. Kontrak /RMK 
2. Time Schedule 
3. Surat ijin mulai 

kerja 
4. BA Uitzet 
5. Shop Drawing 
6. Adendum (bila ada) 
7. Laporan Mingguan 
8. Sertifikat Bulanan 
9. Mix Design 
10. Back Up MC 
11. Perintah Perubahan (CCO) 
12. Photo 0%, 50%, 100% 
13. Buku Kegiatan 
14. Asbuilt Drawing 
15. PHO 
16. BA Pembayaran 

 

68.3.(d)
 Pembaya
ranBahan 
dan/atauPer
alatan 

- 

68.4.(c) Denda akibat 
Keterlambatan 

Untukpekerjaaninibesardendaketerlambatanuntuk 
setiaphariketerlambatanadalah1/1000(satuperseribu
)dariharga kontrak (sebelumPPN) 

75.4 Perbaikan 
CacatMutu 

Denda keterlambatan akibatCacatMutuuntuk 
setiaphariketerlambatanadalahsebesar1/1000(satupe
rseribu)daribiayaperbaikancacatmutu.Jangka 
waktuperbaikancacatmutu sesuai denganperkiraan 
waktuyangdiperlukanuntukperbaikandan 
ditetapkanolehPPK. 
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Bangunan HasilPekerjaanmemiliki Umur 
Konstruksi selama........(.........dalam huruf...........)t
ahunsejakTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan. 

 

76.1 Umur a. 
KonstruksidanPert
anggunganterhad
apKegagalanBang
unan

b.
 

PertanggunganterhadapKegagalanBangunan 
ditetapkan selama........(.........dalam huruf...........)t
ahunsejak TanggalPenyerahanAkhirPekerjaan.  

77.4
 Penyelesai
anPerselisihan
/Se ngketa 

Dalamhalmusyawarahuntukmufakattidaktercapai, 
maka para pihak sepakat
 menyelesaikanperselisihan/sengketa 
melalui: 
1.…………. [apabila menggunakan

 alternatifpenyelesaiansengketadipilih
mediasi/konsiliasi]menunjuk          …………
 [diisinamamediator/konsiliator] 
atau 
DewanSengketamenunjuk…………[diisinamaseju
mlahanggotadewansengketa] 

2.Arbitrase menunjuk ………… [diisi
 namalembagaarbitraseyangberbadanh
ukum] 

[dapatdipilih1(satu)ataulebihpilihanpenyelesaianseng
ketaberdasarkanhasilkesepakatansaatRapatPersiapanP
enandatangananKontrak] 
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LAMPIRANASYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

DAFTARHARGASATUANTIMPANG 

No Mata

 Satuan

Pembaya    Ukuran 

ran 

Kuantita 

s 

Harga 

SatuanH

PS (Rp) 

% 

Terhada 

p HPS 

Keterang 

an 

……….. ……….. ……….. ……….. 

……….. ……….. 

Harga 

SatuanPe

nawar 

an(Rp) 

……….. 

……….. ……….. ……….. 

1     ………..    ……….. 

2     ………..    ……….. 

3 Dst 

DAFTARPEKERJAANYANG DISUBKONTRAKKANDAN SUBPENYEDIA 

a. PekerjaanUtama 

Nama 

Subpenyedia 

Alamat 

Subpenyedia 

Kualifikasi 

Subpenyedia 

Keterangan 

……….. ……….. ……….. ……….. 

No BagianPekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan

1 ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst 

b. PekerjaanbukanPekerjaanUtama 

Nama 

Subpenyedia 

Alamat 

Subpenyedia 

Kualifikasi 

Subpenyedia 

Keterangan 

……….. ……….. ……….. ……….. 

No BagianPekerjaan 

yang 

Disubkontrakkan

1 ……….. 

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3 Dst 

DAFTARPERSONEL MANAJERIAL 

No Nama 

Personel 

Manajerial 

Tingkat 

Pendidikan/

Ijazah 

Sertifikat 

Kompetensi 

Kerja 

Keterangan Jabatan 

dalamPek

erjaan ini 

……….. 

……….. 

Pengalaman

Kerja 

Profesional 

(Tahun) 

……….. ……….. ……….. 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

1……….. 

2……….. 

3 Dst 

DAFTARPERALATANUTAMA 

Merk Kapasitas 

dan 

Tipe 

Jumlah Kondisi Status 

Kepemilikan 

Keterangan 

………..……….. ………..……….. ……….. ……….. 

………..……….. ………..……….. ……….. ……….. 

No Nama 

Peralatan 

Utama 

1 ……….. 

2 ……….. 

3 Dst 
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LAMPIRAN BSYARAT-SYARAT 

KHUSUSKONTRAKRENCANAKESELAMATANKONSTRUK

SI(RKK) 

BENTUK RENCANAKESELAMATANKONSTRUKSI 

................. RENCANAKESELAMATANKONSTRUKSI 

[Logo&NamaPerusahaan] [digunakanuntukusulanpenawaran] 

DAFTARISI 

A.KepemimpinandanPartisipasi Pekerja dalamKeselamatanKonstruksi 

A.1.KepedulianpimpinanterhadapIsueksternal daninternal 

A.2.KomitmenKeselamatanKonstruksi 

B.Perencanaan keselamatankonstruksi 

B.1. Identifikasibahaya,Penilaianrisiko,PengendaliandanPeluang. B.2. 

Rencana tindakan(sasaran&program) 

B.3.Standar danperaturanperundangan 

C.DukunganKeselamatanKonstruksi 

C.1.Sumber Daya 

C.2.Kompetensi 

C.3.Kepedulian 

C.4.Komunikasi 

C.5.InformasiTerdokumentasi 

D.Operasi KeselamatanKonstruksi 

D.1.PerencanaanOperasi 

E.Evaluasi Kinerja KeselamatanKonstruksi 

E.1.Pemantauan dan evaluasi 

E.2.Tinjauanmanajemen 

E.3.Peningkatankinerja keselamatankonstruksi 

CONTOH 
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PenjelasanmengenaiisiKomitmenKeselamatanKonstruksipoin(A.2)sesuaidengan 

formatdibawahini: 

[ContohPakta IntegritasBadanUsaha TanpaKemitraan/KSO] 

PAKTAKOMITMENKESELAMATANKONSTRUKSI 

Sayayang bertandatangandibawahini: 
Nama :…………… [namawakilsahbadanusaha] 
Jabatan :............. 
Bertindakuntuk :PT/CV/Firma/atau lainnya………… 
[pilihyangdanatas nama              sesuaidancantumkannama] 

dalamrangkapengadaan……………[isinamapaket]pada…………… 
[isisesuaidengannamaPokjaPemilihan]berkomitmenmelaksanakan 
konstruksiberkeselamatandemiterciptanyaZeroAccident,denganmemastikanba
hwa seluruhpelaksanaankonstruksi: 

1.MemenuhiketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3)Konstruksi; 
2.Menggunakantenaga kerja kompetenbersertifikat; 
3.Menggunakanperalatanyang memenuhistandar kelaikan; 
4.Menggunakanmaterial yang memenuhistandar mutu; 
5.Menggunakanteknologiyang memenuhistandar kelaikan; 
dan6.MelaksanakanStandar Operasi danProsedur (SOP) 

………… [tempat],…..[tanggal] ………… [bulan]20….[tahun] 

[NamaPenyedia] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 
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[ContohPakta IntegritasBadanUsaha DenganKSO] 

PAKTAKOMITMENKESELAMATANKONSTRUKSI 

Kamiyang bertanda tangandibawahini: 
1.Nama :…………… [namawakilsahbadanusaha] 

JabatanBertindak
untuk 

2.Nama 

:............. 
:PT/CV/Firma/atau lainnya…………… 
[pilihyangsesuaidancantumkannama] 
:.............[namawakilsahbadanusaha] 

Jabatan :…………… 
Bertindakuntuk :PT/CV/Firma/atau lainnya…………… 

[pilihyangsesuaidancantumkannama] 
3.......[danseterusnya,diisisesuaidenganjumlahanggotaKemitraan/KSO] 

dalamrangkapengadaan……………[isinamapaket]pada…………… 
[isisesuaidengannamaPokjaPemilihan]berkomitmenmelaksanakan 
konstruksiberkeselamatandemiterciptanyaZeroAccident,denganmemastikanba
hwa seluruhpelaksanaankonstruksi: 

1.MemenuhiketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3)Konstruksi; 
2.Menggunakantenaga kerja kompetenbersertifikat; 
3.Menggunakanperalatanyang memenuhistandar kelaikan; 
4.Menggunakanmaterial yang memenuhistandar mutu; 
5.Menggunakanteknologiyang memenuhistandar 
kelaikan;dan6.MelaksanakanStandar Operasi danProsedur (SOP) 

………… [tempat],…..[tanggal] ………… [bulan]20….[tahun] 

[NamaPenyedia] [NamaPenyedia] [NamaPenyedia] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[tandatangan], 
[namalengkap] 

[cantumkantandatangandannamasetiapanggotaKSO] 
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NO 
JENIS/TIPE 

PEKERJAAN 

IDENTIFIKASIB

AHAYA 

 

PENILAIAN RESIKO 
SKALA 

PRIORITAS 

PENETAPANPENGE

NDALIANRISIKOK3 

 
DAMPAK 

 
KEKERAPAN 

TINGKAT 

RESIKO  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pekerjaan 
Beton Tipe-3 
(1 PC 2 PB 3 

Pekerja 
keracunan 
zat kimia, 
terkena palu, 
terjepit dan 
tertimpa 
kayu 
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B.1. Identifikasibahaya,Penilaianrisiko,PengendaliandanPeluang. 

TABEL 1.IDENTIFIKASIBAHAYA,PENILAIANRISIKO,PENETAPANPENGENDALIAN RISIKOK3 

Nama 

PerusahaanKegiat

an 

Lokasi 

Tanggaldibuat 

:.................. 

:.................. 

:.................. 

:.................. halaman:…../….. 

NO 

Dibuat oleh, 

Penyedia 

JDIHKementerian PUPR 
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B.2. Rencana tindakan(sasaran&program) 

TABEL PENYUSUNANSASARANDANPROGRAMK3 

Nama 
PerusahaanKegiat
an 
Lokasi 
Tanggaldibuat 

:.................. 
:.................. 
:.................. 
:.................. 

NO TIPE/JENIS 
PEKERJAAN 

SASARANKHUSUS PROGRAM 

PENGENDALIAN 
RISIKO URAIAN TOLOKSUMBER UKUR              

DAYA 
JANGKAINDIKATOR 
WAKTUPENCAPAIAN MONITORING PENANGGUNG 

JAWAB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Dibuat oleh, 

Penyedia 
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BENTUKDOKUMENLAIN 

A.BENTUK SURAT 

PENUNJUKANPENYEDIABARANG/JA

SA(SPPBJ)[kopsuratK/L/PD] 
Nomor 
Lampiran 

:__________ __________,____________ 
20__:__________ 

Kepada Yth. 
__________ 
di__________ 

Perihal:PenunjukanPenyedia untuk PelaksanaanPaketPekerjaan __________ 

DenganinikamiberitahukanbahwapenawaranSaudaranomor__________ 
tanggal__________perihal__________dengan[nilaipenawaran/penawaranterkorek
si]sebesarRp_____________(____________________)kaminyatakan 
diterima/disetujui. 

SebagaitindaklanjutdariSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)ini 
SaudaradiharuskanuntukmenyerahkanJaminanPelaksanaansebesarRp.………. 
(………..Rupiah)[5%darinilaikontrakuntuknilaipenawaran/terkoreksiantara80%sa
mpaidengan100%HPSatau5%dariHPSuntuknilaipenawaran/terkoreksidibawah80%
HPS]denganmasaberlakuselama….(………………)harikalender [sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]
 danmenandatanganiSuratPerjanjianpalinglambat14(empat
belas)harikerjasetelah diterbitkannya SPPBJ. 

KegagalanSaudarauntukmenerimapenunjukaniniyangdisusunberdasarkanevaluasite
rhadappenawaranSaudara,akandikenakansanksisesuaiketentuan 
dalamPeraturanPerundanganterkaittentangPengadaanBarang/JasaPemerintahbesert
a petunjukteknisnya. 

SatuanKerja __________ 
PejabatPembuatKomitmen 

[tandatangan] 

[namalengkap][
jabatan] 
NIP. __________ 

TembusanYth.: 
1.____________ 
[PA/KPAK/L/D/I]2.____________ 
[APIPK/L/D/I] 
3.____________ 
[PokjaPemilihan].........dst 
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B.BENTUK SURAT PERINTAHMULAIKERJA(SPMK) 

[kopsuratsatuankerjaK/L/PD] 

SURAT PERINTAHMULAIKERJA(SPMK) 

Nomor:__________ 
PaketPekerjaan:__________ 

Yang bertandatangandi bawahini: 

_______________[namaPejabatPembuatKomitmen]_____________
__[jabatanPejabatPembuatKomitmen]_______________[alamatsatu
ankerjaPejabatPembuatKomitmen] 

selanjutnyadisebutsebagai PejabatPembuatKomitmen; 

berdasarkanSuratPerjanjian__________nomor__________tanggal__________, 
bersama inimemerintahkan: 

_______________[namaPenyediaPekerjaanKonstruksi]__
_____________[alamatPenyediaPekerjaanKonstruksi]yan
g dalamhal inidiwakilioleh:__________ 

selanjutnyadisebutsebagai Penyedia; 

untuksegeramemulaipelaksanaanpekerjaandenganmemperhatikanketentuan-
ketentuan sebagaiberikut: 

1.Macampekerjaan:__________; 

2.Tanggalmulaikerja: __________; 

3.Syarat-syaratpekerjaan:sesuaidenganpersyaratan danketentuanKontrak; 

4.Waktupenyelesaian:selama___(__________)[harikalender/bulan/tahun]danpeker
jaanharus sudahselesai padatanggal__________ 

5.Denda:Terhadapsetiaphariketerlambatanpelaksanaan/penyelesaianpekerjaanPeny
ediaakandikenakan DendaKeterlambatan sebesar1/1000(satuperseribu) 
dariNilaiKontrakataubagiantertentudariNilaiKontraksebelumPPNsesuai dengan 
ketentuanyangtercantumdalamSyarat-SyaratKhusus Kontrak. 

__________,__ __________ 20__ 

Untuk danatas nama__________ 
PejabatPembuatKomitmen 

[tandatangan] 

[namalengkap][
jabatan] 
NIP: __________ 
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Menerimadanmenyetujui: 

Untuk danatas nama__________ 

[tandatangan] 

[namalengkapwakilsahbadanusaha][ja
batan] 
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C.BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN 

JaminanPelaksanaandariBank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANPELAKSANAANNo.
____________________ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________ [alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama
 :___________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Al
amat :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _______________________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanPelaksanaanataspekerjaan_________
________ berdasarkanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)No.________________ 
tanggal_________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,lalai/tidakmemenuhikewajibannyakepadaPenerima Jaminanberupa: 
a.Yangdijamintidakmenyelesaikanpekerjaantersebutpadawaktunyadenganbaikdanbenar 

sesuaidenganketentuandalamKontrak; 
b.Pemutusankontrak akibatkesalahanYang Dijamin. 
sebagaimana ditentukandalamDokumenPemilihanyang diikutiolehYang Dijamin. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasdalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutanpencairan dariPenerima Jaminanberdasar 
SuratPernyataanWanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksi 
akibatYang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. Segalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdari GaransiBankini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 
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Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 

________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 

JDIHKementerian PUPR 
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JaminanPelaksanaandariAsuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANPELAKSANAAN 

Nomor Jaminan: __________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenar bilamanaTERJAMINtidak memenuhi
 kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ 
sebagaimanaditetapkanberdasarkanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)No.__
_____________tanggal________________untuk       pelaksanaantender pekerjaan 
______________yang diselenggarakanolehPENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 

a.TERJAMINtidakmenyelesaikanpekerjaantersebutpadawaktunyadenganbaikdanbenar 
sesuaidenganketentuandalamKontrak; 

b.Pemutusankontrak akibat kesalahanTERJAMIN. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
dalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecaratertulisdariPENERIMAJAMIN
ANberdasarKeputusanPENERIMAJAMINANmengenai pengenaansanksi akibat 
TERJAMIN cidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebihdahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudah diajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. 

Dikeluarkandi_____________ 
pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

_____________________ 
[NamadanJabatan] 

__________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 
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JaminanUang Muka dari Bank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANUANG 
MUKANo._______________
_____ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________ [nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________[alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama              

:__________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Alamat            
:_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _____________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanUangMukaataspekerjaan__________
_______ berdasarkanKontrak No.________________ 
tanggal__________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,YangDijaminlalai/tidakmemenuhikewajibannyadalammelakukanpemba
yarankembalikepadaPenerimaJaminanatasuangmukayang 
diterimanya,sebagaimanaditentukandalamDokumenKontrak. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasatausisaUangMukayangbelumdikembalikanYangDijamindalamwaktupalinglam
bat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpenc
airandariPenerimaJaminanberdasarSuratPernyataan 
WanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksiakibatYangDijamin 
cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. SegalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdariGaransiBank ini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 

Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 

________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 
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JaminanUang Muka dari Asuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANUANG MUKA 

NomorJaminan:__________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenarbilamanaTERJAMINtidak 
memenuhikewajibandalammelaksanakanpekerjaan_______________________ 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ 
tanggal_____________________dari PENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 
TERJAMINtidakmemenuhikewajibannyamelakukanpembayarankembalikepada 
PENERIMAJAMINANsenilaiUangMukayangwajibdibayarmenurutDokumenKontrak. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
atausisaUangMukayangbelumdikembalikanTERJAMINdalamwaktupalinglambat14(em
patbelas)harikerjatanpasyarat(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecar
atertulisdariPENERIMAJAMINANberdasar 
KeputusanPENERIMAJAMINANmengenaipengenaansanksiakibatTERJAMINcidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebihdahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudahdiajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. 

Dikeluarkandi_____________ 
pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

_____________________ 
[NamadanJabatan] 

__________________ 
[NamadanJabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 
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JaminanPemeliharaandari Bank 

[KopBankPenerbitJaminan] 

GARANSIBANK 
sebagai 

JAMINANPEMELIHARAANN
o.____________________ 

Yangbertandatangan dibawahini:__________________________________dalamjabatan 
selaku____________________________dalamhalinibertindakuntukdanatasnama 
______________________[nama bank] berkedudukan di 
_________________________________________[alamat] 

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN 

denganini menyatakan akanmembayarkepada: 
Nama
 :___________________[namaPejabatPembuatKomitmen]Al
amat :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: PENERIMAJAMINAN 

sejumlahuang Rp _____________________________________ 
(terbilang ________________________________________________________)
 dalambentukgaransibanksebagaiJaminanPemeliharaanataspekerjaan________
_________ berdasarkanKontrak No._______________ tanggal________________,apabila: 

Nama :_____________________________ 
[namapenyedia]Alamat
 :_______________________________________________ 

selanjutnyadisebut: YANG DIJAMIN 

ternyatasampaibataswaktuyangditentukan,namuntidakmelebihitanggalbataswaktuberlakun
yaGaransiBankini,lalai/tidakmemenuhikewajibannyakepadaPenerima Jaminanberupa: 
YangDijamintidakmemenuhikewajibannyamelakukanpemeliharaansebagaimana 
ditentukandalamDokumenKontrak. 

Garansi Bank ini dikeluarkandengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal 

_____________________s.d.____________________ 
2. Tuntutanpencairanatauklaimdapatdiajukansecaratertulisdenganmelampirkan 

SuratPernyataanWanprestasi dari 
PenerimaJaminanpalinglambat14(empatbelas)hari kalender setelah tanggal jatuh tem
poGaransiBank sebagaimanatercantum dalambutir 1. 

3. PenjaminakanmembayarkepadaPenerimaJaminansejumlahnilaijaminantersebut 
diatasdalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelah menerima tuntutanpencairan dariPenerima Jaminanberdasar 
SuratPernyataanWanprestasidariPenerimaJaminanmengenaipengenaansanksi 
akibatYang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya. 

4. Penjaminmelepaskanhak-hakistimewanyauntukmenuntutsupayabenda-benda 
yangdiikatsebagaijaminanlebihdahuludisitadandijualuntukmelunasihutang 
YangDijaminsebagaimanadimaksuddalamPasal1831KitabUndang-Undang 
HukumPerdata. 

5. Tidak dapat dipindahtangankanataudijadikanjaminankepada pihaklain. 
6. SegalahalyangmungkintimbulsebagaiakibatdariGaransiBank ini,masing-masing 

pihakmemilihdomisilihukumyangumumdantetapdiKantorPengadilanNegeri 
________. 

Dikeluarkandi 
Pada tanggal 

:_____________:
_____________ 

[Bank] 

MateraiRp6000,00 
________________ 

[NamadanJabatan] 
Untukkeyakinan,pemegang 
GaransiBankdisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Garansi inike 
_____[bank] 

JDIHKementerian PUPR 
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JaminanPemeliharaandari Asuransi/PerusahaanPenjaminan 

[KopPenerbitJaminan] 

JAMINANPEMELIHARAAN 

Nomor Jaminan:__________________ Nilai:___________________ 

1.Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
 [nama],_____________[alamat]sebagaiPenyedia,selanjutnyadisebutTERJAMI
N,dan 
_____________________[namapenerbitjaminan],_____________[alamat]sebagai 
Penjamin,selanjutnyadisebutsebagaiPENJAMIN,bertanggungjawabdandengantegas 
terikat    pada    _____________________ [nama Pejabat Pembuat
 Komitmen],_________________________[alamat]sebagaiPemilikPekerjaan,
selanjutnyadisebut 
PENERIMAJAMINANatasuangsejumlahRp________________(terbilang 
__________________________________) 

2.Makakami,TERJAMINdanPENJAMINdenganinimengikatkandiriuntukmelakukanpembayar
anjumlahtersebutdiatasdenganbaikdanbenarbilamanaTERJAMINtidak memenuhi
 kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ 
sebagaimana       ditetapkan berdasarkan Kontrak No.      _______________ 
tanggal_____________________ dari PENERIMAJAMINAN. 

3.SuratJaminaniniberlakuselama____(____________)harikalenderdanefektifmulai dari 
tanggal ___________ sampaidengantanggal__________ 

4.Jaminaniniberlakuapabila: 
TERJAMINtidakmemenuhikewajibannyamelakukanpemeliharaansebagaimana 
ditentukandalamDokumenKontrak. 

5.PENJAMINakanmembayarkepadaPENERIMAJAMINANsejumlahnilaijaminantersebutdiatas
dalamwaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjatanpasyarat 
(Unconditional)setelahmenerimatuntutanpencairansecaratertulisdariPENERIMAJAMIN
ANberdasarKeputusanPENERIMAJAMINANmengenai pengenaansanksi akibat 
TERJAMIN cidera janji. 

6.MenunjukpadaPasal1832KUHPerdatadenganiniditegaskankembalibahwa 
PENJAMINmelepaskanhak-hakistimewauntukmenuntutsupayahartabenda 
TERJAMINlebih dahuludisitadan dijualguna dapat melunasi hutangnya sebagaimana 
dimaksuddalamPasal1831KUH Perdata. 

7.Tuntutan pencairan terhadapPENJAMINberdasarkan Jaminanini harussudah diajukan 
selambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)harikalendersesudahberakhirnya masa 
berlakuJaminanini. Dikeluarkandi_____________ 

pada tanggal _______________ 

TERJAMIN PENJAMIN 

MateraiRp6000,00 

__________________ 
[Nama&Jabatan] 

__________________ 
[Nama&Jabatan] 

Untukkeyakinan,pemegang 
Jaminandisarankanuntuk 
mengkonfirmasi Jaminaninike 
_____[PenerbitJaminan] 

JDIHKementerian PUPR 



Demikian Dokumen Pengadaan kami buat dengan sebenarnya. 

 

Temanggung,    April 2019 
 

 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Kegiatan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 

JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAROM,ST 

NIP.  19811101 200903 1 003 

 

  

 

 

 



RANCANGAN KONTRAK  
 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

 

Paket Pekerjaan Konstruksi 
 

PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG RAWAT INAP 7 LANTAI 
RSUD TEMANGGUNG 

 
Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja 

Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut 

“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari .......... tanggal ….... 

bulan ............tahun 2019 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang  Nomor.……  

tanggal  …….,  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. 

tanggal ……., antara : 

Nama : SUGIYARTO, SH 

NIP : 19650209 198607 1 001 

Jabatan :   Kepala Bagian Umum 

Berkedudukan di : RSUD Kabupaten Temanggung 

Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung 
 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. 

RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. 

tanggal ……. Tentang [SK pengangkatan PA] selanjutnya disebut “Pejabat 

Penandatangan Kontrak”, dengan: 

 

Nama : …………….[nama wakil Penyedia] 

Jabatan :   ………….. ..[sesuai akta notaris] 

 

Berkedudukan di : …………..  [alamat Penyedia] 

  

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] 

 
Tanggal  : ………….. [tanggal penerbitan akta] 

 

Notaris  : ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya 

disebut “Penyedia”. 
 

Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

 

 

 

 



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 

Pemilihan; 

 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam 

Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat 

Inap 7 Lantai RSUD Temanggung sebagaimana diterangkan dalam dokumen 

Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki 

keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta 

telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki 

kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang 

diwakili; 

 

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan 

bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing 

pihak : 

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat; 

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua 

fakta dan kondisi yang terkait. 
 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini 

bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan 

Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai RSUD 

Temanggung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna 

yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 
 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 

 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Arsitektur Gedung B dan Jembatan 

3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing Gedung B dan Jembatan 

4. Pekerjaan Gorong-gorong 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh 

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam 

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. 

ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….; 

 

2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung dan Belanja 

Fungsional BLUD RSUD Temanggung; 

 

3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ............... rekening nomor : 

............. atas nama Penyedia : ............... . 

 

 

Pasal 4 

 

DOKUMEN KONTRAK 

 

1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian 

(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran 

dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak 

beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 

subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen 

lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan 

Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan 

Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

 

2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan 

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: 

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 
b. Surat Perjanjian; 
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga; 
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 
f. spesifikasi teknis;  
g. gambar-gambar; 
h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 

 
Pasal 5 

MASA KONTRAK 

 

1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 

tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 

Pekerjaan; 

 

2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delpan puluh) hari 

kalender; 

 

3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung 

sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal 

Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

 

 

 



Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani 

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

 

 

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama 

............. [diisi nama badan usaha] RSUD Kabupaten Temanggung 

     

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli 

ini untuk Pejabat Penandatangan  ini untuk Penyedia maka rekatkan 

Kontrak maka rekatkan meterai meterai Rp 6.000,- )] 

Rp 6.000,- )]  

[nama lengkap] SUGIYARTO, SH. 

 [jabatan]  Pembina  
   NIP. 19650209 198607 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 

 

KETENTUAN UMUM        

1.   Definisi                      Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat 
                       Umum  Kontrak  selanjutnya  disebut  SSUK  harus 
 mempunyai   arti   atau   tafsiran   seperti   yang 
 dimaksudkan sebagai berikut.    

 1.1 Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  yang 
  selanjutnya  disingkat  APIP  adalah  aparat 
  yang melakukan pengawasan melalui audit, 
  reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
  pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
  tugas dan fungsi Pemerintah.   

 1.2 Bagian pekerjaan yang  disubkontrakkan 
  adalah bagian pekerjaan utama atau bagian 
  pekerjaan  bukan  utama  yang  ditetapkan 
  sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
  Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan 
  kepada  Penyedia  lain  (subpenyedia)  dan 
  disetujui terlebih dahulu oleh PPK.  

 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah 
  daftar  kuantitas/keluaran  yang  telah  diisi 
  harga satuan kuantitas/keluaran sesuai 
  ketentuan  pemberlakuannya  dan jumlah 
  biaya keseluruhannya yang merupakan 
  bagian dari penawaran.    

 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim 
  pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh 
  PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, 
  untuk mengelola administrasi Kontrak dan 
  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 1.5 Harga    Kontrak    adalah    total    harga 
  pelaksanaan pekerjaan yang tercantum 
  dalam Kontrak.     

 1.6 Harga  Perkiraan  Sendiri  yang  selanjutnya 
  disingkat   HPS   adalah   perkiraan   harga 
  barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

 1.7 Harga  Satuan  Pekerjaan  yang  selanjutnya 
  disingkat  HSP  adalah  harga  satu  jenis 
  pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 

 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
  kerangka   waktu   yang   sudah   terinci 
  berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah 
  dilaksanakan pemeriksaan lapangan 
  bersama   dan   disepakati   dalam   rapat 
  persiapan pelaksanaan Kontrak.   

 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang 
  terjadi di luar kehendak para pihak dalam 
  Kontrak   dan   tidak   dapat   diperkirakan 
  sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
  ditentukan  dalam  Kontrak  menjadi  tidak 
  dapat dipenuhi.     

 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan 
  keruntuhan bangunan dan/atau tidak  

 
 
 



 
 
 
 

berfungsinya bangunan setelah penyerahan 
akhir hasil Jasa Konstruksi. 

 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 
disingkat KSO adalah kerja sama usaha 
antar Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian 
tertulis. 

 

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya 
disebut Kontrak adalah keseluruhan 
dokumen yang mengatur hubungan hukum 
antara PPK dengan Penyedia dalam 
pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi 
atau pekerjaan konstruksi. 

 
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga 

Satuan adalah Kontrak yang merupakan 
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan 
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran 
pada 
Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersangkutan. 

 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 
kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

 
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu 

berlakunya Kontrak ini terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Kontrak sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan. 

 
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu 

untuk melaksanakan seluruh pekerjaan 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 
dengan Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

 

1.18 Masa Pemeliharaan adalah  jangka  waktu 
untuk melaksanakan kewajiban 
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan. 

 
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata 

pembayaran yang pokok dan penting yang 
nilai bobot kumulatifnya minimal 80% 
(delapan puluh perseratus) dari seluruh 
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. 

 
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah 

metode yang menggambarkan penguasaan 
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari 
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan 

 

 



 

pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari 
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan  
utama yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara teknis. 

 
1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 

selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

 

1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran belanja 
daerah. 

 
1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan 

atau sebagian kegiatan yang meliputi  
pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

 

1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang 
secara langsung menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu konstruksi sesuai  
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan. 

 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 

 

1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis  
adalah tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

 
1.27    Pengguna   Anggaran   yang   selanjutnya  

disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

 
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan 
Kontrak. 

 
1.29 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, 

KPA atau PPK.  
 

1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan  
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 

 
 

 



 
 
 

 

1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan 
Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk 
melaksanakan sebagian pekerjaan 
(subkontrak). 

 

1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut 
Jaminan adalah jaminan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga 
keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya 

disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk 
memulai melaksanakan pekerjaan. 

 
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang 

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh  
PPK untuk memulai melaksanakan 
pekerjaan. 

 
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 

adalah tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai (Provisional Hand 
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara 
Serah Terima Pertama Pekerjaan yang 
diterbitkan oleh PPK. 

 

1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah 
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai 
(Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam 
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 
yang diterbitkan oleh PPK. 

 
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja 

yang bekerja di sektor konstruksi yang 
meliputi ahli, teknisi atau analis, dan 
operator. 

 
2. Penerapan SSUK diterapkan  secara  luas  dalam  pelaksanaan 

  Pekerjaan   Konstruksi   ini   tetapi   tidak   dapat 
  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam 
  Dokumen   Kontrak   lain   yang   lebih   tinggi 
  berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa   Kontrak   harus   dalam   bahasa 
   Indonesia. 

  3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak 
   asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia 
   dan  bahasa  Inggris.  Dalam  hal  terjadi 
   perselisihan dengan pihak asing digunakan 
   Kontrak dalam bahasa Indonesia. 

  3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang 
   berlaku di Indonesia. 

4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, 
   e-mail  dan/atau  faksimili  dengan  alamat 
   tujuan  para  pihak  yang  tercantum  dalam 

SSKK. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wakil Sah Para Pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.    Larangan Korupsi,  
Kolusi   dan Nepotisme 
(KKN), Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

 

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau 
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus 
dibuat secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dan dianggap telah 
diberitahukan jika telah disampaikan secara 
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak 
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui 
surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan 
ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 

 
5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap  
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan 
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya 
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah 
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan 
dalam SSKK. 

 
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur 

dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan 
harus disampaikan kepada masing-masing 
pihak. 

 
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi 

Wakil Sah PPK memiliki tugas : 
 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
dengan pelimpahan dari PPK; 

 
b.     mengelola administrasi kontrak; dan  
c.     mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 

 
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah, para pihak dilarang untuk : 
 

a. menawarkan, menerima atau 
menjanjikan untuk memberi atau  
menerima hadiah atau imbalan berupa 
apa saja atau melakukan tindakan 
lainnya untuk mempengaruhi siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga 
berkaitan dengan pengadaan ini; 

b.    mendorong terjadinya persaingan tidak 
sehat; dan/atau 

 
c.  membuat dan/atau menyampaikan 

secara tidak benar dokumen dan/atau 
keterangan lain yang disyaratkan untuk 
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak 
ini. 

 
6.2       Penyedia     menjamin     bahwa     yang   

bersangkutan termasuk semua anggota KSO  
(apabila berbentuk KSO) dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan 
tidak akan melakukan tindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1 di atas. 

 
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK 

terbukti melakukan larangan-larangan di 
atas dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif oleh PPK sebagai berikut: 

 
a.    pemutusan Kontrak; 

 
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan   

disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalam SSKK; 

 
c.  sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 



 

dicairkan dan disetorkan sebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

 
d.    pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 

 
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar 
Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas 
usulan PPK.  
PA/KPA menyampaikan dokumen 
penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:  
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi 

Daftar Hitam; dan  
2) unit kerja yang melaksanakan 

fungsi layanan pengadaan secara 
elektronik, untuk ditayangkan 
dalam Daftar Hitam Nasional] 

 

  6.4 Pengenaan  sanksi  administratif   di   atas 
   dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.  

  6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan 
   dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan 
   peraturan perundang-undangan.   

7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
   material/bahan  yang  terdiri  dari  rincian 
   komponen  dalam  negeri  dan  komponen 
   impor.       

  7.2 Asal  material/bahan merupakan tempat 
   material/bahan diperoleh, antara   lain 
   tempat material/bahan ditambang, tumbuh, 
   atau diproduksi.      

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan 
  keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan 
  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  ini  berdasarkan 
  standar akuntansi yang berlaku.    

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja 
  Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk 
  membayar   semua   pajak,   bea,   retribusi,   dan 
  pungutan  lain  yang  dibebankan  oleh  peraturan 
  perpajakan  atas  pelaksanaan  Kontrak  ini.  Semua 
  pengeluaran   perpajakan   ini   dianggap   telah 
  termasuk dalam Harga Kontrak.    

10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
 Kontrak  diperbolehkan dalam hal pergantian nama 
   Penyedia, baik  sebagai  akibat peleburan 
   (merger) maupun akibat lainnya.   

  10.2 Jika  ketentuan  di  atas  dilanggar  maka 
   Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK  dan 
   Penyedia  dikenakan sanksi sebagaimana 
   diatur dalam pasal 41.2.    

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap 
  pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak 
  yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi  

pengabaian yang terus-menerus selama Masa 
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap 
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian 
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak 
yang melakukan pengabaian. 

 
12. Penyedia Mandiri  Penyedia  berdasarkan  Kontrak  ini  bertanggung   

jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan 
  subpenyedianya  (jika  ada)  serta  pekerjaan  yang 
  dilakukan oleh mereka.   

   

   

   

   

   



13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang 
  disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas 
  nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
  terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.  

14. Pengawasan 14.1   PPK   menetapkan   Pengawas   Pekerjaan 
 Pelaksanaan Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan 
  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai 

Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat 
berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa  
Pengawasan (Konsultan Pengawas). 

 
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 

Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. 
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas 
Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK 
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 

 

15. Tugas dan Wewenang 15.1   Semua  gambar  dan rencana kerja yang 
Pengawas Pekerjaan digunakan dalam  pelaksanaan pekerjaan 

 sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen 
 maupun pekerjaan sementara harus 
 mendapatkan  persetujuan  dari Pengawas 
 Pekerjaan.     

 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan 
sementara yang tidak tercantum dalam 
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam 
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan 
pekerjaan sementara tersebut untuk 
mendapatkan pernyataan tidak 
berkeberatan (no objection) untuk 
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.  
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana  
pekerjaan sementara  ini tidak melepaskan 
Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai 
Kontrak. 
  

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas 
dan wewenang paling sedikit meliputi: 

 
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana 

mutu pekerjaan konstruksi Penyedia 
Jasa pelaksana konstruksi; 

 
b. memberikan ijin dimulainya setiap 

tahapan pekerjaan; 
 

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak; 

 
d. memeriksa dan menilai mutu dan 

keselamatan konstruksi terhadap hasil 
akhir pekerjaan; 

 
e. menghentikan setiap pekerjaan yang 

tidak memenuhi persyaratan; 
 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
sesuai tugas dan tanggungjawabnya; 

 
g. memberikan laporan secara periodik 

kepada PPK sesuai dengan ketentuan 
dalam Kontrak. 

 

15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan 
semua perintah Pengawas Pekerjaan yang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
Pekerjaan dalam Kontrak ini. 

 
 
 
 
 
 

 



16. Penemuan-penemuan          Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan 
kepada pihak yang berwenang semua penemuan 
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau 
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang 
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai 
oleh negara. 

 
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin 

  

  akses   Pejabat Penandatangan Kontrak, PPK,   
Wakil   Sah   PPK,  Staf Teknis, Pengawas 

    Pekerjaan  dan/atau  pihak  yang  mendapat 
    izin  dari  PPK  ke  lokasi  kerja  dan  lokasi 
    lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau 
  akan dilaksanakan.   

 17.2   Penyedia  harus  dianggap  telah  menerima 
    kelayakan  dan  ketersediaan  jalur  akses 
    menuju lapangan. Penyedia harus berupaya 
    menjaga  setiap  jalan  atau  jembatan  dari 
  kerusakan akibat penggunaan/lalu  lintas 
    Penyedia  atau  akibat  personel  Penyedia. 
  Kecuali ditentukan lain maka:  

    a.   Penyedia harus bertanggung jawab atas 
          pemeliharaan yang mungkin diperlukan 
          akibat penggunaan jalur akses; 
    b.   Penyedia  harus  menyediakan  rambu 
          atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan 
          mendapatkan perizinan yang mungkin 
          disyaratkan oleh otoritas terkait untuk 
          penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; 

    c.   biaya karena ketidaklayakan atau tidak 
          tersedianya jalur akses untuk digunakan 
          oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; 
          dan    

    d.   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim 
          yang mungkin timbul akibat penggunaan 
          jalur akses.  

 17.3   PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang 
    mungkin  timbul  selain  penggunaan  jalur 

  

akses tersebut. 
    

 B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
 

18. Masa Pelaksanaan    Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan 
Kontrak   Surat Perjanjian oleh Para  Pihak  sampai dengan 

    Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan 
 kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak 
 sudah terpenuhi.      

 B.1  Pelaksanaan Pekerjaan         

19. Penyerahan Lokasi Kerja   19.1   Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan 
   peninjauan  lapangan  bersama  oleh  para 
   pihak.       

   19.2   PPK berkewajiban   untuk   menyerahkan lokasi 

  

kerja   sesuai   dengan   kebutuhan Penyedia 
yang tercantum dalam rencana kerja yang telah 
disepakati oleh para pihak dalam Rapat 
Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk 
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan 
kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 

 

 



 
 

 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
  dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan 
  Lokasi Kerja.     

 19.4 Jika  dalam  peninjauan  lapangan  bersama 
  ditemukan hal-hal  yang dapat 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka 
  perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
  adendum Kontrak.    

 19.5 Jika  PPK  tidak  dapat  menyerahkan  lokasi 
  kerja  sesuai  kebutuhan  Penyedia  yang 
  tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 
  19.2)  untuk  melaksanakan  pekerjaan  dan 
  terbukti merupakan suatu hambatan, maka 
  kondisi  ini  ditetapkan  sebagai  Peristiwa 
  Kompensasi.     

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK  menerbitkan SPMK paling lambat  14 
Kerja (SPMK)  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  tanggal 

  penandatanganan Kontrak atau 14 (empat 
  belas)  hari  kerja  sejak  penyerahan  lokasi 
  kerja pertama kali.    

 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup 
  pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.  

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia  berkewajiban untuk 
Pekerjaan Konstruksi  mempresentasikan dan menyerahkan RMPK 
(RMPK)  sebagai penjaminan dan pengendalian mutu 

  pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan  
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan 
disetujui oleh PPK. 

 

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: 
 

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 
(Method Statement ); 

 
b.    Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ 

Inspection and Test Plan (ITP); 
 

c.     Pengendalian Subpenyedia dan   
Pemasok. 

 
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan 

mengendalikan pelaksanaan RMPK secara 
konsisten untuk mencapai mutu yang 
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan 
ini. 

 
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi 

pekerjaan. 
 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum 
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 

 
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan 

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan 
dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa 
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap 
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK 
harus mendapatkan persetujuan PPK. 

 

 21.7 Persetujuan   PPK   terhadap   RMPK   tidak 
  mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 
22. Rencana Keselamatan   
Konstruksi (RKK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikan dan menyerahkan RKK 
pada saat rapat persiapan pelaksanaan 
kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujui oleh PPK 

 

 

 



 
 

 22.2 Para   Pihak   wajib   menerapkan   dan 
  mengendalikan pelaksanaan  RKK secara 
  konsisten.      

 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 

 22.4 Penyedia berkewajiban  untuk 
  memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi 
  pekerjaan,  jika  terjadi  perubahan  maka 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 22.5 Pemutakhiran RKK  harus mendapat 
  persetujuan PPK.      

 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK 
  tidak   mengubah   kewajiban kontraktual 
  Penyedia.      

23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 
Pelaksanaan Kontrak  diterbitkannya SPMK dan sebelum 

  pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan 
  Penyedia,  unsur  perancangan,  dan  unsur 
  pengawasan,  harus  sudah 
  menyelenggarakan rapat persiapan 
  pelaksanaan kontrak.     

 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati 
  dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak 
  meliputi:      

 
a. RMPK;  
b. pelaksanaan RKK;  
c. organisasi kerja; 

 
d. tata cara pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan; 
 

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang 
diikuti uraian tentang metode kerja 
yang memperhatikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja; 

 
f. jadwal pengadaan bahan/material, 

mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja 
Konstruksi; 

 
g. penyusunan rencana 

pengukuran/pemeriksaan bersama; dan  
h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak 
  dituangkan   dalam   Berita   Acara   Rapat 
  Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai 
  dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
  hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau 
  sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 

 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup 
  pekerjaan, yaitu : 

 
a. mendatangkan 

terkait yang 
pelaksanaan  
instalasi alat; 

 
peralatan-peralatan 
diperlukan    dalam 

pekerjaan,    termasuk 



 
b.    mempersiapkan fasilitas seperti kantor, 

rumah, gedung laboratorium, bengkel, 
gudang, dan sebagainya; dan/atau 

c.     mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 
 

 24.3 Mobilisasi  peralatan  dan  Tenaga  Kerja 
  Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap 
  sesuai dengan kebutuhan.    

25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK 
Pemeriksaan Bersama  dan  Pengawas  Pekerjaan  bersama-sama 

  dengan  Penyedia  melakukan pengukuran 
  dan  pemeriksaan  detail  terhadap  kondisi 
  lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata 
  pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  Peralatan Utama (Mutual Check 0%). 

 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan 
  bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia 
  Peneliti Pelaksanaan Kontrak.   

 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan 
  dalam Berita Acara. Apabila dalam 
  pengukuran/pemeriksaan   bersama 
  mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
  harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 

 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama  yang  sesuai  dengan  persyaratan 
  Kontrak dapat segera dimobilisasi.  

 25.5 Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  bersama 
  Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan 
  Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66. 

26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia 
Dalam Negeri  berkewajiban   mengutamakan 

  material/bahan produksi dalam negeri dan 
  tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang 
  dilaksanakan  di  Indonesia  sesuai  dengan 
  yang disampaikan pada saat penawaran. 

 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan  Konstruksi, 
  bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
  perangkat lunak yang digunakan mengacu 
  kepada dokumen:     

  a.   formulir rekapitulasi perhitungan 
  Tingkat   Komponen Dalam Negeri 
  (TKDN), untuk Penyedia yang 
  mendapat preferensi harga; dan 

 
b.    daftar barang yang diimpor, untuk 

barang yang diimpor. 
 

   26.3   Apabila   dalam   pelaksanaan   pekerjaan 
    Ditemukan ketidaksesuaian dengan  
            dokumen  pada  pasal  26.2,  maka  akan 
 dikenakan sanksi sesuai peraturan 
 perundangan yang berlaku.    

B.2  Pengendalian Waktu        

27. Masa Pelaksanaan 27.1   Kecuali  Kontrak diputuskan  lebih awal, 
                 Penyedia berkewajiban   untuk memulai 
                 pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai 
            Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
                 dengan RMPK, serta menyelesaikan 
             pekerjaan   paling   lambat   selama   Masa 
                 Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 

 27.2   Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat 
 menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
 Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya 

 

 



 

  yang   dapat   dibuktikan   demikian,   dan 
  Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut 
  kepada  PPK,  dengan  disertai  bukti-bukti 
  yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat 
  memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan 
  melakukan penjadwalan kembali 
  pelaksanaan tugas Penyedia dengan 
  membuat adendum Kontrak.  

 27.3   Jika pekerjaan  tidak  selesai  sesuai  Masa 
  Pelaksanaan  bukan  akibat  Keadaan  Kahar 
  atau  Peristiwa  Kompensasi  atau  karena 
  kesalahan  atau  kelalaian  Penyedia  maka 
  Penyedia dikenakan denda.   

 27.4   Apabila diberlakukan serah terima sebagian 
  pekerjaan (secara parsial), Masa 
  Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian 
  pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 

 27.5   Bagian  pekerjaan  pada  pasal  27.4  adalah 
  bagian  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan 
  dalam Dokumen Pemilihan.   

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara 
Pegawas Pekerjaan tertulis Penyedia untuk  menunda  pelaksanaan 

 pekerjaan.  Setiap  perintah  penundaan  ini  harus 
 segera ditembuskan kepada PPK.   

29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas  Pekerjaan atau Penyedia  dapat 
  menyelenggarakan rapat pemantauan, dan 
  meminta satu sama lain untuk menghadiri 
  rapat tersebut. Rapat pemantauan 
  diselenggarakan untuk membahas 
  perkembangan pekerjaan dan perencanaan 
  atas sisa pekerjaan serta untuk 
  menindaklanjuti peringatan dini.  

 

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh 
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, 
dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan 
pihak-pihak yang menghadiri rapat. 

 
      29.3   Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu 
                     diputuskan,   Pengawas Pekerjaan   dapat 
                memutuskan baik dalam rapat atau setelah 
                 rapat  melalui  pernyataan  tertulis  kepada 
                     semua pihak yang menghadiri rapat. 

30. Peringatan Dini 30.1   Penyedia berkewajiban untuk 
                  memperingatkan sedini mungkin Pengawas 
               Pekerjaan   atas   peristiwa   atau   kondisi 
                  tertentu  yang  dapat  mempengaruhi  mutu 
               pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau 
 menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas 
 Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia 
 untuk   menyampaikan secara tertulis 
                   perkiraan  dampak  peristiwa  atau  kondisi 
 tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan 
 Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini 
                  harus sesegera mungkin disampaikan oleh 
 Penyedia.     

         30.2   Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama 
 dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
 mencegah atau mengurangi dampak 
 peristiwa atau kondisi tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3 Penyelesaian Kontrak 
 
 

31. Serah Terima Pekerjaan      31.1 Setelah  pekerjaan  selesai  100%  (seratus 
 perseratus), sesuai dengan ketentuan yang 
 tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
 mengajukan permintaan secara tertulis 
 kepada  PPK  untuk  serah  terima  pertama 
 pekerjaan.       

31.2 PPK  memerintahkan Pengawas Pekerjaan 
 untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap 
 hasil pekerjaan.      

31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian 
 hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi 
 yang tercantum dalam Kontrak.   

31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan 
 disampaikan  kepada  PPK,  apabila  dalam 
 pemeriksaan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai 
 dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam 
 Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK 
 memerintahkan  Penyedia  untuk 
 memperbaiki  dan/atau melengkapi 
 kekurangan pekerjaan.    

31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan 
 telah   sesuai   dengan   ketentuan   yang 
 tercantum  dalam  Kontrak  maka  PPK  dan 
 Penyedia menandatangani Berita Acara 
 Serah Terima Pertama Pekerjaan.   

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
 (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga 
 Kontrak,   sedangkan   yang   5%   (lima 
 perseratus) merupakan retensi selama masa 
 pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 
 sebesar  100%  (seratus  perseratus)  dari 
 Harga   Kontrak   dan   Penyedia   harus 
 menyerahkan  Jaminan Pemeliharaan 
 sebesar  5%  (lima  perseratus)  dari  Harga 
 Kontrak.        

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan 
 selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi 
 tetap seperti pada saat penyerahan pertama 
 pekerjaan.       

31.8 Masa  Pemeliharaan  paling  singkat  untuk 
 pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, 
 sedangkan untuk pekerjaan semi permanen 
 selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui 
 Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
 Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
 Penyedia mengajukan  permintaan secara 
 tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir 
 pekerjaan.       

31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, 
 Penyedia telah melaksanakan semua 
 kewajibannya selama  Masa  Pemeliharaan 
 dengan baik dan telah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
maka  PPK  dan  Penyedia  menandatangani  
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

31.11  PPK wajib melakukan pembayaran sisa 
Harga  Kontrak  yang  belum  dibayar  atau  
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 

 

31.12  Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajiban pemeliharaan sebagaimana  
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan 
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan 
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 

 

31.13  Setelah penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan 
hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

 

31.14  PA/KPA  meminta  PPHP  untuk  melakukan 
pemeriksaan administratif terhadap hasil 
pekerjaan yang diserahterimakan. 

 
31.15  PPHP melakukan pemeriksaan administratif 

proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan sampai dengan  
serah terima hasil pekerjaan, meliputi 
dokumen program/penganggaran, surat 
penetapan PPK, dokumen perencanaan  
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan 
pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, 
dokumen Kontrak dan perubahannya serta  
pengendaliannya, dan dokumen serah 
terima hasil pekerjaan. 

 
31.16  Apabila hasil pemeriksaan administrasi  

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK  
untuk  memperbaiki  dan/atau  melengkapi 
kekurangan dokumen administratif. 

 

31.17  Hasil pemeriksaan administratif dituangkan  
dalam Berita Acara. 

 
31.18  Serah terima pekerjaan dapat dilakukan 

perbagian pekerjaan (secara parsial) yang  
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 

 

31.19  Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan 
serah terima pekerjaan sebagian atau secara  
parsial yaitu: 

 
a. bagian pekerjaan yang tidak 

tergantung satu sama lain; dan 
 

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak 
terkait satu sama lain dalam 
pencapaian kinerja pekerjaan. 

 
31.20  Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan 

secara parsial, maka cara pembayaran, 
ketentuan denda dan kewajiban  
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 

 

31.21  Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan 
setelah serah terima pertama pekerjaan  
untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) 
tersebut dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut  
berakhir sebagaimana yang tercantum 
dalam SSKK. 

 
31.22  Serah terima pertama pekerjaan untuk  

bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan 
dalam Berita Acara. 

 
 

 



 
 
 
 

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan 
  dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan 
  surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 

33. Pedoman Pengoperasian 33.1   Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk 
dan Perawatan / kepada PPK tentang pedoman pengoperasian 
Pemeliharaan             dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan 

              SSKK.   

   33.2   Apabila    Penyedia    tidak    memberikan 
              pedoman pengoperasian dan 
              perawatan / pemeliharaan, PPK berhak 
         menahan   uang   retensi   atau   Jaminan 
              Pemeliharaan.   

 

B.4 Adendum 
 

34. Perubahan Kontrak             34.1    Kontrak hanya dapat diubah melalui  
         adendum   Kontrak. 

 
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan 

apabila disetujui oleh para pihak, yang 
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. perubahan Harga Kontrak; 

 
c. perubahan jadwal pelaksanaan 

pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 
 

d. perubahan Kontrak yang disebabkan 
masalah administrasi. 

 
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK 

dapat meminta pertimbangan dari 
Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti 
Pelaksanaan Kontrak. 

 

35. Perubahan Pekerjaan          35.1    Dalam hal terdapat perbedaan antara 
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis 
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, 
PPK bersama Penyedia dapat melakukan 
perubahan pekerjaan, yang meliputi: 

 
a. menambah atau mengurangi volume 

yang tercantum dalam Kontrak;  
b. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
d. mengubah jadwal pelaksanaan 

pekerjaan. 
 

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi 
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 
35.1 namun ada perintah perubahan dari 
PPK, PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakati perubahan pekerjaan yang 
meliputi: 

 
a. menambah dan/atau mengurangi jenis 

kegiatan/pekerjaan;  
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau 

gambar pekerjaan; dan/atau  
c. mengubahjadwalpelaksanaan 
a. pekerjaan  

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh 
PPK secara tertulis kepada Penyedia 
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi 
teknis dan harga dengan tetap mengacu 
pada ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 

 
 
 



35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam 
Berita Acara sebagai dasar penyusunan 
adendum Kontrak. 

 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 
35.2 mengakibatkan penambahan Harga 
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan 
dengan ketentuan penambahan Harga 
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari harga yang tercantum 
dalam Kontrak awal dan tersedianya 
anggaran. 

 
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan  
oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. penyesuaian harga; dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama 

yang akan dilaksanakan berubah akibat 
perubahan pekerjaan lebih dari 10% 
(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, 
maka pembayaran volume selanjutnya 
dengan menggunakan harga satuan yang 
disesuaikan dengan negosiasi. 

 

36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran 
terdapat harga satuan timpang, maka harga 
satuan timpang tersebut hanya berlaku 
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan. Untuk 
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan 
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 

 

36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang 
masuk kategori harga satuan timpang, maka 
dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 

 
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, 

maka penentuan harga baru dilakukan 
dengan negosiasi. 

 
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan 

penyesuaian harga adalah sebagai berikut: 
 

a.   harga yang tercantum dalam Kontrak  
dapat berubah akibat adanya 
penyesuaian harga sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

b. penyesuaian harga diberlakukan pada 
Kontrak Tahun Jamak dengan yang 
masa pelaksanaannya lebih dari 18 
(delapan belas) bulan;  

c.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak 
pelaksanaan pekerjaan;  

d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi 
seluruh kegiatan/mata pembayaran, 
kecuali komponen keuntungan, biaya 
tidak langsung (overhead cost) dan 
harga satuan timpang sebagaimana 
tercantum dalam penawaran; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Perubahan Jadwal 
Pelaksanaan Pekerjaan 
dan/atau Masa 
Pelaksanaan 

 
e.   penyesuaian harga satuan diberlakukan 

sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang  
tercantum dalam Kontrak awal 
/adendum Kontrak;  

f. penyesuaian harga satuan bagi 
komponen pekerjaan yang berasal dari 
luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaian harga dari negara asal 
barang tersebut;  

g.  jenis pekerjaan baru dengan harga 
satuan baru sebagai akibat adanya 
adendum Kontrak dapat diberikan 
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tiga belas) sejak adendum Kontrak 
tersebut ditandatangani;  

h.  indeks yang digunakan dalam  
pelaksanaan Kontrak terlambat 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia 
adalah indeks terendah antara jadwal 
Kontrak dan realisasi pekerjaan;  

i.    jenis   pekerjaan   yang   lebih   cepat  
pelaksanaannya diberlakukan 
penyesuaian harga berdasarkan indeks 
harga pada saat pelaksanaan. 

 
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian 

harga diatur dalam SSKK. 
 
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 

Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa 
Kompensasi. 

 
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku 

untuk bagian pekerjaan lumsum. 
 

36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya 
berlaku untuk bagian pekerjaan harga 
satuan. 

 

37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
dapat diakibatkan oleh: 

 
a. perubahan pekerjaan; 

 
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; 

dan/atau  
c. Peristiwa Kompensasi. 

 
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang 
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai 
berikut: 

 
a. perubahan pekerjaan;  
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau  
c. Keadaan Kahar. 

 

37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 
paling kurang sama dengan waktu 
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar 
atau waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan akibat dari 
ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b 

 
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa 

Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan 
penelitian terhadap usulan tertulis yang 

 
 

 



 
 
 
 

diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu 
sesuai pertimbangan yang wajar setelah  
Penyedia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan 
dini  atas  keterlambatan  atau  tidak  dapat  
bekerja sama untuk mencegah 
keterlambatan sesegera mungkin, maka 
keterlambatan seperti ini tidak dapat  
dijadikan alasan untuk memperpanjang 
Masa Pelaksanaan. 

 
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak harus telah menetapkan ada 
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa 
lama, 

 
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan  
 dituangkan dalam Adendum Kontrak. 

        37.7   Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 
 penyelesaian pekerjaan akan melampaui 
 Masa  Pelaksanaan  maka  Penyedia  berhak 
 untuk    meminta perpanjangan Masa 
 Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. 
 PPK  berdasarkan  pertimbangan  Pengawas 
 Pekerjaan memperpanjang  Masa 
 Pelaksanaan secara tertulis.  Perpanjangan 
 Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui 
 adendum Kontrak.     

B.5 Keadaan Kahar       

38. Keadaan Kahar        38.1   Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 
                  bencana alam, bencana non alam, bencana 
 sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca 
 ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 

        38.2   Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal- 
                 hal   merugikan   yang   disebabkan   oleh 
 perbuatan atau kelalaian para pihak.  

        38.3   Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau 
 Penyedia memberitahukan  tentang 
 terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu 
 pihak  secara  tertulis  dalam  waktu  paling 
 lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak 
                   menyadari atau seharusnya menyadari atas 
                   kejadian  atau  terjadinya  Keadaan  Kahar, 
                       dengan   menyertakan   bukti   serta   hasil 
 identifikasi kewajiban dan kinerja 

pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan  
terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 

 

38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : 
 

a. pernyataanyang diterbitkan oleh  
     pihak /instansi  yang  berwenang  sesuai 

ketentuan peraturan perundang- 
 undangan; dan/atau 

  
b.   foto/video dokumentasi Keadaan Kahar 

yang telah diverifikasi kebenarannya. 
 

38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk  
melakukan penelitian terhadap 
penyampaian pemberitahuan Keadaan 
Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud  
pada pasal 38.4. 

 
 

 



 
 
 

 

38.6   Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu 
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang  

ditentukan dalam Kontrak bukan 
merupakan cidera janji atau wanprestasi 
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal  
38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah 
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan 
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang  
terdampak dan/atau akan terdampak akibat 
dari Keadaan Kahar. 

 
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 

pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. 
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 
dapat bersifat 

 
a. sementara hingga Keadaan Kahar 

berakhir; atau 
 

 b.    permanen apabila akibat Keadaan Kahar  
tidak memungkinkan dilanjutkan 
/diselesaikannya pekerjaan. 

 
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar 

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan 
disertai alasan penghentian pekerjaan. 

 
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, 

para pihak dapat melakukan perubahan 
Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya sama  
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak 
akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa  
Pelaksanaan dapat melewati Tahun 
Anggaran 

38.10  Selama  masa  Keadaan  Kahar,  jika  PPK    
memerintahkan   secara   tertulis   kepada 
Penyedia untuk sedapat mungkin 
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia  
berhak untuk menerima pembayaran 
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan 
mendapat penggantian biaya yang wajar  
sesuai dengan kondisi yang telah 
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan 
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur  
dalam suatu adendum Kontrak. 

 
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, 

para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak 
untuk menerima pembayaran sesuai dengan 
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang  
telah dicapai setelah dilakukan 
pengukuran/pemeriksaan bersama atau 
berdasarkan hasil audit. 

 

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 
 

 39. Penghentian Kontrak                    Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena 
terjadi Keadaan Kahar sebagaimana 
dimaksud pada pasal 38. 

 

40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan  oleh 
  PPK atau Penyedia.   

 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan  sekurang- 
  kurangnya 14 (empat belas) hari kalender 
  setelah PPK/Penyedia menyampaikan 
  pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak 

secara tertulis kepada Penyedia/PPK. 
 

 



 
 
 

 

40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
oleh salah satu pihak maka PPK membayar 
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian 
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh 
PPK dikurangi denda yang harus dibayar 
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia 
menyerahkan semua hasil pelaksanaan 
kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak 
milik PPK. 

 

41. Pemutusan Kontrak oleh    41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 
PPK Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK 

 dapat   melakukan pemutusan Kontrak 
 apabila:       

 a. Penyedia   terbukti   melakukan KKN, 
  kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
  proses pengadaan yang diputuskan oleh 
  Instansi yang berwenang;    

 b. pengaduan tentang penyimpangan 
  prosedur, dugaan KKN dan/atau 
  pelanggaran persaingan sehat dalam 
  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
  dinyatakan  benar  oleh  Instansi  yang 
  berwenang;       

 
c.    Penyedia berada dalam keadaan pailit;  
d.    Penyedia  terbukti  dikenakan  Sanksi  

Daftar Hitam sebelum 
penandatanganan Kontrak; 

 
e.  Penyedia gagal memperbaiki kinerja 

setelah mendapat Surat Peringatan 
Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 
3 (tiga) kali; 

 
f.     Penyedia tidak mempertahankan 

berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
 

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam 
melaksanakan kewajibannya dan tidak  
memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan; 

 
h.  berdasarkan penelitian PPK, Penyedia 

tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun 
diberikan kesempatan sampai dengan 
50 (lima puluh) hari kalender sejak  
masa berakhirnya pelaksanaan  
pekerjaan untuk menyelesaikan 
pekerjaan;  

i.     setelah diberikan kesempatan  
menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender 
sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan; 

 
j.   Penyedia menghentikan pekerjaan 

selama 28 (dua puluh delapan) hari 
kalender dan penghentian ini tidak 
tercantum dalam jadwal pelaksanaan 
pekerjaan serta tanpa persetujuan 
pengawas pekerjaan; atau 

 
k.  Penyedia mengalihkan seluruh kontrak 

bukan dikarenakan pergantian nama 
Penyedia. 

 
 
 



 
 
 

 

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 

 
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh 

Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
dicairkan (apabila diberikan); 

 
c. Penyedia membayar denda (apabila 

ada); dan  
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

 
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan 
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.  

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan 
pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan 
Penyedia, maka: 

 
a.  PPK berhak untuk tidak membayar 

retensi atau Jaminan Pemeliharaan  
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

 
b.    Penyedia dikenakan sanksi Daftar 

Hitam. 
 

41.5    Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan 
uang retensi atau uang pencairan Jaminan 
Pemeliharaan untuk membiayai 
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib  
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam 
SSKK. 

 

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak 
secara sepihak oleh PPK karena kesalahan 
Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat 
menunjuk pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang sama atau 
Penyedia yang mampu dan memenuhi 
syarat. 

 
42. Pemutusan Kontrak oleh     Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  

Penyedia 
 
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat 
melakukan pemutusan Kontrak apabila: 

 
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 

Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia 
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut 
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) 
hari kalender; 

 
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan 
angsuran sesuai dengan yang disepakati 
sebagaimana tercantum dalam SSKK. 

 
43. Berakhirnya Kontrak          Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai 

dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat 
dalam Kontrak sudah terpenuhi. 

 
44. Keterlambatan                     44.1    Apabila  Penyedia  terlambat  melaksanakan  

Pelaksanaan Pekerjaan 
dan Kontrak Kritis 

 
pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus 
memberikan peringatan secara tertulis atau 
memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 

 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 
 

a. Dalam periode I (rencana fisik 
pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), 

 

 



 
 
 
 

selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih  
besar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),  
selisih keterlambatan antara realisasi 
fisik pelaksanaan dengan rencana lebih 
besar 5%;  

c. Dalam periode II (rencana fisik  
pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), 
selisih keterlambatan antara realisasi  
fisik pelaksanaan dengan rencana 
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan 
melampaui tahun anggaran berjalan.  

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan 
rapat pembuktian (show cause 
meeting/SCM) 

 
a.    Pada  saat  Kontrak  dinyatakan  kritis,  

Pengawas Pekerjaan memberikan 
peringatan secara tertulis kepada  
Penyedia dan selanjutnya 
menyelenggarakan Rapat Pembuktian 
(SCM) Tahap I. 

 
b.  Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas 

Pekerjaan dan Penyedia membahas dan 
menyepakati besaran kemajuan fisik 
yang harus dicapai oleh Penyedia dalam 
periode waktu tertentu (uji coba 
pertama) yang dituangkan dalam Berita 
Acara SCM Tahap I. 

 
c.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

pertama, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap II yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba kedua) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap II. 

 
d.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

kedua, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus 
diselenggarakan SCM Tahap III yang 
membahas dan menyepakati besaran 
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh 
Penyedia dalam waktu tertentu (uji 
coba ketiga) yang dituangkan dalam 
Berita Acara SCM Tahap III. 

 
e.  Apabila Penyedia gagal pada uji coba 

ketiga, maka PPK menerbitkan Surat 
Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK 
dapat melakukan pemutusan Kontrak  
secara sepihak dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 

 
f.   Apabila uji coba berhasil, namun pada 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka 
berlaku ketentuan SCM dari awal. 

 
 

45. Pemberian Kesempatan 
 
45.1    Dalam  hal  diperkirakan 

menyelesaikan   pekerjaan 

 
Penyedia 

sampai 

 

gagal  
Masa 



Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  
pekerjaan, PPK dapat memberikan 
kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

 
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat 
dalam adendum Kontrak yang didalamnya 
mengatur: 

 
a. waktu pemberian kesempatan 

penyelesaian pekerjaan; 
 

 b.    pengenaan sanksi denda keterlambatan 
kepada Penyedia; 

 
 c.    perpanjangan masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan; dan 
 

e. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 
dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya dari DIPA/DPA Tahun  
Anggaran berikutnya, apabila 
pemberian kesempatan melampaui 
Tahun Anggaran. 

 

 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 
  (lima   puluh) hari kalender,  sejak Masa 
  Pelaksanaan berakhir.    

 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
  untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
  melampaui Tahun Anggaran.   

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil 
 pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi 
 kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian 
 atau  kesalahan  Penyedia,  dapat  dimanfaatkan 
 sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban 
 Perawatan /pemeliharaan. Pengambilan  kembali 
 semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya 
 dapat dilakukan setelah mempertimbangkan 
 kepentingan PPK.         

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 
 

(f) Hak dan Kewajiban           Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban  
Penyedia yang  harus dilaksanakan  oleh  Penyedia dalam 
 melaksanakan Kontrak, meliputi :    

 a.   menerima pembayaran untuk pelaksanaan 
  pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan 
  yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

 b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana 
  dan  prasarana  dari  PPK  untuk  kelancaran 
  pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
  Kontrak;       

 c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara 
  periodik kepada PPK;     

 d. melaksanakan, menyelesaikan  dan 
  menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal 
  pelaksanaan  pekerjaan  dan  ketentuan  yang 
  telah ditetapkan dalam Kontrak;    

 e. melaksanakan dan  menyelesaikan pekerjaan 
  secara  cermat,  akurat  dan  penuh  tanggung 
  jawab dengan  menyediakan tenaga kerja,  

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari 
lapangan, dan segala pekerjaan permanen 
maupun sementara yang diperlukan untuk  
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 
 
 
 

 



f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan 
yang dilakukan PPK; 

 
g.  mengambil langkah-langkah yang memadai 

dalam rangka memberi perlindungan kepada 
setiap orang yang berada di tempat kerja 
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar 
yang berhubungan dengan pemindahan bahan 
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi 
dan proses produksi; 

 
h. melaksanakan semua perintah Pengawas 

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan 
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; 

 
i.      hak dan kewajiban lain yang timbul akibat 

lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. 
 

 48. Penggunaan Dokumen-    Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan  
Dokumen Kontrak dan Menginformasikan dokumen Kontrak atau 
 Informasi dokumen   lainnya   yang   berhubungan   dengan 

 Kontrak  untuk  kepentingan  pihak  lain,  misalnya 
 spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta 
 informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  Kontrak, 
 kecuali  dengan  izin  tertulis  dari  PPK  sesuai 
 ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan 
Intelektual atau  klaim  dari  pihak  ketiga  yang  disebabkan 

 penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan 
 Intelektual oleh Penyedia.  

50. Penanggungan Risiko 50.1   Penyedia  berkewajiban untuk  melindungi, 
membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
PPK beserta instansinya terhadap semua  
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses  
pemeriksaan hukum, dan biaya yang 
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan  
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak  
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan : 

 
a.  kehilangan atau kerusakan peralatan 

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia 
(jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; 

 
b.   cidera tubuh, sakit atau kematian 

tenaga kerja konstruksi; 
 

c.   kehilangan atau kerusakan harta benda, 
dan cidera tubuh, sakit atau kematian 
pihak ketiga. 

 
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai 

dengan Tanggal Penyerahan Akhir  
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau 
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan  dan 
perlengkapan  merupakan  risiko  Penyedia,  
kecuali  kerugian  atau  kerusakan  tersebut 
diakibatkan  oleh kesalahan  atau kelalaian 
PPK. 

 

 50.3   Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh 
  Penyedia tidak membatasi  kewajiban 
  penanggungan dalam pasal ini.   

  

  

  

  

  

  



 50.4   Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil 
  pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan 
  hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja 
  sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
  Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh 
  Penyedia  atas  tanggungannya  sendiri  jika 
  kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi 
  akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 

51. Perlindungan Tenaga 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban 
Kerja  atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan 

  Tenaga Kerja Konstruksinya pada program 
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
  Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam 
  peraturan perundang-undangan.  
 51.2   Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan 
  memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya 
  untuk mematuhi peraturan  keselamatan 
  kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, 
  Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya 
  dianggap  telah  membaca  dan  memahami 
  peraturan keselamatan kerja tersebut. 
 51.3   Penyedia berkewajiban untuk menyediakan 
  kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya 
  (termasuk Tenaga Kerja   Konstruksi 
  Subpenyedia, jika ada) perlengkapan 
  keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 
 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia 
  untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan 
  hukum   yang   berlaku,   Penyedia   wajib 
  melaporkan  kepada  PPK  mengenai  setiap 
  kecelakaan yang timbul sehubungan dengan 
  pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu  24 
  (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

52. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- 
Lingkungan langkah   yang memadai untuk  melindungi 

 lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat 
 kerja   dan   membatasi   gangguan   lingkungan 
 terhadap   pihak   ketiga   dan   harta   bendanya 
 sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai 
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan 
 hidup.          

53. Asuransi 53.1   Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak 
  SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan 
  Akhir   Pekerjaan   untuk   barang   yang 
  mempunyai risiko tinggi   terjadinya 
  kecelakaan  dalam pelaksanaan pekerjaan 
  atas  segala  risiko  terhadap  kecelakaan, 
  kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, 
  serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 

 
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi 

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di 
lokasi kerja. 

 

53.3 Besarnya  asuransi  sudah  diperhitungkan 
 dalam  penawaran  dan  termasuk  dalam 
 Harga Kontrak.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



54. Tindakan Penyedia yang   54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
Mensyaratkan lebih   dahulu   persetujuan   tertulis   PPK 
Persetujuan PPK atau sebelum   melakukan   tindakan-tindakan 
Pengawas Pekerjaan berikut:   

 a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan 
  dalam Lampiran A SSKK;  

 b. menunjuk Personel  Manajerial yang 
  namanya tidak   tercantum dalam 
  Lampiran A SSKK;  

 c. mengubah atau memutakhirkan RMPK 
  dan RKK;   

 d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan 
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas 
Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut: 

 
a.   melaksanakan setiap tahapan pekerjaan 

berdasarkan rencana kerja dan metode 
kerja; 

 
b.    mengubah syarat dan ketentuan polis 

asuransi; 
 

c.    mengubah Personel Manajerial 
dan/atau Peralatan Utama;  

d.    tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

55. Laporan Hasil Pekerjaan   55.1      Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 
pelaksanaan kontrak untuk  menetapkan 
volume  pekerjaan  atau kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil  
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan 
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil 
pekerjaan. 

 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh 
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi 
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai 
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi 
rencana dan realisasi pekerjaan harian. 

 

55.3 Laporan harian berisi: 
 

a.     jenis dan kuantitas bahan yang berada 
di lokasi pekerjaan; 

 
b.    penempatan tenaga kerja konstruksi 

untuk tiap macam tugasnya;  
c.    jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 

 
d.    jenis dan kuantitas pekerjaan yang 

dilaksanakan; 
 

e.  keadaan cuaca termasuk hujan, banjir 
dan peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruh terhadap kelancaran 
pekerjaan; dan 

 
f.     catatan-catatan lain yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

55.4   Laporan mingguan terdiri dari rangkuman    
laporan harian  dan berisi  hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 

55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman 
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan 
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, 
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 

 
 
 
 
 
 

 



55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia 
membuat foto-foto dokumentasi dan video 
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan 
sesuai kebutuhan. 

 

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh 
Penyedia, diperiksa oleh Pengawas 
Pekerjaan,  dan  disetujui  oleh  PPK/  pihak  
PPK. 

 
56. Kepemilikan Dokumen  Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, 

laporan, dan dokumen-dokumen lain serta 
piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia 
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya 
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling 
lambat pada waktu pemutusan atau 
penghentian atau akhir Masa Kontrak 
berkewajiban untuk menyerahkan semua 
dokumen dan piranti lunak tersebut beserta 
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat 
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen 
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika 
ada) mengenai penggunaan dokumen dan 
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari 
diatur dalam SSKK. 

 
57. Kerjasama Antara 57.1 Penyedia  hanya boleh melakukan 

Penyedia dan  subkontrak sebagian pekerjaan utama 
Subpenyedia  kepada Penyedia Spesialis  dan/atau 

  pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada 
  Penyedia Usaha Kecil.      

 57.2 Penyedia  tetap  bertanggung  jawab  atas 
  bagian  pekerjaan  yang disubkontrakkan 
  tersebut.         

 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau 
  mensubkontrakkan pekerjaan.    

 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan 
  Penyedia  Usaha  Kecil,  maka  pekerjaan 
  tersebut  harus  dilaksanakan  sendiri  oleh 
  Penyedia   yang   ditunjuk   dan   dilarang 
  dialihkan atau disubkontrakkan kepada 
  pihak lain.         

 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan 
  kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh 
  melaksanakan sesuai dengan daftar bagian 
  pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila 
  ada)  yang  dituangkan  dalam  Lampiran  A 
  SSKK.         

 57.6 Lampiran  A  SSKK  (Daftar  Pekerjaan  yang 
  Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak 
  boleh   diubah   kecuali   atas   persetujuan 
  tertulis  dari  PPK  dan  dituangkan  dalam 
  adendum Kontrak.      

 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan 
  Subpenyedia diawasi oleh Pengawas 
                Pekerjaan dan Penyedia  melaporkan secara 
 periodik kepada PPK.    

     57.8   Apabila   Penyedia   melanggar   ketentuan 
 sebagaimana  diatur  pada  pasal  57.4  atau 
 57.5  maka  akan  dikenakan  denda  senilai 

 

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58. Penyedia Lain Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  dan 
 menggunakan  lokasi  kerja  termasuk  jalan  akses 

 

bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) 
dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas 

 lokasi  kerja.  Jika  dipandang  perlu,  PPK  dapat 
 memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi 
 kerja.      

59. Alih Pengalaman/ Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 
Keahlian dengan nilai pagu anggaran di atas 

 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 
 Penyedia diwajibkan memberikan alih 
 pengalaman/keahlian  bidang  konstruksi melalui 
 sistem  kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah 
 yang   disepakati   pada   saat   Rapat   Persiapan 
 Penunjukan Penyedia.    

 
 60. Pembayaran Denda           Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi 

finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi 
atau  cidera  janji  terhadap  kewajiban-kewajiban 
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda 
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan   Penyedia.  Pembayaran   denda   tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 

 
61. Jaminan 

 
61.1   Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan 

Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau 
surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, 
mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh 
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja setelah surat perintah 
pencairan dari PPK atau pihak yang diberi 
kuasa oleh PPK diterima. 

 
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus 

telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan 

Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan 
sebagai berikut: 

 
a. paket pekerjaan sampai dengan  

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1) Bank Umum; 

 
2) Perusahaan Asuransi; 

 
3) Perusahaan Penjaminan; 

 
4) lembaga keuangan khusus yang  

menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong ekspor  
Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor  
Indonesia; atau 

 
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi 

Umum/Konsorsium Lembaga  
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan 
Penjaminan yang mempunyai program 
Asuransi Kerugian (suretyship). 

 

 



 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  
rupiah) dapat diterbitkan oleh: 

 
1)   Bank Umum; atau  
2)   Konsorsium  Perusahaan  Asuransi  

Umum/ Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/ Konsorsium 
Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai program asuransi 
kerugian (suretyship). 

 
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK 

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukan Penandatanganan Kontrak  
dengan besar: 

 
a. 5% (lima perseratus) dari Harga 

Kontrak; atau  
 b.    5% (lima perseratus) dari nilai total HPS  

untuk harga penawaran atau 
penawaran terkoreksi di bawah 80%  
(delapan  puluh  perseratus)  nilai  total 
HPS. 

61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan  
paling kurang sejak tanggal 
penandatanganan  Kontrak  sampai  dengan  
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(Provisional Hand Over/PHO). 

 
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan diganti dengan Jaminan 
Pemeliharaan atau menahan uang retensi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak; 

 

61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK 
dalam rangka pengambilan uang muka 
yang besarannya paling kurang sama 
dengan besarnya uang muka yang diterima 
Penyedia. 

 

61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi 
secara proporsional sesuai dengan sisa uang 
muka yang diterima. 

 
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 

paling kurang sejak tanggal persetujuan 
pemberian uang muka sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(PHO). 

 

61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK 
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% 
(seratus perseratus). 

 

61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai 
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai 
dengan ketentuan Kontrak. 

 
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling 

kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand  
Over/FHO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HAK DAN KEWAJIBAN PPK   
62. Hak dan Kewajiban PPK     Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam 
melaksanakan Kontrak, meliputi : 

 
a.    mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh Penyedia; 
 

b. menerima laporan-laporan secara periodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh Penyedia; 

 
c.    menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 

penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam Kontrak. 

 
d.    membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang 

tercantum dalam Kontrak yang telah 
ditetapkan kepada Penyedia; 

 
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia 
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan Kontrak; dan  

f.     menilai kinerja Penyedia. 
 

62. Fasilitas                               PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan 
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang 
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan ini. 
 

64. Peristiwa Kompensasi        64.1   Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada     
Penyedia yaitu: 

 
a.  PPK mengubah jadwal pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pekerjaan;  

b. keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia;  

c.   PPK tidak memberikan gambar-gambar, 
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai 
jadwal yang dibutuhkan;  

d.     Penyedia belum bisa masuk ke lokasi 
sesuai jadwal dalam kontrak;  

e.  PPK menginstruksikan kepada pihak 
Penyedia untuk melakukan pengujian 
tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;  

f.     PPK memerintahkan penundaan 
pelaksanaan pekerjaan;  

g.  PPK memerintahkan untuk mengatasi 
kondisi tertentu yang tidak dapat diduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkan oleh PPK; atau  

h.    ketentuan lain dalam SSKK. 
 

64.2 Jika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan  
pengeluaran tambahan dan/atau 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK  berkewajiban  untuk  membayar  ganti  
rugi  dan/atau  memberikan  perpanjangan 
Masa Pelaksanaan. 

 
 64.3    Ganti  rugi  akibat  Peristiwa  Kompensasi  

hanya  dapat  dibayarkan  jika  berdasarkan 
data penunjang dan perhitungan 
kompensasi  yang  diajukan oleh Penyedia  
kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian 
nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya 
dapat diberikan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompensasi 
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, 
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu 
akibat Peristiwa Kompensasi. 

 
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi 

dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan 
jika Penyedia gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini dalam 
mengantisipasi atau mengatasi dampak 
Peristiwa Kompensasi.   

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 
 

65. Tenaga Kerja Konstruksi      65.1    Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja   
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat 
kompetensi kerja. 

 
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel 

Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada 
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat 
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib  
memastikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa  
Pelaksanaan. 

 
66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan 

dan/atau Peralatan  diperkerjakan  harus  sesuai  dengan yang 
Utama  tercantum dalam Lampiran A SSKK.   

 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan 
  digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
  adalah peralatan yang laik dan harus sesuai 
  dengan yang tercantum dalam Lampiran A 
  SSKK.        

 66.3   Penggantian Personel Manajerial dan/atau 
  Peralatan  Utama  tidak  boleh  dilakukan 
  kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan 
  dituangkan dalam adendum Kontrak.  

 66.4   Jika penggantian   Personel   Manajerial 
  dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, 
  maka Penyedia berkewajiban untuk 
  menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
  yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja 
  konstruksi dan/atau peralatan  yang 
  digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 

 66.5 PPK  dapat  menyetujui 
  penempatan/penggantian   Personel 
  Manajerial dan/atau   Peralatan Utama 
  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah 
  mendapat rekomendasi dari Pengawas 
  Pekerjaan.       

 

66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: 
 

1) tidak mampu atau tidak dapat 
melakukan pekerjaan dengan baik;  

2)    berkelakuan tidak baik; dan/atau  
3)    mengabaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya; 
maka Penyedia berkewajiban untuk 
menyediakan pengganti dan menjamin  
Personel Manajerial tersebut meninggalkan 
lokasi  kerja  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari 
kalender sejak diminta oleh PPK  

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika 
diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial 
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk 
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah 
sumpah. 

 
 
 

 



 66.8 Apabila ada penambahan Personel 
  Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka 
  penambahan tersebut harus mendapat 
  persetujuan terlebih dahulu dari PPK  dan 
  dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA       

67. Harga Kontrak 67.1 PPK   membayar   kepada   Penyedia   atas 
  pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak 
  sebesar Harga Kontrak.   

 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan 
  meliputi :       

a. beban pajak; 
 
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya 

umum);  
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 
 
d. biaya penyelenggaraan keamanan dan 

kesehatan kerja serta keselamatan 
konstruksi. 

 
67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga 

satuan sesuai dengan rincian yang 
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan 
lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan 
Harga. 

 

68. Pembayaran 68.1 Uang Muka 
 

a. Uang muka dibayar untuk membiayai  
mobilisasi peralatan/tenaga kerja 
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi  
kepada pemasok bahan/material 
dan/atau untuk persiapan teknis lain.  

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat 
diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh 
perseratus) dari Harga Kontrak.  

c. Untuk usaha non kecil, uang muka 
dapat diberikan paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari Harga Kontrak.  

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang 
muka dapat diberikan paling tinggi 
15% (lima belas perseratus) dari Harga 
Kontrak.  

e. Besaran uang muka ditentukan dalam 
SSKK dan dibayar setelah Penyedia 
menyerahkan Jaminan Uang Muka 
paling sedikit sebesar uang muka yang 
diterima.  

f. Dalam hal diberikan uang muka, maka  
Penyedia harus mengajukan 
permohonan pengambilan uang muka 
secara tertulis kepada PPK disertai 
dengan rencana penggunaan uang 
muka  untuk  melaksanakan  pekerjaan  
sesuai Kontrak dan rencana 
pengembaliannya. 

g. PPK harus mengajukan Surat  
Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada 
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM) untuk permohonan  
tersebut pada huruf f, paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang 
Muka diterima. 

 
h. Pengembalian uang muka harus 

diperhitungkan berangsur-angsur 
secara proporsional pada setiap  
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
paling  lambat  harus  lunas  pada  saat 
pekerjaan mencapai prestasi 100%  
(seratus perseratus). 
 
 

 



68.2 Prestasi pekerjaan 
 

Pembayaran prestasi  hasil  pekerjaan yang  
disepakati dilakukan oleh PPK, dengan 
ketentuan: 

 
a. Penyedia telah mengajukan tagihan 

disertai laporan kemajuan hasil 
pekerjaan; 
 

b. pembayaran dilakukan tidak boleh 
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang 
telah dicapai dan diterima oleh PPK; 
 

c. pembayaran dilakukan terhadap 
pekerjaan yang sudah terpasang; 
 

d. pembayaran dilakukan dengan sistem 
termin yang ketentuan lebih lanjut 
diatur dalam SSKK;  

e. pembayaran harus memperhitungkan:  
1)    angsuran uang muka;  
2) peralatan dan/atau bahan yang 

menjadi bagian permanen dari hasil  
pekerjaan yang akan 
diserahterimakan (material on site) 
yang sudah dibayar sebelumnya;  

3)    denda (apabila ada); 
4)    pajak; dan/atau 
5)    uang retensi. 

 
f. untuk Kontrak yang mempunyai 

subkontrak, permintaan pembayaran 
harus dilengkapi bukti pembayaran 
kepada seluruh Subpenyedia sesuai 
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran 
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai 
prestasi pekerjaan yang selesai 
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa 
harus menunggu pembayaran terlebih 
dahulu dari PPK; 

 
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dan Berita Acara Serah  
Terima Pertama Pekerjaan 
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; 

 
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah pengajuan permintaan 
pembayaran dari Penyedia diterima 
harus sudah mengajukan Surat  
Permintaan Pembayaran kepada Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM); 

 
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam 

perhitungan angsuran, tidak akan 
menjadi alasan untuk menunda 
pembayaran. PPK dapat meminta  
Penyedia untuk menyampaikan 
perhitungan prestasi sementara dengan 
mengesampingkan hal-hal yang sedang 
menjadi perselisihan. 

 
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi 

bagian permanen dari hasil pekerjaan 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan 
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan 
memenuhi ketentuan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



a. bahan dan/atau peralatan yang belum 
dilakukan uji fungsi (commisioning), 
serta merupakan bagian dari pekerjaan 
utama harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

 
1) berada di lokasi pekerjaan 

sebagaimana tercantum dalam 
Kontrak dan perubahannya; 

 
2) memiliki sertifikat uji mutu dari 

pabrikan/produsen; 
 

3) bersertifikat garansi dari 
produsen/agen resmi yang 
ditunjuk oleh produsen; 

 
4) disetujui oleh PPK sesuai dengan 

capaian fisik yang diterima;  
5) dilarang  dipindahkan  dari  area  

lokasi pekerjaan dan/atau 
dipindah-tangankan oleh pihak 
manapun; dan  

6) keamanan penyimpanan dan risiko 
kerusakan sebelum  
diserahterimakan secara satu  
kesatuan fungsi merupakan 
tanggung jawab Penyedia. 

 
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi 

tidak diperlukan dalam hal peralatan 
dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh 
Penyedia; 

 
c. besaran yang akan dibayarkan dari 

material on site (berkisar antara 50% 
sampai dengan 70%); 

 
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan 

yang menjadi bagian permanen dari 
hasil pekerjaan hanya diberlakukan 
untuk bagian pekerjaan harga satuan. 

 
e. besaran nilai pembayaran dan jenis 

material on site dicantumkan di dalam 
SSKK. 

 

68.4 Denda dan Ganti Rugi 
a. Denda merupakan sanksi finansial yang 

dikenakan kepada Penyedia, antara lain:  
denda keterlambatan dalam 
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, 
denda keterlambatan dalam perbaikan 
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran 
ketentuan subkontrak.  

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial 
yang dikenakan kepada PPK maupun 
Penyedia karena terjadinya cidera 
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi 
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 
yang ditimbulkan.  

c. Besarnya denda keterlambatan yang 
dikenakan kepada Penyedia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
adalah: 

 
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga 

bagian Kontrak yang tercantum 
dalam Kontrak (sebelum PPN); atau  

2) 1‰  (satu  perseribu)  dari  Harga 
Kontrak (sebelum PPN); 

 
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. 

 
 
 
 
 
 
 
  



d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat 
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh 
PPK atas keterlambatan pembayaran  
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan 
yang terlambat dibayar, berdasarkan  
tingkat suku bunga yang berlaku pada 
saat itu menurut ketetapan Bank 
Indonesia, sepanjang telah diputuskan  
oleh lembaga yang berwenang;  

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi 
diperhitungkan dalam pembayaran 
prestasi pekerjaan.  

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat 
mengubah Harga Kontrak setelah 
dituangkan dalam adendum kontrak.  

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah 
mengajukan tagihan disertai 
perhitungan dan data-data. 

 
69. Hari Kerja   69.1   Orang hari  standar  atau  satu hari  orang 
 bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 
 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam 
 istirahat.   

 69.2   Penyedia  tidak  diperkenankan  melakukan 
 pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu 
 yang secara ketentuan peraturan 
 perundang-undangan  dinyatakan  sebagai 
 hari libur atau di luar jam kerja normal, 
 kecuali:    

 
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;  
b. PPK memberikan izin; atau  
c. pekerjaan  tidak  dapat  ditunda,  atau  

untuk keselamatan/perlindungan 
masyarakat, dimana Penyedia harus  
segera memberitahukan urgensi 
pekerjaan tersebut kepada Pengawas 
Pekerjaan dan PPK. 

 

 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan 
  datanya  disimpan  oleh  Penyedia.  Daftar 
  pembayaran masing-masing pekerja dapat 
  diperiksa oleh PPK.   

 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari 
  kerja  efektif  dan  jam  kerja  normal  harus 
  mengikuti ketentuan Menteri yang 
  membidangi ketenagakerjaan.  

 69.5 Pelaksanaan  pekerjaan  di  luar  hari  kerja 
  efektif  dan/atau  jam  kerja  normal  harus 
  diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.  

70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi  pekerjaan 
terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus perseratus) dan berita acara  
serah terima pertama pekerjaan telah 
ditandatangani oleh kedua pihak. 

 

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, 
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan 
kepada Pengawas Pekerjaan rincian 
perhitungan nilai tagihan terakhir yang 
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil 
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan 
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran terakhir 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tagihan dan dokumen penunjang 
dinyatakan lengkap dan diterima oleh 
Pengawas Pekerjaan. 

 
 
 

 



71. Penangguhan                    71.1   PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap 
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika 
Penyedia gagal atau lalai memenuhi  
kewajiban kontraktualnya, termasuk 
penyerahan  setiap Hasil Pekerjaan  sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

 71.2   PPK secara tertulis memberitahukan kepada 
  Penyedia tentang penangguhan hak 
  pembayaran,  disertai  alasan-alasan  yang 
  jelas mengenai penangguhan tersebut. 
  Penyedia diberi kesempatan untuk 
  memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 

 71.3   Pembayaran yang   ditangguhkan   harus 
  disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau 
  kelalaian Penyedia.      

 71.4   Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan 
  pembayaran  akibat  keterlambatan 
  penyerahan pekerjaan dapat dilakukan 
  bersamaan dengan pengenaan denda kepada 
  Penyedia.        

PENGAWASAN MUTU           

72. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan 
Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

 dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat 
 memerintahkan   kepada   pihak   ketiga   untuk 
 melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas 
 semua pelaksanaan pekerjaan yang  dilaksanakan 
 oleh Penyedia.         

73. Penilaian Pekerjaan 73.1 PPK  dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan 
Sementara oleh PPK  dapat melakukan penilaian sementara atas  

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
Penyedia. 

 
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan 

terhadap mutu dan kemajuan fisik 
pekerjaan. 

 
74. Pemeriksaan dan 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan  

Pengujian Cacat Mutu memeriksa setiap hasil pekerjaan dan 
memberitahukan Penyedia secara tertulis 
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK 
atau Pengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan Penyedia untuk  
menemukan dan mengungkapkan Cacat 
Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang 
dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan  
mengandung Cacat Mutu . Penyedia 
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat 
Mutu selama Masa Kontrak. 

 

74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan 
memerintahkan Penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum 
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan 
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat 
mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika 
tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka 
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa 
Kompensasi 

 

75. Perbaikan Cacat Mutu      75.1     PPK atau Pengawas Pekerjaan akan 
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu 
kepada Penyedia segera setelah ditemukan 
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung 
jawab atas Cacat Mutu selama Masa 
Kontrak. 

 
 

 



75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu 
tersebut, Penyedia berkewajiban untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam  
pemberitahuan. 

 

75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu 
dalam jangka waktu yang ditentukan maka 
PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas 
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau 
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK 
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia 
segera setelah menerima klaim PPK secara 
tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya 
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh 
penggantian biaya dengan memotong 
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh 
tempo (jika ada) atau uang retensi atau 
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika 
tidak ada maka biaya penggantian akan 
diperhitungkan sebagai utang Penyedia 
kepada PPK yang telah jatuh tempo. 

 

75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan 
untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat 
Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam 
kepada Penyedia jika tidak melaksanakan 
perbaikan cacat mutu. Besaran denda 
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan 
akibat  Cacat Mutu ini ditentukan  dalam 
SSKK. 

 

76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka 
  PPK  dan/atau  Penyedia  terhitung  sejak 
  Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan 
  bertanggung  jawab  atas Kegagalan 
  Bangunan sesuai dengan kesalahan masing- 
  masing  selama  Umur  Konstruksi  yang 
  tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 
  10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar 
  dicantumkan lama pertanggungan terhadap 
  Kegagalan Bangunan yang ditetapkan 
  apabila  rencana  Umur  Konstruksi  kurang 
  dari 10 (sepuluh) tahun.     

 76.2   Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi, 
  membebaskan, dan menanggung tanpa batas 
  PPK  beserta  instansinya  terhadap  semua 
  bentuk tuntutan, tanggung  jawab, 
  kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
  gugatan   atau   tuntutan   hukum,   proses 
  pemeriksaan   hukum,   dan   biaya   yang 
  dikenakan terhadap PPK beserta instansinya 
  (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
  tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian 
  PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan 
  atau  kerusakan  harta  benda,  dan  cidera 
  tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang 
  timbul dari kegagalan bangunan.   

 76.3   PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk 
  menyimpan  dan memelihara semua 
  dokumen   yang   digunakan   dan   terkait 
  dengan   pelaksanaan   ini   selama   Umur 
  Konstruksi  yang  tercantum  dalam  SSKK 

  

tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENYELESAIAN PERSELISIHAN           

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya 
Perselisihan/Sengketa  sungguh-sungguh menyelesaikan secara 

  damai semua perselisihan yang timbul dari 
  atau berhubungan dengan Kontrak ini atau 
  interpretasinya selama atau  setelah 
  pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip 
  dasar  musyawarah untuk mencapai 
  kemufakatan.       

 77.2   Dalam hal musyawarah   para   pihak 
  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  77.1 
  tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan, 
  maka  penyelesaian perselisihan atau 
  sengketa antara para pihak dalam Kontrak 
  dapat  dilakukan melalui, alternatif 
  penyelesaian  sengketa,  dewan sengketa 
  (menggantikan  mediasi/konsiliasi), 
  dan/atau arbitrase.      

 77.3   Penyelesaian perselisihan/sengketa   yang 
  dipilih ditetapkan dalam SSKK.   

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling 
  percaya yang disesuaikan dengan hak-hak 
  yang terdapat dalam Kontrak.   

 78.2 Para pihak setuju untuk  melaksanakan 
  perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan  

kepentingan masing-masing pihak. Apabila 
selama  Kontrak,  salah  satu  pihak  merasa  
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang 
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
 

 

Pasal Ketentuan   Data     
dalam          

SSUK          

      

4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:    

   

Satuan Kerja 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak              : RSUD Kabupaten Temanggung 

         

   Nama : SUGIYARTO, SH 

   Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung  

   Website : www.rsud.temanggungkab.go.id 
   E-mail : rsud_temaggung@yahoo.co.id 

   Faksimili : (0293) 493423 

   Penyedia :   ........................ [diisi nama badan 
   usaha/nama KSO]     

   Nama : .......... [diisi nama yang ttd surat 
     perjanjian]     

   Alamat : .......... [diisi alamat Penyedia] 
   E-mail : .......... [diisi email Penyedia]  

   Faksimili : ..........   [diisi nomor faksimili 
     Penyedia]     

      

4.2 & 5.1 Wakil Sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:   

 Para Pihak        

     Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak 

   Nama : Muhammad Yusuf Lanno, ST 
       

     Berdasarkan Surat Keputusan 

     

PA tentang Penunjukan PPTK dan 
PPK Kegiatan Pelayanan RSUD 
Temanggung  nomor  027/002 
Tahun 2019 tanggal 02 Januari 
2019 

      
    Untuk Penyedia:      

   Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk 
     menjadi Wakil Sah Penyedia] 
     Berdasarkan Surat Keputusan 
     ……   nomor .…. tanggal ……. 
     [diisi  nomor  dan  tanggal  SK 
     pengangkatan  Wakil Sah 
     Penyedia]     

     

6.3 & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah  
41.3 & Jaminan    

41.5          

27.1 Masa  

Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan 
puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai 

 Pelaksanaan Kerja yang tercantum dalam SPMK 
    

27.4 Masa  1.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
 Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
 Terima  hari kalender  terhitung  sejak Tanggal Mulai 
 Sebagian  Kerja yang tercantum dalam SPMK.   

 Pekerjaan 2.   Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan …………… 
   



 
 
 
 

 (Secara    [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi 
 Parsial)    jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] 
     hari  kalender  terhitung  sejak  Tanggal  Mulai 
     Kerja yang tercantum dalam SPMK.    

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)   

        

31.8 Masa 
Pemeliharaan 

 

Masa  Pemeliharaan  berlaku  selama  180  (seratus 
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) 

   
31.18 Serah Terima  Dalam  Kontrak  ini  diberlakukan  serah  terima 

 Sebagian  pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian 
 Pekerjaan  sebagai berikut:        

   1. ............          

   2. ............          

    3. Dst          

    [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]   

             

31.21 Masa  1. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Pemeliharaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
 untuk Serah   ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
 Terima    dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
 Sebagian   penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
 Pekerjaan   …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

 (Secara  2. Masa  Pemeliharaan  bagian pekerjaan 
 Parsial)    …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama 
     ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka 
     dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal 
     penyerahan pertama  bagian pekerjaan 
     …………… [diisi bagian pekerjaannya].   

   3. Dst.          

    Catatan:          
    Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah 
    terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah 
    ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan    

       

33.1 Pedoman  Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian 
 Pengoperasian  dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan 
 dan   paling  lambat  14  (empat belas)  hari kalender 
 Perawatan/  setelah   Tanggal   Penyerahan   Pertama Pekerjaan 
 Pemeliharaan            

       

36.7 Penyesuaian  Penyesuaian harga Tidak diberikan [dipilih: 
 Harga   diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka 
    rumusannya sebagai berikut:      
                

    Hn  =  Ho        

        (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)  

    Hn  = Harga Satuan pada  saat  pekerjaan  
        dilaksanakan;      

    Ho  = Harga Satuan pada   saat   harga  
        penawaran;      

    a  = Koefisien tetap yang   terdiri   atas  
        keuntungan dan overhead, falam hal  



 
 
 
 

   penawaran tidak mencantumkan  
   besaran  komponen keuntungan  dan  
   overhead maka a = 0,15  

 b, c, d = Koefisien  komponen kontrak  seperti  
   tenaga  kerja, bahan, alat kerja, dsb;  

   Penjumlahan  a+b+c+d+....dst adalah  

   1,00    

 Bn, = Indeks harga komponen pada b u l a n  

 Cn,  saat pekerjaan d i l a k s a n a k a n .  

 Dn      

 Bo, = Indeks  harga  komponen  pada  bulan  

 Co,  penyampaian penawaran.  

 Do      
 
 

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
(g) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat 

kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan 
seperti contoh sebagai berikut:  

  Koefisien Komponen 
Pekerjaan a. b. c. d. a+b+c 

     +d 
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00 
Galian 0,1 …. …. …. 1,00 

 5     

Galian 0,1 …. …. …. 1,00 
dengan alat 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
 5     

Beton 0,1 …. …. …. 1,00 
bertulang 5       

(h) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh 
PPK dari perbandingan antara harga bahan, 
tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila 
ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan 
HPS dan dicantumkan dalam Dokumen 
Pemilihan (Rancangan Kontrak). 

 
(i) Indeks harga yang digunakan bersumber dari 

penerbitan BPS. 
 

(j) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam 
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis. 

 
(k) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak 

ditetapkan sebagai berikut: 
 

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+ 
.... dst 

 
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan 

penyesuaian Harga Satuan; 
 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis  
komponen pekerjaan setelah 
dilakukan penyesuaian harga 
menggunakan rumusan  
penyesuaian Harga Satuan; 

 
 = Volume setiap jenis komponen 

pekerjaan yang dilaksanakan. 
 

(l) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

 
 

 



 
 
 
 

   g)   Penyedia  dapat  mengajukan  tagihan  secara 
    berkala  paling  cepat  6  (enam)  bulan  setelah 
    pekerjaan  yang  diberikan  penyesuaian  harga 
    tersebut dilaksanakan. 

   h)  Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh 
    PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan 
    disertai perhitungan beserta data-data dan telah 
    dilakukan   audit   sesuai   dengan   ketentuan 
    peraturan perundang-undangan. 

   
42.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 

 Tagihan  SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran 
   adalah  ...........  (......  dalam  huruf  .........)  hari  kerja 
   terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen 
   penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh 
   PPK.  
    

47.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia : 
 Kewajiban 1. ………. 
 

Penyedia 
 

  2. ………. 
   

   3. Dst 

   [diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat 
   lingkup  pekerjaan  selain  yang  sudah  tercantum 
   dalam SSUK] 
   

54.1.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yang 
 Mensyaratkan sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada] 
 Persetujuan   

 PPK    

54.2.(d) Tindakan Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
 Penyedia yang persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: .................... 
 Mensyaratkan [diisi  selain  yang  sudah  tercantum  dalam  SSUK, 
 Persetujuan apabila ada] 
 Pengawas   

 Pekerjaan   

56 Kepemilikan Penyedia   diperbolehkan   menggunakan   salinan 
 Dokumen dokumen  dan  piranti  lunak  yang  dihasilkan  dari 
   Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai 
   berikut: .................... [diisi batasan/ketentuan yang 
   dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk 
   penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis 
   dari PPK] 
    

63 Fasilitas  PPK akan memberikan fasilitas berupa : .................... 
   [diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada 
   Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini 
   (apabila ada)] 
    

64.1.(h) Peristiwa  Termasuk   Peristiwa   Kompensasi   yang   dapat 
 Kompensasi diberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisi 
   apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang 
   telah tertuang dalam SSUK] 
    

68.1.(e) Besaran Uang Uang  muka  diberikan  paling  tinggi  sebesar  20% 
 Muka  (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak. 
   

68.2.(d) Pembayaran Pembayaran  prestasi  pekerjaan  dilakukan  dengan 
 Prestasi  cara Bulanan (Monthly Certificate/MC)  
 Pekerjaan  
     



   Dokumen   penunjang   yang   disyaratkan   untuk 
   mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 

   1. Progres Pekerjaan 
   2. Rekapitulasi Volume Pekerjaan 

   3. Dst        

   [diisi dokumen yang disyaratkan]     

         
68.3.(d) Pembayaran  Penentuan dan  besaran  pembayaran  untuk bahan 

 Bahan  dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen 
 dan/atau  dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan 
 Peralatan  sebagai berikut:       

   1. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   2. ....[diisi  bahan/peralatan]....  dibayar  .......%  dari 
   harga satuan pekerjaan;      

   3. ..............dst.       

   [contoh peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, 
   turbin,  peralatan  elektromekanik;  contoh  bahan 
   fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, 
   insulator; contoh bahan jadi: beton pracetak]   

     

68.4.(c) Denda   akibat  Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk 
 Keterlambatan  setiap  hari  keterlambatan  adalah  1/1000  (satu 
   perseribu)  dari  harga Kontrak  (sebelum  PPN),[diisi 
   dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau 
   harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak 
   dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah 
   terima pekerjaan secara parsial]      

     

75.4 Perbaikan  Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap 
 Cacat Mutu  hari keterlambatan adalah  sebesar 1/1000 (satu 
   perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka 
   waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan 
   waktu   yang   diperlukan   untuk   perbaikan   dan 
   ditetapkan oleh PPK.       

              

76.1 Umur a. Bangunan   Hasil   Pekerjaan   memiliki   Umur 
 Konstruksi dan  Konstruksi selama ........ (.........dalam huruf...........) 
 Pertanggungan  tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
 terhadap  [diisi sesuai dengan yang tertuang   dalam 
 

Kegagalan 
 

  dokumen perancangan]    
 

Bangunan 
    

 
b.  Pertanggungan  terhadap  Kegagalan Bangunan   

   ditetapkan selama ........ (.........dalam huruf...........) 
   tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 
   [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a 
   apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 
   (sepuluh) tahun]    

   

77.4 Penyelesaian Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
 Perselisihan/Se maka para pihak sepakat menyelesaikan 
 ngketa perselisihan/sengketa melalui :   

  1. ………….   [apabila menggunakan alternatif 
   penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] 
   menunjuk ………… [diisi nama 
   mediator/konsiliator] Atau Dewan sengketa 
    Menunjuk ……….. [diisi nama sejumlah anggota 

   Dewan Sengketa]  

  2. Arbitrase   menunjuk   …………   [diisi   nama 
   lembaga arbitrase yang berbadan hukum] 

  [dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian 
  sengketa  berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat 
  Persiapan Penandatanganan Kontrak]  

 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 

 

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG  

 

No Mata Satuan Kuantita Harga Harga % Keterang 

 Pembaya Ukuran s Satuan Satuan Terhada an 

 ran   HPS (Rp) Penawar p HPS  

     an (Rp)   
        

1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
        

3 Dst       
        

 

 

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA 

 

(m) Pekerjaan Utama   

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      
                       

b.   Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama                
                     

No Bagian Pekerjaan   Nama   Alamat  Kualifikasi  Keterangan   

 yang   Subpenyedia  Subpenyedia  Subpenyedia       

 Disubkontrakkan                    
                       

1 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                       

2 ………..   ………..  ………..  ………..  ………..   
                        

3 Dst                      

    DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL         

                  
No Nama  Jabatan Tingkat  Pengalaman  Sertifikat  Keterangan  

 Personel  dalam Pendidikan/  Kerja   Kompetensi     

 Manajerial  Pekerjaan Ijazah  Profesional  Kerja      

    ini      (Tahun)          
                     

1 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                     

2 ………..  ……….. ………..    ………..   ………..  ………..  
                        

3 Dst                      
                   

     DAFTAR PERALATAN UTAMA         

               
No Nama   Merk Kapasitas  Jumlah Kondisi  Status   Keterangan 

 Peralatan   dan            Kepemilikan   

 Utama   Tipe                   
             

1 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
             

2 ………..  ……….. ………..  ……….. ……….. ………..   ……….. 
                        

3 Dst                       
                         

 
 



RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : 103.1030100.02.005.52  Tanggal 02 Januari 2019
2. Nama Kegiatan : PEMBANGUNAN JEMBATAN
3. Nama Paket Pekerjaan : PEMASANGAN RANGKA BAJA JEMBATAN KARANGTEJO
4. Nomor dan Tanggal Kontrak :
5. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak : 
6. Penyedia Jasa :
7. Alamat Penyedia Jasa :
8. Nilai Kontrak :
9. Jenis Kontrak : Gabungan Harga Satuan dan Lumsump
10. Uraian Pekerjaan : Pemasangan Rangka Baja
11. Cara Pembayaran : Bulanan (MC)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 Hari
13. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 Hari
14. Ketentuan Sanksi : denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak

Rancangan Kontrak ditetapkan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen 
Temanggung,      Maret  2019

Pejabat Pembuat Komitmen 

Ir. HERU SUSIYANTO
NIP. 19640918 200604 1 006

Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421
                   Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : 
www.temanggungkab.go.id

http://www.temanggungkab.go.id/




Paket Pekerjaan Konstruksi 
................(Sesuai Paket yang

ditenderkan)
Nomor : ........................ [diisi nomor

Kontrak]SURAT PERJANJIAN ini berikut semua  lampirannya  adalah Kontrak
Kerja  Konstruksi  Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang
selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........
pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun ..............
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf],
berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal …….,
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  (SPPBJ) Nomor …….
tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri
Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama

 RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT 
PERJANJIAN

SURAT 
PERJANJIANKontrak Gabungan Lumsum dan 

Harga Satuan

Nama 
NIP 
Jabata
n
Berkeduduka
n di

: ………….. [nama 
PPK] : ………….. 
[NIP PPK]
: PPK ........... [sesuai SK 
Pengangkatan] : ………….. 
[alamat PPK]yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia

c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.
Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat
Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang  ……. [SK
pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan:
Nama 
Jabata
n
Berkedudukan 
di Akta Notaris 
Nomor Tanggal
Notaris

: ………….. [nama wakil 
Penyedia] : ………….. [sesuai
akta notaris]
: ………….. [alamat Penyedia]
: ………….. [sesuai akta notaris]
: ………….. [tanggal penerbitan 
akta]
: ………….. [nama notaris 
penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan 
usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang 
Perikatan);3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2016;4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
tentang Standar  dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri  Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU 
BAHWA:

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL



(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai 
dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat  Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ............ [diisi nama
paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, tenaga  kerja konstruksi, dan sumber daya
teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-
masing pihak :1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk 
didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini 
setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan 
Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk
memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan
dalam Kontrak ini beserta semua fakta  dan kondisi  yang
terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan
ini bersepakat dan menyetujui untuk  membuat perjanjian
pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ............. [diisi nama
paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN 
UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti 
dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran 
Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP 
PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan 
terdiri dari: 1. ................
2. ............
.... 3. dst.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN 
PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi
sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf
……..) dengan kode akun kegiatan ……….;(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber 

pembiayaannya];(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening 
nomor : ............. atas nama Penyedia : ............... .Pasal 4 

DOKUMEN 
KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini
terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran JDIH Kementerian PUPR
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dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus
Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga
satuan timpang, subpenyedia,  personel manajerial, dan
peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan
Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen
lainnya seperti:  Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak,  Berita Acara
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu
dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka
yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian 
(apabila ada); b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran 
dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum 
Kontrak; f. spesifikasi 
teknis; dan
g. gambar-gambar.

Pasal 5 
MASA 
KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak  tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak, dihitung  sejak Tanggal Mulai Kerja yang  tercantum
dalam SPMK sampai dengan Tanggal  Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak dihitung  sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal  Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani  Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat  diperbanyak  sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
............. [diisi nama badan
usaha]

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk PPK maka
rekatkan meterai Rp 6.000,- )]

[nama
lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas 
nama PPK ............. 
[diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk Penyedia

maka rekatkan meterai Rp
6.000,- )]

[nama lengkap] 
NIP. 
…………………… JDIH Kementerian PUPR
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SURAT 
PERJANJIANKontrak Gabungan Lumsum dan 

Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi

........................ [diisi nama paket 
pekerjaan]

Nomor : ........................ [diisi nomor 
Kontrak]SURAT PERJANJIAN ini berikut semua  lampirannya  adalah Kontrak

Kerja  Konstruksi  Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang
selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........
pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun ..............
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf],
berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal …….,
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa  (SPPBJ) Nomor …….
tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri
Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota Kesepakatan bersama
antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….
(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor
..... tanggal ..... perihal .....”], antara:

Nama 
NIP 
Jabata
n
Berkeduduka
n di

: ………….. [nama 
PPK] : ………….. 
[NIP PPK]
: PPK ........... [sesuai SK 
Pengangkatan] : ………….. 
[alamat PPK]yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia

c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.
Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat
Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang  ……. [SK
pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan :
Nama 
Jabata
n
Berkeduduka
n di

: ………….. [nama wakil KSO]
: ………….. [sesuai surat 
perjanjian KSO] : ………….. 
[alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan 
usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang 
beranggotakan sebagai berikut:
1. ......................[nama
Penyedia 1]; 2.

......................[nama
Penyedia 2]; 3. dst.
yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara
tanggung renteng atas  semua kewajiban terhadap PPK
sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian
Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ...........
selanjutnya disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang 
Perikatan);3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2016;4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
tentang Standar  dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri  Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU 
BAHWA:

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

JDIH Kementerian PUPR
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(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai 
dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat  Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ)
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ............ [diisi nama
paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, tenaga  kerja konstruksi, dan sumber daya
teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 
sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-
masing pihak :1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk 
didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini 
setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan 
Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk
memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan
dalam Kontrak ini beserta semua fakta  dan kondisi  yang
terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan
ini bersepakat dan menyetujui untuk  membuat perjanjian
pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ............. [diisi nama
paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN 
UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti 
dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran 
Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP 
PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan 
terdiri dari: 1. ................
2. ............
.... 3. dst.
[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan 
output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi 
kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN 
PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi
sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf
……..) dengan kode akun kegiatan ……….;(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber 

pembiayaannya];(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening 
nomor : ............. atas nama Penyedia : ............... .

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian 
pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 
DOKUMEN 
KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri

dari adendum Surat PerjanjianJDIH Kementerian PUPR
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(apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak,
Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta  lampirannya berupa
lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B
(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-
gambar, dan dokumen lainnya seperti:  Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak,  Berita Acara  Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu
dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka
yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian 
(apabila ada); b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran 
dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum 
Kontrak; f. spesifikasi 
teknis; dan
g. gambar-gambar. Pasal 5 

MASA 
KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak  tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak, dihitung  sejak Tanggal Mulai Kerja yang  tercantum
dalam SPMK sampai dengan Tanggal  Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak dihitung  sejak Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal  Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani  Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi
para pihak, rangkap yang lain dapat  diperbanyak  sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas
nama ............. [diisi

nama KSO]

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk PPK maka
rekatkan meterai Rp 6.000,- )]

[nama
lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas 
nama PPK ............. 
[diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk Penyedia

maka rekatkan meterai Rp
6.000,- )]

[nama lengkap] 
NIP. 
…………………… JDIH Kementerian PUPR



106

II. SYARAT-SYARAT UMUM 
KONTRAK

KETENTUAN 
UMUM1. 

Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam
Syarat-Syarat  Umum Kontrak
selanjutnya disebut SSUK harus
mempunyaiarti atau tafsiran seperti

yang  dimaksudkan sebagai
berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui 
audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pemerintah.

1.2 Bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian
pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pemilihan yang
pelaksanaannya diserahkan kepada
Penyedia lain (subpenyedia) dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga
adalah daftar kuantitas/keluaran 
yang telah diisi harga satuan

kuantitas/keluaran 
sesuai ketentuan 
pemberlakuannya dan jumlah 
biaya keseluruhannya yang 
merupakan bagian dari penawaran.

1.4 Direksi Lapangan adalah
tenaga/tim pendukung 

yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK,
terdiri dari 1 (satu) orang atau 
lebih, untuk mengelola administrasi
Kontrak dan mengendalikan 
pelaksanaan pekerjaan.

1.5 Harga Kontrak adalah total
harga  pelaksanaan

pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak.1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang
selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga  barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK.1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat HSP adalah
harga satu jenis  pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

adalah kerangka     waktu
yang sudah     terinci

berdasarkan Masa Pelaksanaan,
setelah dilaksanakan

pemeriksaan        lapangan
bersama      dan     disepakati
dalam     rapat  persiapan
pelaksanaan Kontrak.

1.9 Keadaan Kahar adalah suatu
keadaan yang  terjadi di luar
kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya,

sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam

Kontrak menjadi tidak  dapat
dipenuhi.

1.10     Kegagalan Bangunan adalah
suatu keadaan keruntuhan     bangunan

dan/atau     tidakJDIH Kementerian PUPR
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berfungsinya bangunan setelah 
penyerahan akhir hasil Jasa 
Konstruksi.1.11 Kerja Sama Operasi yang

selanjutnya disingkat KSO 
adalah kerja sama usaha antar 
Penyedia yang masing-masing

pihak mempunyai hak, 
kewajiban dan tanggung jawab 
yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.

1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya
disebut Kontrak adalah keseluruhan
dokumen yang  mengatur
hubungan hukum antara PPK
dengan Penyedia dalam
pelaksanaan jasa  konsultansi

konstruksi atau
pekerjaan konstruksi.

1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga  Satuan adalah Kontrak
yang merupakan gabungan
lumsum dan harga satuan dalam 1
(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.1.14 Kuasa Pengguna Anggaran

pada pelaksanaanAPBN
yang selanjutnya  disingkat
KPA adalah pejabat       yang
memperoleh      kuasa      dari      PA
untuk  melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab
Penggunaan Anggaran pada
Kementerian        Negara/Lembaga
yang bersangkutan.

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran
pada pelaksanaanAPBD      

yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa  
untuk      melaksanakan      
sebagian kewenangan Pengguna 
Anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah.

1.16 Masa Kontrak adalah jangka
waktu berlakunya Kontrak

ini terhitung sejak  tanggal
penandatanganan Kontrak sampai
dengan       Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan.1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka
waktu untuk melaksanakan
seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan

Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan.1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka

waktu untuk
melaksanakan
kewajiban pemeliharaan

oleh Penyedia, terhitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.19 Mata Pembayaran Utama adalah
mata pembayaran yang pokok dan 
penting yang nilai bobot 
kumulatifnya minimal 80% 
(delapan puluh perseratus) dari 
seluruh nilai pekerjaan, dihitung

mulai dari mata 
pembayaran yang nilai bobotnya 
terbesar.

1.20 Metode Pelaksanaan
Pekerjaan adalah metode

yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari  awal sampai akhir
meliputi tahapan/urutan JDIH Kementerian PUPR
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pekerjaan utama dan uraian/cara
kerja dari  masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang
dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis.1.21 Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan yang  selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksaadministrasi

hasil  pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang 
selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan 
oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/anggaran 
belanja daerah.

1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah
keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi
pembangunan,
pengoperasian,  pemeliharaan,
pembongkaran,          dan
pembangunan kembali suatu
bangunan.

1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis 
pekerjaan yang secara langsung 
menunjang terwujudnya dan 
berfungsinya suatu konstruksi 
sesuai peruntukannya yang

ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam 
Dokumen Pemilihan.

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap
orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan 
badan      hukum      yang      
didirikan      dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi
Teknis adalah tim

pendukung
yang  ditunjuk/ditetapkan

oleh PPK yang bertugas  untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.27 Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang
kewenangan         penggunaan
anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.Usaha

yang
berdasarka

n

1.28 Penyedia adalah
Pelaku 

menyediakan
barang/jasa 

Kontrak.
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga

ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai  penugasan
pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.

1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah
sanksi yang  diberikan

kepada
Peserta

pemilihan/Penyedia berupa
larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah dalam jangka  waktu
tertentu. JDIH Kementerian PUPR
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1.31 Subpenyedia adalah Penyedia
yang  mengadakan

perjanjian kerja tertulis dengan
Penyedia penanggung jawab
Kontrak, untuk  melaksanakan
sebagian pekerjaan
(subkontrak).

1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya 
disebut Jaminan adalah jaminan 
tertulis yang dikeluarkan oleh 
Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong

ekspor 
Indonesia/Konsorsium Perusahaan 
Asuransi Umum/Konsorsium             
Lembaga Penjaminan/Konsorsium

Perusahaan Penjaminan 
sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan.

1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang
selanjutnya disingkat SPMK

adalah surat yang
diterbitkan oleh PPK kepada
Penyedia untuk  memulai
melaksanakan pekerjaan.

1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah 
tanggal yang dinyatakan pada 
SPMK yang diterbitkan oleh PPK

untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.1.35 Tanggal Penyerahan Pertama 

Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan
selesai (Provisional      Hand

Over/PHO) dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Pertama 
Pekerjaan yang diterbitkan oleh 
PPK.

1.36 Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan adalah tanggal serah 
terima akhir pekerjaan selesai (Final
Hand Over/FHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir 
Pekerjaan yang diterbitkan oleh 
PPK.

1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah
tenaga kerja  yang bekerja di
sektor konstruksi yang  meliputi
ahli, teknisi atau analis, dan
operator.2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini
tetapi tidak dapat 

bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen     Kontrak     
lain     yang     lebih     tinggi berdasarkan 
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam
bahasa Indonesia.

3.
2

Dalam hal Kontrak dilakukan
dengan pihak  asing harus dibuat
dalam bahasa Indonesia  dan
bahasa Inggris. Dalam hal
terjadi  perselisihan dengan pihak
asing digunakan Kontrak  dalam
bahasa Indonesia.

3.
3

Hukum yang digunakan adalah 
hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

4.1

Semua korespondensi dapat
berbentuk surat,  e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat  tujuan
para pihak yang tercantum dalam
SSKK. JDIH Kementerian PUPR
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4.
2

Semua pemberitahuan,
permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam

Bahasa  Indonesia, dan
dianggap telah diberitahukan jika
telah disampaikan secara
langsung  kepada Wakil Sah Para
Pihak dalam SSKK,  atau jika
disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimili ditujukan ke
alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

5.1

Setiap tindakan yang
disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan

atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak
ini oleh PPK atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh
Wakil Sah Para Pihak atau pejabat
yang disebutkan dalam SSKK.

5.
2

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak
diatur dalam Surat Keputusan dari
Para Pihak dan harus disampaikan
kepada masing-masing pihak.

5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk 
menjadi Wakil Sah PPK memiliki 
tugas :a. melaksanakan

pendelegasian
sesuai dengan 

pelimpahan dari PPK;
b. mengelola administrasi 
kontrak; danc. mengendalikan pelaksanaan 
pekerjaan.6. Larangan Korupsi,

6.1 Kolusi dan 
Nepotisme
(KKN), 
Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan

Berdasarkan etika pengadaan 
barang/jasa pemerintah, para pihak 
dilarang untuk :a. menawarkan, menerima

atau 
menjanjikan     untuk

memberi
atau menerima 

hadiah atau imbalan berupa 
apa saja atau melakukan 
tindakan lainnya untuk 
mempengaruhi siapapun yang 
diketahui atau patut dapat 
diduga berkaitan dengan 
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya 
persaingan tidak sehat; 
dan/atauc. membuat dan/atau

menyampaikan secara
tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang
disyaratkan untuk  penyusunan
dan pelaksanaan Kontrak ini.6.2 Penyedia menjamin bahwa

yang bersangkutan termasuk 
semua anggota KSO (apabila          
berbentuk          KSO)          dan 
subpenyedianya (jika ada) tidak 
pernah dan tidak akan     
melakukan     tindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1 di atas.

6.3 Penyedia yang menurut 
penilaian PPK terbukti melakukan 
larangan-larangan di atas dapat

dikenakan sanksi-
sanksi administratif oleh PPK 
sebagai berikut:
a. pemutusan 
Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan
dicairkan dan disetorkan

sebagaimana
ditetapkan dalam

SSKK;

c.     sisa uang muka harus
dilunasi oleh Penyedia atau

Jaminan Uang MukaJDIH Kementerian PUPR
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dicairkan dan disetorkan 
sebagaimana ditetapkan dalam 
SSKK; dand. pengenaan Sanksi Daftar 

Hitam.[catatan:pengenaan
Sanksi Daftar

Hitam ditetapkan oleh PA/KPA
atas usulan PPK.
PA/KPA menyampaikan

dokumen penetapan 
Sanksi Daftar Hitam kepada: 1) 
Penyedia yang dikenakan 
Sanksi

Daftar Hitam; dan
2) unit kerjayang

melaksanakan
fungsi layanan pengadaan
secara elektronik,      untuk
ditayangkan dalam Daftar
Hitam Nasional]

6.4       Pengenaan sanksi administratif
di atas dilaporkan oleh PPK kepada

PA/KPA.6.
5

PPK yang terlibat dalam KKN dan
penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.7. Asal Material/Bahan

7.1

Penyedia harus menyampaikan
asal material/bahan yang

terdiri dari rincian komponen
dalam negeri dan komponen
impor.7.

2
Asal material/bahan merupakan
tempat material/bahan diperoleh,

antara lain
tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.8. 

Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan
pencatatan keuangan yang akurat dan
sistematis sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.9. 

Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan
Tenaga Kerja  Konstruksi yang
bersangkutan berkewajiban untuk
membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran     perpajakan ini

dianggap telah termasuk
dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan 
Seluruh Kontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak
hanya  diperbolehkan

dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat
peleburan (merger) maupun akibat
lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar
maka  Kontrak diputuskan sepihak
oleh PPK dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana  diatur  dalam
pasal 41.2.11. 

Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak
terhadap pelanggaran ketentuan tertentu
Kontrak oleh pihak  yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus
selama Masa  Kontrak  atau seketika
menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya  dapat  mengikat jika
dapat  dibuktikan secara tertulis  dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia 
Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini
bertanggung jawab penuh terhadap

Tenaga Kerja Konstruksi danJDIH Kementerian PUPR
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subpenyedianya (jika ada) serta 
pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu 
anggota yang disebut dalam Surat 
Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.14. Pengawasan 

Pelaksanaan 
Pekerjaan

14.1 PPK menetapkanPengawas
Pekerjaan (Direksi Teknis)

untuk       melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan
dapat  berasal dari personel PPK
atau Penyedia Jasa  Pengawasan
(Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan
kewajibannya, Pengawas 

Pekerjaan bertindak profesional. 
Jika tercantum dalam SSKK, 
Pengawas Pekerjaan yang berasal 
dari Personel PPK dapat bertindak 
sebagai Wakil Sah PPK.

15. Tugas dan 
Wewenang 
Pengawas 
Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana 
kerja yang digunakan dalam 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
Kontrak, untuk pekerjaan 
permanen maupun pekerjaan

sementaraharus 
mendapatkan persetujuan dari 
Pengawas Pekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan
pekerjaan ini diperlukan 

terlebih dahulu ada pekerjaan 
sementara yang tidak tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga 
di dalam Kontrak maka      Penyedia

berkewajiban untuk 
menyerahkan spesifikasi dan 
gambar usulan pekerjaan      
sementara tersebut untuk 
mendapatkan pernyataan tidak 
berkeberatan (no objection) untuk
dilaksanakan dari Pengawas 
Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas
rencana  pekerjaan sementara ini
tidak melepaskan Penyedia dari
tanggung jawabnya sesuai
Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan 
melaksanakan tugas dan 
wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui
rencana  mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa
pelaksana konstruksi;b. memberikan ijin dimulainya 
setiap tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui
kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan ketentuan dalam
Kontrak;

d. memeriksa dan menilai
mutu dan keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir
pekerjaan;e. menghentikan setiap 
pekerjaan yang tidak 
memenuhi persyaratan;

f. bertanggungjawab
terhadap
hasil

pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai  tugas  dan
tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara
periodik  kepada PPK sesuai
dengan ketentuan dalam
Kontrak. JDIH Kementerian PUPR
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15.4 Penyedia berkewajiban untuk 
melaksanakan semua perintah 
Pengawas Pekerjaan yang sesuai

dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam 

Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan 

kepada PPK dan kepada pihak yang 
berwenang semua penemuan 
benda/barang yang mempunyai nilai 
sejarah atau penemuan kekayaan di 
lokasi pekerjaan yang menurut 
peraturan perundang-undangan dikuasai 
oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1

Penyedia berkewajiban untuk
menjamin akses PPK, Wakil Sah
PPK, Pengawas  Pekerjaan
dan/atau pihak yang mendapat
izin dari PPK ke lokasi kerja dan
lokasi lainnya dimana pekerjaan ini
sedang atau akan dilaksanakan.17.

2
Penyedia harus dianggap telah
menerima  kelayakan dan
ketersediaan jalur akses  menuju
lapangan. Penyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau
jembatan dari  kerusakan akibat
penggunaan/lalu lintas  Penyedia
atau akibat personel Penyedia.
Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung

jawab atas  pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat
penggunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan
rambu atau petunjuk sepanjang
jalur akses, dan mendapatkan
perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas
terkait untuk  penggunaan
jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidaklayakan
atau tidak  tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh

Penyedia, harus
ditanggung Penyedia; dand. PPK tidak bertanggung jawab

atas klaim yang mungkin
timbul akibat

penggunaan jalur akses.17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas
klaim yang  mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN 
KONTRAK18. Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak
penandatanganan Surat Perjanjian oleh
Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.B.1 Pelaksanaan 

Pekerjaan19. Penyerahan Lokasi Kerja 
19.1

Sebelum penyerahan lokasi kerja
dilakukan peninjauan lapangan
bersama oleh para pihak.

19.
2

PPK berkewajiban untuk
menyerahkan lokasi kerja

sesuai dengan kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam
rencana kerja yang telah disepakati
oleh para pihak  dalam Rapat
Persiapan Penandatanganan
Kontrak, untuk melaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan
kepada Penyedia  sebelum SPMK
diterbitkan. JDIH Kementerian PUPR
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19.3 Hasil peninjauan dan
penyerahan dituangkan

dalam Berita Acara Penyerahan
Lokasi Kerja.19.4 Jika dalam peninjauan lapangan
bersama ditemukan hal-hal

yang dapat
mengakibatkan perubahan isi
Kontrak  maka  perubahan tersebut
harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

19.5 Jika PPK tidak dapat 
menyerahkan lokasi kerja sesuai 
kebutuhan Penyedia yang 
tercantum dalam rencana kerja 
(sesuai pasal 19.2) untuk 
melaksanakan pekerjaan dan 
terbukti merupakan suatu 
hambatan, maka kondisi ini 
ditetapkan sebagai Peristiwa 
Kompensasi.

20. Surat Perintah 
Mulai Kerja 
(SPMK)

20.1 PPK menerbitkan SPMK paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
kerja sejak tanggal 
penandatanganan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak 
penyerahan lokasi kerja pertama 
kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh 
lingkup pekerjaan dan Tanggal 
Mulai Kerja.21. Rencana Mutu 

Pekerjaan 
Konstruksi 
(RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban
untuk

mempresentasikan dan
menyerahkan RMPK sebagai
penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian dibahas dan disetujui
oleh PPK.

21.2 RMPK disusun paling sedikit 
berisi:a. Rencana Pelaksanaan

Pekerjaan (Method 
Statement );b. Rencana Pemeriksaan dan 
Pengujian/ Inspection and Test 
Plan (ITP);c. Pengendalian Subpenyedia

dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan

dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara
konsisten untuk mencapai mutu
yang  dipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaan ini.21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan
kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban
untuk  memutakhirkan

RMPK jika terjadi Adendum Kontrak
dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus 
menunjukkan perkembangan 
kemajuan setiap pekerjaan dan 
dampaknya terhadap penjadwalan 
sisa pekerjaan, termasuk 
perubahan terhadap urutan 
pekerjaan. Pemutakhiran RMPK 
harus mendapatkan persetujuan 
PPK.

21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK
tidak mengubah kewajiban 
kontraktual Penyedia.

22. Rencana
Keselamatan

Konstruksi (RKK)

22.1 Penyedia berkewajiban
untuk

mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat
rapat persiapan pelaksanaanJDIH Kementerian PUPR
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Kontrak, kemudian pelaksanaan
RKK dibahas dan disetujui 

oleh PPK.22.2 Para Pihak wajib menerapkan
dan mengendalikan

pelaksanaan RKK secara
konsisten.22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen 

Kontrak.22.4 Penyedia berkewajiban
untuk  memutakhirkan

RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan
maka  dituangkan dalam adendum
Kontrak.

22.5 Pemutakhiran RKK harus
mendapat 

persetujuan PPK.22.6 Persetujuan PPK terhadap
pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan 
Kontrak

23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak  diterbitkannya

SPMK dan
sebelum

pelaksanaan pekerjaan, PPK
bersama dengan Penyedia, unsur
perancangan, dan unsur
pengawasan,                 harus
sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan
disepakati  dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi:
a.

RMPK;
b. pelaksanaan 
RKK; c.

organisasi 
kerja;
d. tata cara pengaturan

pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan,
yang  diikuti uraian tentang
metode kerja  yang
memperhatikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;f. jadwal pengadaan

bahan/material,
mobilisasi peralatan dan
Tenaga Kerja Konstruksi;g.     penyusunan

rencana pengukuran/pemeriksaan
bersama; danh. hal-hal lain yang dianggap 

perlu.23.
3

Hasil rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak dituangkan dalam Berita
Acara Rapat  Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.24. Mobilisasi

24.1

Mobilisasi paling lambat harus
sudah mulai  dilaksanakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan rencana kerja.24.

2
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan 
lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-
peralatan terkait yang
diperlukan dalam
pelaksanaan       pekerjaan,
termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti
kantor,  rumah, gedung
laboratorium, bengkel,  gudang,
dan sebagainya; dan/atauJDIH Kementerian PUPR
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c. mendatangkan Tenaga Kerja 
Konstruksi.24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga
Kerja  Konstruksi dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.25. Pengukuran / 

Pemeriksaan 
Bersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan 
Kontrak, PPK dan Pengawas 
Pekerjaan bersama-sama dengan 
Penyedia melakukan pengukuran 
dan pemeriksaan detail terhadap 
kondisi lokasi pekerjaan untuk 
setiap rencana mata pembayaran, 
Tenaga Kerja Konstruksi, dan 
Peralatan Utama (Mutual Check 
0%).

25.2 Pada tahapan
pengukuran/pemeriksaan

bersama, PA/KPA telah membentuk
Panitia  Peneliti  Pelaksanaan
Kontrak.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama
dituangkan dalam Berita

Acara. Apabiladalam
pengukuran/pemeriksaan
bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontra
k, maka  harus  dituangkan dalam
adendum Kontrak.

25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau
Peralatan Utama yang sesuai
dengan persyaratan Kontrak dapat
segera dimobilisasi.25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan
bersama  Tenaga Kerja Konstruksi
dan/atau Peralatan Utama
mengikuti ketentuan pasal 65 dan
66.

26. Penggunaan 
Produksi Dalam 
Negeri

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, 
Penyedia berkewajiban

mengutamakan material/bahan 
produksi dalam negeri dan tenaga 
kerja Indonesia untuk pekerjaan 
yang dilaksanakan di Indonesia 
sesuai dengan yang disampaikan 
pada saat penawaran.

26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi,  bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat
lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:a. formulir rekapitulasi

perhitungan Tingkat
Komponen Dalam

Negeri  (TKDN),
untuk       Penyedia       yang
mendapat preferensi  harga;
dan

b. daftar barang yang diimpor, 
untuk barang yang diimpor.

26.
3

Apabila dalam pelaksanaan
pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian

dengan dokumen pada pasal
26.2, maka akan dikenakan
sanksi sesuai        peraturan
perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian 
Waktu27. Masa Pelaksanaan

27.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih
awal,  Penyedia berkewajiban
untuk memulai  pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan RMPK,

serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat selama
Masa Pelaksanaan yang dinyatakan
dalam SSKK.

27.
2

Apabila Penyedia berpendapat
tidak dapat  menyelesaikan

pekerjaan sesuai
Masa  Pelaksanaan

karena di luar pengendaliannyaJDIH Kementerian PUPR
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yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah
melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, dengan disertai
bukti-bukti  yang dapat disetujui
PPK, maka PPK dapat
memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan

penjadwalan
kembali  pelaksanaan

tugas Penyedia      dengan
membuat adendum Kontrak.

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai 
sesuai Masa Pelaksanaan bukan 
akibat Keadaan Kahar atau 
Peristiwa Kompensasi atau 
karena kesalahan atau kelalaian 
Penyedia maka Penyedia 
dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima
sebagian pekerjaan (secara

parsial), Masa
Pelaksanaan dibuat berdasarkan
bagian pekerjaan tersebut sesuai
dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4
adalah bagian pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.28. Penundaan 

Oleh Pegawas 
Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan secara tertulis Penyedia
untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan. Setiap perintah penundaan
ini harus  segera  ditembuskan kepada
PPK.

29. Rapat 
Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau 
Penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta 
satu sama lain untuk menghadiri 
rapat tersebut. Rapat

pemantauan 
diselenggarakan          untuk          
membahas perkembangan 
pekerjaan dan perencanaan atas    
sisa pekerjaan       serta

untuk menindaklanjuti 
peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan 
dituangkan oleh Pengawas 
Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan 
kepada PPK dan pihak-pihak yang 
menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat 
yang perlu diputuskan,

PengawasPekerjaan
dapat memutuskan baik

dalam rapat atau setelah rapat 
melalui pernyataan tertulis 
kepada semua pihak yang 
menghadiri rapat.

30. Peringatan 
Dini

30.1 Penyedia berkewajiban
untuk 

memperingatkan sedini mungkin 
Pengawas Pekerjaan     atas     
peristiwa atau     kondisi 
tertentu yang dapat 
mempengaruhi mutu pekerjaan, 
menaikkan Harga Kontrak atau 
menunda penyelesaian pekerjaan. 
Pengawas Pekerjaan dapat 
memerintahkan Penyedia untuk      
menyampaikan      secara      
tertulis perkiraan dampak 
peristiwa atau kondisi tersebut di 
atas terhadap Harga Kontrak dan 
Masa Pelaksanaan. Pernyataan 
perkiraan ini harus sesegera 
mungkin disampaikan oleh 
Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk
bekerja sama  dengan

Pengawas Pekerjaan
untuk  mencegah      atau
mengurangi       dampak

peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian 
Kontrak JDIH Kementerian PUPR
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31. Serah Terima Pekerjaan

31.1

Setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus  perseratus), sesuai
dengan ketentuan yang  tertuang

dalam Kontrak,
Penyedia  mengajukan

permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk serah terima
pertama pekerjaan.

31.
2

PPK memerintahkan Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.31.

3
Pemeriksaan dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi  yang
tercantum dalam Kontrak.31.

4
Hasil pemeriksaan dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada
PPK, apabila dalam pemeriksaan
hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, PPK
memerintahkan Penyedia

untuk
memperbaiki          dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.
5

Apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan telah sesuai

dengan ketentuan
yang  tercantum dalam

Kontrak maka PPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan.

31.
6

Pembayaran dilakukan sebesar
95%  (sembilan puluh lima

perseratus) dari Harga  Kontrak,
sedangkanyang 5%

(lima  perseratus) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan
sebesar 100% (seratus
perseratus) dari  Harga     Kontrak

dan     Penyedia     harus
menyerahkan        Jaminan
Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari Harga Kontrak.

31.
7

Penyedia wajib memelihara hasil
pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan
pertama pekerjaan.31.

8
Masa Pemeliharaan paling singkat
untuk  pekerjaan permanen selama
6 (enam) bulan,  sedangkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3
(tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya

Masa  Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.

31.
9

Setelah Masa Pemeliharaan
berakhir,  Penyedia

mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk
penyerahan akhir pekerjaan.31.1

0

Apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan, Penyedia telah

melaksanakan
semua  kewajibannya

selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak  maka PPK dan
Penyedia menandatangani  Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.JDIH Kementerian PUPR
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31.11 PPK wajib melakukan
pembayaran sisa  Harga Kontrak
yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.

31.12 ApabilaPenyedia tidak
melaksanakan kewajiban

pemeliharaan      sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat
diputuskan sepihak oleh PPK dan
Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal
41.4.

31.13 Setelah penandatanganan Berita
Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA.31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk
melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil
pekerjaan yang diserahterimakan.31.15 PPHP melakukan pemeriksaan 
administratif proses pengadaan

barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan sampai 
dengan serah terima hasil 
pekerjaan, meliputi dokumen 
program/penganggaran, surat 
penetapan PPK, dokumen 
perencanaan pengadaan, 
RUP/SIRUP, dokumen persiapan 
pengadaan, dokumen pemilihan 
Penyedia, dokumen Kontrak dan 
perubahannya serta 
pengendaliannya, dan

dokumen     serah terima 
hasil pekerjaan.

31.16 Apabila hasil pemeriksaan 
administrasi ditemukan

ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP 
melalui PA/KPA memerintahkan 
PPK untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan dokumen 
administratif.

31.17 Hasil pemeriksaan administratif 
dituangkan dalam Berita Acara.

31.18 Serah terima pekerjaan dapat
dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam
SSKK.

31.19 Bagian pekerjaan yang dapat
dilakukan serah terima  pekerjaan
sebagian atau secara parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak 

tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang

fungsinya tidak  terkait satu
sama lain dalam pencapaian
kinerja pekerjaan.31.20 Dalam hal dilakukan serah terima

pekerjaan secara parsial, maka
cara pembayaran,  ketentuan

denda dan
kewajiban

pemeliharaan tersebut di atas
disesuaikan.

31.21 Kewajiban pemeliharaan 
diperhitungkan setelah serah 
terima pertama pekerjaan untuk 
bagian pekerjaan (PHO parsial) 
tersebut dilaksanakan sampai

Masa Pemeliharaan 
bagian pekerjaan tersebut 
berakhir     sebagaimana     yang

tercantum dalam SSKK.

31.22 Serah terima pertama
pekerjaan untuk  bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam
Berita Acara. JDIH Kementerian PUPR
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32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu
setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.33. Pedoman Pengoperasian

33.1 dan Perawatan /
Pemeliharaan

Penyedia diwajibkan memberikan
petunjuk  kepada PPK tentang
pedoman pengoperasian
dan perawatan/pemeliharaan
sesuai dengan SSKK.33.

2
Apabila Penyedia tidak

memberikan pedoman
pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan,       PPK
berhak menahan     uang retensi
atau     Jaminan Pemeliharaan.B.4 

Adendum34. Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah
melalui adendum Kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat
dilaksanakan apabila disetujui
oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa  hal  berikut
meliputi:
a. perubahan 
pekerjaan;b. perubahan Harga 
Kontrak;c. perubahan jadwal

pelaksanaan 
pekerjaan dan/atau Masa 
Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang 
disebabkan masalah 
administrasi.34.

3
Untuk kepentingan perubahan
Kontrak, PPK dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.35. Perubahan Pekerjaan

35.1

Dalam hal terdapat perbedaan
antara  kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis  yang
ditentukan dalam dokumen
Kontrak,  PPK bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi 

volume yang tercantum dalam 
Kontrak;

b. menambah dan/atau 
mengurangi jenis 
kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis 
dan/atau gambar pekerjaan; 
dan/atau

d. mengubah jadwal
pelaksanaan 

pekerjaan.

35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan 
kondisi lapangan seperti yang 
dimaksud pada pasal 35.1 namun 
ada perintah perubahan dari PPK,

PPK bersama Penyedia
dapat menyepakati 

perubahan pekerjaan yang 
meliputi:

a. menambah dan/atau 
mengurangi jenis 
kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis 
dan/atau gambar pekerjaan; 
dan/atau

c. mengubah jadwal
pelaksanaan 

pekerjaan
35.3 Perintah perubahan pekerjaan

dibuat oleh PPK secara tertulis
kepadaPenyedia  kemudian

dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap
mengacu JDIH Kementerian PUPR
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pada ketentuan yang tercantum 
dalam Kontrak awal.

35.
4

Hasil negosiasi tersebut
dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.35.

5
Dalam hal perubahan

pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2
mengakibatkan penambahan
Harga Kontrak, perubahan Kontrak
dilaksanakan dengan     ketentuan

penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari harga
yang tercantum dalam     Kontrak
awal dan     tersedianya
anggaran.

35.
6

Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak 
berlaku untuk bagian pekerjaan 
lumsum.36. Perubahan Harga

36.1

Perubahan Harga Kontrak dapat 
diakibatkan oleh:
a. perubahan 
pekerjaan;b. penyesuaian harga; 
dan/atau c. Peristiwa 
Kompensasi.36.2 Apabila kuantitas mata 
pembayaran utama yang akan 
dilaksanakan berubah akibat 
perubahanpekerjaan     lebih dari

10% (sepuluh perseratus) 
dari kuantitas awal, maka

pembayaran volume     
selanjutnya dengan menggunakan 
harga satuan yang disesuaikan 
dengan negosiasi.

36.3 Apabila dari hasil evaluasi 
penawaran terdapat harga satuan 
timpang, maka harga satuan 
timpang tersebut hanya berlaku 
untuk kuantitas pekerjaan yang 
tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan. Untuk kuantitas 
pekerjaan tambahandigunakan

harga satuan berdasarkan
hasil negosiasi.

36.4 Apabila ada daftar mata
pembayaran yang  masuk  kategori
harga  satuan timpang, maka
dicantumkan dalam Lampiran A
SSKK.

perubaha
n harga

baru

pekerjaa
n,

dilakuka
n

36.5 Apabila
terdapat  maka
penentuan
dengan
negosiasi.

36.6 Ketentuan penggunaan
rumusan penyesuaian 

harga adalah sebagai berikut:

a) harga yang tercantum dalam
Kontrak dapat berubah

akibat adanya
penyesuaian harga
sesuai      dengan peraturan
yang berlaku.

b) penyesuaian harga
diberlakukan pada  Kontrak
Tahun Jamak dengan

yang  masa pelaksanaannya
lebih dari 18 (delapan belas)
bulan;

c) penyesuaian harga satuan
diberlakukan mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak  pelaksanaan
pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan
berlaku bagi  seluruh
kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan,
biaya  tidak langsung
(overhead cost) dan JDIH Kementerian PUPR
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harga satuan timpang 
sebagaimana tercantum dalam 
penawaran;

e) penyesuaian harga satuan
diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam

Kontrak
awal/adendum Kontrak;

f) penyesuaian harga satuan
bagi  komponen pekerjaan

yang berasal dari  luar
negeri,      menggunakan

indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut;

g) jenis pekerjaan baru dengan
harga  satuan baru sebagai
akibat adanya  adendum

Kontrak dapat
diberikan penyesuaian

harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum
Kontrak  tersebut
ditandatangani;

h) indeks yang digunakan
dalam pelaksanaan

Kontrak          terlambat
disebabkan oleh kesalahan
Penyedia  adalah indeks
terendah antara jadwal Kontrak
dan realisasi pekerjaan;

i) jenis pekerjaanyang lebih
cepat  pelaksanaannya

diberlakukan penyesuaian harga
berdasarkan indeks  harga  pada
saat pelaksanaan.

36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait 
penyesuaian harga diatur dalam 
SSKK.36.8 Ketentuanganti rugi akibat

Peristiwa  Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak 
berlaku untuk bagian pekerjaan 
lumsum. dan 36.3

hanya
pekerjaan

harga

36.10 Ketentuan pasal 
36.2 berlaku untuk
bagian satuan.

37. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
dan/atau Masa 
Pelaksanaan

37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan 
pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan 
pekerjaan;b. perpanjangan Masa

Pelaksanaan; 
dan/atauc. Peristiwa 

Kompensasi.37.2 Perpanjangan Masa
Pelaksanaan
dapat diberikan oleh 

PPK atas pertimbangan yang layak 
dan wajar untuk hal-hal sebagai 
berikut:
a. perubahan 
pekerjaan;b. Peristiwa Kompensasi; 
dan/atau c. Keadaan Kahar.

37.3 Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang paling     kurang
sama dengan waktu 

terhentinya Kontrak akibat 
Keadaan Kahar atau     waktu     
yang     diperlukan     untuk 
menyelesaikan      pekerjaan      
akibat      dari ketentuan pada pasal
37.2 huruf a atau b

37.4 PPK dapat menyetujui
perpanjangan Masa  Pelaksanaan
atas Kontrak  setelah melakukan
penelitian terhadap usulan
tertulis yang JDIH Kementerian PUPR



123

diajukan oleh Penyedia dalam
jangka waktu sesuai pertimbangan
yang wajar setelah Penyedia

meminta perpanjangan.
Jika  Penyedia lalai untuk

memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat
bekerja         sama         untuk

mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini
tidak      dapat  dijadikan alasan
untuk memperpanjang  Masa
Pelaksanaan.

37.5 PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas  Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak

harus telah menetapkan
ada tidaknya perpanjangan

dan untuk berapa lama,37.6 Persetujuan perubahan jadwal
pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum
Kontrak.

37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi 
sehingga penyelesaian pekerjaan 
akan melampaui Masa 
Pelaksanaan maka Penyedia 
berhak untukmeminta

perpanjangan
Masa Pelaksanaan 

berdasarkan data penunjang. PPK 
berdasarkan pertimbangan 
Pengawas Pekerjaan

memperpanjang
Masa Pelaksanaan secara 

tertulis. Perpanjangan Masa 
Pelaksanaan harus dilakukan 
melalui adendum Kontrak.

B.5 Keadaan 
Kahar38. Keadaan 
Kahar

38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak 
terbatas pada: bencana alam, 
bencana non alam, bencana sosial, 
pemogokan, kebakaran, kondisi 
cuaca ekstrem, dan gangguan 
industri lainnya.

38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar
adalah hal-hal merugikan

yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian

para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, 

PPK atau Penyedia
memberitahukan
tentang terjadinya 

Keadaan Kahar kepada salah satu 
pihak secara tertulis dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak menyadari atau 
seharusnya menyadari atas 
kejadian atau terjadinya Keadaan
Kahar, dengan menyertakan 
bukti serta hasil identifikasi       
kewajiban dan       kinerja 
pelaksanaan yang terhambat 
dan/atau akan terhambat akibat 
Keadaan Kahar tersebut.

38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat 
berupa :a. pernyataan yang

diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan

perundang-
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi
Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

38.5 PPK meminta Pengawas 
Pekerjaan untuk melakukan

penelitian
terhadap 

penyampaian      pemberitahuan      
Keadaan Kahar dan bukti 
sebagaimana dimaksud pada pasal
38.4. JDIH Kementerian PUPR
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38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan 
salah satu Pihak untuk memenuhi 
kewajibannya yang ditentukan

dalam Kontrak
bukan merupakan 

cidera janji atau wanprestasi 
apabila telah dilakukan sesuai 
pada pasal 38.3. Kewajiban yang 
dimaksud adalah hanya kewajiban
dan kinerja pelaksanaan terhadap 
pekerjaan/bagian pekerjaan yang 
terdampak dan/atau akan 
terdampak akibat dari Keadaan 
Kahar.

38.7 Dalam hal terjadi Keadaan
Kahar,  pelaksanaan

Kontrak dapat dihentikan.
Penghentian Kontrak karena
Keadaan Kahar dapat bersifata. sementara hingga

Keadaan
Kahar berakhir; ataub. permanen apabila

akibat Keadaan Kahar  tidak

memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.

38.8 Penghentian Kontrak karena
Keadaan Kahar  dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak 
dilanjutkan, para pihak dapat 
melakukan perubahan Kontrak.

Masa Pelaksanaan
dapat diperpanjang 

sekurang-kurangnya sama dengan
jangka waktu terhentinya Kontrak 
akibat Keadaan Kahar. 
Perpanjangan Masa Pelaksanaan     
dapat       melewati       Tahun 
Anggaran.

38.10 Selama masa Keadaan Kahar, 
jika PPK memerintahkan secara

tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat        

mungkin meneruskan pekerjaan, 
maka     Penyedia berhak     untuk   
menerima pembayaran 
sebagaimana ditentukan dalam 
Kontrak dan mendapat 
penggantian biaya yang wajar 
sesuai      dengan      kondisi      
yang      telah dikeluarkan untuk 
bekerja dalam Keadaan Kahar. 
Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.

38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak 
dihentikan, para pihak

menyelesaikan hak dan 
kewajiban sesuai Kontrak. 
Penyedia berhak untuk menerima 
pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang
telah         dicapai setelah         
dilakukan pengukuran/pemeriksaan

bersama     atau berdasarkan 
hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan 
Kontrak39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak

dapat dilakukan karena terjadi  Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada
pasal 38.

40. Pemutusan Kontrak

40.1
40.
2

Pemutusan Kontrak dapat 
dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
Pemutusan kontrak dilakukan
sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender  setelah

PPK/Penyedia
menyampaikan

pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak  secara  tertulis  kepada
Penyedia/PPK. JDIH Kementerian PUPR
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40.
3

Dalam hal dilakukan pemutusan
Kontrak  oleh salah satu pihak
maka PPK membayar  kepada
Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan
yang telah diterima oleh PPK
dikurangi denda yang harus
dibayar  Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia  menyerahkan
semua hasil pelaksanaan kepada
PPK dan selanjutnya menjadi hak
milik PPK.

41. Pemutusan Kontrak oleh 
41.1 PPK

Mengesampingkan Pasal 1266
dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, PPK dapat

melakukan pemutusan
Kontrak apabila:a. Penyedia terbukti melakukan

KKN,  kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses
pengadaan yang  diputuskan
oleh Instansi yang berwenang;b. pengaduan tentang

penyimpangan
prosedur,      dugaan      KKN

dan/atau
pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa  dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam 
keadaan pailit;d. Penyedia terbukti dikenakan

Sanksi Daftar Hitam
sebelum

penandatanganan Kontrak;e. Penyedia gagal memperbaiki
kinerja  setelah mendapat
Surat Peringatan Kontrak Kritis
berturut-turut sebanyak 3 (tiga)
kali;f. Penyedia tidak

mempertahankan 
berlakunya Jaminan 
Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji
dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka  waktu
yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian PPK, 
Penyedia tidak akan

mampu
menyelesaikan 

keseluruhan       pekerjaan
walaupun diberikan 

kesempatan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender 
sejak masa         berakhirnya      
pelaksanaan pekerjaan        
untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan
kesempatan

menyelesaikan pekerjaan
sampai  dengan 50

(lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia      tidak      dapat
menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan
pekerjaan selama 28

(dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini
tidak  tercantum dalam jadwal
pelaksanaan pekerjaan     serta

tanpa     persetujuan
pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh
kontrak  bukan dikarenakan
pergantian nama Penyedia.JDIH Kementerian PUPR
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dilakuka
n

kesalah
an

41.2 Dalam hal pemutusan
Kontrak  pada Masa
Pelaksanaan karena
Penyedia, maka:a. Jaminan Pelaksanaan 
dicairkan;b. sisa uang muka harus

dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);c. Penyedia membayar denda 
(apabila ada); dan

d. Penyedia 
dikenakan Sanksi Daftar Hitam41.3 Pencairan jaminan sebagaimana
dimaksud  pada pasal 41.2 di
atas, dicairkan dan disetorkan
sesuai ketentuan dalam SSKK.

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak
dilakukan pada Masa Pemeliharaan
karena kesalahan Penyedia, maka:a. PPK berhak untuk tidak

membayar  retensi atau
Jaminan Pemeliharaan
dicairkan untuk

membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi
Daftar Hitam.

41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa
penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk

membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka
PPK wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan 
Kontrak secara sepihak oleh PPK 
karena kesalahan Penyedia, maka 
Pokja Pemilihan dapat menunjuk 
pemenang cadangan berikutnya 
pada paket pekerjaan yang 
sama atau Penyedia yang 
mampu dan memenuhi syarat.42. Pemutusan Kontrak

oleh Penyedia
Mengesampingkan Pasal 1266 dan
1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Penyedia dapat  melakukan
pemutusan Kontrak apabila:a. setelah mendapatkan persetujuan

PPK,  Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia  untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut  tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

b. PPK tidak menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah

selesai dan hak dan kewajiban para pihak
yang terdapat dalam Kontrak  sudah
terpenuhi.

44. Keterlambatan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan dan 
Kontrak Kritis

44.1 Apabila Penyedia terlambat
melaksanakan pekerjaan sesuai
jadwal, maka PPK harus
memberikan peringatan secara
tertulis atau memberlakukan
ketentuan kontrak kritis.

44.2 Kontrak dinyatakan kritis 
apabila:

a.     Dalam     periode     I
(rencana     fisik pelaksanaan 0% -

70% dari Kontrak),JDIH Kementerian PUPR
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selisih keterlambatan antara
realisasi  fisik pelaksanaan
dengan rencana lebih besar
10%

b. Dalam periode II (rencana
fisik  pelaksanaan 70% -

100% dari Kontrak),  selisih
keterlambatan antara realisasi
fisik pelaksanaan dengan
rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode II (rencana
fisik  pelaksanaan 70%  -

100% dari  Kontrak),  selisih
keterlambatan antara realisasi
fisik     pelaksanaan     dengan

rencana  pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan
melampaui tahun anggaran
berjalan.

44.3 Penanganan kontrak kritis
dilakukan dengan rapat

pembuktian (show
cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan
kritis, Pengawas Pekerjaan

memberikan
peringatan secara tertulis

kepada  Penyedia
dan              selanjutnya
menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I.

b. Dalam SCM Tahap I, PPK,
Pengawas  Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan
menyepakati besaran
kemajuan fisik  yang  harus
dicapai oleh Penyedia  dalam
periode waktu tertentu (uji

coba  pertama) yang
dituangkan dalam Berita  Acara
SCM Tahap I.

c. Apabila Penyedia gagal pada
uji coba  pertama, maka PPK
menerbitkan Surat  Peringatan
Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II
yang  membahas dan
menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam
waktu tertentu (uji coba kedua)
yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap II.

d. Apabila Penyedia gagal pada
uji coba  kedua, maka PPK
menerbitkan Surat  Peringatan
Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III
yang  membahas dan
menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam
waktu tertentu (uji coba ketiga)
yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap III.

e. Apabila Penyedia gagal pada
uji coba  ketiga, maka PPK
menerbitkan Surat  Peringatan
Kontrak Kritis III dan PPK
dapat melakukan pemutusan
Kontrak  secara

sepihak
dengan

mengesampingkan Pasal
1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil,
namun pada  pelaksanaan

pekerjaan
selanjutnya  Kontrak

dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari
awal.

45. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam 
hal diperkirakan 
menyelesaikan

pekerjaan

Penyedia
gagal

sampai
MasaJDIH Kementerian PUPR
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Pelaksanaan berakhir, namun PPK
menilai  bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, PPK

dapat memberikan
kesempatan      kepada Penyedia

untuk  menyelesaikan
pekerjaan.

45.2 Pemberian kesempatan kepada 
Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan dimuat dalam adendum
Kontrak yang didalamnya 
mengatur:a. waktu pemberian

kesempatan 
penyelesaian pekerjaan;b. pengenaan sanksi denda 
keterlambatan kepada 
Penyedia;c. perpanjangan masa berlaku 
Jaminan Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk
membiayai

penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke
Tahun      Anggaran berikutnya
dari     DIPA/DPA Tahun
Anggaran          berikutnya,
apabila  pemberian
kesempatan     melampaui
Tahun Anggaran.

45.3 Pemberian kesempatan kepada 
Penyedia menyelesaikan pekerjaan 
sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender, sejak Masa 
Pelaksanaan berakhir.45.4 Pemberian kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, 

peralatan, hasil pekerjaan sementara 
yang masih berada di lokasi kerja 
setelah pemutusan Kontrak akibat 
kelalaian atau kesalahan Penyedia, 
dapat dimanfaatkan sepenuhnyaoleh

PPK tanpa kewajiban 
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan 
kembali semua peninggalan tersebut 
oleh Penyedia hanya dapat

dilakukan     setelah     
mempertimbangkan kepentingan PPK.

HAK DAN KEWAJIBAN 
PENYEDIA47. Hak dan 
Kewajiban 
Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-
kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh Penyedia dalam melaksanakan
Kontrak, meliputi :a. menerima pembayaran untuk

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang  telah
ditetapkan dalam Kontrak;b. meminta fasilitas-fasilitas dalam
bentuk sarana  dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan

secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan
dan menyerahkan

pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan
ketentuan yang  telah ditetapkan
dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja,  bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau
dari JDIH Kementerian PUPR
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lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk  pelaksanaan,

penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang

dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan

yang  diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan PPK;g. mengambil langkah-langkah yang
memadai  dalam rangka memberi
perlindungan kepada  setiap orang
yang berada di tempat kerja
maupun masyarakat dan lingkungan
sekitar  yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku,
penggunaan peralatan kerja
konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua
perintah
Pengawas  Pekerjaan

yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas  Pekerjaan dalam Kontrak
ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul
akibat lingkup pekerjaan ditentukan di
SSKK.48. Penggunaan 

Dokumen-
Dokumen Kontrak 
dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan
menggunakan dan menginformasikan

dokumen Kontrak
atau dokumen lainnya

yang berhubungan dengan Kontrak
untuk kepentingan pihak lain, misalnya
spesifikasi teknis dan/atau gambar-
gambar, serta  informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak,  kecuali
dengan izin tertulis dari PPK sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

49. Hak 
Kekayaan 
Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari
segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga yang disebabkan penggunaan
atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban 

untuk melindungi, 
membebaskan, dan menanggung 
tanpa batas PPK beserta 
instansinya terhadap semua 
bentuk tuntutan, tanggung

jawab, kewajiban, 
kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, 
proses pemeriksaan hukum,    
dan biaya     yang dikenakan 
terhadap PPK beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari 
tuntutan 
tersebut disebabkan kesalahan 
atau kelalaian berat PPK) 
sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja 
sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan
peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia  (jika
ada), dan tenaga  kerja
konstruksi;

b. cidera 
tubuh, sakit atau kematian 
tenaga kerja konstruksi;c. kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit
atau kematian pihak ketiga.

50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal

Penyerahan
Akhir  Pekerjaan, semua

risiko kehilangan atau kerusakan
hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko
Penyedia,  kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut JDIH Kementerian PUPR
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diakibatkan oleh kesalahan atau 
kelalaian PPK.

50.3 Pertanggungan asuransi yang
dimiliki oleh Penyedia tidak

membatasi
kewajiban penanggungan

dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan 

terhadap hasil pekerjaan atau 
bahan yang menyatu dengan hasil 
pekerjaan sejak Tanggal Mulai 
Kerja sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus 
diganti atau diperbaiki oleh 
Penyedia atas tanggungannya 
sendiri jika kehilangan atau 
kerusakan tersebut terjadi akibat 
tindakan atau kelalaian Penyedia.

51. Perlindungan 
Tenaga Kerja

51.1 Penyedia dan Subpenyedia 
berkewajiban atas biaya sendiri 
untuk mengikutsertakan Tenaga 
Kerja Konstruksinya pada program 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk 
mematuhi dan memerintahkan 
Tenaga Kerja Konstruksinya untuk 
mematuhi peraturan keselamatan
kerja. Pada waktu pelaksanaan 
pekerjaan, Penyedia beserta 
Tenaga Kerja Konstruksinya 
dianggap telah membaca dan 
memahami peraturan keselamatan 
kerja tersebut.

51.3 Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan kepada setiap
Tenaga Kerja Konstruksinya
(termasuk Tenaga Kerja

Konstruksi  Subpenyedia,
jika       ada)      perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

51.4 Tanpa mengurangi kewajiban
Penyedia  untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia
wajib melaporkan kepada PPK
mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.

52. 
Pemelihara
an 
Lingkunga
n

Penyedia berkewajiban untuk mengambil
langkah-langkah yang memadai

untuk melindungi  lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi gangguan

lingkungan terhadap     pihak
ketiga     dan harta      bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini, sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

53. Asuransi

53.1

Penyedia wajib menyediakan
asuransi sejak  SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir

Pekerjaan untuk barang
yang mempunyairisiko
tinggiterjadinya  kecelakaan

dalam pelaksanaan pekerjaan
atas segala risiko terhadap
kecelakaan,  kerusakan akibat
kecelakaan, kehilangan, serta risiko
lain yang tidak dapat diduga.

53.
2

Penyedia wajib menyediakan
asuransi bagi pihak ketiga sebagai
akibat kecelakaan di lokasi kerja.JDIH Kementerian PUPR
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sudah
diperhitungkan
dan termasuk

dalam

53.3 Besarnya
asuransi  dalam
penawaran
Harga Kontrak.54. Tindakan Penyedia yang 

54.1 Mensyaratkan
Persetujuan PPK 
atau Pengawas 
Pekerjaan

Penyedia berkewajiban untuk
mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis

PPK sebelum melakukan
tindakan-tindakan berikut:a. mensubkontrakkan sebagian 

pekerjaan dalam Lampiran A 
SSKK;b. menunjuk Personel Manajerial
yang namanya tidak

tercantum
dalam Lampiran A

SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan

RMPK dan RKK;
d. tindakan lain yang diatur 
dalam SSKK.54.2 Penyedia berkewajiban untuk
mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan sebelum melakukan
tindakan-tindakan berikut:a. melaksanakan setiap tahapan

pekerjaan berdasarkan rencana
kerja dan metode kerja;

b. mengubah syarat dan 
ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personel
Manajerial dan/atau

Peralatan Utama;d. tindakan lain yang diatur 
dalam SSKK.55. Laporan Hasil Pekerjaan

55.1

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan
selama  pelaksanaan kontrak
untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang
telah dilaksanakan guna

pembayaran
hasil  pekerjaan. Hasil

pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

55.
2

Untuk kepentinganpengendalian
dan pengawasan

pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas      kegiatan      pekerjaan

dilokasi  pekerjaan dicatat
dalam buku harian sebagai  bahan
laporan harian pekerjaan yang
berisi  rencana  dan realisasi
pekerjaan harian.

55.
3

Laporan harian 
berisi:a. jenis dan kuantitas bahan yang 

berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja 

konstruksi untuk tiap macam 
tugasnya;c. jenis, jumlah dan kondisi 

peralatan;d. jenis dan kuantitas pekerjaan
yang dilaksanakan;e. keadaan cuaca termasuk
hujan, banjir dan peristiwa

alam lainnya yang
berpengaruh      terhadap

kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang 
berkenaan dengan pelaksanaan 
pekerjaan.

55.4     Laporan mingguan terdiri dari
rangkuman laporan harian dan berisi

hasil kemajuanJDIH Kementerian PUPR
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fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang

perlu ditonjolkan.55.5 Laporan bulanan terdiri dari 
rangkuman laporan mingguan dan 
berisi hasil kemajuan fisik 
pekerjaan dalam periode satu 
bulan, serta hal-hal penting yang 
perlu ditonjolkan.

55.6 Untuk merekam kegiatan
pelaksanaan pekerjaan

konstruksi, PPK dan Penyedia
membuat foto-foto dokumentasi
dan video  pelaksanaan pekerjaan
di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat
oleh Penyedia,

diperiksa oleh       Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/
pihak PPK.56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, 

spesifikasi, desain, laporan, dan 
dokumen-dokumen lain serta piranti 
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia 
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya 
merupakan hak milik PPK. Penyedia 
paling lambat pada waktu pemutusan 
atau penghentian atau akhir Masa 
Kontrak berkewajiban untuk 
menyerahkan semua dokumen dan 
piranti lunak tersebut beserta daftar 
rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat 
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap 
dokumen dan piranti lunak tersebut. 
Pembatasan (jika ada) mengenai 
penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur 
dalam SSKK.

57. Kerjasama 
Antara 
Penyedia dan 
Subpenyedia

57.1 Penyedia hanya boleh
melakukan subkontrak

sebagian     pekerjaan utama
kepada      Penyedia      Spesialis
dan/atau pekerjaan bukan
pekerjaan utama kepada  Penyedia
Usaha Kecil.

57.2 Penyedia tetap bertanggung
jawab atas  bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

57.3 Subpenyedia dilarang 
mengalihkan atau 
mensubkontrakkan pekerjaan.57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk
merupakan Penyedia Usaha Kecil,
maka pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sendiri oleh
Penyediayang ditunjuk dan

dilarang  dialihkan atau
disubkontrakkan kepada  pihak
lain.

57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang 
melakukan kerjasama dengan 
Subpenyedia hanya boleh 
melaksanakan sesuai dengan 
daftar bagian pekerjaan yang 
disubkontrakkan (apabila ada) 
yang dituangkan dalam Lampiran 
A SSKK.

57.6 Lampiran A SSKK (Daftar 
Pekerjaan yang Disubkontrakkan 
dan Subpenyedia) tidak boleh 
diubah kecuali atas persetujuan
tertulis dari PPK dan dituangkan 
dalam adendum Kontrak.

57.7     Pelaksanaan Kerjasama Antara
Penyedia dan Subpenyedia      diawasi

oleh      PengawasJDIH Kementerian PUPR
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Pekerjaan dan Penyedia 
melaporkan secara periodik kepada
PPK.57.8 Apabila Penyedia melanggar

ketentuan sebagaimana diatur 
pada pasal 57.4 atau 57.5 maka 
akan dikenakan denda senilai 
pekerjaan yang disubkontrakkan 
tersebut.

58. Penyedia 
Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja
sama dan menggunakan lokasi kerja
termasuk jalan akses  bersama-sama
dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan atas  lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, PPK dapat
memberikan jadwal kerja Penyedia Lain
di lokasi kerja.

59. Alih 
Pengalaman/Keah
lian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan
konstruksi dengan nilaipagu

anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah),  Penyedia          diwajibkan
memberikan         alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi
melalui  sistem kerja praktik/magang
sesuai dengan jumlah yang     disepakati
pada     saat Rapat Persiapan
Penunjukan Penyedia.

60. Pembayaran 
Denda

Penyedia berkewajiban untuk
membayar sanksi finansial berupa denda
sebagai akibat wanprestasi  atau cidera
janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK
mengenakan denda  dengan memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak
mengurangi tanggung  jawab kontraktual
Penyedia.

61. Jaminan

61.1

Jaminan yang digunakan dalam
pelaksanaan Kontrak ini dapat
berupa bank garansi atau surety

bond. Jaminan bersifat
tidak  bersyarat, mudah

dicairkan, dan harus  dicairkan
oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan
dari PPK atau pihak  yang  diberi
kuasa oleh PPK diterima.

61.
2

Penerbit jaminan selain Bank
Umum harus  telah

ditetapkan/mendapat
rekomendasi  dari  Otoritas

Jasa Keuangan (OJK)
61.
3

Penggunaan Jaminan Pelaksanaan,
Jaminan Uang Muka dan Jaminan
Pemeliharaan sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai

dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar  rupiah) dapat diterbitkan
oleh:
1) Bank 
Umum;2) Perusahaan 
Asuransi;3) Perusahaan 
Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di

bidang
pembiayaan,      penjaminan,
dan asuransi untuk
mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia; atau

Asuran
si

Lemba
ga

5) Konsorsium 
Perusahaan 
Umum/Konsorsium 
Penjaminan/Konsorsi
um JDIH Kementerian PUPR
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Perusahaan Penjaminan
yang

mempunyai       program
asuransi  kerugian
(suretyship).

b. paket pekerjaan di
atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar  rupiah) dapat  diterbitkan
oleh:
1) Bank Umum; 
atau2) Konsorsium Perusahaan 

Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga 

Penjaminan/Konsorsium 
Perusahaan Penjaminan

yang 
mempunyai      program      
asuransi kerugian 
(suretyship).

61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan
kepada PPK setelah diterbitkannya
Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ)
sebelum dilakukan

Penandatanganan        Kontrak
dengan besar:

a. 5% (lima perseratus) dari
Harga Kontrak; atau

b. 5%  (lima perseratus) dari  nilai
total HPS untuk harga

penawaran
atau penawaran

terkoreksi di bawah 80%
(delapan puluh perseratus)
nilai total HPS.

61.5 Masa berlakunya Jaminan
Pelaksanaan paling kurang sejak

tanggal
penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (Provisional
Hand Over/PHO).

61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan
setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus  perseratus)
dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang
retensi  sebesar 5% (lima
perseratus) dari Harga Kontrak;61.7 Jaminan Uang Muka diberikan 
kepada PPK dalam rangka 
pengambilan uang muka yang 
besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yang 
diterima Penyedia.61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat
dikurangi  secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang
Muka paling kurang sejak tanggal
persetujuan pemberian uang
muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan
kepada PPK setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100%  (seratus
perseratus).

61.11 Pengembalian Jaminan
Pemeliharaan 

dilakukan paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah 
Masa Pemeliharaan selesai dan 
pekerjaan diterima dengan baik 
sesuai dengan ketentuan Kontrak.

61.12 Masa berlaku Jaminan
Pemeliharaan paling kurang sejak

Tanggal Penyerahan PertamaJDIH Kementerian PUPR
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Pekerjaan sampai dengan
Tanggal  Penyerahan

Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).HAK DAN KEWAJIBAN 

PPK62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta
kewajiban-kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh PPK
dalam melaksanakan Kontrak,

meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
Penyedia;b. menerima laporan-laporan secara
periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;c. menerima hasil pekerjaan sesuai
dengan jadwal penyerahan pekerjaan
dan ketentuan yang  telah
ditetapkan dalam Kontrak.d. membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang  tercantum dalam Kontrak
yang telah ditetapkan kepada
Penyedia;e. memberikan fasilitas

berupa sarana
dan prasarana

yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai  ketentuan Kontrak;
dan

f. menilai kinerja 
Penyedia.63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa 
sarana dan prasarana atau kemudahan 
lainnya (jika ada) yang tercantum dalam

SSKK untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan ini.64. Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi

dapat diberikan 
kepada Penyedia yaitu:

a. PPK mengubah jadwal
pekerjaan yang  dapat

mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan
pembayaran
kepada Penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-
gambar,  spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai  jadwal yang
dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk 
ke lokasi sesuai jadwal dalam 
kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada
pihak  Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpan
gan;

f. PPK memerintahkan
penundaan pelaksanaan 

pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk

mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga  sebelumnya

dan
disebabkan/tidak

disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.

64.2 Jika Peristiwa Kompensasi 
mengakibatkan pengeluaran

tambahan
dan/atau 

keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan maka PPK berkewajiban 
untuk membayar ganti rugi 
dan/atau memberikan 
perpanjangan Masa Pelaksanaan.

64.3

Gant
i 
hany
a

rugi akibat
Peristiwa dapat
dibayarkan jika

Kompens
asi

berdasark
anJDIH Kementerian PUPR
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data penunjang dan
perhitungan kompensasi

yang diajukan oleh Penyedia
kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata.64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan 
hanya dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dan 
perhitungan kompensasi yang 
diajukan oleh Penyedia kepada 
PPK, dapat dibuktikan perlunya 
tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi.

64.5 Penyedia tidak berhak atas 
ganti rugi dan/atau perpanjangan 
Masa Pelaksanaan jika Penyedia 
gagal atau lalai untuk 
memberikan peringatan dini

dalam mengantisipasi 
atau mengatasi dampak 
Peristiwa Kompensasi.

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN 
PENYEDIA65. Tenaga Kerja Konstruksi 

65.1
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi
yang bekerja  pada pekerjaan ini
wajib memiliki sertifikat kompetensi
kerja.65.

2
Tenaga Kerja Konstruksi selain
Personel  Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka
Penyedia wajib memastikan

dipenuhinya
persyaratan sertifikat

kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.

66. Personel Manajerial

66.1 dan/atau Peralatan
Utama

Personel Manajerial yang
ditempatkan dan diperkerjakan
harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Lampiran A SSKK.66.

2
Peralatan Utama yang
ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah
peralatan yang laik dan harus
sesuai  dengan yang tercantum
dalam Lampiran A SSKK.66.

3
Penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama tidak
boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis dari PPK dan
dituangkan dalam adendum
Kontrak.

66.
4

Jika penggantianPersonel
Manajerial  dan/atau Peralatan

Utama perlu dilakukan,  maka
Penyedia      berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan
kualifikasi  yang setara atau lebih
baik dari tenaga kerja  konstruksi

dan/atau peralatan      yang
digantikan tanpa  biaya  tambahan
apapun.

66.
5

PPK dapat
menyetujui

penempatan/penggantian
Personel  Manajerial      dan/atau
Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat
rekomendasi     dari     Pengawas
Pekerjaan.

66.
6

Jika PPK menilai bahwa Personel 
Manajerial:

1) tidak mampu atau tidak
dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik;
2) berkelakuan tidak baik; 
dan/atau
3) mengabaikan pekerjaan yang 

menjadi tugasnya; JDIH Kementerian PUPR
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maka Penyedia berkewajiban
untuk  menyediakan

pengganti dan menjamin
Personel Manajerial tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam
waktu 7 (tujuh) hari  kalender
sejak diminta oleh PPK

66.7 Personel Manajerial berkewajiban 
untuk menjaga kerahasiaan 
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh
PPK, Personel Manajerial dapat 
sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di
bawah sumpah.

66.8 Apabila ada penambahan
Personel  Manajerial

dan/atau Peralatan Utama maka
penambahan     tersebut harus
mendapat  persetujuan terlebih
dahulu dari PPK dan dituangkan
dalam Lampiran A SSKK.

PEMBAYARAN KEPADA 
PENYEDIA67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayarkepada Penyedia

atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak  sebesar  Harga
Kontrak.67.2 Harga Kontrak telah 
memperhitungkan meliputi :
a. beban 
pajak;b. keuntungan dan biaya 

overhead (biaya umum);
c. biaya pelaksanaan 
pekerjaan; dand. biaya penyelenggaraan

keamanan dan kesehatankerja
serta keselamatan

konstruksi.67.
3

Harga Kontrak bagian pekerjaan
harga satuan sesuai dengan

rincian yang  tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan
Harga dan Harga Kontrak bagian
pekerjaan lumsum sesuai dengan
Daftar Keluaran dan Harga.68. Pembayaran

68.1

Uang 
Muka

a. Uang muka dibayar untuk
membiayai  mobilisasi

peralatan/tenaga
kerja  konstruksi,

pembayaran uang tanda jadi
kepada        pemasok

bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis
lain.

b. Untuk usaha kecil, uang muka
dapat  diberikan paling tinggi
30% (tiga puluh perseratus) dari
Harga Kontrak.

c. Untuk usaha non kecil, uang
muka  dapat diberikan paling
tinggi 20% (dua  puluh
perseratus) dari Harga Kontrak.

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak,
uang  muka dapat diberikan
paling tinggi 15%  (lima belas
perseratus) dari Harga
Kontrak.

e. Besaran uang muka ditentukan
dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka  paling
sedikit sebesar uang muka
yang diterima.

f. Dalam hal diberikan uang
muka, maka Penyedia harus

mengajukan
permohonan pengambilan uang
muka  secara tertulis kepada
PPK disertai JDIH Kementerian PUPR
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dengan rencana penggunaan
uang  muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai

Kontrak dan
rencana

pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan

Surat  Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada
Pejabat Penandatanganan
Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan
tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Jaminan Uang  Muka
diterima.

h. Pengembalian uang
muka harus

diperhitungkan           berangsur-
angsur  secara

proporsional       pada
setiap pembayaran prestasi
pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus perseratus).

68.2 Prestasi 
pekerjaanPembayaran prestasi hasil

pekerjaan yang  disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:a. Penyedia telah mengajukan

tagihan disertai laporan
kemajuan
hasil pekerjaan;b. pembayaran dilakukan tidak

boleh melebihi kemajuan hasil
pekerjaan yang  telah dicapai
dan diterima oleh PPK;c. pembayaran dilakukan

terhadap 
pekerjaan yang sudah 
terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan
sistem termin yang ketentuan
lebih lanjut diatur dalam SSKK;

e. pembayaran harus 
memperhitungkan:1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan
yang
menjadi bagian permanen
dari hasil  pekerjaan

yang
akan

diserahterimakan (material
on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;

3) denda (apabila 
ada); 4) pajak; 
dan/atau
5) uang retensi.

f. untuk Kontrak yang
mempunyai  subkontrak,

permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh Subpenyedia
sesuai  dengan prestasi
pekerjaan. Pembayaran kepada
Subpenyedia dilakukan sesuai
prestasi       pekerjaan yang

selesai  dilaksanakan
oleh Subpenyedia tanpa  harus
menunggu pembayaran
terlebih dahulu dari PPK;

g. pembayaran terakhir hanya
dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus
perseratus) dan Berita Acara
Serah Terima

Pertama
Pekerjaan

ditandatangani oleh PPK dan
Penyedia;

h.     PPK dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah

pengajuan permintaanJDIH Kementerian PUPR
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pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah

mengajukan
Surat  Permintaan

Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan       Surat
Perintah Membayar (PPSPM);

i. apabila terdapat
ketidaksesuaian dalam
perhitunganangsuran, tidak

akan menjadi alasan
untuk       menunda

pembayaran.     PPK     dapat
meminta  Penyedia

untuk          menyampaikan
perhitungan prestasi sementara
dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang  menjadi
perselisihan.

68.3 Bahan dan/atau peralatan yang 
menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam SSKK. 
Bahan dan/atau peralatan yang 
menjadi bagian dari hasil

pekerjaan memenuhi 
ketentuan:

a. bahan dan/atau peralatan yang
belum dilakukan uji fungsi
(commisioning),  serta
merupakan bagian dari
pekerjaan utama harus
memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
(1) berada di lokasi

pekerjaan
sebagaimana      tercantum

dalam Kontrak  dan
perubahannya;

(2) memiliki sertifikat uji mutu
dari pabrikan/produsen;

(3) bersertifikat garansi
dari

produsen/agen
resmi yang ditunjuk  oleh
produsen;

(4) disetujui oleh PPK sesuai 
dengan capaian fisik yang 
diterima;(5) dilarang dipindahkan dari
area  lokasi

pekerjaan
dan/atau dipindah-

tangankan     oleh pihak
manapun; dan

(6) keamanan penyimpanan
dan risiko  kerusakan

sebelum diserahterimakan
secara satu
kesatuan        fungsi
merupakan tanggung  jawab
Penyedia.

b. sertifikat uji mutu dan sertifikat
garansi  tidak diperlukan dalam
hal peralatan dan/atau bahan
dibuat/dirakit oleh Penyedia;

c. besaran yang akan
dibayarkan dari  material on
site (berkisar antara 50%
sampai dengan 70%);

d. ketentuan bahan dan/atau
peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan
hanya diberlakukan untuk
bagian pekerjaan harga satuan.

e. besaran nilai pembayaran
dan jenis  material on site
dicantumkan di dalam SSKK.

68.4 Denda dan Ganti 
Rugi JDIH Kementerian PUPR
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a. Denda  merupakan sanksi
finansial yang dikenakan kepada
Penyedia, antara lain:  denda

keterlambatan
dalam penyelesaian

pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan
Cacat Mutu, denda terkait
pelanggaran ketentuan
subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi
finansial  yang dikenakan
kepada PPK maupun Penyedia

karena terjadinya
cidera

janji/wanprestasi. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Besarnya denda
keterlambatan yang dikenakan

kepada Penyedia
atas  keterlambatan

penyelesaian pekerjaan adalah:

1) 1‰ (satu perseribu) dari
harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau2) 1‰ (satu perseribu) dari 
Harga Kontrak (sebelum 
PPN);sesuai yang ditetapkan dalam 

SSKK.
d. Besarnya ganti rugi sebagai 

akibat Peristiwa Kompensasi 
yang dibayar oleh PPK atas 
keterlambatan pembayaran 
adalah sebesar bunga dari nilai 
tagihan yang terlambat 
dibayar, berdasarkan tingkat 
suku bunga yang berlaku pada 
saat itu menurut ketetapan

Bank Indonesia, sepanjang
telah diputuskan oleh lembaga 
yang berwenang;

e. Pembayaran denda dan/atau
ganti rugi diperhitungkan dalam

pembayaran
prestasi pekerjaan.

f. Ganti rugi kepada Penyedia
dapat mengubah Harga

Kontrak
setelah dituangkan

dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi

dilakukan oleh PPK, apabila
Penyedia telah mengajukan
tagihan disertai perhitungan
dan data-data.

69. Hari Kerja

69.1

Orang hari standar atau satu hari
orang  bekerja adalah 8 (delapan)
jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja
(efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

69.
2

Penyedia tidak diperkenankan
melakukan pekerjaan apapun di
lokasi kerja pada waktu yang secara

ketentuan
peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai
hari libur atau di luar jam kerja
normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam 
Kontrak; b. PPK memberikan 
izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat

ditunda, atau untuk

keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia
harus  segera
memberitahukan

urgensi  pekerjaan
tersebut kepada Pengawas
Pekerjaan dan PPK. JDIH Kementerian PUPR
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69.3 Semua pekerja dibayar selama hari
kerja dan datanya disimpan oleh
Penyedia. Daftar  pembayaran
masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PPK.69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di
luar hari  kerja efektif dan jam
kerja normal harus  mengikuti

ketentuan Menteri
yang  membidangi

ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar

hari kerja  efektif dan/atau jam
kerja normal harus  diawasi  oleh
Pengawas Pekerjaan.70. Perhitungan 

Akhir
70.1 Pembayaran angsuran prestasi 

pekerjaan terakhir dilakukan 
setelah pekerjaan selesai 100% 
(seratus perseratus) dan berita 
acara serah terima pertama 
pekerjaan telah ditandatangani 
oleh kedua pihak.

70.2 Sebelum pembayaran terakhir 
dilakukan, Penyedia berkewajiban 
untuk menyerahkan kepada

Pengawas Pekerjaan
rincian perhitungan nilai 

tagihan terakhir yang jatuh     
tempo. PPK     berdasarkan     hasil 
penelitian tagihan oleh Pengawas 
Pekerjaan berkewajiban untuk 
menerbitkan SPP untuk 
pembayaran tagihan angsuran 
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan 
dokumen penunjang dinyatakan 
lengkap dan diterima oleh 
Pengawas Pekerjaan.

71. 
Penangguhan

71.1 PPK dapat menangguhkan 
pembayaran setiap angsuran 
prestasi pekerjaan Penyedia jika 
Penyedia gagal atau lalai 
memenuhi kewajiban

kontraktualnya,
termasuk penyerahan 

setiap Hasil Pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah 
ditetapkan.

71.2 PPK secara tertulis 
memberitahukan kepada Penyedia

tentang penangguhan
hak pembayaran, disertai 

alasan-alasan yang jelas
mengenaipenangguhan
tersebut. Penyedia       diberi  

kesempatan       untuk memperbaiki
dalam jangka waktu tertentu.

71.3 Pembayaran yang
ditangguhkan
harus  disesuaikan

dengan proporsi  kegagalan atau
kelalaian Penyedia.

71.4 Jika
dipandang perlu oleh PPK, penanggu
han pembayaran akibat

keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat
dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada Penyedia.

PENGAWASAN 
MUTU72. Pengawasan

dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. PPK

dapat  memerintahkan
kepada pihak     ketiga     untuk
melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas  semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia.

73. Penilaian
Pekerjaan

Sementara oleh
PPK

73.1     PPK dalam Masa Pelaksanaan
pekerjaan dapat melakukan penilaian

sementara atasJDIH Kementerian PUPR
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hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh Penyedia.

73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan
dilakukan terhadap mutu

dan kemajuan
fisik pekerjaan.74. Pemeriksaan dan

Pengujian Cacat 
Mutu

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
akan memeriksa setiap 

hasil pekerjaan dan 
memberitahukan Penyedia secara 
tertulis atas setiap Cacat Mutu yang
ditemukan. PPK atau         Pengawas
Pekerjaan         dapat 
memerintahkan Penyedia            
untuk menemukan dan 
mengungkapkan Cacat Mutu , 
serta menguji hasil pekerjaan yang
dianggap oleh PPK atau Pengawas 
Pekerjaan mengandung     Cacat     
Mutu . Penyedia bertanggung 
jawab atas perbaikan Cacat Mutu 
selama Masa Kontrak.

74.2 Jika PPK atau Pengawas
Pekerjaan memerintahkan 

Penyedia untuk melakukan 
pengujian Cacat Mutu yang tidak 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis
dan Gambar, dan hasil uji coba 
menunjukkan adanya cacat mutu 
maka Penyedia berkewajiban 
untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan 
adanya Cacat Mutu maka uji coba 
tersebut dianggap sebagai 
Peristiwa Kompensasi

75. Perbaikan Cacat 
Mutu

75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan
akan menyampaikan 

pemberitahuan Cacat Mutu kepada 
Penyedia segera setelah 
ditemukan Cacat Mutu tersebut. 
Penyedia bertanggung jawab atas 
Cacat Mutu selama Masa 
Kontrak.

75.2 Terhadap pemberitahuan
Cacat Mutu tersebut,     

Penyedia berkewajiban     untuk 
memperbaiki Cacat Mutu dalam 
jangka waktu          yang          
ditetapkan          dalam 
pemberitahuan.

75.3 Jika Penyedia tidak 
memperbaiki Cacat Mutu dalam 
jangka waktu yang ditentukan 
maka PPK, berdasarkan 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung 
atau melalui pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh PPK melakukan 
perbaikan tersebut. Penyedia 
segera setelah menerima klaim 
PPK secara tertulis 
berkewajiban untuk 
mengganti biaya perbaikan 
tersebut. PPK dapat memperoleh 
penggantian biaya dengan

memotong 
pembayaran atas tagihan 
Penyedia yang jatuh tempo (jika 
ada) atau uang retensi atau 
pencairan Jaminan Pemeliharaan 
atau jika tidak ada maka biaya 
penggantian akan diperhitungkan 
sebagai utang Penyedia kepada 
PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK mengenakan denda
keterlambatan untuk setiap 

keterlambatan perbaikan Cacat 
Mutu dan mengenakan Sanksi 
Daftar Hitam kepada Penyedia jika
tidak melaksanakan perbaikan 
cacat mutu. Besaran denda 
keterlambatan dan jangka waktu 
perbaikan JDIH Kementerian PUPR
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akibat Cacat Mutu ini ditentukan 
dalam SSKK.

76. Kegagalan Bangunan

76.1

Apabila terjadi Kegagalan
Bangunan maka  PPK dan/atau
Penyedia terhitung sejak Tanggal

PenyerahanAkhir
Pekerjaan bertanggung
jawab       atas

Kegagalan Bangunan sesuai dengan
kesalahan masing-masing selama
Umur Konstruksi yang  tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari
20 (duapuluh) tahun, dan dalam
SSKK agar  dicantumkan lama
pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan     yang     ditetapkan
apabila rencana Umur Konstruksi
kurang dari 20 (duapuluh) tahun.

76.
2

Penyedia berkewajiban untuk
melindungi,
membebaskan, dan menanggung
tanpa batas  PPK beserta
instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung

jawab,  kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum,
dan biaya     yang dikenakan
terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan
atau kelalaian PPK) sehubungan
dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan
cidera  tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga yang  timbul  dari
kegagalan bangunan.

76.
3

PPK maupun Penyedia
berkewajiban untuk  menyimpan

dan memelihara
semua dokumen yang

digunakan dan terkait  dengan
pelaksanaan ini selama Umur
Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak  lebih dari
10 (sepuluh) tahun.

PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN77. Penyelesaian 
Perselisihan/Seng
keta

77.1 Para Pihak berkewajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh

menyelesaikan secara 
damai semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan 
dengan Kontrak ini atau 
interpretasinya       selama atau     
setelah pelaksanaan pekerjaan ini 
dengan prinsip dasar

musyawarah untuk
mencapai kemufakatan.

77.2 Dalam hal musyawarahpara
pihak sebagaimana 

dimaksud pada pasal 77.1 tidak 
dapat mencapai suatu 
kemufakatan, maka      
penyelesaian perselisihan      
atau sengketa antara para pihak 
dalam Kontrak dapat       dilakukan 
melalui, alternatif penyelesaian 
sengketa, dewan sengketa 
(menggantikan                
mediasi/konsiliasi), dan/atau 
arbitrase.

77.3 Penyelesaian
perselisihan/sengketa
yang dipilih ditetapkan 

dalam SSKK.

78. Itikad Baik

78.1

Para pihak bertindak
berdasarkan asas saling  percaya
yang disesuaikan dengan hak-hak
yang terdapat dalam Kontrak.

78.
2

Para pihak setuju untuk
melaksanakan perjanjian dengan

jujur tanpa menonjolkan



144

kepentingan masing-masing pihak.
Apabila  selama Kontrak, salah
satu pihak merasa  dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang
terbaik  untuk mengatasi keadaan
tersebut.

JDIH Kementerian PUPR



Tidak ada27.4 Masa. 
Pelaksanaan 
untuk     Serah 
Terima
Sebagian 
Pekerjaan 145

SYARAT-SYARAT KHUSUS 
KONTRAK

Pasal
dala
m

SSUK

Ketentu
an

Dat
a

4.1 & 
4.2

Koresponde
nsi

Alamat Para Pihak sebagai 
berikut:
Satuan Kerja PPK : PPK ...............

[diisi nama satuan kerja 
PPK]
Nama : .......... [diisi nama 
PPK] Alamat : .......... [diisi 
alamat PPK] Website : .......... 
[diisi website PPK] E-mail :
.......... [diisi email PPK]
Faksimili : .......... [diisi nomor faksimili
PPK]

Penyedia: ........................ [diisi
nama badan 

usaha/nama KSO]
Nama : .......... [diisi nama yang 

ttd surat perjanjian]
Alamat : .......... [diisi alamat 
Penyedia] E-mail : .......... [diisi email 
Penyedia]
Faksimili : ..........[diisi nomor

faksimili Penyedia]4.2 & 
5.1

Wakil

Sah Para 
Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai 
berikut:
Untuk PPK:
Nama : .......... [diisi nama yang 

ditunjuk menjadi Wakil Sah
PPK] Berdasarkan Surat 
Keputusan PPK ……       
nomor .…. tanggal ……. 
[diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah 
PPK]

Untuk Penyedia:
Nama : .......... [diisi nama yang 

ditunjuk menjadi Wakil Sah
Penyedia] Berdasarkan

Surat 
Keputusan …… nomor .
…. tanggal ……. [diisi 
nomor dan tanggal SK 
pengangkatan        Wakil

Sah Penyedia]

Pencair
an 
Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada  
Kas Daerah

6.3 &
41.3

&
41.5
27.1

Masa 
Pelaksana
an

Masa Pelaksanaan selama 120  (seratus
dua puluh
) hari kalender terhitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

JDIH Kementerian PUPR
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(Seca
ra

Parsia
l)

31.8 Masa 
Pemelihara
an

Masa Pemeliharaan berlaku selama
120  (seratus  dua  puluh) hari kalender
terhitung  sejak  Tanggal  Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

31.18 Serah 
Terima 
Sebagian 
Pekerjaan

31.21 Masa

1. 
Pemeliharaan 
untuk     Serah 
Terima
Sebagia
n 
Pekerja
an
(Secara

2. Parsial)

Tidak ada

33.1 Pedoman 
Pengoperas
ian dan 
Perawatan/ 
Pemelihara
an

Gambar ”As built”
dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan harus
diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan.

36.7

Penyesuai
an Harga

Penyesuaian harga ...........[tidak
diberikan] . . . .
dalam hal diberikan maka  rumusannya
sebagai berikut:

Hn = Ho 
(a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do
+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat 
pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat
harga penawaran;

a            = Koefisien tetap     yang
terdiri     atas keuntungan dan overhead,

falam halJDIH Kementerian PUPR
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penawaran tidak
mencantumkan

besaran komponen
keuntungan dan overhead
maka a = 0,15

b, c, d = Koefisien komponen kontrak
seperti tenaga kerja, bahan, 
alat kerja, dsb; Penjumlahan 
a+b+c+d+....dst adalah 1,00

Bn, = Indeks harga komponen pada 
b u la n Cn,               saat pekerjaan 
d i l a ks an ak a n .
Dn
Bo, = Indeks harga komponen pada
bulan Co,               penyampaian 
penawaran.
Do

Rumusan tersebut diatas 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Penetapan koefisien bahan, tenaga

kerja, alat  kerja, bahan bakar, dan
sebagainya ditetapkan seperti contoh
sebagai berikut: Koefisien Komponen 
Pekerjaan a. b. c. d.

a+b+c
+d 

Timbunan 0,15 …. …. ….
1,00 Galian 0,1 ….
…. …. 1,00
5

Galian 0,1 …. …. ….
1,00 dengan alat 5

Beton 0,1 …. …. ….
1,00 5

Beton 0,1 …. …. ….
1,00 bertulang 5

b) Koefisien komponen kontrak 
ditetapkan oleh PPK dari perbandingan 
antara harga bahan, tenaga kerja, alat
kerja, dan sebagainya (apabila ada) 
terhadap Harga Satuan dari 
pembobotan HPS dan dicantumkan 
dalam Dokumen Pemilihan 
(Rancangan Kontrak).

c) Indeks harga yang digunakan 
bersumber dari penerbitan BPS.

d) Dalam hal indeks harga tidak
dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis.e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak 
ditetapkan sebagai berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+

(Hn3xV3)+ .... dst
Pn = Harga Kontrak setelah 

dilakukan penyesuaian Harga
Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap
jenis  komponen

pekerjaan
setelah

dilakukan       penyesuaian
harga  menggunakan
rumusan penyesuaian Harga
Satuan;

V = Volume setiap jenis

komponen pekerjaan yang 
dilaksanakan.

f) Pembayaran penyesuaian harga
dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan beserta data-data dan
telah dilakukan audit sesuai dengan

ketentuan peraturan
perundang-undangan; JDIH Kementerian PUPR
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g) Penyedia dapat mengajukan
tagihan secara  berkala paling cepat
6 (enam) bulan setelah pekerjaan
yang diberikan penyesuaian harga
tersebut dilaksanakan.h) Pembayaran penyesuaian harga
dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan beserta data-data dan
telah dilakukan audit sesuai dengan

ketentuan peraturan
perundang-undangan.42.b

Pembayar
an 
Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk
penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 7
(tujuh..) hari kerja terhitung sejak tagihan
dan kelengkapan dokumen penunjang
yang tidak diperselisihkan diterima oleh
PPK47.(i) Hak

dan 
Kewajiban 
Penyedia

-

54.1.
(d)

Tindakan lain oleh Penyedia yang
memerlukan persetujuan PPK adalah
Menunjuk  personil  yang  namanya  tidak
tercantum  dalam  SSKK,  mengubah  atau
memutahirkan program mutu

54.2.
(d)

Tindakan lain oleh Penyedia yang
memerlukan persetujuan Pengawas
Pekerjaan adalah menggunakan spesifikasi
bahan dan gambar, mengubah personil inti
dan peralatan

5
6

Tindakan 
Penyedia 
yang 
Mensyaratk
an 
Persetujuan
PPK
Tindakan 
Penyedia 
yang 
Mensyaratk
an 
Persetujuan
Pengawas 
Pekerjaan 
Kepemilika
n Dokumen

Penyedia diperbolehkan
menggunakan
salinan dokumen dan piranti

lunak yang dihasilkan dari  Pekerjaan
Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: dipergunakan hanya semata-mata
sebagai referensi pekerjaan sejenis.

6
3

Fasilit
as

PPK akan memberikan fasilitas berupa :  -

64.1.
(h)

Peristiwa 
Kompens
asi

Termasuk Peristiwa Kompensasiyang
dapat  diberikan kepada

Penyedia adalah  -

68.1.(e) Besaran 
Uang Muka

Uang muka diberikan paling tinggi 
sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari 
Harga Kontrak.

68.2.(d)

Pembayar
an 
Prestasi 
Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan
dilakukan dengan cara bulanan  (Montly
Certificate) JDIH Kementerian PUPR
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1. Kontrak /RMK
2. Time Schedule
3. Surat ijin mulai 

kerja
4. BA Uitzet
5. Shop Drawing
6. Adendum (bila ada)
7. Laporan 

Mingguan
8. Sertifikat 

Bulanan
9. Mix Design
10. Back Up 

MC
11. Perintah  Perubahan

(CCO)
12. Photo 0%, 50%, 100%
13. Buku Kegiatan
14. Asbuilt Drawing
15. PHO
16. BA Pembayaran

Dokumen     penunjang     yang
disyaratkan     untuk mengajukan tagihan

pembayaran prestasi pekerjaan:
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68.3.(d)

Pembayar
an Bahan 
dan/atau 
Peralatan

68.4.
(c)

Denda

akibat 
Keterlambat
an

Untuk pekerjaan ini besar denda
keterlambatan untuk  setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari harga  kontrak  (sebelum
PPN)

75.
4

Perbaika
n Cacat 
Mutu

Denda  keterlambatan akibat Cacat Mutu
untuk  setiap hari keterlambatan adalah
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari
biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu
perbaikan cacat mutu sesuai  dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk
perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
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BangunanHasil Pekerjaan memiliki
Umur  Konstruksi selama .

50(lima  puluh)  tahun sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

76.1 Umur

a. Konstruksi 
dan 
Pertanggungan
terhadap 
Kegagalan 
Bangunan        

b.

Pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan ditetapkan selama 10
(.sepuluh  tahun) sejak  Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan. 

77.4

Penyelesaia
n 
Perselisihan/
Se ngketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka para pihak

sepakat menyelesaikan
perselisihan/sengketa melalui :
1.mediasi [apabila menggunakan

alternatif penyelesaian
sengketa dipilih mediasi/konsiliasi]
menunjuk           ………… [diisi
nama mediator/konsiliator]
atau
Dewan Sengketa menunjuk ………… 
[diisi nama sejumlah anggota dewan 
sengketa]2. Arbitrasemenunjuk ………… [diisi

nama lembaga arbitrase yang 
berbadan hukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan
penyelesaian sengketa berdasarkan hasil
kesepakatan saat Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak]

JDIH Kementerian PUPR
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LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS 
KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN 
TIMPANG

No  Mata

Satuan 
Pembaya     
Ukuran

ran

Kuantit
a s

Harga
Satuan

HPS
(Rp)

%
Terhad

a p
HPS

Ketera
ng an

……….
.

……….
.

……….
.

……….
.……….

.
……….
.

Harga
Satuan
Penaw
ar an
(Rp)

………..
………..

……….
.

……….
.

1     ………..
……….. 2     ………..

………..
3 Dst

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN 
SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan 
Utama Nama

Subpenye
dia

Alamat
Subpenye

dia

Kualifikasi
Subpenye

dia

Keterang
an

……….
.

……….
.

……….
.

……….
.

No Bagian 
Pekerjaa
n yang

Disubkontrakk
an 1 ………..
2 ………..

……….
.

……….
.

……….
.

……….
.3

Dstb. Pekerjaan bukan Pekerjaan 
Utama Nama

Subpenye
dia

Alamat
Subpenye

dia

Kualifikasi
Subpenye

dia

Keterang
an

……….
.

……….
.

……….
.

……….
.

No Bagian 
Pekerjaa
n yang

Disubkontrakk
an 1 ………..
2 ………..

……….
.

……….
.

……….
.

……….
.3

Dst DAFTAR PERSONEL 
MANAJERIAL

No  Nama
Person
el

Manajeri
al

Tingkat
Pendidika
n/ Ijazah

Sertifikat
Kompete
nsi Kerja

Keterang
an

Jabatan
dalam
Pekerja
an ini

……….. ……….
.

Pengalam
an Kerja
Profesion
al (Tahun)
……….. ……….

.
……….
.……….

.
……….
.

……….
.

……….
.

……….
.

1
……….. 2

………..
3 Dst

DAFTAR PERALATAN 
UTAMA

Merk

Kapasitas dan
Tipe

Jumlah

Kondisi

Status
Kepemilik

an

Keterang
an

……….. 
………..

……….. 
………..

……….
.

……….
.

……….. 
………..

……….. 
………..

……….
.

……….
.

No  Nama
Peralat
an
Utam

a 1 ………..
2 ………..
3 Dst JDIH Kementerian PUPR
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LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS 
KONTRAK RENCANA KESELAMATAN 
KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN 
KONSTRUKSI

.............

....
RENCANA KESELAMATAN 
KONSTRUKSI

[Logo & Nama 
Perusahaan]

[digunakan untuk usulan 
penawaran]

DAFTAR 
ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam 
Keselamatan Konstruksi A.1. Kepedulian pimpinan 
terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan 

Konstruksi B. Perencanaan 
keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian 
dan Peluang. B.2. Rencana tindakan (sasaran & 
program)
B.3. Standar dan peraturan 

perundangan C. Dukungan 
Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber 
Daya C.2. 
Kompetensi 
C.3. 
Kepedulian 
C.4. 
Komunikasi
C.5. Informasi 

Terdokumentasi D. Operasi 
Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan 

Konstruksi E.1. Pemantauan dan 
evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

CONTO
H

JDIH Kementerian PUPR
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2)
sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa 
Kemitraan/KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN 
KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan 
usaha] Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih
yang dan atas nama               sesuai dan cantumkan 
nama]

dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada
……………  [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan]
berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan
demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan
bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten 
bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi 
standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang 
memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar 
kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan 
Prosedur (SOP)

………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20….
[tahun]
[Nama 
Penyedia]

[tanda
tangan],
[nama

lengkap]

JDIH Kementerian PUPR
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha 
Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN 
KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : …………… [nama wakil sah badan 
usaha]Jabatan 

Bertindak 
untuk

2. 
Nama

: .............
: PT/CV/Firma/atau lainnya …………… 
[pilih yang sesuai dan cantumkan 
nama]
: ............. [nama wakil sah badan 
usaha]

Jabatan : ……………
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… 

[pilih yang sesuai dan cantumkan 
nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota 
Kemitraan/KSO]dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada
……………  [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan]
berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan
demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan
bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Konstruksi; 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten 
bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi 
standar kelaikan; 4. Menggunakan material yang 
memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar 
kelaikan; dan 6. Melaksanakan Standar Operasi dan 
Prosedur (SOP)

………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20….
[tahun]
[Nama 
Penyedia]

[Nama 
Penyedia]

[Nama 
Penyedia]

[tanda
tangan],
[nama

lengkap]

[tanda
tangan],
[nama

lengkap]

[tanda
tangan],
[nama

lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap 
anggota KSO]

JDIH Kementerian PUPR
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Dibuat 
oleh,

No 1, 2, 3 diisi PPK
No 4, 5, 6, 7, 8 diisi 
penyedia 155

NO

JDIH Kementerian PUPR

NO
JENIS/TIPE

PEKERJAAN

IDENTIFIKASI
BAHAYA

PENILAIAN RESIKO
SKALA

PRIORITAS

PENETAPAN
PENGENDALIAN

RISIKO K3

DAMPAK KEKERAPAN
TINGKAT
RESIKO 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Mobilisasi
dan
Demobilisasi

Kecelakaan dan
gangguan ke
sehatan
tenaga kerja
akibat
tempat kerja 
kurang
memenuhi sy
ara  >  luka
berat / ringan
.

2.   Kecelakaan
dan
gangguan ke
sehatan
pekerja akiba
t
penyimpana
n  peralatan
dan  bahan
atau
material kura
ng
memenuhi sy
arat  >  luka
berat/ringan

3.   Terjadi
tabrakan  >
luka
berat /ringan

4.   Lepasnya
alat  berat
dari  mobil
angkutan  /
jatuh  >  luka
berat  /
ringan.

5.   Gangguan
kesehatan
akibat
kegiatan
pembongkar
an  tempat
kerja,
instalasi
listrik,
peralatan
dan
perlengkapa
n,
pembersihan
dan
pengembalia
n  kondisi
yang  kurang
baik  >  luka
berat/ringan

Nama 
Perusahaan 
Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN 
PENGENDALIAN RISIKO K3

: .............
..... : .......
........... : .
...............
..
: .................. halaman : ….. / 
…..

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian 
dan Peluang.







156

B.2. Rencana tindakan (sasaran & 
program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN 
PROGRAM K3Nama 

Perusahaan 
Kegiatan
Lokasi
Tanggal 
dibuat

: .............
..... : .......
........... : .
...............
.. : ..........
........

NO TIPE/JENI
S

PEKERJA
AN

SASARAN KHUSUS

PROGRAMPENGENDALIAN
RISIKO

URAIAN

TOLOK
SUMBER UKUR

DAYA

JANGKA
INDIKATOR WAKTU

PENCAPAIAN

MONITORIN
G

PENANGGUN
G JAWAB

(1
)

(2
)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9
)

(10
)

Dibuat 
oleh,

Penyedia

JDIH Kementerian PUPR
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 BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA 

BARANG/JASA (SPPBJ) [kop 

surat K/L/PD]Nomor 
Lampir
an

: __________ __________, ____________ 
20__ : __________

Kepada Yth.
__________
di
__________

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket 
Pekerjaan __________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
__________  tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai
penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________
(____________________) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) ini  Saudara diharuskan untuk menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ………. (……….. Rupiah) [5% dari
nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai
dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai
penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku
selama …. (………………) hari kalender  [sekurang-kurangnya

sama dengan jangka waktu pelaksanaan]
dan menandatangani Surat Perjanjian paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang
disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan
terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.
Satuan Kerja 
__________ Pejabat 
Pembuat Komitmen
[tanda 
tangan]
[nama 
lengkap] 
[jabatan]
NIP. 
__________Tembusan Yth. :
1. ____________ [PA/KPA 
K/L/D/I] 2. ____________ [APIP 
K/L/D/I]
3. ____________ [Pokja 
Pemilihan] ......... dst

JDIH Kementerian PUPR
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 
(SPMK)

[kop surat satuan kerja 
K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA 
(SPMK)

Nomor: __________ 
Paket Pekerjaan: 
__________

Yang bertanda tangan di 
bawah ini:
_______________[nama Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] 
_______________[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat 
Komitmen]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal 
__________, bersama ini memerintahkan:

_______________[nama Penyedia Pekerjaan 
Konstruksi] _______________[alamat Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini 
diwakili oleh: __________
selanjutnya disebut sebagai 
Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: 
__________;

2. Tanggal mulai kerja: 
__________;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________)[hari 
kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada 
tanggal __________

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam
Syarat-Syarat Khusus Kontrak.__________, __ __________ 

20__
Untuk dan atas nama 
__________ Pejabat Pembuat
Komitmen
[tanda 
tangan]

[nama 
lengkap] 
[jabatan]
NIP: 
__________ JDIH Kementerian PUPR
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Menerima dan 
menyetujui:
Untuk dan atas nama 
__________
[tanda 
tangan]
[nama lengkap wakil sah badan
usaha] [jabatan]

JDIH Kementerian PUPR
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C. BENTUK SURAT-SURAT 
JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari
Bank

[Kop Bank Penerbit 
Jaminan]

GARANSI
BANK

sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN

No.
____________________Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________

dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama ______________________[nama

bank] berkedudukan di
_________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : ___________________[nama Pejabat Pembuat 
Komitmen] Alamat : 
_______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA 
JAMINAN
sejumlah uang Rp _______________________________________________
(terbilang ________________________________________________________)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan
atas pekerjaan _________________  berdasarkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________  tanggal
_________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]
Alamat : _______________________________________________selanjutnya disebut: YANG 

DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi
tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak
memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya 

dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh 
Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari

tanggal _____________________s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis

dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari  Penerima
Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari
Penerima Jaminan berdasar  Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut 
supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu 
disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak 
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,

masing-masing  pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. JDIH Kementerian PUPR
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Dikeluarkan
di Pada 
tanggal

:
_____________ 

:
_____________

[Ban
k]

Materai 
Rp6000,00

________________
[Nama dan

Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Garansi Bank 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Garansi 
ini ke _____[bank]

JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan 
Penjaminan

[Kop Penerbit 
Jaminan]

JAMINAN 
PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: 
___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia,

selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama
penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai  Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat     pada     _____________________ [nama

Pejabat Pembuat Komitmen],
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan,
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
________________ (terbilang __________________________________)2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri 
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik 
dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban

dalam melaksanakan pekerjaan __________________
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal 
________________untuk        pelaksanaan tender pekerjaan 
______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan 
efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

4. Jaminan ini berlaku 
apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya 
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat  (Unconditional)setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa  PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda  TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi  hutangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
_____________ pada

tanggal _______________
TERJAMIN

PENJAMIN Materai 
Rp6000,00

_____________________
[Nama dan Jabatan]

__________________
[Nama dan

Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Jaminan 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Jaminan 
ini ke _____[Penerbit 
Jaminan] JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Uang Muka dari 
Bank
[Kop Bank Penerbit 
Jaminan]

GARANSI
BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA

No. 
____________________Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________

dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama ______________________[nama

bank] berkedudukan di
_________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama               : __________________ [nama Pejabat Pembuat

Komitmen] Alamat             :
_______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA 
JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________
(terbilang ________________________________________________________)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas
pekerjaan _________________  berdasarkan Kontrak  No. ________________
tanggal __________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]
Alamat : _______________________________________________selanjutnya disebut: YANG 

DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi
tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin
lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran
kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari

tanggal _____________________s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis

dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari  Penerima
Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut  di atas atau sisa Uang Muka yang belum
dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima
tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijamin cidera  janji/lalai/tidak  memenuhi
kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut 
supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu 
disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak 
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,

masing-masing  pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan
di Pada 
tanggal

:
_____________ 

:
_____________

[Ban
k]

Materai 
Rp6000,00

________________
[Nama dan

Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Garansi Bank 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Garansi 
ini ke _____[bank] JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan 
Penjaminan

[Kop Penerbit 
Jaminan]
JAMINAN UANG 
MUKA

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: 
___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________
[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia,

selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama
penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai  Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat     pada     _____________________ [nama

Pejabat Pembuat Komitmen],
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan,
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
________________ (terbilang __________________________________)2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik
dan benar bilamana TERJAMIN tidak  memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _______________________  sebagaimana

ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________
tanggal_____________________dari PENERIMA JAMINAN.3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan 
efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran
kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib
dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum
dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji.6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa  PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda  TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi  hutangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
_____________ pada

tanggal _______________
TERJAMIN

PENJAMIN Materai 
Rp6000,00

_____________________ 
[Nama dan 
Jabatan]

__________________
[Nama dan

Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Jaminan 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Jaminan 
ini ke _____[Penerbit 
Jaminan] JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Pemeliharaan dari
Bank

[Kop Bank Penerbit 
Jaminan]

GARANSI
BANK

sebagai
JAMINAN

PEMELIHARAAN No.
____________________Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________

dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama  ______________________[nama

bank] berkedudukan
di

_________________________________________ [alamat]untuk selanjutnya disebut:

PENJAMINdengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : ___________________[nama Pejabat Pembuat 
Komitmen] Alamat : 
_______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA 
JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________
(terbilang ________________________________________________________)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan
atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________
tanggal ________________, apabila:

Nama : _____________________________ [nama penyedia]
Alamat : _______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG 
DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi
tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak
memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari

tanggal _____________________s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis

dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari  Penerima
Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari
Penerima Jaminan berdasar  Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut 
supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu 
disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak 
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,

masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap
di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan
di Pada 
tanggal

:
_____________ 

:
_____________

[Ban
k]

Materai 
Rp6000,00 
________________

[Nama dan 
Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Garansi Bank 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Garansi 
ini ke _____[bank] JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan 
Penjaminan

[Kop Penerbit 
Jaminan]

JAMINAN 
PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: __________________ Nilai: 
___________________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________

[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia,
selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama
penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai  Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat     pada     _____________________ [nama

Pejabat Pembuat Komitmen],
_________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan,
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
________________ (terbilang __________________________________)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik
dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam

melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana
ditetapkanberdasarkan Kontrak No.        _______________
tanggal_____________________ dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan 
efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan 
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat  (Unconditional)setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa  PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda  TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi  hutangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
_____________ pada

tanggal _______________

TERJAMI
N

PENJAMI
N

Materai 
Rp6000,00

__________________
[Nama & Jabatan]

__________________
[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, 
pemegang Jaminan 
disarankan untuk 
mengkonfirmasi Jaminan 
ini ke _____[Penerbit 
Jaminan]

JDIH Kementerian PUPR



Demikian Dokumen Pengadaan kami buat dengan sebenarnya.

Temanggung,          Maret  2019

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan 

Ir. HERU SUSIYANTO

NIP. 19640918 200604 1 006



 

 
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK 

 
 

1. Nomor dan Tanggal DPA   :103.1030100.01.0042.52  Tanggal 05 Maret 2019 

2. Nama Kegiatan    : PELEBARAN JALAN KANDANGAN - TEGONG 

3. Nama Paket Pekerjaan   : PELEBARAN JALAN KANDANGAN - TEGONG 

4. Nomor dan Tanggal Kontrak  : 

5. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak :  

6. Penyedia Jasa    : 

7. Alamat Penyedia Jasa   : 

8. Nilai Kontrak    : 

9. Jenis Kontrak    : Gabungan Harga Satuan dan Lumsump 

10. Uraian Pekerjaan   : Pelebaran Jalan 

11. Cara Pembayaran   : Bulanan (MC) 

12. Jangka Waktu Pelaksanaan  : 150 Hari 

13. Jangka Waktu Pemeliharaan  : 180 Hari 

14. Ketentuan Sanksi   : denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak 

 

 
 

 Rancangan Kontrak ditetapkan oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Temanggung,      April  2019 
 
 
 
Pejabat Pembuat Komitmen  
 
 
 
 
 

MUCHAROM, ST 
NIP. 19650116 199303 1 005 

 
Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PEMERINTAHKABUPATENTEMANGGUNG 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Pahlawan Nomor 21Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421 

                   Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id 

 

http://www.temanggungkab.go.id/


 

RANCANGANKONTRAK 

I. SURAT PERJANJIAN 

SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi  

................(Sesuai Paket yang ditenderkan) 
Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan: 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 
Akta Notaris Nomor 
Tanggal 
Notaris 

:…………..[namawakilPenyedia]:…
………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[alamatPenyedia] 
:…………..[sesuaiaktanotaris] 
:…………..[tanggalpenerbitanakta] 
:…………..[namanotarispenerbitakta] 

yangbertindakuntukdanatasnama…………..[namabadanusaha]selanjutnya 
disebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH1-PENYEDIATUNGGAL 



(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani Kontrak 
ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganpenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dan kondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

Pasal 4 
DOKUMENKONTRAK 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian(apabila
ada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
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danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSurat Perjanjian(apabila ada); 

b. SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 5 
MASAKONTRAK 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampai denganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama 120 (Seratus dua puluh)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama180(seratus delapan puluh)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamabadanusaha] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 

JDIHKementerian PUPR 
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SURATPERJANJIAN 

Kontrak GabunganLumsumdanHarga Satuan 

PaketPekerjaanKonstruksi 

........................[diisinamapaketpekerjaan] 

Nomor:........................[diisinomorKontrak] 

SURATPERJANJIAN iniberikutsemua lampirannya adalahKontrak Kerja Konstruksi 
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuat 
danditandatanganidi...........padahari..........tanggal…....bulan.................tahun..............
[tanggal,bulandantahundiisidenganhuruf],berdasarkan Surat PenetapanPemenangN
omor.……tanggal…….,SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa 
(SPPBJ)Nomor…….tanggal…….,[jikakontraktahunjamakditambahkansuratpersetuj
uanpejabatyangberwenang,misal:“danSuratMenteriKeuangan(untuksumberdanaAP
BN)/NotaKesepakatanbersamaantara…..(diisikepaladaerahpemdasetempat)danDPR
D….(diisiDPRDdaerahsetempat)(untuksumberdanaAPBD)Nomor.....tanggal.....perih
al.....”],antara: 

Nama 
NIPJaba
tan 
Berkedudukandi 

:…………..[namaPPK]:…
………..[NIPPPK] 
:PPK 
...........[sesuaiSKPengangkatan]:………
…..[alamatPPK] 

yangbertindakuntukdanatasnama*)PemerintahIndonesiac.q.KementerianPekerjaan
UmumdanPerumahanRakyatc.q.DirektoratJenderal…….c.q.SatuanKerja…….berda
sarkanSuratKeputusan…….Nomor…….tanggal…….tentang 
…….[SKpengangkatanPPK]selanjutnya disebut“PPK”,dengan : 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukandi 

:…………..[namawakilKSO] 
:…………..[sesuaisuratperjanjianKSO]:…
………..[alamatwakilKSO] 

yangbertindakuntukdanatasnama.....................[namabadanusahaKSO]sebagai 

badanusaha Kerja Sama Operasi(KSO)yang beranggotakansebagaiberikut: 

1.
 ......................[namaPenyedia1];2
.
 ......................[namaPenyedia2];3
. dst. yangmasing-masinganggotanyabertanggungjawabsecaratanggungrentengatas 
semuakewajibanterhadapPPKsebagaimanadiaturdalamKontrakiniberdasarkan 
suratPerjanjianKerjaSamaOperasi(KSO)Nomor................tanggal........... 
selanjutnyadisebut“Penyedia”. 

Dandenganmemperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2Tahun2017tentangJasa Konstruksi; 

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata (BukuIIItentang Perikatan); 

3. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentangPenyelenggaraanJasa 
KonstruksisebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanPemer
intahNomor 54 Tahun2016; 

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah; 

5. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor07/PRT/M/2011tentangStandar 
danPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansi 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri 
PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat Nomor 31/PRT/M/2015. 

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIHDAHULUBAHWA: 

CONTOH2-PENYEDIAKSO 
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(a)telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilih
an; 

(b)PPKtelahmenunjukPenyediamenjadipihakdalamKontrakinimelaluiSurat 
PenunjukanPenyediaanBarang/Jasa(SPPBJ)untukmelaksanakanPekerjaanKonstr
uksi............[diisinamapaket pekerjaan]sebagaimanaditerangkandalam 
dokumenKontrak iniselanjutnya disebut“PekerjaanKonstruksi”; 

(c)PenyediatelahmenyatakankepadaPPK,memilikikeahlianprofesional,tenaga 
kerjakonstruksi,dansumberdayateknis,sertatelahmenyetujuiuntuk 
melaksanakanPekerjaanKonstruksisesuaidenganpersyaratandanketentuan 
dalamKontrak ini; 

(d)PPKdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatangani 
Kontrak ini,danmengikatpihak yang diwakili; 

(e)PPKdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandenganPenandatang
ananKontrak ini masing-masing pihak : 

1)telahdansenantiasadiberikankesempatanuntuk didampingiolehadvokat; 

2)menandatanganiKontrakinisetelahmeneliti secara patut; 

3)telahmembaca danmemahamisecara penuh ketentuanKontrakini; 

4)telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfir
masikansemuaketentuandalamKontrakinibesertasemua fakta dankondisi 
yang terkait. 

Makaolehkarenaitu, PPKdan Penyediadenganini bersepakat dan menyetujui untuk 
membuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi.............[diisinamapaketpek
erjaan]dengan syaratdan ketentuan sebagaiberikut. 

Pasal 1 
ISTILAHDANUNGKAPAN 

Peristilahan danungkapan dalamSuratPerjanjian inimemilikiarti danmakna yang 
samasepertiyangtercantum dalamlampiran SuratPerjanjian ini. 

Pasal 2 
RUANG LINGKUPPEKERJAAN 

Ruang lingkuputama pekerjaanterdiri dari: 

1. ................ 

2. ................ 

3. dst. 

[Catatan: ruanglingkuputamapekerjaandiisidenganoutput dari pekerjaantersebutses
uaidengandokumenidentifikasikebutuhandalamRenstra] 

Pasal 3 
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN 

(1)HargaKontraktermasukPajakPertambahanNilai(PPN)yangdiperolehberdasarkanto
talhargapenawaranterkoreksisebagaimanatercantumdalamDaftarKuantitas/Kel
uarandanHargaadalahsebesarRp.………..(………..ditulisdalamhuruf……..)den
gankodeakun kegiatan……….; 

(2)Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisisumberpembiayaannya]; 

(3)PembayaranuntukkontrakinidilakukankeBank.....rekening nomor:............. atas 
namaPenyedia:................ 

[Catatan:untukkontraktahunjamakagardicantumkanrincianpendanaanuntukmasing
-masingTahunAnggarannya] 

Pasal 
4DOKUMENKONTRA
K 

(1)Kelengkapandokumen-dokumenberikutmerupakansatukesatuandanbagian 
yangtidakterpisahkandariKontrakiniterdiridariadendumSuratPerjanjian 
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(apabilaada),SuratPerjanjian,SuratPenawaran,DaftarKuantitas/Keluaran 
danHarga,Syarat-SyaratUmumKontrak,Syarat-SyaratKhususKontrakbeserta 
lampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,subpenyedia, 
personelmanajerial,danperalatanutama),lampiranB(RencanaKeselamatanKonstr
uksi),spesifikasiteknis,gambar-gambar,dandokumenlainnyaseperti: 
SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan, jaminan-
jaminan,BeritaAcaraRapatPersiapanPenandatangananKontrak, BeritaAcara 
RapatPersiapanPelaksanaanKontrak. 

(2)Jikaterjadipertentanganantaraketentuandalamsuatudokumendengan 
ketentuandalam dokumen yanglain makayangberlakuadalah ketentuan dalam 
dokumenyang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarki sebagai berikut: 

a. adendumSuratPerjanjian(apabila ada); b.

 SuratPerjanjian; 

c. SuratPenawaranberikutDaftar Kuantitas/Keluarandan Harga; d.

 Syarat-SyaratKhusus Kontrak; 

e. Syarat-SyaratUmumKontrak; 

f. spesifikasiteknis; dan 

g. gambar-gambar. 

Pasal 
5MASAKONTRA
K 

(1)MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan; 

(2)MasaPelaksanaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrak,dihitung 
sejakTanggalMulaiKerjayang tercantumdalamSPMKsampaidenganTanggal 
PenyerahanPertamaPekerjaanselama……….(…dalamhuruf…)hari kalender; 

(3)MasaPemeliharaanditentukandalamSyarat-SyaratKhususKontrakdihitung 
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan selama.........(.......dalamhuruf......)hari kalender. 

Dengandemikian,PPKdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandatangani 
KontrakinipadatanggaltersebutdiatasdanmelaksanakanKontraksesuaidengan 
ketentuanperaturanperundang-
undangandiRepublikIndonesiadandibuatdalam2(dua)rangkap,masing-
masingdibubuhidenganmeterai,mempunyaikekuatanhukumyangsamadanmengikatb
agiparapihak,rangkapyanglaindapat diperbanyak sesuaikebutuhantanpa 
dibubuhimeterai. 

Untuk danatas nama 
.............[diisinamaKSO] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPPKmakarekatkanmeteraiRp6.000,

-)] 

[namalengkap][
jabatan] 

Untuk danatas nama 
PPK.............[diisisesuaiSK 

Pengangkatan] 

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniu
ntukPenyediamakarekatkanmeteraiRp6.

000,-)] 

[namalengkap]NIP.
…………………… 
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II.SYARAT-SYARAT UMUMKONTRAK 

KETENTUANUMUM 

1.Definisi Istilah-istilahyangdigunakandalamSyarat-Syarat 
UmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharus 
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang 
dimaksudkansebagai berikut. 

1.1 AparatPengawasInternPemerintahyang 
selanjutnyadisingkatAPIPadalahaparat 
yangmelakukanpengawasanmelaluiaudit, 
reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatanpeng
awasanlainterhadappenyelenggaraantugas 
dan fungsi Pemerintah. 

1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakkan 
adalahbagianpekerjaanutamaataubagianpek
erjaanbukanutamayangditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihanyangpelaksanaannyadiserahkan 
kepadaPenyedialain(subpenyedia)dandisetuj
uiterlebihdahuluolehPPK. 

1.3 DaftarKuantitas/Keluaran dan Hargaadalah 
daftarkuantitas/keluaranyangtelahdiisi 
hargasatuan kuantitas/keluaransesuai 
ketentuanpemberlakuannyadanjumlahbiaya
keseluruhannyayangmerupakanbagian dari 
penawaran. 

1.4 Direksi Lapangan adalah
 tenaga/timpendukungyangdibent
uk/ditetapkanolehPPK,terdiridari1(satu)ora
ngataulebih, 
untukmengelolaadministrasiKontrakdanmen
gendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

1.5 Harga Kontrak adalah total harga 
pelaksanaanpekerjaanyangtercantum 
dalamKontrak. 

1.6 HargaPerkiraanSendiriyangselanjutnya 
disingkatHPSadalahperkiraanharga 
barang/jasa yang ditetapkanolehPPK. 

1.7 HargaSatuanPekerjaanyangselanjutnya 
disingkatHSPadalahhargasatujenis 
pekerjaantertentuper satu satuantertentu. 

1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 
kerangka    waktu yang sudahterinci 
berdasarkanMasaPelaksanaan,setelah 
dilaksanakan
 pemeriksaanlapanganbersama    
dandisepakati    dalamrapat 
persiapanpelaksanaanKontrak. 

1.9 KeadaanKaharadalahsuatukeadaanyang 
terjadidiluarkehendakparapihakdalamKontr
akdantidakdapatdiperkirakan sebelumnya,
 sehingga kewajiban yang 
ditentukandalamKontrakmenjaditidak 
dapatdipenuhi. 

1.10KegagalanBangunanadalahsuatukeadaan 
keruntuhanbangunandan/atautidak 

JDIHKementerian PUPR 



107 

berfungsinyabangunansetelahpenyerahan 
akhir hasilJasa Konstruksi. 

1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya 
disingkatKSO adalahkerjasamausahaantar 
Penyedia yang masing-masing pihak 
mempunyaihak,kewajibandantanggung 
jawabyangjelasberdasarkanperjanjiantertulis
. 

1.12 KontrakKerjaKonstruksiselanjutnyadisebut 
Kontrakadalahkeseluruhandokumenyang 
mengaturhubunganhukumantaraPPK 
denganPenyediadalampelaksanaanjasa 
konsultansi konstruksi atau pekerjaan 
konstruksi. 

1.13 KontrakGabunganLumsumdanHarga 
SatuanadalahKontrakyangmerupakan 
gabunganlumsumdanhargasatuandalam1(sa
tu)pekerjaanyang diperjanjikan. 

1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBNyang selanjutnya 
disingkat     KPA adalah pejabat     yang 
memperolehkuasa     dari     PAuntuk 
melaksanakansebagiankewenangandantangg
ungjawabPenggunaanAnggaranpada 
KementerianNegara/Lembaga       yang 
bersangkutan. 

1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada 
pelaksanaan APBDyang selanjutnya 
disingkatKPAadalahpejabatyangdiberi kuasa     
untuk     melaksanakansebagian 
kewenanganPenggunaAnggarandalammelak
sanakansebagiantugasdanfungsi 
PerangkatDaerah. 

1.16 Masa Kontrak adalah jangka
 waktuberlakunyaKontrakiniterhitun
gsejak 
tanggalpenandatangananKontraksampai 
denganTanggal PenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.17
 MasaPelaksanaanadalahjangkawa
ktuuntukmelaksanakanseluruhpekerjaanterh
itungsejakTanggalMulaiKerjasampai dengan
 Tanggal Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 

1.18 MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntuk
 melaksanakan
 kewajibanpemeliharaanolehPen
yedia,terhitungsejak 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaan. 

1.19 MataPembayaranUtamaadalahmata 
pembayaranyangpokokdanpentingyang 
nilaibobotkumulatifnyaminimal80% 
(delapanpuluhperseratus)dariseluruhnilai 
pekerjaan, dihitung mulai dari mata 
pembayaranyang nilai bobotnya terbesar. 

1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 adalahmetodeyangmenggambarka
npenguasaanpenyelesaianpekerjaanyangsiste
matisdari 
awalsampaiakhirmeliputitahapan/urutan 
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pekerjaanutamadanuraian/carakerjadari 
masing-
masingjeniskegiatanpekerjaanutamayangdap
atdipertanggungjawabkan secara teknis. 

1.21 PanitiaPemeriksaHasilPekerjaanyang 
selanjutnyadisingkatPPHPadalahtimyang 
bertugas memeriksa administrasi hasil 
pekerjaanPengadaanBarang/Jasa. 

1.22 PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnya 
disingkatPPKadalahpejabatyangdiberi 
kewenanganolehPA/KPAuntukmengambil 
keputusandan/ataumelakukantindakan 
yangdapatmengakibatkanpengeluaran 
anggaranbelanjanegara/anggaranbelanja 
daerah. 

1.23 PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhan atau
 sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan,                       pengoperasian, 
pemeliharaan,        pembongkaran,        
danpembangunankembalisuatubangunan. 

1.24 Pekerjaan Utamaadalah jenispekerjaanyang 
secaralangsungmenunjangterwujudnya 
danberfungsinyasuatukonstruksisesuai 
peruntukannya yang ditetapkan 
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihan. 

1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang 
peroranganataubadanusaha,baikyang 
berbentukbadanhukummaupunbukanbadan
hukumyang     
didirikandanberkedudukanataumelakukank
egiatan dalamwilayahhukumnegaraRepublik 
Indonesia,baiksendirimaupunbersama-
samamelaluiperjanjianmenyelenggarakan 
kegiatanusahadalamberbagaibidang 
ekonomi. 

1.26 PengawasPekerjaanatauDireksiTeknis adalah
 tim pendukung yang 
ditunjuk/ditetapkanolehPPKyangbertugas 
untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan. 

1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingkatPAadalahpejabatpemegang 
kewenanganpenggunaananggaranKementeri
anNegara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

Usaha    yang 
berdasarkan 

1.28 Penyedia adalah
 Pelakumenyedia
kan barang/jasa 
Kontrak. 

1.29
 PersonelManajerialadalahtenagaahlia
tautenagateknisyangditempatkansesuai 
penugasanpadaorganisasipelaksanaanpekerj
aan. 

1.30 SanksiDaftarHitamadalahsanksiyang 
diberikan kepada Peserta 
pemilihan/Penyedia berupa      
laranganmengikuti PengadaanBarang/Jasa d
i seluruhKementerian/Lembaga/Perangkat     
Daerah dalamjangka waktutertentu. 
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1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang 
mengadakanperjanjiankerjatertulisdenganPe
nyediapenanggungjawabKontrak,untuk 
melaksanakansebagian
 pekerjaan(subkontrak). 

1.32 SuratJaminanyangselanjutnyadisebut 
Jaminanadalahjaminantertulisyang 
dikeluarkanolehBankUmum/PerusahaanPen
jaminan/PerusahaanAsuransi/lembaga 
keuangankhususyangmenjalankanusaha 
dibidangpembiayaan,penjaminan,dan 
asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia/KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/KonsorsiumLembaga 
Penjaminan/Konsorsium
 PerusahaanPenjaminansesuaide
nganketentuandalamperaturanperundang-
undangan. 

1.33 SuratPerintahMulaiKerjayangselanjutnya 
disingkat SPMK adalah surat yang 
diterbitkanolehPPKkepadaPenyediauntuk 
memulaimelaksanakanpekerjaan. 

1.34 TanggalMulaiKerjaadalahtanggalyang 
dinyatakanpadaSPMKyangditerbitkanolehPP
K untuk memulai
 melaksanakanpekerjaan. 

1.35 TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan adalah
 tanggal serah terima pertama 
pekerjaan selesai
 (ProvisionalHandOver/PHO)dinyat
akandalamBeritaAcara 
SerahTerimaPertamaPekerjaanyang 
diterbitkanolehPPK. 

1.36
 TanggalPenyerahanAkhirPekerjaanad
alahtanggalserahterimaakhirpekerjaanselesa
i 
(FinalHandOver/FHO)dinyatakandalamBerit
aAcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan yang 
diterbitkanolehPPK. 

1.37 TenagaKerjaKonstruksiadalahtenagakerja 
yangbekerjadisektorkonstruksiyang 
meliputiahli,teknisiatauanalis,danoperator. 

2.Penerapan
 SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksa
naanPekerjaan Konstruksi ini tetapi
 tidak dapat 
bertentangandenganketentuan-
ketentuandalamDokumenKontrak    lainyang    
lebihtinggi 
berdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian. 

3.Bahasa danHukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa 
Indonesia. 

3.2 DalamhalKontrakdilakukandenganpihak 
asingharusdibuatdalambahasaIndonesia 
danbahasaInggris.Dalamhalterjadi 
perselisihandenganpihakasingdigunakanKon
trak dalambahasa Indonesia. 

3.3 Hukumyangdigunakanadalahhukumyang 
berlakudiIndonesia. 

4.Korespondensi 4.1 Semuakorespondensidapatberbentuksurat, e-
maildan/ataufaksimilidenganalamat 
tujuanparapihakyangtercantumdalam SSKK. 
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4.2 Semuapemberitahuan,permohonan,ataupers
etujuanberdasarkanKontrakiniharus dibuat
 secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia, dandianggaptelah 
diberitahukanjikatelahdisampaikansecaralan
gsung 
kepadaWakilSahParaPihakdalamSSKK, 
ataujikadisampaikanmelaluisurattercatat 
dan/ataufaksimiliditujukankealamatyang 
tercantumdalamSSKK. 

5.WakilSahPara Pihak 5.1 Setiaptindakanyangdisyaratkanatau 
diperbolehkanuntukdilakukan,dansetiap 
dokumen yang disyaratkan atau 
diperbolehkanuntukdibuatberdasarkanKontr
akiniolehPPKatauPenyediahanya 
dapatdilakukanataudibuatolehWakilSahPara
Pihakataupejabatyangdisebutkan 
dalamSSKK. 

5.2 KewenanganWakilSahParaPihakdiatur 
dalamSuratKeputusandariParaPihakdanharu
sdisampaikankepadamasing-masing pihak. 

5.3 DireksiLapanganyangditunjukmenjadi 
WakilSahPPKmemilikitugas : 

a. melaksanakan pendelegasian sesuai 
denganpelimpahan dari PPK; 

b. mengelola administrasi kontrak; dan 

c. mengendalikanpelaksanaanpekerjaan. 

6.LaranganKorupsi,
 6.1
KolusidanNepotisme 
(KKN),Penyalahgunaan 
Wewenang serta 
Penipuan 

Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasa 
pemerintah,para pihak dilarang untuk : 

a. menawarkan, menerima
 ataumenjanjikanunt
uk memberi
 ataumenerimahadia
hatauimbalanberupa 
apasajaataumelakukantindakan 
lainnyauntukmempengaruhisiapapun 
yangdiketahuiataupatutdapatdiduga 
berkaitan denganpengadaanini; 

b. mendorongterjadinyapersaingantidak 
sehat;dan/atau 

c. membuat dan/atau menyampaikan 
secaratidakbenardokumendan/atau 
keteranganlainyangdisyaratkanuntuk 
penyusunandanpelaksanaanKontrak ini. 

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang 
bersangkutantermasuksemuaanggotaKSO(ap
abila         berbentuk         KSO)dan 
subpenyedianya(jikaada)tidakpernahdantida
k akanmelakukantindakan yang 
dilarang pada pasal 6.1di atas. 

6.3
 PenyediayangmenurutpenilaianPPKte
rbuktimelakukanlarangan-larangandi atas
 dapat dikenakan sanksi-sanksi 
administratif olehPPK sebagaiberikut: a. pemutusanKontrak; 

b. JaminanPelaksanaandicairkandan 
disetorkan sebagaimana ditetapkan 
dalamSSKK; 

c.    
sisauangmukaharusdilunasiolehPenyediaata

uJaminanUangMuka 
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dicairkandandisetorkansebagaimana 
ditetapkan dalam SSKK; dan 

d. pengenaanSanksiDaftar Hitam. 

[catatan: pengenaan Sanksi
 DaftarHitamditetapkanolehP
A/KPAatasusulanPPK. 
PA/KPA menyampaikan
 dokumenpenetapanSanksiD
aftarHitamkepada:1)Penyediayangdiken
akanSanksi 

DaftarHitam;dan 
2)unitkerja yang

 melaksanakanfungsil
ayananpengadaansecaraelektronik,
untukditayangkandalamDaftarHita
mNasional] 

6.4Pengenaansanksiadministratifdiatas 
dilaporkanolehPPK kepada PA/KPA. 

6.5 PPKyangterlibatdalamKKNdanpenipuan 
dikenakansanksiberdasarkanketentuanperat
uranperundang-undangan. 

7.Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal 
material/bahanyangterdiridaririncian 
komponendalamnegeridankomponen impor. 

7.2 Asalmaterial/bahanmerupakantempat 
material/bahan diperoleh, antara
 laintempatmaterial/baha
nditambang,tumbuh, atau diproduksi. 

8.Pembukuan Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatan 
keuanganyangakuratdansistematissehubungan 
denganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkan 
standar akuntansi yang berlaku. 

9.Perpajakan Penyedia,Subpenyedia(jikaada),danTenagaKerja 
Konstruksiyangbersangkutanberkewajibanuntuk 
membayar
 semuapajak,bea,retribusi,danpungutan
lainyangdibebankanolehperaturanperpajakanataspe
laksanaanKontrakini.Semua pengeluaranperpajakan
 ini dianggap
 telahtermasuk dalamHarga Kontrak. 

10.PengalihanSeluruhK
ontrak 

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya 
diperbolehkandalamhalpergantiannama 
Penyedia,baiksebagaiakibatpeleburan(merge
r)maupunakibat lainnya. 

10.2 Jikaketentuandiatasdilanggarmaka 
KontrakdiputuskansepihakolehPPKdanPenye
diadikenakansanksisebagaimana diatur 
dalampasal41.2. 

11.Pengabaian Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelang
garanketentuantertentuKontrakolehpihak 
yanglainmakapengabaiantersebuttidakmenjadi 
pengabaianyangterus-menerusselamaMasa Kontrak 
atauseketikamenjadipengabaianterhadappelanggara
nketentuanyanglain.Pengabaianhanya dapat 
mengikatjikadapat dibuktikansecaratertulis 
danditandatanganiolehWakilSahPihakyang 
melakukanpengabaian. 

12.PenyediaMandiri PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggung 
jawabpenuhterhadapTenagaKerjaKonstruksidan 

JDIHKementerian PUPR 



112 

subpenyedianya(jikaada)sertapekerjaanyang 
dilakukanolehmereka. 

13.KSO KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayang 
disebutdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatas 
namaKSOdalampelaksanaanhakdankewajibanterha
dapPPKberdasarkanKontrak ini. 

14.PengawasanPelaksanaa
nPekerjaan 

14.1 PPK menetapkan Pengawas
 Pekerjaan(Direksi
 Teknis)untuk      
melakukanpengawasanpelaksanaanpekerjaa
nsesuai Kontrakini.PengawasPekerjaandapat 
berasaldaripersonelPPKatauPenyediaJasa 
Pengawasan(KonsultanPengawas). 

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, 
PengawasPekerjaanbertindakprofesional. 
JikatercantumdalamSSKK,Pengawas 
PekerjaanyangberasaldariPersonelPPK 
dapatbertindak sebagaiWakilSahPPK. 

15.Tugas danWewenang 
Pengawas Pekerjaan 

15.1 Semuagambardanrencanakerjayang 
digunakandalampelaksanaanpekerjaan 
sesuaiKontrak,untukpekerjaanpermanenma
upun pekerjaan sementara harus 
mendapatkanpersetujuandariPengawas 
Pekerjaan. 

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukanterlebihdahuluadapekerjaan 
sementarayangtidaktercantumdalamDaftarK
uantitasdanHargadi dalamKontrak maka     
Penyedia berkewajiban untuk 
menyerahkanspesifikasidangambarusulanpe
kerjaansementara tersebut untuk 
mendapatkanpernyataantidakberkeberatan(
noobjection)untukdilaksanakandari 
Pengawas Pekerjaan. 
Pernyataantidakberkeberatanatasrencana 
pekerjaansementarainitidakmelepaskanPeny
ediadaritanggungjawabnyasesuai Kontrak. 

15.3 PengawasPekerjaanmelaksanakantugas 
danwewenang paling sedikitmeliputi: 

a. mengevaluasidanmenyetujuirencana 
mutupekerjaankonstruksi PenyediaJasa 
pelaksana konstruksi; 

b.
 memberikanijindimulainyasetiaptaha
panpekerjaan; c.
 memeriksadanmenyetujuikemajuanp
elaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
dengan ketentuandalamKontrak; d. memeriksadanmenilaimutudan 
keselamatankonstruksiterhadaphasil 
akhir pekerjaan; 

e. menghentikansetiappekerjaanyang tidak 
memenuhi persyaratan; 

f. bertanggungjawab terhadap hasil 
pelaksanaanPekerjaanKonstruksisesuai 
tugas dantanggungjawabnya; 

g. memberikanlaporansecaraperiodik 
kepadaPPKsesuaidenganketentuan 
dalamKontrak. 
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15.4 Penyediaberkewajibanuntukmelaksanakan 
semuaperintahPengawasPekerjaanyang 
sesuai dengan kewenangan Pengawas 
PekerjaandalamKontrak ini. 

16.Penemuan-penemuan PenyediawajibmemberitahukankepadaPPKdan 
kepadapihakyangberwenangsemuapenemuanbenda
/barangyangmempunyainilaisejarahataupenemuan
kekayaandilokasipekerjaanyang 
menurutperaturanperundang-undangandikuasai 
olehnegara. 

17.Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyediaberkewajibanuntukmenjamin 
aksesPPK,WakilSahPPK,Pengawas 
Pekerjaandan/ataupihakyangmendapat 
izindariPPKkelokasikerjadanlokasi 
lainnyadimanapekerjaaninisedangatau 
akandilaksanakan. 

17.2 Penyediaharusdianggaptelahmenerima 
kelayakandanketersediaanjalurakses 
menujulapangan.Penyediaharusberupaya 
menjagasetiapjalanataujembatandari 
kerusakanakibatpenggunaan/lalulintas 
PenyediaatauakibatpersonelPenyedia. 
Kecuali ditentukanlainmaka: 
a. Penyediaharusbertanggungjawabatas 

pemeliharaanyangmungkindiperlukan 
akibatpenggunaanjalur akses; 

b. Penyediaharusmenyediakanrambu 
ataupetunjuksepanjangjalurakses,danme
ndapatkanperizinanyangmungkin 
disyaratkanolehotoritasterkaituntuk 
penggunaanjalur, rambu, dan petunjuk; 

c. biayakarenaketidaklayakanatautidak 
tersedianyajaluraksesuntukdigunakanol
eh Penyedia, harus ditanggung 
Penyedia; dan 

d. PPKtidakbertanggungjawabatasklaim 
yang mungkin timbul akibat 
penggunaanjalur akses. 

17.3 PPKtidakbertanggungjawab atasklaimyang 
mungkintimbulselainpenggunaanjalur akses 
tersebut. 

PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK 

18.Masa 
PelaksanaanKontr
ak 

Kontrakiniberlakuefektifsejakpenandatanganan 
SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidengan 
TanggalPenyerahanAkhirPekerjaandanhakdan 
kewajibanParaPihak yangterdapatdalamKontrak 
sudahterpenuhi. 

B.1PelaksanaanPekerjaan 

19.PenyerahanLokasiKerja19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerjadilakukanpen
injauanlapanganbersamaolehpara pihak. 

19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan 
lokasikerjasesuaidengankebutuhanPenyedia
yangtercantumdalamrencana 
kerjayangtelahdisepakatiolehparapihak 
dalamRapatPersiapanPenandatangananKont
rak,untukmelaksanakanpekerjaantanpaadah
ambatankepadaPenyedia sebelumSPMK 
diterbitkan. 
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19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan 
dituangkandalamBeritaAcaraPenyerahan 
LokasiKerja. 

19.4 Jikadalampeninjauanlapanganbersama 
ditemukan hal-hal yang dapat 
mengakibatkanperubahanisi Kontrak maka 
perubahantersebutharusdituangkandalam 
adendumKontrak. 

19.5 JikaPPKtidakdapatmenyerahkanlokasi 
kerjasesuaikebutuhanPenyediayang 
tercantum dalamrencanakerja(sesuaipasal 
19.2)untukmelaksanakanpekerjaandanterbu
ktimerupakansuatuhambatan,maka 
kondisiiniditetapkansebagaiPeristiwa 
Kompensasi. 

20.SuratPerintahMulai 
Kerja (SPMK) 

20.1
 PPKmenerbitkanSPMKpalinglambat1
4(empatbelas)harikerjasejaktanggal 
penandatangananKontrakatau14(empat 
belas)harikerjasejakpenyerahanlokasi kerja 
pertama kali. 

20.2
 DalamSPMKdicantumkanseluruhling
kuppekerjaandan Tanggal MulaiKerja. 

21.RencanaMutuPekerjaa
nKonstruksi (RMPK) 

21.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRMPK 
sebagaipenjaminandanpengendalianmutupe
laksanaanpekerjaanpadarapatpersiapanpela
ksanaanKontrak,kemudiandibahasdan 
disetujuiolehPPK. 

21.2 RMPK disusunpaling sedikitberisi: 

a. Rencana Pelaksanaan
 Pekerjaan(MethodStateme
nt); b.
 RencanaPemeriksaandanPengujian/I
nspectionandTestPlan(ITP); c. Pengendalian Subpenyedia
 danPemasok. 

21.3 Penyedia wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaa
nRMPKsecara 
konsistenuntukmencapaimutuyang 
dipersyaratkanpadapelaksanaanpekerjaan 
ini. 

21.4 RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisi 
pekerjaan. 

21.5 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRMPKjikaterjadiAdendumKo
ntrak dan/atauPeristiwa Kompensasi. 

21.6
 PemutakhiranRMPKharusmenunjukk
anperkembangankemajuansetiappekerjaan 
dandampaknyaterhadappenjadwalansisa 
pekerjaan,termasukperubahanterhadapurut
anpekerjaan.PemutakhiranRMPKharus 
mendapatkanpersetujuanPPK. 

21.7 PersetujuanPPKterhadapRMPKtidak 
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. 

22.Rencana 
KeselamatanKonstruksi(R

KK) 

22.1 Penyedia berkewajiban untuk 
mempresentasikandanmenyerahkanRKKpad
asaatrapatpersiapanpelaksanaan 
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Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK 
dibahas dan disetujuiolehPPK. 

22.2 Para Pihak wajib menerapkan
 danmengendalikanpelaksanaanRKKs
ecara konsisten. 

22.3 RKKmenjadibagian dari DokumenKontrak. 

22.4 Penyedia berkewajiban untuk 
memutakhirkanRKKsesuaidengankondisi 
pekerjaan,jikaterjadiperubahanmaka 
dituangkandalam adendumKontrak. 

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat 
persetujuanPPK. 

22.6
 PersetujuanPPKterhadappelaksanaan
RKKtidakmengubahkewajibankontraktual 
Penyedia. 

23.RapatPersiapanPelaks
anaanKontrak 

23.1 Palinglambat7(tujuh)harikalendersejak 
diterbitkannya SPMK dan
 sebelumpelaksanaanpeker
jaan,PPKbersamadenganPenyedia,unsurpera
ncangan,danunsur pengawasan,                
harus                sudahmenyelenggarakan
 rapat        
persiapanpelaksanaan kontrak. 

23.2 Beberapahalyangdibahasdandisepakati 
dalamrapatpersiapanpelaksanaankontrak 
meliputi: 

a. RMPK; 

b. pelaksanaanRKK; 

c. organisasikerja; 

d. tata cara pengaturan
 pelaksanaanpekerjaan; 

e. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yang 
diikutiuraiantentangmetodekerja 
yangmemperhatikanKeselamatandanKes
ehatanKerja; 

f. jadwal pengadaan bahan/material, 
mobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksi; 

g.    penyusunanrencana 
pengukuran/pemeriksaanbersama;dan 

h. hal-hallainyang dianggapperlu. 

23.3 HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrak 
dituangkandalamBeritaAcaraRapat 
PersiapanPelaksanaanKontrak. 

24.Mobilisasi 24.1 Mobilisasipalinglambatharussudahmulai 
dilaksanakandalamwaktu30(tigapuluh)hari
kalendersejakditerbitkanSPMK,atau 
sesuaikebutuhandanrencana kerja. 

24.2 Mobilisasidilakukansesuaidenganlingkuppe
kerjaan,yaitu : 

a. mendatangkan peralatan-
peralatanterkait yang      diperlukan
 dalampelaksanaanpekerjaan,      
termasuk instalasialat; 

b. mempersiapkanfasilitassepertikantor, 
rumah,gedunglaboratorium,bengkel, 
gudang,dan sebagainya; dan/atau 
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c. mendatangkanTenagaKerjaKonstruksi. 

24.3 MobilisasiperalatandanTenagaKerja 
Konstruksidapatdilakukansecarabertahap 
sesuaidengankebutuhan. 

25.Pengukuran/Pemeriks
aanBersama 

25.1 PadatahapawalpelaksanaanKontrak,PPK 
danPengawasPekerjaanbersama-sama 
denganPenyediamelakukanpengukuran 
danpemeriksaandetailterhadapkondisi 
lokasipekerjaanuntuksetiaprencanamata 
pembayaran,TenagaKerjaKonstruksi,danPera
latanUtama (MutualCheck0%). 

25.2 Pada tahapan
 pengukuran/pemeriksaanbersama,P
A/KPAtelahmembentukPanitia Peneliti 
PelaksanaanKontrak. 

25.3 Hasilpemeriksaanbersamadituangkan dalam
 Berita Acara. Apabila
 dalampengukuran/pemeriksaanbe
rsama 
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka 
harus dituangkandalam adendumKontrak. 

25.4
 TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeral
atanUtamayangsesuaidenganpersyaratanKo
ntrak dapatsegera dimobilisasi. 

25.5 Tindaklanjuthasilpemeriksaanbersama 
TenagaKerjaKonstruksidan/atauPeralatanUt
amamengikuti ketentuanpasal 65 dan66. 

26.PenggunaanProduksi 
DalamNegeri 

26.1 Dalampelaksanaanpekerjaanini,Penyedia 
berkewajiban
 mengutamakan
material/bahanproduksidalamnegeridanten
agakerjaIndonesia untukpekerjaanyang 
dilaksanakandiIndonesiasesuaidengan yang 
disampaikanpada saatpenawaran. 

26.2 DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi, 
bahanbaku,TenagaKerjaKonstruksi,danpera
ngkatlunakyangdigunakanmengacu kepada 
dokumen: 

a. formulir rekapitulasi perhitungan 
Tingkat    Komponen Dalam Negeri 
(TKDN),      untuk      Penyedia      yang 
mendapatpreferensi harga;dan 

b.daftarbarangyangdiimpor,untuk barang 
yang diimpor. 

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan 
ditemukan ketidaksesuaiandengan 
dokumenpadapasal26.2,makaakan 
dikenakansanksi sesuai      
peraturanperundanganyang berlaku. 

B.2PengendalianWaktu 

27.Masa Pelaksanaan 27.1 KecualiKontrakdiputuskanlebihawal, 
Penyediaberkewajibanuntukmemulai 
pelaksanaanpekerjaanpadaTanggalMulai 
Kerja,danmelaksanakanpekerjaansesuai 
dengan RMPK, serta
 menyelesaikanpekerjaanpalingla
mbatselamaMasa 
PelaksanaanyangdinyatakandalamSSKK. 

27.2 ApabilaPenyediaberpendapattidakdapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa 
Pelaksanaankarenadiluarpengendaliannya 
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yangdapatdibuktikandemikian,danPenyediat
elahmelaporkankejadiantersebut 
kepadaPPK,dengandisertaibukti-bukti 
yangdapatdisetujuiPPK,makaPPKdapat 
memberlakukanPeristiwaKompensasidanmel
akukan penjadwalan kembali 
pelaksanaantugas Penyedia     
denganmembuatadendumKontrak. 

27.3 JikapekerjaantidakselesaisesuaiMasa 
PelaksanaanbukanakibatKeadaanKahar 
atauPeristiwaKompensasiataukarena 
kesalahanataukelalaianPenyediamaka 
Penyedia dikenakandenda. 

27.4
 Apabiladiberlakukanserahteri
masebagianpekerjaan (secara
 parsial), Masa 
Pelaksanaandibuatberdasarkanbagianpekerj
aantersebutsesuai dengan SSKK. 

27.5
 Bagianpekerjaanpadapasal27.4adala
hbagianpekerjaanyangtelahditetapkan 
dalamDokumenPemilihan. 

28.PenundaanOlehPeg
awas Pekerjaan 

PengawasPekerjaandapatmemerintahkansecara 
tertulisPenyediauntukmenundapelaksanaanpekerja
an.Setiapperintahpenundaaniniharus segera 
ditembuskan kepada PPK. 

29.RapatPemantauan 29.1 PengawasPekerjaanatauPenyediadapat 
menyelenggarakanrapatpemantauan,danme
mintasatusamalainuntukmenghadiri rapat
 tersebut. Rapat pemantauan 
diselenggarakanuntuk         membahas 
perkembanganpekerjaandanperencanaan 
atas      sisa pekerjaanserta untuk 
menindaklanjutiperingatandini. 

29.2
 Hasilrapatpemantauanakandituangk
anolehPengawasPekerjaandalamberitaacara 
rapat,danrekamannyadiserahkankepada 
PPKdan pihak-pihakyangmenghadiri rapat. 

29.3 Mengenaihal-haldalamrapatyangperlu 
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat 
memutuskanbaikdalamrapatatausetelah 
rapatmelaluipernyataantertuliskepada 
semuapihak yang menghadirirapat. 

30.PeringatanDini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk 
memperingatkansedinimungkinPengawas 
Pekerjaanatas    peristiwa ataukondisi 
tertentuyangdapatmempengaruhimutupeker
jaan,menaikkanHargaKontrakataumenunda
penyelesaianpekerjaan.Pengawas 
PekerjaandapatmemerintahkanPenyedia 
untuk     menyampaikansecara     tertulis 
perkiraandampakperistiwaataukondisi 
tersebutdiatasterhadapHargaKontrakdanMas
aPelaksanaan.Pernyataanperkiraanini 
harussesegeramungkindisampaikanolehPeny
edia. 

30.2 Penyediaberkewajibanuntukbekerjasama 
dengan Pengawas Pekerjaan untuk 
mencegahatau mengurangi     dampak 
peristiwa ataukondisi tersebut. 

B.3PenyelesaianKontrak 
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31.SerahTerimaPekerjaan 31.1 Setelahpekerjaanselesai100%(seratus 
perseratus),sesuaidenganketentuanyang 
tertuang dalam Kontrak, Penyedia 
mengajukanpermintaansecaratertulis 
kepadaPPKuntukserahterimapertama 
pekerjaan. 

31.2 PPKmemerintahkanPengawasPekerjaanuntu
kmelakukanpemeriksaanterhadaphasilpeker
jaan. 

31.3 Pemeriksaandilakukanterhadapkesesuaianh
asilpekerjaanterhadapkriteria/spesifikasi 
yang tercantum dalamKontrak. 

31.4 HasilpemeriksaandariPengawasPekerjaan 
disampaikankepadaPPK,apabiladalampemeri
ksaanhasilpekerjaantidaksesuai 
denganketentuanyangtercantumdalamKontr
akdan/ataucacathasilpekerjaan,PPKmemeri
ntahkan Penyedia untuk 
memperbaiki        dan/ataumelengkapi 
kekuranganpekerjaan. 

31.5 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaantel
ah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantumdalamKontrakmakaPPKdanPenyed
iamenandatanganiBeritaAcara 
SerahTerimaPertama Pekerjaan. 

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% 
(sembilanpuluhlimaperseratus)dariHarga 
Kontrak, sedangkan yang 5%    (lima 
perseratus)merupakanretensiselamamasa 
pemeliharaan,ataupembayarandilakukan 
sebesar100%(seratusperseratus)dari Harga    
Kontrak danPenyedia    harus 
menyerahkanJaminanPemeliharaan 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak. 

31.7 Penyediawajibmemeliharahasilpekerjaan 
selamaMasaPemeliharaansehinggakondisi 
tetapsepertipadasaatpenyerahanpertama 
pekerjaan. 

31.8 MasaPemeliharaanpalingsingkatuntuk 
pekerjaanpermanenselama6(enam) bulan, 
sedangkanuntukpekerjaansemipermanen 
selama3(tiga)bulandandapatmelampaui 
Tahun Anggaran. Lamanya Masa 
PemeliharaanditetapkandalamSSKK. 

31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, 
Penyediamengajukanpermintaansecara 
tertuliskepadaPPKuntukpenyerahanakhir 
pekerjaan. 

31.10 Apabiladalampemeriksaanhasilpekerjaan, 
Penyedia telah melaksanakan semua 
kewajibannyaselamaMasaPemeliharaan 
denganbaikdantelahsesuaidengan 
ketentuanyangtercantumdalamKontrak 
makaPPKdanPenyediamenandatangani 
BeritaAcara SerahTerimaAkhir Pekerjaan. 
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31.11PPKwajibmelakukanpembayaransisa 
HargaKontrakyangbelumdibayarataumenge
mbalikanJaminanPemeliharaan. 

31.12Apabila Penyedia tidak melaksanakan 
kewajibanpemeliharaansebagaimana 
mestinya,makaKontrakdapatdiputuskan 
sepihakolehPPKdanPenyediadikenakan 
sanksisebagaimanadiaturdalampasal41.4. 

31.13Setelah penandatangananBeritaAcaraSerah 
TerimaAkhirPekerjaan,PPKmenyerahkanhasi
lpekerjaan kepada PA/KPA. 

31.14PA/KPAmemintaPPHPuntukmelakukanpemeri
ksaanadministratifterhadaphasil 
pekerjaanyang diserahterimakan. 

31.15PPHPmelakukanpemeriksaanadministratif 
proses pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaanpengadaansampaidengan 
serahterimahasilpekerjaan,meliputi 
dokumenprogram/penganggaran,surat 
penetapanPPK,dokumenperencanaanpengad
aan,RUP/SIRUP,dokumenpersiapanpengada
an,dokumenpemilihanPenyedia, 
dokumenKontrakdanperubahannyaserta 
pengendaliannya, dan
 dokumenserahterimahasil 
pekerjaan. 

31.16Apabilahasilpemeriksaanadministrasi 
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 
PPHPmelaluiPA/KPAmemerintahkanPPKunt
ukmemperbaikidan/ataumelengkapi 
kekurangandokumenadministratif. 

31.17Hasilpemeriksaanadministratifdituangkan 
dalamBeritaAcara. 

31.18Serahterimapekerjaandapatdilakukanperbagi
anpekerjaan(secaraparsial)yang 
ketentuannyaditetapkandalam SSKK. 

31.19Bagianpekerjaanyangdapatdilakukan 
serahterima pekerjaan sebagianatau secara 
parsialyaitu: 

a. bagianpekerjaanyang tidak tergantung 
satu sama lain;dan 

b. bagianpekerjaanyangfungsinyatidak 
terkaitsatusamalaindalampencapaian 
kinerja pekerjaan. 

31.20Dalamhaldilakukanserahterimapekerjaan 
secaraparsial,makacarapembayaran, 
ketentuan denda dan
 kewajibanpemeliharaanterse
butdiatas disesuaikan. 

31.21Kewajibanpemeliharaandiperhitungkan 
setelahserahterimapertamapekerjaanuntukb
agianpekerjaan(PHOparsial)tersebut
 dilaksanakan sampai Masa 
Pemeliharaanbagianpekerjaantersebut 
berakhir    sebagaimana    yang tercantum 
dalamSSKK. 

31.22Serahterimapertamapekerjaanuntuk 
bagianpekerjaan(PHOparsial)dituangkan 
dalamBeritaAcara. 
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32.Pengambilalihan PPKakanmengambilalihlokasidanhasilpekerjaan 
dalamjangkawaktutertentusetelahdikeluarkan 
suratketerangan selesai/pengakhiranpekerjaan. 

33.PedomanPengoperasian 33.1 
danPerawatan/ 
Pemeliharaan 

Penyediadiwajibkanmemberikanpetunjuk 
kepadaPPKtentangpedomanpengoperasian 
dan perawatan/pemeliharaansesuai dengan 
SSKK. 

33.2 Apabila Penyedia tidak
 memberikanpedomanpengoperas
ian danperawatan/pemeliharaan,     
PPKberhak menahanuang retensi    
atauJaminanPemeliharaan. 

B.4Adendum 

34.PerubahanKontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui 
adendumKontrak. 

34.2 PerubahanKontrakdapatdilaksanakan 
apabiladisetujuiolehparapihak,yang 
diakibatkanbeberapa hal berikutmeliputi: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. perubahan Harga Kontrak; 

c. perubahan jadwal
 pelaksanaanpekerjaand
an/atauMasa Pelaksanaan; d.
 perubahanKontrakyangdisebabkanm
asalahadministrasi. 

34.3 UntukkepentinganperubahanKontrak,PPK 
dapatmemintapertimbangandariPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak. 

35.PerubahanPekerjaan 35.1 Dalamhalterdapatperbedaanantara 
kondisilapanganpadasaatpelaksanaan 
dengangambardan/atauspesifikasiteknis 
yangditentukandalamdokumenKontrak, 
PPKbersamaPenyediadapatmelakukanperuba
hanpekerjaan,yang meliputi: 

a. menambahataumengurangivolume 
yang tercantum dalamKontrak; 

b. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

c. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

d. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan. 

35.2 Dalamhaltidakterjadiperubahankondisi 
lapangansepertiyangdimaksudpadapasal 
35.1namunadaperintahperubahandari PPK,
 PPK bersama Penyedia dapat 
menyepakatiperubahanpekerjaanyang 
meliputi: 

a. menambahdan/ataumengurangijenis 
kegiatan/pekerjaan; 

b. mengubahspesifikasiteknisdan/atau 
gambar pekerjaan;dan/atau 

c. mengubah jadwal
 pelaksanaanpekerjaan 

35.3 PerintahperubahanpekerjaandibuatolehPPK
 secara tertulis kepada Penyedia 
kemudiandilanjutkandengannegosiasi 
teknisdanhargadengantetapmengacu 
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padaketentuanyangtercantumdalamKontrak 
awal. 

35.4 HasilnegosiasitersebutdituangkandalamBerit
aAcarasebagaidasarpenyusunan 
adendumKontrak. 

35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan 
sebagaimanadimaksudpadapasal35.1dan35.
2mengakibatkanpenambahanHarga 
Kontrak,perubahanKontrakdilaksanakan 
denganketentuan penambahan Harga 
Kontrakakhirtidakmelebihi10%(sepuluhpers
eratus)darihargayangtercantum 
dalamKontrak    awal dantersedianya 
anggaran. 

35.6 Ketentuanpasal35.1hurufatidakberlakuuntu
k bagianpekerjaanlumsum. 

36.PerubahanHarga 36.1 PerubahanHargaKontrakdapatdiakibatkanol
eh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.penyesuaianharga; dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

36.2 Apabilakuantitasmatapembayaranutama 
yangakandilaksanakan berubahakibat 
perubahan pekerjaanlebih dari 10% 
(sepuluhperseratus)darikuantitasawal, maka
 pembayaran volume    selanjutnya 
denganmenggunakanhargasatuanyang 
disesuaikandengannegosiasi. 

36.3
 Apabiladarihasilevaluasipenaw
aranterdapathargasatuantimpang,makaharg
a 
satuantimpangtersebuthanyaberlakuuntukk
uantitaspekerjaanyangtercantum 
dalamDokumenPemilihan.Untuk kuantitas 
pekerjaan tambahan digunakan harga 
satuanberdasarkanhasil negosiasi. 

36.4 Apabilaadadaftarmatapembayaranyang 
masuk kategori harga satuantimpang,maka 
dicantumkandalam LampiranASSKK. 

perubahanh
argabaru 

pekerjaan, 
dilakukan 

36.5 Apabilaterdapat 
makapenentuan 
dengannegosiasi. 

36.6 Ketentuan penggunaan
 rumusanpenyesuaianharga 
adalahsebagaiberikut: a)hargayangtercantumdalamKontrak dapat

 berubah akibat adanya 
penyesuaian harga    sesuai    
denganperaturanyang berlaku. 

b)penyesuaianhargadiberlakukanpada 
KontrakTahunJamakdengan yang 
masapelaksanaannyalebihdari18(delapa
nbelas)bulan; 

c)penyesuaianhargasatuandiberlakukanmul
aibulanke-13(tigabelas)sejak 
pelaksanaanpekerjaan; 

d)penyesuaianhargasatuanberlakubagi 
seluruhkegiatan/matapembayaran, 
kecualikomponenkeuntungan,biaya 
tidaklangsung(overheadcost)dan 
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hargasatuantimpangsebagaimana 
tercantumdalampenawaran; 

e) penyesuaianhargasatuandiberlakukan 
sesuaidenganjadwalpelaksanaanyang 
tercantum dalam Kontrak 
awal/adendumKontrak; 

f) penyesuaian harga satuan bagi 
komponenpekerjaanyangberasaldari 
luar negeri,    menggunakanindeks 
penyesuaianhargadarinegaraasal 
barang tersebut; 

g)jenispekerjaanbarudenganharga 
satuanbarusebagaiakibatadanya 
adendum Kontrak dapat
 diberikanpenyesuaianharga
mulaibulanke-
13(tigabelas)sejakadendumKontrak 
tersebutditandatangani; 

h)indeks yang digunakan
 dalampelaksanaanKontrak        
terlambat 
disebabkanolehkesalahanPenyedia 
adalahindeksterendahantarajadwal 
Kontrak dan realisasipekerjaan; 

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat 
pelaksanaannya                 
diberlakukanpenyesuaianhargaberdasar
kanindeks harga pada saatpelaksanaan. 

36.7
 Ketentuanlebihlanjutterkaitpenyesuai
anharga diatur dalamSSKK. 

36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa 
KompensasimengacupadapasalPeristiwa 
Kompensasi. 

36.9
 Ketentuanpasal36.1hurufbtidakberla
kuuntuk bagianpekerjaanlumsum. 

dan36.3hanya 
pekerjaanharga 

36.10Ketentuanpasal36.2berlak
uuntukbagian satuan. 

37.PerubahanJadwal 
PelaksanaanPekerjaan 
dan/atauMasa 
Pelaksanaan 

37.1 Perubahanjadwalpelaksanaanpekerjaan 
dapatdiakibatkanoleh: 

a.perubahanpekerjaan; 

b.perpanjangan Masa Pelaksanaan; 
dan/atau 

c.Peristiwa Kompensasi. 

37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat 
diberikanolehPPKataspertimbanganyang 
layakdanwajaruntukhal-halsebagai berikut: 

a. perubahanpekerjaan; 

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau 

c. KeadaanKahar. 

37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang 
paling    kurang sama dengan
 waktuterhentinyaKontrakakibatKead
aanKahar atauwaktuyang     
diperlukanuntuk 
menyelesaikanpekerjaanakibat     dari 
ketentuanpada pasal 37.2huruf a ataub 37.4 PPKdapatmenyetujuiperpanjanganMasa 
PelaksanaanatasKontrak 
setelahmelakukanpenelitianterhadapusulant
ertulisyang 
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diajukanolehPenyediadalamjangkawaktu 
sesuaipertimbanganyangwajarsetelahPenyed
ia meminta perpanjangan. Jika 
Penyedia lalai untukmemberikan peringatan 
diniatasketerlambatanatautidakdapat 
bekerja        sama        untuk mencegah 
keterlambatansesegeramungkin,maka 
keterlambatan seperti ini    tidak    dapat 
dijadikanalasanuntukmemperpanjang Masa 
Pelaksanaan. 

37.5 PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
PekerjaandanPanitiaPenelitiPelaksanaanKont
rak harus telah menetapkan ada 
tidaknyaperpanjangandanuntukberapa 
lama, 

37.6 Persetujuanperubahanjadwalpelaksanaan 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaan 
dituangkandalamAdendumKontrak. 

37.7 JikaterjadiPeristiwaKompensasisehingga 
penyelesaianpekerjaanakanmelampaui 
MasaPelaksanaanmakaPenyediaberhak 
untuk meminta perpanjangan Masa 
Pelaksanaanberdasarkandatapenunjang. 
PPKberdasarkanpertimbanganPengawas 
Pekerjaan memperpanjang Masa 
Pelaksanaansecaratertulis.PerpanjanganMas
aPelaksanaanharusdilakukanmelalui 
adendumKontrak. 

B.5KeadaanKahar 

38.KeadaanKahar 38.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada: 
bencanaalam,bencananonalam,bencana 
sosial,pemogokan,kebakaran,kondisicuaca 
ekstrem,dan gangguanindustri lainnya. 

38.2 TidaktermasukKeadaanKaharadalahhal-hal
 merugikan yang disebabkan
 olehperbuatanataukelalaianpara 
pihak. 

38.3
 Dalamhalterjadikeadaankahar
,PPKatauPenyedia
 memberitahukan tentang 
terjadinyaKeadaanKaharkepadasalahsatupih
aksecaratertulisdalamwaktupaling 
lambat14(empatbelas)harikalendersejak 
menyadariatauseharusnyamenyadariatas 
kejadianatauterjadinyaKeadaanKahar, 
denganmenyertakanbuktisertahasil 
identifikasi      kewajiban dankinerja 
pelaksanaanyangterhambatdan/atauakanter
hambatakibatKeadaanKahar tersebut. 

38.4 BuktiKeadaanKahar dapatberupa: 

a.pernyataan yang diterbitkan
 olehpihak/instansiyangbe
rwenangsesuai ketentuan peraturan
 perundang-
undangan;dan/atau b.foto/videodokumentasiKeadaanKahar yang 

telahdiverifikasikebenarannya. 

38.5 PPKmemintaPengawasPekerjaanuntuk 
melakukan penelitian
 terhadappenyampaianpe
mberitahuanKeadaanKahardanbuktisebagai
manadimaksud pada pasal38.4. 
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38.6
 DalamKeadaanKahar,kegagal
ansalahsatuPihakuntukmemenuhikewajiban
nyayang ditentukan dalam
 Kontrak
 bukanmerupakanciderajanjia
tauwanprestasi 
apabilatelahdilakukansesuaipadapasal 
38.3.Kewajibanyangdimaksudadalahhanyak
ewajibandankinerjapelaksanaanterhadappek
erjaan/bagianpekerjaanyang 
terdampakdan/atauakan terdampakakibat 
dariKeadaanKahar. 

38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, 
pelaksanaanKontrakdapatdihentikan. 
PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dapatbersifat 

a. sementara hingga Keadaan Kahar 
berakhir;atau 

b. permanenapabilaakibat KeadaanKahar 
tidak memungkinkan 
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 

38.8 PenghentianKontrakkarenaKeadaanKahar 
dilakukansecaratertulisolehPPKdengan 
disertaialasanpenghentianpekerjaan. 

38.9 DalamhalpelaksanaanKontrakdilanjutkan, 
parapihakdapatmelakukanperubahanKontra
k. Masa Pelaksanaan dapat 
diperpanjangsekurang-kurangnyasama 
denganjangkawaktuterhentinyaKontrak 
akibatKeadaanKahar.PerpanjanganMasa 
Pelaksanaandapat      melewati      
TahunAnggaran. 

38.10SelamamasaKeadaanKahar,jikaPPKmemerinta
hkan secara tertulis kepada 
Penyedia untuk sedapat       
mungkinmeneruskanpekerjaan,maka    
Penyedia berhak    untuk    menerima
 pembayaran 
sebagaimanaditentukandalamKontrakdanme
ndapatpenggantianbiayayangwajar sesuai     
dengankondisi     yang     telah 
dikeluarkanuntukbekerjadalamKeadaanKah
ar.Penggantianbiayainiharusdiatur 
dalamsuatuadendumKontrak. 

38.11DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikan, 
para pihak menyelesaikan hak dan 
kewajibansesuaiKontrak.Penyediaberhak 
untukmenerimapembayaransesuaidenganpr
estasiataukemajuanhasilpekerjaanyang 
telahdicapai
 setelahdilakukanpengukuran/pemer
iksaan bersama    
atauberdasarkanhasilaudit. 

B.6PenghentiandanPemutusanKontrak 

39.PenghentianKontrak Penghentian Kontrakdapat dilakukan karenaterjadi 
KeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal 38. 

40.PemutusanKontrak 40.1 

40.2 

PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPPK 
atauPenyedia. 
Pemutusankontrakdilakukansekurang-
kurangnya14(empatbelas)harikalender 
setelah PPK/Penyedia
 menyampaikanpemberitahuanre
ncanaPemutusanKontrak secara tertulis 
kepada Penyedia/PPK. 
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40.3 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
olehsalahsatupihakmakaPPKmembayar 
kepadaPenyediasesuaidenganpencapaianpre
stasipekerjaanyangtelahditerimaolehPPKdik
urangidendayangharusdibayar 
Penyedia(apabilaada),sertaPenyedia 
menyerahkansemuahasilpelaksanaan 
kepadaPPKdanselanjutnyamenjadihak milik 
PPK. 

41.PemutusanKontrakoleh41.1PPK MengesampingkanPasal1266dan1267Kitab
Undang-UndangHukumPerdata,PPK dapat
 melakukan pemutusan Kontrak 
apabila: 

a. PenyediaterbuktimelakukanKKN, 
kecurangan 
dan/ataupemalsuandalamproses 
pengadaanyang diputuskanolehInstansi 
yang berwenang; b. pengaduan tentang
 penyimpanganprosedur,     
dugaanKKN
 dan/ataupelanggaranper
saingansehatdalampelaksanaanPengada
anBarang/Jasa 
dinyatakanbenarolehInstansiyang 
berwenang; 

c. Penyedia beradadalamkeadaanpailit; 

d. PenyediaterbuktidikenakanSanksi 
Daftar Hitam
 sebelumpenandatangan
anKontrak; e. Penyediagagalmemperbaikikinerja 
setelahmendapatSuratPeringatanKontra
kKritisberturut-turutsebanyak 
3(tiga)kali; 

f. Penyedia tidak
 mempertahankanberlakun
ya JaminanPelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji
 dalammelaksanakankewajib
annyadantidak memperbaiki
 kelalaiannya dalamjangka 
waktuyangtelahditetapkan; h. berdasarkanpenelitianPPK,Penyedia 
tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhanpekerjaan walaupun 
diberikankesempatansampaidengan50(l
imapuluh)harikalendersejak masa        
berakhirnya        
pelaksanaanpekerjaanuntuk
 menyelesaikanpekerjaan; 

i. setelah diberikan
 kesempatanmenyelesaikan
 pekerjaan sampai 
dengan50(limapuluh)harikalender 
sejakmasaberakhirnyapelaksanaanpeker
jaan,     Penyedia     tidak     dapat 
menyelesaikanpekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan 
selama28(duapuluhdelapan)hari 
kalenderdanpenghentianinitidak 
tercantumdalamjadwalpelaksanaanpeke
rjaanserta tanpa    
persetujuanpengawas pekerjaan;atau 

k. Penyediamengalihkanseluruhkontrak 
bukandikarenakanpergantiannama 
Penyedia. 
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dilakukan 
kesalahan 

41.2 DalamhalpemutusanKontrak 
padaMasaPelaksanaankarena 
Penyedia,maka: 

a. JaminanPelaksanaandicairkan; 

b.
 sisauangmukaharusdilunasiolehPeny
ediaatauJaminanUangMuka 
dicairkan(apabiladiberikan); c. Penyediamembayardenda(apabila 
ada);dan 

d. Penyediadikenakan Sanksi DaftarHitam 

41.3 Pencairanjaminansebagaimanadimaksud 
padapasal41.2diatas,dicairkandan 
disetorkan sesuaiketentuandalamSSKK. 

41.4
 DalamhalpemutusanKontrakdilakuk
anpadaMasaPemeliharaankarenakesalahanP
enyedia,maka: a. PPKberhakuntuktidakmembayar 

retensiatauJaminanPemeliharaan 
dicairkan untuk membiayai 
perbaikan/pemeliharaan; dan 

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar 
Hitam. 

41.5
 Dalamhalterdapatnilaisi
sapenggunaanuangretensiatauuangpencaira
nJaminanPemeliharaan untuk
 membiayai 
pembiayaan/pemeliharaanmakaPPKwajibm
enyetorkansebagaimanaditetapkandalam 
SSKK. 

41.6 DalamhaldilakukanpemutusanKontrak 
secarasepihakolehPPKkarenakesalahanPenye
dia,makaPokjaPemilihandapat 
menunjukpemenangcadanganberikutnya 
padapaketpekerjaanyangsamaatauPenyediay
angmampudanmemenuhi syarat. 

42.PemutusanKontrakolehPe
nyedia 

MengesampingkanPasal1266dan1267KitabUndang
-UndangHukumPerdata,Penyediadapat 
melakukanpemutusanKontrak apabila: 

a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, 
PengawasPekerjaanmemerintahkanPenyedia 
untukmenundapelaksanaanpekerjaanatau 
kelanjutanpekerjaan,danperintahtersebut 
tidakditarikselama28(duapuluhdelapan)harikal
ender; 

b.
 PPKtidakmenerbitkanSuratPermintaanPemba
yaran(SPP)untukpembayarantagihan 
angsuransesuaidenganyangdisepakati 
sebagaimanatercantumdalamSSKK. 

43.BerakhirnyaKontrak
 Kontrakberakhirapabilapekerjaantelahselesai
danhakdankewajibanparapihakyangterdapatdalam
Kontrak sudahterpenuhi. 

44.KeterlambatanPelaksan
aanPekerjaan 
danKontrak Kritis 

44.1
 ApabilaPenyediaterlambatmelaksana
kanpekerjaansesuaijadwal,makaPPKharus 
memberikanperingatansecaratertulisataume
mberlakukanketentuan kontrak kritis. 

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: 

a.    Dalamperiode    I(rencana    fisik 
pelaksanaan0%-70%dariKontrak), 
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selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 10% 

b. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dariKontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi 
fisikpelaksanaandenganrencanalebihbes
ar 5%; 

c. Dalam periode II (rencana fisik 
pelaksanaan70% -100%dari Kontrak), 
selisihketerlambatanantararealisasi fisik    
pelaksanaandengan rencana 
pelaksanaankurangdari5%danakanmela
mpauitahunanggaranberjalan. 

44.3 Penanganankontrakkritisdilakukan dengan 
rapat pembuktian (show
 causemeeting/SCM) 

a. PadasaatKontrakdinyatakankritis, 
Pengawas Pekerjaan
 memberikanperingatan
 secara tertulis kepada 
Penyedia             danselanjutnya 
menyelenggarakanRapatPembuktian(SC
M) TahapI. b. DalamSCMTahapI,PPK,Pengawas 
PekerjaandanPenyediamembahasdanme
nyepakatibesarankemajuanfisik yang 
harus dicapaiolehPenyedia 
dalamperiode waktu tertentu
 (uji coba pertama)yang 
dituangkandalamBerita Acara 
SCMTahapI. c. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
pertama,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
kedua)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapII. 

d. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
kedua,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIdanharus 
diselenggarakanSCMTahapIIIyang 
membahasdanmenyepakatibesaran 
kemajuanfisikyangharusdicapaiolehPen
yediadalamwaktutertentu(ujicoba 
ketiga)yangdituangkandalamBerita 
Acara SCMTahapIII. 

e. ApabilaPenyediagagalpadaujicoba 
ketiga,makaPPKmenerbitkanSurat 
PeringatanKontrakKritisIIIdanPPK 
dapatmelakukanpemutusanKontrak 
secara sepihak
 denganmengesampingk
anPasal1266dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata. 

f. Apabilaujicobaberhasil,namunpada 
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 
Kontrakdinyatakankritislagimaka 
berlaku ketentuan SCMdariawal. 

45.PemberianKesempatan 45.1
 Dalamhal
diperkirakanmenyelesaika
n pekerjaan 

Penyediagagal 
sampai    Masa 
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Pelaksanaanberakhir,namunPPKmenilai 
bahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerj
aan, PPK dapat memberikan 
kesempatankepada Penyedia untuk 
menyelesaikanpekerjaan. 

45.2 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untukmenyelesaikanpekerjaandimuat 
dalamadendumKontrakyangdidalamnya 
mengatur: 

a. waktu pemberian
 kesempatanpenyelesaianpek
erjaan; b. pengenaansanksidendaketerlambatan 
kepada Penyedia; 

c.
 perpanjanganmasaberlakuJaminanPe
laksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai 
penyelesaiansisapekerjaanyangakan 
dilanjutkan ke     
TahunAnggaranberikutnya    dari    
DIPA/DPA TahunAnggaranberikutnya,         
apabila 
pemberiankesempatanmelampaui 
TahunAnggaran. 

45.3 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
menyelesaikanpekerjaansampaidengan50(li
ma puluh)harikalender,sejakMasa 
Pelaksanaanberakhir. 

45.4 PemberiankesempatankepadaPenyedia 
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat 
melampauiTahunAnggaran. 

46.Peninggalan Semuabahan,perlengkapan,peralatan,hasil 
pekerjaansementarayangmasihberadadilokasi 
kerjasetelahpemutusanKontrakakibatkelalaian 
ataukesalahanPenyedia,dapatdimanfaatkan 
sepenuhnya oleh PPK tanpa
 kewajibanperawatan/pemeliharaan.Penga
mbilankembali 
semuapeninggalantersebutolehPenyediahanya 
dapat dilakukansetelahmempertimbangkan 
kepentinganPPK. 

HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA 

47.HakdanKewajibanPe
nyedia 

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yangharusdilaksanakanolehPenyediadalammelaksa
nakanKontrak, meliputi: 

a.
 menerimapembayaranuntukpelaksanaanpek
erjaansesuaidenganhargadanketentuan yang 
telahditetapkandalamKontrak; b. memintafasilitas-fasilitasdalambentuksarana 
danprasaranadariPPKuntukkelancaranpelaksan
aan pekerjaan sesuai
 ketentuanKontrak; 

c. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecara 
periodik kepada PPK; 

d. melaksanakan, menyelesaikan
 danmenyerahkanpekerja
ansesuaidenganjadwal 
pelaksanaanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak; 

e. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaan 
secaracermat,akuratdanpenuhtanggung 
jawabdenganmenyediakantenagakerja, bahan-
bahan,peralatan,angkutankeataudari 
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lapangan,dansegalapekerjaanpermanenmaupu
nsementarayangdiperlukanuntuk pelaksanaan,
 penyelesaian dan
 perbaikanpekerjaanyang 
dirincidalamKontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang 
diperlukanuntukpemeriksaanpelaksanaan yang 
dilakukanPPK; 

g. mengambillangkah-langkahyangmemadai 
dalamrangkamemberiperlindungankepada 
setiaporangyangberadaditempatkerja 
maupunmasyarakatdanlingkungansekitar 
yangberhubungandenganpemindahanbahanba
ku,penggunaanperalatankerjakonstruksi 
danproses produksi; 

h. melaksanakan semua perintah Pengawas 
PekerjaanyangsesuaidengankewenanganPenga
was PekerjaandalamKontrak ini; 

i. hakdankewajibanlainyangtimbulakibat 
lingkuppekerjaanditentukandi SSKK. 

48.PenggunaanDokumen-
DokumenKontrak 
danInformasi 

Penyediatidakdiperkenankanmenggunakandanmen
ginformasikan dokumen Kontrak atau 
dokumenlainnyayangberhubungandenganKontraku
ntukkepentinganpihaklain,misalnya 
spesifikasiteknisdan/ataugambar-gambar,serta 
informasilainyangberkaitandenganKontrak, 
kecualidenganizintertulisdariPPKsesuai 
ketentuanperaturanperundang-undangan. 

49.HakKekayaanI
ntelektual 

PenyediawajibmelindungiPPKdarisegalatuntutan 
atauklaimdaripihakketigayangdisebabkanpengguna
anatauataspelanggaranHakKekayaanIntelektual 
olehPenyedia. 

50.PenanggunganRisiko 50.1 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, 
membebaskan, dan menanggungtanpabatas 
PPKbesertainstansinyaterhadapsemua 
bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban,kehilangan,kerugian,denda, 
gugatanatautuntutanhukum,proses 
pemeriksaan hukum,    dan biaya    yang 
dikenakanterhadapPPKbesertainstansinya 
(kecualikerugianyangmendasarituntutanters
ebut disebabkan kesalahanatau kelalaianbera
tPPK)sehubungandenganklaimyang 
timbuldarihal-halberikutterhitungsejak 
TanggalMulaiKerjasampaidenganTanggal 
PenyerahanAkhir Pekerjaan: 

a. kehilanganataukerusakanperalatan 
danhartabendaPenyedia,Subpenyedia 
(jika ada),dantenaga kerja konstruksi; 

b. cideratubuh, sakit atau kematiantenaga 
kerja konstruksi; 

c. kehilanganataukerusakanhartabenda, 
dancideratubuh,sakitataukematianpiha
k ketiga. 

50.2 TerhitungsejakTanggalMulaiKerjasampai 
dengan Tanggal Penyerahan Akhir 
Pekerjaan,semuarisikokehilanganatau 
kerusakanhasilpekerjaanini,bahandanperlen
gkapanmerupakanrisikoPenyedia, 
kecualikerugianataukerusakantersebut 
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diakibatkanolehkesalahanataukelalaianPPK. 

50.3
 Pertanggunganasuransiyangdim
ilikiolehPenyedia tidak
 membatasi
 kewajibanpenanggungan 
dalampasalini. 

50.4 Kehilanganataukerusakanterhadaphasil 
pekerjaanataubahan yang 
menyatudenganhasilpekerjaansejakTanggal
MulaiKerja 
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhir 
Pekerjaanharusdigantiataudiperbaiki 
olehPenyediaatastanggungannyasendirijika 
kehilanganataukerusakantersebutterjadi 
akibattindakanataukelalaianPenyedia. 

51.Perlindungan Tenaga 
Kerja 

51.1 PenyediadanSubpenyediaberkewajiban 
atasbiayasendiriuntukmengikutsertakan 
TenagaKerjaKonstruksinyapadaprogramBad
anPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)Ketena
gakerjaansebagaimanadiaturdalamperatura
nperundang-undangan. 

51.2
 Penyediaberkewajibanuntukmematu
hidanmemerintahkanTenaga Kerja 
Konstruksinya 
untukmematuhiperaturankeselamatan 
kerja.Padawaktupelaksanaanpekerjaan, 
PenyediabesertaTenagaKerjaKonstruksinya 
dianggaptelahmembacadanmemahami 
peraturan keselamatankerja tersebut. 

51.3 Penyediaberkewajibanuntukmenyediakan 
kepadasetiapTenagaKerjaKonstruksinya 
(termasuk Tenaga Kerja Konstruksi 
Subpenyedia,     jika     ada)perlengkapan 
keselamatankerjayangsesuaidanmemadai. 

51.4 TanpamengurangikewajibanPenyedia 
untukmelaporkankecelakaanberdasarkanhu
kumyang berlaku,
 Penyediawajibmelaporkank
epadaPPKmengenaisetiap kecelakaanyang 
timbulsehubungandenganpelaksanaanKontr
akinidalamwaktu24(duapuluhempat)jam 
setelah kejadian. 

52.Pemeliharaan 
Lingkungan 

Penyediaberkewajibanuntukmengambillangkah-
langkah yang memadai untuk melindungi 
lingkunganbaikdidalammaupundiluartempat kerja
 dan membatasi gangguan
 lingkunganterhadappihak    ketiga    dan
 harta    bendanya 
sehubungan denganpelaksanaanKontrakini, sesuai 
denganketentuanperaturanperundang-undangan 
yangmengaturmengenaipengelolaanlingkunganhid
up. 

53.Asuransi 53.1 Penyediawajibmenyediakanasuransisejak 
SPMKsampaidenganTanggalPenyerahanAkhi
r Pekerjaan untuk barang yang 
mempunyai risiko tinggi terjadinya 
kecelakaandalampelaksanaanpekerjaan 
atassegalarisikoterhadapkecelakaan, 
kerusakanakibatkecelakaan,kehilangan, 
serta risiko lainyangtidakdapatdiduga. 

53.2 Penyediawajibmenyediakanasuransibagi 
pihakketigasebagaiakibatkecelakaandi 
lokasikerja. 
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sudahdiperhitungkan 
dantermasukdalam 

53.3 Besarnyaasuransi 
dalampenawaranH
arga Kontrak. 

54.TindakanPenyedia 
yang54.1Mensyaratkan 
PersetujuanPPK 
atauPengawas 
Pekerjaan 

Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuan tertulis PPK 
sebelum melakukan tindakan-
tindakanberikut: 

a. mensubkontrakkansebagianpekerjaan 
dalamLampiranA SSKK; 

b. menunjukPersonelManajerialyang 
namanya tidak tercantum dalam 
LampiranASSKK; 

c. mengubahataumemutakhirkanRMPK 
danRKK; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

54.2 Penyediaberkewajibanuntukmendapatkan 
lebihdahulupersetujuantertulisPengawas 
Pekerjaansebelummelakukantindakan-
tindakanberikut: 

a.
 melaksanakansetiaptahapanpekerjaa
nberdasarkanrencanakerjadanmetode 
kerja; b. mengubahsyaratdanketentuanpolis 
asuransi; 

c. mengubah Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtama; 

d. tindakanlainyang diatur dalam SSKK. 

55.LaporanHasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaanpekerjaandilakukanselama 
pelaksanaankontrakuntukmenetapkanvolum
epekerjaanataukegiatanyangtelah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil 
pekerjaan.Hasilpemeriksaanpekerjaan 
dituangkandalamlaporankemajuanhasil 
pekerjaan. 

55.2 Untuk kepentingan pengendalian
 danpengawasanpelaksanaanpekerj
aan,seluruh aktivitas     kegiatanpekerjaan
 dilokasi 
pekerjaandicatatdalambukuhariansebagai 
bahanlaporanharianpekerjaanyangberisi 
rencana danrealisasipekerjaanharian. 

55.3 Laporanharianberisi: 

a. jenisdankuantitasbahanyangberada di 
lokasipekerjaan; 

b. penempatantenagakerjakonstruksi 
untuk tiapmacamtugasnya; 

c. jenis,jumlah dankondisi peralatan; 

d. jenisdankuantitaspekerjaanyang 
dilaksanakan; 

e. keadaancuacatermasukhujan,banjir dan
 peristiwa alam lainnya yang 
berpengaruhterhadap
 kelancaranpekerjaan;dan 

f. catatan-catatanlainyangberkenaan 
denganpelaksanaanpekerjaan. 

55.4Laporanmingguanterdiridarirangkuman 
laporanhariandanberisihasilkemajuan 
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fisikpekerjaandalamperiodesatuminggu, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.5 Laporanbulananterdiridarirangkuman 
laporanmingguandanberisihasilkemajuan 
fisikpekerjaandalamperiodesatubulan, 
sertahal-halpentingyangperluditonjolkan. 

55.6 Untuk merekam kegiatan
 pelaksanaanpekerjaankonstruksi,PP
KdanPenyedia membuatfoto-
fotodokumentasidanvideo 
pelaksanaanpekerjaandilokasipekerjaan 
sesuaikebutuhan. 

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat
 olehPenyedia,      diperiksa
 olehPengawas 
Pekerjaan,dandisetujuiolehPPK/pihak PPK. 

56.KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain, 
laporan,dandokumen-dokumenlainsertapiranti 
lunakyangdipersiapkanolehPenyediaberdasarkanKo
ntrakinisepenuhnyamerupakanhakmilikPPK. 
Penyediapalinglambatpadawaktupemutusanataupe
nghentianatauakhirMasaKontrakberkewajibanuntu
kmenyerahkansemuadokumendanpiranti 
lunaktersebutbesertadaftarrinciannyakepada 
PPK.Penyediadapatmenyimpan1(satu)buah 
salinantiapdokumendanpirantilunaktersebut. 
Pembatasan(jikaada)mengenaipenggunaan 
dokumendanpirantilunaktersebutdiatasdi 
kemudianhari diatur dalam SSKK. 

57.KerjasamaAntara 
Penyediadan 
Subpenyedia 

57.1 Penyedia hanya boleh melakukan 
subkontrak    sebagianpekerjaan utama 
kepada     Penyedia     Spesialis     
dan/ataupekerjaanbukanpekerjaanutamake
pada Penyedia UsahaKecil. 

57.2 Penyediatetapbertanggungjawabatas 
bagianpekerjaanyangdisubkontrakkanterseb
ut. 

57.3
 Subpenyediadilarangmengalihkanata
umensubkontrakkanpekerjaan. 

57.4
 ApabilaPenyediayangditunjukme
rupakanPenyediaUsahaKecil,makapekerjaan
tersebutharusdilaksanakansendiriolehPenye
dia yang ditunjuk dan dilarang 
dialihkanataudisubkontrakkankepada pihak 
lain. 

57.5 PenyediaUsahaNonKecilyangmelakukan 
kerjasamadenganSubpenyediahanyabolehm
elaksanakansesuaidengandaftarbagianpekerj
aanyangdisubkontrakkan(apabila 
ada)yangdituangkandalamLampiranA SSKK. 

57.6 LampiranASSKK(DaftarPekerjaanyang 
DisubkontrakkandanSubpenyedia)tidak 
bolehdiubahkecualiataspersetujuantertulisda
riPPKdandituangkandalam 
adendumKontrak. 

57.7PelaksanaanKerjasama Antara Penyediadan 
Subpenyedia     diawasi     olehPengawas 
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PekerjaandanPenyediamelaporkansecara 
periodik kepada PPK. 

57.8 ApabilaPenyediamelanggar ketentuan 
sebagaimanadiaturpadapasal57.4atau57.5m
akaakandikenakandendasenilai 
pekerjaanyang disubkontrakkan tersebut. 

58.PenyediaLain Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmengg
unakanlokasikerjatermasukjalanakses bersama-
samadenganPenyediaLain(jikaada)danpihak-
pihaklainnyayangberkepentinganatas 
lokasikerja.Jikadipandangperlu,PPKdapat 
memberikanjadwalkerjaPenyediaLaindilokasi kerja. 

59.AlihPengalaman/Keahl
ian 

Dalamhalpelaksanaanpaketpekerjaankonstruksi 
dengan nilai pagu anggaran di atas 
Rp50.000.000.000,00(limapuluhmiliarrupiah), 
Penyedia        
diwajibkanmemberikanalihpengalaman/keahlianbi
dangkonstruksimelalui 
sistemkerjapraktik/magangsesuaidenganjumlah 
yang    disepakati    pada    saat Rapat
 PersiapanPenunjukanPenyedia. 

60.PembayaranDenda Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksi 
finansialberupadendasebagaiakibatwanprestasi 
atauciderajanjiterhadapkewajiban-
kewajibanPenyediadalamKontrakini. PPKmengenak
an denda 
denganmemotongangsuranpembayaranprestasi 
pekerjaanPenyedia.Pembayarandendatidak 
mengurangitanggung jawab kontraktualPenyedia. 

61.Jaminan 61.1 JaminanyangdigunakandalampelaksanaanK
ontrakinidapatberupabankgaransiatausurety
 bond. Jaminan bersifat tidak 
bersyarat,mudahdicairkan,danharus 
dicairkanolehpenerbitjaminanpaling 
lambat14(empatbelas)harikerjasetelah 
surat perintah pencairandariPPKatau pihak 
yang diberi kuasa olehPPK diterima. 

61.2 PenerbitjaminanselainBankUmumharus 
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi 
dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) 

61.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,JaminanUa
ngMukadanJaminanPemeliharaan 
sebagaiberikut: 

a. paket pekerjaan sampai
 denganRp10.000.000.000,00(s
epuluhmiliar rupiah) 
dapatditerbitkanoleh: 1)Bank Umum; 

2)PerusahaanAsuransi; 

3)PerusahaanPenjaminan; 

4)lembagakeuangankhususyang 
menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan,     penjaminan,     dan 
asuransiuntukmendorongekspor 
Indonesiasesuaidenganketentuanpe
raturanperundang-undangandi 
bidanglembagapembiayaanekspor 
Indonesia;atau 

Asuransi 
Lembaga 

5)KonsorsiumPerusahaanUm
um/KonsorsiumPenjami
nan/Konsorsium 
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Perusahaan Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

b. paket pekerjaan di atas 
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliar 
rupiah)dapat diterbitkanoleh: 

1)Bank Umum;atau 

2)KonsorsiumPerusahaanAsuransi 
Umum/Konsorsium Lembaga 
Penjaminan/KonsorsiumPerusahaa
n Penjaminan yang 
mempunyai     programasuransi 
kerugian(suretyship). 

61.4 JaminanPelaksanaandiberikankepadaPPK 
setelahditerbitkannyaSuratPenunjukanPenye
dia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum 
dilakukanPenandatangananKontrak 
denganbesar: 

a. 5% (lima perseratus) dari Harga 
Kontrak;atau 

b. 5% (limaperseratus) dari nilaitotal HPS 
untuk harga penawaran
 ataupenawaranterkoreksidiba
wah80% 
(delapanpuluhperseratus)nilaitotal HPS. 

61.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpaling
 kurang sejak tanggal 
penandatangananKontraksampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(Provis
ionalHandOver/PHO). 

61.6
 JaminanPelaksanaandikembalikanset
elahpekerjaandinyatakanselesai100%(seratu
s 
perseratus)dandigantidenganJaminanPemeli
haraanataumenahanuangretensi 
sebesar5%(limaperseratus)dariHarga 
Kontrak; 

61.7 JaminanUangMukadiberikankepadaPPK 
dalamrangkapengambilanuangmuka 
yangbesarannyapalingkurangsama 
denganbesarnyauangmukayangditerima 
Penyedia. 

61.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangi 
secaraproporsionalsesuaidengansisauang 
muka yang diterima. 

61.9 MasaberlakunyaJaminanUangMuka 
palingkurangsejaktanggalpersetujuanpembe
rianuangmukasampaidengan 
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(PHO). 

61.10JaminanPemeliharaandiberikankepadaPPK 
setelahpekerjaandinyatakanselesai100% 
(seratus perseratus). 

61.11Pengembalian Jaminan Pemeliharaan 
dilakukanpalinglambat14(empatbelas)harik
erja setelahMasa Pemeliharaan selesai 
danpekerjaanditerimadenganbaiksesuai 
dengan ketentuanKontrak. 

61.12MasaberlakuJaminanPemeliharaanpaling 
kurangsejakTanggalPenyerahanPertama 
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Pekerjaan sampai dengan Tanggal 
PenyerahanAkhirPekerjaan(FinalHandOver/
FHO). 

HAKDANKEWAJIBANPPK 

62.HakdanKewajibanPPK Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh PPK
 dalammelaksanakanKontrak, meliputi: 

a. mengawasidanmemeriksapekerjaanyang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

b. menerimalaporan-laporansecaraperiodik 
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang 
dilaksanakanolehPenyedia; 

c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwal 
penyerahanpekerjaandanketentuanyang 
telahditetapkandalamKontrak. 

d. membayarpekerjaansesuaidenganhargayang 
tercantumdalamKontrakyangtelahditetapkan 
kepada Penyedia; 

e. memberikanfasilitas berupasarana
 danprasaranayangdib
utuhkanolehPenyedia 
untukkelancaranpelaksanaanpekerjaansesuai 
ketentuanKontrak;dan f. menilaikinerja Penyedia. 

63.Fasilitas
 PPKdapatmemberikanfasilitasberupas
aranadanprasaranaataukemudahanlainnya(jikaada)
yang tercantum dalam SSKK untuk
 kelancaranpelaksanaanpekerjaanini. 

64.Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan 
kepada Penyedia yaitu: 

a.PPKmengubahjadwalpekerjaanyang dapat
 mempengaruhi
 pelaksanaanpekerjaan; 

b.keterlambatan pembayaran kepada 
Penyedia; 

c.PPKtidakmemberikangambar-gambar, 
spesifikasidan/atauinstruksisesuai 
jadwalyang dibutuhkan; 

d.Penyediabelumbisamasukkelokasi 
sesuaijadwaldalamkontrak; 

e.PPKmenginstruksikankepadapihak 
Penyediauntukmelakukanpengujiantamb
ahanyangsetelahdilaksanakanpengujiant
ernyatatidakditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

f.PPK memerintahkan
 penundaanpelaksanaanpekerjaa
n; 

g.PPKmemerintahkanuntukmengatasi 
kondisitertentuyangtidakdapatdiduga 
sebelumnya dan disebabkan/tidak 
disebabkanolehPPK;atau 

h.ketentuanlaindalam SSKK. 
64.2

 JikaPeristiwaKompensasi
mengakibatkanpengeluaran
 tambahan dan/atau 
keterlambatanpenyelesaianpekerjaanmaka 
PPKberkewajibanuntukmembayarganti 
rugidan/ataumemberikanperpanjanganMas
a Pelaksanaan. 

64.3 Ganti 
hanya 

rugiakibatPeristiwa 
dapatdibayarkanjika 

Kompensasi 
berdasarkan 
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data penunjang dan perhitungan 
kompensasiyangdiajukanolehPenyedia 
kepadaPPK,dapatdibuktikankerugiannyata. 

64.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanya 
dapatdiberikanjikaberdasarkandata 
penunjangdanperhitungankompensasi 
yangdiajukanolehPenyediakepadaPPK, 
dapatdibuktikanperlunyatambahanwaktu 
akibatPeristiwa Kompensasi. 

64.5 Penyediatidakberhakatasgantirugi 
dan/atauperpanjanganMasaPelaksanaanjika
Penyediagagalataulalaiuntuk memberikan
 peringatan dini
 dalammengantisipasiataume
ngatasidampak Peristiwa Kompensasi. 

TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA 

65.Tenaga Kerja Konstruksi65.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja 
padapekerjaaniniwajibmemilikisertifikat 
kompetensi kerja. 

65.2 TenagaKerjaKonstruksiselainPersonel 
Manajerialyangbekerja/akanbekerjapada 
pekerjaaninidanbelummemilikisertifikat 
kompetensikerja,makaPenyediawajibmemast
ikan dipenuhinya persyaratan 
sertifikatkompetensikerjasepanjangMasa 
Pelaksanaan. 

66.PersonelManajerial 66.1 
dan/atauPeralatan 
Utama 

PersonelManajerialyangditempatkandan 
diperkerjakanharussesuaidenganyang 
tercantumdalamLampiranASSKK. 

66.2 PeralatanUtamayangditempatkandan 
digunakanuntukpelaksanaanpekerjaan 
adalahperalatanyanglaikdanharussesuai 
denganyangtercantumdalamLampiranA 
SSKK. 

66.3 PenggantianPersonelManajerialdan/atauPer
alatanUtamatidakbolehdilakukan 
kecuali ataspersetujuantertulisdariPPKdan 
dituangkandalam adendumKontrak. 

66.4 Jika penggantian Personel Manajerial 
dan/atauPeralatanUtamaperludilakukan, 
maka     Penyedia     berkewajiban untuk 
menyediakanpenggantidengankualifikasi 
yangsetaraataulebihbaikdaritenagakerja 
konstruksi dan/atau peralatanyang 
digantikantanpa biaya tambahanapapun. 

66.5 PPK dapat menyetujui 
penempatan/penggantianPersonel 
Manajerial    dan/atauPeralatan Utama 
menurut kualifikasiyangdibutuhkan setelah
mendapat    rekomendasi    dari    Pengawas 
Pekerjaan. 

66.6 JikaPPKmenilaibahwaPersonelManajerial: 

1)tidak mampu atau tidak dapat 
melakukanpekerjaandenganbaik; 

2)berkelakuantidak baik;dan/atau 
3)mengabaikanpekerjaanyangmenjadi 

tugasnya; 
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aka e yedia erkewa i a t k 
e yediaka e gga tida e a i erso

el a a erialterse t e i ggalka  
lokasiker adala wakt t ari 
kale der se ak di i ta ole  

. erso el a a erial erkewa i a t k 
e agakera asiaa eker aa ya.Jika 

di erl ka ole , erso el a a erial 
da atsewakt wakt disyaratka t k 

e agakera asiaa eker aa di awa  
s a . 

. a ila ada e a a a erso el 
a a erialda ata eralata ta a aka 

e a a a terse t ar s    e da at 
erset a terle i da l dari da  

dit a gka dala  La ira SS . 

B R  

.Harga o trak . e ayar ke ada e yedia atas 
elaksa aa eker aa dala o trak 

se esar Harga o trak. 

.
Harga o traktela e er it gka

eli ti : a. e a a ak; 

. ke t ga da iaya iaya 
; 

c. iaya elaksa aa eker aa ;da  

d. iaya e yele ggaraa kea a a da  
kese ata ker a serta kesela ata  
ko str ksi. 

.  Harga o trak agia eker aa arga sat a
ses ai de ga ri cia ya g 

terca t dala aftar a titasda Hargada
Harga o trak agia eker aa  

l s ses aide ga aftar el ara da Har
ga. 

. e ayara .  a g ka 

a. a g kadi ayar t k e iayai 
o ilisasi eralata te aga ker a 

ko str ksi, e ayara a gta da adi 
ke ada      e asok a a aterial 
da ata t k ersia a tek is lai . 

. t k sa akecil, a g kada at 
di erika ali gti ggi % tiga l er
serat s  dari Harga o trak. 

c. t k sa a o kecil, a g a 
da atdi erika ali gti ggi % d a 

l erserat s dari Harga o trak. 
d. t k o trakTa Ja ak, a g 

kada atdi erika ali gti ggi % 
li a elas erserat s dariHarga 
o trak. 

e. Besara a g kadite t ka dala  
SS da di ayarsetela e yedia 

e yera ka Ja i a a g a 
ali gsedikitse esar a g kaya g 

diteri a. 
f. ala aldi erika a g ka, aka 

e yedia ar s
 e ga ka er o o a

e ga ila a g a 
secaratert liske ada disertai 

emente ian R 



138 

de ga re ca a e gg aa a g 
ka t k elaksa aka eker aa  

ses ai o trak da re ca a 
e ge alia ya. 

g. ar s e ga ka S rat 
er i taa e ayara S ke ada 
e a at e a data ga a S rat eri ta
e ayar S t k er o o a te

rse t ada r ff, ali gla at t
ariker asetela Ja i a a g ka 

diteri a. 

. e ge alia a g ka ar s 
di er it gka era gs r a gs r 
secara ro orsio al     ada     
setia e ayara restasi eker aa da

ali gla at ar sl as adasaat 
eker aa e ca ai restasi % 
serat s erserat s . 

. restasi eker aa  

e ayara restasi asil eker aa ya g 
dise akatidilak ka ole ,de ga  
kete t a : 

a. e yediatela e ga ka tagi a  
disertai la ora ke a a asil 

eker aa ; 

.
 e ayara dilak ka tidak ole el
e i ike a a asil eker aa ya g 
tela dica ai da  diteri aole ; c. e ayara dilak ka

ter ada eker aa ya
g s da ter asa g; d.
 e ayara dilak ka de ga siste t
er i ya gkete t a le i la t diat r 
dala SS ; e. e ayara ar s e er it gka : 

a gs ra a g ka; 
eralata da ata a a ya g 

e adi agia er a e dari asil 
eker aa ya g aka  

disera teri aka  
ya g s da  di ayar se el ya; 

de da a a ila ada ; 
a ak; da ata  
a g rete si. 

f. t k o trak ya g e yai 
s ko trak, er i taa e ayara ar

sdile gka i kti e ayara  
ke adasel r S e yediases ai 
de ga restasi eker aa . e ayara  
ke adaS e yediadilak ka ses ai 

restasi      eker aa ya g selesai 
dilaksa aka ole S e yediata a 

ar s e gg e ayara terle i  
da l dari ; 

g. e ayara terak ir a yadilak ka  
setela eker aa selesai % serat s 

erserat s da Berita caraSera  Teri a
 erta a eker aa  
dita data ga iole  da e yedia; 

.    dala k r wakt t ari 
ker asetela e ga a er i taa  
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e ayara dari e yediaditeri a ar s
 s da e ga ka S rat 
er i taa e ayara ke ada e a at 
e a data ga a S rat      
eri ta e ayar S ; 

i.
 a a ilaterda atketidakses ai
a dala er it ga a gs ra , tidak
 aka e adi alasa

t k     e da 
e ayara .    da at e i ta 
e yedia        t k        
e ya aika er it ga restasise e
tarade ga e gesa i gka al
alya gseda g e adi erselisi a . 

. Ba a da ata eralata ya g e adi 
agia er a e  dari asil eker aa ses ai 

de ga kete t a ya gterca t dala  
SS .Ba a da ata eralata ya g e adi
 agia dari asil
 eker aa e e ikete t a : 

a. a a da ata eralata ya g el  
dilak ka if gsi , 
serta er aka agia dari eker aa ta

a ar s e e i ersyarata  
se agai erik t: 

erada di lokasi eker aa  
se agai a a     terca t

dala o trak 
da er a a ya; e ilikisertifikat i t dari 

a rika rod se ; 

ersertifikat gara si dari 
rod se age res i ya g dit k 

ole rod se ; 

diset iole ses aide ga  
ca aia fisik ya g diteri a; 

dilara gdi i da ka dariarea lokasi
 eker aa da ata  
di i da ta ga ka ole i ak 

a a ;da  

kea a a e yi a a da risiko 
ker saka se el  
disera teri aka secara sat  
kesat a f gsi       

er aka ta gg g 
awa e yedia. . sertifikat i t da sertifikatgara si 

tidakdi erl ka dala al eralata  
da ata a a di at dirakitole e ye
dia; 

c. esara ya gaka di ayarka dari 
erkisara tara % 

sa ai de ga % ; 

d. kete t a a a da ata eralata  
ya g e adi agia er a e dari 

asil eker aa a yadi erlak ka t k 
agia eker aa arga sat a . 

e. esara ilai e ayara da e is 
dica t ka didala  

SS . 

. e da da Ga tiR gi 

emente ian R 
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a. e da er aka  sa ksi fi a sialya g 
dike aka ke ada e yedia,a taralai : 
de da keterla ata

dala e yelesaia elaksa
aa eker aa , 

de daketerla ata dala er aika  
Cacat t ,de daterkait ela ggara  
kete t a  s ko trak. 

. Ga tir gi er aka sa ksifi a sial 
ya gdike aka ke ada a e ye
dia kare a ter adi ya cidera 
a i wa restasi.Besar yasa ksiga ti 
r giadala se esar ilaiker gia ya g 
diti lka . 

c. Besar yade daketerla ata ya g 
dike aka ke ada e yedia atas 
keterla ata e yelesaia eker aa  
adala : sat erseri dari arga 

agia o trakya gterca t  
dala o trak se el ;ata  

sat erseri dariHarga o trak 
se el ; 

ses aiya g diteta ka dala SS . 
d. Besar yaga tir gise agaiaki at 

eristiwa o e sasiya gdi ayar 
ole atasketerla ata e ayara  
adala se esar gadari ilaitagi a  
ya gterla atdi ayar, erdasarka ti gk
ats k gaya g erlak ada saat it

e r t keteta a Ba k 
do esia,se a a gtela di t ska ole

le agaya g erwe a g; 
e. e ayara de dada ata ga tir gi 

di er it gka dala
e ayara restasi

eker aa . 
f. Ga tir gike ada e yediada at 

e g a Harga o trak setela  
dit a gka dala  ade d  ko trak. 

g.
 e ayara ga tir gidilak ka ole

,a a ila e yediatela e ga ka tagi
a disertai er it ga da data data. 

.Hari er a .  ra g arista darata sat ariora g 
eker aadala dela a a ,terdiriatas t

a ker a efektif da sat a  istira at. 

.  e yediatidakdi erke a ka elak ka eke
r aa a a dilokasiker a adawakt  ya g
 secara kete t a

erat ra er da g
da ga di yataka se agai 

arili rata dil ar a ker a or al, kec ali: 

a. di yataka lai  di dala o trak; 

. e erika  izi ;ata  

c. eker aa tidakda atdit da,ata t k
 kesela ata erli d ga

asyarakat,di a a e yedia ar s 
segera       e erita ka rge si 

eker aa terse tke ada e gawas 
eker aa da . 
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. Se a eker adi ayarsela a ariker ada  
data yadisi a ole e yedia. aftar 

e ayara asi g asi g eker ada at 
di eriksaole . 

. t k eker aa ya gdilak ka dil ar ari 
ker aefektifda a ker a or al ar s 

e gik ti kete t a e teri ya g 
e ida gikete agaker aa . 

. elaksa aa eker aa dil ar ariker a 
efektifda ata a ker a or al ar s 
diawasi ole e gawas eker aa . 

. er it ga k ir .
e ayara a gs ra restasi eker a

a terak irdilak ka setela eker aa selesai 
% serat s erserat s da eritaacara 

sera teri a erta a eker aa tela  
dita data ga iole  ked a i ak. 

. Se el e ayara terak irdilak ka , 
e yedia erkewa i a t k e yera ka  

ke ada e gawas eker aa
ri cia er it ga ilaitagi a te

rak irya g at te o.
 erdasarka asil 

e elitia tagi a ole e gawas eker aa er
kewa i a t k e er itka S t k 

e ayara tagi a a gs ra terak ir 
ali gla at t ariker ater it g 

se aktagi a da dok e e a g 
di yataka le gka da diteri aole e gawa
s eker aa . 

. e a gg a  . da at e a gg ka e ayara  
setia a gs ra restasi eker aa e yedia 
ika e yediagagalata lalai e e i 
kewa i a ko trakt al ya, ter as k 

e yera a setia Hasil eker aa ses ai 
de ga  wakt ya gtela diteta ka . 

. secaratert lis e erita ka ke ada 
e yedia te ta g e a gg a ak 
e ayara ,disertaialasa alasa ya g elas

 e ge ai e a gg a terse t. 
e yedia      di eri      kese ata t k 
e er aiki dala a gka wakt terte t . 

. e ayara ya g dita gg ka ar s 
dises aika de ga ro orsi kegagala ata  
kelalaia e yedia. 

.
Jikadi a da g erl ole

, e a gg a e ayara aki at
 keterla ata e yera a

eker aa da atdilak ka ersa aa de ga
e ge aa de dake ada e yedia. 

G W S T  

. e gawasa da e
eriksaa  

erwe a g elak ka e gawasa da e eriks
aa ter ada elaksa aa eker aa ya g 
dilaksa aka ole e yedia. da at 

e eri ta ka ke ada i ak    ketiga    t k 
elak ka e gawasa da e eriksaa atas 

se a elaksa aa eker aa ya gdilaksa aka ole
e yedia. 

. e ilaia eker aa  
Se e taraole  

. dala asa elaksa aa eker aa  
da at elak ka e ilaia se e taraatas 
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asil eker aa ya g dilak ka
ole e yedia. 

.
e ilaia atas asil eker aa dilak

ka ter ada t da
ke a a fisik eker aa . 

. e eriksaa  
da e g ia  
Cacat t  

. ata e gawas eker aa
aka e eriksasetia asil eker aa d

a e erita ka e yediasecaratert lis 
atas setia  Cacat t ya gdite ka .  
ata e gawas        eker aa da at 

e eri ta ka e yedia           t k 
e e ka da e g gka ka Cacat 

t ,serta e g i asil eker aa ya g 
dia gga ole ata e gawas eker aa e

ga d g    Cacat    t . e yedia 
erta gg g awa atas er aika Cacat t  

sela a asa o trak. 

. Jika ata e gawas
 eker aa e eri ta ka e yedia t

k elak ka e g ia Cacat 
t ya gtidakterca t  

dala S esifikasiTek isda Ga ar,da asil
ico a e kka ada yacacat 

t aka e yedia erkewa i a t k 
e a gg g iaya e g ia terse t.Ji a 

tidakdite ka ada yaCacat t aka 
ico aterse tdia gga se agai eristiwa 
o e sasi 

. er aika Cacat t  . ata e gawas eker aa
aka e ya aika e erita a C

acat t  
ke ada e yediasegerasetela dite ka  
Cacat t terse t. e yedia erta gg g 
awa atasCacat t sela a asa o trak. 

. Ter ada e erita a Cacat
 t terse t,    e yedia
 erkewa i a t k 

e er aikiCacat t dala a gka 
wakt ya g         
diteta ka dala e erita a . 

. Jika e yediatidak e er aiki Cacat t  
dala a gkawakt ya gdite t ka aka 

, erdasarka erti a ga e gawas 
eker aa , er ak t ksecarala gs g 

ata elal i i akketigaya gdit kole
elak ka er aika terse t. e yedia 

segerasetela e eri aklai secara 
tert lis erkewa i a t k e gga ti iaya 

er aika terse t. da at e erole e
gga tia iaya de ga e oto g 

e ayara atastagi a e yediaya g 
at te o ikaada ata a grete siata e
caira Ja i a e eli araa ata ika 
tidakada aka iaya e gga tia aka  
di er it gka se agai ta g e yedia 
ke ada  ya g tela at te o. 

. e ge aka de da
 keterla ata t ksetia keterla at
a er aika Cacat 

t da e ge aka Sa ksi aftarHita  
ke ada e yedia ikatidak elaksa aka er a
ika cacat t .Besara de da 
keterla ata da a gkawakt er aika  
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aki atCacat t i idite t ka dala  SS . 

. egagala Ba g a .  a ilater adi egagala Ba g a aka 
da ata e yediater it gse ak 

Ta ggal e yera a k ir
 eker aa erta gg g awa atas      

egagala Ba g a ses aide ga kesala a
asi g asi gsela a r o str ksiya g 

terca t dala SS teta itidakle i dari 
dua l ta ,da dala SS agar 

dica t ka la a erta gg ga ter ada
egagala Ba g a ya g    diteta ka  
a a ilare ca a r o str ksik ra g dari 

dua l ta . 

.  e yedia erkewa i a t k eli d gi, 
e e aska , da e a gg gta a atas 

esertai sta si yater ada se a 
e t k t t ta , ta gg g awa , 

kewa i a ,ke ila ga ,ker gia ,de da, 
g gata ata t t ta k , roses 

e eriksaa k ,    da iaya    ya g 
dike aka ter ada esertai sta si ya 
kec aliker gia ya g e dasarit t ta ters

e t dise a ka kesala a ata kelalaia
se ga de ga klai ke ila ga  

ata ker saka arta e da,da cidera 
t ,sakitata ke atia i akketigaya g 
ti l dari kegagala a g a . 

.  a e yedia erkewa i a t k 
e yi a da e eli ara se a 

dok e ya gdig aka da terkait 
de ga elaksa aa i isela a r 

o str ksiya gterca t dala SS teta iti
dak le i dari se l ta . 

L S RS L S H  

. e yelesaia erselisi a
Se gketa 

. ara i ak erkewa i a t k er aya 
s gg s gg e yelesaika secara 
da aise a erselisi a ya gti ldari 
ata er ga de ga o traki iata  
i ter retasi ya      sela a
 ata setela elaksa aa eker aa i
ide ga ri si  dasar syawara t k
 e ca ai ke fakata . 

. ala al syawara ara i ak 
se agai a adi aks d ada asal . tidakda

at e ca ais at ke fakata , aka     
e yelesaia erselisi a ata  

se gketaa tara ara i akdala o trak 
da at      dilak ka elal i, alter atif 

e yelesaia se gketa,dewa se gketa 
e gga tika ediasi ko siliasi , 

da ata ar itrase. 

. e yelesaia erselisi a se gketa ya g 
di ili diteta ka dala SS . 

. tikadBaik .  ara i ak erti dak erdasarka asassali g 
ercayaya gdises aika de ga ak ak 

ya g terda at dala o trak. 

.  ara i akset t k elaksa aka er a i
a de ga rta a e o olka  
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ke e ti ga asi g asi g i ak. a ila 
sela a o trak,sala sat i ak erasa 
dir gika , akadi ayaka ti daka ya g 
ter aik t k e gatasikeadaa  terse t. 

emente ian R 
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S R T S R T H S S TR  

asal 
dala  
SS  

ete t a  ata 

. .  ores o de si la at ara i ak se agai erik t: 

Sat a er a  : ............... 
 

a a :.......... 
la at :.......... 
We site :.......... 

:.......... 
 

aksi ili :..........  
e yedia : ........................ 

 
a a

 :..........
 

la at :.......... 
ail :..........  

aksi ili :.......... 
 

. .  Wakil
 Sa
ara i ak 

WakilSa ara i ak se agai erik t: 

t k : 
a a

 :..........

Berdasarka
S rat e t sa

……      o or.….ta ggal 
…….

 
t k e yedia: 
a a

 :..........

Berdasarka
S rat e t sa  

…… o or.….ta ggal……. 

 
e caira

Ja i a  
Ja i a dicairka da  disetorka ada  .

.
. .

 asa 
elaksa aa  

asa elaksa aa sela a120 (seratus dua puluh 
) ter it gse akTa ggal lai er aya gt
erca t  dala S . 

. asa. 
elaksa aa t k    

Sera Teri a 
Se agia eker aa
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Secara 
arsial  

. asa 
e eli araa  

asa e eli araa erlak sela a120 (seratus dua 
puluh) ter it g se ak Ta ggal 
e yera a erta a eker aa H . 

. Sera Teri a 
Se agia eker
aa  

 

. asa . 
e eli araa t

k    Sera Teri a 
Se agia
eker aa  
Secara . 
arsial  

 

.
edo a

e go erasia  
da erawata

e eli araa
 

Ga ar da ata edo a e go erasia  
da erawata e eli araa ar sdisera ka ali gl
a at7 ari 
kale dersetela Ta ggal e yera a erta a 
eker aa . 

.
e yes

aia Harga 

e yes aia arga
 ........... . . . .  
dala aldi erika aka r sa ya se agai erik t: 

H =Ho 
a+ .B Bo+c.C Co+d. o+.....  

H
=HargaSat a adasaat eker aa dil

aksa aka ; 
Ho =Harga Sat a ada saat arga 

e awara ; 
a           = oefisie teta ya g    terdiri    atas 

ke t ga da ,fala al 
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e awara tidak
 e ca t ka esara
ko o e ke t ga da a
kaa= ,  

,c,d= oefisie ko o e ko trakse erti 
te agaker a, a a ,alatker a,ds ; 
e la a a+ +c+d+....dstadala ,

 
B , = deks argako o e ada l a  C ,              
saat eker aa d i l a k s a a k a . 

 
Bo, = deks argako o e ada la  Co,              

e ya aia e awara . 
o 

R sa terse tdiatas e er atika al al 
se agai erik t: 

a e eta a koefisie a a ,te agaker a,alat 
ker a, a a akar,da se agai yaditeta ka  
se ertico to  se agai erik t: 

oefisie o o e eker
aa  

Ti
a ,

Galia ,
 

 
Galia ,

de ga alat  
Beto ,

 
Beto ,

ert la g  
oefisie ko o e ko trakditeta ka ole  
dari er a di ga a tara arga a a ,te a a 
ker a,alatker a,da se agai ya a a ilaada ter ad
a HargaSat a dari e o ota H S 
da dica t ka dala ok e e ili a Ra c
a ga o trak . c deks argaya gdig aka ers erdari 

e er ita B S. 

d ala ali deks argatidakdi atdala e er ita
B S,dig aka i deks argaya g 
dikel arka ole i sta si tek is. 

e R sa e yes aia Harga o trakditeta ka  
se agai erik t: 

= H xV + H xV + H xV + 
.... dst 

=
 Harga o traksetela dilak ka

e yes aia Harga Sat a ; H = HargaSat a ar setia e is 
ko o e eker aa setela  
dilak ka e yes aia arga 

e gg aka r sa e yes aia
Harga Sat a ; 

V = Vol esetia e is
 ko o e

eker aa ya g dilaksa aka . f
e ayara e yes aia argadilak

ka ole ,a a ila e yediatela e ga ka ta
gi a  disertai er it ga esertadata
datada tela  dilak ka a dit ses ai
 de ga

kete t a erat ra er da g
da ga ; 
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g e yediada at e ga ka tagi a secara 
erkala ali gce at e a la setela eker aa
ya gdi erika e yes aia arga 

terse tdilaksa aka . 

e ayara e yes aia argadilak ka ole ,a
a ila e yediatela e ga ka tagi a  

disertai er it ga esertadata datada tela  
dilak ka a dit ses ai de ga

kete t a erat ra er da g
da ga . 

. e ayara  
Tagi a  

Batasak irwakt ya gdise akati t k e er ita  
S ole t k e ayara tagi a a gs ra  
adala 7

ariker a 
ter it gse aktagi a da kele gka andok e e

a gya gtidakdi erselisi ka diteri aole  

. i Hak
 da

ewa i a e
yedia 

- 

. . d  Ti daka lai ole e yediaya g e erl ka erset
a adala

 

. . d  Ti daka lai ole e yediaya g e erl ka erset
a e gawas eker aa adala  menggunakan 
spesifikasi bahan dan gambar, mengubah personil 
inti dan peralatan 

 

Ti daka e y
ediaya g 

e syaratka
erset a
 

Ti daka e y
ediaya g 

e syaratka
erset a e
gawas 
eker aa e e
ilika ok
e  

e yedia di er ole ka e gg aka sali a  
dok e da ira til akya gdi asilka dari 
eker aa o str ksii ide ga e atasa se a ai 
erik t:dipergunakan hanya semata-mata sebagai 

referensi pekerjaan sejenis. 

 asilitas aka e erika fasilitas er a:- 

. .  eristiwa 
o e sasi 

Ter as k eristiwa o e sasi ya g da at 
di erika ke ada e yediaadala - 

. . e Besara a g 
ka 

a g kadi erika ali gti ggise esar30% 
dari Harga o trak. 

. . d
e aya

ra restasi 
eker aa  

e ayara restasi eker aa dilak ka de ga  
carabulanan (Montly Certificate) 
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ok e e a g    ya g    disyaratka t k 
e ga ka tagi a e ayara restasi eker aa : 

Kontrak /RMK 
Time Schedule 
Surat ijin mulai 
kerja 
BA Uitzet 
Shop Drawing 
Adendum (bila ada) 
Laporan Mingguan 
Sertifikat Bulanan 
Mix Design 
Back Up MC 
Perintah Perubahan (CCO) 
Photo 0%, 50%, 100% 
Buku Kegiatan 
Asbuilt Drawing 
PHO 
BA Pembayaran 

 

. . d
e aya

ra Ba a  
da ata er
alata  

 

. . c  e da aki at 
eterla ata  

t k eker aa i i esarde daketerla ata t k 
setia ariketerla ata adala sat erseri
dariharga kontrak se el  

.  er aika  
Cacat t  

e da keterla ata  aki atCacat t t k 
setia ariketerla ata adala se esar sat e
rseri dari iaya er aika cacat t .Ja gka 
wakt er aika cacat t  ses ai de ga erkiraa  
wakt ya gdi erl ka t k er aika da  
diteta ka ole . 
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Ba g a Hasil eker aa e iliki r 
o str ksi sela a........ t

a se akTa ggal e yera a k ir eker aa . 

 

. r a. 
o str ksida ert

a gg ga ter ad
a egagala Ba g

a
.
 

erta gg ga ter ada egagala Ba g a  
diteta ka sela a........ t
a se ak Ta ggal e yera a k ir eker aa .  

.
e yelesai

a erselisi a
Se gketa 

ala al syawara t k fakattidakterca ai, 
aka ara i ak se akat

 e yelesaika erselisi a se gketa 
elal i: 
.…………. 

e k          
 

ata  
ewa Se gketa e k

 

. r itrase e k 
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L R S R T S R T H S S TR  

T RH RG S T T G 

o ata

 Sat a

e aya    k ra  

ra  

a tita 

s 

Harga 

Sat a H

S R  

% 

Ter ada 

 H S 

etera g 

a  

…….. ……….. ……….. ……….. 

…….. ……….. 

Harga 

Sat a e

awar 

a R  

……….. 

……….. ……….. ……….. 

     ………..    ……….. 

     ………..    ……….. 

st 

T R RJ G S B TR  S B  

a. eker aa ta a 

a a 

S e yedia 

la at 

S e yedia 

alifikasi 

S e yedia 

etera ga  

……….. ……….. ……….. ……….. 

o Bagia eker aa  

ya g 

is ko trakka

……….. 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

st 

. eker aa ka eker aa ta a 

a a 

S e yedia 

la at 

S e yedia 

alifikasi 

S e yedia 

etera ga  

……….. ……….. ……….. ……….. 

o Bagia eker aa  

ya g 

is ko trakka

……….. 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

st 

T R RS L J R L 

o a a 

erso el 

a a erial 

Ti gkat 

e didika

aza  

Sertifikat 

o ete si 

er a 

etera ga  Ja ata  

dala ek

er aa  i i 

……….. 

……….. 

e gala a

er a 

rofesio al 

Ta  

……….. ……….. ……….. 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

……….. 

……….. 

st 

T R R L T T  

erk a asitas 

da  

Ti e 

J la o disi Stat s 

e e ilika  

etera ga  

……….. …….. ………..……….. ……….. ……….. 

……….. …….. ………..……….. ……….. ……….. 

o a a 

eralata  

ta a 

……….. 

……….. 

st 
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L R  BS R T S R T 

H S S TR R C S L T STR

S R  

B T  R C S L T STR S  

................. R C S L T STR S  

  

T R S  

. e e i i a da artisi asi eker a dala esela ata o str ksi 

. . e ed lia i i a ter ada s ekster al da i ter al 

. . o it e esela ata o str ksi 

B. ere ca aa  kesela ata ko str ksi 

B. . de tifikasi a aya, e ilaia risiko, e ge dalia da el a g. B. . 

Re ca a ti daka sasara rogra  

B. .Sta dar da erat ra er da ga  

C. k ga esela ata o str ksi 

C. .S er aya 

C. . o ete si 

C. . e ed lia  

C. . o ikasi 

C. . for asiTerdok e tasi 

. erasi esela ata o str ksi 

. . ere ca aa erasi 

. al asi i er a esela ata o str ksi 

. . e a ta a  da  e al asi 

. .Ti a a a a e e  

. . e i gkata ki er a kesela ata ko str ksi 

C T H 
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e elasa e ge aiisi o it e esela ata o str ksi oi . ses aide ga  

for atdi awa i i: 

[Co to akta tegritasBada sa a Ta a e itraa S ] 

T T S L T STR S  

Sayaya g erta data ga di awa i i: 
a a :…………… [ ] 

Ja ata :............. 
Berti dak t k : T CV ir a ata  lai ya………… 
[ da atas a a              ] 

dala ra gka e gadaa ……………[ ] ada… ……… 
[isises aide ga a a ok a e ili a ] erko it e elaksa aka  
ko str ksi erkesela ata de iterci ta ya ,de ga e astika a

wa sel r elaksa aa ko str ksi: 

. e e ikete t a esela ata da ese ata er a o str ksi; 

. e gg aka te aga ker a ko ete ersertifikat; 

. e gg aka eralata ya g e e ista dar kelaika ; 

. e gg aka aterial ya g e e ista dar t ; 

. e gg aka tek ologiya g e e ista dar kelaika ; 
da . elaksa aka Sta dar erasi da rosed r S  

………… [ ],…..[ ] ………… [ ] ….[ ] 

[ ] 

[ ], 
[ ] 
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154 

[Co to akta tegritasBada sa a e ga S ] 

T T S L T STR S  

a iya g erta da ta ga di awa i i: 
. a a :…………… [ ] 

Ja ata Berti dak
t k 

. a a 

:............. 
: T CV ir a ata  lai ya…………… 
[ ] 
:.............[ ] 

Ja ata :…………… 
Berti dak t k : T CV ir a ata  lai ya…………… 

[ ] 
.......[da seter s ya,diisises aide ga la a ggota e itraa S ] 

dala ra gka e gadaa ……………[ ] ada… ……… 
[ ] erko it e elaksa aka  
ko str ksi erkesela ata de iterci ta ya ,de ga e astika a

wa sel r elaksa aa ko str ksi: 

. e e ikete t a esela ata da ese ata er a o str ksi; 

. e gg aka te aga ker a ko ete ersertifikat; 

. e gg aka eralata ya g e e ista dar kelaika ; 

. e gg aka aterial ya g e e ista dar t ; 

. e gg aka tek ologiya g e e ista dar 
kelaika ;da . elaksa aka Sta dar erasi da rosed r S  

………… [ ],…..[ ] ………… [ ] ….[ ] 

[ ] [ ] [ ] 

[ ], 
[ ] 

[ ], 
[ ] 

[ ], 
[ ] 

[ ] 

emente ian R 



NO JENIS/TIPE 
PEKERJAAN 

IDENTIFIKASIB

AHAYA 

 

PENILAIAN RESIKO 
SKALA 

PRIORITAS 

PENETAPANPENGE

NDALIANRISIKOK3 

 
DAMPAK 

 
KEKERAPAN 

TINGKAT 
RESIKO  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pekerjaan 
Beton Tipe-3 
(1 PC 2 PB 3 

Pekerja 
keracunan 
zat kimia, 
terkena palu, 
terjepit dan 
tertimpa 
kayu 
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B. . de tifi asi a aya, e ilaia risi o, e ge dalia da el a g. 

T B L . T S B H , L R S , T G L  R S  

a a 

er sa aa egiat

a  

Lokasi 

Ta ggaldi at 

:.................. 

:.................. 

:.................. 

:.................. ala a :….. ….. 

 

i at ole , 

 

emente ian R 

No 1, 2, 3 diisi PPK 

No 4, 5, 6, 7, 8 diisi penyedia 
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B. . Re ca a ti daka sasara rogra  

T B L S S S R R GR  

a a 
er sa aa egiat

a  
Lokasi 
Ta ggaldi at 

:.................. 
:.................. 
:.................. 
:.................. 

 T J S 
RJ  

S S R H S S R GR  

G L  
R S R  T L S B R R              

 
J G T R 
W T C  T R G GG G 

J W B 

       

i at ole , 

 

emente ian R 
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B T L  

.B T  S R T 

J B R G J

S S BJ  
o or 

La ira  
:__________ __________,____________ 

__:__________ 

e ada t . 
__________ 
di__________ 

eri al: e ka e yedia t k elaksa aa aket eker aa  __________ 

e ga i ika i erita ka a wa e awara Sa dara o or_______ __ 
ta ggal__________ eri al__________de ga

se esarR _____________ ____________________ ka i yata a  
diteri a diset i. 

Se agaiti dakla tdariS rat e ka e yediaBara g Jasa S BJ i i 
Sa daradi ar ska t k e yera ka Ja i a elaksa aa se esarR .… …. 

……..R ia

de ga asa erlak sela a…. ……………… arikale der 

da e a data ga iS rat er a ia ali gla at e at
elas ariker asetela  diter itka ya S BJ. 

e agala Sa dara t k e eri a e ka i iya gdis s erdasarka e al asite
r ada e awara Sa dara,aka dike aka sa ksises aikete t a  
dala erat ra er da ga terkaitte ta g e gadaa Bara g Jasa e eri ta esert
a et ktek is ya. 

Sat a er a __________ 
e a at e at o it e  

 

 
. __________ 

Te sa t .: 
. ___________ 

. ___________ 
 

. ___________ 
.........  

emente ian R 
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B.B T  S R T R T H L RJ S  

 

S R T R T H L RJ S  

o or:__________ 
aket eker aa :__________ 

a g erta data ga di awa i i: 

_______________ _____________
__ _______________

 

sela t yadise tse agai e a at e at o it e ; 

erdasarka S rat er a ia __________ o or__________ta ggal________ _, 
ersa a i i e eri ta ka : 

_______________ __
_____________ ya
g dala al i idiwakiliole :__________ 

sela t yadise tse agai e yedia; 

t ksegera e lai elaksa aa eker aa de ga e er atika kete t a
kete t a  se agai erik t: 

. aca eker aa :__________; 

.Ta ggal laiker a: __________; 

.Syarat syarat eker aa :ses aide ga ersyarata  da kete t a o trak; 

.Wakt e yelesaia :sela a___ __________ da eker
aa ar s s da selesai adata ggal__________ 

. e da:Ter ada setia ariketerla ata elaksa aa e yelesaia eker aa e y
ediaaka dike aka e da eterla ata se esar sat erseri  
dari ilai o trakata agia terte t dari ilai o trakse el ses ai de ga  
kete t a ya gterca t dala Syarat Syarat s s o trak. 

,__ __________ __ 

t k da atas a a__________ 
e a at e at o it e  

 

 
: __________ 

emente ian R 
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e eri ada e yet i: 

t k da atas a a__________ 

 

 

emente ian R 
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C.B T  S R T S R T J  

Ja i a elaksa aa dariBa k 

 

G R S B  
se agai 

J L S o.
____________________ 

a g erta data ga di awa i i:__________________________________dala a ata  
selak ______________________ _____dala ali i erti dak t kda atas a a 
_______ ______________ erked d ka di 
_______ _________________________________  

t k sela t ya dise t: J  

de ga i i e yataka  aka e ayarke ada: 
a a

 : l
a at :_______________________________________________ 

sela t yadise t: R J  

se la a g R  _______________________________________________ 
ter ila g __________________ _____________________________________

dala e t kgara si a kse agaiJa i a elaksa aa atas eker aa _________
________ erdasarka S rat e ka e yediaBara g Jasa S BJ o.________________ 
ta ggal ________________,a a ila: 

a a :_____________________________ 
la at

 :_______________________________________________ 
sela t yadise t: G J  

ter yatasa ai ataswakt ya gdite t ka , a tidak ele i ita ggal ataswakt erlak
yaGara siBa ki i,lalai tidak e e ikewa i a yake ada e eri a Ja i a er a: 
a. a gdi a i tidak e yelesaika eker aa terse t adawakt yade ga aikda e ar 

ses aide ga kete t a dala o trak; 
. e t sa ko trak aki atkesala a a g i a i . 

se agai a a dite t ka dala ok e e ili a ya g diik tiole a g i a i . 

Gara si Ba k i i dikel arka de ga  kete t a  se agai erik t: 
. Berlak sela a _______ __ ____________ ari kale der, dari ta ggal 

__ __________________s.d.____________________ 
. T t ta e caira ata klai da atdia ka secaratert lisde ga ela irka  

S rat er yataa Wa restasi dari 
e eri aJa i a ali gla at e at elas ari kale der setela ta ggal at te
oGara siBa k se agai a aterca t dala tir . 

. e a i aka e ayarke ada e eri aJa i a se la ilai a i a terse t 
diatasdala wakt ali gla at e at elas ariker ata asyarat 

setela e eri a t t ta e caira dari e eri a Ja i a erdasar 
S rat er yataa Wa restasidari e eri aJa i a e ge ai e ge aa sa ksi 
aki at a g i a i  cidera a i lalai tidak e e ikewa i a ya. 

. e a i ele aska ak akisti ewa ya t k e t ts aya e da e da 
ya gdiikatse agai a i a le i da l disitada di al t k el asi ta g 

a g i a i se agai a adi aks ddala asal ita da g da g 
H erdata. 

. Tidak da at di i da ta ga a ata di adika a i a ke ada i aklai . 

. Segala alya g gki ti lse agaiaki atdari Gara siBa ki i, asi g asi g 
i ak e ili do isili k ya g da teta di a tor e gadila egeri 

__ _____  

emente ian R 
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ikel arka di 
ada ta ggal 

:_____________:
_____________ 

 

ateraiR ,  

________________ 
 

t kkeyaki a , e ega g 
Gara siBa kdisara ka t k 

e gko fir asi Gara si i ike 
_____[ a k] 

emente ian R 
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Ja i a elaksa aa dari s ra si er sa aa e a i a  

 

J L S  

o or Ja i a : __________________ ilai:___________________ 

. e ga i i di yataka , a wa ka i: _____________________
 se agai e yedia,sela t yadise tT RJ

,da  
___ _________________ se agai 
e a i ,sela t yadise tse agai J , erta gg g awa da de ga tegas 

terikat    ada    ___________ _________ 
se agai e ilik eker aa ,

sela t yadise t 
R J atas a gse la R ________________ ter ila g 

___ ______________________________  . akaka i,T RJ da J de ga i i e gikatka diri t k elak ka e ayar
a la terse tdiatasde ga aikda e ar ila a aT RJ tidak e e i
 kewa i a dala elaksa aka eker aa ______________ ___ 
se agai a aditeta ka erdasarka S rat e ka e yediaBara g Jasa S BJ o.__
_____________ta g al________________ t k       elaksa aa te der eker aa  
______________ya g disele ggaraka ole R J . 

.S ratJa i a i i erlak sela a____ ____________ arikale derda efektif lai dari 
ta ggal ___________ sa aide ga ta ggal__________ 

.Ja i a i i erlak a a ila: 

a.T RJ tidak e yelesaika eker aa terse t adawakt yade ga aikda e ar 
ses aide ga kete t a dala o trak; 

. e t sa ko trak aki at kesala a T RJ . 

. J aka e ayar e ada R J se la ilai a i a terse tdiatas
dala wakt ali gla at e at elas ariker ata asyarat 

setela e eri at t ta e caira secaratert lisdari R J
erdasar e t sa R J e ge ai e ge aa sa ksi aki at 

T RJ  cidera a i. 

. e k ada asal H erdatade ga i iditegaska ke ali a wa 
J ele aska ak akisti ewa t k e t ts aya arta e da 

T RJ le i da l disitada  di alg a da at el asi ta g ya se agai a a 
di aks ddala asal H erdata. 

.T t ta e caira ter ada J erdasarka Ja i a i i ar ss da dia ka  
sela at la at yadala wakt tiga l arikale derses da erak ir ya asa 
erlak Ja i a i i. 

ikel arka di_____________ 
ada ta ggal _____ _________ 

T RJ J  

ateraiR ,  

_____________________ 
 

__________________ 
 

t kkeyaki a , e ega g 
Ja i a disara ka t k 

e gko fir asi Ja i a i ike 
_____[ e er itJa i a ] 

emente ian R 
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Ja i a a g ka dari Ba k 

 

G R S B  
se agai 

J G 
o._______________

_____ 

a g erta data ga di awa i i:__________________________________dala a ata  
selak ______________________ _____dala ali i erti dak t kda atas a a 
_______ ______________ erked d ka di 
_______ _________________________________  

t k sela t ya dise t: J  

de ga i i e yataka  aka e ayarke ada: 
a a              

: la at            
:_______________________________________________ 

sela t yadise t: R J  

se la a g R  _____________________________________ 
ter ila g __________________ _____________________________________

dala e t kgara si a kse agaiJa i a a g kaatas eker aa __________
_______ erdasarka o trak o.________________ 
ta ggal__________________,a a ila: 

a a :_____________________________ 
la at

 :_______________________________________________ sela t yadise t: G J  

ter yatasa ai ataswakt ya gdite t ka , a tidak ele i ita ggal ataswakt erlak
yaGara siBa ki i, a g i a i lalai tidak e e ikewa i a yadala elak ka e a
yara ke alike ada e eri aJa i a atas a g kaya g 
diteri a ya,se agai a adite t ka dala ok e o trak. 

Gara si Ba k i i dikel arka de ga  kete t a  se agai erik t: 
. Berlak sela a _______ __ ____________ ari kale der, dari ta ggal 

__ __________________s.d.____________________ 
. T t ta e caira ata klai da atdia ka secaratert lisde ga ela irka  

S rat er yataa Wa restasi dari 
e eri aJa i a ali gla at e at elas ari kale der setela ta ggal at te
oGara siBa k se agai a aterca t dala tir . 

. e a i aka e ayarke ada e eri aJa i a se la ilai a i a terse t 
diatasata sisa a g kaya g el dike alika a g i a i dala wakt ali gla

at e at elas ariker ata asyarat setela e eri at t ta e c
aira dari e eri aJa i a erdasarS rat er yataa  
Wa restasidari e eri aJa i a e ge ai e ge aa sa ksiaki at a g i a i  
cidera a i lalai tidak e e ikewa i a ya. 

. e a i ele aska ak akisti ewa ya t k e t ts aya e da e da 
ya gdiikatse agai a i a le i da l disitada di al t k el asi ta g 

a g i a i se agai a adi aks ddala asal ita da g da g 
H erdata. 

. Tidak da at di i da ta ga a ata di adika a i a ke ada i aklai . 

. Segala alya g gki ti lse agaiaki atdariGara siBa k i i, asi g asi g 
i ak e ili do isili k ya g da teta di a tor e gadila egeri 

__ _____  

ikel arka di 
ada ta ggal 

:_____________:
_____________ 

 

ateraiR ,  

________________ 
 

t kkeyaki a , e ega g 
Gara siBa kdisara ka t k 

e gko fir asi Gara si i ike 
_____[ a k] 

emente ian R 
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Ja i a a g a dari s ra si er sa aa e a i a  

 

J G  

o orJa i a :__________________ ilai:___________________ 

. e ga i i di yataka , a wa ka i: _____________________
 se agai e yedia,sela t yadise tT RJ

,da  
___ _________________ se agai 
e a i ,sela t yadise tse agai J , erta gg g awa da de ga tegas 

terikat    ada    ___________ _________ 
se agai e ilik eker aa ,

sela t yadise t 
R J atas a gse la R ________________ ter ila g 

___ ______________________________  . akaka i,T RJ da J de ga i i e gikatka diri t k elak ka e ayar
a la terse tdiatasde ga aikda e ar ila a aT RJ tidak 

e e ikewa i a dala elaksa aka eker aa _______________________ 
se agai a a diteta ka erdasarka o trak o. _______________ 
ta ggal___________________ _dari R J . 

.S ratJa i a i i erlak sela a____ ____________ arikale derda efektif lai dari 
ta ggal ___________ sa aide ga ta ggal__________ 

.Ja i a i i erlak a a ila: 
T RJ tidak e e i ewa i a ya elak ka e ayara ke alike ada 

R J se ilai a g kaya gwa i di ayar e r t ok e o trak. 

. J aka e ayar e ada R J se la ilai a i a terse tdiatas
ata sisa a g kaya g el dike alika T RJ dala wakt ali gla at e

at elas ariker ata asyarat setela e eri at t ta e caira secar
atert lisdari R J erdasar 

e t sa R J e ge ai e ge aa sa ksiaki atT RJ cidera a i. 

. e k ada asal H erdatade ga i iditegaska ke ali a wa 
J ele aska ak akisti ewa t k e t ts aya arta e da 

T RJ le i da l disitada  di alg a da at el asi ta g ya se agai a a 
di aks ddala asal H erdata. 

.T t ta e caira ter ada J erdasarka Ja i a i i ar ss da dia ka  
sela at la at yadala wakt tiga l arikale derses da erak ir ya asa 
erlak Ja i a i i. 

ikel arka di_____________ 
ada ta ggal _____ _________ 

T RJ J  

ateraiR ,  

_____________________ 
 

__________________ 
 

t kkeyaki a , e ega g 
Ja i a disara ka t k 

e gko fir asi Ja i a i ike 
_____[ e er itJa i a ] 

emente ian R 
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Ja i a e eli araa dari Ba k 

 

G R S B  
se agai 

J L H R
o.____________________ 

a g erta data ga di awa i i:__________________________________dala a ata  
selak ______________________ _____dala ali i erti dak t kda atas a a 
_______ ______________ erked d ka di 
_______ _________________________________  

t k sela t ya dise t: J  

de ga i i e yataka  aka e ayarke ada: 
a a

 : l
a at :_______________________________________________ 

sela t yadise t: R J  

se la a g R  _____________________________________ 
ter ila g __________________ _____________________________________

dala e t kgara si a kse agaiJa i a e eli araa atas eker aa ________
_________ erdasarka o trak o._______________ ta ggal________________,a a ila: 

a a :_____________________________ 
la at

 :_______________________________________________ 
sela t yadise t: G J  

ter yatasa ai ataswakt ya gdite t ka , a tidak ele i ita ggal ataswakt erlak
yaGara siBa ki i,lalai tidak e e ikewa i a yake ada e eri a Ja i a er a: 

a g i a i tidak e e ikewa i a ya elak ka e eli araa se agai a a 
dite t ka dala ok e o trak. 

Gara si Ba k i i dikel arka de ga  kete t a  se agai erik t: 
. Berlak sela a _______ __ ____________ ari kale der, dari ta ggal 

__ __________________s.d. ___________________ 
. T t ta e caira ata klai da atdia ka secaratert lisde ga ela irka  

S rat er yataa Wa restasi dari 
e eri aJa i a ali gla at e at elas ari kale der setela ta ggal at te
oGara siBa k se agai a aterca t dala tir . 

. e a i aka e ayarke ada e eri aJa i a se la ilai a i a terse t 
diatasdala wakt ali gla at e at elas ariker ata asyarat 

setela e eri a t t ta e caira dari e eri a Ja i a erdasar 
S rat er yataa Wa restasidari e eri aJa i a e ge ai e ge aa sa ksi 
aki at a g i a i  cidera a i lalai tidak e e ikewa i a ya. 

. e a i ele aska ak akisti ewa ya t k e t ts aya e da e da 
ya gdiikatse agai a i a le i da l disitada di al t k el asi ta g 

a g i a i se agai a adi aks ddala asal ita da g da g 
H erdata. 

. Tidak da at di i da ta ga a ata di adika a i a ke ada i aklai . 

. Segala alya g gki ti lse agaiaki atdariGara siBa k i i, asi g asi g 
i ak e ili do isili k ya g da teta di a tor e gadila egeri 

__ _____  

ikel arka di 
ada ta ggal 

:_____________:
_____________ 

 

ateraiR ,  
________________ 

 
t kkeyaki a , e ega g 

Gara siBa kdisara ka t k 
e gko fir asi Gara si i ike 

_____[ a k] 

emente ian R 
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Ja i a e eli araa dari s ra si er sa aa e a i a  

 

J L H R  

o or Ja i a :__________________ ilai:___________________ 

. e ga i i di yataka , a wa ka i: _____________________
 se agai e yedia,sela t yadise tT RJ

,da  
___ _________________ se agai 
e a i ,sela t yadise tse agai J , erta gg g awa da de ga tegas 

terikat    ada    ___________ _________ 
se agai e ilik eker aa ,

sela t yadise t 
R J atas a gse la R ________________ ter ila g 

___ ______________________________  
. akaka i,T RJ da J de ga i i e gikatka diri t k elak ka e ayar

a la terse tdiatasde ga aikda e ar ila a aT RJ tidak e e i
 kewa i a dala elaksa aka eker aa _________________ 
se agai a a       diteta ka erdasarka o trak o.      _______________ 
ta ggal___________________ _ dari R J . 

.S ratJa i a i i erlak sela a____ ____________ arikale derda efektif lai dari 
ta ggal ___________ sa aide ga ta ggal__________ 

.Ja i a i i erlak a a ila: 
T RJ tidak e e ikewa i a ya elak ka e eli araa se agai a a 
dite t ka dala ok e o trak. 

. J aka e ayar e ada R J se la ilai a i a terse tdiatas
dala wakt ali gla at e at elas ariker ata asyarat 

setela e eri at t ta e caira secaratert lisdari R J
erdasar e t sa R J e ge ai e ge aa sa ksi aki at 

T RJ  cidera a i. 
. e k ada asal H erdatade ga i iditegaska ke ali a wa 

J ele aska ak akisti ewa t k e t ts aya arta e da 
T RJ le i  da l disitada  di alg a da at el asi ta g ya se agai a a 
di aks ddala asal H erdata. 

.T t ta e caira ter ada J erdasarka Ja i a i i ar ss da dia ka  
sela at la at yadala wakt tiga l arikale derses da erak ir ya asa 
erlak Ja i a i i. ikel arka di_____________ 

ada ta ggal _______________ 

T RJ  J  

ateraiR ,  

__________________ 
 

__________________ 
 

t kkeyaki a , e ega g 
Ja i a disara ka t k 

e gko fir asi Ja i a i ike 
_____[ e er itJa i a ] 

emente ian R 
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